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ABSTRAK 

Bahawa kajian ini adalah mengenai perubahan politik (kekuasaan) Undang-Undang 
Gasar dalam sistem kesatuan Indonesia yang ditinjau dari pendekatan atau perspektif 
sejarah politik, lebih fokus ialah beberapa undang-undang yang mengenai kerajaan 
tempatan dikaji dari sudut sejarah politik itu. Di Tangan Lembaga maupun kekuasaan 
berada, jika kenyataannya cenderung terpusat atau lebih terdominasi maka pada akhirnya 
kekuasaan tersebut akan melahirkan wujud kesewenang-wenangan (corrupt absolutely). 
Upaya untuk menghmdarinya tidak lain kecuali mendistribusikan kekuasaan tersebut 
pada lembaga-lembaga (orgaan) kekuasaan yang telah ditentukan, dengan rnaksud untuk 
menciptakan keseimbangan dalam kekuasaan (balance ofpower). Di Indonesia, upaya 
tersebut sebenarnya telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum 
amandemen maupun sesudah amandemen. tetapi dalarn implementasinya, setelah 
berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekrit Presien 5 Juli 1959, 
bentuk pemusata atau dominasi kekuasaan masih terindikasi dalarn penyelenggaraan 
pemerintahan, khususnya pemerintah daerah. Pemusatan atau dominasi kekuasaan berada 
di tangan Kepala Daerah pada masa Orde lama dan Orde Baru, kemudian beralih ke 
tangan DPRD pada Era Reformasi. Jika demikian adanya, jelaslah bahwa irnplementasi 
distribusi kekuasaan tersebut tidak sesuai atau telah bergeser dari ketentuan Undang- 
Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi terteinggi (Supremacy of constitution) dalam 
rechtsstaat atau rule of law Republik Indonesia. Lalu, bagaimana bentuk pergeserannya, 
baik yang disebabkan factor yuridis maupun politis, dan bagaimana pula solusi untuk 
masa mendatang. Guna keperluan tersebutlah maka penyusunan tesis dilakukan. Dalam 
bentuk legal research, dengan pendekatan histories, yuridis dan.politis terhadap Undang- 
undang RT No. 18 Tahun 1965, Undang-undang RI No. 5 ~ a h u n  1974, dan Undang- 
undang RI No. 22 Tahun 1999, serta terhadap dinamika politik Orde Lama (Pasca Dekrit 
Presiden 5 Juli 1959), Orde Baru dan Era Reformasi, maka ditemukan suatu kesirnpulan 
bahwa terjadinya pergeseran dalarn distribusi kekuasaan pernerintah daerah karena tidak 
dijalankannya mekanisme checks and balances dan adanya bentuk kekuasaan 
subordinatif antara DPRD dan Kepala Daerah, baik disebabkan oleh fakor yuridis 
maupun politis. Secara Yuridis, Undang-undang XU No. 18 Tahun 1965 tidak 
menjalankan mekanisme Check and Balances dan menempatkan kekuasaan Kepala 
Daerah di atas kekuasaan DPRD, begitu juga Undang-undang RI No. 5 Tahun 1974 yang 
menempatkan kekuasaan Kepala Daerah di atas kekuasaan DPRD, sebaliknya Undang- 
undang RI No. 22 Tahun 1999 menempatkan kekuasaan DPRD berada di atas kekuasaan 
Kepala Daerah. Adapun secara politis, format politik Orde Lama yang terkonsentrasi atau 
otoriter telah memperkuat posisi Kepala Daerah, demikian juga pada masa Orde Baru 
dengan format politiknya yang birokratis clan sentralistis, sedangkan pada Era Reformasi 
memang telah diawali dengan keinginan untuk lebih memberdayakan DPRD. Solusinya 
ke depan adalah dengan melakukan pernilihan Kepala Daerah secara langsung guna 
menghindari adanya bentuk kekuasaan yang subordinatif antara keduanya dan 
memperkuat posisi keduanya atas fungsi serta wewenang masing-masing. Tetapi solusi 
tersebut harus dilandasi dengan satu landasan hokum yang kuat berdasarkan hierarchy of 
norms. Untuk itu, revisi serta pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai 
pemerintahan daerah yang linier, limitatif, adil dan bijaksana merupakan suatu kebutuhan 
yang seharusnya. 
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RAPBN : Rancangan Anggaran Pembiayaan Belanj a Negara 

SDA : Sumber Daya Alam 



SDM : Sumber Daya Manusia 

S I : Sidang Istimewa 

SU : Sidang Umum 

ST : Sidang Tahunan 

TNI : Tentara Republik Indonesia 

UUD : Undang-Undang Dasar 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Permasalahan Kajian 

Pokok dalam permasalahan kajian dalam tulisan ini ialah bagaimana 

wujudnya masalah-masalah yang lahir kesan dari sistem politik kesatuan (Unitary 

Sistem) ala-Indonesia, sebab itu Negara Kesatuan yang diproklamirkan semenjak 

Merdeka 1945 tetap melahirkan pergeseran-pergeseran hingga ke hari ini. 

Kajian ini merupakan analisis pergeseran atau perubahan pada konflik 

kelembagaan yang berlaku di dalam konteks perlembagaan Indonesia semenjak 

Tahun 1945. Tentunya analisis ini menggunakan pendekatan sains politik yang 

Iazimnya menyinggung hal-ha1 seperti kekuasaan pergeseran, perubahan autoritas, 

administrasi lokal, undang-undang peraturan dan pelbagai konsep politik yang 

bisa dihubungkan dengan analisis politik perlembagaan. 

Kekuasaan merupakan suatu bagian integral dari ltehidupan manusia itu 

sendiri. Oleh kerananya, kemanapun manusia berada, kekuasaan akan selalu hadir 

guna mengiringi kepentingan hidupnya, secara individual maupun komunal 

kekuasaan tersebut setingkat demi setingkat akan mengalami perubahan, dan 

akhirnya yang tinggal hanyalah kekuasaan primitif. Kekuasaan dalarn bentuk 

primitif ini, kemudian berkembang ke arah tujuan yang pasti sehingga sifatnya 

yang sempurna aka11 muncul dan terealisasi dalam bentuk negara modern seperti 

sekarang (R.M. Mac Iver, The Modern State, 1950:218) 

Dalam suatu negara modem, majoriti pembentukan kekuasaan dilakukan 

seiring dengan pembentukan lembaga-lembaga atau badan-badan (organisasi 

1 



negara) yang memperoleh kelcuasaan tersebut. Lembaga atau badan organisasi 

negara itu,' dalam perkembangan selanjutnya dikenal dalam beberapa bentuk. Ada 

lembaga legislatif, eksekutif, judisiari, federatif, kepolisian, dan sebagainya. 

Namun di antaranya yang paling menonjol dalam perkembangan negara modem 

sekarang hanyalah tiga bentuk lembaga kekuasaan, yaitu lembaga legislatif, 

eksekutif clan judisiari. Ketiga lernbaga keltuasaan ini dipisahkan antara satu 

dengan yang lainnya menurut sebagian fahaman, sedangltan menurut sebagian 

fahaman lainnya hanyalah terpisah dalam arti formil. Dalam teori John Locke 

(dipetik dalam S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2002:42-43) bahawa fahaman 

yang memisahkan secara tidak formil tersebut dikenal dengan istilah ajaran 

tentang pemisahan kekuasaan (sepuration of power), sementara Ismail Suny 

(1986:21) menyatakan bahawa "fahaman yang hanya memisahkan dalam arti 

forrnil dikenal dengan ajaran pembagian kekuasaan (division of power atau 

distribution ofpower). 

Negara Republik Indonesia sendiri tidak mengenal adanya pemisahan 

kekuasaan. Argumentasi (separation ofpower) tersebut dapat diperhatikan dari 

I John Locke mengemukakan adanya tiga macam kekuasaan dalaln negara yang harus diserahkan 
kepada badan yang masing-masingnya berdiri sendiri yaitu kekuasaan legislatif (rnembuat undang- 
undang), kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang) dan kekuasaan federatif (keamanan 
dan hubungan luar negeri). ... Menurut Montesquieu kekuasaan (fi~ngsi) di dalam negara itu 
dibagi ke dalam kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan judisiari (mengadili atas 
pelanggaran-pelanggaran bagi undang-undang). Dalam S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 
Pokok-pokok Hilkum Adnzinistrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 2000, Hlm. 42-43. Van 
Vollellhoven nie~nbagi kekuasaan negara nlenjadi empat bentuk kekuasaan (Catur Prnjrr), yaitu 
Pemerintahan (bestuur), Perundang-undangan, Kepolisian dan Pengadilan. Dalam Wiryono 
Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia. Dian Rakyat, Jakarta, 1989, Hlm. 
17. logemann membagi kekuasaan negara ke dalam lima fi~ngsi (Pancu Praia), yaitu: Fungsi 
Perundangan (wetgevingl, Fungsi Pelaksana (eksekutif), Fungsi Pemerintahan (dalam arti sempit), 
Fungsi Peradilan, dan Fungsi Kepolisian. Sedangkan A. M. Donner mengemukakan teori Dlvi 
Praja, yaitu kekuasaan lnenenh~kan politik negara (menentukan tugas alat-alat perlengkapan 
negara) dan kekuasaan menyelenggarakan tugas-tugas tersebut. Lihat Soehino, Asas-Asas 
Hrrkunt Toto Penzerintahniz, Liberty, Yogyakarta, 1984, Hlm. 8-9. 



penentuan kekuasaan terhadap lembaga-lembaga negara seperti halnya termuat 

dalam UUD 1945. Misalnya, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang 

(RUU) yang telah disetujui bersama untuk inenjadi undang-undang, padahal jika 

berpedoman kepada fahaman pemisahan kekuasaan (separ-ation qf p o ~ ~ e r )  maka 

wewenang untuk mengesahkan RUU (Rancangan Undang-undang) tersebut 

besada di tangan DPR (Dewan Perwakilan Rayat) sebagai lembaga legislatif. 

Demikian juga, bahawa dalam ha1 mengangkat duta dan menerima penempatan 

duta negara lain hasus memperhatikan pertimbangan DPR, sementara kekuasaan 

tersebut menjadi milik Presiden sebagai lembaga eksekutif menurut fahaman 

pemisahan kekuasaan ~ o n t e s ~ u i e u . ~  Oleh kerana itu, cukup argumentatif jika 

Ismail Suny (1 986:21) menegaskan bahawa dalam UUD 1945 tidak dikenal 

adanya pemisahan kekuasaan dalam arti materil, tetapi pemisahan kekuasaan yang 

dilaksanakan adalah pemisahan dalain bentuk formil. Hal yang sama juga 

dikatakan oleh Jennings bahawa pada umumnya di Indonesia tidak pernah 

dilaksanakan pemisahan kekuasaan dalam arti materil kecuali dalam bentuk forrnil 

(divison ofpower). 

Dengan menganut pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan dalam 

arti formil, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan penyelenggaraan 

negara didistribusikan kepada beberapa lembaga negara. Sebelum amandemen 

UUD 1945 tahun 2002, kekuasaan tersebut didistribusikan kepada MPR, DPR, 

Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Mahkamah Agung (MA) dan 

Badan Pemeriksa Kewangan (BPK). Sedangkan sesudah amandemen 2002, 

2 Montesquieu berpendapat ballawa kekuasaan (fungsi) di dalam negara it11 dibagi ke 
dalam kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kektlasaan judisiari (mengadili atas 
pelanggaran-pelanggaran bagi undang-undang) 



kekuasaan tersebut didistribusikan ltepada tujuh lembaga yaitu MPR, DPR, 

Presiden, Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Kewangan (BPK), Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD), dan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Pengagehan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara tersebut 

mengindikasikan kalau masing-masing lembaga berdiri sendiri secara formil, 

namun memiliki keterltaitan erat antara saiu sama lain dalam n~e~lj'alankan 

kekuasaannya, atau dengan kata lain adanya percampuran kewenangan secara 

materil. Meskipun tidal< ada pemisahan ltekuasaan secara materil, namun bukan 

berarti terjadi adanya bentuk wewenang subordinatif di antara lembaga 

tersebut. Khususnya antara DPR dengan Presiden, di mana DPR tidak dapat 

dibubarkan oleh Presiden dan Presiden pun tidak bertanggungjawab kepada 

DPR. 

Pengagehan kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara tersebut 

dijalankan pada tingkat nasional (pusat atau federal), di mana mekanisme serta 

kedudukannya sebagai alat perlengkapan dalam struktur negara Republik 

Indonesia menerusi UUD 1945 sebagai asasnya dan seterunya terbentuk konstitusi 

negara. Tetapi mengingat negara merupakan suatu organisasi besar, sudah 

merupakan l<onseltuensi logis jika organisasi besar itu dibagikan kepada bagian- 

bagian organisasi yang lebih kecil menurut besar dan kecilnya organisasi. Hal itu 

dikeranakan, selain luasnya wilayah (termasuk juga besarnya jumlah penduduk) 

negara Indonesia, juga terdapat pula ruang lingkup kerja yang besar dasi masing- 

masing organisasi. Menyadari ha1 itu, jauh sebelumnya, pengasas-pengasas 

Republik Indonesia ini telah menlformulasikan adanya pembagian organisasi 



negara Indonesia ke dalam beberapa bentuk daerah, atau ltonsep pembagian 

daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945. Tetapi upaya pemberian 

wewenang atau pendelegasian kekuasaan kepada organisasi negara yang lebih 

kecil itu tidal< akan efektif tanpa diikuti pula dengan mempersiapkan perangkat- 

perangkatnya. Dengan demikian, jelaslah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

tidak saja adanya pembagian organisasi pemerintahan tetapi juga adanya 

pemberian wewenang kepada lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan 

organisasinya. 

Menurut UUD 1945 organisasi pemerintahan yang lebih kecil atau pada 

tingkat daerah dikatakan sebagai Pemerintahan Daerah atau pemerintahan negara 

bagian. Adapun perangkat-perangkat organisasi pemerintahan daerah, seperti 

ditegaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, pada dasarnya terdiri 

dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penggunaan 

kedua perangkat organisasi atau lembaga kekuasaan dalam pemerintahan daerah 

dimaltsudkan sebagai refleksi dari adanya dua lembaga kekuasaan yang sama 

pada tingltat pusat. Jika pada tingkat pusat, DPR dan Presiden sebagai dua 

lembaga yang posisinya sama tinggi dan berperan dalam mengambil kebijakan 

penyelenggaraan pemerintahan negara, Presiden menempati posisi eksekutif dan 

DPR di posisi legislatif maka DPRD dan Kepala Daerah pun demikian adanya 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Jadi, hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah seharusnya berpedoman 

pada hubungan antara DPR dan Presiden, selain saina-sama sebagai leinbaga 

kekuasaan yang mandiri secara formil, merniliki percampuran kewenangan secara 



materil, juga tidal< ada wewenang subordinatif di antara keduanya. Khususnya 

dalam ha1 wewenang subordinatif ini, maksudnya Kepala Daerah tidak dapat 

memberhentikan DPRD dan Kepala Daerah juga tidak bertanggung jawab lcepada 

DPRD. Dengan begitu, meskipun tidak terjadi pcmisahan kekuasaan dalam arti 

materiil, namun terdapat batas-batas yang tidak boleh dilewati oleh kedua 

lembaga ini dalarn menjalankan kekuasaannya. 

Akan tetapi, dalam perltembangan pemerintahan daeral~ di Indonesia 

khususnya setelah kembali menjalankan UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 

Juli 1959 konsep tentang hubungan kekuasaan (gezagvevhouding) antara DPR 

dengan Presiden yang testuang dalam UUD 1945 tidak terimplementasi dengan 

baik. Bagitu juga di peringkat daerah pun, konsep hubungan kekuasaan antara 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Kepala Daerah tidak 

terimplementasi. Implementasinya kadang-kadang menempatkan kekuasaan 

Kepala Daerah jauh lebih kuat (execzitive heavy) dari kekuasaan DPRD, dan 

terkadang sebaliknya (legislative heavy), bahkan telah terjadi suatu bentuk 

subordinasi antara keduanya. 

Contoh kes pertama ialah, pada pemilihan Gubernur Provinsi Jarnbi tahun 

1979. Waktu itu terdapat beberapa orang anggota DPRD dari Fraksi Karya 

Pembangunan (Golkar) yang tidak memilih calon yang telah ditentukan oleh 

Pemerintah. Akibatnya, setelah calon tersebut menduduki posisi Gubernur 

Provinsi Jambi, maka beberapa anggota DPRD dari Fraksi Karya Pembangunan 

pang tidak memilihnya itu diberhentikan (di-recall) dari keanggotaan DPRD 

Provinsi Jambi. Kes ini mempertontonkan betapa kuatnya posisi Kepala Daerah. 



Meskipun pada dasamya DPRD merupakan lembaga yang sama derajatnya 

dengan Kepala Daerah, namun ltenyataanya DPRD berada di bawah bayang- 

bayang kekuasaan Kepala Daerah. Ini dikeranakan anggota DPRD itu dipilih tidak 

menerusi pemilihannya atau pemilih. 

Contoh kes kedua ialah pemberhentian Walikota Surabaya Bambang D.H. 

Oleh kerana yang bersangkutan tidak mau merevisi laporan pertanggungjawaban 

(LPJ) tahunan lantaran merasa baru sebulan menjabat sebagai waliltota 

menggantikan walikota sebelumnya yang juga dilengserltan dari jabatannya, maka 

lewat rapat paripurna DPRD Kota Susabaya tanggal 12 Juli 2002, DPRD 

memutuskan pengusulan pemecatannya tersebut kepada Presiden melalui Menteri 

Dalam Negeri. Tetapi belum lagi turun pengesahan pemberhentiannya dari 

Presiden, DPRD telah memutuskan bahawa posisi, wewenang dan tanggung 

jawab Walikota untuk sementara diisi Seksetaris Kota Surabaya. Kes 

pemberhentian Waliltota Surabaya ini menampilkan cerita sebaliknya, di mana 

DPRD memiliki posisi yang kuat sehingga Kepala Daerah (pihak eksekutif) 

berada di bawah bayang-bayang kekuasaan DPRD. (dipetik pada swat kabar 

Suara Merdeka tanggal 12 Juli 2002) 

Kedua contoh kes tersebut hanyalah sebagian kecil dari sejumlah besar kes 

yang bermunculan dalam hubungan kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah 

sebagai perangkat pemerintahan daerah. Kedua contoh tersebut juga 

mengindikasikan bahawa Pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala 

Daerah tidak seimbang. Bagaimana dapat dikatakan seimbang, jika keberadaan 

suatu Iembaga kekuasaan itu masih subordinatif terhadap lembaga lainnya. Sulit 



bagi DPRD untuk menjalankan fungsi kontrolnya terhadap Kepala Daerah, kerana 

Kepala Daerah dapat memberhentikan keanggotaan DPRD. Sementara 

Pengagehan ltekuasaan seimbang yang dimaksultan dapat terealisasi ketika antar 

lembaga keltuasaan dapat menjalankan fungsinya masing.masing dan dapat 

menciptaltan mekanisme checks and balances, daIam menjalankan fungsinya 

tersebut. Pengagehan kekuasaan yang seimbang dimaksudkan untuk menghindari 

terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu tangan. Ini kerana pemusatan 

kekuasaan menurut Bertrand Russel dalarn bukunya berjudul The Practice and 

theory of Bolshevism (Terjemahan Moharnmad Oemar dkk, 1995: 246) bahawa 

akan cenderung melahirltan kekerasan dalarn pelaksanaannya, sekaligus dapat 

menghilangkan batas-batas kekuasaan itu sendiri. 

Melalui impelementasi yang terjadi, terungkap suatu kenyataan bahawa 

pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah sudah tidak sesuai lagi 

atau telah bergeser dari konsep pengagehan kekuasaan antara DPR dan Presiden 

rnenurut UUD 1945, terlepas dari seimbang atau tidaknya. Memang UUD 1945 - 

khususnya sebelum amandemen 2002 tidak merinci bagaimana konsep 

pengagehan keltuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah. Namun dikeranakan 

UUD 1945 sebagai konstitusi negara, seharusnya semua ketentuan dan praktik 

yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengannya. Untult itu, konsep 

pengagehan kekuasaan antara DPR dan Presiden tetap menjadi landasan utarna 

fundanzental norms) dalan~ meinbuat konsep pengagehan kekuasaan antara 

DPRD dan Kepala Daerah, baik 



7. Impak 
8. Kelebihan 

&Kekurangan 

Rajah 1: Proses Pembentukan UUD 

Melalui aturan tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun melalui 

kebijakan-kebijakan. Apabila kententuan-ketentuan yang termuat dalam UUD 

1945 dapat dikalahkan atau digeser dalam implementasinya, baik oleh kebijakan- 

kebijakan yang bersifat politis maupun oleh peraturan perundang-undangan 

sendiri, berarti lteinginan untuk menempatkan UUD 1945 sebagai konstitusi 

tertinggi (supremacy of constitution) hanyalah angan-angan belaka. Akhirnya, 

apabila konstitusi tidak lagi dianggap sebagai ha1 yang memiliki supremasi dalam 

pemerintahan negara, otomatis akibatnya juga akan mengaburkan penegakan 

supremasi hukurn (supremacy oflaw) yang menjadi unsur terpenting dalam suatu 

negara hukum (rechtsstaat, rule of law,). 

1.  Pembentultan 
2. Proses 
3. Kandungan 
4. Implementasi 
5. I<e,pnaaii 
6. Kekuasaan 

S ej arah 

1.2. Tujuan Kajian 

Dalam kajian ini, beberapa tujuan telah dikenal pasti untuk diterapkan 

antaranya ialah : 

Pertnrna, untuk menganalisis pengagehan kekuasaan politik Indonesia 

semenjak Tahun 1945 dan sistem politik kesatuan yang diwujudkan hingga 

kini. Ini termasuklah beberapa institusi politik Indonesia seperti tiga cabang 

(lembaga) pemerintahan/kel<uasaan iaitu DPR, MPR, Mahkamah Agung, 

Pendekatan UUD 

Politik 



Institusi Kepresidenan dan Kerajaan Tempatan. 

Ziedua, u~ntuk mengltaji dan menganalisis pengagehan kekuasaan 

DPRD dan Kepala Daerah menurut undang-undang yang dikeluarkan semasa 

era orde baru sejak dari Tahun 1965 hingga 1974, undang-undang itu 

termasuklah undang-undang No 18 Tahun 1965 dan undang-undang No. 5 

Tahun 1974. 

Ketiga, untuk mengkaji dan menganalisis pengagehan kekuasaan 

DPRD dan Kepala Daerah menurut undang-undang yang dikeluarkan dalam 

era reformasi yaitu undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, serta merurnuskan 

analisis kajian perubahan kekuasaan kerajaan tempatan di Indonesia khusus 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 di Indonesia. Yang diharpakan 

memberikan sumbangan konsep atau teori baru yang berkenaan dengan teori 

checks and balances. 

1.3. Signifikan Kajian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, kajian 

ini di jangka dapat menghasilkan beberapa kegunaan manfaat suatu penelitian itu 

secara umum adalah dalam bentuk teoritis dan praktis. 

Secara teoritis, kajian ini diharapkan dapat meningkatkan lagi 

pengembangan disiplin Ilmu Politik, Administrasi Negara dan Norma (Etika) 

Hukurn Tata Negara, baik bidang ltajian Hukum Konstitusi maupun Hukum 

Autonomi Daerah (Desentralisasi), meskipun ciri bentuk Negara kesatuan (union) 

memusatkan kekuasaan terpusat (centralized) namun pengalaman falcta empirik di 

Indonesia memberi kewenangan autonomi kepada daerah. 



Dalam ltajian Hultum Konstitusi, UUD 1945 amandemen (pindaan) 

merupakan Konstitusi Tertinggi Indonesia, dimana semua bentuk peraturan 

perundang-undangan di bawahnya harus merujuk dan menjadikan UUD 1945 

amandemen sebagai barometer pengujiannya (toetsingsgronden), baik forrnil 
! 

I maupun materil. Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan fiudicial 

I 
review), baik formil maupun materil, dimaksudkan agar terciptanya suatu tarap 

sinkronisasi dalam sistem tata urut peraturan perundang-undangan (hierarchy of 

norms). Oleh itu, dengan mengkaji bentuk pergeseran (perubahan) yang terjadi 

dalarn pengagehan kekuasaan antara DPRD dengan Kepala Daerah, otomatis juga 

mengukur bagaimana validitas tarap sinluonisasi dalam sistem hierarki peraturan 

perundang-undangan Indonesia selama ini, sehingga pada gilirannya dapat 

menemultan solusi terbaik untuk lebih menciptakan tarap sinkronisasi tersebut di 

masa mendatang, 

Adapun dalam kajian hukurn autonomi daerah, di mana autonomi daerah 

itu sendiri merupakan penyerahan sebagian wewenang pemerintahan kepada 

daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya. Selama ini makna tersebut tidak 

dijalankan semestinya, kecuali hanya dilakukan oleh pusat secara sentralistik. 

Konsekuensinya, tidak sedikit dari aturan serta kebijakan yang dikeluarkan tidak 

mengakomodasi berbagai kepentingan lokal, dan bahkan jauh dari rasa kepantasan 

dan keadilan (exaequo et bono). Oleh kerana itu, belajar dari implementasi 

keempat undang-undang mengenai pemerintahan daerah di atas, tentunya penting 

untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, khususnya dalam hubungan kekuasaan antara DPRD dan Icepala Daerah, 



dengan landasan konstitusional. Jadi, berangkat dari pengalaman sebelumnya, 

terbuka kesempatan yang. luas untult membentuk landasan yuridis mengenai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak saja diadopsi lewat anturan- 

aturan normatif (law in books) namun juga dipadukan dengan kenyataan- 

kenyataan yang berkembang dalam ltehidupan masyarakat (law in actions). 

Manakala secara praktis pula, selain berguna menjadi informasi awal bagi 

yang ingin mengadakan penelitian selanjutnya dalam bentuk penelitian yang lebih 

mendalam lagi, juga berguna sebagai masukan bagi para penyelenggara negara 

dalam merumuskan aturan-aturan atau kebijaltan publik (public Policy) khususnya 

dalam administrasi pemerintahan daerah, dan bagi kalangan infra struktur politik 

lainnya. Keberadaan ltalangan infra struktur politik dalam gelanggang otonomi 

daerah menjadi urgen, kerana kawalan terhadap perjalanan pemerintahan daerah 

tidak cukup hanya dilakukan melalui aparat pemerintahan pusat dan DPRD saja 

tetapi juga oleh semua kalangan bagi pressure groups atau kumpulan pendesak 

masyarakat. 

1.4. Andaian Kajian (Assumption) 

Secara umum terdapat dua andaian akan faktor yang menyebabkan 

terjadinya implementasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang , 

dipandang tidak sesuai atau berkonflik dari ketentuan-ketentuan yang termuat 

dalarn konstitusi negara, yaitu adanya peraturan perundang-undangan di bawah 

konstitusi tertinggi negara (faktor historis) dan kerana adanya kebijakan-kebijakan 

yang dilakukan oleh pihak pemerintah (faktor dinamika politik). Dalam ha1 

peraturan perundang-undangan yang dimaksud baik berupa undang-undang 



maupun bentuk lainnya, di mana muatannya atau kandungannya memang digibal 

sedemikian rupa kerana adanya ketentuan-ketentuan konstitusi yang dianggap 

multi-interpretatif. Adapun mengenai dasar-dasar aturan, pada dasarnya adalah 

keputusan-keputusan yang dilakukan pemerintah sebagai pihak eksekutif. Banyak 

pertimbangan yang dapat digunakan, bagi pihak eksekutif untuk mengeluarkan 

suatu keputusan dapat berupa faktor ekonomis, sosiologis dan budaya-namun 

intinya dari semua pertimbangan tersebut berrnuara pada faktor politis guna 

melancarkan penyelenggaraan pemerintahan yang sedang berlangsung. Jadi, dapat 

diltatakan bahawa terjadinya suatu pergeseran (perubahan) tersebut disebabkan 

oleh faktor historis dan dinamika politik itu sendiri. 

Problem statement, bahwa Pergeseran (perubahan) dalam pengagehan 

kekuasaan antara legislatif dan eksekutif dari ketentuan-ketentuan yang termuat 

dalam konstitusi dasar UUD 1945, tentunya tidak luput dari pengaruh kedua 

faktor kekuasaan eltsekutif dan legislatif yang terkandung dalam teori checks and 

balances. Oleh kerana itu, penting untuk mengetahui bagaimana kedua faktor 

tersebut dapat nienciptakan terjadinya pergeseran (perubahan) dalam pengagehan 

kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah. Kepentingan itu sekaligus 

menunjukkan bahawa upaya untuk memahami kedua faktor tersebut telah menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini. 

Bermula dari faktor-faktor tersebut, maka andaian-andaian yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini sebagai Problem Questions antaranya: 

1. Apakah bentuk pergeseran (perubahan) dalam pengagehan kekuasaan 

antara DPRD (Iegislatif) dan Kepala Daerah (eksekutif) bisa melalui 



empat undang-undang mengenai pemerintahan daerah. 

2. Bagaimana dinamika politik dan aspirasi masyarakat Indonesia itu 

yang menyebabkan terjadinya pergeseran (perubahan) dalam 

pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah. 

3. Apakah upaya-upaya untuk menciptakan suatu keseimbangan dalam 

pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah secara 

konstitusional. 

Adapun andaian-andaian ketiga di atas dilakukan untuk mencari format 

sekaligus sebagai salah satu solusi yang dapat dilakukan masa mendatang. 

1.5 Kaedah PenyeIidiIcan (Metodologi) 

Kajian ini merupakan analisis kandungan (content analisys) yang dikaji 

secara berselang-seling dari sudut politik, pentadbiran dan juga historis serat 

beberapa sudut undang-undang (yuridis). Menjadi objek penting dalam kajian ini 

perubahan konflik kekuasaan politik di Indonesia semenjak UUD 1945 hingga 

sekarang (era reformasi). Menjadi unsur-unsur dan implementasi undang-undang 

tersebut. 

Justeru, bahan-bahan penelitian yang digunakan dalam rangka menelusuri 

permasalahan kajian ini adalah, meliputi bahan-bahan primer, bahan-bahan 

sekunder dan bahan-bahan tertier. Bahan primer berupa UUD 1945 sebelum dan 

sesudah amandemen, Icetetapan-ketetapan MPR, Undang-undang-khususnya 

Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Poltolt Pemerintahan di 

Daerah, Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Poltok-Pokok Pemerintahan di 

Daerah, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan 



Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta 

Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, dan Peraturan 

Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang tersebut. Selain itu, temu ramah 

dengan para responden yang terdiri daripada tokoh-tokoh politik, intelelttual. 

Manakala bahan-bahan sekundernya, meliputi dan terbitan-terbitan yang 

dianggap berhubungan dengan tajuk tulisan-tulisan kajian ini. Tulisan juga akan 

digunakan bagi memantapltan analisis ini atau terbitan yang dimaksud, adalah 

hasil-hasil kajian dan karya -karya lainnya dari kalangan ahli seperti sains politik 

adaministrasi, hukurn serta dari kalangan ilmu lainnya yang dianggap mendukung 

kajian ini. Di samping itu, kajian ini juga memerlukan bahan tertier berupa karnus 

bahasa Indonesia dan kamus hukum. Kedua kamus tersebut digunakan untuk 

memberikan batasa ltata dan istilah terhadap bahan-bahan primer dan sekunder. 

1.5.1. Jenis Penelitian dan Metod Pendekatan 

Kajian adalah berbentuk normatif yang berasaskan sains politik serta 

beberapa konsep undang-undang atau "kajian legal" yakni suatu penelitian yang 

dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan melalui kaidah-kaidah 

hukumnya. Oleh kerana hanya berbentuk penelitian normatif, sudah tentu surnber 

penelitiannya adalah dengan mengutamakan bahan-bahan pustaka atau fakta-fakta 

hukum lainnya, yang disebut sebagai data sekunder. Selain itu untuk memperkuat 

argumentasi digunakan juga data survai terhadap responden dari pendapat para 

ahli pada bidangnya. 

Terdapat empat pendekatan akademik yang digabungkan, yaitu 

pendekatan empiris, sejarah, yuridis dan politik. Pendekatan pertama, sejarah 



digunakan untuk melihat bagaimana realitas sejarah yang terjadi di seputar atau 

yang melatar belaltangi kelahiran Undang-Undang No. 18 Tahun 1965, Undang- 

Undang No.5 Tahun 1974, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, dan Undang- 

undang NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Manakala pendekatan 

sejarah adalah merupakan keempat-empat penafsiran (historical interpretation) 

dalam memahami rumusan tertentu dalam ketiga undang-undang tersebut. Selain 

itu keempat-empat UUD itu akan di analisis mengikat sudut-sudut tertentu seperti 

proses pembentukannya, Itandungannya, implementasinya, kegunaannya, 

kekuasaan, lteberkesanannya, kelebihan dan kelemahan dan lain-lain. 

Pendekatan Kedua, yuridis adalah sebagai objek ltajian yang mengalami 

perubahan kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah untuk ia itu keempat 

undang-undang mengenai pemerintahan daerah tersebut. Dengan pendeskripsian 

itu diharapkan akan tergambar bagaimana bentuk Pengagehan kekuasaan antara 

DPRD dan Kepala Daerah menurut masing-masing undang-undang. Garnbaran 

tersebut kemudian digunakan pula sebagai bahan untuk melakukan pengujian 

terhadap Konstitusi Indonesia-baik sebelum maupun sesudah amandemen ULTD 

1945-sehingga diketahui apakah telah terjadi suatu pergeseran (perubahan) atau 

tidak. 

Dengan kata lain, pendekatan yuridis ini bermaksud untuk mengkaji 

bagaimana implementasi ketentuan-ketentuan konstitusional dalam sistem 

peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang mengenai 

pemerintahan daerah. 

Menurut Rudolf Kjellen (dipetik dalaln M. Solly Lubis, 1983 : 87) 



merupakan suatu pendeltatan yang tidak terpisahkan dari pembicaraan mengenai 

pemerintahan daerah, kerana pemerintahan daerah dalam kerangka negara 

kesatuan adalah kratopolitik atau sebagai subsistem politik. Pendekatan Ketiga, 

politik digunakan untuk mengetahui bagaimana dinamika politik yang terjadi 

pada saat implementasi keempat undang-undang tersebut. Sehingga nantinya akan 

terjawab, adakah atau tidaknya peran politik suatu orde pemerintahan yang 

mempengaruhi pergeseran (perubahan) dalam pengagehan kekuasaan antara 

DPRD dan Kepala Daerah. Dengan kata lain kajian ini merupakan hasil analisis 

perubahan undang-undang kerajaan tempatan yang dibicarakan dari perspektif 

sejarah politiknya. 

1.5.2. Teknik Pengumpulan dau Teknik Analisis Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah library research dan 

survai terhadap para ahli dan praktisi yakni suatu teknik dengan mengumpulkan 

peraturan perundang-undangan serta tulisan lainnya melalui sumber pustaka 

maupun lewat media informasi bress) yang berkenaan dengan kajian ini dan 

melakukan wawancara dan kuisioner terhadap para ahli dan praktisi, dengan 

metod Simple Random Sampling, dimana penulis melakukan penyebaraan 

kuisioner terhadap respoden sebanyak 300 orang, yang terdiri dari kalangan 

eksekutif, legislatif, dan kelompok independen. 



Jadual1.1. JumIah Responden 

Total Responden 

Sumber : Data olahan hasil kajian. 

No 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Dalam menganalisis bahan-bahan primer berupa gambaran tentang 

Pendapatan 
(Bulan) 

35 - 70 Jt 

Pekerjaan 
(posisi) 

Bupati 

Pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah menurut keempat 

Walikota 

Pegawai 

Publik 

Dosen 

Hukum 

Guru 

Siswarajeh 

Pak Lurah 

LSM 

Advokat 

Dan lain-lain 

I 

Undang- undang pemerintahan daerah tersebut, digunakan metod analisis 

Posting 

Daerah 

deskriptif (descriptive analisys method). Selanjutnya dalam menganalisis bahan- 

I0 - 21 Jt 

4 - 1 0 J t  

2 -6J t  

3 - 5.5 Jt 

2 Jt 

7 -10J t  

bahan primer berupa penarikan terhadap asas-asas hukum melalui peraturan 

Umur 

38 - 55 Thn 

perundang-undangan malta digunakan metode analisis kandungan (content 

Daerah 

UIR 

Daerah 

ULR 

Daerah 

Daerah 

Daerah 

Daerah 

analysis method). Manakala untuk menganalisis bahan-bahan sekunder dan tertier 

Jenis Kelarnin 
-- 

Jantan 1 Wanita 
3 1 

maka digunakan metode analisis deduktif (deductive analisys method). 

Jumlah 
Responden 

3 

30-50 Thn 

27-50 Thn 

25 - 47 Thn 

20-30 Thn 

35 - 48 Thn 

25- 40 Thn 

30 - 45 Thn 

25 - 30 Thn 

1.6. Skop Kajian 

Tidak sedikit undang-undang mengenai pemerintahan daerah yang dapat 

70 

30 

25 

75 

5 

7 

7 

5 

ditemukan dalam penyelenggaran pemerintahan Republik Indonesia, belum lagi 

ditarnbah dengan peraturan perundang-undangan lainnya selain berbentuk 

30 

10 

6 

15 

4 

3 

4 

1 

100 

40 

3 1 

90 . 

9 

10 

1 1  

6 



undang-undang. Namun sebagian besar undang-undang tersebut dibuat dalam 

kondisi konstitusi negara yang tidak stabil, baik dalam masa berlakunya UUD 

1945 periode 1945-1 949, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949 

maupun dalam masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. 

Oleh kerana itu, penulisan ini mambatasi diri pada undang-undang yang dibuat 

setelah kembali berlakunya UUD 1945 meIalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 

Terdapat empat undang-undang mengenai pemerintahan daerah yang 

dikeluarkan pemerintah Indonesia sejalc Dekrit tersebut, yaitu Undang-undang 

No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang 

No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Undang- undang 

No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintalian Daerah, dan Undang-undang No. 32 

Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah. Masa berlakunya Undang-undang 

No.18 Tahun 1965 tidsk terlalu lama. Meskipun Undang-undang No. 5 Tahun 

1974 baru ditetapkan tanggal 23 Juli 1974, namun dengan dikeluarkannya 

Undang-undang No. 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya 

Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

sebelumnya, pralctis Undang-undang No. 1 8 Tahun 1965 tidak digunakan lagi. 

Sementara Undang-undang No.5 Tahun 1974 berlaku hingga dikeluarkannya 

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999, dan Undang-undang No. 

22 Tahun 1999 diganti lagi dengan Undang-undang 32 Tahun 2004. 

Pengambilan keempat undang-undang mengenai pemerintahan daerah 

tersebut sebagai objek penelitian, juga diikuti dengan penelaahan terhadap 

dinamika politik yang menyertainya. Undang-undang No. 1 8 Tahun 1965 



dikeluarkan pada masa Orde Lama, Undang-undang No. 5 Tahun 1974 pada masa 

Orde Baru, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang 32 Tahun 

2004 pada Era Reforrnasi. Orde Lama dimulai sejak dikeluarkannya Dekrit 

Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang sekaligus sebagai awal berdirinya 

pemerintahan Demokrasi Terpirnpin. Orde Baru berawal dari pecahnya peristiwa 

pemberontakan G-30-SPKI tanggal 30 September 1965, yang dilanjutkan dengan 

dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Rentetan peristiwa 

tersebut diakhiri dengan pengangkatan Soeharto sebagai Pejabat Presiden oleh 

MPRS tahun 1967, yang sekaligus menandai dimulainya Orde Baru dalarn 

pemerintahan Indonesia. Tetapi kemudian, pemerintahan Orde Baru pun berakhir 

setelah berkuasa lebih kurang selama 32 tahun di Indonesia, lalu muncul pula orde 

berikutnya yang dikenal dengan istilah Era Reformasi. Era ini dimulai sejak 

tanggal 21 Mei 1998 seiring dengan berhentinya Soeharto ciari tarnpuk 

kepresidenan Indonesia pada waktu yang sama. 

Dengan demikian, selain ditentukan lewat keempat undang-undang 

tersebut, pergeseran (perubahan) dalam Pengagehan kekuasaan antara DPRD dan 

Kepala Daerah juga ditentukan oleh dinamika politik yang sedang berkembang, 

yaitu dinamika politik Orde Lama, Orde Baru dan Era Reformasi. 

Guna mengetahui bagaimana bentuk pergeseran (perubahan) dalam 

Pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah, maka konstitusi yang 

dijadikan sebagai barometernya adalah konstitusi yang digunakan pada masa 

berlakunya undang-undang dan berlangsungnya dinarnika politik yang dimaksud. 

Jadi, Undang-undang No. 18 Tahun 1965 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 



diukur melalui UUD 1945 sebelurn amandemen dan setelah Dekrit Presiden 5 Juli 

1959, sedangkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang 32 

Tahun 2004 diukur melalui UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen 2002. 

Oleh kerana adanya dua bentuk konstitusi yang digunakan, maka dalam 

penulisannya akan diperjelas dengan ungkapan UUD 1945 sebelum amandemen 

dan UUD 1945 sesudah amandemen. 

1.7. Konsep dan Teori Kajian 

Kajian ini akan menggunakan beberapa konsep atau teori politik dalarn 

menganlisis dan mengaplikasikannya dengan tajuk perbicaraan ia itu perubahan 

yang berlaku ke atas pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah di 

Indonesia menurut konstitusi. Justeru dibawah ini akan dibicarakan secara umum 

konsep-konsep itu yang nantinya akan dikaitkan dengan pembandingan seluruh 

bab-bab tesis ini. 

Beberapa konseplpengertian yang berkaitan dengan tajuk kajian ini seperti 

Konstitusi menurut beberapa karya sarjana seperti K.C. Wheare, Boganov dan 

beberapa orang lagi. Analisis juga akan menghubungkan dengan beberapa teori 

politik kekuasaan yang tersohor (populer) 

1.7.1 Pengertian Konstitusi Menurut Konsep/Sistem Negara Kesatuan. 

Ditonjolkan ltata Konstitusi dalam tulisan ini karena secara umum kata 

konstitusi lebih banyak digunaltan ketimbang kata undang-undang dasar, 

meskipun terkadang digunakan juga kata Undang-undang Dasar, penggunaan 

kata undang-undang dasar walaupun dianggap berasal dari kata Grondwet- pada 



kenyataannya lebih sebagai upaya untuk memperlihatkan ciri keaslian bangsa 

Indonesia. Hal tersebut, menurut J. C. T. Simorangkir (Hukum dun Konstitusi 

Indonesia, Jilid I1 Gunung Agung, Jakarta, 1986 : 56-57), dapat dilihat dari 

beberapa kali upaya penetapan bentuk hukum dasar tertinggi itu.UUD 1945 yang 

ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, KRIS 1940 ditetapkan pada tanggal 27 

Desernber 1949, UUDS 1950 ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1950. Melalui 

beberapa penetapan tersebut, ternyata KRIS 1949 yang menggunakan kata 

konstitusi. Kenyataan tersebut tidak lain kerana KRIS 1949 ditetapkan dalam 

suasana pengaruh pihak lain,yakni lewat Konperensi Meja Bundar di Den Haag, 

sedangkan penetapan UUD 1945 dan UUDS 1950 dilakukan dalam suasana 

Indonesia asli. Dengan demikian, sebenarnya penggunaan kata undang-undang 

dasar di Indonesia bukanlah sebagai bentuk untuk membedakannya dengan kata 

konstitusi. 

Banyaknya penggunaan kata konstitusi dapat diperhatikan dari bahasa 

resmi dibeberapa negara. Menurut H. R. W. Gokkel dan N. Van Del Wal, istilah 

hukum latin Indonesia, (Alih Bahasa oleh A. Adiwinata. Intermasa. Jakarta. 1977. 

Hlm.19), dalarn bahasa latin dikatakan sebagai constitutio, disebut dengan 

constitutie dalam bahasa Belanda dan dikatakan dengan constitution dalam bahasa 

Inggris. Pemakaian dalam bahasa Inggris,menurut Bryan A. Garner (ed) (Black's 

law Derectionary, Seven Edition, West Publising Co., ST.Pau1, Minn, 1999: 306) 

digunakan dalam dua arti, yaitu : " ( I )  The fundamental and organic law of nation 

or state, establishing the conception, character, and organization of its 

government, as well as its sovereign power and the manner of its exercise: (2) The 



written instrument embodying this fundamental law ". Sedangkan menurut bahasa 

Indonesia sendiri, kata konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan dan ahuan 

mengenai ketatanegaraan dan sebagai undang-undang dasar suatu negara.3 

Menurut Wiryono Prodjodikoro (dalam bukunya Asas-asas Hukum Tata 

Negara Indonesia, Dian Rakyat Jakarta, 1980 : 1 O), bahawa kata konstitusi berasal 

dari bahasa Perancis constituer yaitu sebagai suatu ungkapan yang berarti 

membentuk. Oleh lterana itu, pemakaian kata konstitusi (jika dikaitkan di 

Indonesia) lebih dikenal untuk maksud sebagai pembentukan, penyusunan atau 

menyatakan suatu negara. Dengan kata lain, secara sederhana, konstitusi dapat 

diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan negara, yang 

dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan. 

Dalam konteks Indonesia, konstitusi tidak hanya difahamani dengan arti 

yang sederhana itu, namunmenjadi lebih luas lagi. Konstitusi difahamani secara 

lebih luas, karena selain kompleksitasnya permasalahan mendasar yang harus 

diatur oleh negarajuga karena dalam perkembangan ilmu pengetahuan, 

pemaharnan terhadap konstitusi telah dilakukan rnelalui berbagai pendekatan, 

Konstitusi bukan saja menjadi bidang kajian ilmu hukum-khususnya Hukum Tata 

Negara - tetapi juga menjadi bagian dari kajian ilmu politik. Oleh kerana itu tidak 

mengherankan jika di satu sisi ada sebahagian konstitusi yang lebih bermuatan 

politis ketimbang bermuatan hukum atau yuridis, Justeru kajian ini juga 

mendasari ilmu politik itu. Perbincangan lanjut konsep konstitusiakan diuraikan 

dalarn Bab 2 sorotan karya. 

3. Pusat Pe~nbinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
Op Cil. HIm. 521. 



1.7.2 Parti Politik 

Secara umum dapat dikatakan bahawa parti politik adalah organisasi yang 

mana seseorang atau segolongan manusia berusaha untuk memperolehi serta 

menggunakan kuasa. Menurut Edmund Burke; 

"Parti politik adalah satu pertubuhan di mana orangakan bersatu padu, dan 
berusaha untuk mempromosikan setengah prinsip khas yang dipersetujui 
oleh kesemua mereka demi kepentingan negara". Dengan itu, parti 
merupakan cara yang munasabah untuk membenarkan seseorang untuk 
melaksanakan rancangan bersama mereka melalui kesemua kuasa dan 
autoriti negara itu". 

( Disesuaikan dari Giovanni, S. 1976:9). 

Ringkasnya, parti politik merupakan sekelompok manusia yang 

mempunyai organisasi yang stabil bertujuan untuk mendapatkan dan menegakkan 

kuasa dalam negara. 

Penelitian mengenai parti politik merupakan kegiatan ilmiah yang agak 

sukar. Sekalipun berpelbagai penelitian telah diadakan untuk mempelajarinya, 

namun belurn terdapat teori berupa mengenai parti politik sebagai lembaga politik. 

Beberapa sarjana yang telah mempelopori pembelajaran mengenai parti politik 

seperti Robert Michels, Maurice Duverger dan Sigmund Neumann. Walau 

bagaimanapun, terdapat beberapa orang sarjana dari mazhab behavioralisme 

(tingkah laku) seperti Joseph Lapalombara dan Mvron Weiner di dalam buku 

"Political Parties and Political Development" telah membuat secara khusus parti 

politik dalam hubungannya dengan perkembangan politik (Budiarjo,M. 



Parti politik merupakan saluran penyataan yang penting berbentuk 

instrumen, ataupun agensi untuk mewakili rakyat dengan menyainpaikan 

permintaan mereka dalam proses pendemokrasian politik. Seperti apa yang 

dikatakan oleh Key "parti politik adalah institusi asas untuk menterjemahkan 

keperluan nzassa kepada dasar publik" (V.O. Key 1961: 28). Oleh itu dapat 

diargumentasikan bahawa parti politik amat berkaitan dengan politilc dalam usaha 

untuk memperolehi kuasa. Ia berlaku hasil interaksi di antara manusia yang 

melibatkan penggunaan ataupun ancaman kegunaan kuasa. 

Menurut Max Weber, parti mernbawa gambaran bahawa satu bentuk 

hubungan sosial yang keahliannya bergantung kepada penyertaan secara sukarela. 

la bertujuan untuk mendapatkan ltuasa dalam kumpulan yang bergabung untuk 

memilih ketuanya bagi memberikan kelebihan yang ideal ataupun berbentuk 

material kepada para anggota parti yang terlibat. Parti hanya boleh wujud dalam 

kumpulan yang belterjasama dengan tujuan untult menengahkan polisi dan dasar 

parti yang diperjuangkan (Weber, M. 1964: 407-409). 

Menurut Takrifan J.S. Coleman dalam bukunya "Political Parties and 

National Integration In Tropical Africa" menjelaskan bahawa parti politik 

merupakan satu pertubuhan yang diorganisasikan secara formal yang disertai 

dengan tujuan-tujuan yang jelas dan mengekalkan kawalan undang-undang (legal 

control) sama ada secara persendirian mahupun secara pertentangan atau secara 

persaingan dengan pertubuhan yang sama dengannya terhadap perseorangan dan 

juga polisi kerajaan. Lasswell juga menyokong pendapat tersebut yang 

dikemukakan oleh Coleman bahawa parti politik adalah satu organisasi yang 



mengkhusus kepada usaha untuk menengahkan isu-isu serta calon-calon dalam 

pilihan raya (Jupp, J. 1968: 3-4). Ringkasnya, parti politik adalah alat sebagai 

perantaraan di antara rakyat dan pemerintah dalam pembuatan sesuatu keputusan 

dan polisi sesebuah negara. 

Sigmund Neuman pula mendefinisikan parti politik sebagai satu organisasi 

yang direka khusus untuk menguasai kerajaan dan bertanding dengan kumpulan- 

kumpulan lain dengan objektif yang sama iaitu untuk mendapatkan sokongan 

umum bagi menegakkan kuasa masing-masing. Icenyataan beliau dapat dijelaskan 

sebagaimana pernyataan berikut; 

"Parti politik merupakan organisasi yang bersendi dengan organisasi 
politik dan masyarakat perantaraan, begitu juga dengan sesiapa yang ada 
kaitan dengan kawalan kuasa, kerajaan dan sesiapa yang bertanding 
untuk mendapat lebih sokongan daripada kumpulan-kumpulan lain atau 
kumpulan-kumpulan yang menyimpang pandangannya daripada orang 
lain". 

(dipetik daripada Ramanathan, K. 1988: 190) 

Oleh itu, parti politik adalah kelompok atau kumpulan yang mempunyai 

pandangan-pandangan tertentu tentang negara dan masyarakat serta 

memperjuangkan ideologi parti politik. Ia merupakan segmen penting untuk 

mendapatkan kuasa dalam pemerintahan melalui sokongan yang diberikan kepada 

mana-mana parti yang menang, khususnya menerusi pilihan raya sebagaimana 

melalui kenyataan yang telah diberilcan oleh Max Weber dan Sigmand Neuman di 

atas. 

Parti politik merupakan instrumen utama untuk orang ramai mengawal 

kerajaan dalam suatu keadaan demokrasi. Meagikut Louise M. Young, parti 

politik didefinisikan sebagai suatu kumpulan yang diorganisasikan oleh pemilih 



yang terikat kepada kepercayaan terhadap setengah prinsip tradisi, ataupun 

persetujuan terhadap soal polisi publik, ataupun disatukan dalam usaha untuk 

memperolehi kawalan terhadap kerajaan dengan menghantar calonnya untuk 

bertanding terhadap jawatan dalam pilihanraya (Louise, M.Y., 1950:128). Ini 

bennaksud parti politik merupakan pertubuhan yang bermatlamat mewakili 

segolongan rakyat untuk memperjuangkan kuasa pemerintahan ataupun 

penvakilan dalam sesuatu negara melalui proses demokrasi. 

Apa yang akan diutarakan disini ialah di Indonesia parti politik mula 

memainkan peranan penting dalam mengatur pertikaian (conflict management). 

Setelah rezim Pak Harto dalam suasanal demokrasi, pertentangan dalam 

masyarakat merupakan sesuatu perkara yang lumrah berlaku. Parti-parti politik 

membantu dalarn merumuskan konflik-konflik serta berusaha untuk mengatasi 

konflik-konflik yang berlaku sebagaimana yang dapat dii-injau berdasarkan isu 

konflik yang sering berlaku di seluruh Indonesia sekitar Tahun 1959 hingga kini. 

1.7.3. Teori Tindakan (Action Theory) 

Kajian ini juga boleh dikaitkan dengan teori tindakan (action theory) 

sebagai membantu menganalisis data/informasi, seterusnya menghasilkan fakta. 

Teori ini di asaskan oleh Max Weber (1864-1920) (dilihat Andreski S. 1989.Max 

Weber : kapitalisme, Birolu-asi, Agama, Hartono. Terjemahan Yogyakarta : Tiara 

Wacana, 1-10) Aktor akan bertindak apabila tindakannya di jangka akan 

menghasilkan atau boleh memenuhi kepentingannya atau kelompok yang 

diwalcilinya. Sebaliknya alctor akan bertindak seltiranya tindakannya di jangka 



tidak mempunyai kepentingan kepadanya. Tindakan individu untuk mencapai 

kepentingan kolektif pula bermaksud bahawa tindakan tersebut akan 

mendatangkan perubahan kepada organisasi yang diwakilinya. Oleh itu parti-parti 

politik di Indonesia (yang menjadi pemerintah) sejak era reformasi di lihat 

berperan sebagai aktor utama yang bertindak membentuk, penentu dan 

melaksanakan (implementasi) kebijakan-kebijakan (alasan) pemerintah yang 

tujuannya adalah kepentingan rakyat. 

Adapun teori perubahan politik yang diutarakan oleh Rustous berjudul 

"Changes as Theme Of Political Science" dalam International Political Science 

Association Rountable, (Torino, September 1969) menyatakan perubahan politik 

adalah suatu fenomena yang dicetuskan oleh ketidak puasan keadaan atau situasi 

yang berlaku. Ketidak puasan ini telah mengakibatkan tindakan politik diambil 

melibatkan yang melibatkan kejayaan atau kegagalan. Jika berjaya, maka 

organisasi gerakan atau pun kelompok terlibat akan menciptakan tujuan-tujuan 

yang baru dan jika usaha-usahanya gagal, maka kelompok yang terlibat akan 

membubarkan diri. Manakala menurut Hungtington,SP. (1 976) "perubahan kearah 

perubahan: modernisasi pernbangunan dan politik". Dalam Juwono Sudarsono 

(eds), Penzbangunan Politik dan Perubahan Politik : Penerbit P.T. Gramedia, 

Jakarta, mengatakan bahawa perubahan politik sebagai hubungan antara 

partisipasi politik d m  perlembagaan atau konstitusi politik. Dengan itu, menurut 

beliau, perubahan politik amat terkait rapat dengan perebutan kekuasaan atau 

pengaruh oleh sesuatu kelo~npok atau individu (dalam konteks Indonesia bisa 

saja kelompok DPR, Presiden, DPRD, ABRI dan lain - lain) yang mana boleh 



membawa kepada kestabilan atau kesenjangan atau kegoncangan dalam sistem 

politik. 

Berdasarkan defenisi di atas, terdapat suatu bentuk perubahan politik yang 

berterusan senantiasa berlaku dalam masyarakat. Indonesia sebagai sebuah negara 

sedang berkembang tidak terlepas daripada perubahan-perubahan politik 

khususnya perubahan atau pergeseran (perubahan) mengenai konstitusinya. Yang 

berlaku secara perlahan pada sesuatu ketika perubahan drastik berlaku di 

Indonesia yang bersifat revolusi, seperti revolusi kemerdekaan, revolusi Gestapo 

dan Reformasi. 

1.7.4. Konflik Politik 

Pada asasnya konsep ini mempakan satu pertentangan diantara manusia 

akibat perbezaan pendapat seperti aspek nilai, kepercayaan pandangan yang 

menyebabkan berlakunya ltetidakpuasan hati sehingga tercetusnya masalah 

konflik. Sebagaimana menurut Deutsch dalam Conflict Resolution (1 973) 

telah mengutaraltan enam sebab asas berlakunya konflik. Mengikutnya, konfllk 

tercetus akibat berlakunya kawalan terhadap sumber, perbezaan citarasa, 

pertentangan nilai, konflik kepercayaan, perbezaan citarasa dan ketidaksamaan 

dalam pemilikan kuasa. Deutsch menegaskan lagi bahawa pertelingkahan politik 

berlaku kerana wujudnya perebutan untuk memiliki sesuatu surnber seperti harta 

benda, ltuasa dan status. Konflik berlaku kerana adanya pertentangan nilai 

disebabkan adanya nilai yang lebih superior sebagaimana pandangan Deutsch 

yang mengatakan: 



"...conflict of values al~vays happens because of the contridictions of 
values that implicate legal andpolitical action". 

(Deutsch 1973: 15- 16). 

Sehubungan dengan itu, mengikut Lewis A. Coser pula, konflik akan 

berlaku di antara manusia sekiranya masing-masing mempunyai kehendak dan 

pandangan yang bertentangan menyebabkan berlakunya ketidakpuasan hati dalam 

soal kuasa. Ini kerana pemilihan kuasa adalah relatif di antara sesuatu lumpulan. 

Beliau mendefinisikan konflik sebagaimana kenyataan berikut; 

"A struggle over values and claims to character status, power and 
resources in which the aims of the opponents are to neutralize, injure 
organize and eliminate their rivals" 

(Lewis A. C. 1947:132). 

Berdasarkan definisi di atas, dapat diringkaskan bahawa konflik berlaku 

akibat tindakan penggunaan kuasa oleh orang-orang atau kurnpulan-kumpulan 

yang didorong oleh kepentingan, nilai dan tujuan yang saling bertentangan di 

antara satu sama lain. 

1.7.5. Konflik dan Konsensus : Satu Perhubungan 

Untuk memahami tentang perubahan politik, satu analisis tentang konflik 

politik negeri adalah amat penting. Perubahan politik adalah masalah perubahan 

yang sering berlaku apabila wujudnya pelbagai krisis politik melibatkan krisis 

dalaman sesebuah negeri. Justeru itu dalam analisis kajian ini, konsep konflik dan 

konsep konsensus (persetujuan umum) yang dikemultakan oleh Ralf Dahrendorf 

juga akan digunakan dalam ltajian ini. Dahrendorf mengatakan bahawa kedua-dua 

konsep ini merupakan asas dan pelopor kepada perkembangan politik sesebuah 

masyarakat. Dalarn ha1 ini, kedua-dua konsep tersebut lebih memberi penekanan 



kepada dua aspek utama, iaitu konsep konsensus (persetujuan umum) sebagai 

aspek utama kepada penyatuan nilai-nilai dan perpaduan masyarakat, sebaliknya 

konsep konflik lebih berorientasikan punca kepada berlakunya ketegangan dalam 

masyarakat (Ritzer, G. 1996: 266). 

Walau bagaimanapun, dapat dikatakan bahawa konflik tidak altan berlaku 

sebelum berlakunya konsensus (persetujuan sebulat suara). Dengan kata lain, 

konflik akan wujud sekiranya persetujuan rarnai diperolehi, khususnya 

kemenangan dalarn pilihanraya yang memihak ltepada pihak lawan. Maka, di 

sinilah timbulnya ketidakpuasan hati apakah lagi apabila kemenangan berpihak 

kepada parti pembangkang dalam pilihan raya yang dipilih oleh majoriti rakyat. 

Berhubung dengan konsep konflik pula, pendekatan ini mengandaikan 

bahawa konflik merupakan fenomena yang tidak dapat dielakkan dalam mana- 

mana kumpulan yang lnelibatkan persaingan di antara satu sarna lain. Pendekatan 

konflik juga cuba melihat perlakuan-perlakuan aktor dan parti politik demi 

menegakkan kuasa masing-masing. Konsep konflik merupakan sebuah 

pendekatan yang menekankan bahawa bahawa konflik juga dianggap sebagai 

suatu perkara normal yang tidak dapat dielakkan. Thomas Hobbes (1588-1679) 

turut membincangkan ltonsep konflik ini dan berpendapat bahawa peranan 

manusia merupakan ciri utama yang menuju ke arah pertikaian yang disebabkan 

oleh 3 faktor emosi semula jadi manusia iaitu persaingan, ketaltutan dan 

kemuliaan. Kesannya faktor-faktor di atas yang melibatkan penggunaan kekerasan 

telah menimbulkan ltonflilt (Ting Chew Peh 1978: 68 ). 



Menurut Coser (1956) pula, konflik yang berlaku tidak semestinya 

memusnahkan sistem sosial masyarakat, sebaliknya konflik juga berfungsi ke arah 

yang positif dalam keadaan yang tertentu, Coser banyak memberi fokus kepada 

fungsi politik sosial yang positif seperti penyelesaian semula norma-norma yang 

ada atau mewujudkan norma-norma yang baru bagi memelihara atau 

menyelesaikan keseimbangan kuasa (Ting Chew Peh 1979: 67). 

Dalarn membincangkan mengenai konflik politik, fenomena konflik ini 

dapat diaplikasiltan sebagaimana konflik yang meletus di Indonesia. Misalnya, 

Parti Golkar atau PDI menjadi parti pemerintah kerana berdasarkan majoriti yang 

diberikan oleh raltyat dalarn pilihan rayaPemilu (dikatakan sebagai teori 

konsensus), malta berlakulah pelbagai konflik sama pemerintah pusat ataupun 

konflik dalarnan politik Indonesia sendiri ( boleh dirajuk sebagai konsep konflik). 

Begitulah juga, semasa Indonesia berada di bawah Soekarno (klrususnya pada 

Tahun 1946-1966), politik Indonesia juga tidak terlepas daripada kemelut politik 

ini. Ini jelas kepada kita bahawa konsep konflik dan konsep ltonsensus 

(persetujuan urnurn) saling berhubungan dan bertentangan di antara satu sama lain 

yang membawa kepada pergolakan politik Indonesia umumnya sehingga yang 

berterusan Soekarno digantikan Soeharo. 

Di samping itu, dengan kata lain konflik boleh tercetus melalui parti-parti 

politik yang memperjuangkan ideologi masing-masing untuk menegakkan kuasa. 

Dalarn ha1 konflik politik di Indonesia, ia boleh dilihat melalui tindakan-tindakan 

oleh parti-parti politik yang senantiasa bersaing di antara satu sama lain seperti 



Golkar, PDIP, PPP, PAN yang menggabungkan parti-parti seperti PBB, PKB dan 

lain-lain. 

Ringkasnya, kedua-dua konsep konflik dan konsep konsensus ini amat 

berkait rapat dan penting dalam rnelihat perubahan politik Indonesia berdasarkan 

beberapa isu-isu konflik politik yang berlaku. Lantaran itu, kajian yang dilakukan 

ini membolehkan kita membuktikan pendekatan ini, di sarnping mengenal pasti 

hubungan di antara konsep konflik dan konsep konsensus dalam membincangkan 

gelora politik Indonesia. 

1.7.6. Konsep Pergeseran (Perubahan) Pengagehan Kekuasaan dari Sudut 

Yuridis 

Ungkapan pergeseran4 berasal kata geser dan bergeser, yang dapat berarti 

beringsut atau beralih sedikit. Pergeseran itu sendiri dapat diartikan sebagai 

peralihan, perpindahan atau pergantian. Jika makna pergeseran tersebut 

dihubungkan dengan kata kekuasaan maka dapat dikatakan sebagai suatu 

peralihan, perpindahan atau pergantian pada suatu kekuasaan. Ungkapan 

pergeseran (perubahan) kekuasaan merupakan suatu ungkapan yang masih umum 

sifatnya, sehingga pergeseran (perubahan) itu dapat saja terjadi pada kekuasaan, 

baik dalarn konteks sosial, politik, serta hukum, maupun pada lembaga-lembaga 

kekuasaan seperti legislatif, eksekutif atau judisiari. 
\ 

Contoh pemakaian ungkapan pergeseran, antara lain menurut Ismail Suny, 

4. Pergeseran dalam bahasa melayu (Malaysia) adalah bermaksud "salah paharn atau 
konflik atau "berantakan" walau bagaimanapun, untuk kajian ini, penulis mengunakan 
"pergeseran" yang berarti "perubahan" 



bahawa pergeseran kekuasaan eksekutif menurut UUD 1945 mcrupakan suatu 

peruhahan redikal yang telah terjadi tanpa suatu amandemcn pada telts dari UUD 

1945. Hal tersebut Ismail Suny, (Pergeseran Kekuasaan Eksekutij Aksara Baru, 

Jakarta,1985:31), menyatakan bahawa dapat diperhatikan dari pelaksanaan 

kekuasaan pihak eltsekutif yang sepenuhnya Gplein power) berdasarltan suatu 

Maklurnat Presiden, dan bukan berdasarkan UUD 1945. Hal yang sama juga 

diungkap kan B .N. Marbun (DPRD, pertum buhan, Masalah dan Masa Depannya, 

Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982:3 I), menurutnya selama 37 tahun tel ah terjadi 

pergeseran (perubahan) yang cultup fundamental mengenai kedudukan legislatif 

daerah. Perubahan kedudukan tersebut dari satu peraturan ke peraturan lainnya 

sangat signifikan dan selalu merupakan perubahan total, dan terkadang isi 

ketentuan peraturan itu kembali atau mendekati kembali pada apa yang telah 

diatur sebelumnya, tetapi digeser atau ditiadakun oleh peraturan penggantinya. 

Sedangkan Alvin Toffler (Powershift, Knowledge, Wealth and Violence at The 

Edge of The 21"' Century, (Alih Bahasa Hermawan Sulistiyo), Pantja Simpati, 

Jakarta, 1990: xv), memakai kata powershift untuk istilah pergeseran kekuasaan. 

Powershift merupakan tumbuhnya sistem kekuasaan baru yang menggantikan 

sistem kekuasaan yang lama, khususnya dalam dunia industri. 

Pemakaian semua ungkapan pergeseran di atas, secara umum 

menunjukkan bahawa makna pergeseran itu masih berkisar pada makna 

perubahan atau peralihan. Sehingga dikatakan adanya pergeseran dperzibahan) 

kekuasaan apabila telah terjadi suatu perubahan atau peralihan, baik secara 

fundamental (redikal) maupun tidak, terhadap suatu fungsi kekuasaan menurut 



ketentuan konstitusional, yang disebabkan oleh faktor yuridis maupun politis. 

Ketentuan konstitusional sebagai barometer pergeseran (perubahan), 

karena konstitusi merupakan hukum dasar (droit constitutionelle) atau sebagai 

norma dasar negara (staats fundamentall norm). Sebagai hukum dasar atau sumber 

hukum tertinggi maka peraturan pcrundang-undangan lainnya berada di bawah 

konstitusi tersebut, khususnya bagi negara yang menganut sistem hierarki dalam 

tata urut peraturan perundang-undangan (hierarchy of norms atau stufenbau des 

recht menurut Hans m el sen).^ 

Konsep hierarchy of norms tcrsebut, tidak saja membagi peraturan 

perundang-undangan sebagai sumber hukum secara berurutan, namun juga 

meletakkan urutan peraturan perundang-undangan yang di atas memiliki supreme 

terhadap yang di bAwahnya. Wujud dari posisi supremasi tersebut, bahawa 

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. Apabila terdapat peraturan 

perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya bertentangan dengan yang 

lebih tinggi derajatnya, maka yang lebih rendah derajatnya dibatalkan (voidable). 

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menganut sistem 

hierarchy of norms tersebut. Hal itu dapat dilihat dari adanya Ketetapan MPR 

mengenai Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, yakni Ketetapan 

MPRS No. XXlMPRSl1966 yang telah diperbaharui dengan Ketetapan MPR No. 

III/MPR/2000. Pada Pasal 2 ketetapan' tersebut dijelaskan bahawa tata urutan 

5 The legal order, ... is therefore not a system of norms coordinated to each other, 
standing, so to speak, side by side on the same level, but a hierarchy of different levels of 
norms. Hans Kelsen, General Tlteory of Law (tnd State, Translated by Anders Wedberg, 
Russell & Russell, New York., 1973, Hlm. 124. 



peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah UUD 1945, Ketetapan 

MPR, Undang-undang, Perahran Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), 

# 
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah. 

Berkenaan dengan maksud dilakukannya tata wutan peraturan perundang- 

undangan tersebut, pada Pasal 4 ayat (1) dikatakan bahawa sesuai dengan tata 

urutan peraturan perundang-undangan ini maka setiap aturan hukum yang lebih 

rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukurn yang lebih tinggi. 

Demikian juga halnya-Pasal 4 ayat (2) dengan Peraturan atau Keputusan MA, 

BPK, Menteri, Bank Indonesia, badan, lembaga, atau komisi setingkat yang 

dibentuk oleh pemerintah. tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang 

termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut. 

Dibuatnya peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem tata urutan 

(hierarchy ofnorms), di satu sisi untuk menentukan adanya peraturan perundang- 

undangan yang berada pada posisi tertinggi (supreme) yaitu UUD 1945- sehingga 

menjadi rujukan bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya, dan di sisi lain 

untuk menghindari terjadinya materi danlatau pengaturan yang kontradiktif dalam 

surnber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan itu sendiri. 

Jadi, adanya bentuk pergeseran kekuasaan-khususnya dalam pengagehan 

kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah-harus ditentulcan dengan melihat 

ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 sebagai barometer pcngujian 

(toetsingsgronden), baik teltstual maupun ltontekstual. Jika dalam 

implementasinya ditemukan adanya praktek yang berubah atau tidak sesuai lagi 

dengan ltetentuan UUD 1945, berarti indikasinya telah terjadi suatu bentuk 



pergeseran (perubahan), apakah karena memang ada aturan normatifnya 

(pergeseran secara yuridis) atau hanya berupa kebijakan politik (pergeseran secara 

politis) saja. 

Pergeseran (perubahan) secara Yuridis terjadi karena adanya ketentuan 

mengenai pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah dalam ketiga 

Undang- undang mengenai pemerintahan daerah tersebut, tidak sesuai dengan 

konsep pengagehan kekuasaan antara DPR dan Presiden menurut UUD 1945, baik 

sebelum maupun sesudah arnandemen. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 

menentukan bahawa DPRD bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan 

anggota DPRD juga diberhentikan oleh Kepala Daerah atas semufakat DPRD 

apabila melanggar larangan-larangan tertentu. Selanjutnya, Undang-undang No. 5 

Tahun 1974, memang tidak menentukan bahawa DPRD dapat diberhentikan oleh 

Kepala Daerah secara limitatif, narnun dikarenakan kedudukan Kepala Daerah 

sebagai Penguasa Tunggal di daerah, salah satu tugasnya membina ideologi 

negara, politik dalarn negeri dan kesatuan bangsa maka pada kenyataanya DPRD- 

lah yang hams mengikuti berbagai kebijakan Kepala Daerah atau lebih tepat 

dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah. Sedangkan 

Undang- undang No. 22 Tahun 1999 menentukan sebaliknya, dimana Kepala 

Daerah bertanggungjawab kepada DPRD dan dapat diberhentikan oleh DPRD. 

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya bentuk wewenang 

subordinatif antara DPRD dengan Kepala Daerah. Undang-undang No. 18 Tahun 

1965 dan Undang-undang IVo.5 Tahun 1974 memposisikan Kepala Daerah di atas 

(superiorityl dari DPRD, sementara Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 



memposisikan DPRD superioritas atas Kepala Daerah. Oleh karena UUD 1945 

tidak mengenal adanya wewenang subordinatif ini, maka ketentuan undang- 

undang tersebut sekaligus merupakan indikasi telah terjadinya pergeseran 

(perubahan) secara yuridis. Dengan kata lain, terjadi suatu perubahan dalarn 

pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah dalam tiga undang- 

undang tentang pemerintahan daerah tersebut dengan ketentuan yang terkandung 

dalarn UUD 1945. 

1.7.7. Konsep Pergeseran 

Sedangkan secara politis, pergeseran (perubahan) tersebut terjadi karena 

adanya berbagai implementasi mengenai pengagehan kekuasaan antara DPRD dan 

Kepala Daerah yang tidak sesuai dengan konsep pengagehan kekuasaan menurut 

UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen meskipun tidak ada 

ketentuan perarturan perundang-undangan yang melandasinya. Politik Demokrasi 

Terpimpin pada masa Orde Lama yang otoriter menciptakan struktur 

pemerintahan yang sangat sentralistik atau menempatkan daerah di bawah 

pengendalian pusat secara ketat, sehingga ketentuan mengenai pemegang 

kekuasaan eksekutif daerah sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. 

Karena kuatnya dominasi pihak eksekutif dalam implementasinya tidak jarang 

pihak eksekutif (Kepala Daerah) menangguhkan keputusan-keputusan DPRD, 

meskipun tidak adanya perundang-undangan yang mengaturnya. (Moh. Mahfud 

MD., Pergulatan Politik dun Hukum di Indonesia, Yogyakarta, Gama Press, 

1999: 21). 



Demikian juga pada periode berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 

1974 atau pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru yang secara teorinya 

berlindung dibalik hukum, tetapi dalarn prakteknya seringkali bertentangan 

dengan hukum. Kes pemberhentian anggota DPRD Provinsi Jambi oleh Gubernur 

Provinsi Jarnbi di atas, adalah bukti kuatnya dominasi politik Kepala Daerah atas 

DPRD, meskipun praktek tersebut tidak didasarkan pada peraturan perundang- 

undangan. 

Sedangkan pada periode berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, 

yakni masa-masa awal dari Era Refonnasi, penentuan pemegang kekuasaan 

eksekutif daerah berada dalam dominasi politik pihak DPRD. Tidak sedikit 

terjadinya kes dalam penentuan pemegang kekuasaan eksekutif daerah yang 

bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Hanya dengan dalih atas 

dukungan suara terbanyak di DPRD, maka keputusan pang tidak berlandaskan 

hukurn gampang untuk dilakukan. Seperti halnya dalam pengangkatan Wakil 

Bupati Kabupaten Muara Jambi menggantikan Bupati yang meninggal dunia pada 

tahun 2002. Dalam kes tersebut, pihak DPRD melakukan voting suara melalui 

rapat paripurna untuk menentukan setuju atau tidak setuju Wakil Bupati yang 

bersangkutan menggantikan Bupati yang telah meninggal dunia sarnpai habis 

rnasa jabatannya. Sekali lagi dikatakan, bahawa praktek tersebut tidak didasarkan 

pada perundang-undangan yang ada. 

Dengan demikian, yang dijadikan indikasi di sini adalah implementasinya, 

yakni implementasi mengenai pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala 

Daerah dalam pemerintahan daerah. Implementasi tersebut- baik bersifat yuridis 



maupun politis-kemudian disesuaikan dengan konsep pengagehan kekuasaan 

menurut UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen. sehingga 

akhirnya diketahui bagaimana bentuk pergeseran (perubahan) yang terjadi, 

khususnya dalam periode berlakunya ketiga undang-undang pemerintahan daerah 

atau dalarn ketiga periode politik pemerintahan tersebut. 

1.8. Kerangka Analisis (Framework of Analisys) 

Setelah kita utarakan beberapa konsep di atas iaitu konsepl pengertian 

konstitusi, parti politik factionalism, parti politik, perubahan politik dan konflik 

politik. Kita berangapan bahawa konsep-konsep ini angkubah-angkubah bebas 

yang bisa memberi impak kepada dinamism konstitusi Indonesia itu sendiri. 

Justeru seperti yang diutarakan oleh Edmund Burke, Robert Michels, Mouvile 

Duverge dan lain-lain mengenai parti politik; Carl H. Lande, Edward Courad 

Smith & Arnold Johan Zucher mengenai perpuakan; Rustous, Huntington, 

Juwono, K. Ramanatan mengenai perubahan politik; Deutsch, Lewis A.C 

mengenai konflik politik; dan Ralf Dahrendorf dan Ritzer mengenai konflik dan 

konsensus : satu perhubungan. 

Selain dari empat angkubah-angkubah di atas yang boleh juga dianggap 

faktor-faktor sokongan, pengkaji berpendapat angkubah konsensus merupakan 

sokonganl dukungan terhadap pergeseran antar perubahan kepada konstitusi 

Indonesia dan seterusnya perubahan kepada kekuasaan peringkat daerah di 

seluruh Indonesia. 
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Rajah 1.2 : Teori Sistem (system Thourg) 

Kerangka konsepsual di atas juga boleh diaplikasikan kepada teori sistem 

(system Thourg) yang dibawa oleh David Easton yang mengutaraltan konsep input 

dan throughput dan output. Ia dapat digambarkan seperti dibawah : 

Konstitusi 

Solusi 

k 
3 
a 
Z 

Rajah 1.2 : Konsep Input dan Through put dan Out put 

Faktor-faktor Permintam Sistem Politik Keputusan 
Politi, Ekonomi Indonesia b 
& Sosial Sokongan ' dan Tindakan 



Sumber : Disesuaikan David Easton, An Approach to the Analisys & Political 
System, dalam "Word Politics", (1957:383-400). Lihat juga Thomas R. 
Dye Understanding Publik Policy, Prentice Hall, Inc, Englewood 
Cliffs, (1 978 : 36-39) 

Berdasarkan gambaran di atas (Rajah 11), gerak kuasa-kuasa (forces) 

wujud di dalam persekitaran yang bertindaW memberi impak terhadap perubahan 

atau politik yang dinamakan "Inpzit". Persekitaran atau environment di dalam 

sebarang keadaan didefinisikan sebagai pengaruh luaran kepada sempadan sistem 

politik. Dalam ha1 ini, politik adalah proses yang berfungsi secara autoritatif yang 

memperuntukkan nilai-nilai sebuah masyarakat itu. Manakala "output" bagi 

sistem politik adalah nilai-nilai peruntukan yang autoritatif bagi sistem tersebut, 

dan peruntukan-peruntukan ini boleh/ bisa mew~judkan kebijakan publik. (public 

policy). 

Teori sistem dikenal pasti sebagai satu set institusi-institusi aktiviti-aktiviti 

di dalam masyarkat yang berhngsi untuk menukarkan permintaan-permintaan itu 

kedalarn bentuk keputusan yang otoritatif yang berkehendakkan (membutuhkan) 

sekelompok dari seluruh masyarakat. 

Teori sistem juga mengandaikan unsur-unsur sistem adalah berhubungan, 

yang mana sistem itu boleh merangsang (response) terhadap gerak kuasa-kuasa 

(forces) di dalam persekitarannya, dan ia akan melakukan demikian untuk 

memelihara tersebut. Input-input diterima ke dalam sistem politik dalam bentuk 

tuntutan-tuntutan (demand) dan sokongan (support) atau kumpulan-kumpulan 

merangsang terhadap keadaan persekitaran dan memberi kesan kepada dasar 

awarnl kebijakan publik. 



Sokongan diperoleh apabila individu-individu atau kurnpulan menerima 

keberhasilan hasil dari pilihan rayalumum, pematuhan undang-undang, 

perundang-undangan dan lain-lain, pada umurnnya mengikutl mematuhi 

keputusan-keputusan kebijakan. Sebarang sistem menyerap kedalam bentuk 

pelbagai permintaan di mana setengahnya berbberantakan (berkonflik) dengan 

yang lain. Untuk mengubah (menggeser) atau "transform" tuntutan ini ke dalarn 

bentuk kebijakan publik, ia seharusnya mengaturl mengelolakan solusi-solusi 

menguatkuasakan solusi-solusi itu ke atas pihak-pihak yang berkenaan. 

Kebijakan-kebijakan publik munglun mempunyai kesan yang diadaptasikan ke 

atas sekitaran dan permintaan-permintam/ tuntutan-tuntutan yang timbul dari 

pada itu; dan juga berkemungkinan mempunyai kesan ke atas keraktor sistem 

politik itu sendiri. 

Sestem tersebut dapat memelihara dirinya dengan tiga cara : 

1. Mewujudkan hasil yang memuaskan 

2. Dengan bergantung kepada ikatan atau peraturan yang terdapat pada 

sistem itu sendiri. 

3. Menggunakan ancaman atau paksaan. 
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Bedasarkan rajah 111, konsep input dan output telah diperluaskan dengan 

lebih detail lagi. Konsep itu telah ditambah kepada tiga lagi konsep ia itu 

Throughput (truput), output dan outcome. Truput bertindak atau wujud dari sistem 

politik itu (seperti yang digambarkan di dalam rajah 111) yang terdiri dari pada 

institusi-institusi pemeritah, birokrat, NGO, dan lain-lain. Manakala output (hasil) 

terdiri daripada kebijakan yang terhasil dari proses truput itu seperti UUD 1945 

(sebelum dan sesudah amandemen, UU No. 18 Tahun 1965, UU No 5 Tahun 

1974, UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 (tentang kekuasaan 

kepala daerah dan DPRD). Manakala outcome (kesan) ialah terdiri daripada jenis- 

jenis solusi seperti otonomi, perundangan yang adil, akta-&a, peraturan, dan lain- 

lain. 

Secara umumnya, kerangka analisis diatas dapat atau akan diaplikasikan 

ke dalam analisis tajukan ini Iteseluruhannya. Pengkaji yakin dengan kerangka 

analisis ini, sedikit banyaknya kita dapat mengenal pasti secara sistematik akan 

proses pergeseran yang wujud dalarn pembicaraan tajukan ini. 

1.9. Batasan Kajian 

Dari aspek batasan kajian, penulis berhadapan dengan situasi dimana 

sistem pemerintahan di Indonesia sebelum era Megawati, ABRI mendominasi 

politik Indonesia. Untuk itu, tidak mudah mendapat pada suatu pendapat atau 

persetujuan para sarjana yang lebih baik. 

Batasan seterusnya, kajian ini hanya menggunakan kaedah kualitatif dan 

dan kaedah kuantitatif yang hanya berturnpu kepada data berbentuk deskriftif. 



BAB I1 

SOROTAN KARYA 

2.1. Pendahuluan 

Bab ini akan membincangkan secara deskriftif beberapa konsep berkaitan 

tajuk ini, seperti konsep konstitusi dan konsep pemerintahan daerah. Dan konsep 

ini inerupakan intipati kepada perbincangan - perbincangan selanjutnya, kerana 

Indonesia tidak memisahkan dirinya dari teori sistem negara kesatuan atau unitary 

system itu. Dengan perbincangan konsep-konsep tersebut dan diharap dapat kita 

memahami pergeseran-pergeseran yang ber1aku kepada UUD daIam konteks 

sistem politik Indonesia tersebut. Perbincangan ketiga institusi ini akan ditinjau 

dari beberapa pandangan sarjana. 

Keanekaragaman dalam memahami pengertian konstitusi dapat dilihat dari 

pandangan yang diberikan para ahli dalam berbagai literatur. C. F. Strong, lewat 

karyanya yang berjudul Modem Political Constitutions, An Introduction to The 

Comparative Studi of Their History and Existing Form (Sidgwick & Jackson 

Limited, London, 1966: 1 l), berpendapat: " ... u constitution may be said to be a 

collection of principles according to which the powers of the government, the 

rights of the governed, und the relations between the two are adjusted." 

Ada tiga unsur yang dapat ditemukan dalam definisi Strong tersebut, yakni 

prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan, prinsip-prinsip mengenai hak- 

hak warga negara dan prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga negara 

dengan pemerintah. prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintah (the 

princQles according to the powers o f  the government) altan me~ijelaskan kepada 



siapa kekuasaan penyelenggaraan negara diserahkan, apakah kekuasaan tersebut 

terpusat pada satu tangan atau dibagikan kepada beberapa lembaga kekuasaan dan 

sebagainya. Prinsip-prinsip mengenai hak-hak warga negara (the principles 

uccording to the rights of the governed), pada dasarnya semua hak yang dimiliki 

individu (individual rights) yang menjadi bagian integral dari fungsi kemanusiaan 

setiap orang. Kemudian prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga negara 

dengan pemesintah (the principles according to the relations between the 

governed and the government), Prinsip yang ketiga ini juga penting, kerana lewat 

prinsip-prinsip itu nantinya akan diketahui di mana letak antara hak dan 

kewajiban masing-masing. 

Wheare, dalam bukunya Modern Constitutions (Oxford University Press, 

London, 1975:1), mengatakan: "... it use to describe the whole system of 

government of a country, the collection of rules which establish and regulate or 

govern the government". Konstitusi dalam pandangan Wheare tersebut, selain 

difahamani sebagai istilah untuk menggambarkan keseluruhan sistem 

pemerintahan suatu negara, juga sebagai kumpulan aturan yang membentuk dan 

mengatur atau menentukan pemerintahan negara yang bersangkutan. Dengan 

demikian terdapat dua dimensi pemahaman yang diberikan, Pertama. konstitusi 

merupakan gambasan keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara (the whole 

system of government of a country), dan kedua, konstitusi merupakan kumpulan 

aturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan suatu negara (the collection 

of rules which establish and regulate or govern the government). Dalam dimensi 

pertama, konstitusi akan menggambarkan apakah bentuk negara yang digunakan, 



sistem pemerintahan apa yang dipaltai dan sebagainya. Sedangkan pada dimensi 

kedua, konstitusi merupakan seperangkat aturan tentang bagaimana pelaksanaan 

keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara. Seperangkat aturan yang 

mengatur bagaimana pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, 

bagaimana pengaturan mengenai tugas dan fungsi Iembaga-lembaga tersebut, 

bagaimana pengaturan hak dan kewajiban antara negara dengan rakyat, dan 

sebagainya. Kedua diniensi tersebut bukanlah terpisah satu sama lainnya, namun 

merupaltan suatu kesatuain pengertian yang utuh sebagai pengertian konstitusi. 

Pemahaman pada dimensi kedua di atas, sepintas lalu merupakan 

pemaharnan yang sempit kerana konstitusi harus mengatur keseluruhan sistem 

pemerintahan suatu negara. Konsekuensinya tidak hanya menjadikan muatan 

suatu konstitusi menjadi besar, namun juga akan mempersempit ruang gerak 

dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan negara yang bersangkutan. Dengan 

pemahaman tersebut, di satu sisi berarti negara yang bersangkutan tidak dapat 

menerima terjadinya suatu situasi dan kondisi yang berhubungan dengan sistem 

penyelenggaraan pemerintahan yang tidak ada ketentuannya dalam Itonstitusi. 

Sementara itu, di sisi lain, suatu ha1 yang tidak mudah bahkan sudah menjadi 

hukum alam untuk rnenyusun muatan konstitusi yang dapat mengakomodasi 

semua kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan 

perkembangan situasi dan ltondisi untul< waktu yang cukup lama. Lalu, apakah 

dengan demikian harus selalu dilakukan perctbahan terhadap konstitusi? 

Menyadari akan munculnya peinahaman sepintas yang sempit tersebut, 

Wheare kernudian menegaskan bahawa konstitusi yang difahamani sebagai 



seperangkat aturan. yaitu aturan-aturan yang bersifat legal dan yang bersifat non- 

legal atau ekstra-legal. Bersifat legal merupakan aturan-aturan yang diakui dan 

dilaksanakan oleh pengad.ilan. Sedangkan bersifat non-legal atau ekstra-legal 

dapat berupa kebiasaan, kesepakatan testentu, atau konvensi. Mesltipun aturan 

yang bersifat non-legal atau ekstra-legal tidak diakui di pengadilan, namun ia 

memiliki peranan yang cukup efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Dengan demikian kekuatiran akan adanya ketidak mampuan untuk 

membuat atwan-aturan mengenai keseluruhan sistem pemerintahan negara dalam 

bentuk hukum tertulis barfly-legal), dapat dihindari dengan menggunakan sarana 

aturan-aturan hukum yang tidak tertulis (partly non-legal or extra-legal). 

Pemahanian tersebut juga menunjukkan pada kesimpulan Wheare, bahawa 

konstitusi selain difahamani sebagai gambaran keseluruhan sistem pemerintahan 

suatu negara, juga merupakan sebagai seperangkat aturan yang membentuk dan 

mengatur atau menentukan pelaksanaan sistem pemerintahan negara tersebut, 

baik aturan yang bersifat legal maupun non-legal. Sebagai seperangkat aturan, 

pada dasai-nya konstitusi merupakan peraturan perundang-undangan, kebiasaan- 

kebiasaan, kesepakatan-kesepakataq atau konvensi lainnya. 

Meskipun pemahaman yang diberikan Wheare sedikit lebih sempit dari 

Strong-konstitusi dalam pandangan Strong bukan hanya merupakan ketentuan- 

ketentuan mengenai kekuasaan pemerintahan namun juga hak-hak warga negara 

dm hubungan antara warga negara dengan pernerintah, sedangkan Wheare 

menyebutkan ha1 tersebut secara umum yaitu sebagai gambaran lteseluruhan 

sistem pemerintahan suatu negara, narnun di antara keduanya terdapat sisi 



persarnaan pemahanan. Sisi persamaan pandangan antara keduanya dalam ha1 

menetapkan konstitusi sebagai seperangkat aturan. Strong, meskipun tidak 

menyebutkannya secara rinci sepei-ti Wheare, konstitusi sebagai seperangkat 

aturan (the collection of rules) namun dengan mengutif pendapat James Bryce 

yang mengatakan bahawa konstitusi sebagai suatu susunan kehidupan kenegaraan 

(politik) yang diorganisasikan rnelalui dan oleh h ~ k u m , ~  jelaslah Strong 

menganggap konstitusi sebagai seperangkat aturan, walaupun dalam defenisinya 

sendiri dikataltan sebagai sekumpulan prinsip (a collection ofprinciples). 

Sementara itu, S. E. Finer, Vernon Bogdanor dan Bernard Rudden, 

melalui karyanya yang berjudul Comparing Constitutions, berpendapat : 

"Constitutions are codes of norms which aspire to regulate the allocation of 

powers, functions, and duties among the various agencies and ofleers of 

government, and to define the relationsh@s bemeen these and the public."7 

Jadi menurutnya, konstitusi itu tidak lain hanyalah kumnpulan-kumpulan 

norma aturan yang mengatur tentang alokasi kekuasaan-kekuasaan, tentang fungsi 

dan kewajiban antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan, dan untuk 

menegaskan hubungan antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan tersebut 

dengan rakyat. Definis S. E. Finer, Vernon Boganor dan Bernard Rudden ini, 

sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya, yakni 

adanya pembagian kekuasaan negara dengan rakyat. Hanya saja mereka 

lebih menekankan maksud pembatasan kekuasaan dengan mengedepankan 

James Bryce defined a constitution as "a franie of political society, organized through 
and by law, that is to say one in which law has established permanent institutions with 
recognised fillxtions and definite rights." C. F. Strong, Op. Cif., Hlm. I 1 .  

' S. E. Finer, Vernon Bogdanor and Bernard Rudden, Contpc~ring Constitrrtioizs, 
Clayendon Prus ,  Okford, 1995, Hlm. I .  



arti f ingsi  dan ltewajiban yang diletakkan pada berbagai badan kekuasaan negara 

tersebut. 

2.2. Konstitusi Dilihat Dari Sudut Politis dan Yuridis 

Berikutnya, jauh sesudah Strong dan Wheare (dalam Sri Soemantri M, 

Prosedur dun Sistem Perubahun Konstitusi, Alumni, Bandung, 1979: I), dapat 

pula dilihat bagaimana pengertian konstitusi sama dengan undang-undang dasar. 

Jika konstitusi disamakan dengan undang-undang dasar, berarti intinya konstitusi 

disamakan dengan undang-undang dasar, hukum dasar yang dibuat dalam sebuah 

dokurnen formal. 

Mengenai apakah sarna atau tidak dengan undang-undang dasar (gronwet), 

memang merupakan bagian dari diskusi lama yang belum usai. Oleh kerana kedua 

bentuk fahaman tersebut telah mendapat dukungan yang besar dari penganutnya 

masing-masing. Misalnya, dalam pandangan L. J. van Apeldoom (dalam Dahlan 

Thaib, Jazid Hamidi dan Ni'matul Huda, Teori dun Hzlkum Konstitusi, Rajawali 

Pers, Jakarta, 2003 : 9-10), konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar, 

kerana undang-undang dasar hanya dalam bentuk yang tertulis saja sedangkan 

konstitusi dapat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Selain L. J. van 

Apeldoom, juga ditemukan pendukung lain yang ikut membedakan antara 

konstitusi dengan undang-undang dasar, di antaranya Herman Heller dan F. Las 

sale. Tidak kalah dengan penganut fahaman yang membedakan antara konstitusi 

dengan undang-undang dasar, pendukung fahaman yang menyamakan arti 

keduanya juga tidak sedikit. Para pendultung fahaman yang menyamakan 

tersebut, antara lain seperti R. Crince le Roy dan Vander Pot. Bahkan penyamaan 



tersebut telah dimulai sejak masa Oliver Cromwell (1649-1660).' 

Perbedaan pemaharnan tersebut pada intinya berawal dari pemikiran 

bahawa ltontitusi dapat diklasifikasikan dalam bentuk tertulis dan bentuk tidak 

tertulis. Konstitusi dalam bentuk tei-tulis berupa peraturan perundaiig-undangan 

(atau dapat juga dikatakan sebagai undang-undang dasar), sedangkan dalam 

bcntuk yang tidak tertulis dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan- 

kesepakatan, adat atau konvensi lainnya. Dengan pembagian tersebut maka 

lahirlah apa yang dikenal sebagai konstitusi tertulis (written constitution) dan 

konstitusi tidak tertulis (un~~vrilten constitution). Tetapi klasifikasi ini tidaklah 

sepenuhnya dapat didukung, kerana adanya argumen yang menolaknya, secara 

teoritis maupun empiris. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi 

tersebut dapat dilihat dalam bagian berikutnya dari tulisan ini (lihat bagian 

pelbagai (Klasifikasi Konstitusi). Namun yang terpenting di sini adalah melihat 

bagaimana pengertian konstitusi menurut Sri Soemantri, sebagai salah seorang 

sarjana yang memiliki basis Ilmu Hukum Tata IVegara, atau dengan kata lain 

suatu pandangan yang diambil melalui pendekatan ilmu hukum. 

Secara umtun ditemukan adanya dua unsur utama dalam pengertian- 

pengertian konstitusi di atas. Pertama, bahawa konstitusi merupakan ketentuan- 

ketentuan mengenai strulttur atau gambaran organisasi peinerintahan suatu 

negara. Dengan unsur pertama ini akan difahamani apa yang menjadi bentuk 

negara, sistem pemerintahan, siapa pemegang kekuasaan, jaminan terhadap hak- 

8 Oliver Cromwell (Lord Protektor Republik lnggris 1649-1660) yang menyamakan Un 
dang Undang Dasar itu sebagai Instrument of Government, yaitu bahawa Undang Undang Dasar 
dibuat sebagai pegangan unhlk menlerintah ... Dahlan Thaib, Jazid Hamidi dan Ni'matul" Huda, 
Op. Cit, Hlm. 9. 



hak warga negara, bagaimana hubungan antara warga negara dengan pemerintah, 

dan sebagainya Kedua, bahawa konstitusi juga merupakan kumpulan aturan dasar 

yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan mengenai struktur atau gambaran 

organisasi pemerintahan suatu negara. Dalam unsur Itedua, paling tidak, 

dijelaskan bagaimana mekanisme kekuasaan diperoleh, bagaimana fungsi dan 

wewenang atau kekuasaan tersebut dijalankan, bagaimana pembatasan kekuasaan, 

dan bagaimana prinsip hubungan antara warga negara dengan pemerintah, 

khususnya berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing. 

Pembicaraan tentang struktur atau gambaran organisasi pemerintahan 

suatu negara sebenarnya merupakan pembicaraan yang berhubungan dengan 

bidang politik. Oleh kerana pembicaraan mengenai pemegang kekuasaan, 

pembagian kekuasaan, mekanisme memperoleh kekuasaan dan apalagi 

menganggap negara sebagai organisasi kekuasaan, lebih besas sisi politisnya 

ketimbang sisi hukum atau yuridisnya. Diltatakan lebih besar sisi politisnya 

kerana memang tujuan utama politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan. 

Dalam ha1 mendapatkan dan inenjalanltan kekuasaan tersebut, maka dukungan 

utamanya adalah dukungan politis, meskipun kenyataannya bertentangan dengan 

pandangan yuridis. Sedangkan pembicaraan mengenai bagaimana aturan-aturan 

dasanlya, jelas sudah merupakan pembicaraan bidang yuridis. 

Kenyataan tersebut tidak dapat disangkal lagi, kerana nlemang menwut F. 

Lassalle sebagaimana dikutip Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh (Asas- 

cisas H z h m  Tutu Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991 :75), konstitusi dipakai 

dalam dua pengertian, yaitu pengertian sosiologis atau politis dan pengertian 



yuridis. Dalarn pengertian sosiologis atau politis (sociologische atuu politische 

begrip), konstitusi merupakan sintesis faktor-faktor kekuatan yang ada 

(dereclemuchtsfuc toren) dalam masyarakat. Pada pengertian ini, konstitusi akan 

menggambarkan hubungan antara ltekuasaan-kekuasaan tersebut, seperti raja, 

parlemen, kabinet, pressure groups, partai politik dan sebagainya. Sedangkan 

dalam pengertian yuridis (yuridische begripl, konstitusi merupakan suatu naskah 

yang berisikan bangunan-bangunan negara sei-ta sendi-sendi pemerintahannya. 

Apabila hanya peinbicaraan tentang struktur atau gambaran organisasi dan 

hubungan kekuasaan pemerintahan negara saja yang lebih ditonjolkan, sementara 

pembicaraan mengenai aturan-aturan dasar yang berhubungan dengan struktur 

atau gambaran organisasi pemerintahan tersebut tidak dibicarakan secara liner 

dan limitatif, sudah barang tentu konstitusi yang bersangkutan akan lebih 

bemuatan politis. Konsekuensinya, apabila konstitusi lebih bermuatan politis 

maka hukum akan kurang mendapatkan tempat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan suatu negara, walaupun negara yang bersangkutan telah 

menamakan dirinya sebagai suatu negara hukum. Oleh kerana itu, penting sekali 

menempatkan pengertian konstitusi secara lebih yuridis sebagai awal untuk 

menentukan bentuk dan muatan konstitusi tersebut pada langkah selanjutnya. 

Pengel-tian konstitusi yang lebih yuridis dapat diciptaltan dengan cara 

menfokuskan pemahamannya sebagai sekumpulan aturan hukum dasar, yang 

kemudian baru diikuti dengan pembicaraan tentang struktur atau gambaran 

organisasi pemerintahan negara. Dengan kata lain, konstitusi merupakan 

sekumpulan aturan hukum tertinggi (supreme), yang mengatur ketentuan- 



ketentuan umum mengenai keberadaan negara, mengenai pokok-pokok kekuasaan 

pemerintahan negara, dan mengenai kewarganegaraan beserta hak-haknya. 

Penempatan ketiga unsur tersebut sekaligus mencerminkan kalau unsur-unsur 

konstitutif suatu negara telah terakomodasi dalanl konstitusi bersangkutan. Unsur 

wilayah yang merdeka dapat dimasukkan dalarn ketentuan-ketentuan umum 

mengenai keberadaan negara, unsur pemerintahan negara terrnuat dalain ketentuan 

mengenai pokok-pokok kekuasaan pemerintahan negara, dan unsur raltyat termuat 

dalarn ketentuan mengenai kewarganegaraan. Konstitusi dikatakan juga sebagai 

aturan hukum yang tertinggi kerana konstitusi bersifat hukum dasar yang 

dijadikan sebagai batu uji (burornetel.) dan rujukan bagi aturan-aturan hukum 

lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jelas bahawa perencanaan 

politik penting dalam mewujudkan undang-undangkonstitusi : adalah dikatakan 

tanpa politik,UUD tak bisa terjadi. Dalam hai ini UUD Indonesia tidak ada 

Itonstitusi, hanya UUD 1945 tetapi ia menempati makna atau defenisi konstitusi 

itu sendiri. 

2.3. Kandungan (Muatan) Konstitusi 

Mengenai apa yang menjadi muatan suatu konstitusi, akan ditemukan 

banyak perbedaan antara satu negara dengan yang lain, terkadang juga dipandang 

dari banyak atau sedilcitnya halaman konstitusi tersebut. Misalnya Norwegia 

memiliki konstitusi sebanyak 25 halaman. Konstitusi India 1950 dengan 250 

halaman, sedangkan Indonesia memiliki konstitusi (UUD 1 945) dengan jumlah 

tidak lebih dari 10 halaman, sehingga konstitusi Indonesia itu dikatakan sebagai 

konstitusi tersingkat di dunia. Perbedaan itu sebenarnya merupakan realisasi dari 



anggapan atas keberadaan konstitusi itu sendiri, apakah sebagai dokumen hukum, 

manifesto sebuah lteyakinan atau pengakuan. ataukah sebagai sebuah piagam. 

Mengukur luas atau tidaknya muatan suatu konstitusi, sebenarnya, 

bukanlah dipandang dari sisi panjang atau pendeknya halaman dan banyak atau 

sedikitnya pasal yang dimiliki, namun seberapa rincinya muatan-muatan (materi) 

pokok yang diatur dan dijelaskan dalam konstitusi tersebut. Meskipun suatu. 

konstitusi memiliki banyak pasal tetapi tidak memuat materi pokok secara jelas 

dan yang seharusnya diatur, maka konstitusi tersebut belum dapat dikatakan 

konstitusi yang ltonstitusional. Tentunya beralasan jika Wheare (1975:32) 

berpendapat banyak konstitusi yang memuat materi-materi yang pada dasamya 

tidak memiliki watak konstitusional, atau jika konstitusional maka konstitusi 

tersebut bukanlah merupakan hukum atau ungkapan dalarn peraturan hukurn. 

Misalnya Konstitusi Swiss 1893, dalam Pasal 25 bisa dikatakan bahawa seorang 

tukang daging dilarang menyembelih hewan kecuali dipingsankan lebih dahulu. 

Dengan pertimbangan tersebut, di antaranya, kemudian para ahli dan juga 

praktiknya di beberapa negara berusaha untuk mempokuskan muatan-muatan 

konstitusi. Sebagian ada yang mempokuskan pada muatan-muatan yang 

berkenaan dengan pernyataan tentang hak-hak warga negaranya, seperti yang 

terjadi pada Kontitusi Uni Soviet 1 936.9 Bentuk seperti ini menunjukkan bahawa 

muatan utarna dalam suatu konstitusi adalah ketentuan-ketentuan tentang hak-hak 

bagi warga negara. Sebagian lagi memfokuskan muatan konstitusi pada 

9 Dalam Al-tikel 125 dikatakan: In accordance with the interest of the working people, and 
in order to strengthen tlie socialist system, the citizens of the U.S.S.R. are guaranteed by law: (a) 
Freedom of speech; (b) Freedom of Press; (c) Freedom of assembly and meeting; (d) Freedom of 
streets processions and demonstrations. Ibid. Hlm. 39. 



pembentukan sistem politik serta hukum negara, doltumen nasional, sertifikat 

kelahiran serta sebagai tanda kedewasaan dan Itemerdekaan, sebagaimana halnya 

pendapat Hene van Maarseveen dan Ger van der Tang (Written Constitutions, A 

Computerized Comparative Study, Oceana Publications, JNC. Dobbs Fei~y,  New 

York, 1978: 39-40). Terdapat juga sebagian lain, yang memfokuskan muatan 

konstitusi pada hal-ha1 yang berkenaan dengan hasil perjuangan politik bangsa di 

masa lampau, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, 

pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu 

sekarang maupun akan datang, dan suatu keinginan atau kehendak untuk 

menentukan kemana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak 

dipimpin, seperti disampaikan A.A.H.Struycken (dalam Sri Soemantri M, 

1979:2). Icelihatannya, Struyclten lebih mengaitkan keberadaan muatan konstitusi 

dengan proses historis yang melatarbelakanginya, sehingga tidak akan dapat 

memahami muatan konstitusi suatu negara tanpa mengetahui latar belakang 

historisnya. A. V. Dicey (1 952:417) memperkuat pendapat ini dengan 

mencontohkan di Inggris, di mana, menumtnya, seorang lawyer pun tidak akan 

dapat memahami sisi legal konstitusi Inggris tanpa mengetahui sifat-sifat 

lcodratinya dengan dukungan sejarawan atau negarawan. Dengan demikian, 

terhadap konstitusi yang bermuatan seperti ini, penting untuk terlebih dahulu 

memahami latar belakang historisnya sebelum memahami apa yang menjadi 

muatannya. 

Di samping itu, terdapat pula pendapat lain yang memandang bahawa 

konstitusi memiliki muatan yang lebih rinci dari pendapat di atas. Di antaranya, 



Wheare mengatakan: 

On the other hand many modern Constitutions contain declarations of the 
rights of the subject, or ofpolitical objectives, or the source and ends of 
government wich, while more or less relevant to the study of constitutional 
questions, are not reduced and are often incapable of being reduced to the 
rules of law. 

(K. C. Wheare, Modern Contitutions, l975:33) 

Jadi, ada tiga Kandungan (muatan) utama bagi kebanyakan konstitusi 

modern, yaitu mengenai pernyataan tentang hak-hak warga negara, tentang objek- 

objek politik, atau sumber dan tujuan pemerintahan. Muatan konstitusi menurut 

Wheare tersebut juga tidak jauh berbeda dengan pandangan J. G. Steenbeek. 

Sebagaimana yang dikutif Sri Soemantri M. (1979:51), Steenbeek mengatakan 

bahawa suatu konstitusi berisi tiga muatan pokok, yaitu jaminan terhadap HAM 

dan hak warga negaranya, susunan dasar ketatanegaraan negara yang 

bersangkutan, dan susunan dasar pembagian dan pembatasan tugas 

ketatanegaraan. Akan tetapi, menurut Lord Scarman, selain dari tiga muatan 

seperti pendapat Wheare dan G. Steenbeek di atas, terdapat juga muatan lain 

berupa perlindungan terhadap pemerintahan regional dan lokal melalui 

penggunaan prinsip-prinsip subsideritas. Sebagaimana dikutip oleh Peter Cumper, 

Cases and Materials Constitutional and Administrative law, Second Edition, 

Blackstone Press Limited, London, 1999: 5, Lord Scarman berpandangan bahawa 

terdapat empat muatan konstitusi yang penting bagi perlindungan rakyat, yaitu: 

(I)  the protection of the hurnan rights and fundamental freedoms of 
everyone within the jurisdiction; 

(2) the setting of legal limits upon the legislative and executive power of 
the Crown and Parliament; 

(3) the protection of regional and local government by the adoption of 
the principle of subsidiarity; 

(4) the establishment of an independent judiciary having the duty and 



power ofprotection the constitution. 

Jelasnya, pendapat-pendapat di atas menunjukkan bahawa pada garis 

besarnya terdapat tiga muatan utama yang harus ada di dalam suatu konstitusi, 

yaitu ketentuan-ketentuan umum mengenai keberadaan negara, mengenai pokok- 

pokok kekuasaan pemerintahan negara, dan mengenai kewarganegaraan beserta 

hak-haknya. Adapun muatan-muatan lainnya, hanyalah merupakan penjabaran 

dari ketiga muatan tersebut. Misalnya muatan berupa hal-ha1 yang berkenaan 

dengan hasil perjuangan politik bangsa di masa lampau menurut Henc van 

Maarseveen dan Ger van der Tang, pada dasarnya penjabaran dari ketentuan- 

ltetentuan runum mengenai keberadaan negara. Begitu juga menurut Lord 

Scmnan tentang adanya muatan perlindungan terhadap pemerintahan regional 

dan lokal, intinya merupakan bagian dari muatan mengenai pokok-pokok 

kekuataan pemerintahan negara. 

Muatan berupa ketentuan-ketentuan umum mengenai keberadaan negara, 

biasanya dapat berbentuk gambaran-gambaran historis mengenai perjuangan 

politik bangsa, ketentuan-ketentuan mengenai bentuk negara, kedaulatan negara, 

terrnasuk juga mengenai wilayah negara. Adapun muatan mengenai pokok-pokok 

kekuasaan pemerintahan negara, intinya berbicara rnengenai sistem pembagian 

dan pembatasan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Pada bagian ini 

akan diketahui siapa saja yang menjadi lembaga-lembaga pemegang kekuasaan 

negara, bagaiinana bentuk pembagian kekuasaan negara, bagaiinana mekanisme 

kerja antara lembaga-lembaga negara, dan bagaimana pula bentuk pembatasan 

kekuasaan di antara lembaga-lembaga tersebut. Ada banyak bentuk lembaga 



kekuasaan negara, namun terkadang tidak diikuti oleh pembagian dan pembatasan 

kekuasaan di antara mereka secara tegas, khususnya bagi kekuasaan pemerintah. 

Untuk itu, maka kemudian muncullah suatu gagasan untuk nlembagi kekuasaan 

yang seltaligus berarti membatasi kekuasaan pemerintah secara rinci dan tegas. 

Gagasan tersebut dikemukakan oleh Carl J. Friederich dengan sebutan gagasan 

kontitusi~nalisrne.~~ Sedangkan rnuatan mengenai kewarganegaraan beserta hak- 

haknya juga menjadi muatan yang tidak dapat tidak harus ditegaskan di dalam 

suatu konstitusi. Khususnya mengenai hak-hak warga negara, jelas harus 

mendapat perhatian yang serius. Balkan menurut A. V. Dicey, konstitusi 

bukanlah merupakan sumber bagi hak-hak tersebut, tetapi konstitusi hanya 

menegaskan bahawa hak-hak tersebut hams dilindungi dalarn praktiknya. ' I  Cukup 

beralasan, kerana pada dasamya hak-hak seseorang telah ada seiring dengan 

kehadirannya di bumi ini (human rights) dan untuk itu perlu dijamin, meskipun 

kenyataannya hampir semua konstitusi lebih banyak bertindak sebagai sumber 

bagi hak-hak tersebut, seperti halnya Kontitusi Uni Soviet 1936. 

Ketiga bentuk muatan tersebut penting untuk dibicarakan secara jeias 

dalam suatu konstitusi. Tidak mengapa suatu konstitusi hanya dibuat dalam 

bentuk yang ringkas atau sedikit, bahkan menurut Wheare, semakin ringkas yang 

diatur maka akan menjadikan konstitusi itu semakin baik asalltan yang ringkas itu 

betul-betul menjadi peraturan hukum yang dipatuhi dan dapat dilaksanakan. Oleh 

lo  Menurut Carl J. Friederich dalam buku Constitusionnl Government nnd 
Dentocracy, konstitusionalislne merupakan: a set of activities organizecl by and operated on behay 
of the people, bztt subjecl to a series of resfrainfs which atfernpt fo  ensure that the power which is 
needed for such governance is not ubltsed by those who are culled up017 to do the governing. Lihat 
dalam Miriam Budiardio. Dusnr-Dnsnr Ilmupolitik, Op. Cit., Hlm. 96-97. 

" A.V.Dicey. Op. Cit. Hlm. 203. 



lterana, sifat ringltas (us short as possible) merupakan satu karakter yang esensial 

dari bentuk sebuah konstitusi yang ideal.12 Jadi, ketentuan-ketentuan yang jelas 

bukan berarti terrnuat dalam pasal yang banyak serta halaman yaag panjang, tetapi 

dapat mudah untuk difahamani tanpa rnemerlukan berbagai interpretasi. Memang 

benar keberadaan ltonstitusi tidal< terlepas dari adanya kemungkinan untuk dapat 

diinterpretasikan, tetapi keperluan interpretasi itu hendaknya tidak sampai 

meiijadikan suatu muatan konstitusi kepada bentuk-bentuk pemahaman yang 

multi-interpretatif. Hal senada juga dikatakan oleh N. Jayapalan. Menurutnya, ada 

beberapa ha1 yang membuat konstitusi menjadi baik, yaitu: (1) konstitusi ditulis 

secara jelas dengan pemakaian kata yang baik serta menghindari kata-kata yang 

ambiguitas, samar-samar, dan tidak tepat, (2) konstitusi harus menjadi lebih 

komperhensif, sehingga rakyat mudah memahami hal-ha1 yang berkenaan dengan 

hak dan kewajibannyaa, (3) konstitusi meliputi pokok-pokok mengenai 

pelaksanaan hukum saja, (4) konstitusi hams menjadi stabil supaya dapat bertahan 

lama, dan fleksibel agar dapat mengakomodasi perubahan-perubahan, dan 

(5) konstitusi harus merefleksikan kemampuan rakyatnya untuk memahaminya.I3 

batasan-batasan yang dikemukan oleh Jayapalan ini, semakin memberi fahaman 

bahawa konstitusi tidak perlu panjang melainkan hanya memuat hal-ha1 yang 

pokok saja yang dituangkan secara rinci @imitative) dan jelas (liner). Dalarn 

konteks UUD Indonesia, ini agar sederahan dan panjang.. ... . 

' 3 0  the question: 'What should a Constitution contain?' The short answer. then is. 'The 
veri minimum, and that minimum to be rules of law.' One essential charecteristic of the ideally 
best form of Constitution is that it sliould be as short as possible. I<. C. Wheare, Op.Cit., Hlni. 33- 
34 .  

13 Jayapalan, N., Moderiz Goverititze~tts n/zd Constitutions, Vol. 1, Atlantic Publisher 8r. 
Distributors, New Delhi, 2002, Hlm. 2. 



2.4. Pelbagai Klasifikasi Konstitusi 

Seperti halnya dalam memahami tentang kandungan (muatan) konstitusi, 

demikian juga terjadi dalam melihat klasifikasi konstitusi, di mana adanya 

terdapat berbagai macam pendapat. Tetapi dalam ha1 ini, yang terjadi lebih 

banyak mengarah pada aspek-aspek mana yang dipandang untuk inemahami 

sebuah konstitusi. Oleh kerana itu, nantinya, pelbagai klasifikasi kontitusi ini 

dilihat dari aspek bentuknya, prosedur amandemennya, jenis pemerintahan 

negara, bentuk negara dan sistem pemerintahannya. 

Jauh sebelurnnya, Aristoteles telah mengklasifikasikan bentuk-bentuk 

konstitusi. Menurut Aristoteles, seperti dikutif oleh C. F. Strong, konstitusi 

diklasifikasikan menjadi dua kelas besas, yaitu konstitusi yang bagus dan yang 

jelek. Masing-masing dari dua kelas besar tersebut dibagi menjadi tiga jenis 

pemerintah, yaitu pemerintah satu orang, beberapa orang dan banyak orang. 

Adapun dalam klasifikasi konstitusi yang baik, di mana dalam bentuk pemerintah 

oleh satu orang disebut dengan Monarki, dalam bentuk pemerintahan oleh 

beberapa orang disebut dengan Aristokrasi dan dalam bentuk pemerintahan oleh 

banyak orang disebut dengan Polity. Sedangkan dalam klasifikasi konstitusi yang 

jelek, apabila dalam bentuk pemerintah oleh satu orang disebut dengan Tyranni 

atau Despotisme, dalam bentuk pemerintahan oleh beberapa orang disebut dengan 

Oligarki, dan dalam bentuk pemerintahan oleh banyak orapg disebut dengan 

Demokrasi. Klasifikasi konstitusi Aristoteles tersebut dapat disimpullcan dalam 

Jadual berikut iai: l 4  

'' C. F. Strong, Op. Cit., Hlm. 59-60. 



Jadua12.1 Jenis dan Bentult Konstitusi 

I Jenis Konstitusi I Bentuk Baik atau Benar I Bentuk Jelek I 
I Pemerintahan satu orang I Monarki atau Kerajaan I TyranniIDespotisme 1 

Akan tetapi pada perkembangan beriltutnya; klasifikasi tersebut tidalt 

Pemerintahan beberapa orang 

Pemerintahan Banyak orang 

dapat sepenuhnya dipertahankan lagi. Alasannya, di samping konstitusi telah 

dilihat dari berbagai aspek, juga sulitnya menetapkan suatu pemerintahan negara 

Surnber : C. F.Strong, 59-60 

Aristokrasi 

Polity 

sesuai dengan bentuk-bentuk tersebut. Demoluasi, meskipun dianggap Aristoteles 

Oligarki 

Demokrasi 

sebagai bentuk pemerintahan yang jelek, namun dikeranakan sulitnya (seperti 

besarnya jumlah penduduk) mewujudkan suatu pemerintahan dalam bentuk 

Polity, maka ia tetap menjadi pilihan hampir semua negara. Kerana 

kenyataannyan tidak ada negara yang mau menganggap pemerintahannya tidak 

demokratis. 

Pada perkembangan berikutnya, konstitusi telah dikalsifikasikan sesuai 

dengan aspek-aspeknya, yaitu dipandang dari aspek bentuknya, dasi proses 

amandemennya, dari jenis pemerintahan negara, dari sistem pemerintahan, dan 

dipandang dari sisi bentuk negara. Pertama, dipandang dari aspek bentuknya, 

konstjtusi diklasifikasikan menjadi yang dikodifikasi (codijied) dan tidak 

dikodifikasi (uncodzJ?eq'), atau berbentuk dokurnen (documentary constitution) 

dan tidak berbentuk dokumen (non-documentary constitution). Klasifikasi seperti 

dini diberikan oleh Strong serta Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang. 

Strong berpandangan bahawa klasifikasi konstitusi ke dalam bentuk tertulis 



(written) dan tidak tertulis (unwritten) merupakan pembedaan yang keliru (redly 

a false distinction), kerana tidak ada konstitusi yang tidak ditulis sama sekali dan 

tidak ada pula konstitusi yang ditulis sama seltali. Contohnya Inggris, rneskipun 

negara ini tidak memiliki konstitusi tertulis secara khusus, namun ia memiliki 

hukum tertulis testentu atau statuta seperti Bill of Rights (1 689), Parliaments Acts 

of 191 1 and 1949 dan sebagainya. Dengan demiltian, yang lebih tepat adalah 

ltonstitusi yang merupakan suatu bentuk dokumen dan inerupakan ketentuan- 

ketentuan yang telah berkembang dalam kebiasaan-kebiasaan, atau dapat 

dikatakan sebagai documentary constitution dan non-documentary constitution. l 5  

Demikian juga menurut klasifikasi Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang, 

bahawa klasifikasi konstitusi dari sisi bentuknya, pada dasarnya menjadi 

konstitusi yang dikodifikasi (codified) dan tidak dikodifikasi (~ncodified).'~ 

Praktiknya di Indonesia sendiri, klasifikasi konstitusi dalam bentuk tertulis dan 

tidak testulis tersebut sulit untuk dibuktikan kebenaraimya. Seperti halnya 

Maklumat PemerintaI~ 14 Nopember 1945 tentang Tanggung Jawab Menteri 

Negara dan Maklumat Nomor X 16 Oktober 1945 yang menetapkan bahawa 

Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi kekuasaan 

legislatif dan ikut menetapkan GBHN,'~ atau Pidato Kenegaraan Presiden setiap 

tanggal 16 Agustus pada era Orde Baru, dianggap sebagai konvensi sehingga 

dikatakan konstitusi yang tidak tertulis. Tentunya merupakan pandangan yang 

tidak kuat, Iterana kenyataannya semua praktik ketatanegaraan tersebut dibuat 

dalarn bentuk tertulis. Namun, jika dikatakan sebagai konstitusi yang tidak 

15 Zbid. Hlm. 66-67. 
IG I-lenc van Maarseveen dan Ges van der Tang, Up. Cif., Hlm. 245. 
17 lsmail Suny, Pergeseran Kekzrasuu~i Eksekutif: Up. Cit, Hlm. 3 1-32. 



dikodiflkasi, tentu ada kebenarannya kerana Konstitusi Indonesia yang 

dikodiflkasi adalah UUD 1945 (di antaranya). 

Sedangkan rnenurut Wheare, dipandang dari aspek bentuknya, konstitusi 

dapat dibagi menjadi konstitusi tertulis (~~ritten) dan lconstitusi tidak tertulis 

(unwritten). Akan tetapi, kemudian Wheare menambahkan, klasiflkasi konstitusi 

dalam bentuk tertulis (writterg) dan tidak tertulis (unwrittenJ sebenarnya tidak 

tepat, dan yang tepatnya adalah l<lasifikasi antara negara-negara yang memiliki 

konstitusi tertulis dan yang tidak memiliki konstitusi tertulis, atau antara negara- 

negara yang mempunyai ltonstitusi dan yang tidak mempunyai konstitusi. Lalu ia 

mencontohkan Inggris, bahawa negara ini bukannya memiliki konstitusi tidak 

tertulis, namun justru sebenarnya negara ini tidak mempunyai konstitusi tertulis. 

Oleh kerana kebanyakan negara, termasuk Inggris, tidak memiliki sistem 

ketatanegaraan yang diwujudkan semata-mata dalarn peraturan-peraturan tertulis 

atau semata-mata dalam peraturan-peraturan tidak tertulis. Peraturan hukum 

maupun non-hukum dan tertulis maupun tidak tertulis, semuanya dipadukan untuk 

mernbentuk suatu sistem ketatanegaraan.IS 

Dengan demikian, Wheare mengkalsifikasikan konstitusi dalam bentuk 

tertulis (written) dan tidak tertulis (unwritten) tersebut, intinya berrnaksud untuk 

mengklasifikasikanya ke dalarn bentuk negara-negara yang memiliki konstitusi 

tertulis (countries which have a written constitution) dan yang tidak memiliki 

Konstitusi tertulis (countries which have no written constitution). Hal itu tidak 

lepas dari pengamatannya terhadap Inggris, di mana negara ini dianggapnya tidak 

IS K.C. Wlieare, Op. Cit., Hlm. 14-15. 



mengkhususkan adanya peraturan hukum maupun non-hukum dan tertulis 

maupun tidak tertulis, sehingga semuanya dipadukan dalam satu kesatuan untuk 

membentuk suatu sistem ketatanegaraan. Oleh kerana tidak ada pengkhususan itu, 

maka tidak dapat diteiltukan apa yang menjadi konstitusinya. 

Kedua, dipandang dari proses amandemennya, konstitusi dapat 

diklasifikasikan kepada konstitusi ,flexible dan konstitusi rigid. Terhadap 

identifikasi ini, kebanyakan ahli memiliki kesepakatan, seperti Wheare, Lord 

Bryce, Strong, Henc van Maarseveen dan Oer van der Tang. Misalnya, Lord 

Bryce dalam bukunya Studies in History and Jurisprudence, sebagaimana dikutip 

Wheare, mengatakan: "Where no special process in required to amend n 

Constitution, it is called flexible; where u special process is required a 

Constitution is called rigid."' 

Suatu penekanan yang ditemukan dalam pandangan Lord Bryce tersebut 

adalah proses amandemennya. Jika ditemukan adanya proses amandemen yang 

mudah, artinya tidak terdapat persyaratan-persyaratan khusus di dalamnya, maka 

konstitusi itu disebut konstitusi fleksibel, misalnya Konstitusi Selandia Baru. 

Tetapi jika terdapat ha1 yang sebaliknya maka konstitusi itu dikatakan sebagai 

konstitusi yang kaku (rigid), seperti Konstitusi Amerika, Denmark, Swiss, 

Australia, Malaysia dan sebagainya. Bahkan, sebagian besar negara-negara 

memiliki konstitusi yang rijid untuk diamandemen, ternlasuk juga Konstitusi 

Indonesia. Pendapat yang sama juga dikemukakan C. F. Strong serta Henc van 

Maarseveen dan Ger van der Tang, yang intinya sepakat dengan adanya 

19 Ibid. Hlm. IG. 



ldasifikasi konstitusi dalam bentuk fleksibel dan rijid.20 

Persyaratan-persyaratan yang rijid itu biasanya ditentukan dalarn bentuk 

ketentuan yang berbeda dengan perubahan peraturan perundaiig-undangan 

lainnya. Misalnya di Indonesia, jika dalam perubahan peraturan perundang- 

undangan lainnya dapat dilakukan oleh DPR bersama Presiden sebagai pemegang 

kekuasaan legislatif, namun dalarn amandemen konstitusi hanya dapat dilakukan 

oleh MPR, atau ketentuan lainnya seperti lteharusan hadirnya 213 dari mayoritas 

anggota tiap-tiap Lembaga Tertinggi Soviet untuk amandemen Konstitusi Soviet, 

atau 213 dari seluruh anggota MPR untuk amandemen UUD 1945. 

Adapun klasifikasi konstitusi ke dalam konstitusi derajat tinggi atas 

legislatif (supreme over the legiskatzrre) dan konstitusi tidak derajat tinggi atas 

legislatif (not supreme over the legislature), menurut Wheare, pada dasarnya 

masih berkaitan erat dengan klasifikasi konstitusi dalam bentuk fleksibel dan rijid 

itu sendiri. Oleh kerana menurut klasifikasi tersebut, apabila konstitusi tidak dapat 

diamandemen oleh legislatif berarti ia supreme terhadap legislatif-memiliki 

derajat tinggi atas fungsi legislatif atau tidak sama dengan peraturan perundang- 

undangan lainnya-dan apabila ia dapat diamandemen oleh legislatif berarti ia 

tidak szpreme terhadap legislatif, yakni menjadi bagiail dari fungsi legislatif atau 

sama dengan peraturan perundang-undangan lainnya.2' Memiliki keterkaitan erat 

dengan klasifikasi fleksibel dan rij id juga, kerana j ika ia tidak dapat diamandemen 

oleh legislatif sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya berarti 

diperlukan proses yang rijid untuk mengamandemennya, sedangkan jika ia dapat 

20 C. F. Strong, Op. Cit, Hlm 67; Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang, Op, Cil., 
Hlm. 245. Bandingkan dengan K. C. Wheare, Op. Cit., Hlm. 16. 

21 K .  C. Wheare, Op. Cit., Hlm. 18. 



diamandemen oleh legislatif seperti halnya peraturan perundang-undangan 

lainnya maka tidak diperlultan proses yang rijid untuknya atau hanya berbentuk 

proses yang fleksibel untult mengamandemennya. 

Ketiga, klasifikasi ltonstitusi juga dilihat melalui jenis pemerintahan 

negara, apakah pemerintahan negara kesatuan (unitary) atau pemerintahan negara 

serikat federal). Sehubungan dengan ini, N. Jayapalan mengatakan: 

In a unitary constitution all spheres of governnzent activity are assigned to 
a single central legislature. This central legislature creates the local 
governments by exercising statutory authority. There is no constitutional 
guarantee to local gover-nments In unitary states.22 

Menurutya, dalam konstitusi pemerintahan negara kesatuan, setiap bentuk 

aktivitas pemerintahan, termasuk pemerintahan lokal, ditetapkan oleh pusat 

sendiri. Akan tetapi, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan Sementara 

terhadap konstitusi pemerintahan negara federal, menurut Jayapalan, merupakan 

bentuk konstitusi yang memiliki beberapa karakteristik tersendiri, antara lain: 

1. Fungsi pemerintahan federal sesuai batasan yang ditentukan oleh 

konstitusi, dalam bentuk tertulis dan rijid. Hal itu mengingat konstitusi 

merupakan piagam mengenai hak dan kewajiban antara pusat dan 

negara-negara bagian. Konstitusi hanya diamandemen atas persetujuan 

negara-negara bagian. 

2. Setiap kemungltinan untuk meiubah kehidupan bidang politik, 

ekonoini dan sosial dilakukan melalui amandemen konstitusi. 

3. Baik pemerintah pusat maupun negara-negara bagian memperoleh 

kekuasaan berdasarkan konstitusi. 

" N Jajlapalan, Op. Cit., Hlm. I I 



4. Baik legislatif pusat maupun negara-negara bagian dikontrol oleh 

5. Tidak ada pemisahan wewenang baik oleh pusat maupun negara- 

negara bagian. Mereka menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana yang 

ditentukan oleh k o n ~ t i t u s i . ~ ~  

Klasifikasi tersebut memberikan suatu perbedaan yang esensial di antara 

keduanya, yaitu dalam konstitusi pemerintahan negara kesatuan bahawa segala 

sesuatunya ditentukan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah lokal (daerah) 

hanya menjalankan apa yang telah ditentukan oleh pusat kecuali dalam bidang- 

bidang tertentu misalnya dalam bentuk otonomi daerah, sedangkan dalam 

konstitusi pcmerintahan negara federal, antara pusat dan negara-negara bagian 

mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dalam pemerintahan. Semua 

pengaturan, perubahan kebijakan termasuk amandemen konstitusi yang dilakukan 

oleh pusat harus mendapat persetujuan negara-negara bagian atau wilayahl 

provinsi-provinsi. 

Wheare menambahkan bahawa kekuasaan pemerintahan dibagi antara 

pemerintahan pusat dan pemerintahan negara-negara bagian, sehingga masing- 

masing pemerintahan secara hukum mandiri atas wilayahnya sendiri. 

Pemerintahan pusat mempunyai wilayah kekuasaan dan menj alankan 

ltekuasaannya tersebut tanpa dikontrol oleh pemerintah negara-negara bagian, 

begitu juga s e b a l i k i ~ ~ a . ~ ~  Adanya keseirnbangan antara hak dan kewajiban bagi 

23 Zbid. Hlm. 14. 
24 K.C. Wheare. Up. Cif., Hlrn. 19. Bandingkan dengan Henc van Maarseveen dan Ger 

van der Tang, Op. Cit., Hlrn. 245. Strong mengklasifikasikan bentilk ini dalam Unitn~y dan 
Federal or Qunsi-Federnl. Lihat C. F. Strong, 0'. Cit., Hlm 77 



kedua pemerintahan tersebut, sehingga masing-masing-meskipun tidalt ada 

subordinasi antara satu dengan lainnya-memiliki lteterbatasan, yaitu keterbatasan 

yang ditentukan melalui konstitusi. Contoh dari konstitusi pemerintahan negara 

federal adalah Konstitusi Amerika, sedangkan dalam bentuk konstitusi negara 

kesatuan adalah Konstitusi Indonesia, Umled Kilom, Philipine dan Jepang. 

Keempat, dipandang dari sistem pemerintal~an, klasifikasi konstitusi 

menjadi konstitusi pemerintahan presidensil (non-parliamentary or $xed 

executive) atau sistem parlementer barliamentary executive). Berkenaan dengan 

klasifikasi ini, Wheare mengatakan: 

... that while the presidentiul or non-perliarnentary executive, where it 
exists, is usually enshrined in the Constitution, the system of the 
parliamentary executive is not always described or lid down in the actual 
Constitution but rests upon other rule of law and even more upon usage 
and c o n ~ e n t i o n . ~ ~  

Pendapat Wheare tersebut-tentang kenyataan bahawa sistem pemerintahan 

presidensil selalu dimuat dalam konstitusi, sementara sistem pemerintahan 

parlementer tidak selalu dinyatakan secara jelas dalam konstitusi tetapi dapat 

ditemukan dalam penegakan hukwm, kebiasaan serta konvensi lainnya-sebenarnya 

tidak lepas dari pengamatannya terhadap negara-negara Britania Raya yang 

mayoritas tidak memiliki konstitusi yang terkodifikasi dalan~ satu dokumen, 

sebagaimana telah dipaparkan di atas. 

Sementara Strong dalam klasifikasi ini mengatakan bahawa jika pihak 

eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen maka disebut dengan pemerintahan 

parlementer (parliamentary execzltive). Tetapi jika pertanggungjawaban. pihak 

25 K.C. Wheare, Ibid. Hlm. 26 



eksekutif yang dilakukan pada periode tertentu kepada lembaga tertinggi dan 

tidak dapat dibubarkan oleh parlemen, maka ia disebut sebagai pemerintahan 

presidensiil (non-parliamentary or fxed e x e c u t i ~ e ) . ~ ~  Dalam klasifikasi 

tersebut, jika konstitusi mengatur tentang adanya Presiden sebagai kepala 

pemerintahan, Preside11 tidak dipilih oleh legislatif, Presiden bukan memegang 

kekuasaan legislatif, dan Presiden tidak dapat memerintahkan pelaksanaan suatu 

pemilihan sel-ta tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif, maka 

konstitusi tersebut dikataltan sebagai konstitusi sistem presidensiil. Tetapi jika 

sebaliknya, dimana kepala pemerintahan dibentuk berdasarkan suara di parlemen, 

mayoritas anggota kabinet merupakan orang parlemen, kepala pemerintahan 

bei-tanggung jawab pada parlemen dan parlemen sendiri dapat dibubarkan oleh 

kepala negara, maka konstitusi tersebut dikatakan sebagai konstitusi sistem 

paslementer.27 Adapun bentuk konstitusi pemerintahan presidensiil dapat 

ditemukan dalam Konstitusi Amerika, dan bentuk konstitusi pemerintahan 

parlementer seperti Konstitusi Australia, Kanada, India atau Malaysia. 

Kelima, dipandang dari sisi bentuk negara, konstitusi diklasifikasikan 

kepada konstitusi rnonarki (monarchial) dan konstitusi republik (republican). 

Klasifikasi ini menusut Wheare sangat penting kerana status dan kekuasaan 

presiden dalam konstitusi republik berbeda dengan kekuasaan raja dalam 

konstitusi monarki. Kemudian dari perbedaan tersebut dapat difahamani antara 

apa yang dianggap sebagai pemerintahan rakyat atau demokratis dan bagaimana 

pula sistem absolut, otokrasi atau diktator. Dalam sistem monarki, raja hanya 

26 C. F. Strong, Op. Cif., Hlm. 74. Bandingkan dengan Henc van Maarseveen dan Ger van 
der Tang, Op. Cit., Hlm. 245. 

'' Dahlan Thaib, Jazid Hamidi dan Ni'matul Huda, Op. Cit., HHI. 31-32. 



bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, sedangkan dalam sistem republik 

presiden bertanggung jawab kepada rakyat.28 

Hal yang sama juga ditambahkan R. Kranenburg. Dengan mengutif 

pandangan Duguit, Kranenburg mengatakan: 

Monarchy is the form of government in which there is hereditary head of 
State, a refublic that in which there either is no such head, or ifthere is, in 
11)hich he does not inherit his ofice. Ifthe head of the State be indicated b j ~  
reference to a settled hereditary system the State, according to this 
method ofclassfication, is a monarchy, ifnot, it is a republic.29 

Intinya, perbedaan antara bentuk monarlti dan republik terletak pada 

pengangkatan kepala negaranya. Jika kepala negaranya tidak dipilih melainkan 

diangkat berdasarkan ketunman dari raja sebelumnya maka dikatakan sebagai 

bentuk monarki. Sedangkan apabila kepala negaranya dipilih secara umum oleh 

rakyat atau wakilnya maka dikatakan sebagai bentuk republik. Pada 

perkembangan selanjutnya, tidak saja kepala negara dipilih oleh rakyat tetapi juga 

hams memberi pertanggungjawaban kepada rakyat. Dengan kata lain, apabila 

suatu konstitusi memuat adanya aturan mengenai pemberian kekuasaan dan 

pertanggungjawaban pemerintahan negara dari dan kepada rakyat-langsung 

maupun tidak langsung-maka konstitusi tersebut dikatakan sebagai konstitusi 

republik. Sedangkan jika suatu konstitusi tidak memuat adanya aturan mengenai 

pemberian kekuasaan dan pertanggungjawaban pemerintah negara dari dan 

kepada rakyat langsung atau tidak maka konstitusi tersebut dikatakan sebagai 

konstitusi monarlti. 

28 K. C. Wl~eare, Op.Cit, Hlm. 29-30; Lihat juga Henc vs-. Maarseveen dan Ocr van der 
Tang, Op. Cit. Hlm. 245. 

29 R. Kranenburg, Political Theory (1939), dalam Joeniarto, Dc~nokrasi don Sistern 
Petnerintahan Negarn, Bina Aksara, Jakalla, 1954, Hlm. 2 1 .  



Oleh kerana itu, dengan melihat pendapat-pendapat di atas, disimpulkan 

bahawa secara umum klasiflkasi konstitusi terdiri dari: 

1. Dipandang dari aspek bentuknya, konstitusi dapat diklasifikasikan 

menjadi konstitusi yang dikodifikasi dan tidak dikodifikasi. 

2. Dipandang dari proses amandemennya, konstitusi diklasiflkasikan 

kepada konstitusi fleksibel dan konstitusi rijid. 

3. Dilihat melalui jenis pemerintahan negara, konstitusi diklasifikasikan 

menjadi konstitusi pemerintahan negara kesatuan dan pemerintahan 

negara federal. 

4. Dipandang dari sistem pemerintahan, konstitusi diklasifikasikan 

menjadi konstitusi pemerintahan presidensiil dan konstitusi 

pemerintahan parlementer. 

5. Dipandang dari sisi bentuk negara, konstitusi diklasifikasikan menjadi 

konstitusi monarki d m  konstitusi republik. 

Memang masih ditemukan perbedaan-perbedaan kecil, selain kelima 

klasifikasi tersebut. Misalnya, Strong menambahkan klasifikasi konstitusi ke 

dalain Adult Suflage (hak pilih umum) dan Qualified Adult Suffrage (hak pilih 

bersyarat), Single-member Constituency (satu pertaidkontestan) dan Mulz'y- 

member Constituency (multi-partai/kontestan), Non-elective Second Chamber 

(Pemilu sistem satu kamar) dan Elective or partially elective Second Chamber 

(Pemilu sistem dua kamar atau lebih), sei-ta Direct popular checks (pengawasan 

rakyat langsung) dan dbsence of such checks (ketiadaan pengawasan). Semua 

bentuk ini dipandang dari sisi keberadaan alarni legislatif. Ada juga klasifikasi 



yang lain, yaitu apabila dipandang dari sisi keberadaan pengadilan, yalai sebagai 

Subject to the Rule of Law dalam sistein Common Law dan Under Administrative 

Law dalam sistem Prerogrative States. Dalam sistem Common Law, di mana 

pihak eksekutif tidak dapat diproteksi dalam bertindak sebagai pelaksana Rule of 

Law. Sedangkan dalam sistem Prerogrative States, di mana pihak eksekutif dapat 

diproteksi oleh sistem hukum administrasi secara khu~us .~ '  Begitu juga Henc van 

Maarseveen dan Ger van der Tang. memberikan klasifikasi lain, yaitu bentuk 

normatif dan nominal serta bentuk publik dan prival. Bentuk publik dan privat ini 

kemudian diklasifikasikan pula menjadi bentuk programmatic (program) dan 

confirmatory (konfirmasi), competitive (kompetitif) dan consolidatory 

(konsolidasi), serta ideological (ideologis) dan legal (aturan h ~ k u m ) . ~ '  

Akan tetapi, sebenarnya klasifikasi-klasifiltasi penambahan tersebut, selain 

tidak urnum digunakan, juga sebagian darinya telah terakomodasi dalam 

klasifikasi-klasifiltasi secara umum di atas. Antara lain, masalah-masalah yang 

berkenaan pemilu dapat dikategorikan dalam klasifikasi konstitusi sistem 

presidensiil (non-parliamentary or $xed executive) d m  sistem parlementer 

(jarliamentury executive). Oleh kerana perbedaan antara sistem presidensil dan 

sistem parlementer terletak pada keberadaan masing-masing lembaga, termasuk, 

juga masalah pengangkatannya yang tidak lain adalah melalui pemilihanraya 

(pemilu). 

30 C.F. Strong, Op. Cit., Hlm. 77. 
3 1 Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang, Op. Cif., Hlm. 246 



2.5. Klasifikasi Konstitusi Indonesia 

Sri Soemantri M. dalam bukunya Prosedur dun Sistern Perubahan 

Konstitusi telah mengltlasifikasikan Konstitusi Indonesia. Menurutnya, jika 

dihubungkan dengan klasifikasi-klasifiltasi konstitusi yang ada, maka Konstitusi 

Indonesia termasuk suatu konstitusi berbentuk rijid (rigid constitution). konstitusi 

tel-tulis dalam arti dituangkan dalarn sebuah dokumen (written or documentary 

constitution), konstitusi derajat tinggi (supreme constitution), konstitusi kesatuan 

(unitary constitution), dan konstitusi sistem pemerintahan campuran (mix 

executive constitution). 32 

Bentuk-bentuk klasifikasi diberikan oleh Sri Soemantri berdasarkan UUD 

1945 sebelum amandemen. Seperti dimaklumi, terdapat beberapa ketentuan 

dalarn UUD 1945 yang menunjukkan bahawa konstitusi ini termasuk klasifikasi- 

klasifikasi di atas. Sebagai konstitusi rijid (rigid constitution), kerana ditentukan 

adanya persyaratan khusus ~mtuk mengamandemennya, seperti dituangkan dalam 

Pasal 37. Diklasifikasikan sebagai konstitusi tertulis dalam arti dituangkan dalam 

sebuah dokumen (written or documentary constitution), kerana memang UUD 

1945 telah dituangkan dalam bentuk dokumen. Bagian Penjelasan UUD 1945 

mengatakan bahawa UUD merupakan hukum dasar yang tertulis. Kemudian 

dikatakan sebagai konstitusi derajat tinggi (supreme constitution), kerana sebagai 

hukum tertinggi dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan dan sumber 

hukum. UUD 1945 diletakkan sebagai hukum dasar (droit constitutionnel), 

seperti termuat dalam bagian Penjelasan, berarti ia menjadi sumber (batu uji) bagi 

" Sri Soemantri M., Op. Cit., Hlm. 71. 



peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam Ketetapan MPRS RI No. 

XX/MPRS/1966 tentang Memoradum DPR-GR Mengenai Surnber Tertib Hultum 

Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, 

UUD 1945 dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi dalam 

negara. Adapun sebagai konstitusi kesatuan (unitnrjl constitution), kerana negara 

Indonesia adalah negara kesatuan ya.ng berbentuk republik, sebagaimana 

dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1). Sedangkan diklasifikasikan sebagai konstitusi 

sistem pemerintahan campuran (mix executive constitution), kerana UUD 1945 

tidak konsisten dalam menggunakan jenis sistem pemerintahan, apakah sistem 

pemerintahan presidensiil (non-parliamentary or fixed executive) atau sistem 

pemerintahan parlementer (parliamentary executive). 

Diklasifikasikan sebagai konstitusi sistem pemerintahan campuran (mix 

executive constitution), menurut Sri Soemantri M., kerana dalam UUD 1945 

ditemukan adanya sebagian ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil dan juga 

sebagian ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Ciri-ciri pemerintahan 

presidensiil tersebut, antara lain: Pasal 4 menegaskan bahawa Presiden 

memegang, keltuasaan eksekutif, Pasal 17 menjelaskan bahawa Menteri 

memimpin departemen pemerintahan, sebagai pembantu Presiden yang diangkat 

dan diberhentikan oleh Presiden, dan Presiden tidak dapat membubarkan DPR, 

sebagaiinana tei-tuang dalam angka IV Bagian Penjelasan. Sedangkan ciri-ciri 

pemerintahan parlementernya ialah Presiden dipilih, diangkat oleh dan 

bertanggung jawab kepada MPR, sebagaimana maksud Pasal6 ayat (2) dan angka 
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Akan tetapi, dalam menentukan ltlasifikasi Konstitusi Indonesia atau UUD 

1945, penulis tetap berpegang pada klasifikasi-klasifikasi secara umum di atas, 

yaitu dipandang dari aspek bentuknya, jenis pemerintahan negara, sistem 

pemerintahan, dari sisi bentuk. negara, dan proses amandemennya. Klasifikasi 

secara urnum tersebut dilihat dalam konteks UUD 1945 sesudah amandemen. 

Dipandang dari sisi bentuknya, tampaknya tidak mengalami perbedaan 

dengan pandangan Sri Soemantri M. di atas, yakni sebagai konstitusi yang 

dikodifikasi atau dalam bentuk dokumen (codijied or documentary constitution). 

Dipandang melalui proses amandemen, UUD 1945 diklasifikasikan dalam bentuk 

konstitusi rijid (rigid constitution). Dalam ha1 klasifikasi konstitusi rijid, terdapat 

dua ketentuan berdasarkan padangan Wheare di atas, yaitu dipandang dari sisi 

siapa yang benvenang serta apa yang menjadi persyaratan arnandemen,34 dan dari 

sisi derajat konstitusi itu ~endiri. '~ Pertama, dipandang dari sisi siapa yang 

berwenang mengamandemen dan apa syarat-syaratnya. Dalam hubungan ini, 

terdapat banyak pendapat yang ditemukan, antara lain pendapat C. F. Strong yang 

mengatakan: 

As already indicated, the main of methods of modem constitutional 
amendment are: 

" Ibid. Hlrn. 66-68 
34 Kata amandemen (dalam arti perubahan) lebih tepat digunakan dalam tulisan ini guna 

mensinkronisasikan dengan maksud UUD 1945. Memang, secara umum terdapat dua system 
perubahan konstitusi, yaitu renewel system dan rmlnrz(len~en system. Renewel system atau system 
pembaharuan, merupakan sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental. Dalam 
system ini, suatu konstitusi tertulis diubah secara keseluruhan, dalam arti tidak sebagian atau pasal 
perpasal saja, sehingga konstitusi lama diganti dengan konstitusi baru. Sedangkan amondement 
system atau sistem amandemen, suatu sistem yang dianut oleh negara-negara Anglo Saxon., suatu 
konstitusi tertulis dirubah sebagiannya saja, sehingga konstitusi yang asli tetap berlaku. Lihat 
Dalam Dahlan Thaib, Jazid Hamidi dan Ni'matul Huda, Up. Cit., Hlm. 78-79. 

35 K. C. Wheare, Op.Cit., Hlm. 16-18. 



( I )  by the ordinary legislature, but under certain restrictions; 
(2) by the people through a referendwn; 
(3) by a majority of all the units o fa  federal state; 
(4) by a special con~en t i on .~~  

Keempat prosedur tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk 

melakukan amandemen konstitusi, baik melalui wewenang badan legislatif; 

melalui referendum rakyat, melalui sejurnlah negara-negara federal, maupun 

melalui lembaga khusus yang dibentuk untuk itu. Lembaga legislatif melakukan 

perubahan konstitusi melalui tiga cara, yaitu: (a) adanya persyaratan quorum 

(requires a $xed quorum of members) tertentu untuk melakukan sidang 

pembahasan amandemen. Cara ini pernah dipraktikkan di Rumania. (b) adanya 

ketentuan untuk membubarkan lembaga legislatif yang ada dan membentuk yang 

baru melalui pemilihan urnum khusus, kemudian lembaga legislatif yang baru 

inilah akan melakukan amandemen konstitusi. Cara ini pernah dilakukan di 

Belgia, Belanda, Denmark dan Norwegia. (c). dalarn sistem dua kamar (two 

Houses), ltedua lembaga yang ada melakulcan sidang gabungan untuk 

mengamandemen konstitusi, seperti di Afiika  ela at an.^^ Kemudian rakyat dapat 

melakukan referendum untuk mengamandemen konstitusi, apabila usulan telah 

disiapkan lembaga yang berwenang dan selanjutnya diserahkan kepada rakyat 

untuk menerima atau nienolaknya. Sebagai contoh pernah terjadi kontroversi 

mengenai peraturan parlemen di Inggris selama dua tahun lebih, akhirnya melalui 

referendum disahkan menjadi hukum tahun 191 1. Adapun dalam ha1 adanya 

keinginan sejumlah negara-negara bagian untuk melakukan amandemen 

;6 C. F. Strong, Op. Cil., Him. 153 
" Ibid. Hlm. 153-154 



konstitusi, ha1 itu dimungkinkan kerana keputusan akhir mengenai amandemen 

tersebut berada di tangan mereka Meskipun usulan amandemen perubahan dapat 

melalui negara serikat, dan dapat pula melalui negara-negara bagian. Sungguhpun 

demikian ada persyaratan khusus yang hams dipenuhi, umpamanya di Amerika 

hams adanya persyaratan ratifikasi oleh legislatif.)' Sedangkan ketentuan untuk 

membentuk lembaga khusus dalam melakukan amandemen konstitusi, sebenasnya 

sebagai upaya untuk menghasilkan suatu amandemen konstitusi yang baik. Oleh 

kerana lembaga yang, dibentuk secara khusus itu hai~ya bekerja sesuai tugas dan 

wewenang sampai selesai. 

Sementara K. C. Wheare mengemukakan bahawa amandemen suatu 

konstitusi dapat dilakukan melalui empat mekanisme, yaitu : I. Some primary 

forces, 2. Formal amendment, 3. Judicial interpretation, dun 4. Usage and 

conventioj?. 39 ~mandemen  melalui some primary fqrces, kerana sebagaimana 

diketahui bahawa dalam suatu negara terdapat beberapa kekuatan utama, yaitu 

politik, ekonomi dan sosial, maka kekuatan-kekuatan tersebutlah yang pada 

gilirannya dapat menjadi faktor utama dalam melakukan amandemen konstitusi. 

Amandemen melaIui formal amendment, kerana adanya ketentuan resmi di dalam 

konstitusi itu sendiri untuk melakukan amandemen. Amandemen judicial 

interpretation, kerana memang fungsi dari hakim adalah memutuskan apakah 

hukuman terhadap penyelesaian suatu kes. Dengan demikian. konstitusi 

merupakan bagian dari hukuln dan termasuk dalam bidang judisiari Adapun 

amandemen melalui usage and convention, kerana sewaktu-waktu hukum dapat 

3s Ibid. Hlm. 155 
" K C .  Wheare, Op. Cit.,Hlni. 67-12 1 



diinterpretasikan dan dilaltukan terns-menerus dari dan cara-cara yang ada dalam 

praktik kehidupan ketatanegaraan.40 

Dengan demikian, di samping adanya mekanisme resmi (formal 

amendment) yang ditentukan melalui suatu undang-undang dasar, amandemen 

konstitusi juga dapat terjadi lterana adanya desakan atau dukungan dari beberapa 

kekuatan politik pada negara yang bersangkutan (some primary forces), kerana 

adanya penafsiran-penafsiran hukum yang dilakukan oleh pihak judisiari (judicial 

interpretation), dan Iterana adanya pralttik-praktik kebiasaan dan konvensi (usage 

and convention) yang diakui sebagai sumber ketatanegaraan di luar ketentuan 

undang-undang dasar yang bersangkutan. 

Khususnya amandemen konstitusi melalui mekanisme resmi (formal 

amandement), menurut Sri Soemantri M., dapat dilakukan melalui empat pilihan, 

yaitu: 1. oleh badan yang diberi wewenang untuk itu, baik melalui prosedur 

khusus, maupun prosedur biasa; 2, oIeh suatu badan khusus, yaitu sebuah badan 

yang kewenangannya hanya mengubah konstitusi; 3. oleh sejumlah negara-negara 

bagian dengan prosedur khusus; dan 4. oleh suatu referend~rn.~ '  

Sedangkan Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang lebih menekankan 

pada amandemen isi dari suatu teks konstitusi yang dilakukan di luar teks-teks 

tersebut. Amandemen tersebut, menurutnya, dapat dikakukan melalui tiga cara, 

yaitu : 

1. Perubahan melalui peraturan perundang-undangan (cowtitutional 
change by legislation). Pihak legislatif merubah muatan konstitusi, 
yakni muatan-muatan yang bukan merupakan muatan utama konstitusi. 

'O Ibid. 
41 Sri Soemantri M . ,  U U D  1945, Kedutlukaiz dnn Aspek-asyek Perubnlianizytr, U N P A D  

Press, Bandung, 2002, Hlm. I0 



2. Perubahan melalui pelaksanaan (constitutional change by application). 
Muatan-muatan konstitusi dirubah pada saat dipraktikkan, seperti yang 
dilakukan oleh pihak pemerintah. 

3. Perubahan melalui keputusan hakim (constitutionul change by 
adjudication). Dalam menyelesaikan perkara pengadilan, hakim dapat 
menginterpretasiltan muatan-muatan konstitusi yang berbeda dengan 
pemahaman t e k ~ t u a l n ~ a . ~ ~  

Ketiga cara perubahan konstitusi di atas, pada dasarnya tidak merubah 

teks-telts konstitusi melainkan penjabaran atau kontekstual dari isi konstitusi itu 

sendiri. Amandemen seperti ini biasanya dilakukan pada suatu negara yang tidak 

memakai sistem tata urut dalam sumber peraturan perundang-undangan 

(hierarchy of norms), atau konstitusinya memiliki derajat yang sarna dengan 

peraturang perundang-undangan lainnya (nor supreme constitution). Mengenai 

amandemen dengan cara ini, lebih lanjut dapat diperhatikan dari pandangan Hans 

Kelsen pada bagian berikut dari tulisan ini. 

Namun, jelasnya, dengan memperhatikan pendapat-pendapat di atas, ada 

dua macarn pihak yang benvenang mengarnandemen konstitusi yaitu pihak yang 

wewenangnya telah ditentukan secara resmi oleh konstitusi dan pihak yang tidak 

ditentukan secara resmi. Pihak pertama dapat saja berbentuk pihak legislatif 

(parlemen), pihak judisiari atau pun pihak lain yang ditentukan oleh konstitusi 

sebagai lembaga yang bertugas mengamandemen konstitusi. Sedangkan pihak 

kedua pada dasarnya tidak berwenang untuk mengamandemen berdasarkan 

ketentuan konstitusi, tetapi kerana adanya faktor-faktor di Iuar yuridis-normatif, 

akhirnya wewenang tersebut dapat dimiliki. Amandemen seperti ini biasanya 

terjadi ketika adanya desakan kuat untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam 

- 

32 Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang, Op. Cit., N lm. 286 



kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya ada desakan yailg diberikan oleh 

sebagian besar kekuatan-kekuatan infra-struktur politik suatu negara. 

Jika wewenang amandemen ditentukan oleh konstitusi itu sendiri, maka 

akan diikuti pula adanya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, apakah 

persyaratan-persyaratan itu berbentuk rijid atau fleksibel, sebagaimana telah 

diuraikan dalam bagian Pelbagai Klasifikasi Konstitusi di atas. Dalam bentuk 

persyaratan rijid, biasanya digunakan persyaratan kuoium (requires ujxed 

quorum of members) bagi lembaga yang berwenang untuk mengadakan sidang, 

persyaratan ratifikasi oleh legislatif, atau persyaratan referendum. Jelasnya 

persyaratan rijid tersebut berbeda dengan persyaratan yang dilakukan pada 

perubahan peratman perundang-undangan biasa. 

Melihat pada UUD 1945, maka konstitusi ini dapat diamandemen oleh 

pihak yang wewenangnya telah ditentukan secara resmi ole11 konstitusi dan juga 

melalui pesyaratan-persyaratan yang rijid, baik sebelurn amandemen maupun 

sesudah, seperti tertuang dalam Pasal 37. Sebelum amandemen-amandemen I, 11, 

111, dm, IV ditegasltan bahawa untuk mengubah UUD 1945 harus dihadir oleh 

sekurang-kurangnya 213 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang- 

kurangnya 213 dan jumah anggota MPR yang hadir. Sedangkan sesudah 

amandemen, pesyaratan-persyaratannya semakin rijid. Menurut UUD 1945, 

persyaratan-persyaratan tersebut, yaitu : 

1. Diagendakan dalam sidang MPR yang diajukan oleh sekurang- 
kurangnya 113 dari jumlah anggota MPR. 

2. UsuIan anlandemen dibuat sccara tertulis dan ditujukan dengan jelas 
pada bagian yang akan diamandemen beserta alasannya. 

3. Sidang pelaksanaan amandemen dihadiri oleh sekurang-kurangnya 213 
dari jumlah anggota MPR. 



4. Putusan untuk mengamandemen disetujui sekurang-kurangnya 50% 
ditambah satu anggota dasi seluruh anggota M P R . ~ ~  

Dengan demikian, dipandang dari sisi siapa yang berwenang 

mengamandemen konstitusi dan apa persyaratannya, maka UUD 1945 tergolong 

kepada konstitusi rijid. Kerana UUD 1945 hanya dapat diamandemen oleh 

lembaga yang berbeda dengan lembaga yang mengubah peraturan perundang- 

undangan biasanya, dengan persyaratan-persyaratan yang juga berbeda dengan 

persyaratan-persyaratan pada perubahan peraturan perundang-undangan biasanya. 

Kedua, dipandang dari sisi derajat konstitusi. Pembicaraan ini sebenarnya 

untuk mengklasifikasikan konstitusi dalam bentuk konstitusi memiliki derajat 

tinggi atas legislatif (supreme over the legislature) atau tidak derajat tinggi atas 

legislatif (not supreme over the legislature), sebagaimana dijelaskan Wheare di 

atas. Tetapi klasifikasi itu juga dapat menentukan apakah suatu konstitusi berada 

pada posisi yang supreme dalam penyelenggaraan negara atau tidak. 

Menurut Hans Kelsen, ada perbedaan yang jelas antara konstitusi derajat 

tinggi (supreme constitution) dan tidak derajat tinggi (not supreme constitution). 

Konstitusi derajat tinggi tidak dapat diamandemen sama seperti halnya dengan 

peraturan perundang-undangan lainnya, namun diamandemen termasuk juga 

dibuat dengan proses dan oleh lembaga tertentu secara istimewa. Adanya 

ketentuan itu mengingat konstitusi dianggap sesuatu yang luhur, atau juga sebagai 

suatu fiame-work ofthe nution yang tertinggi. Sedangkan konstitusi tidak derajat 

tinggi diubah sama halnya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam 

ha1 ini, jika ada nlateri konstitusi yang bertentangan dengall materi peraturan 

- 

4' UUD 1945 sesudah amandemen, Pasal37 



perundang-undangan lainnya, berarti dengan sendirinya telah terjadi perubahan 

pada konfitusl t e ~ s e b u t . ~ ~  

Konstitusi yang tidak dapat diubah sama seperti dan oleh peraturan 

perundang-undangan lainnya, berasti konstitusi berada pada posisi supreme atau 

derajat tinggi dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi yang supreme dalarn 

negara merupakan konsekuensi dari keinginan menciptakan negara yang 

bersangkutan sebagai suatu negara hukum. Dengan maksud bahawa segala 

sesuatunya dalam penyelenggaraan negara diatur dan dilaksanakan atas dasar 

hukum, sebagaimana inaksud konsep tentang negara hukum. 

Pembicaraan mengenai konsep negara hukum secara umum sangat identik 

dengan istilah rechissfaat atau rule of law. Oleh kerana itu, jika berbicara tentang 

negara hukurn, maka secara otomatis akan tergambar di benak banyak orang 

sesuatu yang berkenaan dengan istilah tersebut. Jika dilihat dari asal mulanya 

konsep tersebut, kenyataan antara keduanya sedikit memiliki perbedaan, 

meskipun W. Friedmann, di antranya, menyamakan pengertian konsep rechtsstaal 

dengan konsep rule of 

Jauh sebelumnya, konsep negara hukum telah digagas oleh pemikir 

Yunani, walaupun masih dikenal dengan cita-cita negara hukum. Sejak abad V 

sebelum Masehi, cita-cita negara hukum telah ada dalam benak para filosuf 

Yunani. Plato (429-347 SM) di antaranya, dalam buku ketiganya berjudul Nomoi 

44 Hans Kelsen, Op. Cit., Hlm. 267. Bandingkan dengan pendapat Wheare : They are 
usually endowed wih a higher status, in some degree, as a matter law the other legal rules in the 
system of government. At the least it is usually laid down that the amendment ot the Consstitution 
can take place only thoursh a special preces different from that by which the ordinary law is 
altered. K. C. Wheare, Op. Cii., Hlm. 5 

45 W. Friedmann, Legfrl Tlreory, steven & Son Limited. London, 1960, Hlm. 456 



(The Law), ia mengatakan bahawa penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah 

yang diatur oleh hukum. Demikian juga Aristoteles (384 SM), salah seorang 

murid Plato, dalarn buku IV dari Politica, berpendapat bahawa suatu negara yang 

baik ialah negara yang diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan h ~ k u r n . ~ ~  

Konsep negara hukum tersebut dikembangkan pula oleh tokoh-tokoh yang 

datang kemudian, misalnya John Locke, Montesquieu, J.J. Rousseau, hingga 

sampai kepada Friedrich Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Locke dan 

Montesquieu terkenal dengan konsep Trias Polica. Rousseau terkenal dengan 

konsepnya yang disebut Social Contract, sebagaimana. yang dituangkan. dalam 

bukunya yang bedudul Du Contract Social (terbit 1 764).47 Sedangkan Friedrich 

Julius Stahl terkenal dengan konsepnya yang diberi nama re~htsstaat .~ '  Derniman 

juga dengan konsep rule oflaw Albert Venn o ice^.^^ 

46 Azhari, Negnrn Hukunz Repriblik Indoneiscr, Analisis Yuridis Nornzntif leiztaitg 
Unsur-unsurnyn. UI-Press, Jakarta, I 995, Hlm. 20 

47 Dalam bukunya yang berjudul Du Contract Social (terbit 1764), ia ber pendapat 
bahawa dalam duatu negara diperlukan adanya suatu perjanjian masyarakat (social contract) untuk 
menjamin keselamatan jiwa dan harta mereka sendiri. Perjanjian masyarakat ini hanya berbentuk 
pactum unionis yaitu di mana adanya penyerahan diri rakyat secara individu kepada rakyat secara 
keseluruhan. Ia menambahkan bahawa untuk membentuk persatuan rakyat harus dengan suara 
bulat (volente de tout), tetapi untuk membuat pemerintah yang dapat menjamin kemerdekaan dan 
ketertiban hanya diperlukan atas suara mayoritas (velente generale), tetapi untuk membentuk 
pemerintahan yang dapat menjamin kemerdekaan dan ketertiban hanya diperlukan atas suara 
mayoritas (volente general) saja. Lihat dalam Azhari, Ibid. Hlm. 29 

48 Friedrich Julius Stahl dari kalanan ahli hukumEropa Barat Konstinental memberikan 
ciri-ciri Rechtsstaat sebagai berikut : A. Hak-hak asasi manusia, b. pemisahan atau pembagian 
kekuasaan untuk menjalankan hak-hak asasi manusia itu yang dikenal sebagai Trias political c. 
pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (Wefmarigheid van bestuur) d. peradilan administrasi 
dalam perselisihan. Lihat dalam Moh. Mahfud MD, Hukum dnn Pilur-pilnr Dentokrsi, gama 
media, Yogyakarta, 1999, Him. 23 

49   hat rule of law, then, whicl~forms a fundamentalpriciple of the constitution, has three 
meanigs, or may be regaardedfiom theree dzflerentpoint of view. 

It means, in theJirst place, the absolute suprenlucy or predontinance of reguler law as 
opposed to the infz~ence of arbitary power, and wcludes existence of arbitnriness, ofyrerogative, 
or even of wide discretionary authority on the purl of the government. .... ......................................... 

If ~neans, ugain eqzrility before the la~ls, or the equal szlbjection of all classes to the 
ordinary law of the land administrated by the lmv cours. ................................................................. 



Secara umum, kepentingan akan adanya negara hukum, menurut ltonsep- 

konsep tersebut, kerana melihat kekuasaan yang diselenggarakan dengan semena- 

mena (absolutely) tidak lain hanyalah berujung pada bentuk penindasan dan 

kesengsaraan. Ketika itu, tidal< ada yang bisa hidup dengan leluasa kecuali bagi 

mereka yang memiliki ltekuatan. Oleh kerananya tidak salah, kalau sebelumnya, 

Thomas Hobbes menggambarkan kondisi yang kacau tersebut dengan kondisi 

homo homini lupus (manusia yang satu menjadi sarigala bagi yang lain) dan 

bellum omnium contra omnes (perang antara manusia yang satu, dengan yang 

lain). Guna, menghindarkan ha1 tersebut maka hams ada suatu ikatan 

pemerintahan yang disebut Gezag melalui suatu perjanjian yang disebut social 

~ontrect .~ '  Akan tetapi, kekuasaan yang berada di tangan pihak pemerintahan, 

agar jangan menjadi absolut lagi maka perlu suatu pembatasan, dan bentuk 

pembatasan ini dalam konsep negara hukum dilakukan melalui konstitusi. 

Dengan demikian, maksud klasifikasi konstitusi dari sisi derajat dapat 

diartikan sebagai derajat tinggi atas legislatif (supreme over the 1egislatur.e) atau 

tidak derajat tinggi atas legislatif (not supreme over the legislature), dan derajat 

tinggi (supreme constitution) atau tidak derajat tinggi (not supreme constitution) 

dalam penyelenggaraan negara. Dalam bentuk konstitusi derajat tinggi atau tidak 

derajat tinggi atas legislatif, beral-ti suatu konstitusi dapat atau tidak dapat dibuat 

dan diamandemen sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya. 

The rule of luw, lastly, I I I ~  be used as a formzlla for expressing the fact that with us the 
law of the constituion, ... are not the source bzrt fhe consequence of the rights of individual, as 
defined and enforced by the courts. A. J? Dincey, Op, Cit., Hlm. 202-203 

50 Dalam karangan-karanganya "De Cive" dan "Leviathan" ha1 itu diuraikan paling terang 
dan paling konsekuen oleh otak logis Hobbes. Lihat dalam Kranenburg dan Tk. B. Sabaroedin, 
IImrr Negnrn Uinurn, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, Hlm. 16 



Sedangkan dalam bentuk lconstitusi derajat tinggi atau tidak derajat tiiiggi dalam 

penyelenggaraan negara, berarti suatu konstitusi berposisi sebagai hukum dasar 

tertinggi atau tidak dalam penyelenggaraan negara. Dengan kata lain konstitusi 

berposisi sebagai frame-work ofthe nation yang tertinggi atau 

staasfundamentalnorm. 

Dalam klasifilcasi tersebut, UUD 1945 merupakan konstitusi derajat tinggi 

atas legislatif (supreme over the legislature), kerana tidak dapat diubah oleh pihak 

legislatif (DPR dan Presiden) seperti halnya pada peraturan perundang-undangan 

lainnya. UUD 1945 hanya dapat diamandemen oleh WR, sebagaimana 

persyaratan di atas, sedangltan peraturan perundang-undangan Iainya dapat diubah 

oleh DPR bersama ~ r e s i d e n . ~ '  

UUD 1945 juga merupakan konstitusi derajat tinggi (supreme constitution) 

dalarn penyelenggaraan negara, kerana UUD 1945 berada di posisi tertinggi 

sebagai sumber hukum dan dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan, 

sebagaimana maltsud Pasal I UUD 1945 Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000. 

Akan tetapi, sekali lagi, klasifikasi tersebut hanyalah bagian dari klasifikasi 

konstitusi rijid. Oleh kerana, keberadaan UUD 1945 sebagai konstitusi derajat 

tinggi atas legislatif (suprenze over the legislature) dan konstitusi derajat tinggi 

(supreme constitution) dalam penyelenggaraan negara, pada dasarnya 

meilunjukkan babwa UUD 1945 merupakan suatu konstitusi yang tidak dapat 

dibuat dan diamandemen sama seperti peraturan perundang-undangan lainnya. 

51 UUD 1945 Sesudah amandemen, Pasal 5,20,21, dan 22 



Kemudian, jilta dipandang dari jenis pemerintahan negara, maka UUD 

1945 merupakan konstitusi negara ltesatuan atau konstitusi kesatuan (unitary 

constitution). Ada banyak indikasi dari UUD 1945 yang menyatakan ha1 tersebut. 

Selain mernang adanya penetapan tentang jenis pemerintahan negara l~esa tuan ,~~  

juga ditentukannya asas autonomi dalam Pemerintahan daerah.53 Dengan asas 

autonomi tersebut berarti kekuasaan pemerintahan daerah hanyalah bagian dari 

kekuasaan pernerintahan pusat dan bukan terpisah satu sarna lain, atau dengan 

kata lain daerah autonomi adalah suatu bentuk pembagian daerah dan pemecaran 

kekuasaan dalam suatu negara kesatuan. Demikian dan juga jika dipandang dari 

sisi bentuk negara yang digunakan, maka secara jelas UUD 1945 memutuskan: 

"Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk ~ e ~ u b l i k . ~ ~  Oleh 

kerana negara Indonesia berbentuk republik, maka, konstitusinya juga 

diklasifiltasikan pada konstitusi republik (republican constitution). 

Sedangkan dipandang dari sisi sistem pemerintahan, antara UUD 1945 

sebelum amandemen dengan sesudah amandemen memiliki perbedaan. Jika 

sebelum amandemen, adanya keraguan terhadap sistem pemerintahan yang 

digunakan apakah sistem presidenstil (non-parliamentary or fixed executive) 

ataukah sistem pemerintahan parlementer (parliamentary executive), sehingga Sri 

Soemantri M. menyebutnya sebagai sistem pemeriiitahan campuran (mix 

executive) namun setelah amandemen, penggunaan sistem pemerintahan 

presidenstil (non-parlinnzentary orfixed execzrtive) sudah dipedelas. Ada beberapa 

52 Ibid. Pasal 1 ayat ( I )  dan Pasal37 ayat (5) 
5' Ibid. Pasal 18, 18A dan I SB 
54 Ibici. Pasal ayat ( 1 )  



indikasi kalau sistem pemerintahan presidenstil dianut oleh UUD 1945 sesudah 

amandemen, yaitu: 

1. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahawa Presiden rnemegang kekuasaan 

pemerintahan (ekskutif). 

2. Pasal 17 ayat (1) dan (2) menegaskan bahawa menteri-menteri adalah 

pembantu Presiden, ia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

3. Pasal 6A ayat (1) menegaskan bahawa Presiden dan Wakil Presiden 

dipilih dalarn satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 

4. Pasal 7C menegaskan bahawa Presiden tidak dapat membekukan danlatau 

membubarkan DPR. 

5.  Tidak ada ketentuan bahawa Presiden bertanggung jawab ltepada MPR, 

apalagi DPR kecuali dalam bentuk pertanggungiawaban terhadap 

pelanggaran hultum, sebagaimana maksud Pasal3 ayat (3). 

Dengan kelima indikasi tersebut kiranya keraguan terhadap penggunaan 

sistem pemerintahan presidensfil (non-parliamenhuy or fued executive), seperti 

yang berkembang sebelumnya, sudah dapat dihilangkan. Hilangnya keraguan 

tersebut juga berarti menunjukkan bahawa UUD 1945 dapat diklasifikasikan 

kepada konstitusi pemerintahan presidensil (thejxed executive constitution). 

Jelasnya sesudah amandemen, UUD 1945 termasuk klasifikasi konstitusi 

yang dikodifikasi atau dalam bentuk suatu dokumen (codzjed or documentary 

constitution), konstitusi rijid (rigid constitution), konstitusi kesatuan (unitary 

constitution), konstitusi republik (republican contilufion) dan konstitusi sistem 

pemerintal~an presidensiil (IfieJixed executive constitzrtion). 



2.6. Konsep Kekuasaan 

Namun juga tidak dapat dikecualikan bahawa antasa berbagai pandangan 

tersebut ada kesamaannya. Miriam Budiardjo, antara lain, dalam bukunya Dasar- 

dasar Ilmu Politik bei-pendapat bahawa keltuasaan adalah: 

Kemampuan seseorang, atau sekelompok manusia untuk mempengasuhi 
tingkah laltunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga 
tingkah laltu itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang 
yang mempunyai kekuasaan itu5'. 
Kemudian lewat bukunya Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa, 

Miriam Budiardjo mengutif beberapa pandangan ahli mengenai istilah 

kekuasaan. Di antaranya, pendapat Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan yang 

mengatakan bahawa kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau 

kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain agar 

sesuai dengan tujuan dari pihak pertama. Tesmasuk juga pandangan Max Weber, 

bahawa kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kemauan sendiri 

sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan  it^.^^ 

Pandangan lainnya mengenai makna kekuasaan, dapat dilihat dalam 

definisi Talcott Parsons dan R. M. Maclver. Dalam karyanya yang berjudul 

Sociological Theory and Modern Society, Parsons mendefinisikan kekuasaan 

dengan kemampuan umum untuk menjamin pelaksanaan dari kewajiban- 

55 Miriam Budiardjo, Dusrrr-hsar IImu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1992, 
Hlm. 35. 

56 HaroL D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam bukunya Power and Society (terbit 
tahun 1950) dan Max Weber rnelalui bukunya Wirtschafl und Gesellschaji (terbit 1992). 
Perumusan Max Weber inilah kemudian dijadikan dasar perumusan kekuasaan oleh beberapa 
pemikir lainnya, seperti Strausz Hupe, C. Wright Mills dan sebagainya, di mana kekuasaan itu 
dianggap sebagai dominasi untuk melakukan paksaan meskipun orang lain menentangnya. Lihat 
dalam Miriam Budiardjo, Aiteko Peinikiruit Terltaizg I(uusn dart Wibnwti, Sinar Marapan,Jakarta, 
199 1, Hlm. 16-20. 



kewajiban yang mengikat oleh unit-unit organisasi kolektifs7 Sedangkan R. M. 

Maclver, dalam ha1 rumusan ltekuasaan dari aspek sosial, mengatakan "social 

power is the capacity to control the behavior of others either directly by fiat or 

indirectly by the manipulation or available means."s8 

Dalam aspek sosial, baik Weber ataupun Maclver, nampaknya tidak jauh 

berbeda dalam merumuskan istilah kekuasaan, yakni suatu kemampuan untuk 

mempengaruhi atau mengarahkan orang lain. Hanya saja Weber Iebih ekstrim 

dalam mengartikan kekuasaan jika dibandingkan R. M. Maclver. Dalsun 

pandangan Weber, kemampuan itu hams dilaksanakan meskipun mendapat 

tantangan dari pihak: yang dipengaruhi atau diarahkan. Selain itu juga ia tidak 

memperdulikan apa yang menjadi dasar dari kekuasaan tersebut. 

Keanekaragaman pemal~aman tentang kekuasaan, juga dapat dipandang 

dari aspek politik. Misalnya Ossip K. Flachtheim, seperti yang dikutip Miriam 

Budiardjo, membedakan dua macam kekuasaan politik, yaitu: 

a. Bagian dari kekuasaan sosial yang (khususnya) terwujud dalam negara 
(ltekuasaan negara atau state power), seperti lembaga-lembaga 
pemerintahan DPR, Presiden dan sebagainya 

b. Bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara.59 

Dengan demiltian, pada dasarnya kekuasaan politik itu merupakan bagian 

dari ltekuasaan sosial itu sendiri. Hanya saja dalam bentuk politik, kekuasaan 

lebih ditujukan pada negara melalui organ-organnya. Oleh kerana itu. untuk 

merealisasikan kekuasaan politik pada suatu negara. harus ada pihak penguasa dan 

57 Talcott Parsons, Sociological Theory and Modern Society, The Free Press, New 
York, 1967, Hlm. 308. 

5S R.M. Maclver, Op. Cif., Hlm. 87 
59 Miriam Budiardjo menambahkan: "Suatu kekuasaan politik tidaklah mungkin tanpa 

penggunaan kekuasaan (machtsi~itoefeni~i~)." Miriam Budiardjo, Drrsar-dasar Ihnu Politik, Op. 
Cif., Hlm.37-38. 



sarana kekuasaannya (machtsmidelen). Tanpa adanya kedua ha1 tersebut, 

kekuasaan politik tidak akan memiliki legitimasi apa-apa. 

Dalam ltaitannya dengan hukum, kekuasaan itu sendiri memililti hubungan 

yang sangat erat dengan huku~n.~'  kerana di satu sisi hukum membutuhkan 

kekuasaan untuk menjalankan fungsinya, sedangkan di sisi lain kekuasaan 

membutuhkan hukum untuk melegitimasi keberadaannya. Kekuasaan dalam aspek 

hukum dapat difaharnani sebagai suatu kedaulatan, wewenang dan hak. 

Kekuasaan yang difahami sebagai kedaulatan, berarti kedaulatan itu 

hakikatnya merupakan kekuasaan yang utarna. Kerana menurut Dahlan Thaib, 

kedaulatan, apabila diungltapkan dengan perkataan sovereignly (dalam bahasa 

Inggris) maupun souvereiniteit (dalam bahasa Belanda) pada dasamya dapat 

diartikan sebagai suatu yang tertinggi." Dengan begitu, kekuasaan dalam arti 

kedaulatan dapat diartikan sebagai hak mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak 

tergantung dan tanpa kecuali. Kedaulatan yang demikian itu dalam suatu negara, 

biasanya diwakilkan kepada lembaga-lembaga negara untuk melaksanakannya, 

apakah dalam bentuk lembaga tinggi atau lembaga tertinggi. 

Jelasnya kekuasaan dalam arti kedaulatan, merupakail kekuasaan tertinggi 

dalam suatu negara. Kekuasaan tertinggi tersebut dapat berbentuk kedaulatan 

Tuhan (Godsouvereiniteit), kedaulatan negara (staatssouvereiniteit), kedaulatan 

hukum (r-echfsollvereinifeij dan kedaulatan rakyat (volks souvereiniteit). 

60 Hubungan hukuin dengan kekuasaan tidak hanya pada pembarasan hukum terhadap 
kekuasaan, lnelainkan juga ketika hukum menyalurkan dan melnberikan kekuasaan kepada pihak 
lain, baik pada individu maupun badan (misalnya kekuasaan negara). Dengan demikian, maka 
hukum merupakan sumber kekuasaan. Satjipto Raharjo, llrnzr Hzlkzwz, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2000, Hlm. 147- 148. 

61 Dahlan Thaib, In~plementusi Sistetn Ketatmegar~nan Menrirul UUD 1945, Liberty, 
Yogyakal-ta, 1998, Hlm. 9. 



Indonesia sendiri menganut fahaman kedaulatan rakyat, tetapi fahaman kedaulatan 

rakyat Indonesia mesti dilandasi oleh hukurn, sebagaimana terrnuat dalam Pasal 1 

ayat (2) UUD 1945 sesudah amandemen.62 

Pemaharnan kekuasaan dalam aspek hukum, yakni memahami kekuasaan 

sebagai suatu wewenang. Tetapi kekuasaan dalam pengertian ini bukanlah suatu 

kekuasaan yang dapat berdiri sendiri, melainkan keberadaan kekuasaan tidak 

dapat dipisahkan dari lembaganya. Oleh kerana itu, kekuasaan dalam arti 

wewenang dikatakan sebagai suatu kekuasaan yang telah dilembagakan. Bagir 

Mailan berpendapat bahawa wewenang (bevoegdheid) dalam inakna kekuasaan 

(macht) berbeda dengan wewenang (bevoegdheid) dalam makna tugas (took) dan 

hak (recht). Kerana wewenang (bevoegdheid) dalam makna kekuasaan (macht) 

ada pada organ (orgaan), sedangkan wewenang (bevoegdheid) dalam makna tugas 

(taak) dan hak (rech2) ada pada pejabat dari organ ( a rnb t~dra~er ) .~~  Dengan 

demikian, kekuasaan @ower) dalam arti wewenang merupakan kekuasaan yang 

ditentukan berdasarkan suatu kelembagaan atau organnya, misalnya wewenang 

DPR. 

Sedangkan kekuasaan dalam al-ti hak sebagai bagian dari pemahaman 

kekuasaan dalam aspek hukum merupakan hak-hak yang dapat diakui 

keberadaannya oleh hukum. Salmond misalnya, sebagaimana yang dikutip oleh 

Lili Rasjidi, bei-pendapat bahawa kekuasaan merupakan hak sebagai kepentingan 

yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Sementara Allend menganggap hak 

62 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Uodang-Undang 
Dasar. 

63 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, FSH UII Press, Yogyakarta, 2002, 
Hlm. 49-70. 



sebagai suatu kekuasaan berdasarkan hukum, yang dengannya seorang dapat 

melaltsanakan kepentingannya (the legally guaranteed power to realize an 

inferest)." Demikian juga Van Apeldoom dalam konteks yang tak jauh berbeda, 

mengatakan hak sebagai ltekuasaan, yakni suatu kekuasaan yang bercita-citakan 

keadilan.65 Lalu Apeldoom menarnbahkan, bahawa hak diartikan kekuasaan 

kerana dengan hak tersebut seseorang dapat menjaga keseimbangan antara 

ltepentingan pribadinya dengan pihak lain.66 Kepentingan pribadi yang merupakan 

hak asasi yang harus dihormati keberadaannya oleh pihak lain, begitu juga 

sebaliknya. Tanpa adanya hak-hak tersebut, akibatnya akan memunculkan 

perilaku atau tindakan semena-mena, yang pada gilirannya dapat mengganggu 

ketertiban dan keamanan dalam pergaulan hidup manusia. Singkatnya, hak dalarn 

artian kekuasaan adalah hak-hak yang berada pada suatu pihak yang diakui 

keberadaanya oleh pihak lain berdasarkan hukum. 

Di samping melihat pemahaman konsep kekuasaan lewat aspek sosial, 

politik dan hukum, menjadi komplit kiranya jika melihat bagaimana pula 

pemahaman konsep kekuasaan dalam konteks Islam. Makna kekuasaan dalam 

konteks Islam hampir tidak dibedakan dengan makna pemerintahan. lndikasi terse 

but dapat dianalisis dari bcrbagai pandangan pakar politik Islam, salah satunya 

.--.--- 
1. 

adalah Muhammad Al-Mubarak dalam bukunya yang berjudul Nizham Al-Islam, 

Al-Mulk M ~ U  Ad-Dnztlah, berpendapat: 

64 Lili Rasjidi, Dnsur-llnsnr Filsnfiit Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1988, Hlrn. 45 
65 L. J van Apeldoorn, Peizgnrttnr Ilmu Hukum, Noordhoff-lcolff NV, Jakarta, 1958, 

Hlm. 64 
66 Hak berarti kekuasaan; akan tetapi bukan beral-ti bahawa hak dan kekuasaan merupakan 

perkataan ha1 yang satu dan sama. Hak adalah kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak selamanya 
hak. Might is Not right, kata pepatah Inggris yang terkenal. Pencuri berkuasa atas barang 
curiannya, akan tetapi belum berarti ia berhak atas barang itu. Ibid. Hlrn. 55-56. 



Kekuasaan atau pemerintahan merupakan sifat orang yang mengurus 
administrasi negara, mengatur urus-urusannya, memutuskan problema- 
problema dan peimasalahan-perrnasalahan dalarn hubungan-hubungan 
anggota bangsa, urusan-urusan penghidupan, kemakmuran dan membela 
mereka serta dalarn hubungan-hubungan antara merelta dengan negara - 
negara dan bangsa-bangsa lain.67 

Sementara untuk istilah Kekuasaan atau pemerintahan itu sering 

diungkapkan dengan istilah al-Sulthanijyah. istilah al-Mulk yang digunakan lbnu 

Taimiyah, atau al-Khilafah menurut Ibnu Khaldun. Kekuasaan dalam arti al- 

Khilafah merupakan kekuasaan untuk melindungi agama dan mengatur dunia 

dengannya sebagai penganti Sang Pernilik Hukum, yaitu ~1 la .h .~ '  Pemahaman 

kekuasaan dengan konteks demikian cukup beralasan, kerana dalam sistem Islam 

pemegang kekuasaan yang tertinggi adalah Sang Pencipta, atau dengan kata lain 

sistem Islam menganut konsep kedaulatan Tuhan (Godsouvereiniteit). 

Jelasnya, berbagai pandangan di atas memberikan indikasi bahawa 

kekuasaan itu telah dirumuskan dalam berbagai aspek, yang masing-masingnya 

memiliki pendekatan tersendiri. Tetapi seringkali pendekatan kekuasaan dalam 

aspek hukum atau yuridis tidak dapat meninggalkan pendekatan kekuasaan dari 

aspek politis. Hal itu kerana pada dasaimya pendekatan mengenai kekuasaan 

berada pada batas antara pengetahuan hukum (Hukum Tata Ncgara) dengan 

pengetahuan politik (Ilmu Pemerintahan). Kerananya juga, pemahaman tentang 

kekuasaan seringkali dilakukan melalui pendekatan yuridis dan politis. 

Sungguhpun makna kekuasaan itu banyak mendapat perbedaan definisi 

67 Muhamnutd AI-Mubarak, Nlzhanz A/-lslan~, A/-Mulk wa Ad-Dazllal7. (Alih Bahasa 
Firman Hariyanto), Pustaka Mantiq, Solo, 1995, Hlrn. 6 

68 Bandinglcan dengan pendapat At-Tatazani yang mendefenisikan al-Khalifah sebagai 
kepernimpinan umum dalam mengusus agama dan dunia, rnenggantikan Nabi SAW, Ibid. Hlrn. 
70-7 1 



dari berbagai ahli serta pendekatannya masing-masing, pada dasarnya esensi 

kekuasaan itu sama. Esensi kekuasaan adalah relasi antara sekurang-kurangnya 

dua bagian yang tidak sama (unequal), di mana salah satu darinya menundukkan 

kemauan dan prilaltunya pada kemauan dan prilaku yang lain. Penundukkan itu 

kadangkala bersifat permanen, seperti hubungan kekuasaan dalam konsep 

kedaulatan Tuhan (Godsollvereiniteit), dan kadangkala bersifat temporer, seperti 

hubungan keltuasaan antara rakyat dengan pelnerintah dalam konsep kedaulatan 

rakyat ~olhsouvereiniteit). Dalam ha1 ini, di satu sisi pemerintah memiliki 

kekuasaan untuk menyelenggarakan tata kehidupan rakyat, di sisi lain rakyat pun 

memiliki keltuasaan (hak) untuk memilih pemimpin yang dikehendakinya. 

2.7. Konsep Trias Politica 

Konsep Trias Politica sebenarnya ungkapan lain dari konsep pemisahan 

kekuasaan (separation of power), yaitu suatu konsep yang dimaksudkan untuk 

menjadikan kekuasaan negara (state power) dalam bentuk beberapa lembaga 

organisasi negara yang satu sama lain berdiri secara terpisah. Memang konsep 

Trias Politica sangat melekat pada pemikiran Montesquieu, sebagaimana telah 

disinggung di atas. Tetapi sebenamya konsep tersebut telah mengalami perjalanan 

sejarah yang panjang. Ide untuk membagi kekuasaan pemerintahan pada tiga 

cabang kekuasaan itu telah dimulai oleh Aristoteles, yang kemudian diikuti pula 

oleh Cicero dan Polybius, dua pemikir Romawi yang datang pada masa 

berikutnya. Meskipun kenyataannya ide tersebut belum diimplementasikan di 

Yunani maupun Romawi pada waktu itu. Pada abad-abad berikutnya, ide tentang 



pemisahan kekuasaan terus mengemuka bersamaan dengan kehadiran tokoh- 

tokohnya, misalnya Marsiglio pada abad XIV, Bodin abad XVI hingga Locke dan 

Moiltesquieu pada akhir abad XVII dan awal abad X V I I I . ~ ~  

Dalam buku Two Treaties of Civil Government, John Locke (1632-1704) 

bel-pendapat bahawa kekuasaan negara harus diserahkan kepada tiga lembaga 

negara, yaitu legislatif, eksekutif dan federatif. Berkenaan dengan lembaga 

legislatif. Locke mengatakan: 

... the Legislative Power is put into the hands of divers Persons who duly 
Assembled, have by themselves, or jointly with others, a Power to make 
Laws, which w h e ~  they have done, being separated again, they are 
themselves subject to Laws, they have mude; which is u new and near tie 
upon them, to take care, that they make them for the public good.70 

Selain beranggapan bahawa kekuasaan legislatif dipegang oleh 

sekelompok orang guna membuat undang-undang (power to make Laws), ha1 

menarik yang dikemukakan Locke bahawa undang-undang yang mereka buat 

merupakan undang-undang yang dapat memberikan kebaikan bagi masyarakat 

luas (make them for the public good) atau memuat unsur-unsur kepentingan 

umum. Dengan demikian, jiwa negarawan harus terpatri bagi pemegang 

kekuasaan ini, dengan mendahulukan kepentingan rakyat banyak. Jika tidak, maka 

tentu dapat memberikan konsekuensi negatif kerana undang-undang itu nantinya 

akan menjadi landasan yuridis dalarn peilyelenggaraan pemerintahan. 

Kemudian, sehubungan dengan kekuasaan eksekutif, Locke mengatakan: 

- 

69 N. Jayapalan. Modern Governments and Constitutions, Vol. 1, Atlantic Publishers 
& Distributor. New Delhi. 2002, Hlm. 24. Bandingkan dengan SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 
Op. Cii.,Hlm. 42. 

'O John Locke, Two Treatise of Civil Government, (Edited with an Introduction and 
Notes By Peter Laslett), Student Edition, Cambridge University Press, Cambrige, 1988, Hlm. 364. 



But hecause the Laws, that are at once, und in a short time rnude, have a 
constant and lasting force, and need a perpetual Execution, or an 
uttendance thereunto: Threfore 'tis necessary here should be a Power 
always in being, with should see to the Execution of the Laws that are 
made, and remain in forcea7' 

Jelasnya, keltuasaan eksekutif adalah ltekuasaan untuk melaksanakan 

undang-undang (to execute the Laws) yang telah diproduksi oleh lembaga 

legislatif. Pentingnya lembaga kekuasaan ini, kerana selain undang-undang 

memerlukan pelaksanaan yang terus menerus dan juga agar memiliki kekuatan 

dalam pelaksanaannya. Jadi, ketika tidak diadakan lembaga ini, ketika itu juga 

dikuatirltan bahawa undang-undang tidak dapat dilaksanakan secara permanen 

dan tidak memiliki kekuatan dalam pelaksanaannya. Jika demikian adanya, 

artinya supremasi hukum juga akan dikuatirkan eksistensinya. 

Sedangkan mengenai kekuasaan federatif, menurut Locke "This therefore 

contains the Power of War and Peace, Leagues and Alliances, and all the 

Transaction, with all Persons and Communities without the Conzmon~lealth, and 

may be called FederatiJ if any one please. "72 Maksudnya, lernbaga kekuasaan 

yang disebut Federatif, adalah suatu lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk 

mengurusi masalah perang (war), damai (peace), perserikatan (league) dan 

persekutuan (alliance), dan berbagai transaksi (Transactions) lainnya, dengan 

orang dan komunitas di luar negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain 

sebagai lembaga keltuasaan yang mengurusi hubungan luar negeri. 

Ketiga lembaga kekuasaan tersebut, menurut Locke, adalah lembaga- 

lembaga yang dipisahkan antara satu dengan lainnya. Lembaga legislatif 



memegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, lembaga eksekutif 

memegang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan lembaga federatif 

memegang kekuasaan untuk urusan luar negeri (diplomatic). Meskipun demikian, 

Locke berpandangan bahawa pemisahan tersebut bukanlah bersifat perrnanen, 

khususnya antara kekuasaan eksekutif dan federatif kerana dalarn suatu waktu 

keduanya harnpir tidak dipisalkan dan tidak ditempatkan dalam tangan orang 

yang berbeda.73 Dalarn lcoadisi sepel-ti ini, walaupun lceduanya merupakan 

kekuasaan yang berdiri sendiri namun ia dapat ditempatkan dalam satu lembaga. 

Oleh kerana itu, kebanyakan ahli berpendapat bahawa konsep pemisahan 

kekuasaan yang sesungguhnya dimulai dari pemikiran seorang ahli hukum Francis 

yang bernama Montesquieu (1689-1755) lewat bukunya yang berjudul De L'esprit 

des Lois (The Spirit of The ~ a w s ) . ~ ~  Sed,ikit berbeda dengan Locke yang 

berpendapat bahawa kekuasaan judisiari merupakan bagian dari kekuasaan 

eksekutif dan kekuasaan federatif berdiri sendiri. Menurut Montesquieu: 

In each state there are three sorts ofpowers: legislative power, executive 
power over the things depending on the right of nations, and executive 
power over the things depending on civil right. 

By the$rst, the prince or the magistrate nzakes laws for a time always and 
corrects or abrogates those that have been made. By the second, he make 
peace or war, sends or receives en?bassies, establishes security, and 
prevents invasions. By the third, he punishes crimes or judges disputes 
between individuab. The last will be called the ower ofjudging, and the 
former simply the executive power of the state. 7 P  

73 Zbid. Him. 366. 
74 The doctrine of the separution ofpowers wasjirstformz~lated by the French jurist, 

Montesquieu. E.C.S. Wade and G. Godfiey Phillips, Constitzrtional Law, Fifth Edition, Longmans, 
Green and Co, London, 1957, Hlm. 2 1.  Bandingkan dengan David Held, Models of Democracy, 
Second Edition, Blaclcwell Publislier Ltd, Oxford, 1998, Hlm. 82; N. Jayapalan,Op. Cit, Hlm. 25; 
Juga SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD., Op. Cit, Hlln. 43. 

75 Montesquieu, The Spirit of The law, (Translated and Edited By Anne M. Cohler, 
Basia Carolyn Miller and Harold Samuel Stoue), Book XI, Chaptel- 6, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1989, Hlm. 156- 157. 



Pada catatan awalnya, Montesquieu memberiltan sebutan yang sama bagi 

eksekutif dan judisiari. yalwi sama-sama sebagai lembaga pelaksana (executive), 

hanya saja yang satu sebagai pelaksana kekuasaan yang berhubungan dengan hak- 

hak negara, sementara yang satunya lagi sebagai pelaksana kekuasaan yang 

berhubungan dengan hak-hak warga negara. Namun ketika menjelaskan tugas dari 

masing-masing lembaga kekuasaan tersebut, Montesquieu menegaskan bahawa 

bentuk kekuasaan yang terakhir-kekuasaan yang berhubungan dengan hak-hak 

warga negara dinamakan kekuasaan ltehakiman atau judisiari, sedangkan bentuk 

kekuasaan sebelumnya kekuasaan yang berhubungan dengan hak-hak negara- 

merupaltan ltekuasaan eksekutif yang sebenanya dalam penyelenggaraan 

pernerintahan negara. 

Legislatif menurutnya, merupakan lembaga yang senantiasa berfungsi 

membuat peraturan perundang-undangan serta mernperbaiki atau mengganti 

peraturan perundang-undangan yang telah dibuat tersebut. Eksekutif berfungsi 

membuat perdamaian atau peperangan, menempatkan atau menerima duta negara, 

membentuk pertahanan dan mencegah berbagai invasi yang datang. Sedangkan 

judisiari berhngsi untuk memvonis berbagai kejahatan atau mengadili berbagai 

persengketaan yang terjadi antar warga negara. 

Ketiga bentuk lembaga kekuasaan tersebut merupakan lembaga-lembaga 

kekuasaan yang berdiri sendiri. Oleh kerana itu, ketiganya harus berada pada 

posisi yang terpisah antara satu dengan lainnya, dengan alasan: 

When legislative power is united with executive power in a single person 
or. in a single body of tbe magistracy, there is no liberty, because one can 
.fear tllat the same monarch or senate that makes tyrannical law will 
execz~te them tymnnical. 



Nor is there liberly irthe power ofjudging is not separate from legislatif 
power and from executive power. If it were joined to legislative power. the 
power over the Ife and liberty of the citizens would arbitrary. for the 
judge would be the ligislator. If it were joined to executive power, the 
judge could have the force of an oppressor. 7" 

Oleh kerana, apabila kekuasaan eksekutif dan legislatif berada dalam satu 

lembaga atau satu orang maka kemerdekaan dalam bel-tindak menjadi hilang 

lantaran timbulnya kekuatiran dari salah satunya akan adanya peraturan 

perundang-undangan yang dibuat bersifat menindas atau pelaksanaan 

pemerintahan yang bersifat menindas. Demikian juga jika kekuasaan judisiari 

digabungkan dengan kekuasaan legislatif maka kekuasaan itu akan berbentuk 

sewenang-wenang bagi kehidupan dan kebebasan warga negara, kerana hakim 

dapat bertindak sebagai pembuat peraturan perundang-undangan. sementara, jika 

kekuasaan judisiari digabungkan dengall kekuasaan eksekutif maka hakim akan 

menjadi bengis dan menindas, kerana ia memiliki kekuatan untuk ha1 itu. 

Dengan pemikiran tersebut makna dari konsep pemisahan kekuasaan, 

menurut E.C.S. Wade dan G. Godfrey Phillips, terdiri dari tiga poin penting, 

yaitu: 

a. Bahawa pemegang salah satu dari ketiga lembaga kekuasaan tersebut 
tidak menjadi bagian dari satu atau lebih dari lembaga kekuasaan 
lainnya. Misalnya menteri tidal< lagi menjadi anggota DPR. 

b. Bahawa suatu lembaga pemerintahan tidak inempengaruhi terhadap 
tugas dan fungsi yang menjadi milik lembaga lainnya. Misalnya, 
Pengadilan bebas dari pengaruh eksekutif, atau menteri tidak 
bertanggungjawab kepada DPR. 

c. Bahawa suatu lembaga pemerintahan tidak menjalankan fungsi 
lembaga lain. Misalnya eksekutif tidak membuat u i ~ d a n ~ - u n d a n ~ . ~ ~  

Dihindari adanya suatu lembaga yang dapat melnpengaruhi tugas dan 

76 Ibid. 
77 E.CS. Wade and G. Godfrey Phillips, Up. Cit. Nlm. 20. 



fungsi lembaga lain, bukan berarti ditiadakannya mekanisme kontrol antar 

lembaga kekuasaan negara. Namun arti dapat menzpengaruhi di sini, di mana 

tugas dan fungsi suatu lembaga dapat diatur atau ditentukan implementasinya oleh 

lembaga lain. Sedangltan mekanisme ltontrol tetap penting untuk diadakan 

menurut konsep pemisahan kekuasaan, sebagaimana yang dikenal dengan istilah 

mekanisme checks and balances. Pandangan Montesquieu ini, menui-ut komentar 

David Held, menunjukkan bahawa upaya untuk mengurangi tingkat sentsalitas 

kekuasaan dalam satu tangan dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik 

dapat dilakukan dengan adanya mekanisme checks and balances antar lembaga- 

lembaga t e r ~ e b u t . ~ ~  Amerika Serikat umpamanya, sebagai penganut konsep 

pemisahan kekuasaan, di dalam konstitusinya ditentukan adanya mekanisme 

checks and balances guna menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan. 

Contohnya, Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU), tak 

satupun RUU dapat disahkan menjadi undang-undang tanpa persetujuan Presiden. 

Begitu juga Mahkamah Agung dapat melakukan check terhadap Kongres dengan 

menyatakan bahawa suatu undang-undang bukan merupakan peraturan hukum 

(unconstitutional), melalui hak judicial review yang dimilikinya. Contoh lainnya, 

Kongres dapat melakukan impeachment terhadap Presiden dalam suatu 

pelanggaran berat. 

Dengan demikian, inti dari konsep pemisahan kekuasaan (separation of 

Power), selain memuat ketiga poin di atas juga menentukan adanya mekanisme 

78 Montesquieu recasl this idea and established an al~ernative accoz~nt that was to be 
critical in attempts to curtail highly centralized authorily, on the one hand, and to ensttre that 
'virtzlozts government' depended less on heroic inrlivirlz~als or civic discipline Il/lrl more on a 
system of checks and balances, on the other. David Held. Up. Cit., Hlm. 85. 



checks and balances di antara ketiga lembaga kekuasaan negara. Oleh kerana, 

ineskipun dilakukannya pemisahan kekuasaan antara lembaga-lembaga narnun 

tidak diikuti suatu bentuk penyeimbang kekuasaan (balancing of power) nlelalui 

mekanisme checks and balances, konsekuensinya juga dapat menimbulkan 

adanya kekuasaan yang tidak terkendali atau bentuk kesewenang-wenangan. 

Dikeranaltan konsep pemisahan kekuasaan itu intinya berpandangan 

bahawa kekuasaan negara Ilarus dipisahkan dalam bentuk tiga fungsi kekuasaan, 

maka konsep ini kemudian oleh Emmanuel Kant diperkenalkan dengan sebutan 

Trias Politica. Jadi, meskipun konsep Trias Politica ini selalu dikaitkan dengan 

nama Montesquieu, tetapi sebenaimya-menurut catatan SF. Marbun dan Moh. 

M a h f ~ ~ d  MD bahawa yang memberi nama Trias Politica bagi teori itu bukanlah 

Montesquicu sendiri melainkan Emmanuel  ant.^^ Asurnsinya, pemberian nama 

tersebut kerana rnenurut konsep pemisahan kekuasaaan apakah konsep Locke 

inaupun Montesquieu, kekuasaan negara dipisahkan dalam bentuk tiga fungsi 

atau tiga poros (tri as) kekuasaan (politics). 

2.7. Konsep Pemerintahan Daerah 

Sebelum memasuki pemahslman tentang konsep pemerintahan dan terlebih 

dahulu difahamani apa yang dimaksud dengan istilah pernerintahan itu sendiri. 

Syaukani HR., Afan Gaffar, dail Ryaas Rasyid dalam bukunya Otonomi Daerah 

Dalarn N e g m  Kesatuan, mengatakan: 

Pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberiltan 

79 SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Ad~ninistrasi Negara, Loc. 
Cit. 



pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan 
pengaturan, memobilasi semua sumber daya yang diperlultan, serta 
membina huhungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan 
negara lain. Di tingltat lokal tentu saja membina hubungan dengan 
pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya.sO 

Definisi tersebut tampak masih sangat umum, sehingga sulit untuk 

menentukan maksud dari kegiatan penyelenggaraan negara yang mana atau siapa 

yang dimaksud dengan pemerintahan nasional. Ole11 kerana itu, mereka 

menambahkan bahawa arti pemerintahan tersebut termuat dalam dua beiltuk, yaitu 

pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan 

dalam arti luas menyangkut kekuasaan dan kewenangan dalam bidang legislatif, 

eksekutif dan j~dis iar i .~ '  

Demikian juga Donner mengemukakan bahawa cakupan pemerintahan 

dalarn arti luas meliputi badan-badan yang menentukan haluan negara dan 

berkedudukan di pusat,' kemudian terdapat juga instansi-instansi yang 

melaksanakan keputusan dari badan-badan tersebut. Sementara itu C. van 

Vollenhoven berpendapat bahawa tugas pemerintahan dalam arti luas terbagi 

dalam empat fungsi yaitu pembentuk undang-undang, pelaksana atau pemerintah 

Syaukani HR., Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, Otononzi Daerah Dalam Negara 
Kesntuan, Pustaka Pelajas, Yogyakarta, 2002, Hlm. 233. 

Secara tradisional, difahamani bahawa ada pembagian kekuasaan yang sangat tegas di 
antara ketiga lembaga tersebut. Sementara dalam pandangan ilmuwan politik modem, seperti 
Gabriel Almond, menyatakan bahawa legislatif fungsinya adalah rule making, sedangkan 
kekuasaan eksekutif pada dasamya melakukan apa yang disebut mengaplikasikan (rule 
application) dari apa yang sudah ditentukan dan ditetapkan, serta pihak judisiari memiliki 
kewenangan ajudikasi terhadap penyimpangan atau penyelewengan dalam mengeksekusikan 
keputusan dan aturan yang sudah ditetapkan (rtde adjudication). Ibid. Bandingkan dengan 
Philipus M. Hadjon (et. aJ). Peilgnntnr Hukum Aflmirzislrt~si Indonesia, Gajah Mada 
University Press., Yogyakarta, 1999, Hlm. 6; C.S.T. Kansil, Pemerintalrnil Daerulr rli Indonesia, 
Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 2. Juga SF. Marbun dan SF. Marbun dan Moll. Mahfud MD, 
bahawa pemerintahan dalam arti luas adalah senlua badan yang menyelenggarakan semua 
kekuasaan di dalam arti kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislativf. SF. Marbun dan Moh. 
Mahfud MD, Op. Cif., Hlm. S. 



(bestuur), polisi dan k e a d i ~ a n . ~ ~  Pemahaman yang searah dengan pemerintahan 

dalam arti luas itu, apabila dihubungkan dengan UUD 1945 sesudah amandemen, 

pemerintahan pusat terdiri MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA dan MK . 

Sedangkan pemerintahan dalarn arti sempit adalah pemerintahan dalam 

arti lembaga eksekutif saja, yang berfungsi to execute atau melaksanakan apa 

yang sudah disepakati atau diputuskan oleh pihak legislatif dan j ~ d i s i a r i . ~ ~  Jadi, 

pemerintahan dalarn arti selnpit merupakan pemerintahan sebagai badan yang 

melaksanakan fungsi eksekutif atau pemerintah saja. Meskipun deinikian, guna 

menjalankan fungsi tersebut, badan eksekutif diberikan dua kewenangan utarna, 

yaitu kewenangan yang bersifat administratif dan kewenangan bersifat politis. 

Kewenangan administratif merupakan kewenangan yang melekat pada jabatan 

seorang eksekutif yang sehari-hari hams mengendalikan roda pemerintahannya, 

atau melakukan manajemen pemerintahan secara baik. Sedangkan kewenangan 

politis merupakan we~venang membuat merumuskan, mengimplementasikan, 

melakukan evaluasi terhadap kebijasanaan publik dalam sebuah negara.84 

Dengan adanya dua arti pemerintaha tersebut, dapat difahamani, jika di 

dalamnya tercakup pengertian adanya beberapa lembaga kekuasaan yang 

berfungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan secara umum maka dikatakan 

sebagai pemerintahan dalam ai-ti luas atau pemerintahan, namun jika dalarnnya 

hanya memuat pengertian adanya satu lembaga kekuasaan yang berfungsi untuk 

82 Ibicl. Hh. 9. 
83 Syaukani HR., Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, Op. Cit., Him. 233. Pemerintahan 

dalam arti sempit adalah organlalat perlengkapan negara yang djserahi tilgas pemerintahan atau 
me1 aksanakan Undang-Undang. Dalam pengertian ini pe~nerintah banya berfungsi sebagai badan 
eksekutif (Execzllive atau Bestutir;). SF. Marbun dan Mob. Mahfud MD, Up. Cit, Hlm. 8. 

S'I Ibid. Hlm .. 235-236. 



menyelenggarakan bidang pemerintahan (eksekutif) maka dikatakan sebagai 

pemerintahan dalam arti sempit atau pemerintah saja. 

Pengertian tersebut berlaku juga ketika memahami konsep pemerintahan 

daerah, baik dalam arti luas maupun sempit. Dalam arti luas, pemerintahan daerah 

meiupakan penyelenggaraan pemerintahan ole11 lembaga-lembaga kekuasaan di 

daerah, yang dalam perkembangannya di Indonesia terdiri dari Kepala Daerah dan 

DPRD. Sedangkan dalam arti sempit, hanyalah penyelenggaraan pemerintahan 

oleh Kepala Daerah saja. Apalagi bila melihat rumusan Pasal 18 UUD 1945 

sebelum amandemen, yang nyata-nyata menggunakan ungkapan ~ e r n e r i n t a h a n . ~ ~  

Bahkan arti pemerintahan daerah itu dikuatkan kernbali sesudah amandemen, di 

mana pemerintahan daerah-baik provinsi maupun kabupatedkota-memiliki 

DPRD, sedangkan Gubemur, Bupati dan Walikota bertindak sebagai kepala 

pemerintah d a e ~ a h . ~ ~  Dengan demikian difahamani bahawa konsep pemerintahan 

daerah yang dimaksud adalah pemerintahan dalarn arti luas, yang terdiri dari 

Kepala Daerah (Kepala Pemerintah Daerah) dan D P R D . ~ ~  

Pelaksanaan pemerintahan daerah bukanlah merupakan ha1 yang baru 

dalam sistem ketatanegaraan bangsa-bangsa di dunia. Menurut Nassmacher dan 

Norton, pemerintahan daerah secara historis telah dipralctikkan oleh beberapa 

negara sejak lama, bahkan di Eropa telah dimulai sejak abad XI dan XII. Di 

85 Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan 
pemzerintahannya (kursif penulis) ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan 
mengingat dasar pennusyawaratan dalam s!stem pemerintahan negara dan hak asal usul dalam 
daerah-daerah yang bersifat istimewa. UUD 1945 sebelu~n amandemen, Pasal 18. 

'' Pasal 18 ayat (3) dan (4). 
" Pemerintahan dalam ketentuan ini sekaligus mengandung niakna sebagai kegiatan atau 

aktivitas lnenyelenggarakan pemerintahan dan lingkungan jabatan yaitu Pemerintah Daerah dan 
DPRD. Bagir Manan, Menyo~igso~ig Fnjnr Olortonzi Dnerrrlr, Op. Cit., Hlm. 1 02. 



Yunani misalnya, istilah koinotes (komunitas) dan demos (rakyat atau distrik) 

adalah istilah yang digunakan untuk pemerintahan daerah. Romawi menggunakan 

istilah nzuntc@nlity (kota atau kotamadya) dan varian-varianya sebagai ungkapan 

pemerintahan daerah. Perancis menggunakan comune sebagai suatu komunitas 

swakelola dari sekelompok penduduk suatu wilayah. Belanda menggunakan 

gemeente dan Jerman gerneinde (keduanya berarti umum), sebagai suatu entitasl 

kesatuan kolektif yang didasarkan pada prinsip bertetangga dalam suatu wilayah 

tertentu yang penduduknya memandang diri mereka sendiri berbeda dengan 

komunitas lainnya." Sedangkan di Indonesia sendiri, sebelumnya, praktik 

pemerintahan daerah disebutkan dengan beberapa istilah." 

Pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural 

dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahawa negara sebagai sebuah 

organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi, 

pelaksanaan pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme 

roda kegiatan organisasi. Hal senada juga menurut pandangan Harris G. Warren, 

Harry D. Leinenweber dan Ruth 0. M. Andersen, menurutnya: 

Two Major Porpuoses of County Government. The first major porpuse, or 
function, of county government is to enforce or carry out state laws. The 
second major porpuse ofthe county government is to serve the people in 
~ m y s  additional to those required by the 

Meskipun kedua tujuan yang dimaksud, dipraktikkan di Amerika yang 

88 K.H. Nasslnacher & A. Norton, Background to Locnl Governnzent in West Germany 
(1985), dalam S H .  Sarundajang. Pemerintnlrtin Dneruh di Berbugai Negclru, Pustaka Sinar 
Harapan, Jakarta. 2001, Hlm. 22-23. 

89 Pemerintahan Umum Pusat di Daerah pada masa ke~nerdekaan terkenal dengan sebutan 
Pelnerintahan Pamong Praja, sedangkan pada masa penjajahan terkelial dengall sebutnn 
Bille~zlaizdsbesfuur, besfuurstlicmst atau Pemerintahan Pengreh Praja. Harsono, HTN, 
Pen~erintalrnrt Loknl d w i  Mt~sa ke M(tsa, Liberty, Yogyakarta, 1 992, H lm. 2-3. 

90 Harris G. Warren, Har~y D. Leineriweber and Ruth 0. M. Andersen, Our Democrncy nt 
Work, Prebtice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N. J., tt, Hlm. 89. 



menganut sistem pemerintahan federal, namun secara umum tujuan dari 

pelaksanaan pemerintah dalam bentulc satuan adalah sama, yakni dalam rangka 

untulc melancarkan atau memperluas pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi 

pemerintahan negara serta agar dapat melakukan pelayanan terhadap masyarakat 

secara baik, apalagi bagi suatu negara yang memiliki wilayah luas. Lain halnya 

bagi suatu negara yang rnemiliki wilayah kecil dan rakyatnya sedikit, Negara 

Singapura misalnya, maka pemerintahan daerah dianggap kurang keperluannya 

kerana pemerintahan pusat dapat langsung menangani semua urusan. 

Di Indonesia, pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan bentuk 

realisasi dari amanat yang tertuang dalam salah satu pasal UUD 1945, yaitu Pasal 

18. Jadi, memang merupakan suatu tekad lama yang telah diberikan oleh The 

Founding Fatehrs Indonesia, agar pemerintahan daerah menjadi bagian dari 

sistem pemerintahan Indonesia. Bahkan sebelum disepakatinya Pasal 18 tersebut, 

pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan: 

Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan 
jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan negara 
bagian bawah .... Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian 
tengah sebagai Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan 
Urusan Dalam, Pangreh u raja.^' 

Usulan Yamin tersebut menunjukkan bahawa harus ditentukan adanya 

pembagian struktur kehidupan kenegaraan pada tingkat atas dan tingkat bawah. 

Pada tingkat atas dapat dikatakan sebagai pemerintahan pusat, sedangkan pada 

tingkat bagian bawah dapat diberikan kepada negeri, desa dan segala persekutuan 

adat. Tetapi, meskipun adanya pembagian struktur kehidupan kenegaraan sampai 

9 1 Muhammad Yam in, Nftslicrlr Persinpc~n Ur~dnizg-Untlnltg Dnsnr 1 945, I ,  Cetakan 
Kedua, Siguntang, Jakarta, 197 1 Hlm. 100. 



pada tingkat desa, namun untuk menyelenggarakan sistem pemerintahannya harus 

diserahkan kepada bagian tengah yang disebut sebagai pemerintahan daerah. 

Terlepas dari pandangan Yamin di atas, sebenarnya secara umum 

pemerintahan daerah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pemerintahan 

perwaltilan daerah (local self-government) dan pemerintahan nonperwakilan 

daerah (local state government). Namun apabila kedua jenis tersebut digabungkan 

maka akan diperoleh empat jenis pemerintah daerah, yaitu: a. unit penvakilan 

dengan tujuan umum, b. unit nonperwakilan dengan t~ljuan umum, c. unit 

perwaltilan dengan tujuan khusus, dan d. unit nonperwakilan daerah dengan 

tujuan k h ~ s u s . ~ ~  Oleh kerana itu, maka dalam implementasinya telah dikenal dua 

bentuk daerah, yaitu daerah dalam arti otonom dan daerah dalarn arti wilayah. 

Daerah dalam arti otonom, yaitu daerah sebagai pelaksana asas desentralisasi. 

Daerah otonom merupakan daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri menurut undang-undang. Sedangkan daerah dalam arti wilayah, 

yakni daerah sebagai pelaksana asas dekonsentrasi. Daerah wilayah yang 

dimaksud adalah daerah wilayah administatif, yaitu wilayah jabatan atau wilayah 

kerja (ambtsressort) menurut ~ n d a n g - u n d a n ~ . ~ ~  

Indonesia sendiri, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 2 1 Tahun 

1999, meletakkan daerah otonom di Daerah Kabupaten dengan sebutan Daerah 

Tingkat I1 (Dati 11), dan meletakkan daerah wilayah administratif di Daerah 

Provinsi dengan sebutan Daerah Tingkat I (Dati I). Tetapi setelah dikeluarkannya 

undang-undang tersebut, maka istilah Daerah Tingkat I1 diganti menjadi Daerah 

" SH. Sawndajang, 0p.Cit. Hlm. 25-28. 
93 Irawan Soejito, Hzihzmgan Pemer.iritohan clnn Penzeriniuhnn Daerah . Rineka 

Cipta, Jakarta, 1990, Hlni. 25 .. 



KabupateilIDaerah Kota, sedangkan istilah Daerah Tingkat I diganti menjadi 

Daerah ~ r o v i n s i . ~ ~  Akan tetapi, walaupun adanya penggunaan istilah tingkatan 

yang pada dasamya sehagai pengaruh dari ltonsep pembagian bentuk daerah 

tersebut-namun dalam implementasinya tetap dikatakan sebagai daerah otonomi 

dan pemerintahannya disehut pemerintahan daerah o t ~ n o m . ~ ~  

Selanjutnya, guna memperlancar pelaksanaan pemerintahan daerah 

tersebut maka ada asas-asas yang dipnakan, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi 

dan tugas pembantuan (medebewind). Desentralisasi merupakan suatu penyerahan 

urusan-urusan pemerintahan menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah 

sepenuhnya." Dalam ha1 ini, daerah mempunyai prakarsa sepenuhnya untuk 

menentukan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun menyangkut segi- 

segi pembiayaannya. Asas desentralisasi memiliki pula tiga bentuk, yaitu: 

a. Desentralisasi territorial, yaitu kewenangan yang diberikan pemerintah 
pada badan umum (openbaar /ichaam) seperti persekutuan yang 
berpemerintahan sendiri @elf regerende gemeenschappen), yakni 
persekutuan untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling 
berkaitan dari berbagai golongan penduduk, biasanya terbatas pada 
suatu wilayah yang merelta tinggali. 

b. Desentralisasi fungsional (termasuk juga menurut dinaslkepentingan), 
yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan fungsi 
pemerintahan daerah tertentu oleh suatu organ atau badan ahli khusus 
yang dibentuk untuk itu. 

c. Desentralisasi adininistratif (dikatakan juga sebagai dekonsentrasi atau 
nmbtelyk), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan tugas 
pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah 
oleh pejabat-pejabat pemerintah daerah ~ e n d i r i . ~ ~  

Desentralisasi sebenarnya merupakan pemberian wewenang untuk 

94 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal2 
95 Harsono, Op. Cit., Hlm. 2. 
96 BN. Marbun, DPR Daertrlr, Pertrrmbrrlrtrn , Mt~sulnlr (fun Musn Depanrzya, Ghalia 

Indonesia, Jakarta 1982, Hlm. 25. 
97 lrdwan Soejito, Op. Cit., Hlm. 35. 



mengatur dan mengurus pemerintahan kepada satuan-satuan pemerintahan yang 

lebih rendah. Namun, menurut Bagir Manan, kerana desentralisasi selalu 

dihubungkan dengan statusnya yang mandiri atau otonom, maka pembicaraan 

mengenai desentralisasi berarti sekaligus juga mempakan pembicaraan mengenai 

a~tonomi.~* Jadi, penekanan utama dari asas desentralisasi atau autonomi adalah 

adanya penyerahan tanggung jawab secara penuh oleh pemerintahan pusat kepada 

pemerintahan daerah dalam beberapa wewenang tertentu. Meskipun pemerintahan 

daerah memiliki tanggung jawab penuh di daerah, namun tidak semua wewenang 

menjadi kekuasaan pemerintahan daerah, dengan kata lain ada sebagian 

wewenang masih berada di bawah kekuasaan pemerintah pusat. 

Adapun asas dekonsentrasi, merupakan suatu asas pelimpahan urusan 

penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah kepada pejabat-pejabat di daerah, 

tetapi masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik mengenai 

perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya.99 Pada asas dekonsentrasi, 

ada beberapa urusan pemerintahan yang tidak terrnasuk urusan rumah tangga 

daerah otonom. Oleh kerana itu, urusan pemerintahan dibedakan dalam bentuk 

urusan pemerintahan umum pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Pusat, 

urusan pemerintahan umum pusat di daerah yang diselenggarakan pemerintahan 

di daerah yang bersifat administratif yang lebih diltenal dengan sebutan 

pemerintahan pamong praja, dan urusan pemerintahan khusus pusat di daerah 

" Bagir Manan. Menyoitgsoitg Fnjnr Otoizon~i Daerrrlr, Op. Cit., Hlm. 174. 
99 BN. Marbun, Op. Cit., Hlm. 25. Bandingkan dengan pendapat lrawan Soejito, bahawa 

dekonsentrasi lnerupakan pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri. 
Istilah dekonsentrasi disebut juga dikenal dengan desentralisasi administratif, ntnbtelyk 
decentrcrlisntie, dekonsentralisasi atau dalaln istilah Perancis disebut c/econcen/ratiotz 
udministratative. Irawan Soejito, Op. Cit., Hlm. 35. 



yang diselenggarakan oleh jawatan-jawatan pusat di daerah.loO Pada urusan- 

urusan pemerintahan dalam bentuk pamong praja dan bentuk jawatan-jawatan 

pusat di daerah, maka pihak pemerintahan di daerah hanya bersifat administratif 

saj a. 

Sementara tugas pembantuan (medebewind), merupakan suatu asas 

penyeleggaraan di daerah berdasarkan perintah penguasa di atasnya atau dikenal 

dengan sebutan de opgedrngen taak (tugas yang diperintankan). Istilah pemberian 

tugas tersebut dikenal juga dengan serta-tantru, vnedebewind atau self- 

government, yakni tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah oleh pemerintah pusat atau 

pemerintah daerah di atasnya, dengan kewajiban untuk mempertanggung 

jawablcan kepada yang men~gaskannya.'~' 

Ketiga asas tersebut telah dipraktikkan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di Indonesia. Memang, ketentuan penggunaannya tidak 

dirumuskan dalam Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen kecuali hanya 

ditentukan dalam penjelasannya bahawa ada dua bentuk daerah yaitu bersifat 

otonom (streek dun locale rechts-gemeenschappen) dan bersifat administrasi 

belaka. Namun dalam tiga undang-undang pemerintahan daerah berikut ini, asas- 

asas tersebut ditentukan secara limitatif. Undang-undang IVo. 18 Tahun 1965 

menggunakan asas desentralisasi, hak autonomi dan medebewind. Undang- 

undang No.5 Tahun 1974 menggunakan desentralisasi, dekonsentrasi dan 

demikian juga Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Sedangkan sesudah 

100 Soehino, Pe/?zerlntnl~an cli Daercrlr, Liberty, Yogyakarta., 2002, Hlrn. 11 S. 
lo' lrawan Soejito, Op. Cil., Hlrn. 1 18. 



amandemen, Pasal 18 UUD 1945 telah menyatakan secara limitatif bahawa ada 

dua asas yang digunaltan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu asas 

autonomi dan tugas pembantuan. 

Dengan uraian-uraian di atas, sebenarnya predikat yang cocok untuk 

praktik selarna ini adalah praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan 

bukan praktik autonomi daerah. Autonomi atau desentralisasi tidak bergantung 

pada penggunaan asas dekonsentrasi, kerana asas ini hanyalah bagian dari praktik 

sentralisasi (centralisatie met de~oncentratie).'~~ Namun terlepas dari kenyataan 

yang terjadi selama ini, konsep pemerintahan daerah tetap merupakan ha1 yang 

konkrit untuk diimplementasikan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Konsep 

pemerintahan daerah yang dimaksud oleh UUD 1945 adalah pemerintahan daerah 

dalam arti luas, yakni penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh DPRD dan 

Kepala Daerah (pemesintah). Adanya DPRD sebagai unsur kekuasaan dalam 

pemerintahan daerah memang tidak ditegaskan dalam Pasal 18 UUD 1945 

sebelum amandemen. Namun dengan adanya penjelasan pasal tersebut yang 

mengatakan bahawa di daerah-daerah akan diadakan badan perwakilan daerah, 

maka menurut BN. Marbun, ketentuan itulah yang menjadi landasan yuridis bagi 

pembentukan pemerintahan daerah besel-ta aparatnya, yang mana salah satu unsur 

pentingnya ialah semacam badan perwakilan daerah yang kemudian berkembang 

~nenjadi Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD).'03 

Keberadaan kedua unsur tersebut dalam. pemerintahan daerah dengan 

bercermin pada unsur-unsur kekuasaan yang ada pada pemerintahan pusat 

102 Bagir Manan, Mei?yo~tgsoilg Fajirr Otonomi Daertll~, Op. Cil., Hlm. 1 73 .  
103 B.N. Marbun, Op. Cit., Hlni. 29. 



menunjukkan bahawa keduanya juga merupakan lembaga-lembaga kekuasaan 

yang berfungsi untuk menggerakkan roda organisasi pemerintahan, yakni 

pemerintahan daerah. Bertindak sebagai lembaga-lembaga kekuasaan tersendiri, 

berarti keduanya juga memiliki wewenang (absolute cornpetentie) tersendiri pula, 

selain dimunglcinkan adanya bentuk percampuran kewenangan sebagai realisasi 

dari prinsip checks crnd balances, yang juga menunjukkan adanya l~ubungan 

kekuasaan (gezagverhouding) di antara keduanya. 



BAB I11 

PERUBAHAN INSTITUSI-INSTITUSI POLITIK DAN PENGAGEHAN 

KEKUASAAN DALAM SISTEM KEKUASAAN INDONESIA 

Sepel-ti yang disebut di dalam seksyen tujuan kajian, bab ini akan 

menganalisis pengagehan institusi politik secara empirikal dan pengalihan 

kekuasaan politik Indonesia dalam sistein politik kesatuan Indonesia semenjak 

UUD 45 (konstitusi) Indonesia yang diwujudkan pada masa kemerdekaan. 

Analisis bab ini akan meiiyentuh sub topik - sub topik seperti bagaimana 

UUD 45 mengagehkan kekuasaan kepada beberapa institusi atau cabang 

pemerintahan, ia itu cabang kekuasaan Presiden, peranan MPR, yuridis 

(kehakiman), seterusnya peranan daerawprovinsi dan sebagainya. Analisis akan 

dibuat berdasarkan kepada analisis deskriptif yang melibatkan sejauh manakah 

institusi ini mempunyai kuasa, peran serta tanggungjawabnya.Satu yang akan 

diperjelaskan nailti ialah apakah Presiden di anggap paling berkuasa ataupun 

keseimbangan antara ketiga-tiga cabang itu. 

3.1. Pengagehan Kekuasaan Dalam UUD 1945 

Kekuasaan menurut kamus bahasa Indonesia, distribusi dapat diartikan 

sebagai penyalz~ran, penzbagian atau pengirinzan kepada beberapa orclng atau 

beberapa tempat."< Sernentara dalam bidang Hukum Tata Negara, istilah 

pembagian kekuasaan lebih dikenal deilgan sebutan distribution ofpower atau 

division of power, yang kemudian diartikan Pengagehan kekuasaan. Harus di 

lo' Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Knmus Besnr Bnitasn Ili(lonesia, Balai 
Pusfaka, Jakarta 1995, Hlm. 238. 
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ingat, bahawa Indonesia tidal< mengamalkan negara federal, tetapi secara 

umumnya mengamalltan konsep negara kesatuan (Unitary System). Ini berlainan 

dengan Malaysia yang mempraktekkan sistem federal. 

Seperti telah disinggung sebelumnya UUD 1945, tidak menganut konsep 

pemisahan kekuasaan secara murni, sebaliknya hanyalah pemisahan dalam arti 

formil.lO"ni kerana adanya bentuk percampuran kewenangan (kekuasaan) antar 

lembaga-lembaga negara serta telah terjadinya rangkap jabatan, dan kerana selain 

dari tiga lembaga kekuasaan tersebut ia itu Presiden, MPR, Judisiari terdapat pula 

lembaga kekuasaan lainnya mengapa terjadi demikian? Jawabannya ialah di 

dalam sistem politik Indonesia ketika itu belum ada pengkhususan. Peranan, 

seperti ahli-ahli politik kepartian boleh saja merangkap (menjawat) jawatan 

menteri, hatta menjawat jawatan dalam mahkamah, malah Presiden sendiripun 

tidak dipilih memalui pemilihan umum (raya) seperti diamalkan di Amerika 

Syarikat. 

Semenjak 1945 telah beberapa kali terjadinya rangkap jabatan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, khususnya setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 

Kejadian  it^^, menurutnya, dimulai dengan duduknya Ketua MA sebagai Menteri 

Penasehat Hukum. dilanjutkail dengan duduknya orang-orang yang bertugas 

sebagai uih~oerende dan rechtterlijkemacht dalam WIPRS, pada masa Orde Lama. 

Demikian juga, bukan ha1 yang asing bagi Menteri-Menteri Orde Basu untuk 

rnerangkap jabatan sebagai anggota DPR dan MPR."~ Sehingga jadilah judisiari 

merangkap jabatan eksekutif atau legislatif, begitu juga eksekutif merangkap 

105 Ismail Suny, Pergesertm Kekunsat~n Eksekutif, Loc. Cit. Juga dalam Dahlan Thaib, 
DPR Dnlntli Sistein Keta/anegaraaii Indonesia, Loc. Cit. 

' 06  Ismail Suny, Peinbagian Kekzrasaan Negara, Aksara Baru, Jakarta, 1985,Hlm.23-24 



jabatan legislatif. Memang, jika lcembali pada UUD 1945 sebelum amandemen, 

ha1 itu tidak dianjurltan tetapi kenyataannya juga tidak dilarang. 

Selain terjadinya rangkap jabatan tersebut, UUD 1945, baik sebelum 

maupun sesudah amandemen, secara limitatif menentukan adanya bentuk 

percampuran kewenangan antara lembaga-lembaga negara. Misalnya, DPR 

bersama-sama Presiden memegang kekuasaan membuat uiidang Undang- 

~ n d a n ~ , ' ~ ~  Presiden bersarna-sama DPR memegang kekuasaan diplomatik,'08 

Presiden bersama-sama MA memiliki kekuasaan dalam memberikan grasi dan 

rehabilitasi,lo9 Presiden, DPR dan Kornisi Yudisial bersama-sama memiliki 

wewenang dalam mengangkat calon anggota Hakirn ~ ~ u n ~ , " '  dan setemsnya. 

Alasan kedua tidak dianutnya secara murni konsep pemisahan kekuasaan, 

kerana UUD 1945 menentukan adanya bentuk lembaga kekuasaan lainnya di 

samping tiga lembaga kekuasaan tersebut. Sebelum amandemen, terdapat 

beberapa lembaga kekuasaan yang ditentukan UUD 1945, yaitu DPR sebagai 

lembaga legislatif, Presiden sebagai lembaga eksekutif, MA sebagai lembaga 

judisiari, BPK sebagai lembaga auditif, dan DPA sebagai lembaga konsultatif, 

yang semuanya dinamakan lembaga-lembaga tinggi negara. Di atas semua 

lembaga tinggi negara tersebut, terdapat pula suatu lembaga tertinggi negara yaitu 

MPR. Sedangkaii sesudah amandemen UUD 1945 telah menambah dan 

mengurangi beberapa lembaga negara sebelumnya, dengan komposisi yang ada 

107 UUD 1945 sebelum amandemen, Pasal 5, Pasal20, Pasal 21 dan Pasal 22; UUD 1945 
sesudah amandemen, Pasal 5, Pasal 20, Pasal 20A, PasaI 21, dan Pasal22. 

108 UUD 1945 sebelu~n amandemen, Pasal 1; UUD 1945 sesudah amandemen, Pasal 1 1  
dan Pasal 13. 

109 UUD 1945 sesudah amandemen, Pasal 14 ayat ( I )  
' I 0  Ibid Pasal24 A Ayat (3). 



terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK dan BPK. 

3.1.1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

UUD 1945 sebelum amandemen telah menentukan bahawa MPR sebagai 

lembaga tertinggi negara atau sebagai badan tertinggi perwakilan rakyat 

(supremacy of the people's consultative assembly). Prinsip ini menentukan 

bahawa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh 

MPR, ' ' kerana MPR adalah penj elmaan seluruh rakyat Indonesia 

(yertelingsorgan des Willens des Stantsvolkes). Deilgan posisi tersebut, MPR 

meiniliki kekuasaan yang luas, ha1 itu sebagaimana dikenal dengan sebutan tujuh 

kunci sistem pemerintahan negara.'I2 Akan tetapi, sesudah amandemen, di 

sainping tidak lagi memegang kekuasaan tertinggi atas nama rakyat, MPR juga 

tidak lagi memiliki kekuasaan yang luas seperti sebelumnya. Kekuasaan MPR, 

menurut UUD 1945 sesudah arnandemen, hanya terdiri dari: 1). mengubah dan 

menetapkan UUD; 2). melantik PresidenIWakil Presiden-nalnun melantik di Sini 

hanya bahasa umum, bukan bahasa yang mernpunyai arti atau akibat hukum"' 

dan 3). memberhentikan PresidenIWakil Presiden dalam masa jabatannya menurut 

UUD.'I4 NIPR sudah tidak berposisi lagi sebagai leinbaga testinggi negara atau 

sebagai badan tertinggi perwakilan rakyat, kerana tidak lagi ditentukan untuk 

I I I UUD 1945 sebelum amandemen. Pasal 1 ayat (2) 
' I 2  Zbid Pasal 1 ayat (2), Pasal 3, Pasal 6 ayat (2) dan Penjelasan UUD 1945 tentang 

Sistem Pemerintahan Negara. 
' I '  MPR tidak melantik. Presiden danlatau wakil Presiden mengucapkan suinpah (sendiri) 

di hadapan sidang MPR. Praktik ini disimpulkan dari bunyi UUD yang menyebutkan: Presiden 
bersunzpah ntazr berjanji bukan diarnbil szlnzpah atazl janji. Berdasarkan bunyi (teks) tersebut 
maka Presiden danlatau Wakil Presiden mengucapkan sendiri sumpah atau janji. Jadi tidak ada 
pelantikan dalam makna seperti contoh pelantikan duta besar di atas. Bagir Manan, DPR, DPD 
h i z  MPR dalnm UUD 1945 Bnru, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, Hlm. 82. 

""UD 1945 sesudah amandemen, Pasal3 ayat ( I ) ,  (2) dan (3). 



melaksanakan kedaulatan rakyat, di mana kedaulatan rakyat (volhsouvereiniteit) 

telah diserahkan secara langsung oleh rakyat kepada lembaga-lembaga negara 

melalui pemilihan m u m  baik kepada DPR, DPD maupun kepada Presiden. 

ILUSTRASI PENGKAJI 

TENTANG HUBUNGAN ANTARA INSTITUSI POLITIK 

DENGAN PERGESERAN UUD 

INPUT TRUTPUT OUTPUT 

INTITUSI 
I 

' POLITIK 1 PRESIDEN I PERGESERANI 

Negara KEPADA 

KONSTITUSI 
MA 

ATAU UUD 

MPR 

Eksekutif 
Atau 

BIROKRAT 

BpK K 2o029 

KETUA 

I 

Feed back 

PERUBAHAN 



Rajah 3.1 : STRUKTUR PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA 

DALAM SISTEM KESATUAN MENURUT UUD 45 (KONSTITUSI) 

SEBELUM AMANDEMEN 

PRESIDEN 
KetuaNegara 
Ketua Eksekutif 

BPK MA - - 

h4enteri 
- 

Menteri 

- - 

Menteri 

MPR MK 

) Propinsi Propinsi 

DPR 

Govenen 
Propinsi Propinsi Propinsi 

Daerah 
Walikota Kepala 

Daerah 



3.1.2. Institusi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

Kewujudan DPR ada Itemiripannya dengan Parlemen dalam negara yang 

menganut sistem parlementer (parliamentary executive system), yakni sama-sarna 

berposisi sebagai lembaga perwakilan rakyat, misalnya Inggris. Hanya saja, 

menurut A. V. Dicey, Parlernen di Inggris merniliki kekuasaan penuh 

(sovereignty) dalam membuat undang-undang, sehingga tak satu orang atau 

badanpun diakui oleh hultum untuk dapat menolak atau mengindahkan undang- 

undang yang diproduksi oleb Parlemen. 'I5 

Berbeda dengan Parlemen di Inggris, DPR dalam sistem ltetatanegaraan 

Indonesia tidaklah memiliki kekuasaan penuh (sovereigntyl untuk membuat 

undang-undang dan hanya memiliki kekuasaan yang sedikit di luar itu. Sebelum 

amandemen UUD 1945, kekuasaan untuk membuat undang-undang (legislation) 

menjadi milik bersama antara DPR dan Presiden, itupun hanya berupa wewenang 

menyetujui RUU menjadi undang-undang dan hak inisiatif yang jadi bagian DPR, 

sedangkan wewenang untuk rnengesahkan berada pada Presiden. 

Adapun bentuk kekuasaan lainnya yang dimiliki DPR terdiri dari 

wewenang menyetujui pernyataan Presiden untuk perang, rnernbuat perdamaian 

dan perjanjian dengan negara lain,lI7 membahas Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang diajukan Pemerintah setiap tah~m anggaran, serta 

mengetahui hasil pemeriltsaan tanggung jawab tentang kewangan negara yang 

l IS A. V .  Dicey, /nl~.odztction to The Study of The Law of The Constilzrfion, Mac Millan 
and Co. Limited, London, 1952, Hlm. 39-40. 

Pasal 5, Pasal20, Pasal2 1 dali Pasal22. 
117 U U D  1945 sesudah amandemen, Op. Cit. Pasal 1 l 



dilakukan oleh BPK."' Di samping itu. dalam bagian Penjelasan UUD 1945 

tentang Sistem Pemerintahan Negara, dikatakan "Dewan Perwakilan Rakyat dapat 

senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden ... " Oleh kerananya, DPR 

dipandang memiliki kekuasaan berupa f h g s i  pengawasan terhadap Presiden, 

sehingga disimpulkanlah bahawa DPR memiliki fungsi untuk membuat undang- 

undang (legislation), fungsi untuk membahas anggaran pudget atau begrooting) 

dan fungsi pengawasan (control). 

Sesudah amnndemen UCTD 1945, DPR memiliki kekuasaan yang lebih 

luas dan lebih berkuasa dalam pembuatan undang-undang. Dikatakan lebih 

berkuasa dalam pembuatan undang-undang, kerana selain kembali memegang 

kekuasaan membentuk undang-undang.Il9 juga Presiden tidak lagi semaunya 

dapat memveto RUU yang telah disetujui bersama menjadi undang-undang, 

apabila dalam waktu 30 hari RUU tersebut tidak disahkan Presiden maka RUU itu 

sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.I2O 

Bentuk kekuasaan lain yang dimiliki DPR menurut UUD 1945 sesudah 

amandemen, yakni kekuasaan berupa hak mengusulkan pemberhentian Presiden 

danlatau Wakil Presiden kepada MPR dengan alasan yang ditentukan Pasal 7A, 

hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat menurut Pasal20A ayat 

(2), wewenang memberikan pertimbangan mengenai pengangkatan duta dan 

menerima penempatan duta negara lain menurut Pasal 13 ayat (2) dan (3), dan 

lain-lain. Intinya semua bentuk penambahan kekuasaan DPR tersebut, dilakukan 

guna untuk memperkuat posisinya dalam menjalankan ketiga fungsi DPR,yaitu 

'I8 Ibid. Pasal 23 ayat ( I )  dan (5) 
' I9 1bid. Pasal20 ayat ( I )  

Ibid. Pasal 20 ayat (5) 



fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 

3.1.3. Institusi Presiden, Nasib Presiden dan Menteri-Menteri 

Naib Presiden dan Menteri-menteri menurut UUD 1945 adalah Presiden 

yang bertindak sebagai kepala pemerintahan atau kepala eksekutif. Presiden yang 

memiliki kekuasaan sebagaimana pandangan sistem pemerintahan presidensil 

(non-pnrliarnentary or fixed executive system. 

Sebelum amandemen UUD 1945, kekuasaan Presiden yang begitu besar 

dan kuat. Selain menjalankan kekuasaan eksekutif sebagai kepala pemerintahan'21 

misalnya mengangkat dan memberhentikan menteri. Presiden juga memegang 

kekuasaan lainnya berupa kekuasaan bidang luas negeri (diplomatic), militer 

(miktary), pertahanan (defince), pengampunan (seperti pemberian grasi, arnnesti, 

bolisi dan rehabi l i ta~i ) '~~ dan sebagainya, serta yang lebih menonjol lagi bahawa 

Presiden rnemegang kekuasaan mernbentuk undang-undang (legisla/ion). '23 

Sebagai kepala negara, Presiden rnemiliki kekuasaan yang luas dan kuat. 

Dalam bagian Penjelasan DUD 1945 dikatakan bahawa Presiden adalah 

mandataris MPR Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di 

bawah MPR kekuasaan dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan 

negara berada di tangan Presiden (concentration ofpower and responsibility upon 

the President), dan Presiden tidak betanggung jawab kepada DPR. Intinya 

memberikan kekuasaan yang begitu kuat kepada Presiden, baik sebagai Kepala 

Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan. 

"I Pasal4 ayat ( I )  dan Pasall7 ayat (2). 
12' Ibirl. Pasal 10, Pasal I I ,  Pasall2, Pasal I3 dan Pasal 14. 
"j lbicl. Pasal 5, Pasal21 ayat (2) dan Pasal 22. 



Namun sesudah amandemen, kekuasaan Presiden tidak begitu besar dan 

kuat lagi, kecuali lianya untuk menetapkan posisinya sebagai kepala pemerintahan 

(eksekutif). Indikasinya, selain Presiden tidak memiliki kekuasaan penuh dalam 

membuat undang-undang-seperti dijelaskan dalam bagian kekuasaan DPR diatas- 

juga beberapa bidang kekuasaan yang sebelumnya menjadi milik Presiden secara 

utuh, telah ditentukan menjadi milik bersama dengan lembaga negara lainnya. 

Misalnya, Presiden memegang kekuasaan bidang diplomatik bersarna D P R , ' ~ ~  

Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi bessama  MA,'^' dan lain-lain. Indikasi 

yang lebih menunjukkan bahawa posisi Presiden tidak seperti sebelumnya, yakni 

Presiden tidak ditentukan lagi menjadi mandataris MPR, posisi yang seringkali 

ditafsirkan sebagai penguasa tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

3.1.4. Institusi Mahkamah Agung (MA) 

Kehadiran MA sebagai salah satu lembaga kekuasaan negara dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia, pada dasarnya merupakan bagian dari keinginan untuk 

mewujudkan Indonesia sebagai suatu negara hukum (rechtstuat). Oleh kerana, 

negara hukum tidak akan terwujud sebelum diadakannya suatu lembaga yang 

khusus melaksanakan kekuasaan bidang hukuln itu sendiri atau disebut juga 

bidang kehakiman. Hal yang sama juga dimaksudkan Montesquieu untuk 

memisahkan lembaga judisiari dasi lembaga-lembaga kekuasaan lainnya. 

Meskipun MA nlerupakan suatu lembaga negara yang memegang 

kekuasaan bidang kehakiman, namuil UUD 1945 sebelum amandemen tidak 

"' Ibid. Pasal 13. 
Ibid. Pasal 14 ayat ( I ) .  



nlenyebutkan secara jelas bagaimana bentuk kekuasaan kehakiman yang 

dimaksud. Dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) dikataltan "Kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut 

undang-undang; Susunan dan kelcuasaan badan-badan ltehakiman ini diatw 

dengan undang-undang." Jadi, bentuk dan susunan badan-badan kekuasaan 

kehakiman baru dapat difahamani dengan melihat undang-undang organik yang 

dikeluarkan berikutnya. Oleh kerana itu, dalam perkembangannya telah 

dikeluarkan beberapa undang-undang tentang kehakiman dan MA tersebut, seperti 

Undang-undang No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan 

Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, Undang-undang No. 19 Tahun 1964 

yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 diperbaharui pula 

dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang No. 13 Tahun 1965 yang perbaharui 

dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1969 diperbaharui pula dengan Undang- 

undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Namun terlepas dari 

keberadaan undang-undang itu, yang urgensi dilihat di sini bahawa UUD 1945 

sebelum amandemen telah menentukan kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan tersendiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia atau kekuasaan 

judisiari yang dipegang oleh lembaga negara yang tersendiri pula yaitu MA. 

Hanya saja kekuasaan judisiari di Indonesia lebih cenderung pada sistem 

civil law, '26 jika melihat peranan hakim dalam memutuskan atau menyelesaikan 

'" Tiada seorang Tiada seorang juapun dapat dihadapkan di depan Pengadilan selain 
daripada yang ditentukan baginya oleh Undang-i~ndang; Tiada seorang juapun dapat dijatuhi 
Pidana, kecuali apabila Pengadilan, kerana alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang 
~nendapat keyakinan bahawa seseorang yang dianggap dapat bel-tanggung jawab, telah bersalah 



perltara yang diajukan kepadanya. Seperti dimaltlumi, wilayah kekuasaan judisiari 

berbeda dalarn pandangan sistein common law dan sistem civil  law. Dalam sistem 

common law seperti terdapat di negara-negara Anglo Saxon-Inggris umpamanya- 

lembaga judisiari tidak saja berwenang dalam menafsirkan W D  tetapi juga 

berwenang dalam menciptakan hukum. Oleh kerana itu, haltim sebagai bagian 

dari pejabat judisiari, turut serta menciptakan hukum dengan keputusannya, 

sebagaimana yang dikenal dengan istilah judge-made hw. '27 Sedangkan dalarn 

sistem civil law yang terjadi adalah sebaliknya. 12' 

Sesudah amandemen UUD 1945, bentuk dan susunan badan-hadan 

kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh MA tersebut, telah dipertegas. 

Kekuasaan kehakiman selain dipegang oleh MA serta oleh badan judisiari lainnya 

di bawah MA, yaitu Peradilam Urnum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan 

Peradilan Tata Usaha Negara, juga dipegang oleh MK. Kekuasaan kehakiman 

dikatakan sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadi1a11.I~~ Lebih dari itu, UUD 1945 juga 

menegaskan apa yang menjadi wewenang MA. Menurut Pasal 24 A ayat (I), MA 

berwenang untuk mengadili tingkat kasasi, hak judicial review bagi peraturan 

- -  - -- - - 

atas perbuatan yang ditudu hkan atas dirinya. Undang-undang No. 14 Tabun 1970 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 ayat (I) dan (2). Kaidah yang sangat 
normatif tersebut dipandang tidak memberikan kesempatan kepada hakim untirk membuat hukum 
di luar peraturan perundang-undangan yang, sebagaimana halnya tradisi dalam sistem civil lmu'. 

127 One of the Miriam Budiardjo, Dcrsur-dusur Ilmu Politik, Op. Cit., Hlm. 222 
125 One of the principal reasons for the quite different status of the civil law judge is the 

existence of a different judicial tradition in the civil law, beginning in Roman times. The judge 
(izldex.) of Rome was not prominent man of the law. Prior to the imperial period he was, in effect, 
a layman discharging an arbitral function by presiding over the settlement or dispute according to 
fornulate supplied by another official, the praefor. ... The judge had no inherent lawmaking power. 
John Henry Merryman. Tlre Civil Law Tmclition, Second Edition, Stanford University Press, 
California, 1985, Him. 35. 

' 2 " ~ ~  1945 setelall amandemen, Op. Cit. Pasal 24 ayat ( I )  dan (2). 



perundang-undangan di bawah undang-undang, dan wewenang lainnya menurut 

undang-undang. Guna menjaga independensi dan netralitas hakim, maka 

pengangkatan calon Hakiin Agung telah dijadikan wewenang bersama antara 

Komisi Yudisial, DPR dan presiden.l3' Kiranya berangkat dari pengalaman 

sebelumnya, di mana pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung menjadi 

cengkeraman kuat pihak eksekutif, akibatnya seringkali keberadaan hakim 

menjadi tidak merdeka dalam nienegakkan hukum dan keadilan. 

3.1.5. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) 

Keberadaan DPA dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebenarnya 

merupakan pengaruh kolonial sebelumnya. Oleh kerana, menurut Bagir Manan, 

tidak banyak negara yang memiliki lembaga tersebut, kecuali negara-negara yang 

unsur ketatanegaraannya ada bubungan dengan sistem pemerintahan Perancis. 

Sedangkan di Indonesia pada masa kolonial Belanda, lembaga ini dikenal dengan 

sebutan Raad van Indie, seperti yang diatur dalarn Pasal 7 B.I3' Pandangan 

tersebut cukup argumentatif, mengingat Belanda sebelumnya merupakan salah 

satu negara di bawah pengaruh pemerintahan Perancis dan telah menggunakan 

Codes Napoleon sebagai sumber hukumnya. Jadi, adanya Raad van Indie pada 

waktu itu, juga merupakan pengaruh dari sistem pemerintahan Perancis yang di 

bawa kolonial Belanda ke Indonesia. 

Di Indonesia, sebelum amandemen UUD 1945, DPA merupakan salah 

satu dari lembaga-lembaga kekuasaan tinggi negara. Dalam Pasal 16 ayat (1) dan 

- -  - 

"O Ibill. Pasal24A ayat (2), (3) dan (4) 
'" Bagir Manan, Teori dan Polifik Konstilusi, F H  UII Press, Yogyakarta, 2003, 

Hlm.85 



(2) dikatakan "Susunan Dewan Pertimhangan Agung ditetapkan dengan undang- 

undang; Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan 

berhak mengajukan usul kepada Pemerintah." Icemudian dalam Penjelasan pasal 

tersebut dikatakan pula "Dewan ini ialah sebuah Council of Slate yang berwajib 

memberi pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah. la sebuah badan 

penasehat belaka." Oleh lterana itu juga, lembaga ini dikatakan sebagai lembaga 

konsultatif, yakni hanya sebagai wahana untuk berkonsultasi. 

Ada dua pemahaman lewat ketentuan-ketentuan tersebut, yaitu adanya 

fungsi dan tugas bagi DPA. Dalarn hubungan fungsi, DPA hanya berfungsi 

sebagai lembaga yang memberikan nasehat kepada Presiden. Sedangkan 

berkenaan dengan tugas, DPA memiliki dua tugas, yaitu memberikan jawaban 

atas pertanyaan Presiden dan memberikan pertimbangan kepada Pemerintah. 

Rumusan Pasd 16 di atas, menurut Bagir Manan, jelas membuat 

perbedaan antara istilah Presiden dengan Pemerintah, ineskipun ada ungkapan 

implisit yang menyamakan antara istilah Presiden dengan Pemerintah dalam 

bagian penjelasan. Namun, dengan rurnusan itu, sehaiusnya DPA dapat 

memberikan pertimbangan kepada Presiden, dan dapat juga kepada unsur 

Pemerintah selain Presiden misalnya ~ e n t e r i . ' ~ ~  Tetapi kenyataannya tidak 

demikian, dalam praktiknya-khususnya masa Orde Baru-jawaban atau usulan 

DPA hanya diberikan kepada Presiden, sebagaimana dimuat dalam Undang- 

undang No. 14 Tahun 1978. 

Ketentuan tentang memberikan jawaban adalah kewajiban dan 



memberikan pertimbangan adalah hak bagi DPA, secara otomatis membuat 

keberadaan tugas lembaga ini menjadi pasif. Dikatakan pasif, kerana, meskipun 

menjawab pertanyaan Presiden merupakan suatu kewajiban, namun kewajiban itu 

baru dapat dilaksanakan apabila Presiden menggunakan haknya untuk 

mengajukan pertanyaan kepada DPA. Ketika Presiden tidak menggunakan hak 

tersebut, berarti DPA juga tidak mempunyai kewajiban sekaligus tidak memiliki 

tugas dalarn ha1 ini. Demikian juga dengan memberi pei-timbangan. Oleh kerana 

tugas ini merupakan hak bagi DPA, maka tidak merupakan kesalahan baginya jika 

tidak menggunakan hak tersebut. DPA, dalam artian ini, boleh memilih dalam dua 

ha1 yaitu memberi atau tidak memberi pel-timbangan. 

Adanya bentuk kepasifan dan kekurangan-eksisan DPA dalarn 

penyelenggaraan pemerintahan, maka setelah amandemen UUD 1945, lembaga 

ini telah ditiadakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jikapun pasal 16 

sesudah amandemen masih memungkinkan adanya suatu dewan pertimbangan, 

namun dewan yang dimaksud bukanlah DP A sebelumnya melainkan suatu dewan 

yang hanya dibentuk oleh Presiden untuk memberikan nasihat dan pertimbangan 

kepadanya. Jadi, hanyalah sebuah dewan pei-timbangan yang berada di bawah 

kekuasaan Presiden. 

3.1.6. Badan Pemeriksa Kewangan (BPK) 

Terdapat satu ayat dalam UUD 1945 sebelum amandemen, yang 

menentukan adanya lembaga kekuasaan negara yang bernama BPK, yaitu ayat (5) 

Pasal23 yang mengatakan: 

Untuk memeriksa tanggung jawab tentang kewangan negara diadakan 



suatu Badan Pemeriksa 
undang-undang. Hasil 
Perwakiilan Rakyat. 

kewangan yang peraturannya ditetapkan dengan 
pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan 

Demikian juga setelah arnandemen, tidak banyak ditemukan uraian 

mengenai BPK, kecuali hanya scdikit penjelasan yang lebih limitatif dari pada 

sebelumnya. Dalam Pasal 23E, 23F dan 23G, dijelaskan bahawa setelah 

menjalankan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 

kewangan negara, BPK akan menyerahkan kertas lcerjanya kepada DPR, DPD dan 

DPRD. Adanya bentuk penyerahan hasil kerja tersebut kepada DPD dan DPRD, 

kerana adanya keterkaitan erat dengan kedudukan BPK yang telah sampai pada 

tingkat provinsi, di mana DPD dan DPRD memiliki domain yang kuat atas 

wilayah tersebut. Kemudian guna menjaga independensi dan kemandirian 

lembaga ini, maka pengangkatan anggotanya dilakukan oleh DPR dengan 

pertiinbangan DPD yang diresmikan oleh Presiden. 

Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahawa BPK hanyalah bertugas untuk 

memeriksa (audit) pengelolaan dan tanggung jawab tentang kewangan negara, 

sedangkan masalah selanjutnya menjadi tugas DPR, DPD atau DPRD. Kerana 

hanya bertugas mengaudit saja, lembaga ini juga dikatakan sebagai lembaga 

kekuasaan auditif atau inspektif. Tetapi, menurut Dahlan Thaib, kata inspektif 

lebih umum kerana dapat didelegasikan kepada BPK dan DPR. BPK melakukan 

inspektif atas pengelolaan dari tanggung jawab tentang kewangan negara, 

sedangkan DPR sebagai lembaga inspektif atas pelaksanaan tugas 

pemerintahan. 133 

"' Dal~lan Thaib, DPR D(ilanz Sisfen~ Ketutrrrtegnruui~ Iizdorzesio, Oy. Cit., Hlm. 1 1 



3.1.7. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Pemerintah Daerah Terdapat 

Antara DPD dan Pemerintahan. 

DPD adalah lembaga negara baru yang diperkenalkan oleh UUD 1945 

hasil amandemen. Menurut Bagir Manan, ada dua bentuk gagasan yang 

mengiringi kelahiran DPD. Pertamu, gagasan mengubah sistem perwakilan 

menjadi sistem dua kamar (bicameral system). Seperti diketahui bahawa dalam 

negara yang menganut sistem tersebut ditemukan adanya dua bentuk lembaga 

perwakilan, misalnya Senate (sebagai DPD) dan House of Representatives 

(sebagai DPR) sebagai dua unsur dalam Congress Amerika, de Ecrrste Kanzer dan 

de Tweede Kanzei. sebagai dua unsur dalam Staten Generaal Belanda, House of 

Lords dan House of Commons sebagai dua unsur dalam Parlemen lnggris, dan 

lainnya. Kedzia, gagasan untuk meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap 

jalannya politik dan pengelolaan negara. 134 

Oleh kerana itu, Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sesudah amandemen 

menentukan bahawa lembaga ini sama seperti halnya DPR yakni dipilih langsung 

oleh rakyat. Tetapi ia tidak dicalonkan oleh partai politik melainkan dicalonkan 

langsung oleh rakyat. Kelihatannya ada suatu harapan agar DPD lebih independen 

dari semua golongan dan aspiratif terhadap semua kepentingan rakyat, khususnya 

diharapkan mampu menjadi media pembawa aspirasi rakyat di daerah berkaitan 

dengan pelaksanaan otonomi daerah dan kepentingan lainnya. 

Pasal220 UUD 1945 menunjukkan ada beberapa bentuk wewenang yang 

dimiliki oleh DPD, yaitu: 1). Mengajukan RUU kepada DPR mengenai otonomi 

134 Bagir Manan. DPR, DPD d m  MPR clnfnm UUD 1945 Barn, Op. Cil., Hlm. 53. 



daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi, dan 

perimbangan kewangan pusat daerah; 2). Ikut membahas RUU mengenai otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi, d m  

perimbangan kewangan pusat daerah; 3). Memberikan pertimbangan kepada DPR 

atas RUU APBN dan RUU yang bcrkaitan dengan pajak, pendidikan d m  agama; 

4). Melakukan pengawasan dan inelaporkannya kepada DPR atas pelaksanaan 

undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan 

sumber daya ekonomi, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama. 

Inti dari semua kewenangan tersebut adalah wewenang mengajukan RUU, 

wewenang ikut membahas RUU, wewenang memberikan pertimbangan mengenai 

RUU, serta wewenang melakukan pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan 

atas pelaksanaan RUU tertentu kepada DPR. Dengan demikian, ternyata 

kewenangan yang sedikit itu kalau tidak bisa dikatakan kekuasaan semu atau 

partisipan saja-tidak sebanding dengan legitimasi rakyat yang dimilikinya, bahkan 

legitirnasi tersebut (power ligitirnate) lebih kuat dari legitimasi anggota DPR yang 

hanya dicalonkan dan juga ditentukan oleh partai politik. 

Dengan kenyataan itu juga, bahawa gagasan sistem dua kamar yang 

dicanangkan sebelumnya tidak dapat terpenuhi dengan baik. Ada tiga alasan 

untuk ini, menurut Bagir Manan. Pertamcr, walaupun telah terjadi perubahan 

wewenang, namun MPR masih mempunyi wewenang sendiri (original) di luar 



DPR dan DPD, seperti dijelaskan di atas. Kedua, meskipun kelibatannya DPD 

merupaltan lingkungan jabatan yang inandiri dan memiliki wewenang sendiri. tapi 

kenyataannya DPD hanyalah sebagai pelengkap (komplementer). Ketiga, DPD 

bukanlah badan legislatif penuh. DPD hanya berwenang mengajukan dan 

membahas RUU di bidang tertentu saja yang disebut secara enurneratif dalam 

UUD 1945.135 Jadi, eksistensi DPD di Indonesia tidak dapat disamakan dengan 

eksistensi Senate dalam Congress Amerika, de Earste Kamer dalam Staten 

Generaal Belanda, atau House of Lords dalam Parliament Inggris. 

3.1.8. Mahkamah Konstitusi (MK) 

Oleh kerana suatu konstitusi hanya memuat materi-materi yang dianggap 

penting dan mendasar fundamental, gr-odslagen) atau hanya sebagai hukum dasar 

(droit constitutionelle) saja, akibatnya ia sangat berpeluang untuk ditafsirkan 

dalam implementasinya. Namun, agar jangan terjadi salah penafsiran, diperlukan 

adanya suatu lembaga yang secara resmi berwenang untuk ha1 tersebut. Dalam 

praktiknya di beberapa negara, memang terdapat perbedaan mengenai siapa yang 

bertindak sebagai lembaga yang dimaksud. Misalnya di Inggris, wewenang 

tersebut diberikan kepada Parlemen, Perdana Menteri dan Pengadilan, di Amerika 

diberikan kepada Supreme Court, dan di Belanda diberikan kepada Staten 

Generaal. Namun kebanyakan di negara-negara lainnya, wewenang tersebut 

diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). antara lain Korea Selatan, 

Jerman, Thailand. dan Perancis (dengan nama Dewan Konstitusi). 

Hal senada juga dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie. Menurutnya, oleh 

135 Ibid. Hlm. 55-56. 



kerana dalam desain keempat amandemen UDD 1945 tidak lagi dikenal adanya 

lembaga tertinggi negara yang sebelumnya dipegang oleh MPR, untuk itu perlu 

disediakan mekanisme untuk mengatasi kemungkinan persengketaan di antara 

sesama lembaga tinggi negara yang telah menjadi sederajat dan saling 

mengendaliltan (checks and balances). Selain itu, tradisi judicial review perlu 

ditingkatkan, tidak hanya sebatas undang-undang atau peraturan perundang- 

undangan di bawahnya, narnun juga terhadap UUD. Judicial review terhadap 

undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawahnya telah menjadi 

wewenang MA. Namun untuk wewenang judicial review terhadap UUD maka 

diperlukan suatu lembaga baru atau apa yang disebut dengan MK. 136 

Lembaga negara yang baru ini, menurut Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 

1945 sesudah amandemen, diberi wewenang untuk: 1). Menguji undang-undang 

terhadap UUD; 2). Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD; 3). Memutus pembubaran partai politik; 4). 

Memutus perselisihan tentang hasil pemilu; dail5). Memberikan putusan terhadap 

pemberhentian Presiden danlatau Wakil Presiden (impeachment). Jadi, kehadiran 

MK diharapkan lebih meningkatkan fungsi dan peranan hukum dalam 

penyelenggaraan pemerintahan negara, yang sebelumnya hanya diwadahi MA. 

Dengan adanya Pengagehan kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara 

tersebut, memang konsep Pengagehan kekuasaan menurut UUD 1945 tidak dapat 

dipersamakan dengan konsep pemisahan kekuasaan (separation of power). Akan 

tetapi, jika dianalisis lebih jauh maka konsep UUD 1945 masih berada dalam 

136 Jimly Asshiddiqie, Fornzal Kelembagaan Negara dun Pergeseran Kekuasaan dalam 
UUD 1945, FH UII Press, Yogyakal-ta, 2004, Hlm. 22. 



pengaruh ltonsep separation of power. Ada dua alasan untuk itu, dipandang dari 

keberadaan lembaga dan dipandang dari hubungan antar lembaga. 

Dipandang dan sisi keberadaan lembaga, pada dasarnya keberadaannya 

menurut UUD 1945, Ichususnya sesudah amandemen, merupakan penjabaran dari 

tiga cabang kekuasaan konsep separation ofpower, yaitu legislatif, eksekutif dan 

judisiari. MPR, DPR dan DPD adalah bagian dari lembaga-lembaga negara yang 

berada pada fungsi legislatif, demikian juga BPK jika dililiat dari fungsi 

inspektifnya. Preside11 merupakan lembaga yang berada pada fungsi eksekutif. 

MA dan MK merupakan dua lembaga yang memainkan fungsi judisiari. 

Sedangkan dipandang dari hubungan antar lembaga, hubungan antara 

lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 juga hampir tidak memiliki 

perbedaan dengan konsep separation ofpower, di mana antar lembaga-lembaga 

negara terdapat adanya mekanisme chekcs and balances dan tidak ditentukan 

adanya bentuk wewenang subordinatif di antara mereka. Hanya saja 

perbedaannya, UUD 1945 menganut adanya bentuk percampuran kewenangan 

antar lembaga-lembaga negara atau tidak menganut pemisahan kekuasaan dalam 

arti materil, sementara konsep separation of power menganut adanya pemisahan 

kekuasaan dalam arti formiil dan materil. 

3.2. Pergeseran Pengagehan Kekuasaan 

Konstitusi Indonesia ~neletakkan kekuasaan tertinggi negara berada 

ditangan rakyat atau apa yang disebut dengan konsep kedaulatan rakyat 

(volkssouvereiniteit). Pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut, menurut Pasal I ayat 



(2) UUD 1945 sebelum amandemen, dilakukan sepenuhnya oIeh MPR oleh 

kerana MPR sebagai lembaga kekuasaan yang sepenuhnya melakukan kedaulatan 

rakyat, maka sekaligus berarti menempatkan lembaga ini sebagai lembaga 

kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. 

Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pihak yang memegang kekuasaan 

negara, sehingga semua kebijakan-kebijakan negara berada di tangan rakyat. 

Tetapi untuk menciptakan suatu negara yang diperintah dan diatur langsung oleh 

rakyat bukanlah ha1 yang mudah. Selain membutuhkan adanya tingkat 

kemampuan dari rakyat tersebut, juga adanya kuantitas rakyat yang tidak begitu 

besar, inilah konsep demoluasi yang dipraktikkan oleh negara polis (polizeistaw) 

pada masa Yunani ~ u n 0 . I ~ ~  Tetapi, pada negara dengan jumlah rakyat yang 

banyak, Indonesia misalnya, konsep pemerintahan negara yang diperintah 

langsung oleh rakyat jelas tidak dapat dilakukan. Untuk itu, maka kehadiran suatu 

lembaga yang memegang ltedaulatan rakyat tersebut menjadi penting. 

Pertimbangan inilah, di antaranya, yang digunakan untuk menempatkan MPR 

sebagai lembaga kekuasaan yang bertindak sebagai penjelmaan rakyat. 

3.2.1 Keltuasaan MPR 

Dalarn UUD 1945, MPR ditetapkan sebagai lembaga tertinggi negara atau 

sebagai badan tertinggi perwakilan rakyat, yang juga sebagai penjelmaan seluruh 

rakyat Indonesia (Verielingsorgm des Willens des Slaalsvolkes). Ungkapan 

"MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia" tersebut, menurut Moh. 

13' Robert A. Dhl, Democrrrcy untl its Crifics, (terjemahan oleh A rah~nan Zainuddin), 
Yayasan Obor, Jakarta, 1989, Hlm. 13-1 5 



Kusnardi dan Bintan R. Saragih, lebili tepat ditafsirkan sebagai perwakilan 

sehingga MPR adalah tidak lebih dan tidak kurang daripada suatu badan 

pe~wakilan rakyat yang melaksanakan dan memegang kedaulatan atas nama 

seluruh rakyat Indonesia. '38 

Bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara, MPR memiliki 

kekuasaan yang luas. Kekuasaan MPR tersebut-lebih dikenal dengan tujuh kunci 

sistem pemerintahan negara-terdiri dari: a. memegang kekuasaan tertinggi, 

b. MPR menetapkan UUD dan GBHN, c. meniilih Presiden, dan Wakil Presiden, 

d. Presiden harus menjalankan haluaan negara menurut garis-garis besar yang 

ditetapkan MPR, e. Presiden bertunduk dan bertanggung jawab kepada MPR, 

f. Presiden wajib menjalankan putusan-putusan MPR, g. Presiden tidak neben 

akan tetapi untergeordnet kepada N I P R . ' ~ ~  Dengan luasnya kekuasaan MPR, 

menurut Azhari, maka sistem pemerintahan negara Indonesia lebih tepat 

dikatakan sebagai sistem MPR lterana semua bentuk kekuasaan bermuara pada 

Kekuasaan yang berada di tangan MPR, Icemudian didistribusikan kepada 

beberapa lembaga tinggi negara, yang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 

Presiden, Mahkarnah Aguiig (MA), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan 

138 ... istilah Majelis sebgai penjelman seluruh rakyat Indonesia (Verielingsorgan des 
Willens des Slaalsvolkes) yang ~neninlbulkan berbagai macam penafsiran sebagai berikut : 

1 .  Penafsiran yang lnemberikan pengertian kepada majelis, bahawa majelis itu sama 
atau identik dengan rakyat 

2. Penafsiran yang mengarikan majelis sebagai si~atu badan perwakilan rakyat yang 
mencerminkan kehendak rakyat kerana selun~h lapisan atau gologan rakyat akan diwakili dalam 
badan itu. Moh. Kusnardi dali Bintan R. Srangih, Susunan Penzbuginn Kekumnnn Meizurirt 
Sistem Uizhng-Unhng Dnsur 1945, gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 44-45 

'39 UUD 1945 sebelum amandemen. Pasal 1 ayat (2), Pasal (3) Pasal G ayat (2) dan 
penjelasan umurn tentang sistem pemerintahan negara 

140 Azhari, Op, Cit, Hlm 142 



Badan Pemeriksa Kewangan (BPK). Hlususnya pada bagian ini, hanya 

dibicarakan mengenai keberadaan DPR sebagai lembaga legislatif dan Presiden 

sebagai Lembaga eksekutif. 

3.2.2. KeItuasaan DPR 

Keberadaan DPR, sepintas terlihat ada kemiripannya dengan konsep Trias 

Politica. Oleh kerana., baik Locke maupun Montesquieu, sama-sarna menggagas 

adanya lembaga negara atau legeslatif yang berfungsi untuk membuat undang- 

undang di Indonesia, posisi lembaga tersebut ditempati oleh DPR. Namun 

kenyataanya terdapat perbedaan yang mendasar antara keberadaan DPR dengan 

konsep Trias Politica. Dalam praktiknya, meskipun keberadaan DPR tidak jauh 

dari masalah perundang-undangan, tetapi kekuasaan untuk membuat undang- 

undang (ZegislationJinction) tidak sepenuhnya diserahkan kepada lembaga ini. 

Menurut UUD 1945, keberadaan DPR itu kemudian diikuti pula dengan 

pemberian kekuasaan berupa fungsi dan wewenang. Dalam beberapa pasal UUD 

1945 dapat ditemukan adanya ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan fungsi 

dan wewenang lembaga tersebut, yaitu: a. memberikan persetujuan kepada 

Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan 

negara lain,'" memberikan persetujuan terhadap RUU dan Peraturan Pemerintah 

( P P ) , ' ~ ~  memajukan RUU (hak inisiatif),'" dan menyetujui APBN (hak anggaran 

atau budget) yang diusulkan Pemerintah. '44 

"" UUD 1945 sebelum amandemen, Pasal I I 
'" Ibid. Pasal20 ayat ( I )  dan Pasal22 ayat (2) 
'4 Ibid. Pasal2 1  ayat ( I )  
'"" [bid. Pasal 23 ayat (I) 



Dengan kekuasaan yang demikian, DPR tidaklah hanya berwenang dalam 

fungsi legislasi meskipun sebenarnya bertindak sebagai lembaga legislatif, 

bahkan. fungsi tersebut hanya sedikit yang dapat dijalankan DPR. Memang, 

menurut Jimly Asshiddieqie, dalam praktiknya tidak mudah bagi parlemen (DPR) 

u n l k  malaksanakan fungsinya tersebut. Kenyataannya, Presidenlah yang lebih 

banyak mengajukan RUU. '45 Tetapi kenyataan tersebut seharusnya tidak sekaligus 

dapat menghilangkan kekuasaan legislatif dari tangan DPR. Tidak mengapa 

Presiden yang lebih banyak menggunakan hak inisiatif tersebut kerana fungsi 

legislatif itu luas yang mencakup kegiatan pengkajian, perancangan, pembahasan 

dan pengesahan tetapi DPR tetap lnenjadi pihak yang berwenang menentukan. 

Dengan kata lain, sehmusnya, DPR tetap memegang kekuasaan untuk 

membentuk undang-undang walaupun Presiden juga dapat menjalankan 

kekuasaan ini. 

WaIaupun DPR tidak dapat memenuhi fungsi utamannya, yaitu fungsi 

legislasi, namun dengan fungsi-fungsi yang ada telah dianggap memadai untuk 

menjalankan kekuasaannya sebagai sebuah lembaga negara. oleh kerana secara 

konstitusional, menurut Dahlan Thaib dalarn bukunya Implementasi Sistem 

Ketatanegaraan Menurut UUD 194.5, Liberty, Yogyakarta 199859, terdapat tiga 

fungsi yang dirniliki oleh DPR, yaitu fungsi pembentukan undang-undang 

(legislation), fungsi anggaran (budgeter), dan fungsi pengawasan (Supervising). 

Fungsi legislatif tidak menjadi kekuasaannya, meskipun tidak terlepas darinya, 

145 Sebagai contoh selama tahun 1970-an dan 1980-an, sekitar 95 persen Rancangan UU 
(RUU) yang dibahas di parlemen Perancis justru berasal dari inisiati Pemel-intah, bukan inisiatif 
parlemen. Sedangakn Rancangan UU yang berasal dari inisiatif parlemen yang hanya berjumlah 5 
persen. Malah 3 persen di antaranya diprakasai oleh partai oposisi, itu pun untuk hal-ha1 yang tidak 
trategis. Jimly asshiddieqien, Op.Cit., Hlm. 186 



namun fungsi anggaran dan f~~ngs i  pengawasan sepenuhnya menjadi kekuasaan 

DPR menurut UUD 1945. 

1 

3.2.3. Kekuasaan Presiden, MPR Sebelum Amandemen 

Selain kekuasaan di atas, seperti mengundang MPR untuk Sidang 

Istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden, pada dasarnya tidak diatur 

dalam Batang Tubuh UUD 1945 melainkan hanya melalui bagian penjelasannya. 

Bahkan beberapa hak yang dimiliki oleh DPR seperti hak meminta keterangan, 

hak mengadakan penyelidikan atau hak angket, hak mengajukan pel-tanyaan dan 

sebagainya tidak sama sekali diatur dalam UUD 1945 tetapi hanya lewat peraturan 

perundang-undangan di bawah UUD, yaitu Undang-undang No. 2 Tahun 1985 

tentang susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. 

Adapun mengenai kekuasaan Presiden sebagai suatu lembaga yang 

menempati posisi eksekutif. Menurut UUD 1945, lembaga ini memiliki kekuasaan 

yang begitu besar. Oleh kerana itu, cukup beralasan jika ada yang memberikan 

prediket executive hanya kepadanya. Kenyataannya, Presiden bukan saja memiliki 

kekuasaan ekseltutif (executive power), tetapi juga memiliki kekuasaan legislatif 

(legislative power). Bahkan dalam perkembangannya juga memiliki kekuasaan 

diplomatik (diplomatic potver), keltuasaan administratif (administrative power), 

kekuasaan militer (rnilitarypo~)er), dan kekuasaan judisiari (judicialpower). 

Kekuasaan-kekuasaan Presiden yang begitu besar dan kuat tersebut, 

menurut UUD 1945 sebelum amandemen meliputi: 



a. Presiden memegang kekuasaan pernerintahan ( e k s e k ~ t i 0 . I ~ ~  

b. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang (uu). 14' 

c. Presiden menetapkan PP untuk menjalankan undang-undang. I d 8  

d. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, 

Angkatan Laut dan Angkatan Udara. ld9 

e. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat 

perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.ljO 

f. Presiden menyatakan keadaan bahaya.IS1 

g. Presiden mengangkat duta dan konsul, juga menerima duta negara 

lain. ' 5 2  

h. Presiden mernberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.'j3 

i. Presiden memberi gelar, tandajasa, dan tanda kehornlatan lainnya.ls4 

j. Presiden berhak mengajukan pertanyaan kepada DPA. 

k. Presiden rnengangkat dan memberhentikan menteri. ' j6 

1. Presiden berhak mengajukan RAPBN. 57 

m. Presiden berhak menetapkan Perpu (Peraturan pemerintah pengganti 

Undang-undang) dalam ha1 kegentingan yang memaksa. 15' 

'46 UUD 1945 sebelum amandemen, Pasal4 ayat ( I )  
I47 Ibid. Pasal 5 ayat ( I )  
14s Ibid. Pasal 5 ayat (2) 

Ibid. Pasal 10 
I5O Ibid Pasal I I 
I s '  Ibid. Pasal 12 
Is2 Ibid. Pasal 13 ayat ( I )  dan (2) 
'53  Ibid, Pasal 14 
lS4 Ibid Pasal 15 
15' Ibid Pasal 16 ayat (2) 
Is' Ibid. Pasal 17 ayat (2) 
15' Ibid, Pasal 23 ayat ( I )  
Is' Ihid. Pasal22 ayat (1) 



Sebegitu besar dan kuatnya kekuasaan yang dimililti oleh Presiden 

menurut ketentuan di atas. Kekuasaan tersebut baru sebatas ketentuan pasal-pasal 

UUD 1945, belum lagi menurut bagian Penjelasannya. Menjadi semakin besar 

dan semakin kuat jika kekuasaan Presiden ditambah dengan bebarapa bentuk 

kekuasaan menurut bagian Penjelasan UUD 1945, yaitu Presiden adalah 

mandataris MPR, Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara tertinggi 

di bawah MPR, kekuasaan dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan 

negara berada di tangan Presiden. (concentrution of power and responsibility 

upon the President), dan Presiden tidak betanggungjawab kepada DPR. 

Tetapi, sungguh pun UUD 1945 memberikan kekuasaan yang begitu besar 

dan kuat kepada Presiden, namun inenurut Kusnardi dan Bintan R. Saragih, UUD 

1945 tidak menegaskan apakah kekuasaan tersebut merupakan satu kesatuan yang 

tak terpisahkan, atau merupakan jabatan yang terpisah antara satu dengan yang 

1ainnya.159 Kondisi inilah yang dapat menciptakan berbagai interpretasi pada masa 

lalu. Seharusnya, apabila Presiden diartikan sebagai lembaga yang memiliki 

kekuasaan pemerintahan yang luas, dalam satu kesatuan, maka bentuk-bentuk 

kekuasaan lain dapat dijalankan guna mendukung peran pemerintahannya. Tetapi, 

di sini, Presiden hanya dapat menjalankan sebagian bentuk-bentuk kekuasaan lain 

dalam kondisi tertentu. Sebaliknya apabila Presiden diartikan dapat memiliki 

bentuk-bentuk kekuasaan lain secara terpisah, seharusnya pelaksanaan kekuasaan 

lainnya itu harus dipertanggungjawabkan juga kepada MPR. Jadi, selain 

159 Kussnaardi dan Bintan R. Saragih, Op. Cir., Hlm. 63 



pestanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan, Presiden juga memberikan 

pestanggungjawaban pelaltsanaan kekuasaan legislatif, judisiari atau lainnya. 

Sistem Pengagehan kekuasaan negara antara DPR dan Presiden di atas, 

memperlihatkan bahawa antara keduanya tidak terjadi bentuk pemisahan 

kekuasaan (separation of power) kecuali bentuk Pengagehan kekuasaan 

(distribution of power). Bentulc Pengagehan kekuasaan antara DPR dan Presiden 

sedikit ada kemiripannya dengan konsep Trias Politica, tetapi antara keduanya 

tidak dapat dipersarnakan, seperti dijelaskan sebeiumnya. Dalam ha1 ini, memang 

DPR dan Presiden sama-sama merupakan lembaga kekuasaan yang berdiri 

sendiri-yakni DPR sebagai lembaga legislatif dan Presiden sebagai lembaga 

eksekutif, bahkan antara keduanya tidak terdapat wewenang s ~ b o r d i n a t i f ' ~ ~  akan 

tetapi dalam pelaksanaan fungsi antara keduanya, terdapat adanya percampuran 

kewenangan sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip checks and balances 

Presiden dalam ha1 tertentu dapat melakukan wewenang yang pada dasarnya 

menjadi wewenang DPR, begitu juga sebaliknya. 

Dengan deinikian, menurut UUD 1945 sebelum amandemen, kekuasaan 

(kedaulatan) yang pada dasarnya milik rakyat (volhsouvereiniteit) dilaksanakan 

oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. MPR, kemudian, mendistribusikan 

sebagian kekuasaan tersebut kepada beberapa lembaga tinggi negara, khususnya 

dalam ha1 ini kepada DPR dan Presiden. Berarti, DPR dan Presiden hanyalah 

menjalankan sebagian kekuasaan yang didistribusikan oleh MPR kepadanya,yang 

160 Dalaln bagian Penejelasan UUD 1945 dikatakan bal~awa Presiden tidak 
betanggungjawab kepada DPR. Ke~nudian DPR tidak dibubarkan oleh Presiden 



hakiltatnya merupakan ltekuasan (kedaulatan) raltyat. Bentuk pengagehan tersebut 

dapat digambarkan sebagai beri kut: 

Rajah 3.2 : 
Bentuk Pengagehan Kekuasan Antara DPR dan Presiden 

Menurut UUD 1945 Sebelum Amandemen 2002 

Catatan: arah mata panah menunjukkan hubungan mempengan~hi langsung 

Rajah 3.2 di atas memperlihatkan bahawa kekuasaan yang dimiliki oleh 

Kekuasaan tertinggi 
berada di tangan rakyat 

Presiden jauh lebih kuat dibandingan dengan kekuasaan milik DPR. Kuatnya 

kekuasaan Presiden, bukannya terletak pada banyaknya bidang yang ia kuasai, 

b 

tetapi kerana Presiden memegang kekuasaan ganda jika d.itinjau dari asal mula 

MPR 
sebagai lembaga 

Kekuasaan Tertinggi 

DPR sebagai Lembaga 
Legislatif, tapi tidak memegang 

kekuasaan legislatif 

Pengagehan kekuasaan tersebut. Presiden tidak saja memegang kekuasaan 

eksekutif tetapi juga mernegang kekuasaan legislatif.'" Sebaliknya DPR, 

Presiden sebagai Lembaga 
Esekutif, memegang kekuasaan 

Esekutif dan legislatif 

meskipun sebagai lembaga legislatif namun tidak memegang kekuasaan legislatif 

melainkan hanya menjalankan sebagian fungsinya saja.IG2 

Kekuasaan DPR 

Pengagehan kekuasaan seperti itu pada gilirannya menciptakan ketiadaan 

Kekuasaan 
Presiden 

dalam perimbangan kekuasaan (balancing ofpower), walaupun di antara DPR dan 
- -  - 

161 U U D  1945 sebelutn amandemen, Pasal4 
'" Ibid. Pasal 5 ayat ( I )  dan Pasal 2 1 ayat (2) 



Presiden masih dimungltinkan adanya upaya berupa prinsip pelaksanaan checks 

and balances melalui bentuk percampuran kewenangan. Ada beberapa indikasi 

mengenai ketidakseimbangan dalam Pengagehan kekuasaan antara DPR dan 

Presiden, yaitu : 

a. DPR sebagai lembaga yang berada di posisi legislatif tidak memegang 
kekuasaan legislatif namun hanya menjalankan sebagiannya saja, 
seperti menyetujui RUU dan memajukan RUU, kerana pemegang 
kekuasaan ini berada di tangan Presiden. Presiden mempunyai hak 
menyetujui RUU dan memajukan RUU, juga mengesahkan RUU 
menjadi undang-undng. Di sinilah ketidakberdayaan DPR, meskipun 
suatu RUU telah disetujui namun tidak disahkan Presiden, maka RUU 
tersebut tidak boleh dimajukm dalam persidangan masa itu atau di-peti 
es-kun dahulu. 

b. Dalam bentuk percampuran kewenangan, ternyata lebih banyak 
Presiden yang mencampur kewenangan DPR dibandingkm 
kewenangm Presiden yang dicampuri oleh DPR. Selain berperan 
penting dalam pembentukan undang-undang, Presiden juga dapat 
menetapkan PP dan menetapkan Perpu. Sedangkan DPR hanya 
berwenang menyetujui pemyataan Presiden tentang diadakannya 
perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, 
itupun jika kekuasaan itu dianggap milik Presiden (lembaga eksekutif). 

c. Selebihnya, Presiden memiliki kekuasaan yang begitu luas tanpa dapat 
dikontrol oleh lembaga lainnya, seperti memegang kekuasaan tertinggi 
militer, mengangkat duta dan konsul, menerima duta negara lain, 
memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, memberi gelar, tanda 
jasa, dan tanda kehormatan lainnya, serta mengangkat dan 
memberhentikan menteri. Meskipun kekuasaan-lcekuasaan tersebut 
dapat dianggap menjadi bagian dari kekuasaan Presiden sebagai 
Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, namun tanpa adanya 
pembatasan yang jelas menurut ketentuan konstitusi maka kekuatiran 
akan terjadinya penyimpangan dapat dibenarkan (power tends to 
corrupt and absolute power tends to corrupt absol~leiy) . '~~ 

Wujud ketidakseimbangan, itulah yang terjadi dalam Pengagehan 

kekuasaan antara DPR dan Presiden menurut UUD 1945 sebelum amandemen. 

Meskipun dominasi kekuasaan berada di tangan Presiden, tetapi antara keduanya 

163 Jlion Emerick Edward Dalberg Acton (Lord Acton), Essay in Freedom and Power. 
( 1 9 9 9 ,  dalaln Sjachran Basah, Ilnzz/ Negara, Pengantur, Metode dan Sejarah Perkembanganya, 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hlm. 95 



tidak ditemukan adanya ltetentuan pasal yang mengatur wewenang subordinatif 

antara keduanya, apalagi memperhatikan ketentuan bagian Penjelasan UUD 1945 

yang mengatakan bahawa Presiden tidak bestanggung jawab kepada DPR, dan 

DPR pun tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. DPR juga tidak dipilih oleh 

Presiden, dan Presiden pun demikian. Presiden dipilih oleh MPR maka berarti 

MPR juga yang dapat memberhentikannya. Meskipun DPR menjadi bagian dari 

MPR, tetapi MPR bukan DPR. Keduanya berbeda, baik dari sisi fungsi maupun 

dari sisi keanggotaan. Dipandang dari sisi hngsi, MPR memiliki fungsi yang 

lebih tinggi daripada DPR. MPR penjelmaan seluruh rakyat (Vertelingsorgan des 

Willens des Staatsvolkes) yang merupakan pusat tertinggi kekuasaan negara, 

sedangkan DPR hanyalah bagian dari perwakilan rakyat yang memegang sebagian 

dari kekuasaan itu pula. MPR memegang fungsi yang lebih tinggi dan lebih mulia, 

di antaranya menetapkan UUD, GBHN dan memilih Presiden, tetapi DPR hanya 

menyetujui RUU, mengesahkan anggaran dan sebagainya. Sedangkan dipandang 

dari sisi lteanggotaanya, tidak semua anggota MPR menjadi anggota DPR, namun 

semua anggota DPR sekaligus menjadi anggota MPR. Dengan demikian, anggota 

MPR lebih besar dari jumlah anggota DPR. Anggota MPR terdiri anggota DPR 

ditambah dengan utusan daerah dan utusan g ~ l o n g a n . ' ~ ~  Maksud penambahan 

tersebut, menurut penjelasan pasalnya, agar supaya seluruh rakyat, seluruh 

golongan, dan seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam MPR, sehingga 

lembaga ini betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat. Oleh kerana 

itu, dalam praktiknya pada masa Orde Baru, keanggotaan MPR dari utusan daerah 

164 UUD 194.5 sebelum amandemen, Pasal2 ayat ( I )  



dan utusan golongan sama banyaknya dengan jumlah keanggotaan DPR. 165 ~i 

sinilah letaknya untuk menguji apakah DPR dapat memilih atau memberhentikan 

Presiden. Dengan hanya memiliki jumlah anggota 50% dari seluruh jumlah 

anggota MPR, DPR otomatis tidak dapat melalcukan proses pemilihan atau 

pemberhentian Presiden kerana tidak mencapai quorum persidangan. Proses itu 

baru dapat dilaksanakan apabila ditambah dengan sejurnlah anggota MPR lainnya 

sehingga mencapai quorum. Apabila telah ditambah oleh anggota MPR lainnya, 

jelas berarti proses pemilihan atau pemberhentian Presiden bukan oleh DPR 

melainkan dilakukan oleh MPR. 

3.2.4. MPR, DPR dan Presiden Setelah Amandemen 

Akan tetapi setelah arnandemen tepatnya selesai amandemen keempat 

tanggal 10 Agustus 2002 pengagehan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara 

mengalami perubahan yang signifikan, bahkan telah terjadi bentuk penambahan 

dan pengurangan. Dalam ha1 penambahan terdapat beberapa lembaga kekuasaan 

baru, seperti MK. Sebaliknya dalam ha1 pengurangan, telah ditiadakannya DPA 

dan keanggotaan MPR utusan golongan. Adapun mengenai keanggotaan MPR 

utusan daerah diganti dengan nanla DPD, tetapi tidak diangkat melainkan dipilih 

langsung oleh rakyat dalam ~ e r n i 1 u . I ~ ~  Penambahan dan pengurangan juga tajadi 

dalarn fungsi dan wewenang. MPR tidak lagi memiliki fungsi dan wewenang 

seperti sebelumnya, yakni memegang kekuasaan tertinggi atas nama rakyat, tetapi 

16' Sebagai contoh hasil pemilu Tahun 1977, jumlah anggota DPR sebanyak 460 
demikian juga jumlah MPR selain anggota DPR yaitu berjumlah 460 

166 Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas angfota Dewan Perwakilan Rakyat dan 
anggota dewan Perwakilan Daerah yang dipililt melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut 
dengan undang-undang. UUD 1945 sesudah amandemen, Pasal2 ayat ( I )  



telah dikurangi hanya pada fimgsi dan wewenang berdasarkan UUD, yaitu : a. 

mengubah dan menetapkan UUD, b. melantik PresidenIWakil Presiden, dan c. 

memberhentikan PresidenIWakil Presiden dalam masa jabatannya menurut 

U U D . ' ~ ~  MPR tidak lagi mempunyai kekuasaan untuk rnemilih Presiden, dan 

sekaligus pula tidak berwenang untuk memberhentiltannya, Icecuali berdasarkan 

ketentuan UUD. MPR sudah tidak berposisi sebagai lembaga tertinggi negara 

yang sepenuhnya menjalankan kedaulatan rakyat, sekaligus juga bukan lagi 

sebagai penjelmaan seluruh r a l ~ y a t . ' ~ ~  Begitu juga ketentuan mengenai Presiden 

sebagai mandataris MPR, yang harus bertunduk dan bertanggung jawab kepada 

MPR , sebagaimana dituangkan dalam bagian Penjelasan UUD 1945 sebelumnya 

telah ditiadakan seiring dengan ditiadakannya keberadaan bagian Penjelasan 

tersebut dari UUD 1945. Penambahan dalam kewenangan, terlihat dalam lembaga 

kehakiman yang telah memiliki fungsi dan kewenangan yang jelas dari 

sebelumnya. 

Khusus dalam ha1 pengagehan kekuasaan antara DPR dengan Presiden, 

UUD 1945 hasil amandemen telah kembali menempatkan suatu kekuasaan kepada 

pemegang yang sebenaimya, dan juga ada upaya untuk menyeimbangkan 

pengagehan keltuasaan kalau tidak bisa dikatakan sebagai upaya menuju pada 

pemisahan kekuasaan (saparution of power) antara kedua lembaga negara 

tersebut. Adapun ketentuan-ketentuan UUD 1945 mengenai perubahannya, 

tepatnya mengenai kekuasaan DPR, meliputi : a. dapat melakukan impeachment 

terhadap Presiden danlatau Walal Presiden sesuaj dengan alasan yang ditentukan 

16' ibid. Pasal3 ayat ( I ) ,  (2) dan (3) 
16s Kedaulatan berada di tangan rakyat da11 dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, 

Op.Cit., Pasal I ayat (2) 



UUD 1945, '69 b. memegang kekuasaan membentuk undang-undang, I7O C. 

menyetujui RUU bersama presiden,17' d. Mengajukan R U U , ' ~ ~  e. Menyetujui 

P P , ~ ~ ~  f. Membahas dan Menyetujui RUU APBN yang diusulkan Presiden, 

dengan memperhatikan pertirnbangan D P D ' ~ ~  g. menetapkan tiga Hakirn 

Konstitusi dari DPR,'~' h. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk 

menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta 

membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan 

rnendasar bagi kehidupan rakyat d d a t a u  mengharuskan perubahan atau 

pembentukan undang-undang, 176 i . memberikan pertimbangan dalam 

pengangkatan duta dan menerima penempatan duta negara lain,177 j. memberikan 

pel-timbangan kepada Presiden dalam ha1 pemberian amnesti dan abolisi,17' k. 

menyetujui calon hakim agung yang diusulkan oleh Kornisi ~ u d i s i a l ' ~ ~  dan L. 

menyetujui pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi ~udisial. '" 

Tuan rumah yang kembali mendapatkan hak kepemilikan atas rumahnya, 

itulah ungkapan yang tepat bagi keberadaan DPR sesudah proses amandemen 

UUD 1945. Memang amandemen tersebut tidak meletakkan semua urusan 

legislatif kepada DPR, tapi setidaknya sebagai lembaga legislatif maka DPR lebih 

berhak untuk memegang kekuasaan itu. Dapat dimaklumi kenapa semua urusan 

Ibid Pasal 7 A  
I7O Ibid. Pasal 20 ayat ( I )  
17 '  Ibid. Pasal20 ayat (2) 
17' Ibid. Pasal 21 ayat ( 1 )  
173 Ibid. Pasal22 
17' IbU Pasal23 ayat (2). Pasal23 ayat (3) 
'75 Ibid. Pasal24C ayat (3) 
176 Ibid. Pasal I I ayat ( I )  dan (2) 
17' Ibid Pasal 13 ayat (2) dan (3) 

Ibid. Pasal 14 ayat (2) 
179 Ibid, Pasal24A ayat ( 3 )  
I SO Ibirl. Pasal24B ayat (3) 



legislatif tidak diserahkan kepada DPR. Oleh kerana, di sainping Presiden sebagai 

pihak pemerintahan yang lebih banyalt mengetahui kondisi di lapangan yang perlu 

atau kurang untuk dibuatkan undang-undangnya apalagi dikaitltan dengan fungsi 

pemerintah menurut konsep welfare state-juga perlunya dibarengi oleh tingkat 

kemampuan pilhak legislatif sendiri untuk melaksanakan semua kegiatan yang 

berhubungan dengan fungsi legislatif ini. Tidaklah bermaksud untuk merendahkan 

martabat DPR, namun berkaca pada Amerika Serikat sebagai negara yang Sudah 

merdeka lebih dari 200 tahun, ternyata belum bisa mengoptimalkan kongresnya 

sebagai pihak yang lebih berperan dalam menjalankan fungsi legislatif, 

sebagaimana dapat dilihat pada hasil penelitian Jimly Asshiddieqie di atas. 

Tentunya, untuk menuju ke sana, rekrutmen politik persyaratan calon anggota 

legislatif yang berltualitas dari segi pendidikan dan pengalaman, merupakan 

langkah utaina yang seharusnya dilakukan. Tetapi ha1 itu sekali lagi, tidak mudah, 

kenyataannya sistem rekrumen calon anggota legislatif Indonesia hanya baru 

sampai pada persyaratan berijazah SLTA (senior. high school).. I s '  

Amandemen UUD 1945 juga inelahirkan sejumlah hak yang lebih liner 

dari sebelumnya kepada DPR. Hak-hak tersebut hak interpelasi, .hak angket dan 

hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan 

pendapat, serta hak imunitasIs2 diberikan kepada DPR tidak lain hanyalah sebagai 

instrumen untuk menjalankan berbagai kewenangan yang dimilikinya. Wewenang 

DPR yang sudah begitu luas, yakni mencakup legislasi, anggaran dan 

pengawasan, tidak bisa dilaksanakaii sebagaimana, mestinya tanpa diiringi dengan 

Is'  Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, Pasal 60 huruf e 
IS' UUD 1945 sesudah amandemen, Pasal20A ayat (2) dan (3) 



pemberian hak. Misalnya, wewenang legislatif diikuti oleh hak inisiatif, 

wewenang anggaran diikuti oleh hak mengajukan pertanyaan, wewenang 

pengawasan diikuti oleh hak interpelasi, hak angket dan sebagainya. Hak-hak 

tersebut tidak begitu dijelaskan dalam UUD 1945 sebelum amandemen, meskipun 

ada dalarn praktik, tetapi lebih banyak dilandasi oleh peraturan perundang- 

undangan di bawah UUD, seperti undang-undang mengenai susunan dan 

kedudukan MPR, DPR dan DPRD. 

Sedangkan ltekuasaan Presiden, lneskipun tidak dipreteli sama sekali, 

narnun terjadi pengurangan dalam beberapa hal, di samping tetap sebagai 

pemegang kekuasaan eksekutif.ls3 Bentuk pengurangan tersebut, meliputi : 

a. Presiden tidak dapat lagi dengan sendirinya mengangkat duta dan 

juga menerima duta negara lain, kecuali memperhatikan 

pertimbangan DPR. ' 84 

b. Presiden tidak dapat lagi dengan sendirinya memberi grasi dan 

rehabilitasi, kecuali memperhatikan pertimbangan MA. I s 5  

c. Presiden tidak dapat lagi dengan sendirinya memberi amnesti dan 

abolisi, kecuali memperhatikan pertimbangan DPR."~ 

d. Presiden tidak dapat lagi dengan sendirinya memberi gelar, tanda 

jasa, tanda kehormatan lainnya, mengangkat dan memberhentikan 

183 Ibid, Pasal4 ayat (1) 
Ibid. Pasal 13 ayat ( I )  dan (2) 

185 Ibid. Pasal 14 ayat ( I )  
IS' Ibid. Pasal 14 ayat (2) 



menteri, serta membentuk, mengubah dan membubarkan 

kementerian, kecuali berdasarkan undang-undang.Is7 

e. Khususnya dalam keltuasaan legislatif, selain Presiden tetap berhak 

mengajultan RUU, menyetujui RUU bersama DPR, menetapkan PP 

dengan persetujuan DPR d m  menetapkan ~ e r ~ u , ' ~ ~  Presiden tidak 

lagi dengan sendirinya dapat memveto RUU yang telah disetujui 

bersarna. ' s9 

Adanya bentuk pengurangatl wewenang dan ada juga bentuk penambahan. 

Wewenang Presiden kemudian ditambah pula dengan: a. menetapkan hakim 

agung yang telah disetujui oleh DPR,'~' b. mengangkat dan mernberhentikan 

anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR,~" dan c. menetapkan tiga 

orang anggota hakim konstitusi.I9* Jika diperhatikan secara cennat, maka 

penambahan wewenang tersebut merupakan konsekuensi dari kehadiran beberapa 

lembaga negara baru berdasarkan hasil amandemen. 

Di samping itu, kerana UUD 1945 sesudah amandemen telah 

menghilangkan keberadaan bagian Penjelasan dari UUD 1945, maka terhadap 

wewenang sebelumnya milik Presiden juga ikut dihilangkan. Wewenang- 

wewenang tersebut, seperti Presiden sebagai mandataris MPR, Presiden sebagai 

penyelenggara pemelintahan negara tertinggi di bawah MPR, serta kekuasaan di 

Is' Ibid. Pasal 1 5 dan 17 
I SS Ibid Pasal5, Pasal20 ayat (1) dan Pasal22 
IS' Ibifl. Pasal20 ayat (4) dan (5) 
190 Ibirl. Pasal 24A ayat (3) 
'" Ibid. Pasal24B ayat (3) 
I" Ibid. Pasal24C ayat (3) 



tanggung jawab dalam menjalankan pemerintah negara berada di tanggan 

Presiden (concentration ofpower and responsibility upon the President). 

Memang di satu sisi terlihat adanya pengurangan terhadap kekuasaan 

Presiden, tetapi di sisi lain, dengan amandemen tersebut, telah terjadi penguatan 

posisi Presiden itu sendiri. Dengan kata lain keinginan untuk mewujudkan sfstem 

pemerintahan presidensiil (non-parliamentary or $xed executive) menjadi 

semakin jelas, Selain adanya beberapa indikasi sistem presidensiil seperti 

dijelaskan, s e b e ~ u m n ~ a ' ~ ~  intinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalarn satu 

pasangan secara langsung oleh rakyat dan tidak dipilih oleh DPR maupun M P R ' ~ ~  

ditentukan juga bahawa MPR hanya (kursif penulis) dapat memberhentikan 

Presiden dadatau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD."~ 

Penggunaan kata hanya tersebut menunjukkan bahawa peluang untuk 

memberhentikan Presiden merupakan peluang yang sangat kecil. Dengan kata lain 

secara garis besarnya, Presiden tidak dapat diberhentikan oleh MPR. 

Ketentuan bahawa Presiden. tidak dipilih dan tidak dapat diberhentikan 

oleh MPR, sekaligus juga menunjukkan kalau Presiden tidak lagi bertanggung 

jawab kepada MPP, kecuali pertanggungiawaban berbentuk hukuin seperti 

maksud Pasal 3 ayat (3). Tetapi bukan berarti Presiden tidak memiliki tanggung 

19' Zbid. Pasal4 ayat (3), 6A ayat ( I ) ,  serta Pasal 17 ayat (1) dan (2) 
194 Dalam ha1 terjadi kekosongan Wakil Presiden, minimal dalam waktu enam puluh hari, 

MPR mengadakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh 
Presiden; (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berlienti, dan diberhentikan,atau tidak 
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya bersamaan, pelaksanaan tugas 
kepresidenan adalah Menti luar negeri, Menteri dalam negeri, dan meneri pertahanan secara 
bersama-sama. Minimal tiga puluh hari setelah itu MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih 
Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan 
oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan Wakil 
Presidennya meraih suara terbanyak I dan 11 dalam pemilu sebelumnya, sampai berakhir masa 
jabatannya. Ibid. Pasal 8 ayat (2) dan (3) 

I" [bid. Pasal 3 ayat (3) 



jawab sama sekali, kerana dalam suatu tatanan demokrasi dikenal prinsip tidak 

mungkin ada kekuasaan tanpa adanya suatu pertanggungiawaban (geen 

machtzondev vev~ntwoordelijkheim).~~~ Pertanggungjawaban tetap ada, yakni 

bel-tangunggjawab langsung kepada rakyat. 

Dengan demikian, pada dasarnya Pengagehan kekuasaan antara DPR dm. 

Presiden sesudah amandemen, di satu sisi mengembalikan suatu wewenang 

kepada lembaga (pemilik) yang sesungguhnya sehingga mengakibatkan terjadinya 

pengurangan wewenang bagi lembaga yang memegang sebelumnya, d m  sisi lain 

berupaya memperkuat posisi masing-masing lembaga berdasarkan 

kewenangannya. Distribusi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

Rajah 3.3 : 
Bentuk Pengagehan Kekuasaan Antara DPR dan Presiden Menurut UUD 

1945 Setelah Amandemen 2002 

Kekuasaan tertinggi 
berada d i  tailgan rakyat 

DPR sebagai Lembaga 
Legislatif, memegang kekuasaan 

legislatif 

Presiden sebagai Lembaga 
Esekutif, memegang kekuasaan 

I 

Kekuasaan DPR Kekuasaan Preesiden 

Catatan: arall mata panah menunjukkan hubungan mempengaruhi langsung (+) 

Ada pendapat yang mengatakan bahawa bentuk pengagehan kekuasaan 

menurut UUD 1945 merupakan suatu pergeseran kekuasaan antara DPR dengan 

19' Bagir Manan, Menyonsong Fajur otonomi Daerah, Op, Cit., Hlm. 50 



Presiden, yakni dari bentult executive heavy menjadi legislative heavy. Pendapat 

tersebut sah-sah saja, dan pergeseran dalam distriubusi kekuasaan antara kedua 

lembaga itu memang terjadi, tetapi bentuk pergeseran tersebut tidak dapat 

dijustifikasi langsung sebagai peralihan dari bentuk executive heavy kepada 

bentuk legislative heavy. 

Terdapat beherapa makna yang terkandung dalam pengagehan kekuasaan 

antara DPR dengan Presiden. Pertama, memperltokoh kembali posisi masing- 

masing lembaga, dengan mengembalikan fungsi dan wewenangnya sehingga 

keduanya dapat lebih berperan aktif dan berkonsentrasi terhadap fungsi dan 

wewenangnya tersebut. Meskipun DPR tidak menjalankan semua fungsi 

legislasinya, namun ia tetap sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang 

sebeluinnya diambil Presiden. Sedangkan Presiden tetap berada di posisinya 

sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, yang dipilih langsung oleh rakyat. 

Dengan demikian posisi Presiden semakin kokoh kerana tidak dipilih dan 

diberhentikan oleh DPR atau MPR. 

Kedua, mempertegas ruang lingkup pecampuran kewenagan antara DPR 

dengan Presiden sebagai upaya untuk melakukan prinsip check and balances di 

antara keduanya. Presiden mencampuri wewenang DPR dalam ha1 membuat 

undang-undang, menetapkan PP dan menetapkan Perpu. Demikian juga DPR 

mencampuri wewenang Presiden dalam ha1 menyetujui perang, perdamaian dan 

perjanjian dengan negara lain, perjanjian internasional lainnya, pengangkatan duta 

dan menerima penempatan duta negara lain, membahas RUU APBN, serta dalam 

pemberian amnesti dan abolisi. Wewenang mengenai pei-tahanan keamanan, 



ketertiban dan diplomatik terrnasuk ke dalam wewenang eksekutif menurut 

konsep Montesquieu, meskipun Locke memasukkan wewenang diplomatik dalam 

suatu lembaga tersendiri yaitu lembaga federatif. Sama halnya menurut Muchsan, 

wewenang tersebut menjadi wewenang eksekutif dalam rangka menjalankan 

h g s i  pertahanan, keamanan dan ketertiban (defence, security and prolectional 

,function). Begitu juga wewenang mernbahas masalah anggaran, menjadi 

wewenang eksekutif dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan untuk 

mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, atau dikatakan sebagai fungsi 

kesejahteraan (welt are function).lg7 Percampuran kewenangan dilakukan antara 

kedua lembaga tersebut kerana masing-masing memiliki keterkaitan yang kuat 

terhadap suatu wewenang. Presiden ikut serta dalam wewenang legislatif kerana 

sebagai pelaksana undang-undang, Presiden lebih rnengetahui apa keperluan dan 

akibat yang terjadi di lapangan pemerintahan. Sangat riskan jika Presiden hanya 

menjalankan saja peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR, 

sementara DPR sendiri sesuai dengan fungsinya bukanlah pihak yang beroperasi 

di lapangan pemerintahan. Kemudian, DPR ikut serta dalam wewenang Presiden 

kerana wewenang tersebut berada dalarn lingkaran politis, yang tentunya 

memerlukan keputusan politis pula. Misalnya dalam pengangkatan Duta, maka 

pengangkatannya bukanlah berdasarkan persyaratan yang diberlakukan atas 

pegawai administratif (PNS) biasanya, melainkan berdasarkan keputusan politis. 

Oleh kerana itu, yang dapat menjadi duta tidak khusus bagi PNS saja. Apabila 

pengangkatannya tidak memerlukan persyaratan yang diberlakukan atas pegawai 

197 Muchsan, Sistem Pengntonsun Terhuc/up Perhzrntun Aparc~t Penlerhtnh dun Peraclifan 
Tutn Usahu Negm.a di lndonesiu, Libel-ty, Yogyakarta, 2000, Hlm. 8 



administratif, jelaslah yang digunakan adalah pertimbangan-pertimbangan yang 

bermuara kepada politis. 

Ketiga, percampuran kewenangan lainnya hanya dapat dilakukan dalam 

ha1 penentuan wewenang untuk lembaga lain di luar DPR dan Presiden. Seperti 

haInya dalam memilih anggota BPK, pengangkatan calon hakim agung, serta 

pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial. Anggota BPK, 

anggota Hakim Agung, dan anggota Komisi Yudisial merupakan pihak-pihak 

yang akan menempati lembaga-lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945 

di luar DPR dan Presiden, yaitu BPK, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 

Adapun mengenai pengangkatan anggota Hakim Konstitusi tidak dapat dikatakan 

sebagai percampuran kewenangan, kerana baik DPR maupun Presiden memiliki 

wewenang tersendiri untuk menetapkan masing-masing tiga orang anggota Hakim 

Konstitusi, tanpa ada mekanisme saling mencampuri antara keduanya. 

Pengagehan kekuasaan antara DPR dengan Presiden di atas, jelas 

memperlihatkan adanya perbedaan antara UUD 1945 sebelum dengan sesudah 

amandemen. Sebelum amandemen, ditemukan adanya ketidakseimbangan dalam 

pengagehan kekuasaan antara kedua lembaga tersebut. Presiden lebih dominan 

dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Tidak saja dapat menjalankan 

bentuk-bentuk kekuasaan lain, namun juga sampai rnenguasai (memegang) 

kekuasaan lain tersebut, misalnya memegang kekuasaan legislatif, yang pada 

dasarnya milik lembaga legislatif. Meskipun ada bentuk percampuran 

kewenangan yang diharapkan dapat menciptakan rrpaya checks and balances 

antara keduanya, namun kenyataanya Presidenlah yang lebih banyak mencampuri 



wewenang DPR, ketimbang sebaliknya. Sedangkan sesudah amandemen, upaya 

menuju pada perimbangan kekuasaan (balancing of power) telah diperjelas. Hal 

itu dilaltukan, selain dengan rnemperkuat posisi masing-masing, juga dengan 

mengatur meltanisme percampuran kewenangan secara tegas, sehingga walaupun 

banyak terjadi bentuk percanlpuran kewenangan namun tidak mengurangi 

kepemilikan masing-masing lembaga atas kuasaanya. 

Selain itu, walaupun ditemukan adanya bentuk pengagehan kekuasaan dan 

bentuk percampuran kewenangan, namun menurut UUD 1945 baik sebelurn 

maupun sesudah amandemen tidal< ada mekanisme untuk menjalankan bentuk 

wewenang subordinatif antara DPR dengan Presiden. Sebelum arnandemen, 

dalam bagian Penjelasan UUD 1945, dikatakan bahawa Presiden tidak 

bertanggung jawab kepada DPR, dan DPR pun tidak dapat dibubarkan oleh 

Presiden. Presiden dipilih oleh MPR sedangkan DPR dipilih oleh rakyat dalam 

Pemilu. Kemudian sesudah amandemen, ketentuan tersebut diperkuat lagi oleh 

beberapa pasal yang intinya bahawa antara keduanya tidak ada prinsip wewenang 

sub~rdinat$ '~~ kerana memang keduanya telah dipilih langsung oleh rakyat 

dalam pemilihanraya (Pemilu). 

3.3. Pembatasan Kekuasaan 

Sungguhpun UUD 1945 menganut pengagehan kekuasaan atau pemisahan 

kekuasaan dalam arti formil saja, dan bukan berarti di antara lembaga-lemaga 

kekuasaan negara tersebut tidak diadakan suatu pembatasan kekuasaan, khususnya 

I98 UUD 1945 sesudah amandemen, Pasal7A, 7B, 7C dan 22B 



antara DPR dengan Presiden. Pembatasan-pembatasan kekuasaan terhadap suatu 

lembaga tetap diadakan, oleh kerana sebagaimana yang dimaksud Lord Acton di 

atas-kekuasaan tanpa pembatasan (absolut) cenderung disalahgunakan. Dengan 

pertimbangan itu juga, UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen 

menentukan adanya beberapa bentuk pembatasan kekuasaan bagi DPR dan 

Presiden. Bentuk-bentuk pembatasan kekuasaan tersebut dapat ditentukan dengan 

waktu, dengan memberikan sebagian kewenangan kepada lembaga lain, dan 

dengan pembatasan melalui perattiran perundang-undangan. 

Pembatasan kekuasaan dengan waktu atau dapat dikatakan juga sebagai 

pembatasan priode kekuasaan. Tetapi pembatasan kekuasaan dengan waktu bukan 

hanya dalam bentuk pembatasan masa jabatan atau periode, juga berupa batasan 

waktu tertentu atau limit waktu. Dengan demikian pembatasan kekuasaan dengan 

waktu dapat difahamani sebagai batasan masa jabatan atau limit waktu yang 

diberikan kepada badan atau pejabat untuk menjalankan suatu kekuasaan. Oleh 

kerana DPR clan Presiden sebagai lembaga negara, maka pejabat yang dimaksud 

adalah anggota DPR dan Presiden. Begitu juga, kekuasaan yang dipegang adalah 

fungsi dan wewenang yang ditentukan bagi DPR dan Presiden. 

Kedua bentuk pembatasan kekuasaan dengan waktu tersebut-baik dengan 

masa jabatan maupun dengan limit waktu tertentu dapat ditemukan dalam UUD 

1945, khususilya sesudah amandemen. Adapun bentuk pembatasan dengan limit 

waktu, sehubungan dengan kekuasaan DPR dan Presiden, yaitu ketentuan Pasal 

20 ayat (5). Menurut pasal tersebut, apabila RUU yang telah disetujui bersama 

tersebut tidak disahkan oleh Preside11 dalam waktu tiga puluh hari semenjak RUU 



tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan. Dengan 

demiltian, tiga puluh hari merupakan limit waktu bagi Presiden untuk 

rnenggunakan kesempatannya kekuasaannya, setelah itu kekuasaan Presiden 

tersebut dapat-dikatakan tidal< berguna lagi, oleh kesana tanpa disahkan juga RUU 

tetap menjadi undang-undang wajib diundangkan. Di siniIah pentjngnya limit 

waktu untuk membatasi suatu kekuasaan. Tanpa limit waktu tersebut, Presiden 

dapat saja dengan sendirinya untuk tidak mengesahkan suatu RUU tersebut kerana 

tidak ada ketentuan yang membatasi kekuasaannya. 

Adapun bentuk pembatasan kekuasaan DPR dan Presiden melalui 

pembatasan masa jabatan atau periode, dalam UUD 1945 sebelum amandemen, 

yaitu berupa ketentuan mengenai : 

a. Presiden d m  Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, 

dan sesudahnya dapat dipilih kembali.'99 

b. Susunan DPR ditetapkan dengan ~ndang-undan~.~'' 

Presiden ditentukan dengan tegas untuk memegang kekuasaan selama lima 

tahun. Oleh kerana itu, dalam praktiknya, Presiden dipilih sekali dalam lima 

tahun, dan sesudah itu ditentukan bahawa Presiden dapat dipilih kembali. 

Ketentuan mengenai Presiden dapat dipilih kembali ini ternyata tidak barengi oleh 

batasan waktu jelas apakah untuk satu kali, dua kali atau selebihnya sehingga pada 

gilirannya melalui multi-intepretatif Ada yang menginterpretasikannya hanya 

untuk satu kali masa jabatan, dan ada juga yang menginterpsestasinya lebih 

asalkan masih terpilih. Namun, terlepas dari polemik tersebut paling tidak UUD 

I g 9  Ibid. Pasal 7 
'0° Ibid. Pasal 19 ayat ( I )  



1945 telah menentukan secara jelas adanya masa waktu lima tahun bagi Presiden 

untuk memegang kekuasaannya. Jikapun ia terpilih kembali untuk masa waktu 

lima tahun kedua, ketiga atau selebihnya, tetapi masa waktu lima tahun yang 

berikutnya bukanlah bagian dari masa waktu lima tahun sebelumnya. Dengan kata 

lain periode kekuasaan lima tahun sebelumnya te1ah habis, dan adapun lima tahun 

berikutnya adalah periode kekuasaan yang baru. 

Sedangkan DPR tidak dijelaskan secara rinci pembatasan waktunya oleh 

UUD 1945, namun kemudian diserahkan kepada Undang-undang organik untuk 

mengaturnya.20' Kerana adanya perintah dari UUD 1945 kepada undang-undang 

untuk mengatur ha1 tersebut, dalam praktiknya telah beberapa kali dikeluarkan 

undang-undang mengenai Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, yaitu 

Undang-undang No. 16 Tahun 1969, Undang-undang IVo. 2 Tahun 1985, Undang- 

undang No. 5 Tahun 1995, Undang-undang No. 4 Tahun 1999, dan t e ra l i r  

Undang-undang No. 22 Tahun 2003. Dalarn beberapa undang-undang tersebut 

dijelaskan bahawa masa keanggotaan DPR diberikan selama lima tahun. 

Ketentuan ini diperkuat pula oleh beberapa undang-undang mengenai Pemilihan 

Umum Undang-undang No. 15 Tahun 1969, Undang-undang No. 4 Tahun 1975, 

Undang-undang No. 2 Tahun 1 980, Undang-undang No. 1 Tahun 1985, Undang- 

undang No. 3 Tahun tahun1999 dan terakhir Undang-undang No. 12 Tahun 2003 

sebagai suatu momen lima tahun sekali untuk memilih anggota-anggota DPR. 

Dengan demikian, jelaslah bahawa anggota-anggota DPR memegang 

kekuasaannya selama lima tahun. Selesainya pemilu berarti selesai pula masa 

20' [bid. Pasal 19 ayat ( I )  



kekuasaan sebelumnya, dan kemudian lteltuasaan tersebut dipegang pula oleh 

DPR yang terpilih. 

Setelah amandemen, pembatasan waktu untuk kedua lembaga tersebut 

tidak mengalami perubahan. Bahkan UUD 1945 lebih mempertegas pembatasan 

waktu terhadap DPR dan Presiden. Presiden tetap memegang kekuasaan 

kepresidennya selama lima tahun. Hanya saja setelah itu ia boleh dipilih hanya 

untuk satu kali masa jabatan ~ a j a . ~ ' ~  Dengan ketentuan ini, kiranya polemik 

tentang berapa kali seorang Presiden dapat dipilih kembali, sudah tidak diperlukan 

lagi. Sedangkan DPR dipilih melalui pemilihan di mana pemilihan 

umum itu sendiri dilaksanakan setiap lima tahun sekalL2" Berarti jelas bahawa 

masa kekuasaan DPR ditetapkan selama lima tahun. Ketentuan ini diperkuat pula 

dengan ketentuan bahawa MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih 

melalui pemilihan 

Selain pembatasan kekuasaan dengan menggunakan batasan waktu, dalam 

UUD 1945 baik sebelurn maupun sesudah amandemen ditemukan juga 

pembatasan kekuasaan suatu lembaga ditentukan dengan cara memberikan 

sebagian kewenangannya kepada lembaga lain. Ada sebagian kewenangan 

Presiden diberikan kepada DPR, demikian juga sebaliknya, sebagaimana dapat 

diperhatikan dari bentuk percampuran kewenangan di atas. 

Pembatasan bentuk ini, dalam UUD 1945, ditentukan dengan ungkapan 

persetujuan, disetujui, menyetujui, disahkan usul atau diusulkan, mengajukan 

'02 Ibid. Pasal 7 
'03 Ibid. Pasal 9 ayat ( I )  
"' Ibid. Pasal22E ayat (1) 
' 0 5  Zbid Pasal 2 ayat (I ) 



permintaan, memperhatikan pertimbangan, disetujui bersama atau persetujuan 

bersarna, dipilih, diresmikan, ditelapkan, diangkat dan diberhentikan. Jika suatu 

lembaga menjalankan kekuasaannya harus melalui lembaga kekuasaan lain, baik 

dengan cara persetujuan, pertimbangan, pengesahan atau cara lainnya, maka 

berarti kekuasaan lembaga tersebut telah dibatasi oleh lembaga lainnya, kerana ia 

tidak dapat menjalankan seluruh kewenangannya secara berdiri sendiri. 

UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen, tidak sedikit 

memuat ketentuan mengenai bentuk pembatasan kekuasaan ini. Ketentuan- 

ketentuan tersebut antara lain: a, ketentuan bahawa Presiden memegang 

kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR?'~ jadi 

kekuasaan Presiden dibatasi oleh DPR, b. RUU yang telah disetujui DPR tetapi 

tidak disahkan Presiden maka RUU tersebut tidak boleh dimajukan Iagi dalarn 

persidangan DPR masa ituY2O7 berarti kekuasaan DPR dibatasi oleh Presiden, c. 

Presiden memperhatikan pel-timbangan DPR dalam ha1 mengangkat duta d m  

rnenerima penempatan duta negara lain,208 berarti kekuasaan Presiden dibatasi 

oleh DPR, dan d. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada 

DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim 

agung oleh presidenY2O9 jadi kekuasaan Komisi Yudisial dibatasi ole11 DPR d m  

Presiden. 

Meskipun wewenang lembaga lain hanya berupa persetujuan, 

pertimbangan, usulan atau lainnya, namun bukan berarti wewenang tersebut dapat 

206 UUD 1945 sebelum amandemen, Pasal5 ayat ( I )  
'07 U U D  1945 sesudah amandemen, Pasal5 ayat ( I )  
'Ox Ibid. Pasal 13 ayat (2) dan ( 3 )  
' 09  Zbid. Pasal24A ayat (3) 



dipandang sebelah mata. Wewenang tetap wewenang, dan suatu lembaga tidak 

dapat menggunakan wewenangnya dengan sendiri apabila disyaratkan 

berhubungan dengan wewenang lembaga lain. Misalnya dalarn ha1 pengangkatan 

hakim agung, di sini wewenang untuk menetapkan dipegang oleh Presiden, tetapi 

Presiden tidak dapat menggunakan wewenang menetapkannya tanpa d.iikuti oleh 

wewenang DPR berupa persetujuan, dan DPR pun tidak dapat menggunakan 

wewenang persetujuanya tanpa diikuti pula oleh wewenang Komisi Yudisial 

berupa usulan. Dalam ha1 ini, betapa menentukannya wewenang Komisi Yudisial. 

Memang hanya berupa usulan, tetapi wewenang tersebut tidak dapat dijalankan 

oleh DPR maupun Presiden, kecuali hanya oleh Komisi Yudisial sendiri. Begitu 

juga sebaliknya, Komisi Yudisial tidak dapat menggunakan wewenang DPR 

berupa persetujuan dan Presiden berupa penetapan. Jelasnya masing-masing 

lembaga hanya dapat menggunakan wewenang yang telah ditentukan baginya. 

Ketika suatu lembaga tidak dapat menggunakan suatu wewenang kerana telah 

menjadi wewenang lembaga lain, ketilca itu juga berarti wewenang lembaga 

tersebut telah dibatasi ole11 lembaga lain. Dengan kata lain, kekuasaan lembaga 

yang bersangkutan telah dibatasi oleh kekuasaan lembaga lainnya. 

Sedangkan bentuk pembatasan kekuasaan lainnya adalah pembatasan 

kekuasaan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam UIJD 1945, sebelurn 

maupun sesudah amandemen, ketentuan-ketentuan tersebut ditegaskan dengan 

tmgkapan menumt UUD, diatur dengan undang-undang, diletapkan dengan 

undang-undang, atau diatur dalarn undang-undang. Berkenaan dengan kekuasaan 

DPR dan Presiden, terdapat beberapa bentuk kekuasaan yang dibatasi dengan 



peraturan perundang-undangan, antara lain: a. MPR hanya dapat memberhentikan 

Presiden dadatau Wakil Presiden ddarn masa jabatannya rnenurut UUD;'~ 

b. bahawa ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak anggota DPR diatur 

dalam ~ n d a n ~ - u n d a n ~ , ~ '  dan c. bahawa pembentukan, pengubahan, dan 

pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-~ndan.~ '~  

Memang, ungkapan-ungkapan di atas menunjukkan kalau UUD 1945 

sebagai konstitusi yang mengatur masalah pokok saja sehingga memerintahkan 

peraturan perundang-undangan dibawahnya untuk mengatur ketentuan lebih lanjut 

(sebagai undang-undang organik). Tetapi setelah undang-undang organik tersebut 

ditetapkan, maka undang-undang itu akan menjadi pembatas bagi DPR maupun 

Presiden untuk menjalankan kekuasaanya. Walaupun Presiden dan DPR menjadi 

subjek dalam pembuatan suatu undang-undang, namun setelah undang-undang 

tersebut ditetapkan maka keduanya otomatis menjadi objek dan hams tunduk 

kepada ketentuan-ketentuan menurut undang-undang tersebut. Ketika ia hams 

tunduk kepada undang-undang tersebut dalam ha1 menjalankan suatu 

kekuasaannya, berarti ketika itu juga kekuasaannya teIah dibatasi oleh peraturan 

perundang-undangan. Pembatasan kekuasaan dengan peraturan perundang- 

undangan ini juga sebagai wujud dari keinginan untuk menciptakan Indonesia 

sebagai negara hukum?" di mana hukum menempati posisi tertinggi (supremacy 

oflaw) dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. 

"O Ibid. Pasal3 ayat ( 3 )  
Ibid. Pasal 20A ayat (4) 

2'2 Ibid. Pasal 1 7 aya t (4) 
""bid. Pasal 1 ayat (3) 



Ketiga bentuk pembatasan kekuasaan bagi DPR dan Presiden tersebut 

dapat ditemukan secara eksplisit dalarn UUD 1945, baik sebelurn maupun sesudah 

amandemen. Selain dari tiga bentuk pembatasan kekuasaan tersebut, secara 

eksplisit tidak ditemukan dalam UUD 1945, walaupun secara implisit ha1 tersebut 

tetap ada. Secara implisit, khususnya dalam perhubungan hukurn 

(rechisbetrekking). Di antaranya, pembatasan kekuasaan yang muncul dari adanya 

hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum mapun 

hak dan kewajiban berupa asasi. 

3.4. Pengagehan kekuasaan DaIam Pemerintahan Daerah 

Adanya kekuasaan pemerintahan daerah, pada awalnya sebagai bentuk 

implementasi dari amanat yang tertuang dalam salah satu pasal UUD 1945, yaitu 

Pasal 18. Seperti dimaklumi, sebelum dilakukan perubahan, dalam Pasal 18 

tersebut dikatakan : 

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk 
susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan 
memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalarn sistem 
pemerintahan negara dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat 
istimewa 

Pasal di atas menunjukkan bahawa bukan saja negara Indonesia dibagi ke 

dalam beberapa bentuk daerah dalam realisasinya dibagi dalam bentuk Daerah 

Tingkat I atau Provinsi dan Daerah Tingkat I1 atau KabupatenKota tetapi juga 

ditentukan adanya bentuk pemerintahan yang limitatif berdasarkan undang- 

undang, dan bahkan bentuk pernerintahan pada suatu dael-ah dapat saja sedikit 

berbeda dengan daerah lainnya berdasarkan hak asal usul dan keistirnewaan 



daerah yang bersangkutan, dengan catatan tidak bertentangan dengan dasar 

peimusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara. 

Jauh sebelum UUD 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 

1945, keinginan untuk membagi negara ke dalam bebarapa bentuk daerah telah 

dikemukakan oleh Moh. Hatta. Bahkan Moh. Hatta menginginkan adanya daerah 

yang bersifat otonom sampai pada tingkat desa. Moh. Hatta sebagaimana dikutif 

oleh Bagir Manan dalam tulisannya tahun 1932, mengatakan bahawa perlunya 

diberikan hak otonomi dan tugas pembantuan kepada kota, desa atau daerah 

adalah dalam rangka melaksanakan asas kedaulatan rakyat dan demi keperluan 

masing-masing daerah yang b e ~ s a n ~ k u t a n . ~ ' ~  

Keinginan untuk membentuk pemerintahan daerah berdasarkan otonomi 

dan tugas, pembantuan tersebut terus berada dalam benak The Founding Fathers 

Indonesia waktu itu, sehingga masalahnya selalu mendapat sorotan dalam 

berbagai sidang BPUPKI dan PPKI. Muhammad Yamin merupakan sosok yang 

cukup berjasa dalam memunculkan konsep tersebut. Dalam pidatonya pada sidang 

BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Yamin mengusulkan bahawa Negeri, Desa d m  

segala persekutuan hukum adat yang dibahalui dengan jalan rasionalisme dan 

pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan negara bagian b a ~ a h . ~ "  Maksudny 

hams ditentukan adanya pembagian stluktur kehidupan kenegaraan pada, tingkat 

atas dan tingkat bawah. Pada tingkat atas dapat dikatakan sebagai pemerintahan 

pusat, sedangkan pada tingkat bagian bawah dapat diberikan kepada negeri, desa. 

dan segala persekutuan adat. Yamin melanjutkan usulannya bahawa antara bagian 

* I 4  Bagir Manan, Pevalanan Histo1.i~ Pasal IS  UD 1945, UNEIKA, Kerawang 1993, 
Hlm. 9 

215 Muhammad yamin, Op. Cil., Hlm. 100 



atas dan bawah dibentuk bagian tengah sebagai Pemerintahan Daerah untuk 

menjalankan Pernerintahan Urusan Dalam, Pangreh prajaS2l6 Jadi, meskipun 

Yamin mengusulkan adanya pembagian struktur kehidupan kenegaraan sampai 

pada. tingkat desa, narnun untuk menyelenggarakan sistem pemerintahannya 

harus diserahkan kepada bagian tengah, sebagai pemerintahan daerah. 

Selain menyampaikankan usulannya itu, Yamin juga melampirkan 

rumusan undang-undang dasar mengenai pemerintahan daerah yang dimaksud. 

Dalam rumusannya itu dikatakan : 

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk 
susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan 
memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem 
pemerintahan negara, dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat 
istimewa. 21 7 

Setelah UUD ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, ternyata rumusan 

Yamin tersebut tidak mengalami perubahan,2's dan bukan pula rumusan lain 

misalnya rumusan Suporno-yang dimuat dalam UUD 1945. Kenyataan itu 

sekaligus dapat mendukung pandangan bahawa Yamin adalah bagian sosok yang 

cukup beijaksa dalam memunculkan ide pemerintahan daerah. Terrnasuk juga J. K 

A. Logemann yang mendukung pandangan tersebut. Seperti dikutip oleh Bagir 

Manan, Logemann. mengatakan: 

Tetapi bilamana kita melihat betapa rancangan yang diinajukan oleh 
Yamin tanggal 29 Mei 1945 (Naskah 712) sangat menyerupai hasil dari 
kelompok keda dan juga. pada naskah akhir, maka tidaklah tak mungkin 
rancangan ciptaan Yamin itu arnat mempengaruhi kelompok keda. Lebih- 
lebih lagi sampailah kita pada kesimpulan itu, bilamana kita pikirkan 
bahawa beium diadakan perbedaan yang hakiki antara kongres rakyat 

l 6  Ibid. 
 bid. Hlm. 724 

218 Hanya penggunaan bahasanya saja yang disesuaikan dengan EYD Bahasa Indonesia, 
misalnya kata 



(eksponen kedaulatan rakyat) dan parlemen (majelis pembentuk undang- 
undang seperti dikernultakan, Supomo dalam pidatonya tanggal 3 1 Mei 
1 9 4 5 . ~ ' ~  

Rumusan Yamin tentang pembagian negara dalam daerah besar dan kecil 

serta diikuti pula dengan pembentukan pemerintahannya, memang tidak 

menentukan adanya bentuk pengagehan kekuasaan secara eksplisit. Namun jika 

dicermati arti rumusan tersebut, secara implisit, kehadiran Pengagehan kekuasaan 

dalam pemerintahan daerah merupakan suatu keharusan dalam pandangan Yamin. 

Keharusan tersebut diperkuat lagi dengan melihat komentar Yamin pada 

kesempatan yang lain, yakni ketika mengomentari Pasal 131 UUDS 1950. 

Sehubungan dengan mengomentari Pasal 13 1 tersebut, Yarnin mengatakan : 

Daerah Indonesia akan dibagi atas daerah besar dan dan daerah kecil yang 
mempunyai hak mengurus rurnah tangganya sendiri dengan seluas- 
luasnya; ha1 ini adalah akibat dari pada politik desentralisasi dan 
dekonsentrasi, dan dinamai swatantra atau autonomi. Tennasuk ke dalam 
autonomi ini provinsi, kabupaten, ketjamatan, persekutuan desa, dan 
nagari, kota pradja dan swapradja. Maka bentuk susunan pemerintah 
daerah swatantra ini ditetapkan dengan undang-undang dengan 
mengutamakan dasar perwakilan dan dasar permusyawaratan dalam sistim 
pemerintahan negara. Akibat melaksanakan pemerintahan autonomi itu 
akan terbentuklah pada tiap-tiap daerah tersebud sebuah dewan yang garis- 
garis besarnya akan ditetapkan dengan undang-undang. Selainya daripada. 
hak dan kewadjiban jang sendirinja mendjadi lingkaran perkerdjaan daerah 
autonomi, maka dengan undang-undang dapat pula diserahkan 
menjelenggarakan bermatjam-matjam kepada daerah autonomi itu, (dasar 
medebewind) .220 

Komentar Yamin tersebut selain menunjukkan adanya daerah provinsi, 

kabupaten, kecarnatan bahkan desa sebagai tempat pelaksanaan pemerintahan 

daerah atau autonomi, juga menunjukkan adanya lembaga kekuasaan lain di 

"%agir Manan, Perjal(inan Historis Pasall8 UUD 1945, Op. Cis., Hlm 12 
220 Muhammad Yamin. Proklamasi don Konstitzlsi Republik Indoensia, Dja~?lbatan, 

Djakarta, 195 1 .  Hlm. 167 



samping Kepala Daerah sebagai penyelenggara keltuasaan pemerintahan daerah 

Konsep tersebut, maksudnya untuk memperkecil daerah swapraja yang jumlahnya 

begitu besar pada zaman k ~ n o n i a l , ~ ~ '  dan juga derni tuntutan demokrasi dalam 

sistem pemerintahan negara. Tuntutan demokrasi yang membutuhkan dasar-dasar 

permusyawaratan dan perwakilan. Oleh kerana itu, tuntutan tersebut baru dapat 

terpenuhi apabila dibentuknya dewan sebagai wakil rakyat.222 

Dengan demikian, rumusan Pasal 18 UUD 1945 menunjukkan adanya dua 

bentuk pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu 

Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang masing-masing memiliki 

beberapa lembaga kekuasaan. Adanya dua bentuk pemerintahan tersebut sekaligus 

menunjukkan kalau pemerintahan daerah memiliki bentuk kekuasaan mandiri 

yang sama dengan pemerintahan pusat, tetapi tetap berada dalam kerangka negara 

kesatuan (eenheidsstaafl, dan juga tidak semua urusan pemerintahan dapat 

diserahkan ltepada pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip otonomi. 

Pemerintahan pusat, seperti dimaklumi, memiliki beberapa lembaga kekuasaan 

(seperti legislatif, eksekutif, judisiari, dan auditif), maka pemerintah daerah pun 

seharusnya demikian. Tetapi dalam ha1 tertentu-guna mempertahankan bentuk 

negara kesatuan-tidak semua bentuk lembaga kekuasaan tersebut dapat diadakan 

pada tingkat daerah, khususnya lembaga kekuasaan yang sifatnya eksklusif, 

seperti lembaga judisiari dan lembaga auditif. Jadi, pengagehan kekuasaan dalam 

pemerintahan daerah yang diperlukan guna menjalankan wewenang 

penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pengagehan kekuasaan antara 
- -- 

22 1 Sebelum perang dunia I1 adalah lebih daripada 300 buah di seluruh Indonesia. Ibid. 
Hlm 168 

222 Ibid. 



DPRD dan Kepala Daerah. Sedangkan bagaimana untuk menentukan fungsi dan 

wewenang kedua. lembaga kekuasaan dalam pemerintahan daerah tersebut, maka 

sebagai negara yang menempatkan UUD 1945 sebagai surnber hukum tel-tinggi, 

tentunya berbagai ltetentuan yang berhubungan dengan pengagehan kekuasaan 

antara DPR dan Presiden dalam UUD 1945 dapat dijadikan cerrninan bagi 

pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah. 

Adapun setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, ditemukan 

beberapa pasal bahkan lebih rinci dari sebelumnya yang membahas masalah 

pemerintahan daerah. Di antaranya, ketentuan-ltetentuan mengenai pembagian 

bentuk pemerintahan dan disti-ibusi dalarn pemerintahan daerah, yang dapat dilihat 

dalam Pasal 18 ayat (1) sampai (7) berikut ini : 

(1) Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi clan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang 
tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan 
daerah, yang diatur dengan undang-undang. 

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan. 

(3) Pemerintahan daerah provinsi daerah kabupaten, dan kota memilih 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih 
melalui pemilihan umum. 

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 
pemerintah daerah provinsi, Itabupaten dan kota dipilih secara 
demokratis. 

(5) Pemerintahan daerah menjalankan autonomi seluas-luasnya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 
urusan Pemerintah pusat. 

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan autonomi dan tugas 
pembantuan. 

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur 
dalam undang-undang. 



Lebih rinci dari sebelumnya, penjelasan di mana posisi penyelenggaraan 

pemerintahan dalam pemerintahan daerah sudah dimuat dalam UUD 1945. Pada 

masa sebelumnya, meskipun adanya keinginan untuk membagi negara ke dalam 

bentuk pemerintahan daerah (besar dan kecil), tetapi tidak dijelaskan di mana 

posisi untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut. Bahkan Yamin hanya 

mengusulkan adanya bagian tengah di antara bagian atas dan bagian bawah 

sebagai posisi untuk menjalankan (Pangreh Praja) pemerintahan daerah. Mungkin, 

Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat dapat dianggap sebagai struktur 

pemerintahan bagian bawah, tetapi di mana posisi bagian tengah tersebut? Oleh 

kerana itu, maka dalam Pasal 18 ayat (1) di atas, dikatakan bahawa posisi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah berada pada daerah provinsi, daerah 

kabupaten dan kota, yang selanjutnya dinamai sebagai pemerintahan daerah 

provinsi, pemerintahan daerah ltabupaten dan pemerintahan kota. 

Kemudian mengenai pengagehan kekuasaan dalam pemerintahan daerah, 

menurut ketentuan tersebut, pengagehan kekuasaan dilakukan terhadap dua 

lembaga kekuasaan yaitu DPRD dan Kepala Daerah. Legislatif daerah di pegang 

oleh DPRD baik DPRD Provinsi maupun DPRD KabupatenIKota-sedangkan 

eksekutif daerah dipegang oleh Gubenur, Bupati dan Walikota. Bagir Manan 

menambahkan bahawa dalwn Pasal 18 ayat (3) tersebut termuat prinsip bahawa 

lembaga perwakilan daerah dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan 

umum, dan tidak ada lagi keanggotaanya yang diangkat.223 Kedua lembaga 

kekuasaan tersebut menjalankan kekuasaan pemerintahan daerah dengan cara 

"' Bagir Manan, Menyongson Fujar Ofonomi Daerah, Op. Cii., Hlm. 16- 17 



seluas-luasnya (bebas dan mandiri) menurut prinsip autonomi dan tugas 

pembantuan, dengan catatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 



BAB IV 

PERUBAHAN, PENGAGEHAN KEKUASAAN ANTARA 

DPRD DAN KEPALA DAERAH SEMASA ORDE BARU INDONESIA 

(1965-1999) 

4.1. Pengenalan 

Bab ini akan membincangkan hasil lcajian ~nengenai perubahan, 

pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah semasa Orde Baru. Ini 

terrnasultlah undang-undang yang telah diwujudltan pada 1965, 1974, 1999, 2004 

dan seterusnya, distribusi antara DPRD, kepala daerah yang baru (2004-2008). 

Analisis bab ini akan mengenal pasti aspek perubahan setiap undang-undang 

tersebut dengan memberi fokus kepada, proses pembentukan UUD itu serta 

implementasinya, peranan atau bentuk kekuasaannya, keberkesanan UUD itu serta 

kelemahan dan kebaikan-kebaikan yang terdapat pada setiap UUD itu. 

Dengan ini barulah kita dapat menilai apakah benar terdapat kelemahan 

atau perimbangan kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah. 

4.2. Pergeseran Pengagehan Kekuasaan DPRD dan Kepala Daerah 

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 

4.2.1. Landasan Lahirnya Undang-undang No. 18 Tahun 1965 

Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 

Daerah bukanlah satu-satunya undang-undang mengenai pemerintahan daerah 

yang dikeluarkan pada waktu itu. Sebelumnya tidak sedikit telah dikeluarkan 

undang-undang mengenai pemerintahan daerah, seperti Undang-undang No. 1 

Tahun 1957, Undang-undang No. 44 Tahun 1950, dan Undang-undang No. 21 

Tahun 1948, bal~kan sebagai undang-undang yang ditetapkan pertama kali ole11 



pemerintahan Republik Indonesia adalah undang-undang mengenai pemerintahan 

daeral~, yaitu Undang-undang No. I Tahun 1945. 

Tetapi kebijakan autonomi daerah dalarn undang-undang sebelurnnya, 

lchususnya Undang-undang No. I Tahun 1957, pada dasarnya merupakan 

kebijakan autonomi daerah sebagai realisasi dari politik Demokrasi Liberal 

dengan sistem pemerintahan parlementer. Misalnya mengenai kekuasaaan 

pemerintahan daerah, Undang-undang No. I Tahun 1957 dianggap terlalu 

memberikan kekuasaan yang kuat kepada DPRD. Akibatnya, tidak saja dapat 

menciptakan dualisme pimpinan dalam pemerintahan daerah, juga dapat 

mengancam keutuhan negara kerana lemahnya posisi pusat atas pemerintahan 

daerah. Oleh kerana itu, undang-undang ini dianggap tidak sesuai lagi dengan 

sistem pemerintahan daerah menurut Pasal 18 UUD 1945 setelah berlakunya 

kembali UUD 1945 dan kebijakan politik Demokrasi Terpimpin. 

Guna kepentingan sinkronisasi dan harmonisasi dengan UUD 1945 serta 

kebijakan politik Demokrasi Terpimpin, setelah kembali menjalankan UUD 1945 

melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Pemerintah pada waktu itu berupaya 

rnengurangi berbagai ketentuan dalam Undang-undang No. I Tahun 1957, 

sebelum akllirnya diganti sarna sekali dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 

18 Tahun 1965. Upaya-upaya Pemerintah tersebut dapat dilihat dengan 

dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah 

(disempurnakan) dan Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960 tentang Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretarian Daerah 

(disempurnakan). Akan tetapi, meskipun telah dikeluarkannya beberapa penetapan 



Presiden yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, namun Undang-undang No. 

I Tahun 1957 belurn dicabut atau dirubah, artinya secara yuridis masih tetap 

berlaku. Tentu saja kondisi demikian, menurut Soehino, dapat membuat 

instabilitas pengaturan tentang pemerintahan daerah kerana terdapatnya berbagai 

macam peraturan yang seringkali menimbulkan kesimpangsiuran. Akibatnya tidak 

jarang terjadi ketentuan yang kontradiktif antara beberapa penetapan Presiden 

tersebut dengan Undang-undang No. I Tahun 1 9 5 7 . ~ ~ ~  Misalnya saja, menurut 

Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 (disempumakan) dan Penetapan Presiden 

No. 5 Tahun 1960 (disempurnakan), bahawa Pemerintah Daerah terdiri dari 

Kepala Daerah yang berdiri sendiri dan DPRD, sedangkan menurut Undang- 

undang No. I Tahun 1957, Kepala Daerah hanya menjadi Ketua dari Dewan 

Pemerintahan Daerah. 

Adanya kenyataan tersebut ditambah pula dengan ditetapkannya Ketetapan 

MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional 

Semesta Berencana Tahapan Pertama Tahun 196 1 - 1969 maka pemerintah 

menganggap sudah menjadi keharusan untuk mengganti kebijakan otonomi 

daerah sebelumnya dengan kebijakan autonomi daerah yang berdasarkan 

manifesto politik Demokrasi Terpimpin. Langkah untuk mengganti undang- 

undang autonomi daerah sebelumnya itu, diawali dengan dikeluarkannya 

Keputusan Presiden No. 514 Tahun 1961 tentang Pembentukan Panitia Negara 

Urusan Desentralisasi dan Autonomi Daerah yang diketuai oleh R. P. Soeroso, 

untuk jangka kerja satu tahun. Adapun tugas-tugas panitia ini, meliputi : 

'" Soehino, Perkembangan Pemerintah di Dnerah, Cetakan Keenam, Liberty, 
Yogyakarta, 2002, Hlm. 89-90 



a. Menyusun RUU tentang daerah autonomi sesuai dengan cita-cita 

Demokrasi Terpimpin dalam rangka negara kesatuan RI, yang 

mencakup unsur-unsur pokok progresif dari Undang-undang No. 22 

Tahun 1948, Undang-undang No. I Tahun 1957, Penetapan Presiden 

No. 6 Tahun 1 959, dan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1 96 1. 

b. Meninjau kembali undang-undang Perimbangan Kewangan Tahun 

1957, yakni Undang-undang No. 32 Tahun 1956. 

c. Menyusun RUU tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dan 

sebagainya. 

RUU yang disusun oleh Panitia Soeroso tersebut kemudian diajukan 

sebagai kertas kerja oleh pemerintah dalam Konperensi Gubernur seluruh 

Indonesia di Sala tanggal 20-24 Janua~i 1963. Pada tahap berikutnya, dengan 

memperhatikan pendapat-pendapat dari konpetensi, pemerintah mengajukan RUU 

tersebut kepada DPRGR. Setelah melalui pembahasan-pembahasan DPRGR serta 

perubahan-perubahan oleh Panitia Soeroso, RUU tersebut disetujui menjadi 

undang-undang, yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan ~ a e r a h . ~ ~ ~  Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 1 

September 1965 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 No. 83. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 18 Tahun 1 965, berarti 

semua peraturan perundang-undangan sebelumnya tidak berlaku lagi, baik dalam 

bentuk undang-undang maupun dalam bentuk Penetapan-penetapan Presiden 

seperti disebutkan di atas. 

225 M. Solly Lubis, Op. Cit., Hlm. 162-163. 



Melalui proses penetapan Undang-~mdang No. 18 Tahun 1965 tersebut, 

secara umum dapat dikatakan bahawa yang menjadi landasan lahirnya undang- 

undang ini adalah sebagai realisasi dari kebijakan untuk kembali menjalankan 

UUD 1945 sebagai ltonstitusi negara, yang tertuang melalui Dekrit Presiden 

tanggal 5 Juli 1959. Dengan kebijakan tersebut berarti semua bentuk 

penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan UUD 1945. 

Tetapi secara. lebih rinci, landasan atau dasar lahirnya undang-undang 

tersebut dapat dilihat dalam konsederannya sendiri. Ada tiga poin yang 

dituangkan dalam konsederan Undang-undang No. 18 Tahun 1965, yaitu : 

a. Bahawa berhubungan dengan perkembangan ketatanegaraan dalam 
rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sejak Dekrit Presiden 
tanggal 5 Juli 1959, maka ketentuan-ketentuan tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan Daerah perlu diperbaha~ui sesuai dengan Manifesto 
Politik Republik, Indonesia sebagal Garis-garis Besar dari pada Haluan 
Negara dan pedoman pelaksanaannya; 

b. Bahawa pembahasuan itu, sesuai dengan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MIIRS/I 960, hams 
berbentuk Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 
sesuai dengan kegotongroyongan Demokrasi Terpimpin dalam rangka 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang rnencakup segala pokok- 
pokok (Unsur-unsur) yang progressif dari Undang-undang No. 22 
Tahun 1948, Undang-undang No. I Tahun 1957, Penetapan Presiden 
No. 6 Tahun 1959 (disempurnakan), Penetapan Presiden No. 2 Tahun 
1960 dan Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960, (disempumakan) 
junto Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1965 serta untuk mewujudkan 
Daerah-daerah yang dapat berswadaya dan berswasembada; 

c. Bahawa agar dapat dilaksanakan pembentukan Peinerintahan Daerah 
Tingkat I11 selekas mungkin. 

Paling tidak terdapat tiga landasan utama bagi lahirnya Undang-undang 

No. 18 Tahun 1965, yaitu landasan filosofis, yuridis dan politis. Landasan 

filosofis merupakan berbagai nilai-nilal kebenaran yang diyakini oleh bangsa 

1 Indonesia sebagai pandangan hidupnya. Nilal-nilai tersebut sebenarnya 



berkembang banyak di tengah-tengah kehidupan masyarakat, tetapi sebagai suatu 

bangsa, keseluruhan nilai-nilai tersebut digali dan kemudian dijadikan suatu 

pandangan hidup bangsa, yaitu falsafah Pancasila. Dengan demikian, landasan 

filosofis lahirnya, Undang-undang No. 18 Tahun 1965 adalah Pancasila itu 

sendiri. Menurut Padmo Wahjono, falsafah Pancasila suatu pandangan hidup yang 

sudah semenjak dahulu ada pada bangsa Indonesia. Kemudian oleh tokoh-tokoh 

pergerakan kemerdekaan kita pandangan hidup itu digali kembali dan dijadikan 

landasan pergerakan Nasional. Untuk pertama kalinya, istilah Pancasila 

diperkenalkan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Selanjutnya, setelah 

itu, pandangan hidup tersebut telah diberi bentuk yang mantap untuk dijadikan 

dasar negara.226 

Salah satu sila dari Pancasila yahg menonjol sebagai landasan filosofis 

Orde Lama, waktu dikeluarkannya undang-undang ini, adalah Sila Keempat yang 

berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikrnat kebijaksanaan dalam 

pemusyawaratan~perwakilan.~'Rumusan Sila Keempat juga sebagai landasan yang 

sama dalam melahirkan manifesto politik Demokrasi Terpimpin. Oleh kerana, 

menurut Moh. Mahfud MD., inti dari pedoman Demokrasi Terpimpin adalah 

musyawarah untuk mufakat, sebagaimana maksud Bab I1 paragraf 5 ayat (1) 

Ketetapan MPRS No.VIII/MIIRS/l965. Namun jika musyawarah untuk mufakat 

tersebut tidak tercapai maka persoalannya diserahkan kepada pemimpin untuk 

mengambil kebijaksanaan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang ada. 

126 Padmo Wahjono, Negara Republik Indonesia, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta, 
1982, Hlm. 6-7 



Kemudian pemimpin dapat melakukan dua ketentuan, yaitu menangguhkan 

persoalan yang dibahas atau meniadakan persoalan t e r ~ e b u t . ~ ~ '  

Adapun mengenai landasan. yuridis, yaitu berbagai peraturan perundang- 

undangan yang menjadi dasar kelahiran Undang-undang No. 18 Tahun 1965. 

Sebagai negara hukurn, tentunya landasan yuridis yang utama adalah UUD 1945, 

kerana swnber hukum ini merupakan konstitusi Indonesia. Pasal 18 UUD 1945, 

sebagaimana dijelaskan sebelumnya, merupakan ketentuan yang berisi perintah 

untuk membagi negara Indonesia atas daerah besar dan kecil beserta bentuk 

susunan pemerintahannya, dan pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintahan 

daerah. Jadi, membentuk suatu pemerintahan daerah merupakan Suatu keharusan 

atau sebagai bentuk amanat yang tidak dapat tidak harus dijalankan. Tetapi, 

menurut Pasal 18 tersebut juga, pembentukan pemelintahan daerah harus 

ditetapkan melalui undang-undang. Oleh kerana itu, meskipun sebelum kembali 

kepada UUD 1945 telah digunakan beberapa konstitusi termasulc juga sistem 

pemerintahan yang berubah-ubah, namun kebijakan untuk membentuk 

pemerintahan daerah tetap dikeluarkan seiring dengan dikeluarkan pula peraturan 

perundang-undangahnya. 

Selain UUD 1945, landasan yuridis kelahiran Undang-undang No.18 

Tahun 1965 juga berdasarkan Ketetapan MPRS, yaitu Ketetapan MPRS No. 

IIMPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Sernesta 

Berencana Tahapan Pertama Tahun 196 1 - 1969. Inti dari Ketetapan MPRS 

tersebut adalah pembaharuan dalam kebijakan pembangunan nasional sesuai 

227 Moh. Mah f i~d MD., Dasar dun Sfrzrklzrr Keratanegaraan Indonesia, Up. Ci?., HI m. 
112-1 13 



dengan prinsip-prinsip kegotongroyongan Dernokrasi Terpirnpin. Kerananya 

diperlukan pembaharuan menyeluruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

termasuk juga pembaharuan dalarn kebijakan pemerintahan daerah melalui 

peraturan perundang-undangan. 

Selain Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, Ketetapan MPRS lainnya 

yang menjadi landasan yuridis bagi Undang-undang No. 18 Tahun 1965, yaitu 

Ketetapan MPRS No. IV/MPRS/10,63, Ketetapan MPRS No. VlMPRSl1965, 

Ketetapan MPRS No. VIlMPRSl1965, dan Ketetapan MPRS No. VIIIMPRSI 

1965. Ketetapan-ketetapan MPRS tersebut pada dasarnya merupakan pedoman 

bagi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kebijakan Demokrasi 

Terpimpin, yang erat hubungannya dengan kelahiran Undang-undang No. 18 

Tahun 1965. 

Sedangkan landasan politis, yaitu kebijakan-kebijakan politik yang, 

menjadi dasar kelahiran Undang-Undang No. 18 Tahun 1965. Berbicara mengenai 

hubungan kehidupan politik dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah memang tidak bisa dilepaskan dari 

kehidupan politik. Takkan pernah sukses kebijakan tentang pemerintahan daerah 

tanpa mendapat dukungan politis, baik dan bawah (rakyat), maupun dan atas 

(penguasa politik). Oleh kerana itu, cukup beralasan jika Rudolf Kjellen 

berpendapat bahawa pemerintahan di daerah dalarn kerangka negara, kesatuan 

yang diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi 

merupakan kratopolitik, sebagai salah satu subsistem politik.22S 

"* Lilyat Dalam M. Solly Lubis, Op. Cit., Hlm. 87. 



Landasan politis Undang-undang No. 18 Tahun 1965 adalah kebijaltan 

manifesto politik Demokrasi Terpimpin itu sendiri. Pelaksanaan Demokrasi 

Terpimpin telah dikeluarkan sebelum Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, 

tepatnya tangga 19 Februari 1959. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin merupakan 

sebagai persiapan untuk kembali menjalankan UUD 1945. Kemudian setelah lebih 

kurang sebulan dikeluarkannya Dekrit Presiden tersebut, dalam ulang tahun XIV 

Proklamasi Kemerdekaan RI, Presiden menyampaikan amanat bejudul Penemuan 

Kembali Revolusi Kita yang dikenal dengan Manipesto Politik RI 17 Agustus 

1959. Manifesto tersebut, menurut Pasal 1 Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1960 

ditetapkan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang belaku surut 

hingga tangggal 17 Agustus 1 959.229 

Memang, menurut A Solly Lubis, lewat pidato Presiden tersebut, dalam 

Manipol yang disusun oleh DPAS lewat Keputusan DPAS No. 3/Kpts/Sd/II/1959, 

atau dalam Penetapan Presiden No. I Tahun 1960, tidak nampak gambaran politik 

mengenai pemerintahan daerah. Tetapi melalui beberapa peristiwa tersebut 

kemudian diketuarltanlah Ketetapan MIPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis- 

Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Sementara Berencana Tahapan Pertama 

1961-1 969 yang di dalamnya dimuat gambaran mengenai garis-garis politik 

pemerintahan daerah. 230 

Di antara garis-garis politik pemerintahan daerah tertinggi dalam 

Lampiran A, B dan C. Dalam lampiran A ketetapan tersebut, yaitu mengenai 

Desentralisasi, dikatakan bahawa desentralisasi harus berisi autonomi yang riil 

""bid. Hlm. 1 58 
230 Ibid. Hlin. 159 



dan has. Jadi, prinsip otonomi yang seluas-luasnya seperti Undang-Undang No. I 

Tahun 1957, masih tetap dipertahankan sesuai dengan ltemampuan tiap-tiap 

daerah. Sedangkan dalam lampiran B mengenai Pemerintahan Daerah, dikatakan 

bahawa harus segera diadakan satu saja undang-undang tentang pokok 

pemerintahan daerah yang mencakup segala pokok-pokok (usul-usul) yang 

progresif dari peraturan perundang-undangan sebelumnya seperti disebutkan di 

atas sesuai dengan ide Demokrasi Terpimpin. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

mencapai efisiensi, setiap penyerahan tugas dan wewenang hendaknya diatur 

sedemikian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya doublures dalam bidang- 

bidang tugas dan wewenang tersebut. 

Prinsip autonomi riil yang seluas-luasnya itu, kemudian ditegaskan 

kembali melalui Ketetapan MPRS No. XXIlMPRSl1966 tentang Pemberian 

Autonomi yang seluas-luasnya Kepada Daerah. Dalam Pasal 1 ,2  dan 3 ketetapan 

tersebut dikatakan : 

Menugaskan ltepada Pemerintah bersama-sama Dewan Penvakilan Rakyat 
Gotong Royong untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 
memberikan autonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah-daerah, sesuai 
dengan jiwa dan isi Undang-Undang Dasar 1945, tanpa mengurangi 
tanggungjawab Pemerintah Pusat di bidang perencanaan, koordinasi dan 
pengawasan terhadap Daerah-Daerah. 
Untuk melaltsanakan autonomi seluas-luasnya semua urusan diserahkan 
kepada Daerah, berikut semua aparatur dan kewangannya, kecuali hal-ha1 
yang bersifat nasional yang akan diatur dan ditentukan dengan Undang- 
undang. 
Daerah diberi tanggung jawab dan wewenang sepenuhnya untuk mengatur 
segala sesuatu di bidallg kepegawaian dalarn lingkungan Pemerintah 
Daerah. 

Dengall demikian, secara teori, kebijakan autonomi daerah yailg ditempuh 

adalah memberikan fungsi dan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah 



tangganya sendiri melalui prinsip autonomi riil yang seluas-luasnya-sedangkan 

pusat hanyalah mengurusi bidang perencanaan, koordinasi dan pengawasan 

terhadap daerah-daerah. Namun dalam praktiknya, melalui tiga bidang urusan 

tersebut, pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang sangat strategis untuk 

menentukan kebijakan-kebijakan di daerah, sesuai dengan manifesto politik 

Demokrasi Terpimpin. 

Salah satu bentuk upaya tersebut dilakukan dengan menghindari terjadinya 

doublures dalam setiap penyerahan bidang-bidang tugas dan wewenang 

pemerintahan daerah, yang direalisasikan dengan memperkuat posisi Kepala 

Daerah dan menempatkan kedudukan DPRD dalam bagian Pemerintah Daerah. 

Kuatnya posisi Kepala Daerah, kerana ia mempunyai kedudukan rangkap sebagai 

alat pemerintah daerah dan alat pemerintah pusat. Ketika bertindak sebagai alat 

pemerintah pusat inilah Kepala Daerah dianggap sesuai dengan maksud manifesto 

politik Dernokrasi Terpimpin, yakni sebagai penguasa atau pihak pemegang 

kebijakan politik polisionil tertinggi di daerah. Oleh kerana inti Demokrasi 

Terpimpin, seperti dijelaskan di atas, adalah musyawarah untuk nzufakat. Ketika 

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, berarti pemimpinlah yang berwenang 

mengambil kebijaksanaan. Jadi, secara politis, proses-proses demokrasi diberikan 

untuk membuka peluang terjadinya dalam setiap pengarnbilan kebijakan- 

kebijakan mengenai penyelenggaraan autonomi daerah, melalui musyawarah 

mufakat. Tetapi, jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Kepala Daerah 

sebagai pemegang kebijakan politik polisionil tertinggi di daerah adalah pihak 

yang berwenang menentukan keputusan selanjutnya. 
1 



4.2.2.Perubahan Rergeseran Struktur Pemerintahan Daerah dari UUD 1945 

Struktw atau susunan pemerintah daerah merupakan bangunan untuk 

mengorganisasikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam struktur 

organisasi akan ditentukan badan-badan apa saja yang menjalankan kekuasaan 

pemerintahan daerah dan bagaimana pula hubungan kerja antara badan-badan 

tersebut, sehingga akan diketahui pula apakah ada keseimbangan atau tidak, baik 

antar badan-badan penyelenggara pemerintah daerah itu sendiri maupun antara 

badan-badan tersebut dengan piliak-pihak di luarnya, atau apa yang dikatakan 

sebagai infra struktur politik di daerah. 

Menurut S.H. Sarundajang, dalam ha1 struktur organisasi, harus dibedakan 

dalam dua bentuk, yaitu : 

. . .struktur statis formal dan struktur kinetis informal. Struktur statis dapat 
diperkecil menjadi serangkaian bagan organisasi yang membentuk 
kerangka dan badannya. Sebaliknya, struktur informasi merupakan badan 
hidup yang rumit dan paling baik dideskripsikan sebagai apa yang 
dilakukan badan tersebut ketimbang bagaimana susunan di dalamnya. 
Dalam ha1 ini deskripsi dan analisis struktur organisasi nampaknya 
memberi pilihan antara klasifilkasi menurut kerangka dan badan atau 
identfikasi menurut kinerja (performance).23' 

Sebenarnya antara kedua, bentuk di atas masing-masing memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Dengan struktur statis formal, gambaran bagaimana 

bentuk dan susunan suatu organisasi dapat diketahui dengan mudah oleh siapapun 

siapapun, sekaligus dapat mengetahui pula bagaimana fungsi dan wewenang 

masing-masing badan, sedangkan pada struktur kinetis informal tidak. Namun 

pada struktur kinetis informal, performan kerja lebih tinggi dibanding shuktur 

statis formal, kerana orientasinya bukan pada siapa (badan) yang memegang 

23 1 S. H. Sarundajang, Op. Cit., Hlm. 91. 



fungsi dan wewenang dalam suatu program kel-ja, tetapi berorientasi pada apa 

yang dapat dikerjakan tanpa terikat dengan klasifikasi badan-badan tertentu. 

Struktur pemerintahan daerah menurut Undang-undang No. 18 Tahun 

1965 meliputi Kepala Daerah dan Dewan Perwaltilan Rakyat Daerah (DPRD), 

yang disebut sebagai Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1). 

Kemudian dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Kepala Daerah dibantu 

oleh Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian ( B P H ) . ~ ~ ~  Namun bukan 

berarti Wakil Kepala Daerah dan BPH tersebut memiliki fungsi dan wewenang 

yang terlepas dari Kepala Daerah, melainkan hanya merupakan suatu kesatuan. 

4.2.3 Kepala Daerah 

Dalam fungsinya sebagai alat Pemerintah Daerah, Kepala Daerah 

memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif Pemenintah Daerah, baik dalam 

urusan rumah tangga Daerah maupun bidang pembantuan.233 Oleh kerana sebagai 

pihak yang memimpin pelaksanaan kekuasaan, eksekutif daerah, maka ia 

dikatakan sebagai lembaga eksekutif daerah. Sebagai lembaga eksekutif Daerah, 

Kepala Daerah memberiltan pertanggungjawaban kepada DPRD sekurang- 

kurangnya sekali dalam setahun, atau apabila diminta oleh Dewan atau apabila 

dipandang perlu oleh Kepala Daerah ~ e n d i r i . ~ ~ ~  

Tidak ditentukannya DPRD dapat memutuskan pemberhentian Kepala 

Daerah terkait erat dengan ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan Kepala 

232 Undang-undang No. 18 Tallun 1965, Pasal 6. 
2'3 Zbid, Pasal ayat (3). 
'3' Ibirl, Pasa145 ayat ( I  ). 



Daerah itu sendiri. Menurut undang-undang ini, mekanisme pengangkatan Kepala 

~ a e r a h , ~ ~ ~  meliputi : 

a. Kepala Daerah tingkat I diangkat oleh Presiden. 

b. Kepala Daerah tingkat I1 diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dengan 

persetujuan Presiden. 

c. Kepala Daerah tingkat I11 diangkat oleh Kepala Daerah tingkat I 

dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri. 

Sedangkan pengajuan calon masing-masing Kepala Daerah diajukan 

minimal dua dan maksimal empat calon oleh DPKD yang bersangkutan untuk 

mengajukan calon tahap kedua. Tetapi untuk pencalonan tahap kedua, calon-calon 

yang diajukan pada tahap pertama tidak diikutkan lagi, sehingga yang diikutkan 

adalah calon-calon yang baru. Pada tahap kedua pencalonan, jika calon-calon 

yang diajukan masih juga ditolak kerana alasan yang sama, maka Presiden 

mengangkat seorang Kepala Daerah untuk tingkat I dan 11, dan Menteri Dalam 

Negeri mengangkat seorang Kepala Daerah untuk tingkat 111 di luar pencalonan 

tersebut. 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang calon Kepala 

Daerah, menurut Pasal 15, meliputi: a. Warga Negara Indonesia, b. berjiwa 

Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memusuhi Revolusi Indonesia, 

c. menyetujui UUD 1945, Sosialisme Indonesia, De~nokrasi Terpimpin, Ekonomi 

Terpimpin dan Kepribadian Indonesia yang berarti juga menyetujui dan turut serta 

aktif melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 

235 Ibicl, Pasal l I ,  12, 13 dan 14 



1959 dan semua pedoman-pedoman pelaksanaanya, d. tidak sedang dipecat dari 

hak memilih dari hak pilih dengan keputusan pengadilan yang tidak (dapat 

dirubah lagi, e. mempunyai kecakapan dan pengalainan kerja yang diperlukan 

bagi pemerintah, dan f. berpengetahuan yang sederajat dengan sekolah tinggi atau 

sekurang-kurangnya berpendidikan atau dipersamakan dengan SLTA dan berumur 

minimal 35 tahun bagi Daerah tingkat I berpengetahuan yang sederajat dengan 

SLTA atau sekurang-kurangnya berpendidikan yang dipersamakan dengan SLTP 

dan berumur minimal 30 tahun bagi Daerah tingkat I berpengetahuan yang- 

sederajat SLTP atau sekurang-kurangnya berpendidikan yang dipersamakan 

dengan SD dan berumur minimal 30 tahun bagi Daerah tingkat 111. 

Seperti halnya dalam mekanisme pengangkatan Kepala Daerah, maka 

dalam mekanisme pemberhentian pun tidak memiliki perbedaan yang berarti. 

Bentuk-bentuk pemberhentian Kepala Daerah, terdiri dari : a. berhenti kerana 

meninggal dunia, b. diberhentikan kerana atas permintaan sendiri, c. diberhentikan 

kerana beralchir masa jabatannya dan telah diangkat yang baru, d. diberhentikan 

kerana tidak memenuhi lagi persyaratan-persyaratan sebagai Kepala Daerah, 

e. diberhentikan kerana melanggar larangan-larangan bagi Kepala Daerah, dan 

f.diberhentikan kerana sebab-sebab lain.236 

Kepala Daerah yang berhalangan kerana meninggal dunia, atau 

diberhentikan, maka ia digantikan oleh Wakil Kepala Daerah menjelang habis 

I masa jabatannya. Namun apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga 

i tidak dapat melakukan tugasnya menjelang habis masa jabatannya, maka Menteri 
I 



Dalam Negeri dapat menetapkan pejabat yang mewakili Kepala Daerah sampai 

diangkatnya Kepala Daerah yang Khususnya Kepala Daerah yang 

diberhentikan lterana melanggar larangan-larangan bagi Kepala Daerah, yaitu 

larangan-larangan yang meliputi : 

a. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan atau tidak melakukan tindakan 

yang hanya menguntungkan danlatau mendahulukan kepentingan 

partainya, sesuatu golongan atau sesuatu partai, sehingga merugikan 

kepentingan pemerintah dan rakyat daerah. 

b. Langsung atau tidal< langsung turut serta dalam atau menjadi 

penanggung untuk suatu perusahaan yang mempunyai dasar ikatan 

perjanjian dengan negara atau dengan daerah untuk memperoleh laba 

atau keuntungan. 

c. Langsung atau tidak langsung turut serta dalam atau menjadi 

penanggung untuk suatu usaha menyelenggarakan pekerjaan urnum, 

pengangkutan atau berlaku sebagai rekanan guna kepentingan Daerah. 

d. Melakukan pekerjaan-pekedaan lain yang memberi keuntungan 

baginya dalam hal-ha1 yang berhubungan langsung dengan daerall 

yang bersangkutan. 

e. Menjadi advokat, pokrol atau kuasa dalam perkara di muka 

pengadilan, di daerah yang bersangkutan. 

- 

'j7 Ibid, Pasal 18 beserta Penjelasannya 



f. Terhadap poin 1 sampai 5, Presiden dapat melakukan kekecualian 

apabila menyangkut kepentingan daerah.238 

Kepala Daerah yang diberhentikan selain meninggal dunia maka pihak 

yang berwenang memberhentikannya adalah pihak yang berwenang 

mengangkatnya. Dengan demikian, mekanisme pemberhentian Kepala Daerah 

sarnpai seperti mekanisme pengangkatannya. Kepala Daerah tingkat I 

diberhentikan oleh Presiden, Icepala Daerah tingkat I1 diberhentikan oleh Menteri 

Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden, dan Kepala Daerah tingkat 111 

diberhentikan oleh Kepala Daerah tingkat 1 dengan persetujuan Menteri Dalam 

~ e ~ e r i . ~ ~ ~  

4.2.4 Pergeseran Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari 

UUD 1945 

Tidak banyak permasalahan yang ditemukan dalam mekanisme penentuan 

siapa yang menjadi anggota DPRD. Mekanisme penentuan anggota DPRD 

dilakukan melalui pemilihan umum antara partai-partai politik untuk rnasa jabatan 

lima tahun, termasuk juga anggota pergantian antar ~ a k t u . ~ ~ '  Tetapi untuk dapat 

menjadi calon anggota. DPRD, diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu. 

Persyaratan-persyaratan tersebut meliputi : a. WNI, b. berumur 2 1 tahun, 

c. bertempat tinggal resmi di daerah tersebut minimal enam bulan terakhir, atau 

bagi anggota DPRD tingkat I1 dan I11 yang bukan Kotamadya atau Kotapraja, 

dapat bertempat. tinggal resmi minimal enam bulan terakhir dalam Kotamadya 

23s Ibid, Pasal 16 
239 Ibid, Pasal I I .  



atau Kotapraja yang dilingkari oleh Daerah tingkat I1 dan I11 yang bersangkutan, 

d. cakap, menulis dan membaca. Bahasa Indonesia dalam hul-uf latin, e. berjiwa 

Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memusuhi Revolusi Indonesia, 

f. menyetujui UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi 

Terpimpin d m  Kepribadian Indonesia yang berarti juga menyetujui dan turut serta 

aktif melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 

1959 dan semua pedonlan-pedoman pelaksanaannya, g. tidak sedang dipecat dari 

hak memilih atau hak pilih dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat dil-ubah 

lagi, dan h. tidak menjadi anggotalbekas anggota sesuatu partai/organisasi 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan 

dibubarkadterlarang ole11 yang berwajib, kecuali mereka yang dengan perkataan 

dan perbuatan membuktikan persetujuaanya apa yang disenbut dalam sub e, 

menurut penilaian Menteri Dalarn Negeri dan disetujui ~ r e s i d e n . ~  

Jelasnya, di samping tidak terlalu mementingkan sisi pendidikan 

persyaratan-persyaratan yang ditentukan atas calon Kepala Daerah, yang intinya 

harus mendukung penuh kebijakan politik Demokrasi Terpimpin. Sebagian besar 

pertimbangan politisi itu berada di tangan Pemerintah sebagai pihak penguasa. 

Selain adanya mekanisme penentuan anggota DPRD tersebut, dalam 

undang-undang ini juga ditentukan bagaimana mekanisme pemberhentian anagota 

DPRD. Bentuk-bentuk pemberhentian anggota DPRD, yaitu : a. berhenti kerana 

meninggal dunia, b. diberhentikan kerana atas permintaan sendiri, c. kerana tidak 

lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota DPRD, d. kerana terkena larangan 

PjYbirl, Pasal 23 



untuk tidak menjadi anggotalbekas anggota sesuatu partailorganisasi menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan dibubarkanlterlarang 

oleh yang benvajib, dan e. kerana melanggar suatu peraturan yang khusus 

ditetapkan bagi anggota DPRD, kecuali Kepala Daerah semufakat DPRD dapat 

melakukan ketentuan lain apabila menyangkut kepentingan daerah.242 

Terhadap anggota DPRD yang berhenti tersebut, maka kepala daerah 

mengusulkan pemberhentiannya kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota 

DPRD tingkat I setelah mendengar pertimbangan BPH, dan kepadaa Kepala 

Daerah yang setingkat lebih atas bagi anggota DPRD lainnya, juga setelah 

mendengarkan apabila melanggar larangan : a. mejadi advokat, pokrol atau kuada 

dalam perkara hukum, b. ikut serta dalam penetapan atau pengesahan dari 

perhitungan yang dibuat oleh suatu badan di mana ia duduk sebagai anggota 

pengurusnya, kecuali apabila ha1 ini mengenai perhitungan anggaran kewangan 

daerah yang bersangkutan, c. langsung atau tidak langsung turut serta dalam atau 

menjadi penanggung untuk suatu usaha menyelenggarakan pekerjaan umurn, 

pengangkutan atau berlaku sebagai rekanan guna kepentingan daerah, dan d. 

inelakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang memberi keuntungan baginya dalam 

hal-ha1 yang berhubungan langsung dengan daerah yang b e r ~ a n ~ k u t a n . ~ ~ ~  

Anggota DPRD yang melanggar larangan-larangan di atas, maka atas 

semufakat DPRD, diberhentikan oleh Kepala Daerah, setelah anggota DPRD yang 

bersangkutan diberikan kesempatan untuk mempertahankan diri secara lisan atau 

tulisan. Namun sebelum diberhentikan, terlebih dahulu Kepala Daerah telah 

- - - -  

242 Zbid, Pasal Zyyjiyat (I ) 
'" Ibifl, Pasal25 ayat ( I )  



memberhentikannya untuk ~ e m e n t a r a . ~ ~ ~  Anggota DPRD yang diberhentikan 

tersebut, dapat meminta banding kepada Kepala Daerah yang setingkat lebih atas, 

dan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD tingkat I, dalam waktu 

satu bulan setelah menerirna putusan t e r ~ e b u t . ~ ~ ~  

Selain larangan-larangan di atas anggota DPRD juga tidak boleh 

merangkap menjadi : a. Presiden dan Wakil Presiden, b. Menteri, c. Pimpinan 

Anggota Badan Pemeriksa Kewangan, d. Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah 

atau anggota BPIH dari daerah yang bersangkutan. Manakalah seorang anggota 

DPRD merangkap jabatan-jabatan tersebut, maka ia harus memilih salah satu di 

antaranya, yaitu tetap menjadi anggota DPRD atau memegang jabatan t e r ~ e b u t . ~ ~ ~  

Dengan demikian, ada dua lembaga kekuasaan yang terdapat dalam 

struktur Pemerintahan Daerah, yaitu Kepala Daerah sebagai lembaga eksekutif 

daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Sepintas lalu, keduanya 

dapat dianggap sebagai lembaga-lembaga yang berdiri secara sejajar. Akan tetapi 

tidak demikian adanya, Kepala Daerah temyata memiliki posisi yang lebih kuat 

daripada DPRD. Selain sebagai Kepala Eksekutif Daerah, Kepala Daerah juga 

bertindak sebagai pemegang kebijaksanaan politik tertinggi di d a e r ~ . ~ ~ ~  

Bertindak atas nama Kepala Eksekutif yang melaksanakan fungsi dan wewenang 

otonomi dan tugas pembantuan. Kepala Daerah memberikan tanggungjawaban 

kepada DPRD,~~ '  tetapi sebagai pemegang kebijaksanaan politik tertinggi di 

I Daerah, justru DPRD-lah yang memberikan penanggungjawaban mengenai 
I 

'" Ibid, Pasal25 ayat (3) 

! 245 1bi(f7 Pasal25 ayat ( 4 )  
"6 Ibid, Pasal24 

1 '" 7bi(17 Pasal 44 ayat (2) 
'" Ibid7 Pasal45 ayat ( I )  



pelaksanaan fungsi dan wewenangnya kepada Kepala ~ a e r a h . ~ ~ ~  Sementara 

pertanggungjawaban mengenai kebijaksanaan politik pemerintahan daerah, 

diberikan oleh Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri 

menurut hierarki yang ada.250 

Struktur pemerintahan yang demikian, menurut Penjelasan I1 Bentuk 

Susunan Pemerintah Daerah, adalah sebagai upaya untuk mengikuti sedapat 

mungkin struktur dan bentuk Pemerintahan Pusat. Pada tingat Pusat Kepala 

Negara hanya mengenal per-tanggungjawaban secara pribadi yang ber-Pancasila 

pada MPR. Jadi, meskipun ada pertanggungjawaban kepada DPRD, namun pada 

dasarnya pertanggungjawaban tersebut hanyalah bersifat laporan kemajuan 

('progress report) saja, kerana pertanggung jawaban tersebut tidak memiliki sanksi 

sebagaimana pertanggungjawaban yang diberikan kepada DPRD tidak diterima, 

namun DPRD tidak dapat memberikan bentuk sanksi, apalagi bentuk 

pemberhentian.25' 

Maksudnya, bahawa Kepala Daerah tidak dapat dijatuhkan oleh DPRD, 

sebagaimana halnya Kepala Negara yang juga tidak dapat dijatuhkan oleh DPR. 

Dengan begitu dapat diciptakan suatu kekuatan sentral di daerah, yang riil, 

berkewibawaan dan tidak mudah goyah atas desakan golongan-golongan 

masyarakat di daerah. sehingga akan dapat memberikan perlindungan atau 

pengayoman kepada rakyat pada umumnya dan juga sebagai kompetensi untuk 

menjalankan pemerintahan yang berguna bagi kepentingan rakyat. 

I 
'" Ibid, Pasal 8 
250 Ibid, Pasal 5 ayat (2) 
251 Ibid, Pasal 17 ayat (2) 



4.2.5 Pergeseran Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

dari UUD 1945 

Kekuasaan DPRD yang dimaltsud di sini sebagaimana yang ditentukan 

bagi DPR sebagai lembaga legisfatif pusat, adalah kekuasaan dalam bentuk 

fungsi, hak dan wewenang DPRD. Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 1965, 

kekuasaan DPRD meliputi : 1. mengajukan minimal dua dan maksimal empat 

calon Kepala DaerahiWakil Kepala Daerah pada tingkatan m a ~ i n ~ - r n a s i n ~ . ~ ~ ~  

2. anggota DPRD dapat dicalonkan sebagai anggota B P H , ~ ' ~  3. meminta 

pertanggung jawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas kewenangan 

~ e m e r i n t a h , ~ ~ ~  4. menetapkan Peraturan Daerah untuk kepentingan Daerah atau 

untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

tingkatannya yang pelaksanaannya ditugaskan kepada ~ a e r a h , ~ ~ ~  5. menetapkan 

peraturan perundang-undangan dengan ancarnan pidana kurungan selama- 

lamanya enam bulan (atau denda maksimal R ~ .  10.000.),2~~ 6. menetapkan 

peraturan mengenai kedudukan, kewangan dan syarat-syarat untuk jabatan 

Sekretaris Daerah, mengenai pemungutan pajak dan restribusi daerah, serta 

memutuskan pengadaan usaha-usaha lain sesuai dengan kepribadian r1asional,2'~ 

dan 7. memiliki hak petisi berupa hak untuk membela kepentingan Daerah dan 

penduduknya.2s8 Semua bentuk kekuasaan tersebut, pada dasarnya dapat 

diklasifikasikan sebagai kekuasaan bidang legislasi atau wewenang legislasi, 

'52 Ibid, Pasal 12 ayat ( I ) ,  Pasal 13 ayat ( I ) ,  Pasal I4 ayat (1), Pasal21 ayat ( 1 )  
'53 Ibid, Pasal35 ayat (3) 
25J Ibid, Pasal 45 ayat ( I )  
' 5 5  Ibiri, Pasal 49 
"' Ibid, Pasal 5 1 
257 Ibiri, Pasal 6 1 ayat (2), Pasal70 dan Pasal 73 
"' fbiri, Pasal 55 



kekuasaan bidang pengawasan atau wewenang kontrol. kekuasaan dalarn ha1 

memilih dan dipilih atau hak suara, dan kekuasaan dalam ha1 membela 

kepentingan daerah dan penduduknya atau hak petisi. 

Kekuasaan dalarn bidang legistasi tersebut, dilaksanakan dalam bentuk 

menetapkan Peratwan Daerah, menetapkan peraturan perundang-undang pidana 

pelangaran menetapkan peraturan mengenai kedudukan dan syarat-syarat untuk 

jabatan Sekretaris Daerah. menetapkan peraturan mengenai pemungutan pajak dan 

restribusi daerah, dan memutuskan pengadaan usaha-usaha lain sesuai dengan 

kepribadian nasional. Kekuasaan dalam bidang pengawasan dilaksanakan dalam 

bentuk wewenang menerima laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah 

mengenai pelaksanaan tugas kewenangan pemerintah. Dalam bentuk kekuasan 

memilih dan dipilih, DPRD berhak mengajukan calon Kepala Daerah, 

mengajukan calon Wakil Kepala Daerah, dan dicalonkan sebagai anggota BPH. 

Sedangkan hak petisi DPRD, berupa hak untuk membela kepentingan daerah dan 

penduduknya. 

Meskipun kelihatannya memiliki kekuasaan yang begitu besar namun 

hakekatnya kekuasaan-kekuasaan tersebut tidaklah merupakan milik DPRD secara 

sempui-na (original), kalau tidak bisa dikatakan hanya menempel saja. Oleh 

kerana semua kekuasaan tersebut berada dalam dominasi pihak-pihak di luar 

DPRD, apakah itu Kepala Daerah, Menteri Dalam Negeri ataupun Presiden. 

Indikasi-indikasi adanya dominasi pihak-pihak di luar DPRD tersebut 

dapat diperhatikan dari contoh-contoh berikut : 



a. Dalam ha1 mengajukan calon Kepala Daerah, keputusan akhir berada 

di yang berwenang mengangkatnya. Baik Presiden, Menteri Dalam 

Negeri maupun Kepala Daerah tingkat I, dengan alasan tidak ada calon 

yang memenuhi persyaratan setelah dua kali tahap pencalonan, maka 

mereka dapat mengangkat Kepala Daerah di luar pencalonan tersebut. 

b. Dalam ha1 pertanggungjawaban Kepala Daerah mengenai Pelaksanaan 

tugas kewenangan pemerintah baik bidang otonomi maupun tugas 

pembantuan, hakikatnya hanyalah bentuk progress report saja, kerana 

tidak ada akibat yang dapat diterima oleh Kepala Daerah jika 

pertanggungjawabannya ditolak. Bahkan mungkin akibatnya ada pada 

DPRD, kerana Kepala Daerah dapat mengusulkan pemberhentian 

anggota DPRD. 

c. Dalam ha1 menetapkan Peraturan perundang-undangan pidana 

pelanggaran, keputusan akhirnya berada pada Menteri Dalarn Negeri 

bagi Peraturan Daerah tingltat I dan Kepala Daerah setingkat di 

atasnya bagi Peraturan Daerah lainnya. Tanpa disahkan oleh Menteri 

Dalam Negeri atau Kepala Daerah setingkat lebih atas bagi masing- 

masing tingkatan, maka peraturan tersebut tidak dapat dijalankan. 

d. Dalam hal menggunakan hak petisi, maka hak ini tidak dapat 

digunakan tanpa sepengetahuan Kepala Daerah yang bersangkutan. 

Dengan demikian, ternyata DPRD hanyalah memiliki kekuasaan yang 

sedikit sekali, seperti halnya hak imunitas. Oleh kerana itu, tidak salah jika B. N. 

Marbun berpendapat bahawa Undang-undang No. 1 8 Tahun 1965 merupakan 



undang-undang yang memuat paling sedikit mengenai kekuasaan, tugas dan 

Kewajiban DPRD.'~~ Tentunya dengan melihat uraian-uraian mengenai kekuasaan 

DPRD di atas, maka pendapat B. N. Marbun tersebut cukup beralasan. 

4.2.6 Pergeseran Kekuasaan Kepala Daerah dari UUD 1945. 

Ketika dikatakan sebagai lembaga Eksekutif daerah, seharusnya 

kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki adalah kekuasaan dalam bentuk berbagai 

fungsi dan wewenang yang berhubungan dengan bidang, pemerintahan di daerah. 

baik bidang otonomi maupun tugas pembantuan, atau dikatakan juga sebagai 

bidang eksekutif daerah. Dengan begitu akan terlihat wujud keseimbangan antara 

lembaga ini dengan lembaga legislatif daerah, paling tidak dari sisi keberadaan 

yakni adanya eksekutif daerah dan adanya legislatif daerah. 

Kenyataannya tidak demikian, Kepala Daerah tidak saja berposisi sebagai 

pemegang eksekutif daerah, namun juga berposisi sebagai pemegang 

kebijaksanaan politik tertinggi di daerah. Oleh kerana itu, dalam bagian ini tidak 

saja akan dibicarakan mengenai fungsi dan wewenang Kepala Daerah sebagai 

pemegang eksekutif daerah, tetapi juga mengenai fungsi dan wewenang Kepala 

Daerah sebagai pemegang kebijaksanaan politik tertinggi di daerah. Kedua 

kategori fungsi dan wewenang Kepala Daerah tersebut tidak bisa dipisahkan 

antara satu dengan yang lainnya, kerana memiliki keterkaitan yang erat dalam 

implementasinya. 

' 5 9  B. N. Marbun, Op,Cit, Hlm. 73 



Dalam Bagian Penjelasan 11 mengenai Bentuk Susunan Pemerintah Daerah 

dilcatakan : 

Untuk menjamin kelangsungan kesatuan Negara serta adanya pimpinan 
nasional, maka perlu kedudukan Kepala Daerah itu diperkuat dan diberi 
fungsi yang penting sekali, bukan saja menjadi pusat daya upaya kegiatan 
Pemerintah Daerah yang bergerak di bidang urusan rumah tangga Daerah, 
tetapi yang juga menjadi mata rantai yang kuat dalarn organisasi 
Pemerintah Pusat. 

Keinginan menjadikan kedudukan Kepala Daerah semakin kuat tersebut, 

kemudian direalisasikan dengan memberikan peran ganda kepada Kepala Daerah, 

yakni berperan sebagai alat Pemerintah Pusat dm alat Pemerintah Daerah. 

Berperan sebagai alat Pemerintah Pusat, Kepala Daerah memiliki fungsi dan 

wewenang yang terdiri dari : 

a. Memegang pimpinan kebijaksanaan politik polisional di daerahnya 

berdasarkan wewenang menurut peraturan perundang-undangan. 

b. Melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah. 

c. Menyelenggarakan koordinasi antara jawatan-jawatan pemerintah 

pusat di daerah dan antara jawatan-jawatan tersebut dengan pemerintah 

daerah. 

d. Menjalankan tugas-tugas yang diserahkan oleh Pemerintah   us at.'^^ 

Fungsi dan wewenang menurut butir 3 dan 4 di atas merupakan suatu ha1 

yang penting bagi seorang Kepala Daerah dalam rangka menjalankan prinsip 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Termasuk juga dalam pengertian butir 4, 

bahawa Kepala Daerah dapat menjalankan tugas kewenangan DPRD apabila 

260 Undang-Undang No. 18 Tahun 1965, Pasal44 ayat (2) 



DPPD tidak dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenang kerana sesuatu hal, 

namun harus berdasarkan petunjuk Menteri Dalam ~ e ~ e r i . ~ ~ '  

Demikian juga maksud fungsi dan wewenang Kepala Daerah dalarn 

bentuk pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah pada butir 2 di atas. Oleh 

kerana sebagai negara kesatuan, Pemerintah Pusat bertanggung jawab Untuk 

mengawasi jalannya pemerintahan daerah, agar tidak membuat berbagai kebijakan 

yang bertentangan dengan ltebijakan negara. Penjelasan V mengenai Pengawasan. 

ditemukan adanya tiga bentuk pengawasan, yaitu : 

1. Pengawasan umum yang diselenggarakan oleh aparatur Pemerintah 

Pusat, yang meliputi: a. Menteri Dalarn Negeri, b. Penguasa yang 

ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, dan c. Kepala Daerah sebagai 

alat Pemerintah Pusat. 

2. Pengawasan preventif, yakni bentuk pengawasan yang mengandung 

prinsip bahawa sesuatu peraturan atau keputusan daerah mengenai 

pokok-pokok tertentu, tidak berlaku sebelurn disahkan oleh Pemerintah 

Pusat, yaitu Menteri Dalam Negeri. Oleh kerana itu, jika difahamani 

secara sistematik, peraturan atau keputusan daerah baru berlaku 

apabila disahkan oleh : a. Menteri Dalam Negeri bagi Daerah tingkat I, 

b. Kepala Daerah Tingkat I bagi Daerah tingkat 11, dan c. Kepala 

Daerah tingkat I1 bagi Daerah tingkat III. 

3. Pengawasan represif, yaitu suatu pengawasan yang dilakukan dengan 

cara mempertangguhkan danlatau membatalkan peraturan atau 

"' Ibid, Pasal 56 ayat (3) 



lteputusan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, 

yang dilakukan oleh : a. Menteri Dalam Negeri atau Penguasa yang 

ditunjuknya bagi Daerah tingkat I, dan b. Kepala Daerah yang 

setingkat lebih atas bagi lain-lain Daerah. 

Akan tetapi, fungsi dan wewenang pada butir 1 di atas yakni memegang 

pimpinan kebijaksanaan politik polisional daerah secara jelas mernperlihatkan 

kalau Kepala Daerah berposisi di atas segalanya di daerah. Posisi Kepala Daerah 

tersebut tidak dapat diganggu-gugat, jangankan oleh kekuatan-kekuatan infia- 

stsuktur politik yang ada di daerah bahkan oleh DPRD sendiri pun sebagai supra- 

struktur politik di daerah. Dalam hubungan fungsi dan wewenang ini, maka tidak 

saja DPRD harus bertanggung jawab dalam ha1 pelaksanaan tugasnya kepada 

Kepala Daerah tetapi juga bagi alat-alat negari lainnya yang berada di d a e ~ a h . ~ ~ ~  

Jika tidak, boleh jadi DPRD dan alat-alat negara tersebut dianggap bei-tentangan 

dengan kebijaksanaan politik polisionil, yaitu suatu kebijakan yang diartikan 

sebagai upaya untuk menghambat, menumpas atau membinasakan yang hanya 

ditujukan kepada kegiatan politik antek-antek nekolim dan kaum kontra 

r e v o l ~ s i o n e r . ~ ~ ~  Oleh kerana itu, sebagai alat Pemerintah Pusat, menurut 

penjelasan tersebut, Kepala Daerah berfungsi dan berwenang sebagai pemimpin, 

pengayom serta pejabat kepercayaan PresidenIPerdana MenteriIMandataris 

I MPRIPemimpin Besar Revolusi di daerahnya, sehingga semua tindakan dan 

keputusan di daerah berada di tangan Kepala Daerah. Jelasnya, sebagai alat 

I 
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Pemerintah Pusat. Kepala Daerah memiliki fungsi dan wewenang yang begitu luas 

sehingga tak satupun dapat menganggu-gugatnya di daerah. 

Termasuk juga dalam pengertian pemegang kebijaksanaan politik 

polisional di daerahnya, Kepala Daerah memiliki fungsi dan wewenang: 

1. bertanggunjawab dalam menjalankan tugas kewenangannya di bidang 

Pemerintahan Pusat ltepada Menteri Dalam Negeri bagi daerah tingkat I dan 

kepada Kepala Daerah setingkat di atasnya bagi Kepala Daerah tingkat I1 dan 

1 1 1 , ~ ~ ~  2. atas kemufakatan DPRD, memberhentikan anggota DPRD yang telah 

melanggar larangan berdasaskan undang-undang dan 3. setelah mendengar 

pertimbangan BPH, mengusulkan pemberhentian anggota DPRD yang berhenti 

kepada Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Daerah memutus pemberhentian 

anggota DPRD tingkat di bawahnya atas usul Kepala Daerah yang 

b e r ~ a n ~ k u t a n . ~ ~ ~  

Pertanggungjawaban Kepala Daerah, baik kepada Menteri Dalarn Negeri 

maupun kepada Kepala Daerah setingkat lebih atas, berbeda dengan bentuk 

pel-tanggungjawaban yang disampaikannya kepada DPRD. Dipandang dari 

pemilihan ungkapan kata yang digunakan saja, sudah kelihatan perbedaannya. 

Jika pada pertanggungjawaban kepada DPRD digunakan ungkapan memberikan 

pertanggungjawaban, maka ltepada Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah 

setingkat di atasnya digunakan ungkapan bel-tanggung jawab. Menurut 

penggunaan Bahasa Indonesia, kata memberikan berarti menyerahkan sesuatu 

kepada, jadi apabila Kepala Daerah telah menyerahkan atau menyampaikan 

265 Ibid, Pasal45 ayat (2) 
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laporan pertanggungjawaban ltepada DPRD maka berai-ti tugas ini telah selesai, 

terlepas dari diterima atau tidaknya pertanggungjawaban tersebut. Lain halnya 

dengan ungkapan bei-tanggung jawab yang berarti berkewajiban menanggung, 

memikul tanggung jawab, atau menanggung segala sesuatunya, '" maka disini 

kepala daerah tidak hanya wajib menanyampaikan bentuk pertanggungjawaban, 

tetapi juga harus memikul segala konsekuen dari pertanggungjawaban itu. 

Maksudnya pertanggungjawaban itu tidak hanya berbentuk seremonial belaka 

tetapi juga memiliki ltonsekuensi dapat berupa sanksi teguran atau bahkan 

pemberhentian yang harus dipikul oleh seorang kepala daerah. Dengan demikian 

pertanggungjawaban Kepala Daerah yang sebenarnya adalah pertanggungjawaban 

yang disampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri atau kepada Kepala Daerah 

setingltat lebih atas, sesuai tingkatan masing-masing. 

Selain sebagai alat pemerintah pusat, Kepala Daerah juga berposisi 

sebagai alat pemerintah daerah, yang diikuti oleh beberapa fungsi dan 

wewengannya, yaitu memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif pemerintah 

daerah, baik dalam urusan rumah tangga daerah rnaupun bidang pernbatuan.268 

Termasuk juga pengertian ini, memberikan pertanggungjawaban dalam 

menjalankan tugas kewenangannya baik bidang otonomi mupun tugas pembatuan- 

kepada DPRD minimal sekali dalam setahun, atau apabila diminta DPRD atau 

apabila dipandang perlu oleh Kepala Daerah ~ e n d i r i . ~ ~ '  

Dengan demikian kekuasaan atau fungsi dan wewenang terbesar bagi 

Kepala Daerah adalah ketika ia berada dalam posisinya sebagai alat pemerintah 
- 

267 Pusat peinbinaan dan pengembangan bahasa Depdikbud RI, Op. Cit, Hlm 23 dan 1006 
268 Undang-undang No. I S Tahun 1965, Pasal ayat (3) 
269  bid, Pasal45 ayat ( 1 ) 





pusat, atau lebih tepatnya sebagai pemegang kebijasanaan politik tertinggi di 

daerah sebagai alat pemerintah pusat. Kepala Daerah memiliki kekuasaan yang 

tak tertandingi di daerah. Oleh kerana itu, ketika berada dalam posisi ini, menurut 

Ateng Syafi-udin, Kepala Daerah diberikan berbagai sebutan yang meliputi : 

1. Sebagai wakil dari daerahnya di dalam dan di luar pengadilan 
2. Sebagai penanggung jawab umum daerahnya 
3. Sebagai pemimpin penyelengara eksekutif pemerintah daerah 
4. Sebagai kepercayaan persiden selaku pemerintah pusat untuk 

daerahnya 
5. Sebagai sesepuh, pamong dan pengayom, pelindung daerahnya 
6. Sebagai mata rantai kegiatan pemerintahan pusat di daerah 
7. Sebagai pembimbing semua instansi dan lembaga-lembaga pemerintah 

di daerahnya 
8. Sebagai pengurus dan penjamin kearnanan dan ketertiban umum 

daerah 
9. Penjaga keseimbangan yang harmonis dari pelbagai kepentingan antara 

pusat dan daerah maupun antara seluruh lapisan dan golongan 
masyarakat di daerahnya. 

10. Sebagai pusat daya upaya kegiatan daerah. 
1 1. Sebagai pengawas jalanya pemerintahan daerah. 
12. Sebagai pembina kontinuitas pembangunan daerah. 
13. Sebagai pendukung dan penegak kewibawaan pemerintah. 
14. Sebagai penegak hukum yang b i j ak~ana .~~ '  
Porsi fungsi dan kewenangan yang besar tersebut sangat kontra jika 

dibandingkan dengan fungsi dan kewenangan DPRD, yang hanya berupa hak 

kontrol, hak suara, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak imunitas, hak 

kewangan dan administratif, atau hak petisi, yang tidak orisinil atau hanya 

berbentuk semi kekuasaan. Namun, begitulah keingiilan dari undang-undang ini, 

yang bermaks~~d memposisikan Kepala Daerah pada posisi yang kuat di daerah. 

270 Ateng Syafsudin, Pengnltrron Koordinasi Pernerinlahan di Drcerak, Edisi Baru, Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 1993, Mlm. 206-207. 



4.2.7 Hubungan Antara DPRD dan Kepala Daerah Sejak Amandemen. 

Melihat keberadaan DPRD yang merupakan bagian dari Pemerintah 

Daerah dan kuatnya posisi Kepala Daerah sebagai alat Pemerintah Pusat, maka 

tidak disanksikan, lagi bahawa di antara. kedua lembaga kekuasaan terdapat 

hubungan yang tak terpisahkan. Dengan kata lain, tidak ada prinsip pemisahan 

kekuasan antara Kepala Daerah dengan DPPD, dan yang terjadi adalah bentuk 

Pengagehan kekuasaan, bahkan lebih tepat dikatakan sebagai bentuk percampuran 

kewenangan. Seperti telah diuraikan di atas, kenyataannya, hanya hak imunitas 

dan hak dalam ha1 kewangan serta administratif yang dapat dikatakan sebagai 

kekuasaan mandiri DPRD, sementara selainnya merupakan kekuasaan yang 

bersifat semi, kerana penentuan akhimya berada pada dominasi pihak lain. 

Oleh kerana itu, untuk mengukur hubungan antar DPRD dengan Kepala 

Daerah, maka upayanya dilakukan dengan melihat berbagai bentuk percampuran 

kewenangan yang terjadi di antara keduanya. Dalam Undang-undang No. 18 

Tahun 1965, tidak sedikit dimuat bentuk percampuran kewenangan antara DPRD 

dengan Kepala Daerah. Bentuk-bentuk percampuran kewenangan yang dimaksud, 

antara lain: 1. atas usul Kepala Daerah dan pertimbangan DPRD, Menteri Dalam 

Negeri menetapkan penarnbahan jumlah anggota BPH,~" 2. Kepala Daerah 

lnenandatangani peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang ditetapkan 

oleh D P R D . ~ ~ ~  3. dengan memberitahukan kepada DPRD, Kepala Daerah 

mengangkat dan memberhentikan sementara Pegawai Daerah, kecuali Sekretaris 

"' Ibid, Pasal 33 ayat (2) 
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d a ~ r a h , ~ ~ ?  dan 4. menyetujui pengangkatan Sekretaris Daerah tingkat I dan 11 yang 

diusul Kepala Daerah ltepada Menteri Dalarn Negeri, dan untuk Daerah tingkat I11 

yang diusulkan kepada Kepala Daerah tingkat lebih a ta~ .* '~  

Beberapa ltetentuan di atas memperlihatkan bahawa percampuran 

kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah cukup banyak. DPRD 

mencampuri kewenangan Kepala Daerah, kerana BPH adalah pembantu dari 

Kepala Daerah. BPH, seperti halnya Menteri sebagai pembantu Presiden dalarn 

sistem pemerintahan presidensiil (the fixed executif system), maka wewenang 

untuk mengangkat dan memberhentikannya berada di pihak eksekutif itu sendiri. 

Tetapi menurut ketentuan di atas, penambahan jumlah anggota BPH berdasarkan 

adanya pertimbangan DPRD, berarti DPRD merupakan pihak yang berwenang 

untuk memberikan pertimbangan terhadap penarnbahan jumlah anggota BPH. 

Sementara pihak yang berwenang mengusulkannya adalah Kepala Daerah. 

Demikian juga dengan ketentuan-ketentuan menganai pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Menurut konsep pemisahan kekuasaan, wewenang untuk 

membuat peraturan perundangan-undangan atau legislasi merupakan wewenang 

lembaga legislatif. Tetapi menurut undang-undang ini, wewenang tersebut, yang 

pada dasarnya milik DPRD padaa tingkat daerah, dicampuri oleh Kepala Daerah. 

Hubungan-hubungan lain yang terdapat di antara kedua lembaga tersebut, 

dapat dilihat dari berbagai kekuasaan yang diungkapkan dalarn bentuk fungsi dan 

wewenang Pemerintah Daerah. Dalam beberapa pasal ditentukan adanya adanya 

fungsi dan wewenang yang menjadi milik Pemerintah Daerah. Misalnya: 1. 

27' Ihid, Pasal 66 
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Pemerintah Daerah berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah 

tangga d a e r a h t ~ ~ a , ~ ~ ~  2. Pemerintah Daerah dapat melaksanakan urusan-urusan 

Pemerintah Pusat, di mana menurut Pemerintah Pusat unisan tersebut dapat diatur 

dan diurus sendiri oleh daerah:76 dan 3. Pemerintah Daerah memengang 

kekuasaan mengenai pengelolaan kewangan daerah yang tidak berada dalam 

penguasaan pihak lain menurut peraturan-peraturan p~sat,277 Semua fungsi dan 

wewenang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah tersebut, pada intinya 

menjadi fungsi dan wewenang DPRD dan Kepala Daerah, oleh kerana keduanya 

melupakan unsur-unsur Pemerintah Daerah, meskipun kenyataannya Kepala 

Daerah lebih dominan dalarn ha1 ini. 

Menelusuri bentuk pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala 

Daerah, terlihat ada beberapa bentuk Pengagehan kekuasaan yang digunakan oleh 

undang-undang ini, yaitu : Pertarnu, menentukan berbagai fungsi dan wewenang 

yang diberikan kepada DPRD, Kedua, menentukan berbagai fumgsi dan 

wewenang yang diberikan kepada Kepala Daerah sebagai alat Pemerintah Daerah 

atau eksekutif daerah, Ketign, menentukan berbagai fungsi dan wewenang yang 

diberikan kepada Kepala Daerah sebagai alat Pemerintah Pusat, dan Keempat, 

menentukan adanya hubungan kekuasaan antara DPRD dengan Kepala Daerah 

dalam bentuk percampuran kewenangan. Bentuk-bentuk Pengagehan kekuasaan 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

I 

I 
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Rajah 4.1 
Bentuk Pengagehan Kekuasaan Antara DPRD Dan Kepala Daerah 

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 

ri Perneritah Pusat I 

4 

(Catatan: arah mata panah menunjukkan hubungan mempengaruhi langsung (+). 

Rajah 4.1 di atas memperlihatkan bahawa betapa kuatnya kekuasaan yang 

dimiliki oleh Kepala Daerah. Memang, sebagai perangkat Pemerintah Daerah, 

dapat dianggap bahawa DPRD dan Kepala Daerah sama-sama memiliki 

Kepala Daerah 

Sebagai Eksekuti f 
Daerah 

kekuasaan yang harnpir seimbang, apalagi dengan adanya bentuk percampuran 

Sebagai Alat 
Pemerintah Pusat 

Sebagai Legislatif 
Daerah 

kewenangan antara keduanya. Tetapi sebagai alat Pemerintah Pusat, kekuasaan 

Kepala Daerah jauh lebih kuat dari DPRD, bahkan DPRD berada di bawah 

kekuasaan Kepala Daerah, kerana anggota DPRD dapat diberhentikan atau 

diusulkan pemberhentia~mya oleh Kepala Daerah. Selaku Pemerintah Pusat, 

Kepala Daerah mendapat kekuasaan langsung dari Pemerintah Pusat bukan dari 

Pemerintah Daerah. Jelasnya, dengan posisi ganda tersebut, maka Pengagehan 

kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah menjadi tidak seimbang. 



4.3. Pengagehan Kekuasaan DPRD dan Kepala Daerah Menurut Undang- 

undang No. 5 Tahun 1974 

4.3.1. Landasan Lahirnya Undang-undang No. 5 Tahun 1974 

Meskipun menurut Pasal 2 Undang-undang No. 6 Tahun 1969, bahawa 

Undang-undang No. 18 Tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku lagi secara formal, 

namun rancangan undang-undang mengenai pokok-pokok pemerintahan di daerah 

baru dapat diajukan oleh Pemerintah dan disetujui oleh DPR pada tahun 1974. 

Undang-undang ini kemudian dinamakan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 

1974 tentang Pokok-poltok Pemerintahan di Daerah, yang diundangkan pada 

tanggal 23 Juli 1974, serta dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1974 No. 

3 8, dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 303 7. 

Sebenarnya selain undang-undang mengenai pokok-pokok pemerintahan 

di daerah, menurut Soehino, masih terdapat RUU mengenai pemerintahan desa 

yang diajukan bersamaan oleh Pemerintah, namun baru undang-undang mengenai 

pokok-pokok pemerintahan di daerah yang dapat disetujui DPR pada waktu  it^.^^' 

Sedangkan undang-undang mengenai pemerintahan desa baru disetujui 

pada tahun 1979, dan ditetapkan menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 1979. 

Dinamakan Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di 

Daerah, menurut bagian Penjelasan Umumnya, kerana : 

... dalam Undang-undang ini diatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah Otonom dan pokok-pokok penyelenggaraan 
pemerintahan yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di daerah; yang berarti 
bahawa dalam Undang-undang ini diatur pokok-pokok penyelenggaraan 
urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi 
dan asas tugas pembantuan di d a e ~ a h . ~ ~ ~  

'78~oel~ino, Perkernbungun Pe,~~erintahan di Daeruh, Op.Cit., Hlm 1 10 
179 Huruf a angka 1 mengenai Dasar Pemikinn. 



Penggunaan kata di antara kata Pemerintahan dengan Dueruh, pada 

waktu pembahasannya di DPR telah mendapat berbagai tanggapan. Khususnya 

Fraksi PDI waktu itu mengusulkan penghitungan kata di dalam judul undang- 

undang ini, yalcni digunakan perkataan Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah saja. 

Namun terhdap usulan teresebut, pihak pemerintah menjawab apabila 

dipergunaltan judul RUU tentang Pokok-Pokok Pemerintuhan Daerah tanpa kata 

di, dikawartikan nantinya akan menimbulkan kesimpangsiuran pula dalarn 

pelaksanaannya seperti telah dialarni selama ini, di mana seolah-olah hanya asas 

desentralisasi saja yang ditonjolkan. Dengan rurnusan Pemerintahan di Daerah 

maka sudah mencakup asas desentratisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

Pemerintah masih tetap beranggapan bahawa kata di tidak perlu dihilangkan, atau 

tegasnya judul RUU ini adalah sudah tepat dan tidak perlu dirubah lagL2'0 

Setelah disepekati permasalahan-permasalahan yang ada di seputar 

pembahasan antara Pemerintah dengan DPR, akhirnya RUU tersebut ditetapkan 

menjadi undang-undang, dengan memuat beberapa konsideran, yaitu : 

a. Bahawa Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2778), tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti; 

b. Bahawa Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum bagi 
seluruh perangkat Negara, 

c. Bahawa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
maka kedudukan Pemerintah Daerah sejauh mungkin diseragamkan; 

d. Bahawa untuk menjamin terselenggaranya tertib Pemerintah, wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dibagi atas daerah besar 
dan daerah kecil baik yang bersifat otonom maupun yang bersifat 
administratif, 
- - - 

280 Sujamto, Achmad Noerdin dan Surnarno, Proses Pembuatan Undang-undang No. 5 
Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pen~erintakan di Daerah, Cetakan keempat, Rineka Cipta, 
Jakarta, 199 I ,  Hlm. 13 1. 



e. Bahawa dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang 
tersebar di seluruh pelosok Negara dan dalam membina kestabilah 
politik serta kesatuan Bangsa, maka hubungan yang serasi antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara. Kesatuan, 
diarahkan pada pelaksanaan otonom Daerah yang nyata dan 
bertagungjawab yang dapat menjamin perkembangan dan 
pembangunan Daerah dan dilaksanakan bcrsama-sama dengan 
dekonsentrasi; 

f. Bahawa penyelenggaraan pemerintah di daerah, selain didasarkan 
desentralisasi dan asas dekonsentrasi juga dapat diselenggarakan 
berdasarkan atas tugas pembantuan; 

g. Bahawa untuk mengatur yang dimaksud di atas, perlu diletapkan 
Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. 

Konsederan-konsederan tersebut sebenarnya memuat beberapa landasan 

yang digunakan untuk mengeluarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1974, baik 

berupa landasan filosotis, yuridis, politis maupun ekonomis. Landasan 

filosofisnya, seperti undang-undang sebelumnya, adalah Pancasila. Memang tidak 

sedikit nilai-nilai kebenaran yang berkembang dalarn masyarakat Indonesia, tetapi 

nilai-nilai tersebut digali dan dijadikan sebagai satu kesatuan pandangan hidup 

bangsa yang dinamai falsafah Pancasila. Menurut Djenal Hoesen 

Koesoemahatmadja, falsafah-falsafah yang terkandung dalam Pancasila menjadi 

dasar dan arah tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Baik DPRD maupun 

Kepala Daerah wajib berpegang teguh kepada Pancasila, sehingga pemerintahan 

daerah pun secara langsung dipengaruhi oleh ~ a n c a s i l a . ~ ~ '  

Sebagai landasan filosofis, tidak hanya salah satu sila saja dari sila-sila 

Pancasila yang ditonjolkan, namun semua sila dianggap menjadi landasan 

filosofis, sebagaimana maksud arti kembali kepada UUD 1945 secara murni dan 

konsekuen, berarti juga wajib menjalankan semua yang terkandung di dalam UUD 

28' Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, Perkembangan Fungsi dan Struktur Pamong Praja 
Ditinjau Dari Segi Sejarah, Alumni, Bandung, 1978, Him. 120. 



1945, tennasuk menjalankan makna-makna yang terkandung dalam rumusan 

Pancasila seperti tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Sila-sila dari Pancasila, 

menurut Notonegoro yang dikutip oleh Djenal Hoesen Koesoemahatrnadja, 

merupakann rangkaian kesatuan yang tak terpisahkan, tiap sila mengandung 

empat sila lainnya dan dikualifikasi oleh empat sila lainnya. Misalnya dalam 

memaharni sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka yang difahamani adalah Ke- 

Tuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan 

Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratanlperwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Dernikian juga bagi sila-sila lainnya282. Jelasnya, dalam memahami 

sila-sila dari Pancasila, maka antara satu sila dengan sila lainnya tidak bisa 

difahamani secara terpisah. Oleh kerana Pancasila difaharnani sebagai rangkaian 

kesatuan yang tak terpisahkan, maka ketika menernpatkannya sebagai landasan 

filosofis pun harus dalam bentuk rangkaian kesatuan yang tak terpisahkan juga. 

Dengan kata lain, landasan filosofis lahirnya Undang-undang No. 5 Tahun 1974, 

adalah Pancasila sebagai rangkaian kesatuan yang tak terpisahkan, seperti 

rumusan resmi yang tertuang dalarn Pembukaan UUD 1945. 

Selain landasan filosofisi lahirnya Undang-undang No. 5 Tahun 1974 juga 

dilandasi oleh beberapa pertimbangan yuridis. Adapun pertimbangan- 

I pertimbangan yuridis tersebut, terdiri dari : 

a. Pasal 5 ayat (I), Pasal 18 dan Pasal20 ayat (1) UUD 1945. 

282 Ibid, Hlm. I 19 



b. Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar 

Haluan Negara dan Ketetapan MPR RI No. VlMPRl1973 tentang 

Peninjauan Produk-produk yang berupa Ketetapan-ketetapan MPRS 

RI. 

c. Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibukota Negara Republik 

Indonesia Dengan Nama Jakarta (Lembaran Negara RI Tahun 1964 

No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 267 I), Undang-undang 

No. 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai 

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

(Lembaran Negara RI Tahun 1969 No. 37, Tambaban Lembaran 

Negara, RI No. 2901), dan Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang 

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara RI 

Tahun: 1969 No. 69, Tambahan Lembaran Negara RI No. 291 5). 

Kelahiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 juga dilandasi dengan 

pertimbangan-pertimbangan politis, atau disebut sebagai landasan politis. 

Pertimbangan-pertimbangan politis tersebut, pada dasarnya adalah berbagai 

pertimbangan yang dilandasi oleh adanya peralihan kebijakan politik yang terjadi 

pada saat itu, yakni beralihnya kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan negara 

dari tangan Orde Lama kepada Orde Baru. Konsekuensinya, berbagai kebijakan 

rezim sebelumnya harus disesuaikan dengan kebijakan yang baru, khususnya 

mengenai kebijakan politik otonom daerah. 



Dengan berakhirnya rezim politik Demokrasi Terpimpin, maka berakhir 

pula kebijakan-kebijakan politiknya. Sementara itu, Undang-undang No. 18 tahun 

1965 sebelumnya yang berlandaskan dengan kegotongroyongan Demokrasi 

Terpimpin, tentunya tidak sesuai lagi dengan kebijakan Orde Baru. Dalam 

kebijakan Orde Baru, namun harus mempertanggung jawab pelaksanan 

penyelenggaraan autonomi tersebut sebagai bagian dari konsep negara kesatuan. 

Oleh kerana itu, Prinsip penyelenggaaraan Pemerintah Daerah autonomi bukan 

hanya sebatas pada saat desentralisasi saja, tetapi juga asas demokrasi dan tugas 

pembantu, dalam bentuk satu kesatuan. Autonomi daerah lebih merupakan 

kewajiban dari pada hak, yang kewajiban untuk ikut melancarkan jalannya 

pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan yang hams diterima 

dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

Landasan politis tersebut kemudian ditegaskan dalam Ketetapan MPR RI 

No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Menurut ketetapan 

ini, terdapat beberapa pengarahan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan 

otonomi daerah, yaitu: 

a. Harus serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa. 

b. Hams dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat 

dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan. 

c. Harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. 

Ketiga poin pengarahan di atas, secara jelas memperlihatkan bagaimana 

wujud otonomi daerah yang nyata dan bertangung jawab. Nyata, dalam arti 

I bahawa pemberian otonomi kepada daerah hamslah didasarkan pada faktor-faktor, 



perhitunggan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan- 

kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara 

nyata mampu mengurus rumah tangga sendiri. Bertanggung jawab, dalam arti 

bahawa pemberian autonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu 

melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dah serasi 

(tidak bertentangan) dengan pengarahan-pengarahan yang telah diberikan, serasi 

dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, menjarnin hubungan yang serasi 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dapat menjamin perkembangan dan 

pembangunan dae~-ah.~ '~ 

Dalam konteks ini, daerah tidak diperbolehkan membuat kebijakan- 

kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan pusat. Jika itu terjadi, berarti 

hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah atas dasar negara kesatuan, 

tidak dapat dikatakan serasi lagi. Kejadian tersehut dapat menjadi argumentmi 

bagi Pemerintah Pusat untuk mencabut kembali wewenang autonomi pada daerah- 

daerah tertentu, kerana yang bersangkutan dianggap tidak bertanggung jawab. 

Oleh kerana itu, meskipun adannya. penyerahan urusan pemerintahan kepada, 

daerah otanom untuk dijadikan urusan rumah tangganya, namun penyerahannya 

baru dapat dilaksanakan secara nyata apabila daerah yang bersangkutan telah 

dianggap bersedia dan mampu untuk menerima semua urusan yang diserahkan 

tersebut. Jadi itulah yang dimaksud dengan prinsip autonomi nyata dan 

bertanggung jawab, yang intinya bertujuan untuk memperkuat posisi negara 

kesatuan melalui pemberian autonomi daerah. Sedangkan prinsip seluas-luasnya, 

283 Huruf g angka 1 mengenai Dasar Pemikiran Bagian Penjelasan Umum. 



seperti sebelumnya, tidak digunakan lagi kerana berdasarkan pengalaman prinsip 

tersebut dianggap dapat membahayakan keutuhan negara kesatuan, sebagaimana 

terjadinya berbagai pemberontakan di daerah sebelum G-30-SIPKI. 

Membina, kestabilan politik serta kesatuan bangsa, menjadi prioritas 

pembangunan bidang politik yang dicanangkan oleh Orde Baru. Pengalaman 

sebelumnya. menunjukkan, bahawa tidak terjadinya stabilitas politik kerana 

terjadinya pertentangan yang terus menerus antara partai politik yang ada, bahkan 

tidak jarang berakhir dengan pertikaian-pertikaian yang serius. Para pimpinan 

partai politik, seringkali mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan saja 

tanpa memikirkan kepentingan bangsa secara nasional. Oleh kerana itu, untuk 

mencapai stabiltas politik yang dimaksud, maka selain mengeluarkan Undang- 

undang No. 5 tahun 1974, pemierintah Orde Baru juga. menjalankan langkah- 

langkah yang antara lain sebagai berikut : 

a. Pembubaran serta. pelarangan PKI, yang telah nyata-nyata berkhianat 
dan telah berulang kali berusaha menghancurkan Negara RI, yang 
telah diproklamasikan oleh rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus 
1945. 

b. Penempatan. kembali lembaga-lembaga Negara, dalam kedudukannya 
sesuai dengan UUD 1 945. 

c. Berhasilnya pembentukan UU No. 311 975 tentang "Parpol dan Golkar 
dalam rangka penyederhanaan partai-pariai politik serta organisasi 
masa lainnya." 

d. Pembentukan UU tentang Pemilihan Umurn No. 1511969 berikut 
perubahannya. 

e. Pembentukan UU No. 1611969, tentang "Susunan dan Kedudukan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rak at dan 
Dewan Perwakilan rakyat Daerah berikut UU perubahannya. 2 8 6  

Demi keperluan stabilitas politik juga, meskipun DPRD ditetapkan sebagai 

lembaga yang berhngsi dalam pengambalian keputusan-keputurnn politik, namun 

284 Lihat DalamDjenal Hoesen Koesoemahatmadja, Up. Cit, Hlm. 12 1 



Orde Baru lebih menempatkan Kepala Daerah sebagai pemegang kebijakan 

politik tertinggi di daerah, atau apa yang dinamakan Penguasa Tunggal. Oleh 

kerana itu dalam undang-undang ini, fimgsi dan wewenang Kepala Daerah 

sebagai Penguasa TunggalIAdministrator TunggalIAdministrator Utarna/Wakil 

Pemerintah Pusat, ditempatkan pada posisi yang sangat kuat. 

Dengan demikian, landasan politis lahirnya Undang-undang No. 5 Tahun 

1974, adalah kebijakan politik untuk memperkokoh keutuhan negara kesatuan 

dengan jaminan hubungan yang serasi antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah 

Daerah melalui asas desentralisasi, asas dekonsentarsi dan tugas pembantuan. 

Tennasuk juga dalam pengertian landasan politis, yakni berbagai pertimbangan 

dari sisi budaya yang menjadi landasan atau dasar kelahiran Undang-undang No. 

5 Tahun 1974. 

Berkenaan dengan pertimbangan dari sisi budaya tersebut, Daniel S. Lev 

mengatakan bahawa keanekaragaman agarna dan suku-suku di Indonesia, suatu 

pluralisme yang tak terelakkan, membutuhkan norma-nonna politik netral yang 

rnasuk aka1 untuk menjaga keutuhan bangsa dan ketenteraman r e~a t i f . ~ '~  

Sedangkan menurut M. Solly Lubis sendiri, bahawa ditinjau dari sisi 

budaya, desentratisasi merupakan suatu asas dan metode yang lebih ampuh bagi 

pemerintah untuk memperhatikan dan memperhitungkan kekhususan daerah 

tertentu, misalnya faktor alam, antropologi budaya penduduk aktivitas ekonomi, 

watak kebudayaan daerah, latar belakang sejarah dan ~ e b a ~ a i n ~ a . ~ * ~  Jelasnya 

wilayah negara Indonesia yang luas beserta dengan keanekaragaman budayanya, 

285 Dalam M. Solly Lubis, 0p.Cit. Hlm. 100 
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hams dibina dalam suatu bentuk kebijakan politik yang stabil. Tetapi pembinaan 

tersebut tak akan berhasil dengar, baik tanpa adanya Pemerintah Daerah sebagai 

instrumen yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat tersebut. 

Di samping adanya landasan filosofis, yuridis dan politis di atas, jika 

memperhatikan konsederannya, kelahiran Undang-undang No. 5 Tahun 1974 juga 

memiliki landasan ekonomis, meskipun landasan ini sebenamya terkait erat 

dengan landasan politis tersebut. Dalam konsederan huruf e dikatakan bahawa 

otonomi daerah dilakukan "dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan 

yang tersebar di seluruh pelosok Negara." Dengan demikian, bahawa arti 

pentingnya penyelenggaraan autonomi daerah, adalah guna memperlancar 

pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan tersebut tak lain hanyalah 

sebagai upaya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyatakat dan tdak 

terjadinya kesenjangan ekonomi di daerah-daerah. Tanpa pemerataan 

pernbangunan, upaya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat dan 

menhindar terjadinya kesenjangan di antara daerah sulit untuk diwujudkan. 

Bagaimmrn mungkin ha1 itu tenvujud, jika sebagian besar daerah masih memiliki 

keterbatasan dalam penggunaan sarana transportasi, informasi, kemajuan 

teknologi dan sebagainya. 

Oleh kerana itu pertimbangan-pertimbangan ekonomis menjadi penting 

untuk melaksanaan autonomi daerah. Man Ghaffar, sehubungan dengan ha1 ini, 

mengatakan : 

Negara Indonesia Orde Baru sejak awal berkeyakinan, bahawa 
pembangunan ekonomi merupakan prioritas utama dalam kehidupan 
nasional. Logika yang ada dibalik itu adalah, dengan ekonomi yang 
berkembang dan maju, maka rakyat Indonesia dijauhkan dari kemiskinan 



dan keterbelakangan, sehingga ancaman dan bahaya. komunisme dapat 
diatasi. "Perut yang lapar merupakan bibit yang subur dari komunisme," 
itulah selogan. yang diyakini Presiden Soeharto ketika membentuk format 
politik dari tahun 1968 sampai Pemilihan Umum 1971 .287 

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, oleh kerana rendahnya tingkat 

ekonomi masyarakat, akhirnya mereka gampang untuk dipengaruhi oleh berbagai 

ideologi yang pada dasarnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, 

Seperti halnya. PKI dapat mempropaganda kaum buruh dan rakyat petani untuk 

kepentingan politiknya. Tetapi kenyataannya, ha1 itu bukan dapat meningkatkan 

taraf ekonomi bangsa, malahan sebaliknya yang terjadi adalah degradasi ekonomi, 

sepertinya menurunnya nilai tukar rupiah, membumbungnya harga barang dan 

sebagainya, yang intinya membuat ekonomi bangsa. semakin porak-poranda.288 

Agar jangan pengalaman yang sarna terulang kembali, Pemerintah harus 

memprioritaskan perbaikan-perbaikan kehidupan ekonomi rakyat. Ketika ha1 itu 

tidak dapat dilakukan, tentunya yang dominan untuk menguasai kehidupan 

ekonomi adalah pihak-piliak yang bermodal, dan ketika ini terjadi berarti rakyat 

tetap berada pada lingkaran kerniskinan. Di sinilih letak pentingnya Pemerintah 

ikut serta dalam pembangunan kehidupan ekonomi. Oleh kerana menurut Gunnar 

Myrdal, bahawa apabila pemerintah tidak secara aktif carnpur tangan di dalam 

kegiatan ekonomi, yang berarti bahawa perekonomian tersebut diatur oleh 

mekanisme pasar tingkat pembangunan yang berbeda di antara berbagai daerah 

287 Afan Ghaffar, Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, 
Yogyakarta, 1999, Hlm 148. 

288 Sebagai contoh, sampai berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno di tahun 1967, 
inflasi sudah mencapai 650%. Mat Dalam Syaukani HR, Man Ghaffar dan M. Ryaas Rasyid, Op. 
Cit., Hlm. 168 



akan memberikan akibat yatig buruk pada corak pembangunan ~ e l a n j u t n ~ a . ~ * ~  

Akan tetapi, keikutsertaan Pemerintah untuk melaksanaan pembangunan 

kehidupan ekonomi secara menyeluruh di pelosok negara tidak akan berjalan 

efektif tanpa didukung oleh adanya suatu instrumen sebagai perpanjangan tangan 

negara, dan instrumen inilah yang disebut dengan Pemerintah Daerah. 

4.3.2. Pergeseran Struktur Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat ~ a e r a h . ~ ~ '  Struktur yang dernikian menunjukkan bahawa posisi Kepala 

Daerah sama tingginya dengan DPRD dalam organisasi Pemerintah Daerah. Hal 

itu sesuai dengan keinginan Pemerintah waktu itu, pada saat RUU ini di bahas di 

tingkat DPR. 

Pada awalnya rumusan yang ditawarkan Pemerintah bukan Kepala Daerah 

dan DPRD, melainkan rumus Kepala Daerah beserta DPRD. Tetapi Fraksi PDI, 

dalam Pemandangan Umum yang disampaikan oleh Sabam Sirait, mengusulkan 

agar kata beserta diganti dengan kata dan, oleh kerana kata beserta tersebut kurang 

menggambarkan maksud kedudukan yang sama tinggi atau nevengenschikkend 

antara Kepala Daerah dengan DPRD. Usulan tersebut diterima dengan baik oleh 

Pemerintah pada waktu itu. Dalarn jawabannya, Pemerintah menyatakan bahawa 

maksud adanya Kepala Daerah beserta DPRD sebagai unsur Pemerintah Daerah 
I 

addah untuk menegaskan adanya kedudukan yang sarna tinggi 
I 

- - - - - - 
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(nevengenschikkend) antara kedua lembaga itu. Sungguhpun demikian, 

Pemerintah tidak berkeberatan dan bahkan berterima kasih atas rumusan  it^.^'' 

Dengan demikian, struktur Pemerintah Daerah menurut Undang-undang 

No. 5 Tahun 1974, adalah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Kedua lembaga 

tersebut, menurut struktur ini merupakan bentuk kedudukan yang sama tinggi 

dalam Pemerintah Daerah. Struktur ini juga diharapkan dapat Menjamin adanya 

kerjasama yang serasi antara Kepala Daerah dengan DPRD untuk mencapai tertib 

pemerintahan di daerah. 

4.3.3 Kepala Daerah 

Sedikit berbeda dengan Undang-undang No. 18 Tahun 1965 yang hanya 

mengenal istilah pengangkatan Kepala Daerah, dalam Undang-undang No. 5 

Tahun 1974 telah diperkenalkan istilah pencalonan dan pemilihan Kepala Daerah, 

walaupun makna pencalonan dan pemilihan tersebut perlu dikaji lebih lanjut. 

Mengenai pencalonan dan pemilihah Kepala Daerah, menurut undang- 

undang ini meliputi beberapa tahapan, yaitu : 

a. DPRD melakukan pericalonan dan kemudian pemilihan calon Kepala 

Daerah tingkat I dari minimal tiga orang dan maksimal lima orang 

calon, yang sebelunya telah diterima dan disepakati bersama antara 

Pimpinan DPRDffimpinan Fraksi-Fraksi dengan Menteri Dalam 

Negeri. Hal yang sama juga dilakukan terhadap calon Kepala Daerah 

tingkat 11, setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan dan disepakati 

291 Sujamto, Achmad Noerdin dan Sumamo, Op. Cit, Him. 48 dan 135. 



bersama antara Pimpinan DPRDIPimpinan Fraksi-Fraksi dengan 

Gubernur Kepala ~ a e r a h . ~ ~ ~  

b. Hasil pemilihan calon Kepala Daerah tingkat I tersebut diajukan oleh 

DPRD yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Dalam, 

Negeri, dari minimal dua orang, dan untuk diangkat salah seorang di 

antaranya. Hal yang sama juga dilakukan terhadap hasil pemilihan 

calon Kepala Daerah tingkat 11, diajukan oleh DPRD yang 

bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala 

~ a e r a t ~ ~ ~  

c. Kemudian Presiden mengangkat salah seorang dari minimal dua orang 

calon Kepala Daerah tingkat I yang diajukan oleh DPRD yang 

bersangkutan. Demikian juga, Menteri Dalam Negeri mengangkat 

salah seorang dari minimal dua orang calon Kepala Daerah tingkat I1 

yang diajukan oleh DPRD yang be~an~ku tan .~ '~  

Dengan demikian, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam 

proses pemilihan Kepala Daerah, yaitu tahap pencalonan, tahap pemilihan, tahap 

pengajuan hasil pemilihan dan tahap penentapan calon terpilih. Pada tahap 

pencalonan, DPRD yang bersangkutan akan melakukan penyeleksian terhadap 

persyaratan-persyaratan seorang calon. Persyaratan-persyaratan tersebut terdidiri 

dari: a. WNI, b. bertaqwa kepada Tuhan YME, c. setia dan taat kepada Pancasila 

I dan UUD 1945, d. setia dan taat kepada negara dan Pemerintah, e. tidak pernah 

I terlibat langsung maupun tidak langsung dalarn setiap kegiatan yang mengkhianati 

292 Undang-undang No. 5 Tahun 1074, Pasal 15 ayat (I)  dan Pasal 16 ayat (1). 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, 

seperti G-30-SIPKI dan atau, organisasi terlarang lainnya, f. mempunyai rasa 

pengabdian terhadap nusa dan bangsa, g. mempunyai kepribadian dan 

kepemimpinan, h. berwibawa, i. jujur, j. cerdas, berkemampuan dan terampil, k. 

adil, 1. tidak dicabut hak. pilihnya berdasarkan. keputusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan pasti, m. sehat jasmani dan rohani n. berumur sekurang- 

kurangnya 35 tahun bagi Kepala Daerah tingkat 11, o. mempunyai kecakapan dan 

pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang. pemerintahan, p. berpengetahuan 

yang sederajat dengan Perguruan Tinggi atau minimal berpendidikan yang dapat 

dipersamakan dengan Sarana Muda bagi Kepala Daerah tingkat 23 dan 

berpengetahuan akademik atau minimal berpendidikan yang dapat di persamaan 

dengan SLTA bagi kepala daerah tingkat 11.~ '~ 

Melihat sebegitu rincinya persyaratan-persyaratan tersebut bahkan 

persyaratan-persyaratan yang tidak mudah untuk membuktikannya juga 

ditentukan, rnisalnya mempunyai kepribadian dan kepemimpinan, berwibawa, dan 

jujur - seharusnya Pimpinan DPRDIPimpinan Fraksi-Fraksi dapat dengan mudah 

menyelesaikan tahapan ini. Tetapi tidak dalam kenyataannya, kerana selain hams 

memusyawarahkan dan menyepakatinya bersama dengan Menteri Dalam Negeri 

atau dengan Gubernur sesuai tingkatannya, juga tata cara pelaksanaan pencalonan 

tersebut hams diatur dengan Peraturan Menteri Dalam ~ e ~ e r i . ~ ~ ~  Di sinilah 

kesulitannya konsep politik autonomi yang nyata dan bertanggung jawab, menurut 

Syufri Helmi Tanjung, oleh kerana penentuan calon Kepala Daerah hams 
I 
I 
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berdasarkan kesepakatan pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi, dalam 

praktik terjadilah pengarahan dalam ha1 pemilihan Kepala Daerah yang seringkali 

berbeda dengan aspirasi daerah otonom yang b e r ~ a n ~ k u t a n . ~ ~ ~  Demikian juga 

mengenai tahap pemilihan yang dilakukan oleh DPRD yang bersangkutan. 

Sedangkan pada tahap pengajuan hasil pemilihan dan tahap penetuan calon 

terpilih, pada dasarnya tidak membutuhkan peranan DPRD secara aktif Kerana 

pada tahap pengajuan hasil pemilihan, DPRD hanya menyampaikan hasil 

pemilihan tersebut - lebih tepat dikatakan sebagai hasil musyawarah dan 

kesepakatan bersama - kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon 

Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi calon 

BupatiIWalikota. Kata melalui tersebut-jika berpedoman pada rumusan bahawa 

Kepala Daerah menurut hierarki bertanggungjawab kepada Presiden melalui 

Menteri Dalam Negeri, menurut angka (4) Penjelasan mengenai Kepala Daerah 

bukan berarti Menteti Dalam Negeri atau Gubernur meneruskan berkas pengajuan 

hasil pamilihan tersebut begitu saja kepada pihak selanjutnya. Tetapi kata melalui 

tersebut berrnakna bahawa Menteri Dalam Negeri dapat mengolah serta 

mengarnbil tindakan-tindakan yang dianggap perlu terhadap pengajuan hasil 

pemillhan, sebelum disampaikan kepada Presiden. Begitu juga Gubernur dapat 

mengolah serta mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu terhadap 

pengajuan hasil pemilihan, sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. 

Hal itu tidak terlepas dari posisi Menteri Dalam Negeri 'Sebagai pembantu 

I Presiden, dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 

- - - 
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Sementara pada tabap penentuan calon terpilih, adalah tahapan yang sama 

sekali berada di tangan pihak yang mengangkat, baik Presiden bagi calon 

Gubernur maupun Menteri Dalam Negeri bagi calon BupatiIWalikota. DPRD 

pada tahapan ini hanya dapat mmerima hasil yang akan keluar, meskipun hasil 

tersebut berbeda dari sebelumnya. Misalnya pada tahap pemiliban, calon A 

mendapat dukungan 30 suara, sedangkan calon B oleh presiden mendapat 10 

suara dari jumlah 40 orang anggota DPRD. Tetapi hasil tersebut tidak bisa 

dipertahankan pada tahap penentuan calon terpilih, boleh jadi calon B yang 

diangkat oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri sesuai dengan tingkatannya, 

kerana mereka berwenang untuk menentukan siapa yang diangkat. 

Manakala seorang calon telah ditetapkan dan dilantik menjadi Kepala 

Daerah, maka terhitung mulai tanggal pelantikannya, seorang Kepala Daerah akan 

memegang masa jabatannya untuk lima tahun. Selama menjabat sebagai Kepala 

Daerah, ditentukan pula beberapa larangan baginya, yaitu: a. dilarang dengan 

sengaja melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, 

Pemenritah. Daerah dan atau Rakyat, b. dilarang turut serta dalarn sesuatu 

perusahaan, c. dilarang melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang memberikan 

keuntungan baginya dalam hal-ha1 yang berhubungan langsung dengan daerahnya, 

bersangkutan, d. dilarang menjadi advokat atau kuasa dalam perkara di muka 

pengadilan.298 

Kepala Daerah juga dapat berhenti, kerana meninggal dunia, dan 

diberhentikan kerana: a. atas permintaan sendiri, b. berakhir masa jabatannya dan 

298 Ibid, Pasal20 



telah dilantik Kepala Daerah yang bam, c. melanggar sumpah/janji Kepala 

Daerah, d. tidak lagi memenuhi persyaratan-persyaratan Kepala Daerah, 

e. melanggar larangan-larangan Kepala Daerah, dan f. kerana sebab-sebab lain.299 

Mekanisme pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan juga pemberhentian 

Kepala Daerah di atas, dilakukan dalam rangka menentukan kedudukannya 

sebagai Kepala Daerah Otonom, atau dapat dikatakan sebagai Alat Pemerintah 

Daerah atau lembaga eksekutif daerah. Tetapi sebenarnya, mekanisme tersebut 

sekaligus menentukan kedudukan Kepala Daerah sebagai Kepala Wilayah atau 

dapat dikatakan sebagai Penguasa Tunggal di daerah, Administrator Tunggal, 

Administrator Utama, atau Wakil Pemerintah Pusat. Oleh kerana, mekanisme 

tersebut, khususnya dalam ha1 pengangkatan, telah mencakup kedua bentuk 

kedudukan Kepala ~aerah.)" Sebagai Kepala Wilayah, ia hams mempunyai 

kecakapan di bidang pemerintahan dan dipercaya sepenuhnya oleh Pemerintah. 

Sementara sebagai Kepala Daerah Otonom, ia perlu mendapat dukungan dari 

rakyat yang dipimpinnya. Dengan demikian, setelah berada pada kedudukan 

sebagai Kepala Daerah Otonom, maka sekaligus berarti menduduki posisi sebagai 

Kepala Wilayah. Gubernur kerana jabatannya adalah Kepala Wilayah Provinsi, 

dan BupatiIWalikota kerana jabatannya juga adalah Kepala Wilayah Kabupaten 

atau ~ o t a m a d ~ a . ~ ' ~  

I 
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4.3.4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Undang-undang No. 5 Tahun 1974, jika dibandingkan dengan 

sebelurnnya, merupakan satu-satunya undang-undang mengenai pemerintahan 

daerah yang tidak memuat ketentuan tentang susunan, keanggotaan dan pimpinan 

DPRD secara rinci. Pada Pasal 27 dikatakan, bahawa susunan, keanggotan dan 

pimpinan DPRD, termasuk juga mengenai sumpah/janji, masa keanggotaan dan 

larangan bagi anggota-anggota DPRD, diatur dengan undang-undang. Oleh kerana 

itu, untuk melihat lebih rinci mengenai hal-ha1 tersebut harus dilakukan lewat 

undang-undang mengenai susunan dan kedudukan NIPR, DPRD dan DPRD. 

Sehubungan dengan keberadaan Undang-undang No. 5 Tahun 1974, maka 

undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang-undang No. 16 Tahun 1969 

tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, yang telah diubah 

beberapa kali melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1975, Undang-undang No. 2 

Tahun 1985 dan terakhir kali dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1995. Dalarn 

tulisan ini, akan digunakan semua bentuk perubahan tersebut sesuai dengan materi 

yang diperlukan, tetapi dalam pengungkapannya tetap Menggunakan judul 

Undang-undang No. 16 Tahun 1969 agar lebih mudah difahamani. 

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 1969 keanggotaan DPRD terdiri 

atas wakil-wakil dari organisasi peserta pemilihan urnum dan golongan karya 

ABRI. Dengan kompoisi kenggotaan demikian, maka jurnlah keanggotaan 

golongan karya ABRI diangkat sebanyak seperlima dari jumlah keseluruhan 

anggota DPRD,)'~ sedangkan pihak yang berwenang menetapkan pengangkatan 
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tersebut adalah Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden atas usul Panglima 

ABRI atau pejabat lain yang d i t~n juk .~ '~  Dengan demikian, maka dalam 

perkembangan keanggotaan DPRD di Indonesia, termasuk juga DPR, mulai saat 

ditetapkannya Undang-undang No. 16 Tahun 1969 telah dikenal adanya istilah 

keanggotaan DPRD yang ditentukan melalui pengangkatan. Sedangkan masa 

sebelumnya, khusus menurut ketentuan Undang-undang No. 18 Tahun 1965, 

semua anggota DPRD dipilih melalui pemilihan m u m .  

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon anggota DPRD, 

terdiri dari : a. WNI yang berusia 21 tahun serta bertakwa kepada Tuhan YME, b. 

dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf Latin, 

berpendidikan minimal SLTP atau yang berpengetahuan sederajat dan 

berpengalarnan di bidang kemasyarakatan danlatau kenegaraan, c. setia kepada 

Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara dan Ideologi Nasional, 

kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, UUD 1945 serta kepada Revolusi 

kemerdekaan Bangsa Indonesia, untuk mengemban Arnanat Penderitaan Rakyat, 

d. bukan bekas anggota organisasi PKI, termasuk organisasi massanya atau bukan 

seseorang terlibat langsung atau tidak langsung dalam Gerakan 30-S/PKI, atau 

organisasi terlarang lainnya, e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, f. tidak sedang 

menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

1 kekuatan hukurn tetap, kerana melakukan tindak pidana, yang diancam dengan 

I penjara lima tahun atau lebih, dan g. nyata-nyata tidak sedang terganggu 

303 Ibid, Pasal 17 ayt (4) dan Pasal24 ayt (4) 



j i ~ a / i n ~ a t a n n ~ a . ' ~ ~  setelah menjadi anggota DPRD, setiap anggota dilarang 

merangkap jabatan organiknya, khususnya bagi PNS, kecuali bagi anggota DPRD 

yang merupakan tenaga ahli dan pembebasan dari jabatan organiknya 

mengahadapi kesulitan fbngsional dalam melaksanakan pembangunan.305 

Dalarn masalah pemberhentian, Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tidak 

mengenal istilah diberhentikan, yang ada hanyalah istilah berhenti antar waktu, 

meskipun maksudnya tidak berbeda. Menurut undang-undang ini bahawa anggota 

DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota, kerana: a. meninggal dunia, b. atas 

permintaan sendiri secara tertulis kepada, Pimpinan DPRD, c. bertempat tinggal di 

luar wilayah Daerah yang bersangkutan, d. tidak memenuhi lagi syarat-syarat 

sebagai anggota DPRD berdasarkan keterangan yang berwajib, e. dinyatakan 

melanggar sumpah janji sebagai anggota DPRD dengan keputusan DPRD yang 

bersangkutan, f. diganti oleh Partai Politiknya sendiri, dan g. terkena larangan 

perangkapan jabatan.306 

Bagi anggota DPRD yang berhenti antar waktu tersebut, maka pihak yang 

menempati posisinya adalah pihak yang berasal dari posisi yang sama 

sebelurnnya, baik dari organisasi peserta pemilihan umum maupun dari golongan 

karya ABRI'" Anggota DPRD hasil pemilihan umum diganti oleh nama-narna 

yang tercantum dalam Dafiar Calon Tetap (DCT) untuk pemilihan urnum 

keangotaan DPRIDPRD yang telah disahkan dari organisasi peserta pemilihan 

I umurn yang bersangkutan. Sedangkan anggota DPRD utusan golongan karya 

304 Ibid, Pasal2 ayat ( I )  
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ABRI diganti oleh Badan PermusyawaratanPerwakilan Rakyat yang ada pada 

perwakilan Panglima ABRI,"* dan masalah mekanisme pergantiannya diserahkan 

kepada Peratwan Pemerintah untuk mengaturnya.309 

Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah RI No. 

36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang 

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1975 dan Undang-undang No. 2 Tahun 

1985. Mekanisme pergantian anggota DPRD, menurut Peraturan Pemerintah ini, 

yaitu : 

a. Bagi anggota yang diganti, maka calon penggantinya diambil dari 

nama yang tercantum dari DCT pemilihan umum anggota DPRD dan 

tidak terikat pada nomor urut dalarn DCT tersebut. 

b. Nama tersebut diajukan oleh Dewan Pimpinan organisasi peserta 

pemilihan umum di tingkat daerah yang bersangkutan, kepada Menteri 

Dalam Negeri bagi DPRD I dan kepada Gubernur bagi DPRD 11, 

meldui Pimpinan DPRD masing-masing. 

c. Sebelum diajukan kepada pihak yang berwenang tersebut, organisasi 

peserta pemilihan urnum yang bersangkutan terlebih dahulu 

bermusyawarah dengan Pimpinan DPRD masing-masing. 

d. Calon pengganti dari golongan karya ABRI, diajukan oleh Panglima 

ABRI atau pejabat yang ditunjuknya kepada Menteri Dalam Negeri 

melatui Pimpinan DPRD masing-masing. 

- - 
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e. Pimpinan DPRD yang bersangkutan segera meneruskan calon 

pengganti antar waktu kepada Menteri Dalam Negeri bagi DPRD I, 

kepada Gubernur bagi DPRD I1 utusan peserta pemilihan umurn, dan 

kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD I1 utusan golongan 

karya A B R I . ~ ~  

Jika dipandang sepintas lalu, ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan 

bahawa ada perubahan baru yang dibawa, oleh Undang-undang No. 5 Tahun 

1974, di mana anggota DPRD tidak dapat diberhentikan oleh dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Daerah. Tetapi, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan 

sebelumnya, bahawa DPRD masih berada di bawah pengaruh kekuasaan Kepala 

Daerah, khususnya dalam kaitan sebagai Penguasa Tunggal di daerah. Dalam ha1 

pemberhentian anggota DPRD, Kepala Daerah memegang andil yang besar. 

Sebagai indikasinya lihat saja ketentuan bahawa apabila ternyata DPRD I 

melalaikan atau kerana sesuatu ha1 tidak dapat menjalankan fungsi dan 

kewajibannya sehingga dapat merugikan Daerah atau Negara, setelah mendengar 

pertimbang Gubernur, Menteri Dalam Negeri menentukan cara bagaimana hak 

wewenang dan kewajiban DPRD itu dapat dijalankan. Begitu juga bagi DPRD I1 

penentuan cara yang dimaksud dapat dilakukan oleh Gubernur setelah mendengar 

pertimbangan BupatiIWalikota yang bersangkutan.) ' 
Pertimbangan Kepala Daerah tersebut sangat politis sifatnya, dapat saja ia 

I memberi pertimbangan kepada Mentei atau Gubernur bahawa seseorang anggota 

I DPRD telah melalaikan atau tidak menjalankan fungsi dan kewajibannya dan 

3'0 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1985 Pasal34 dan 35. 
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kerananya dapat diberhentikan. Ketika pertimbangan itu yang diberikan, maka 

Menteri Dalam Negeri dapat saja menganjurkan pada pimpinan partai politiknya 

untuk mengganti anggota DPRD yang bersangkutan. Demikian juga, kedudukar 

Kepala Daerah sebagai Penguasa Tunggal, yang salah satu tugasnya membina 

ideologi negara, politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Pada kedudukan ini 

DPRD-lah yang hams mengikuti kebjjaksanaan-kebijaksanaan Kepala Daerah 

atau lebih tepat dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Kepala 

Daerah. Sehubungan dengan ini, Syufri Helmi Tanjung, mengatakan bahawa 

urusan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD telah mengakibatkan 

sulitnya posisi DPRD, kerana harus, bertanggung jawab terhadap segala 

kebijaksanaan Gubernur sebagai Penguasa Tunggal dan Administrator 

Pembangunan, sedangkan sebaliknya Kepala Daerah hanya bertanggung jawab 

secara formal kepada DPRD.~ '~  

Namun seolah-olah menutup mata dengan berbagai kemungkinan yang 

tidak diingini tersebut bakal terjadi, Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ini secara 

normatif memang membuat struktur Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur 

Kepala Daerah dan DPRD, dengan maksud agar terciptanya tertib pemerintahan 

yang baik di daerah. 

312 Lihat dalam M. Solly Lubis, Op. Cit., Hhn. 206, 



4.4. Pergeseran Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

4.4.1. Fungsi Hak dan Wewenang 

Dalam struktur Pemerintah Daerah, menurut Pasal 13 ayat (I), DPRD 

berada di samping Kepala Daerah. Struktur demikian menujukkan bahawa DPRD 

memiliki distribusi fungsi dan wewenang yang sama derajatnya dengan Kepala 

Daerah, yakni Kepala Daerah memimpin bidang eksekutif dan DPRD bergerak di 

bidang legislatif. Tetapi, meskipun terdapat distribusi fungsi dan wewenang yang 

sama derajatnya antara DPRD dan Kepala Daerah, namun bukan berarti DPRD 

dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya secara terpisah. Maksudnya, 

walaupun DPRD berada di posisi legislatif atau lembaga yang berwenang 

membentuk undang-undang, tetapi tidak berarti kalau wewenang ini 

dijalankannya secara mandiri, melainkan dijalankan bersama dengan Kepala 

Daerah. Hal ini berbeda dengan fungsi dan wewenang eksekutif, kerana walaupun 

DPRD menjadi unsur dari pemerintah daerah namun ia tidak boleh mencampuri 

bidang eksekutif. 

Dengan demikian, sebenarnya, DPRD tidak memiliki fungsi legislatif 

secara orisinil. Oleh kerana itu, dalam kaitan apa sebenarnya yang menjadi fimgsi 

DPRD, dalam huruf g bagian 4 mengenal penjelasan Daerah Otonom, ditegaskan 

I 

bahawa fungsi DPRD tersebut adalah sebagai wakil rakyat. Dalarn rangka 
I 

berfungsi sebagai wakil rakyat, kepada DPRD diberikan hak-haknya. Memang, 

hak-hak tersebut tidak dikurangi dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya, 

fungsi pengawasan misalnya, tetapi undang-undang ini menegaskan bahawa 

DPRD tidak boleh mencampuri bidang eksekutif. Tidak masalah jika pembatasan 



ini diberikan dengan maksud agar Kepala Daerah dapat berkonsentrasi penuh 

terhadap fungsi eksekutif, asalkan DPRD dapat mengoreksinya lewat keterangan 

pertanggungjawaban Kepala Daerah. Tetapi, sekali lagi, pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada DPRD ternyata hanyalah bersifat memberi dan bukan 

dalam bentuk b e ~ - t a n ~ ~ u n g j a w a b . ~ ' ~  

Oleh kerana itu cukup beralasan jika penjelasan huruf g bagian 4 di atas 

menentukan bahawa DPRD memiliki fungsi sebagai wakil rakyat. Tentunya 

fungsi ini dimiliki DPRD lebih sempurna jika dibandingkan dengan Eungsi-fungsi 

lainnya. Untuk dapat melaksanakan fungsi sebagai wakil rakyat, menurut Pasal 

29, kepada DPRD diberikan hak-hak, yang meliputi: a. hak anggaran, b. hak 

mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, c. hak meminta keterangan, 

d. hak mengadakan perubahan, e. hak mengajukan pernyataan pendapat, f hak 

Prakarsa, dan g. hak penyelidikan. 

Meskipun hak tersebut menjadi bagian yang interent dengan fungsi DPRD 

sebagai wakil rakyat, namun untuk menggunakan hak-hak tersebut harus 

berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD 

yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, 

khususnya hak-hak yang dimaksud pada butir a dan f tersebut. Sedangkan 

mengenai cara penggunaan hak penyelidikan diatur dengan undang-undang 

tersendiri. Hal ini dipandang perlu kerana 4 penyelidikan tersebut mempunyai 

konsekuensi-konsekuensi yang luas. 
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Hak-hak DPRD tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk 

melaksanakan berbagai kewenangannya. Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 

1974, terdapat beberapa kewenangan yang menjadi milik DPRD, yaitu: 

a. Mencalonkan dan memilih Kepala Daerah tingkat I, dari sedikit- 

dikitnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang calon yang 

telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara Pimpinan 

DPRD/Pimpinan Fraksi-Fraksi dengan Menteri Dalam Negeri. 

Demikian juga terhadap pencalonan dan pemilihan Kepala Daerah 

tingcat 11, sdelah dimusyawarahkan dan disepakati bersama dengan 

Gubemur Kepala ~ a e r a h . ~ ' ~  

b. Mengajukan hasil pemilihan Kepala Daerah tingkat I kepada Presiden 

melalui Menteri Dalam Negeri, dari sedikit-dikitnya dua orang untuk 

diangkat salah seorang diantaranya. Dernikian dan juga terhadap hasil 

pemilihan Kepala Daerah tingkat I11 kepada Menteri Dalam Negeri 

melalui Gubernur Kepala ~ a e r a h . ~ ' ~  

c. Meminta keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam ha1 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekurang-kurangnya sekali 

setahun, lalu jika dipandang perlu oleh Kepala Daerah sendiri.)16 

d. Menandatangani Peraturan Daerah bersarna Kepala ~ a e r a h . ~ "  

314 Ibid, Pasal, 22 ayat (3) 
315 Ibid, Pasal, 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2). 
316 Ibid, Pasal, 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2). 
3'7 Ibid, Pasal46 ayat (2). 



e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan unsur Fraksi-fiaksi 

yang belurn tenyakini dalam Pimpinan DPRD, berhak menjadi anggota 

Badan Pertimbangan ~ a e r a h . ~ ' ~  

Dengan berbagai hak dan wewenang tersebut, seharusnya ada penambahan 

hak bagi DPRD, yaitu hak untuk memilih. Tanpa hak untuk memilih, bagaimana 

DPRD dapat menjalankan wewenangnya untuk memilih calon Gubernur atau 

calon BupatiIWalikota, tetapi uniknya undang-undang ini tidak menegaskan hak 

tersebut. Namun, jika memperhatikan ketentuan-ketentuan pemilihan Kepala 

Daerah tersebut, mungkin ada benarnya kenapa hak tersebut tidak ditegaskan 

sebagai bagian dari hak-hak DPRD, kerana pada dasarnya hak memilih tersebut 

memang bukan menjadi milik DPRD. Perhatikan saja dalam ha1 pemilihan Kepala 

Daerali, di mana keputusan pemilihan terakhir berada di tangan Presiden bagi 

Gubernur dan di tangan Menteri Dalarn Negeri bagi BupatiIWalikota. Sedangkan 

DPRD hanya menyampaikan hasil pemilihan tersebut sedikit-dikitnya dua orang, 

itupun setelah sebelumnya dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara 

Pimpinan DPRDIPimpinan Fraksi-Fraksi dengan Menteri Dalam Negeri bagi 

calon Gubernur dan dengan Gubernur Kepala Daerah bagi calon Bupati/Walikota. 

Begitu juga terhadap hak-hak yang lain, meskipun telah ditegaskan dalam 

undang-undang ini tentang keberadaannya, tetapi ruang lingkup penggunaan hak- 

hak tersebut dapat dikatakan sempit sekali. Wewenang dalarn bentuk ungkapan 

memberi persetujuan dan memberi pertimbangan merupakan sebagian besar 

wewenang yang dimiliki DPRD untuk menggunakan hak-haknya tersebut. 

318 Ibid, Pasal46 ayat (2). 



Sungguhpun demikian, Undang-undang No. 5 Tahun 1974 dapat dikatakan 

sebagai undang-undang yang telah memberikan porsi hak dan wewenang, sedikit 

lebih besar kepada DPRD apabila dibandingkan dengan Undang-undang No. 18 

Tahun 1965 sebelumnya. 

Memang jika dipandang dari hakekatnya, menurut B. IV. Marbun, maka 

tidak pernah ada satu undang-undang pun yang sempurna. Narnun jika ditimbang- 

timbang maka dapat dikatakan bahawa Undang-undang No. 5 Tahun 1974 

merupakan intisari dari peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan 

daerah sebelurnnya. Lewat undang-undang ini, DPRD memiliki pijakan hukum 

yang cukup luas dan ~ n e n a n t a n ~ . ~ ' ~  

Buktinya, paling tidak, Hak anggaran, hak mengajhkan pertanyaan, hak 

meminta keterangan, hak mengadakan perubahan, hak mengajukan pernyataan 

pendapat, hak prakarsa dan hak penyelidikan, telah ditegaskan sebagal hak-hak 

DPRD oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1974, sementara dalarn Undang-undang 

No. 18 Tahun 1965. hak-hak tersebut tidak ditegaskan. Bahkan Undang-undang 

No. 18 Tahun 1965 tidak mengenal adanya pemilihan calon Kepala Daerah, 

kecuali hanya bentuk pengangkatan. 

4.4.2. Kewajiban 

Di samping adanya hak-hak yang diberikan kepada DPRD, juga 

ditentukan pula kewajiban-kewajiban yang hams dipenuhinya. Kewajiban- 

kewajiban tersebut, menurut Pasal 30 terdiri dari : a. mempertahankan, 

3'9 B.N. Marbun, Op, Cir. Hlm. 77 



mengamankan serta mengamalkan Pancasila UUD 1945, b. menjunjung tinggi 

dan melaksanakan secara konsekuen GBHN, ketetapan-ketetapan MPR serta 

mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, c. bersama-sama 

Kepala Daerah menyusun APBD dm Perda untuk kepentingan daerah dalam 

batas-batas wewenang yang diserahkan kepada daerah atau untuk melaksanakan 

peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Kepala 

Daerah, dan d. memperhatikan aspirasi d m  memajukan tingkat kehidupan rakyat 

dengan berpegang pada program pembangunan pemerintah. 

Butir a dan b merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar dalam 

rangka mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang 

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Jika kedua bentuk kewajiban tersebut 

tidak dapat dilaksanakan oleh DPRD, konsekuensinya sudah tentu akan 

mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun kewajiban 

menurut butir c. merupakan kewajiban yang hams dipenuhi dalarn rangka 

menjalankan tanggung jawab terhadap kepentingan rurnah tangga daerah sendiri. 

Sedangkan butir d, merupakan kewajiban yang dilakukan dalarn rangka. 

memelihara proses demokrasi di daerah. Dengan demikian, berarti terdapat 

kewajiban yang bersifat konstitusional, ekonomis dan politis. Kewajiban 

konstitusional berupa kewajiban untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang 

terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan termasuk juga peraturan 

pemndang-undangan lainnya, Ketetapan MPR misalnya. Kewajiban ekonomis, 

termasuk juga administratif, yaitu kewajiban untuk mengurus ha1 kepentingan 

rumah tangga daerah. Sementara kewajiban politis adalah kewajiban untuk 



menampung aspirasi-aspirasi politik sebagai wujud terlaksananya proses 

demokrasi di daerah. 

Adanya kewajiban tersebut juga sebagai konsekuensi dari adanya hak-hak 

yang diberikan. Oleh kerana di mana ada hak di situ pula ada kewajiban, 

keduanya selalu beriringan dalam perhubungan hukum (rechtsbetrekking). Jika 

curna hak-hak yang ditonjolkan, tanpa diringi oleh kewajiban, maka sudah tentu 

penggunaan hak-hak tersebut menjadi tidak terkendali atau samalah artinya 

dengan kesewenang-wenangan. Begitu juga sebaliknya, jika hanya kewajiban 

yang dibebankan, tanpa diikuti perriberian hak-hak, maka yang terjadi adalah 

bentuk kewajiban semu atau, manipulasi kerana merasa terpaksa untuk 

menjalankannya. Dengan demikian, intinya kewajiban-kewajiban yang diberikan 

kepada DPRD tersebut adalah bentuk pembatasan dari hak-hak yang diterimanya. 

4.5. Kekuasaan Kepala Daerah 

4.5.1. Fungsi dan Wewenang 

Berbicara mengenai fungsi dan wewenang Kepala Daerah, maka arah 

pembicarannya tidak terlepas dari bentuk kedudukan Kepala Daerah itu sendiri. 

Seperti telah diuraikan di atas, Kepala Daerah memiliki dua kedudukan, yaitu 

sebagai Kepala Daerah Otonom dan Kepala Wilayah Administratif. Bertindak atas 

nama Kepala Daerah Otonom, posisi Kepala Daerah sama derajatnya dengan 

DPRD, di mana Kepala Daerah memegang, kedudukan sebagai penyelenggara 

urusan pemerintahan di daerah atau bidang eksekutif, sedangkan DPRD 

memegang urusan bidang legislatif daerah, meskipun urusan ini dipegang DPRD 



bersama Kepala Daerah. Tetapi sebagai Kepala Wilayah Administrati Kepala 

Daerah memimpin penyelenggaraan pemerintahan umum yang menjadi tugas 

pemerintah pusat di daerah, dan dalam ha1 ini Kepala Daerah berada di atas 

DPRD kerana menjadi wakil Pemerintah Pusat. Untuk, pembicaraan mengenai 

fungsi dan wewenang Kepala Daerah hams disesuaikan dengan kedua bentuk 

kedudukannya tersebut. 

Dalarn kedudukannya sebagai Kepala Daerah Otonom, atau dapat juga 

dikatakan sebagai Alat Pemerintah Daerah, Kepala Daerah memiliki fungsi dan 

wewenang untuk memimpin dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah, seperti dijelaskan Pasal 22 ayat (1). 

Namun kemudian, fungsi dan wewenang di bidang pemerintahan ini diikuti pula 

oleh beberapa fungsi dan wewenang lainnya yang merupakan bagian dari bidang 

pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut : 

a. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar ~ e n ~ a d i l a n . ~ ~ '  

b. Menetapkan keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan perda atau 

urusan- urusan dalam rangka tugas pernbantuan.321 

c. Menunjuk pejabat pelaksana tugas Sekretaris Daerah, apabila 

Sekretaris Daerah berhalangan menjalankan 

d. Mengatur masalah pembinaan kepegawaian Pegawai Daerah sesuai 

dengan peraturan penmdang-undangan yang b e r l a k ~ . ~ ~ )  

320 Undang-undang No. 5 Tahun 1974, Pasal23 
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e. Menyelenggarakan pengurusan, pertangunjawaban dan pengawas 

kewangan daerah berdasarkan perda dan peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi.324 

Sebagian dari wewnag tersebut dianggap bersifat murni eksekutif, seperti 

mewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan menunjuk pejabat pelaksana 

tugas Sekretaris Daerah ketika Sekretaris Daerah berhalangan tugas, dm 

merminta kepada Menteri untuk memperbantukan atau memperkerjakan Pegawai 

Negeri kepada Daerah. Dalam hubungan ini, mungkin beralasan jika DPRD tidak 

boleh mencampuri bidang eksekutif, sebagaimana maksud angka 3 penjelasan 

mengenai Pemerintah Daerah. Oleh kerana, ha1 tersebut merupakan bagian dari, 

fimgsi administratif pemerintahan. Tetapi sebagian dari fungsi dan wewenang 

Kepala Daerah di atas, juga dianggap bersifat tidak murni eksekutif, bahkan 

menurut teori pemisahan kekuasaan, fungsi dan wewenang tersebut merupakan 

bagian dari bidang legislatif. 

Memang betul UUD 1945 tidak menganut konsep pemisahan kekuasaan 

dalam arti formil, namun fungsi dan wewenang seperti menetapkan perda, 

menetapkan Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan perda atau urusan- 

urusan dalam rangka tugas pembantuan, mengatur masalah pembinaan 

kepegawaian Pegawai Daerah dan menyelenggarakan pengurusan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan kewangan Daerah, tidak bisa dilakukan 

sendiri oleh Kepala Daerah kecuali bersama DPRD. Oleh kerana, di samping 

324 [bid, Pasal62 ayat ( I )  



adanya ketentuan UUD 1945 mengenai percampuran kewenangan di bidang 

legislatif, juga DPRD sendi merupakan bagian dari struktur pemerintah daerah. 

Akan tetapi, dalam Implementasinya tidak, demikian. Menurut B. N. 

Marbun, rumusan dan arti Pemerintah Daerah, seringkali disalah tafsirkan oleh 

pihak eksekutif Dengan menggunakan istilah kebijaksanaan Pemerintah Daerah 

(Pemda), Kepala Daerah dalam banyak ha1 tidak memberitahukan atau 

mengkonsultasikan kebijaksanaan tersebut terIebih dahulu kepada D P R D . ~ ~ ~  

Namun terlepas dari kesalahan implementasi tersebut, paling tidak secara teori 

dapat dikatakan bahawa fungsi dan wewenang eksekutif sebagai Kepala Daerah 

Otonom, ada yang bersifat murni eksekutif dan yang tidak murni eksekutif. 

Sedangkan fungsi dan wewenang Kepala Daerah sebagai Kepala Wilayah, 

meliputi : 

a. Membina ketenteraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan 

kebijaksanaan, ketenteraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh 

Pemerintah. 

b. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi 

negara dan, politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan bangsa, 

sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

c. Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi-instansi vertikal 

dan antara instansi-instansi vertikal dengan dinas-dinas daerah, baik 

dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai daya 

guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya 

325 B.N. Marbun, Op.Cit. Hlm. 85 



d. Melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan pemenrintah daaerah 

e. Mengusahakan sccara terus menerus agar segala peraturan perundng- 

undangan dan peraturan daerah di jalankan oleh instansi-instansi 

pemerintah dan pemerintah daerah serta pejabat-pejabat yang 

ditougaskan untuk itu sama mengambil segala tindakan yang diangap 

perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. 

f. Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam 

tugas sesuatu instansi l a i n r ~ ~ a . ~ ~ ~  

Bertindak atas nama kepala wilayah, hakekat Kepala Daerah adalah 

sebagai pemerintah pusat, yang memiliki hngsi dan wewenang sebagai pembina 

ketentraman dan ketertiban, pembina ideologi negara, politik dalam negeri dan 

kesatuan bangsa, koordinator terhadap instansi-instansi vertikal, pembimbing dan 

pengawas terhadap pemerintah daerah, pembina tertib pemerintahan, dan 

pelaksana tugas-tugas lainnya. Adapun uraian-uraian mengenai maksud fungsi 

dan wewenang, t e r ~ e b u t . ~ ~ ~  sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 5 

tahun 1974, ringkasannya meliputi beberapa poin seperti berikut ini : 

a. Pembina ketentraman dan ketertiban. 

Kerntentraman dan ketertiban yang dimaksud adalah suatu keadaan di 

mana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, 

tertib dan teratur. Tetapi ketenteraman dan ketertiban tersebut tidak 

akan tenvujud apabila. adanya gangguan-gangguan, antara lain berupa 

pelanggaran hukum, bencana alam atau bencana yang ditimbulkan 

326 undang-undang No. 5 Tahun 1974, Pasal 81. 
327 Ibid, Penjelasan butir 5 Mengenai Wilayah Administratif 



manusia, dan faktor-faktor yang terietak di bidang ekonomi dan 

kewangan. Oleh kerana itu, menjadi tugas kewajiban dan tanggung 

jawab Pemerintah untuk menetapkan kebijaksanaan pembinaan serta 

memelihara ketenteraman dan ketertiban yang berlaku di seluruh 

wilayah negara, termasuk juga mengerahkan alat-alat kearnanan. 

Sehubungan dengan itu, Kepala Wilayah diberikan wewenang, 

meliputi pengaturan untuk dapat mendorong terciptanya ketenteraman 

dan ketertiban masyarakat, pengaturan kegiatan-kegiatan 

penanggulangan bencana, dan pengaturan kegiatan-kegiatan di bidang 

politik, ekonomi dan sosial budaya. 

b. Pembina ideologi negara, politik dalam negera dan kesatuan. bangsa. 

Menjawab Pemandangan Umum Fraksi PPP mengenai maksud 

Pembinaan ideologi dan politik, Pemerintah mengatakan bahawa yang 

dimaksud dengan pembinaan ideologi dan politik adalah ideologi 

Negara dan Politik Negara, yakni Pancasila dan UUD 1945 . )~~  

Mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 menjadi 

tugas dan kewajiban seluruh perangkat negara. Mengamankan berarti 

selalu berusaha menghidarkannya dari berbagai rongrongan dan 

penyelewengan yang terjadi. Sedangkan mengamalkannya berarti 

melaksanakan berbagai prinsip dan ajarannya dalam kehidupan sehari- 

hari. Dengan demikian diharapkan terciptanya kestabilan dan 

kemantapan politik, yang pada gilirannya akan memperlancar 

328 Sujamto, Acharnd Noerdin dan Sumamo, Op. Cit. Hlm. 145 



pembangunan masyarakat adil dan makrnur. Demikian juga perlunya 

usaha-usaha pembinaan kesatuan bangsa, oleh kerana, keadaan bangsa 

ini memang bersifat Bhinneka Tunggal Ika. Semua upaya pembinaan 

tersebut menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab kepala wilayah 

berdasarkan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pemerintah. 

c. Koordinator terhadap instansi-instansi vertikai. 

Instansi-instansi vertikal merupakan perangkat Depertemen- 

departemen atau lembaga-lembaga Pemerintah non-departemen yang 

ditempatkan di daerah untuk melaksanakan sebagian urusan 

departemen-departemen atau lembaga-lembaga. Pemerintah non- 

departemen tersebut. Dalam praktiknya antara. Urusan-urusan yang 

diselenggarakan oleh masing-masing instansi vertikal, juga. antara, 

urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dan 

instansi-instansi vertikal, erat hubungannya satu dan yang lain. Untuk 

mencapai daya guna, dan hasil guna yang sebesar-besarnya sangat 

perIu penyelenggaraan urusan-urusan itu dikoordinasikan sebaik- 

baiknya. Pejabat yang berwenang dan berkewajiban untuk 

menyelenggarakan koordinasi tersebut adalah Kepala Wilayah. 

Menurut Wang Soewandi (Diden PUOD), seperti dikutif M. Solly 

Lubis, wewenang koordinasi Gubernur dan BupatiIWalikota, yaitu 

mengenai aspek urusan pemerintahan m u m  dalarn sistem 

dekonsentrasi, selain mengenai aspek otonomi daerahnya dalarn sistem 

desentralisasi. Oleh kerana menurut UUD 1945, Presiden adalah 



penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR, dan 

kerana juga Presiden adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi. 

Dalam pelaksanan tugas Presiden, Menteri mendemonstrasikan lebih 

lanjut penyelenggaraan daerah kepada kantor-kantor wilayahnya. Bagi 

Departemen Dalam Negeri tugas dan fungsi itu dilimpahkan kepada 

Gubernur dan BupatiIWalikota dalam kedudukan sebagai kepala 

wilayah. Narnun dernikian, Bupatil ~ a l i k o t a . ~ ~ '  Untuk itulah, maka 

dalam koordinasikan kegiatan-kegiatan instansi dengan pemerintah 

daerah, kepala wilayah hams selalu memperhatikan ketentuan- 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Pembimbing dan pengawas terhadap Pemerintah Daerah. 

Bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

Daerah, di samping menjadi tugas Pemeritah adalah juga menjadi 

tugas Kepala Wilayah. Khususnya mengenai pengawasan, seperti 

halnya Undang-undang No. 18 Tahun 1965, menurut Undang-undang 

No. 5 Tahun 1974 juga dilakukan tiga bentuk pengawasan, yaitu 

pengawasan urnuni, pengawasan preventif dan pengawasan refiesif 

Pengawasan urnum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan 

Gubernur/Bupati/Walikota sebagai Wakil Pemerintah di daerah. 

Pengawasan preventif dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri bagi 

Daerah tingkat I, dm oleh Kepala Daerah Tingkat I bagi Daerah 

tingkat 11. Sedangkan pengawasan represif, yaitu suatu pengawasan 
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yang dilakukan dengan cara mempertangguhkan atau atau 

membatalkan peraturan atau keputusan daerah yang bertentangan 

dengan kepentingan umum atau dengan peraturan atau perundang- 

undangan yang lebih tinggi tingkatanya. Penangguhan atau pembatalan 

tersebut dilakukan oleh pejabat yang benvenang. Tetapi, sekali lagi 

bimbingan dan pengawasan itu harus selalu dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Pembina tertib pemerintahan. 

Peraturan perundang-undangan dan perda harus selalu diusahakan agar 

ditaati bukan saja oleh rakyat tetapi juga oleh instansi-instansi 

pemerintah dan merintah daerah serta pejabat-pejabat yang 

bersangkutan. Tugas ini adalah agar kepala wilayah dalam semua 

tingkatan. Dalam hubungan ini kepala wilayah dapat mengambil 

tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan wewenang yang 

ada padanya. 

f. Pelaksana tugas-tugas lainnya. 

Selain tugas-tugas tersebut di atas, maka kepala wilayah melaksanakan 

tugas-tugas Pemerintah yang dengan atau berdasarkan peraturan 

perundang-undangan ditugaskan kepadanya dan juga tugas-tugas lain 

yang tidak menjadi tugas sesuatu instansi Pemerintah ataupun 

Pemerintah daerah. Jelasnya, dalam semua tingkatan, Kepala Daerah 

dapat bertindak sebagai wakil Pemerintah pusat yang sekaligus 



bertindak selaku Penguasa Tunggal di daerah, kecuali bidang 

pertahanan dan keamanan, bidang peradilan, bidang luar negeri dan 

bidang moneter dalam arti mencetak Liang, menentukan nilal mata 

uang dan sebagainya. Kepala Daerah berkewajihan untuk memimpin 

penyelenggaraan pemerintaha, mengkoordinasikan perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan serta membina segala bidang kehidupan 

masyarakat. 

Sebenarnya, pada pembahasan RUU ini di DPRD istilah Penguasa 

Tunggal telah diperdebatkan, kususnya oleb Fraksi PPP. Akan tetapi, meskipun 

menyanggkut adanya istilah-istilah lain untuk itu-seperti Administrator Tunggal 

atau Adrnnistrator utama-namun Pemerintah tetap berpendirian bahawa istilah 

Penguasa Tuggal adalah sudah tepat dan tidak perlu diganti, kerana mengingat 

kedudukan Kepala Wilayah dan mengingat luas serta beratnya tugas seorang 

Kepala ~ i l a ~ a h . ~ ~ '  

Predikat Penguasa Tunggal itu rnenunjukkan bahawa fungsi dan 

wewenang Kepala Daerah sebagai Kepala Wilayah tidak dapat ditandingi oleh 

pihak manapun di daerah, termasuk juga oleh DPRD. Bahkan dalam pengertian 

ini, DPRD berada di bawah kekuasaan Kepala Daerah, meskipun Undang-undang 

No. 5 Tahun 1974 tidak menegaskan bahawa Kepala Daerah dapat 

memberhentikan anggota DPRD, sebagaimana halnya Undang-undang No. 18 

Tahun 1965 sebeiurnnya. Namun sebagai Penguasa Tunggal, Kepala Daerah 

memiliki fungsi dan wewenang yang sangat luas. 
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4.5.2 Kewajiban 

Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada Kepala Daerah, juga tidak 

terlepas dari bentuk-bentuk h g s i  dan wewenang yang ada padanya. Dengan kata 

lain, bahawa kewaj i ban-kewaj iban Kepala Daerah itu dibagi menjadi kewaj iban 

sebagai Kepala Daerah Otonom dan kewajiban sebagai Kepala Wilayah. 

Bertindak atas nama Kepala Daerah Otonom, Gubernur/Bupati/Walikota 

berkewajiban: a. menyelenggarakan pemerintahan di daerah, yang secara hierarki 

bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dan b. 

memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD minimal sekali 

setahun dipandang perlu olehnya, atau apabila diminta oleh D P R D . ~ ~  

Kewajiban yang diberikan kepada presiden secara hierarki teersebut 

berbeda dengan kewajiban yang diberikan kepada DPRD. Perbedaanya, sama 

seperti yang ditentukan dalam Undang-undang no 18 tahun 1965, sebagaimana 

telah diuriakan kepada DPRD, pedoman dan tata pelaksanannya harus 

berdasarkan pedoman ditetapkan oleh menteri dalam negeri. 

Sedangkan kewajiban sebagai kepala wilayah, adalah kewajiban yang 

berhubungan dengan h g s i  dan wewenang sebagai kepala wilayah itu sendiri, 

yakni berupa kewajiban untuk membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat, 

membina ideologi negara, politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, 

menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi-instansi vertikal dan antara 

instansi-instansi vertikal dengan dinas-dinas daerah, membimbing dan mengawasi 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina tertib pemerintahan, 

33' Undang-undang No. 5 tahun 1974, pasal22 



dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan 

serta tugas-tugas yang tidak menjadi tugas sesuatu instansi Pemerintah atau 

pemerintah daerah. 

4.6. Hubungan DPRD dan Kepala Daerah 

Megenai hubungan ini, sebelurnnya pada waktu pembahasan RUU di DPR 

ramai diperdebatkan. Fraksi ABRI, dalam Pemandangan Umum yang disarnpai 

kaum oleh Rahardjo Prodjopradoto, mengatakan : 

Selanjutnya prinsip ini kiranya dapat diterapkan pula bagi pengaturan 
hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD, sehingga meskipun Kepala 
daaerah itu tidak bertanggung jawab kepada DPRD (sebab ia 
bartanggungjawab kepada Presiden, melalui Menteri Dalam Negeri), 
namun ia diwajibkan untuk memberi keterangan pertanggungjawabannya. 
Sebab, meskipun DPRD tidak boleh mencarnpuri bidang eksekutif yang 
memang menjadi wewenang dan tanggung jawab Kepala Derah. 
sepenuhnya, 

namun33t) 
erlu diinsyafi bahawa DPRD adalah unsur 

pemerintahan daerah. 

Dalam Pemandangan Umum Fraksi PDI, lewat juru bicaranya Sabam 

Sirait- dicatakan: ". . . Fraksi PDI lebih cenderung kepada Peraturan Daerah seperti 

yang sekarang ini ada, ialah penandatanganan oleh Pimpinan DPRD dan juga oleh 

Kepala Daerah sesuai dengan pengertian bahawa Pemerintah Daerah terdiri dari 

Kepala Daerah dan D P R D . ~ ~ ~  

Sementara Fraksi Karya Pembangunan, melalui juru bicaranya Asdirun 

wirjokoesoemo, mengatakan. 

Selankutnym menurut Pasal 23 ayat (3) Kepala Daerah sebagai. Alat 
Dalam berkewajiban memberikan keterangan kepada DPRD sekurang- 
kurangnya sekali setahun. Dengan demikian tampak jelas, bahawa DPRD 
bergerak dalam bidang legislatif dan tidak akan mencampuri pelaksa 
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bidang eksekutif. Kepala Daerah dan DPRD, dengan demikian mempunyai 
tugas kewajiban dalam bidangnya sendiri-sendiri dan menunjukkan pula 
bahawa kedua lembaga tcrsebut mempunyai kedudukan yang sama tinggi 
derajatnya dan mernpunyai hubungan yang wajar di antara k e d ~ a n ~ a . ~ ~ ~  

Sedangkan. Fraksi PPP, lewat juru bicaranya Mashoedoelhaq, mengatakan 
ha1 yang tak jauh berbeda dengan fraksi-fraksi sebelumnya, yaitu: 

Sebagal kelanjutan, Kepala Daerah hanis bertanggung jawab kepada 
rakyat metalul wakil-waklinya di DPRD. Wajarlah bila Kepala Daerah 
Yang dipilih oleh DPRD ltu dan menjadi pemimpin pemerintalian daerah 
dan pemimpin pula dari masyarakatnya, ia mempertanggung jawabkan 
pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPRD, sekalipun DPRD 
tidak bisa memberhentikan Kepala Daerah. 
Penilaian DPRD terhadap pertanggungjawaban Kepala Daerah akan 
merupakan tambahan bahan penilaian Presiden terhadap Kepala ~ a e r a h . ) ~ ~  

Jika diarahkan pada pembicaraan mengenai hubungan DPRD dan Kepala 

Daerah, keseluruhan pemandangan urnum fraksi-fraksi di atas menunjukkan suatu 

inti pemahaman bahawa adanya keinginan semua fraksi untuk menciptakan 

hubungan yang serasi dan seimbang antam Kepala Daerah dan DPRD, dengan 

kewntuan: Pertama, bahawa hubungan yang serasi dan seimbang tercipta apabila 

kedua lembaga tersebut memiliki fungsi dan wewenang yang sama derajatnya. 

Kedua, bahawa hubungan yang serasi dan seimbang tercipta apabila kedua 

lembaga tersebut sama-sama dapat menjalankan fungsi dan wewenang masing- 

masing secara penuh, atau jika ada suatu lembaga dapat mencampuri wewenang 

lembaga lainnya maka ha1 itu hams diikuti dengan suatu konsekuensi. Misalnya, 

dikeranakan Kepala Daerah dapat mencampuri bidang legislatif DPRD, 

konsekuensinya Kepala Daerah wajib memberi keterangan pertanggungjawaban 

tentang pelaksanaan bidang eksekutifnya kepada DPRD. 
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Terhadap semua pembandingan umum di atas, pada prinsipnya Pemerintah 

tidak berkeberatan untuk menentukan adanya keterangan pertanggungjawaban 

oleh Kepala Daerah terhadap DPRD, sebagai bentuk penciptaan hubungan yang 

seimbang di antara keduanya atas nama Pemerintah Daerah. Asalkan saja ha1 itu 

tidak mengurangi pengertian bahawa Kepala Daerah itu bertanggung jawab 

kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian mak-a 

keterangan pertanggungjawaban yang diberikan kepada DPRD itu adalah 

tanggung, jawab pelaksanaan tugas Kepala Daerah kepada Presiden. 336 

Dengan demikian, dapat difahamani bahawa hubungan yang terjadi antara 

Kepala Daerah dengan DPRD adalah hubungan yang dilakukan dalam rangka 

sama-sama sebagai unsur Pemerintah daerah, yakni sebagai lembaga eksekutif 

daerah dan sebagai lembaga legislatif daerah. Oleh kerana undang-undang ini 

tidak menganut prinsip pernisahan kekuasaan, meskipun pada dasarnya memiliki 

batas-batas kewenangan masing-masing, maka yang banyak terjadi di antara 

keduanya adalah bentuk percampuran kewenangan. Bentuk-bentuk percampuran 

kewenangan tersebut, antara lain: a. bersama-sama menyusun APBD dan berbagai 

peraturan daerah untuk kepentingan daerah dalam batas-batas wewenang yang 

diserahkan kepada daerah atau untuk melaksanakan peraturan perundang- 

undnagan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada daerah,337 b. dan kepala dareah 

dengan persetujuan D P R D . ~ ~ ~  

336   bid, Hlm. 130 
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Melalui hubungan di atas sebenarnya ada tiga bentuk Pengagehan 

kekuasaan di, antara Kepala Daerah dan DPRD. yaitu: Pertarna, kekuasaan yang 

secarah utuh menjadi milik DPRD, seperti mencalonkan dan memilih calon 

Kepala Daerah I anggota Badan Pertimbangan Autonomi, dan sebagainya. Kedua, 

kekuasa yang secara utuh menjadi milik Kepala Daerah, seperti mewakili 

daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, menetapkan Keputusan Kepala Daerah 

untuk- melaksanakan perda atau urusan-urusan dalam rangka tugas pembantuan, 

menunjuk pejabat pelaksana tugas Seksetaris Daerah apabila Sekretaris Daerah 

berhalangan menjalankan tugasnya, dan sebagainya. ketiga. kekuasaan, tidak 

dikhususkan bagi DPRD dan tidak pula bagi Kepala Daerah, tetap dibekali kepada 

keduannya menjalankannya secara bersama-sama, atau dalam bentuk 

percampuran Kewenangan. Misalnya penangkatan calon wakil kepala daerah. di 

mana pihak benvenang memberi pertimbangan adalah DPRD sedangkan pihak 

yang berwenang mengajukannya adalah Kepala Daerah. Akan tetapi terlepas dasi 

hubungan tersebut, terdapat suatu bentuk kekuasaan lain yang dimiliki oleh 

Kepala daerah, yaitu kekuasaan yang langsung diberikan kepadanya sebagai 

kepala wilayah atau Penguasa Tunggal di daerah. Bentuk kekuasaan ini memang 

bukan bagian dari kekuasaan pemerintah daerah, narnun kerana kepala wilayah 

adalan Kepala Daerah sendiri maka mau tidak mau kekuasan tersebut dapat 

menjdai bagian bentuk-bentuk kekuasaan yang dpat ditemukan dalarn 

penyelenggaran pemerintah daerah. Dengan kata lain, bentuk kekuasaan, keempat. 

Adalah kekuasaan yang ditentukan menjadi milik kepala daerah sebagai kepala 

wilayah atau penguasa tungal di daerah. Bentuk-bentuk kekuasaan ini diantaranya 



kepada daerah memiliki fungsi dan wewenang sebagai pembina Keempat bentuk 

hubungan kekuasaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

Rajah 4.3 

Bentuk Pengagehan Kekuasaan Antara DPRD Dan Kepala Daerah 

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 

Pemeritah Pusat 

1 
Pemeritah Daerah 

1 

Meskipun sedikit berbeda dengan Undang-undang, No. 18 Tahun 1965, 

Sebagai Alat 

Sebagai Eksekutif 
Daerah 

mana DPRD memiliki garis hubungan kekuasaan langsung kepada Kepala Daerah 

................ .......... .......... 

Sebagai Legislatif 
Daerah 

sebagai alat pemerintah pusat, kerana DPRD bertanggung jawab kepada Kepala 

Catatan: arah mata panah menunjukkan hubungan mempengaruhi langsung 
( + ) atau rnempengaruhi tidak langsung ( - -  + ). 

Daerah dan juga anggota DPRD dapat diberhentikan atau diusulkan 

v 1 

pemberhentiannya oleh Kepala Daerah, maka menurut Undang-undang No. 5 

Tahun 1974 garis hubungan kekuasaan secara langsung tersebut sudah 

dihilangkan, kerana DPRD tidak lagi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah 

DPRD Kepala Daerah 

dan juga tidak ada ketentuan konkrit yang dapat dijadikan justifikasi baik Kepala 

Pemerintah Pusat 

Daerah untuk memberhentikan anggota DPRD. Tetapi sebagai kepala wilayah, 

garis hubungan kekuasaan secara tidak langsung tersebut tetap terjadi antara 



Kepala Daerah dengan DPRD, oleh kerana sebagai Penguasa Tunggal di daerah, 

pada dasarnya DPRD berada di bawah kekuasaan kepala wilayah. Jadi, artinya 

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 juga menempatkan Kepala Daerah sebagai 

lembaga vang memiliki kekuasaan lebih dominan daripada DPRD, tentunya 

dengan kedua fungsinya tersebut. Jika Kepala Daerah memiliki dominasi 

kekuasaan atas DPRD, jelaslah bahawa Pengagehan kekuasaan antara DPRD dan 

Kepala Daerah menjadi tidak seimbang. 



BAB V 

PERUBAHAN PENGAGEHAN KEKUASAAN ANTARA DPRD 

DAN KEPALA DAERAH ERA REFORMASI (1999-2004) 

5.1. Pergeseran Pengagehan Kekuasaan DPRD dan Kepala Daerah Menurut 

Undang-undang No. 22 Tahun 1999. 

Rajah 5.1 
Bentuk Pengagehan KekuasaanAntara DPRD dan Kepala Daerah Menurut 

Undang-undang No. 5 Tahun 1965 

Pemeritah Pusat 

1 
Pemeritah Daerah 

I 

1 1 

Rajah 5.2 
Bentuk Pengagehan KekuasaanAntara DPRD dan Kepala Daerah Menurut 

Kepala Daerah 

Sebagai Eksekutif 
Daerah 

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 

Sebagai Legislatif 
Daerah 

Pemeritah Pusat 

Pemeritah Daerah 

Sebagai Alat 
Pemerintah Pusat DPRD 

4 I 

Sebagai Eksekutif 
Daerah 

Sebagai Legislatif 
Daerah 

Sebagai Alat 
Pemerintah Pusat - 

Kepala Daerah - 



Rumusan : 

1) Pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah menurut keempat 

undang-undang pemerintahan daerah telah bergeser dari ketentuan UUD 

1945 sebagai konstitusi Indonesia. Meskipun UUD 1945 sebelum 

amandemen kurang memperjelas pengagehan kekuasaan antara DPR dan 

Presiden, namun tetap diadakan prinsip cheks and balances dan tidak ada 

prinsip wewenang yang subordinatif. Prinsip cheh  and balances tercermin 

dengan adanya kesempatan masing-masing lembaga untuk melakukan 

fungsinya, DPR melakukan fungsi legislatif dan anggaran dan pengawasan, 

dan presiden menjalankan fungsi legislatif dan eksekutif.Tidak adanya 

prinsip wewenang yang subordinatif, presiden tidak dapat membubarkan 

DPR dan DPR tidak bisa memberhentikan Presiden. 

2) Dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tidak memuat adanya prinsip 

cahks and balances dan sebaliknya memuat adanya prinsip wewenang 

subordinatif antara DPR dan Kepala Daerah. Tidak adanya prinsip chub  

and balances karena DPRD tidak dapat menjalankan fungsi anggaran dan 

pengawasannya, sementara fungsi legislasinya berada pada porsi yang lebih 

kecil dibandingkan porsi yang dimiliki Kepala Daerah. Sebaliknya undang- 

undang menganut prinsip wewenang subordinatif, dimana Kepala Daerah 

dan anggota DPRD bertanggung jawab. Kepala Daerah dan anggota DPRD 

dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah. 

3) Dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dimana Kepala Daerah 

memiliki wewenang subordinatif Kepala Daerah tersebut atas DPRD. 

Wewenang subordinatif Kepala Daerah tersebut diindikasikan melalui 

ketentuan bahawa DPRD menjadi bagian dari Pemerintah Daerah, dan 

sebagai Penguasa Tunggal di Daerah maka Kepala Daerah secara tidak 

langsung dapat memberhentikan anggota DPRD. 



5.1.1. Proses Pembentukan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 

Tak jauh berbeda dengan dua Undang-undang sebelumnya undang-undang 

No. 18 Tahun 1965 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, Undang-undang No. 

22 Tahun 1999 juga memiliki beberapa landasan bagi kelahirannya. Tentunya 

secara urnum, landasan-landasan yang dimaksud dapat dilihat dari beberapa 

konsederan undang-undang ini sendiri. Terdapat enam butir (huruf a sampai hwuf 

f )  yang dituangkan dalam bagian konsederan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, 

yaitu : 

a. Bahawa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada 
Daerah untuk menyelenggarakan Autonomi Daerah; 

b. Bahawa dalam penyelenggaraan Autonomi Daerah dipandang perlu 
untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta 
masyarakat, pemeritaan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan 
keanekaragwnan Daerah; 

d. Bahawa dalarn mengahadapi perkembangan keadaan, baik di dalam 
maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang 
perlu menyelenggarakan Autonomi Daerah dengan memberikan 
kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah 
secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, 
dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta Perimbangan Kewangan 
Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsipprinsip demokrasi, peran serta 
masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan 
keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

e. Bahawa Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38 
Tambahan Lembaran Negara No. 3037) tidak sesuai lagi dengan 
prinsip penyelenggaraan Autonomi Daerah dan perkembangan 
keadaan, sehingga perlu diganti; 

f. Bahawa Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa 
(lembaran NegaraTahun 1979 No. 56; Tarnbahan lembaran Negara No. 
3 153) yang menyeragarnkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan 
pemerintahan desa, tidak sesuai dengan budaya dan prilaku masing- 
masing daerah 

Keenam butir konsederan di atas, jika diperhakatikan cermat, akan 

memuat beberapa landasan, yakni landasan-landasan yang digunakan untuk 



mengeluarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

Landasan-landasan fersebtif adalah landasan filosofi yuridis, politik, sosiologis 

(sosial budaya) dan ekonomis. Landasan filosofis kelahiran tindang-undang ini, 

sama seperti sebelumnya, yaitu Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Salah 

satu sila yang ditekankan kembali pemahamannya dalam kehidupan. Berbangsa 

dan bernegara adalah Sila Kelima yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia" Keadilan sosial bennakna, universal yang mencakup seluruh 

aspek kehidupan, apakah keadilan dalam bidang hukurn, dalam bidang politik, 

ekonomi, sosial dan sebagainya. Oleh kerana itu, penting sekali makna keadilan 

tersebut dapat difahamani lebih konkrit dalam penyelenggarakan otonomi daerah. 

Agaknya berdasarkan pengalaman sebelumnya, di mana prinsip desentralisasi 

tidak dijalankan semestinya, dan bahkan yang terjadi malah praktik sentralisasi. 

Praktik ini tidak saja dipandang kurang dapat mengakomodasi berbagai aspirasi 

atau kepentingan daerah dalam banyak hal, tetapi juga telah memberi peluang 

kepada pusat untuk menjalankan sistem pemerintahan yang cenderung otoritarian, 

yang jauh meninggalkan prinsip-prinsip keadilan sebagaimana tertuang dalam Sila 

Kelima Pancasila. Jika dibiarkan begitu saja, jelas pada akhirnya akan memberi 

peluang disintegrasi bangsa yang luas. Penekanan pada Sila Kelima tersebut juga 

berarti bahawa sila-sila lainnya ikut termasuk di dalamnya, oleh kerana seperti 

telah diuraikan sebelumnya Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang tak 

terpisahkan antara satu sila dengan sila lainnya. 

Adapun landasan yuridis lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 

adalah berbagai peraturan perundang-undangan, yang meliputi : 



a. Pasal I ayat (I), Pasal 5 ayat (I), Pasal 18, dan Pasal20 ayat (1) UUD 

1945. 

b. Ketetapan MPR RI No. X/MPRII 999 tentang Pokok-pokok Reformasi 

Pernbangunan dalam Rangka Penyelamatan dan NorrnaIisasi 

kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. 

c. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 

d. Ketetapan MPR RI No. XVIMPRJ1998 tentang Penyelenggaraan 

Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan pemanfaatan Surnber 

Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Kewangan Pusat 

dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

e. Undang-undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukkan 

MPR, DPR, dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 24, 

Tambahan Lembaran Negara No. 3 8 1 1 ). 

Dengan berbagai peraturan perundang-undangan di atas, maka undang 

undang mengenai pemerintahan daerah sebelumnya sudah dianggap tidak sesuai 

lagi. Misalnya, menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dikatakan bahawa 

DPRD mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan 

pemberhentian GubernurIWakil Gubernur, BupatiIWakil Bupati, dan Walikotd 

Wakil Walikota kepada ~ r e s i d e n ~ ~ ~ ,  sedangkan rnenurut Undang-undang No. 5 

Tahun 1974 DPRD hanya melakukan pencalonan dan memilih calon Kepala 

- - - 

339 Undang-undang No 22 Tahun 1999, Pasal34 ayat (2) huruf b. 



~aerah"'. Berarti telah terjadi pertentangan antara kedua undang-undang tersebut. 

Oleh kerana sistem hukum Indonesia menganut sistem tata urut peraturan 

perundang-undangan (hierarchy of norms) sebagaimana dikeluarkannya 

Ketetapan MPR tentang tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang- 

undangan, terakhir melalui Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000-maka 

pertentangan itu tidak boleh terjadi. Sistem tata urut peraturan perundang- 

undangan menghendaki terciptanya taraf sinkronisasi dan harmonisasi tata hukum, 

baik secara vertikal maupun h o r i ~ o n t a l ~ ~ ' .  Dalam tata urut peraturan perundang- 

undangan tersebut tidak boleh saling kontradiktif atau bertentangan satu sama 

lainnya, baik dalam materi maupun dalam pengaturan. Jadi, dikeranakan adanya 

pertentangan antara Undang-undang No. 5 Tahun 1974 dengan peraturan 

penmdang-undangan lainnya, secara vertikal maupun horizontal, maka menjadi 

suatu keharusan mengganti undang-undang ini dengan mengeluarkan undang- 

undang tentang pemerintah daerah yang baru. 

Berikutnya landasan politis lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999. 

Dalam huruf b konsideran di atas dikatakan "bahawa dalam penyelenggaraan 

Otonomi Daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip 

demokrasi." Paling tidak, ada dua poin yang terkandung dalam rumusan tersebut, 

yaitu bahawa pentingnya prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan 

otonomi daerali dan bahawa prinsip-prinsip demokrasi tersebut tidak dijalankan 

semestinya pada penyelenggaraan otonomi daerah sebelumnya. 

340 Undang Undang No. 5 Tahun 1974, Pasal 15 ayat (1). 
34' Soerjjono Soekanto dan Sri Marmudji, Penelitian Hukum Normat$ Suatu Tinjauan 

Singkat, Raja Grafmdo Persada, Jakarta, 2001, hlm.74. 



Berbicara mengenai prinsip-prinsip demokrasi, tentunya tidak sedikit ahli 

politik mengemukakan teori-teorinya. Namun sebagai suatu analogi, kiranya teori 

demokrasi yang dikemukakan Robert. A.Dahl, di antaranya, perlu dicerrnati. 

Robert A. Dahl, seperti dikutif Afan Gaffar, mengatakan ada tujuh indikator bagi 

demokrasi secara empirik, yaitu: 

a. Control over governmental decisions about policy is constitutionally 
vested in elected oficials. 

b. Elected ofJicials are chosen and peacejidly rervioved in relatively 
pequent, fair infiee elections in wich coercion is quite limited, 

c. Practically all adults have the right to vote in these elections. 
d Most adults have the right to run for public ofices for wich candidates 

run in these elections. 
e. Citizens have an effectively enforced right to freedom of expression, 

particularly political expression, including critism of the oflcials, the 
conduct of the government, the prevailing politicaL economic, and 
social system, and the dominant ideology. 

J: They also h h e  acces to alternative sources of information that are not 
monopolized by the government or any other single group. 

g. Finally they have and eflectively enforced right to form and join 
autonomous associations, including political associations, suc'h as 
political parties and interst groups, that attempt to influence the 
government by competing in elections and by other peaceful means.342 

Jadi, indikator demokrasi yang dapat dipandang, bukan saja adanya 

kesempatan rakyat untuk mempergunakan hak-haknya secara bebas, damai dan 

rahasia dalam suatu pemilihan urnurn, tetapi juga ditandai oleh pemberian hak-hak 

rakyat secara has. Seperti rakyat berhak untuk mencalonkan dan dicalonkar 

dalarn jabatan publik, bebas dalam berekspresi, dapat mengritisi perilaku dar 

kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang, mendapatkan infonnasi membentuk 

dan bergabung dalam suatu organisasi, dan sebagainya. 

342 Afan Gaffar, Op.cit.,Hlm.7. 



Sementara menurut Afan Gaffar sendiri, suatu political order 

dikatakanmenggunakan sistem vang demokratis apabila ditemukan indikator- 

indikator sebagai berikut: 1. Adanya akuntabilltas. Dalam demokrasi, setiap 

pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat hams dapat mempertanggungjawabkan 

kebijaksanan yang hendak dan telah ditempuhnya, baik terhadap ucapannya 

maupun terhadap perilakunya. 2. Adanya rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, 

peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan hams ada, dan dilakukan secara teratur 

dan damai. 3. Adanya reh i tmen  politik yang terbuka. Dalam demokrasi, setiap 

orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politilc, rnempunyai peluang 

yang sama untuk mengisi jabatan tersebut. 4. Adanya pemilihan umum. Dalam 

negara demokrasi, setiap warga negara yang sudah dewasa menipunyai hak untuk 

memilih dan dipilih dengan bebas sesuai nuraninya dalam suatu pemllihan umum 

yang dilaksanakan secara berkala. 5. Adanya kebebasan untuk menikrnati hak-hak 

dasar sebagai warga negara, baik hak untuk menyatakan pendapat Vreedom 

expression), hak berkumpul dan berserikat Peedom of assembly), menikmati pers 

yang bebas freedom of press), menentukan pilihan pofitik, maupun hak 

menyangkut masalah pribadi dan masyarakat di sekitarnya. 343 

Kriteria-kriteria atau indikator-indikator tersebut juga melahirkan suatu 

pemahaman demokrasi secara universal, yaitu pemahaman demokrasi yang tidak 

ethnosentrisme, tetapi juga membuka peluang untuk berasimilasi dengan nilai- 

nilai lokal dalam lingkungan politik tertentu. Pemahaman demokrasi yang 

universal, di mana demokrasi tidak lagi difahamani dari segi subtantifnya saja 



dengan memberikan apa yang menjadi hak-hak rakyat, namun juga dilihat dari 

segi proseduralnya, yaitu bagaimana mekanisme,penyampaian hak-hak tersebut. 

Jika prinsip-prinsip demokrasi tersebut dikaitkan dengan penyelenggaraan 

otonomi daerah sebelumnya, jelas akan ditemukan adanya penyimpangan, 

khususnya mengenai kesempatan pihak lokal untuk untuk berpartisipasi luas 

dalam menempati jabatan publik. Undang-undang No. 5 tahun 1974, hampir sama 

sekali tidak memberi kesempatan kepada daerah, kecuali semuanya ditentukan 

oleh pusat. Dalarn pemilihan Kepala Daerah, daerah melalui wakilnya (DPRD) 

hanya dapat melakukan pencalonan dan pemilihan calon, itupun setelah lebih dulu 

bermusyawarah dan bermufakat dengan pihak pusat, baik Menteri Dalam Negeri 

bagi DPRD I maupun Gubernur bagi DPRD 11. Ketentuan demikian itu dapat 

mematikan kreativitas dan potensi politik lokal, yang gilirannya dapat 

menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Oleh kerana itu, Syaukani 

HR, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid mengatakan : 

Kebijaksanaan autonomi darah melalui Undang-undang No. 22 Tahun 
1991 memberikan autonomi yang sangat luas kepada Daerah, khususnya 
Kabupaten dan Kota. Hal itu ditempuh dalam rangka mengembalikan 
harkat dan dan martabat masyarakat di Daerah, memberi peluang 
pendidikan politik dalarn rangka peningkatan kualifas demokrasi di 
Daerah perningkatan efisiensi pelayanan publik di Daerah, peningkatan 
efisiensi percepatan pembangunan Daerah, dan pada akhirnya dihara kan 
pula penciptaan cara berpemerintahan yang baik (good governance). 3 2  

Jelasnya, keinginan untuk menghidupkan kembali pelaksanaan prinsip- 

prinsip demokrasi di daerah, sehingga daerah dapat melakukan proses politiknya 

secara luas. Oleh kerana, pada masa sebelumnya, prinsip-prinsip demokrasi 

tersebut tidak dijalankan semestinya di daerah, bahkan yang terjadi adalah proses 

344 Syaukani HR. Afan Gaffar dan Ryas Ryasid, Op Cit.Hlm.2 11 



marginalisasi nasional. Dengan menekankan tuntutan tanggung jawab, pada masa 

sebelurnnya, daerah tidak diberi peluang untuk mengambil keputusan atau 

kebijaksanaan yang dapat dipandang merugikan kepentingan Pusat, misalnya saja 

ia dalam Pemilihan Kepala Daerah, sebagaimana telah disinggung di atas. 

Salah satu upaya untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi tersebut 

adalah dengan penguatan peran DPRD melalui fungsi dan wewenangnya. 345 

DPRD hams aktif dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sebagai wakil 

rakyat. Dalam ha1 ini, DPRD tidak saja menjalankan fungsi dan wewenang seperti 

biasanya fungsi Iegislatif, budgeter, kontroler, tetapi juga aktif menjalankan fungsi 

politiknya politiknya untuk membina demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, memperhatikan dan menyalukan aaspirasi masyarakat dan 

meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi. 

Oleh kerana itu, jangan heran kalau dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999, 

h g s i  dan wewenang DPRD diberikann dalam bentuk yang kuat dan luas. 

Di samping pemberdayaan DPRD, prinsip-prinsip demokrasi juga 

dibangun melalui penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan 

dalam hubungan domestik kepada daerah, pembangunan tradisi politik yang lebih 

sesuai dengan kultur setempat, dan pembinaan serta pemberdayaan lembaga- 

lembaga dan nilai-nilai lokal yang menunjang upaya memelihara keharmonisan 

sosial sebagai suatu b a ~ ~ ~ s a . ~ ~ ~ ~ e l a s n ~ a ,  upaya-upaya tersebut dilakukan dengan 

maksud untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat daerah dalam 

menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang sebelumnya kurang, atau bahkan 



ditiadakan sama sekali. Di sinilah letak pentingnya prinsip-prinsip demokrasi 

dalam penyelenggaraan autonomi daerah. Oleh kerana itu menurut Ni'matul 

Huda, di samping, secara formal bertujuan untuk memperluas partisipasi 

masyarakat dalam pemerintahan, juga sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan 

yang bersanding dengan prinsip negara kesejahteraan dan sistem pemencaran 

kekuasaan menurut dasar negara berdasarkan atas h u k ~ m . ~ ~ ~  

Sejalan dengan itu, maka prinsip autonomi yang nyata dan bertanggung 

jawab sebelumnya yang mensejajarkan antara asas desentralisasi dengan 

dekonsentraslisasi dalam teori, sedangkan dalam praktik lebih dekonsentrasi 

diubah dengan prinsip autonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dengan 

penekanan pada asas desentralisasi. Dalam butir h Bagian Penjelasan mengenai 

Dasar Pemikiran dikatakan : 

Kewenangan autonomi Iuas adalah keleluasan Daerah untuk 
menyelengarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua 
bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, 
pertahanan keamanan, peradilan monoter dan fiskal, agama, serta 
kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah. Disamping itu, keleuasaan autonomi mencakup pula 
kewenangann yang utuh dan . bulat dalam penyelenggaraannya mulai 
perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. 

Yang dimaksud dengan autonomi nyata adalah keleluasan daerah untuk 
menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang 
secara nyata ada dan liperlukan serta tumbuli hidup, dan berkembang di 
perlukan daerah. 

Yang dimaksud autonomi yang bertanggung jawab adalah berupa 
perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak. dan 
kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang hartis 
dipikul oleh daerah dalam mencapal tujuan pemberian autonomi. berupa 
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang, semakin baik, 

347 Ni'matul Huda-Kewenangan DPRD Dalam Pemerintahan Kepala Daerah, Dalam 
Jumal Magister Hukurn, Vo1.2. No. Juni 2002.Yogyakarta,Hlm.32. 



pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta 
pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar 
Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Jadi, pada dasarya landasan politis lahirya Undang-undang No. 22 1999 

adalah keinginan untuk membangun prinsip-prinsip demokrasi dalarn 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana prinsip-prinsip tersebut pada masa 

sebelurnnya tidak dijalankan semestinya atau bahkan. ditiadakan sama sekali. 

Orde Baru yang memandang autonomi lebih kepada kewajiban ketimbang hak, 

yaitu kewajiban untuk menyukseskan pembangunan nasional dengan tujuan 

memperkuat keutuhan negara kesatuan. Oleh kerana itu, menurut pandangannya, 

demi pembangunan nasional dan demi keutuhan negara kesatuan, maka hak-hak 

lokal, khususnya hak-hak politik, dapat saja dikesampingkan keberadaannya. 

Demikian juga mengenai landasan sosiologis, yakni berbagai prinsip atau 

nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang dijadikan dasar bagi 

penyelenggaraan autonomi daerah. Rurnusan memperhatikan potensi dan 

keanekaragaman Daei-ah dalam konsideran huruf b di atas, dapat dikatakan 

sebagai suatu pengakuan bahawa bangsa Indonesia memilliki keanekaragaman 

yang luas, baik dari sisi suku, budaya, adat dan sebagainya. Keanekaragaman 

tersebut Tidak mungkin dijadikan suatu keseragaman (uniformity), melainkan 

tetap mengakui perbedaan dibawah negara kesatuan, sebagaimana maksud 

semboyan Bhinneka Tunggal ~ka .  '" Tetapi keaneka ragaman tersebut tidak akan 

terakomodasi dengan baik selarna segala selama segalanya diatur oleh pusat 

348 Istilah Bhinneka Tunggal Ika berasal dari lontar Sutasoma Karya Empu Tantular yang 
antara lain berbunyi "Bhinneka Tunggal Ika, tanhana Dharma mangrwa" maksudnya, berbeda itu 
satu, tidak ada kebenaran (agama) mendua. Lihat Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, 
Alumni Bandung, 1992, hlm. 65 



(sentralisasi), dan daerah tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan berbagai 

keanekaragaman adat dan budaya secara lebih luas. Oleh kerana itu, diperlukan 

suatu undang-undang mengenai autonomi daerah yang dapat mengakomodasi 

keanekaragaman budaya bangsa yang tesebar dari sabang Sam pai Merauke. 

TeraMnir mengenai landasan ekonomis, yakni berbagai pertimbangan 

ekonomis dalam penyelenggaraan autonomi daerah. Penting untuk disadari, 

bahawa secara geografis negara Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga 

antara pusat dengan daerah atau daerah yang satu dengan daerah yang lainnya 

tidak saja berjauhan letaknya tetapi juga dipisahkan oleh pulau-pulau. Kondisi 

yang demikian tidak akan efektif apabila hanya dikelola oleh pemerintah pusat, 

oleh kerana kebutuhan suatu daerah belurn tentu sama dengan keinginan pusat. 

Akibatnya bukan saja proses pembangunan mengalami hambatan kerana besarnya 

biaya yang akan dikeluarkan, namun juga hasil-hasil pembangunan tersebut tidak 

dapat dinikrnati secara merata oleh rakyat kerana berbedanya kebutuhan daerah 

dengan keinginan pusatnya atau kerana hasil-hasil pembangunan memang hanya 

berputar disekitar metropolitan saja. Disinilah perbedaan antara negera yang 

memiliki wialayah luas, Indonesia misalnya, dengan negara-negara kecil lainnya. 

Bagi negara-negara yang memiliki wilayahnya kecil, seperti halnya Singapura, 

maka pemerintah daerah yang desentralisasi dirasakan kurang perlu kerana segala 

sesuatunya dapat ditangani oleh pemerintahan pusat secara langsung. 

Sehubungan dengan ini, Syaukani HR, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid 

mengatakan: 

Autonomi Daerah yang dicanangkan seperti sekarang ini diharapkan akan 
mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disarnping 



menciptakan pembangunan antar daerah di Indonesia, kebijaksanaan 
pembangunan yang sentrtalistik dampaknya sudah diketahui, yaitu 
ketimpangan antar daerah, terutama antara Jawa dan Luar Jawa dan antara 
Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur. Ahli pemban unan 
ekonomi regional sudah melakukan kajian yang intensif kan ha1 itu. 38 

Oleh kerana itu, agar jangan kesalahan sebelumnya terulang kembali dan 

guna menatap masa depan yang lebih baik, maka diperlukan suatu Undang- 

undang yang secara proporsional yang dapat mengatur, membagi, dan 

memamfaatkan surnber daya nasional, serta memberikan perimbangan kewangan 

antara pusat dengan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, serta peran 

serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman 

daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

sebagaimana maksud konsideran huruf c diatas. 

Dengan menggunakan berbagai landasan tersebut, diundangkanlah 

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah pada tanggal 7 

Mei 1999, melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 60 dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3839. 

diundangkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, berarti undang-undang mengenai pemerintah daerah sebelurnnya Undang- 

Undang No. 5 Tahun 1974, termasuk juga Undang-undang No. 5 Tahun 1979 

dinyatakan tidak berlaku lagi. 

349 Syaukani HR. fan Gaffar dan Ryaas Rasyid, Op.Cit, hlm.2 17-2 18. 



5.1.2. Struktur Pemerintahan Daerah 

Jika dilihat dari kebenaran lembaga kekuasaan yang ada didaerah, 

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tidak berbeda dengan undang-undang 

sebelumnya, yang menentukan adanya dua lembaga kekuasaan, yaitu DPRD dan 

Kepala Daerah. Hal yang umum digunakan, seperti kebanyakan negera lainnya, 

bahawa pemerintahan daerah yang terdiri dari sekurang-kurangnya DPRD dan 

Kepala Daerah yang bertujuan menyelengarakan pelayanan dan pengaturan umum 

dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Jenis tersebut, 

menurut S.H. Sarundajang, merupakan jenis pemerintahan daerah sebagai unit 

perwakilan dengan tujuan ~ r n u m . ' ~ ~  

Tetapi ketika dilihat dari Struktur antara lembaga-lembaga kekuasaan di 

daerah, jelas terjadi perbedaan yang besar antara Undang-undang No. 22 Tahun 

1999 denga undang-undang sebelumnya. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 

tidak saja memperjelas makna pemerintahan dalam arti luas dan arti sempit, atau 

arti pemerintahan daerah, tetapi juga memperjelas kedudukan masin-masing 

lembaga DPRD dan Kepala Daerah dalarn bentuk lembaga-lembaga yang terpisah 

secara formal. DPRD berkedudukan sebagai lembaga atau Badan Legislatif 

Daerah dan Pemerintahan Daerah berkedudukan sebagai Badan Eksekutif Daerah 

diartikan sebegai Pemerintah dalam arti sempit, yakni suatu lembaga yang 

mengurus bidang eksekutif, yang terdiri dari atas Kepala Daerah beserta perangkat 

350 S.H. Sarundajang, Op.Cit, Hlm.3. 



Daerah lainnya diluar DPRD.~'' Dengan demikian dalam struktur pemerintahan 

daerah, seperti sebelumnya. 

5.1.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Menurut Pasal 15 Undang-undang ini bahawa prihal mengenai kedudukan, 

susunan tugas, wewenang, hak, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan 

DPRD diatur dengan undang-undang. Adanya ketetntuan tersebut, kelihatannya 

sebagai indikasi bahawa disamping adanya upaya harmonisasi dan singkronisasi 

dalam tata peraturan perundang-undangan, juga sebagai indikasi bahawa undang- 

undang No. 22 tahun 1999 tidak memuat secara jelas mengenai susunan tugas, 

wewenang, hak, keanggotaan, pimpinan, dan kelengkapan DPRD. 

Undang-undang yang dimaksud oleh pasal 15 tersebut adalah Undang- 

undang No. 4 Tahun 1999 tentang susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan 

DPRD. Dalam undang-undang tersebut secara jelas diuraikan mengenai hal-ha1 

yang dimaksud oleh Undang-undang No. 22 Tahun 1999 diatas. Khususnya yang 

berhubungan dengan Struktur pimpinan, mekanisme pengangkatan dan 

mekanisme pemberhentian anggota DPRD. 

Pimpinan DPRD menurut Undang-undang ini adalah pimpinan DPRD 

bersifat kolektif, terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyak tiga orang wakil 

ketua yang menerminkan fraksi-fraksi yang berdasarkan urutan besarnya jwnlah 

anggota fraksi."12 Tata cara pemilihan Pimpinan DPRD diatur dalam Peraturan 

Tata tertib DPRD itu sendiri. Adapun mengenai mekanisme pengangkatan anggot 

351 Undang-undang No. 22 Tahun 1999, pasal 1 huruf b dan c, pasal 14 ayat (1) dan (2). 
352 Undang-undang No. 4 tahun 1999, pasal24 dan Pasal3 1 



DPRD, bahawa pengisian keanggotaan DPRD dilakukan melalui pemilihan 

Umum dan pengangkatan. Keanggotaan berdasarkan Pemilu adalah anggota 

DPRD, yaitu yang berasal dari partai politik hasil pemilu, sedangkan keanggotan 

berdasarkan pengangkatan adalah anggota DPRD yang berasal dari ABRI. 

Komposisi anggota DPRD yang diangkat sebesar 10 % dari jurnlah anggota 

D P R D . ~ ~ ~  

Kelihatannya Undang-undang ini masih menentukan adanya anggota 

DPRD yang masih diangkat, yakni diangkat mewakili TNI dan Polri yang 

sebelumnya disebut sebagai ABRI. Sebenarnya, menurut Magir Manan, seluruh 

Anggota DPRD secara langsung melalui pemilu. Oleh karana kenggotaan yang 

diangkat bertentangan dengan UUD 1945. tidak ada perwakilan fhgsional dalam 

DPRD, dan yang ada hanyalah penvakilan politik lansgung mewakili rakyat yang 

ditentukan meIaIui pemilihan u r n ~ r n . ~ ~ ~  

Wacana untuk mengembalikan TNI dan Polri pada peran sebagai alat 

Pertahanan Negera, memang begitu mengumandang pada Era Refonnasi. TNI dan 

Polri sudah diharapkan untuk tidak lagi melibatkan diri dalam politik praktis 

seperti halnya menjadi anggota DPRD demikian juga DPR pada sebelumnya. 

Pencegahan tersebut kemudian dituangkan dalam ketetapan MPR RI No. 

VII/MPR/2000 tentang peran Tentera Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Menurut ketetapan ini, peran politik TNI dan Polri 

untuk menerima arah kebijakan nasional di MPR termasuk di DPR dan DPRD 

353 Ibid, Pasal 18 dan 25 
354 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Op, Cit.,Hlm. 1 1 I 



paling lama sarnpai 2009. 355 ha1 ini telah dibuktikan dengan dikeluarkannya 

Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, 

DPD dan DPRD, dimna keberadaan TNI dan Polri telah ditiadakan dalarn 

keanggotaan MPR, DPR dan DPRD, dengan demikian, pada dasarnya Undang- 

undang No. 22 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 4 tahun 1999, masih 

menentukan adanya perwakilan TNI dan Polri dalam DPRD adalah sebagai upaya 

untuk menguranginya secara bertahap hingga akhirnya ditiadakan sama sekali. 

Hal itu secara jelas dapat dilihat dari ketentuan mengenai keanggotaan TNI dan 

Polri yang diangkat hanya sebesar 10 % dari seluruh jurnlah anggota DPRD, 

sementara menurut Undang-undang sebelumnya, keanggotaan golongan karya 

ABRI diangkat sebanyak 1/5 dari keseluruhan anggota DPRD. 

Khususnya bagi calon anggota dari partai politik peserta pemilihan umurn, 

ditentukan adanya persyaratan-persyaratan untuk menjadi anggota DPRD. 

Menurut Undang-undang No. 4 tahun 1999, persyaratan-persyartan tersebut 

meliputi: 

a. Warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun serta 
bertaqwa terhadap tuhn yang maha esa. 

b. Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis serta membaca huruf 
latin serta berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat 
pertama atau yang berpengetahuan sederajat dan berpengalaman 
dibidang kemasyarakatan d a d  atau kenegaraan; 

c. Setia kepada cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila sebagai 
dasar negara, dan Undang-undang Dasar 1945; 

d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia 
termasuk organisasi massanya, atau bukan seseorang yang terlibat 
langsung dalam G-30-S/PKI atau organisasi terlarang lainnya; 

e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 

355 Ketetapan MPR RI No. VII/2000, Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 10 Ayat (2) 



f. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kerana 
melakukan tindak pidana yang diancarn penjara 5 (lima) tahun atau 
lebih; 

g. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwd ingatannya.356 

Bagi anggota DPRD juga dikenakan beberapa larangan rangkap jabatan 

maupun larangan untuk melakukan sesuatu tindakan. Dalam ha1 rangkap jabatan, 

anggota DPRD dilarang merangkap jabatan dilingkungan pemerintahan dan 

peradilan di semua tingkatan, meranngkap jadi anggota DPR, atau merangkap jadi 

anggota DPRD dari daerah lainnya. Sedangkan larangan untuk melakukan sesuatu 

tindakan, di mana anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaanl usaha yang 

biayanya berasal dari APBN danlatau A P B D . ~ ~ '  

Mengenai mekanisme pemberhentian anggota DPRD, maka 

pemberhentiannya dinarnakan dengan berhenti antar waktu. Anggota DPRD yang 

berhenti antar waktu, kerana adanya alasan-alasan sebegai berikut: a. meninggal 

dunia, b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada pimpinan DPRD, c. 

bertempat tinggal di luar wilayah Daerah yang bersangkutan, d. tidak memenuhi 

lagi syarat-syarat sebagai anggota DPRD berdasarkan keterangan yang berwajib, 

e. dinyatakan melanggar sumpah/ janji sebagai anggota DPRD, f. terkena larangan 

perangkapan jabatan menurut Undang-undang ini, dan g. melanggar larangan 

yang telah ditentukan oleh Undang-undang ir~i .~" 

Adapun mengenai siapa yang menggantikan kedudukan anggota yang 

berhenti antar waktu tersebut, pada dasarnya tidak berbeda dengan Undang- 

undang sebelumnya, dimana calon penggantinya yang berasal dari posisi yang 

356 Undang-undang No. 4 Tahun 1999, Pasal3 ayat (1) 
357 Ibid, Pasal4 1 dari Pasal42. 
358 Ibid, Pasal2layat ( 1 )  dan Pasal 28 ayat (1) 



sama sebelumnya, baik dari parti politik peserta pemilihan umurn maupun dari 

TNII Polri, calon anggota DPRD yang berasal dari partai politik hasil pemilihan 

umum, di usulkan oleh pimpinan Partai Politik di daerah yang bersangkutan dari 

DCT wakil partai politik di daerah pemilihan yang ~ a r n a . ~ ~ ~  Seperti halnya pada 

peresmian pangkat anggota DPRD di atas, pada peresmian pemberhentianya juga 

dilakukan oleh pejabat yang sama, yaitu secara administrasi melalui Keputusan 

Menteri Dalarn Negeri atas nama Presiden sebagai kepala negara bagi anggota 

DPRD I dan secara administrasi pula melalui Gubernur atas Narna Presiden juga 

sebagai Kepala Negara bagi anggota DPRD 11.~~' 

Dengan demikian, dapat difahamani bahawa kedudukan DPRD menurut 

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di sarnping 

tidak ada peluang pemerintah intervensi terhadap keanggotaan tersebut seperti 

sebelumnya ada peluang pemerintah untuk memberhentikan seorang anggota 

DPRD melalui mekanisme penggantian oleh partai politiknya (di-recall) - juga 

dalam kedudukan DPRD sebagai bgian dari strukturpemerinth derah telh 

dipisahkn secara formal dengan pemerintah daerah. Pemisahan tersebut, 

dimaksudkan untuk lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan 

pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap rakyat.361 Sementara indikasi 

telah dihilangkannya intervensi pemerintah, dapat diperhatikan dari ketentuan 

mengenai pemilihan pimpinan DPRD, meknisme pengkatan, mekanisme 

pergantian, antar waktu dan mekanisme pemberhentiannya. 

359 Ibid, Pasal2 1 ayat (2) dan Pasa128 ayat (2). 
360 Ibid, pasal(4) dan pasal28 ayat (4) 
361 Undang-undang No. 22 tahun 1999. Penjelasan Umum Bagian 4 Mengeni Susunan 

Pemerintah Daerah dan Hak DPRD. 



5.1.4. Kepala Daerah 

Menurut Undang-undang No. 22 tahun 1999, hanya Gubemur yang masih 

memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai kepala dearah Provinsi Riau dan wakil 

pemerintah. Oleh kerana itu, disamping untuk tugas-tugas pemerintah tertentu 

yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas Demokrasi, untuk 

menyelenggarakan autonomi daerah yang bersifat lintas wilayah kabupatedkota 

serta melaksanakan kewenanganya autonomi daerah yang belum dapat 

dilaksanakan oleh daerah kabupatedkota, juga untuk menjaga adanya hubungn 

yang serasi antara pusat dan daerah dalarn kerangka N K R I ~ ~ ~ .  Bahkan menjadi 

tidak jika hubungan tersebut telah dihilangkan, yang berarti telah terjadi 

penggunan konsep federal dan bukan autonomi. 

Meskipun tidak berkedudukan sebagai wakil pemerintah BupatiIWalikota 

tetap menyarnpaikan pertanggungjawabannya kepada Presiden, seperti halnya 

Gubernur, bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah kewajiban menyampaikan 

laporan atas penyelanggaran pemerintah daerah kepada Presiden melalui Menteri 

Dalam Negeri, dengn tembusan kepada Gubernur bagi kapada daerah kabupaten 

dan kepala daerah kota, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, jika 

dipandang perlu oleh kepala daerah atau apabila diminta oleh ~residen."~ ~ a d i  

pertanggungjawaban yang dimaksud adalah laporan mengenai penyelenggaran 

eksekutif daerah kepada presiden sebagai lembega eksekutif negara tertinggi, 

dengan kata lain bukan bentuk pertanggungjawaban yang dapat memberikan 

konsekuesi seperti sebelumnya. 

362 Ibid, Butir g Bagin Penjelsn Umum mengenai dasar pemikiran. 
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Sebagai kepala daerah, lembaga ini baik sebagai Gubernur, Bupati atau 

Walikota bertanggungjawab kepada DPRD m a ~ i n ~ - m a s i n ~ . ~ ~ ~  Pertanggung- 

jawaban kepala daerah kepada DPRD disini, berbeda dengan bentuk 

pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD menurut Undang-undang 

nomor 5 tahun 1974. perbedaannya kerana menurut undang-undang No 22 tahun 

1999, pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD bukan merupakan 

formalitas belaka melainkan memiliki konsekuensi-konsekuensi. Ada konsekuensi 

itu terkait erat dengan perubahan dalarn mekanisme pengangkatan dan 

pemberhentian kepala daerah itu sendiri menurut undang-undang ini. 

Dalam mekanisme pengangkatan, Kepala Daerah diangkat melalui 

pemilihan secara bersamaan dengan wakil kepala daerah oleh DPRD, setelah 

sebelumnya dilaksanakan dua proses, yaitu proses pencalonan dan pemilihan. 

Narnun sebelum kedua proses tersebut dilaksanakan, terlebih dahulu dibentuk 

Panitia Pemilihan. Menurut Undang-undang ini, Ketua dan Para Wakil Ketua 

DPRD kerana jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan 

merangkap sebagai anggota, sementara Sekretaris DPRD kerana jabatannya 

adalah sekretaris Panitia Pemilihan, tetapi bukan anggota.365 

Pertama, proses pencalonan. Proses pencalonan Kepala Daerah diisi 

dengan beberapa tahapan, yakni mulai dari tahap penyaringan bakal calon, 

pemeriksaan persyaratan bakal calon, pengajuan bakal calon, penyampaian visi 

dan misi bakal calon, hingga penetapan calon. Pada tahap penyaringan calon, 

setiap fraksi dapat melakukan kegiatan penyaringan pasangan bakal calon sesuai 

364 Ibid, pasal3 1 dan 32 
365 Ibid, Pasal34 . 



dengan syarat yang telah di tetapkan Undang-undang. Jadi setiap pasangan yang 

berkeinginan untuk menjadi bakal calon Kepala Daerah dapat menghubungi setiap 

fraksi yang ada di DPRD yang bersangkutan, oleh kerana fraksilah yang 

benvenang menetapkan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon 

Wakil Kepala Daerah dan menyampaiakannya dalam rapat paripuma kepada 

pimpinan DPRD. Sungguhpun demikian, tidak berarti bahawa setiap fraksi hams 

mengajukan pasangan bakal calon. Namun satu fraksi dapat mengajukan lebih 

dari satu pasangan atau secara bersama-sama dengan fraksi lainnya mengajukan 

satu pasangan bakal c a 1 0 n . ~ ~ ~  

Tahap pemeriksaan persyaratan bakal calon, diisi dengan kegiatan- 

kegiatan pemeriksaan berkas identitas mengenai bakal calon berdasarkan 

persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain harus berkewarganegaraan 

Republik Indonesia, persyaratan-persyaratan calon Kepala Daerah tersebut juga 

meliputi: 

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
b. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

Pemerintah yang sah. 
c. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- 
undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Ketua 
Pengadilan Negeri. 

d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 
dan Atau Sederajat; 

e. Berumur sekurang-kurangnya tiga puluh tahun; 
f. Sehat Jasmani dan Rohani; 
g. 1Vyata-nyata tidak terganggu jiwa ingatannya; 
h. Tidak pernah dihukum penjara kerana melakukan tindak pidana; 
i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan 

Negeri; 
j. Mengenal damahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya; 

366 Ibid, Pasal 3'6. dalam Pasal33 



k. Menyerahkan dafiar kekayaan pribadi; d m  
1. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala ~ a e r a h . ~ ~ ~  

Setelah bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah 

memenuhi persyaratan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh 

Panitia Pemilihan, fraksi-fraksi akan mengajukan pasangan bakal calon tersebut 

kepada DPRD untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Daerah dan calon Wakil 

Kepala Daerah, apa yang disebut sebagai tahap pengajuan bakal calon. Dalarn 

tahap ini, setiap fraksi atau beberapa fraksi memberikan penjelasan mengenai 

bakal calonnya, melalui rapat paripurna DPRD.~~' 

Ketika nama-nama pasangan bakal calon telah disampaikan oleh fraksi 

melalui rapat paripurna DPRD, berarti proses selanjutnya menjadi tugas Pimpinan 

DPRD. Tugas pertamanya adalah mengundang pasangan bakal calon untuk 

menjelaskan visi, misi, serta rencana-rencana kebijakan apabila bakal calon 

dimaksud terpilih sebagai Kepala Daerah. Atau apa yang dikenal sebagai tahap 

penyampaian visi dan misi. Dalarn tahapan ini, anggota DPRD dapat melakukan 

Tanya jawab dengan para bakal calon. Kemudian Pimpinan DPRD dan pimpinan 

fiaksi-fraksi melakukan penilaian atas kemampuan dan kepribadian para bakal 

calon dan melalui musyawarah atau pemungutan suara menetapkan sekurang - 

kurangnya dua pasangan calon kepala daerah dan calon kepala daerah dan Wakil 

Kepala ~ a e r a h . ~ ~ ~  Di sini, secara teoritis, terlihat bahawa tahap penyampaian visi 

dan misi memiliki peranan yang cukup berarti bagi upaya penetapan calon 

selanjutnya. Oleh kerana pada tahapan ini akan dinilai atau di ukur kemampuan 

367 Zbid, Pasal33 dan Pasal35 ayat (1) huruf a 
368 Zbid, Pasal35 ayat (2 )  dan Pkal37 ayat (1). 
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dan kepribadian bakal calon. Namun secara praktis, tahap penyampaian visi dan 

misi tersebut tidak dapat banyak, bahkan tidak sama sekali, mempengaruhi upaya 

penetapan calon. Oleh kerana tidak sedikit bakal calon yang memiliki kemarnpuan 

dan kepribadian bernilai plus secara urnum, narnun tidak ditetapkan menjadi calon 

atau dikalahkan oleh bakal calon yang memiliki kemampuan dan kepribadian 

tergolong minus. Namun sebenarnya, kenyataan praktis tersebut tidak dapat 

disalahkan sepenuhnya, kerana selain abstraknya ukuran kemarnpuan dan 

kepribadian yang dimaksud juga kerana adanya peluang untuk melakukan 

pemungutan suara dalarn penetapan pasangan bakal calon menjadi calon. 

Jelasnya, meskipun pada tahap penetapan pasangan calon dapat melalui jalan 

musyawarah antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi-fraksi, juga 

dimungkinkan adanya pemungutan suara antar anggota DPRD, dan bentuk 

pemungutan suara sering terjadi. 

Nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD 

melalui suatu keputusan, kemudian dikonsultasikan kepada Presiden bagi calon 

Gubernurl Wakil Gubernur dan hanya diberitahukan kepada Gubernur bagi calon 

Bupatil Wakil Bupati atau Walikotd Wakil Walikota. 370 Dilakukannya konsultasi 

tersebut, kerana kedudukan Gubernur selaku Wakil Pemerintah di dae1-ah.3~' 

Sebagai pimpinan pemerintah tertinggi, Presiden berhak untuk mengetahui lebih 

jauh siapa-siapa saja yang bakal dipilih menjadi wakilnya. Hak presiden tersebut 

bukanlah berbentuk formalitas belaka, kerana jika kenyataannya seorang calon 

tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan Undang-undang, dan ha1 

370 ]bid, Pasal38 ayat (1) dan (2) 
371 Ibid, penjelasan ~ a s a l  38. 



itu dapat dibuktikan, maka presiden berwenang mengeluarkan keputusan 

penangguhan mengenai pemilihan Gubernur yang bersangkutan, guna menjalani 

proses hukum. Bahkan jika sudah dipilih pun tetap dapat dibatalkan sebagairnana 

halnya kes Gubernur ~ a m ~ u n ~ . ~ ~ ~  

Tetapi bukan berarti dengan adanya mekanisme konsultasi itu Presiden 

dapat membuat keputusan lain yang bertentangan dengan Undang-undang, 

khususnya mengenai persyaratan-persyaratan calon Kepala Daerah. Jika ha1 itu 

yang dilakukan oleh Presiden sarna lah artinya dengan ketentuan dua Undang- 

undang mengenai pemerintahan daerah sebelurnnya, diamana Presiden 

mempunyai kewenangan sentralistik dalam pengangkatan Kepala Daerah. 

Kewenangan sentralistisk yang bersifat preventif dan penuh dengan pertimbangan 

kebijakan (beleid) yang tidak terukur secara hukurn seperti inilah, menurut Bagir 

Manan, dapat menjadi biang dari sumber penyalahgunaan wewenang (Willekeur) 

atau sekurang-kurangnya tidak sesuai dengan tujuan (Detaurnement depauvoir). 

373 Jadi, sekali lagi rnaksud konsultasi tersbut adalah sebagai upaya tindakan 

preventif untuk terlaksananya aturan hukum secara baik atau demi Law 

Enforcement itu sendiri. 

Kedua, proses pemilihan, proses pemilihan calon kepla daerah dan wakil 

kepala daerah dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang- 

kurangnya dua pertiga dari anggota DPRD, apabila anggota DPRD belum 

372 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor. 8 Tahun 2003, Presiden melalui Mendagri 
menunjuk pelaksana Harian Gubernur Lampung. Mendagri mennjuk kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan Depdagri Tursadi Alwi sebagai PLH tersebut. Gubernur terpilih Azizier Dianis 
Tabranil Ansory Yunus terlibat kes hukum yang dipilih oleh DPRD tanggal 30 Desember 2002. 
Harian Kompas, 6 Februari 2003. 

373 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Op. Cil.Hlrn. 130-1 3 1 



mencapai korum, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama satu jam. 

Apabila juga belum mencapai korum, rapat paripurna diundur lagi paling lama 

satu jam. Tetapi, apabila sudah dua kali penundaan belum juga mencapai kuorum, 

maka selanjutnya pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap 

dilaksanakan, walaupun tidak mencapai k u o r ~ r n . ~ ~ ~  

Setiap anggota DPRD mempunyai satu hak suara, dan kerananya dapat 

memberikan haknya kepada satu pasang calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah dari pasangan calon yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD. Oleh 

kerana menetapkan pilihannya adalah haknya tersebut, dan kerana itu juga proses 

pemilihan ini dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara 

terbanyak pada pemilihan ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah oleh DPRD dan disahkan oleh ~ r e s i d e n . ~ ' ~  

Kata disahkan tersebut, jika berpedoman pada ketentuan administrasi 

negara, menunjukkan bahawa ketetapan DPRD tentang Kepala Daerah dan WakiI 

Kepala Daerah terpilih dapat diterima sebagai suatu bagian dari ketertiban hukurn 

mum (als een onderdeel van de algemene rechisorde) yang mempunyai 

kekuasaan hukum, apabila mendapat pengesahan (persetujuan) Presiden sebagai 

pihak pemerintahan yang lebih tinggi. Meskipun kata sah tidak 

memperbincangkan masalah isi atau kekurangan dari ketetapan tersebut, namun 

tanpa disahkan, ketetapan tersebut belum mempunyai kekuasaan hukum yang 

374 Undang-undang No. 22 Tahun 1999, Pasal39 ayat (I), (2) dan (3). 
375 Ibid, Pasal20 ayat (I), (2) dan (3) 



berlaku (geldende rechsorde). 376 Jadi setiap calon pasangan yang ditetapkan 

sebagai Kepala Daerahl Wakil Kepala Daerah oleh DPRD, terlebih dahulu harus 

mendapatkan pengesahan dari Presiden untuk menjadi Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah secara resmi, atau dengan kata lain pengesahan tersebut hanyalah 

berbentuk peresmian. 

Dalam ha1 mekanisme pemberhentian Kepala Daerah, Undang-undang No. 

22 Tahun 1999 juga menentukan adanya mekanisme pemberhentian Kepala 

Daerah yang berbeda dengan dua Undang-undang mengenai pemerintah daerah 

sebelumnya. Memang, jika ditinjau dari alasan pemberhentiannya, tidak 

mengalami perbedaan yang jauh dengan Undang-undang sebelumnya. Kerana 

Kepala Daerah berhenti kerana meninggal dunia, atau diberhentikan kerana 

mengajukan berhenti atas perrnintaan sendiri, berakhir masa jabatannya dan telah 

dilantik pejabat yang barn, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Daerah 

melanggar sumpah1 janji, melanggar larangan yang telah ditentukan, dan 

mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kes yang melibatkan 

tanggung jawabnya, dn keterangannya atas kes itu ditolak oleh DPRD.~~ '  Kepala 

Daerah juga dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan tindak pidana 

kejahatan yang diancam dengan hukuman mati sebagai mana yang diatur dalam 

KUHP, terbukti melakukan makar dan perbuatan yang dapat memecah belah 

NKRI yang dinyatakan dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh 

376 E. Ultrecht, Pengantar Hukum Adrninistrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, 
Surabaya, 1994, Hlm. 163-1 64. 

377 Undang-undang NO. 22 Tahun 1999, Pasal49. 



kekuatan h ~ k u m , ~ ~ ~ a t a u  pertanggungjawaban akhir tahun Kepala Daerah ditolak 

untuk kedua kalinya oleh D P R D . ~ ~ ~  

Adapun larangan yang dimaksud adalah larangan-larangan yang 

ditentukan bagi Kepala Daerah, yang meliputi; a. dilarang turut serta dalam suatu 

perusahaan, baik milik swasta maupun milik negaral daerah, atau dalam yayasan 

bidang apapun juga, b. dilarang membuat keputusan yang secara khusus 

memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan 

tertentu, atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan 

urnum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain, c. 

dilarang melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, 

baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah 

yang bersangkutan, d. dilarang menerima uang, barang, d d a t a u  jasa dari pihak 

lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang 

akan dilakukannya, dan e. dilarang menjadi advokat atau kuasa hukum ddarn 

suatu perkara di pengadilan, selain mewakili d a e r a h ~ ~ ~ a . ~ ~ '  

Tetapi jika ditinjau dari mekanisme pemberhentian Kepala Daerah, jelas 

terdapat perbedaan antara Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dengan Undang- 

undang sebelumnya, salah satu perbedaan tersebut, Undang-undang No. 22 Tahun 

1999 telah merinci ketentuan-ketentuan mengenai mekanisme pemberhentian 

seorang Kepala Daerah. Mekanisme pemberhentian tersebut, yaitu sebagai 

berikut: 

378 Ibid, Pasal 5 1 dan Pasal52. 
379 Ibid Pasal46. 
380 Ibid, Pasal48 



a. Pemberhentian Kepala Daerah kerana alasan-alasan sebagaimana yang 

dimaksud dalam pasal 49 ditetapkan dengan keputusan DPRD dan 

disahkan oleh Presiden. Keputusan DPRD ini harus dihadiri oleh 

sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD dan 

putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga 

dari jurnlah anggota yang hadir. 

b. Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui Keputusan 

DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang 

diancam dengan hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam 

KUHP. 

c. Kepala Daerah yang diduga melakukan makar dad  atau perbuatan lain 

dapat memecah belah NKRI diberhentikan untuk sementara dari 

jabatannya oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD. Namun, 

apabila terbukti melakukan makar dan perbuatan yang dapat memecah 

belah NKRI yang dinyatakan dengan keputusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan dari 

jabatamya oleh Presiden tanpa persetujuan DPRD. Sehubungan 

dengan ha1 ini, setelah melalui proses peradilan temyata tidak terbukti, 

maka ia akan diaktifkan kembali dan direhabilitasi selaku Kepala 

Daerah sampai akhir masa jabatannya. 

d. Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawabannya (LPJ) 

kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran. Kepala Daerah yang 

ditolak pertanggungjawaban kebijakan pemerintah maupun 



pertanggungjawaban kewangannya, harus melengkapi d a d  atau 

menyempurnakannya dalam jangka waktu paling Iama tiga puluh hari. 

Kemudian penyempurnaan LPj tersebut disampaikan kembali kepada 

DPRD. Tetapi, apabila LPj dibentuk penyempurnaan ditolak untuk 

kedua kalinya, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala 

Daerah yang bersangkutan kepada ~ r e s i d e n . ~ ~ '  

Dalarn bentuk pemberhentian yang pertama diperhentiakan oleh DPRD 

dan disahkan oleh Presiden ketentuannya tidak berbeda dengan mekanisme 

pengangkatan di atas, di mana Presiden ketentuannya tidak berbeda dengan 

mekanisme pengangkatan diatas, di mana Presiden hanya bersifat mengesahkan 

saja dan tidak membicarakan masalah isi atau kekurangan dari keputusan DPRD 

tersebut. Oleh kerana di samping telah diputuskan berdasarkan sidang DPRD 

yang mencapai kuorurn, juga alasan-alasan pemberhentiannya sudah jelas menurut 

peraturan perundang-undangan, kecuali alasan kerana mengalami krisis 

kepercayaan publik yang luas akibat kes yang melibatkan tanggung jawabnya 

yang sedikit in te rpre t i~ '~~  Perlunya pengesahan Presiden di sini bukan berarti 

Presiden yang menentukan keputusan akhir, tetapi sebagai alat pemerintahan yang 

tertinggi, pengesahan Presiden adalah bersifat meresmikan (menyetujui) 

keputusan DPRD tersebut agar mempunyai kekuasaan hukum sehingga dapat 

mempengaruhi ketertiban hukum yang berlaku (geldende rechtsorde). 

381 Ibid, Pasal 50, 5 1,52,53,54 dan 55 
382 Tidak ada ukuran yang baku untuk maksud krisis kepercayaan publik yang luas, 

akibatnya sangat rentan untuk diinterpretasikan secara politik, sebagai contoh, apa yang jadi 
ukuran krisis kepercayaan publik yang luas dalam.pemecatan Sjachriel Darham sebagai Gubernur 
Kalimantan Selatan, atau Jefri Noor sebagai Bupati Kabupaten Kampar. 



Pada bentuk pemberhentian kedua diberhentiakan oleh Presiden tanpa 

melalui persetujuan DPRD - Presiden melalui keputusannya langsung 

memberhentikan Kepala Daerah. Jika memperhatikan ketentuan Pasal 5 1 dan 52 

di atas, paling tidak ada dua alasan, yaitu: Pertama, bahawa pemberhentian yang 

dilakukan adalah murni berdasarkan ketentuan hukurn, dan keputusan Presiden 

diberikan untuk menguatkan keputusan pengadilan sebelumnya, dalam rangka 

penegakan hukum (law enforcement). Kedua, bahawa pemberhentian dilakukan 

sebagai tindakan yang secepatnya hams diambil oleh Presiden dalam rangka 

mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika terjadi 

tindakan-tindakan yang dapat memecahkan belah bangsa, maka menjadi 

kewajiban Presiden untuk bertindak cepat, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi 

pertahanan, keamanan dan ketertiban (defence, security and protectional 

function). 

Sedangkan bentuk pemberhentian ketiga diberhentikan oleh Presiden atas 

usul DPRD pada dasarnya sebagai konsekuensi dari adanya hubungan antara 

DPRD dengan Kepala Daerah itu sendiri. Seperti dikatakan dalarn Pasal 45 ayat 

(1) bahawa Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada 

DPRD pada setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban itu dilakukan untuk 

mewujudkan pelaksanaan fungsi dan wewenang pengawasan (control) DPRD. 

Tanpa pertanggungjawaban itu, berarti tidak terdapat hubungan kekuasaan antara 

DPRD dengan Kepala Daerah, sekaligus menunjukkan tidak adanya mekanisme 

checks and balances. Secara lebih jelas pembahasan mengenai hubungan ini dapat 



dilihat dalam bagian berikutnya mengenai hubungan antara lembaga legislatif dan 

eksekutif daerah. 

5.2. Pergeseran Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

5.2.1. Tugas, Wewenang dan Hak 

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dapat dipandang sebagai Undang- 

undang mengenai pemerintahan daerah yang paling banyak memuat tugas dan 

wewenang DPRD, tentunya jika dibandingkan dengan beberapa Undang-undang 

sebelumnya. Tugas dan wewenang tersebut, terdiri dari: a. memilih Kepala 

Daerahl Wakil Kepala Daerah. b. memilih anggota MPR dari Utusan Daerah, c. 

mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/ Wakil Kepala 

Daerah, d. bersama dengan Kepala Daerah membentuk Perda, e. bersama dengan 

Kepala Daerah menetapkan APBD, f. melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lain, keputusan Kepala 

Daerah, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kerja sama 

International di daerah, g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada 

Pemerintah terhadap rencana perjanjian international yang menyangkut 

kepentingan daerah, dan h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah d m  

m a ~ ~ a r a k a t . ~ ~ ~  

Tugas dan wewenang yang begitu besar, ditambah pula dengan sejumlah 

hak, dapat menjadikan kekuasaan DPRD semakin lebih kuat atau dikatakan 

sebagai legislative heavy, dan bahkan sebagian pihak menganggap system 

383 Undang-undang No. 22 Tahun 1999, Pasal 18 ayat ( I )  



Pengagehan kekuasaan tersebut sebagai bentuk dari system pemerintahan 

parlementer lparliamentary executive system). Terlepas benar atau tidaknya 

dugaan tersebut, tetapi memang Undang-undang No. 22 Tahun 1999 telah 

memberikan wewenang yang begitu luas kepada DPRD, apalagi ditambah 

sejumlah hak yang limitative. Hak-hak DPRD, terdiri dari hak meminta 

pertanggungjawaban Kepala Daerah, hak meminta keterangan kepada Pemerintah 

Daerah, hak mengadakan penyelidikan, hak mengadakan perubahan atas Raperda, 

hak mengajukan pernyataan pendapat, hak mengajukan Raperda, hak menentukan 

Anggaran Belanja DPRD, dan hak menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD.~*~ 

Sehubungan dengan hak-hak DPRD di atas, Bagir Manan secara panjang 

lebar menguraikan ha1 tersebut dalam bukunya Menyongsong Fajar Otonomi 

Daerah. Uraian- uraian tersebut secara garis besarnya sebagai berikut: 

a. Hak meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati dan Walikota. 

Dalam ha1 ini. Kepala Daerah tersebut bukan saja menyampaikan 

pertanggungjawaban pada setiap waktu sesuai permintaan DPRD. 

b. Hak meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah. hak ini disebut 

juga sebagai hak interpelasi (Interpelatie) yang sering digunakan 

dalam system pemerintahan parlementer (parliamentary executive 

system), sebagai langkah menuju perrnintaan pertanggungjawaban atau 

mosi tidak percaya kepada pemerintah. Dalam ha1 ini -DPRD 

menggunakan hak itu untuk mendapatkan data sebagai dasar meminta 

pertanggungjawaban Kepala Daerah. 

384 Ibid, Pasal 19 ayat ( 1 )  



c. Hak mengadakan penyelidikan merupakan persamaan dari hak angket 

(anquette). Hak penyelidikan (opsporing atau investigation) yang 

dilakukan oleh para penegak hukum. Hak penyelidikan DPRD 

dilakukan untuk menyelidiki keadaan pemerintahan, baik untuk 

mengetahui pelaksanaan pemerintahan maupun untuk mencari bahan- 

bahan untuk merurnus kebijakan. Sementara hak penyelidikan yang 

dimiliki oleh para penegak hukum merupakan pendahuluan untuk 

menemukan bukti awal mengenai dugaan telah terjadi suatu tindak 

pidana untuk ditingkatkn menjadi penyidikan (nasporind . 

d. Hak mengadakan perubahan atas Raperda sering disebut sebagai hak 

amandemen. Sebaiknya usul-usul perubahan melalui hak tersebut 

harus disetujui dan diputuskan terlebih dahulu oleh DPRD sebelum 

Pemerintah Daerah mengajukan Raperda. 

e. Hak mengajukan pernyataan pendapat disebut juga sebagai resolusi 

DPR atau DPRD. Resolusi mencermin kehendak atau pandangan 

DPRD mengenai suatu ha1 yang dapat mempengaruhi penilaian dan 

arah yang akan ditempuh. Hak ini menjadi langkah awal untuk 

mengadakan penyilidikan, meminta keterangan, mengajukan 

pertanyaan, atau melakukan pembaharuan tertentu. 

f. Hak mengajukan Raperda dikatakan sebagai hak inisiatif. Hak ini 

sebelumnya hanya memiliki oleh eksekutif. Namun guna 

memberdayakan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah maka hak ini 

juga diberikan kepada DPRD. 



g. Hak menentukan Anggaran Belanja DPRD disebut hak budget atau 

hak anggaran. Munculnya hak ini merupakan upaya agar DPRD lebih 

mandiri, tidak tergantung pada Pemerintah Daerah. 

h. Hak menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD. Sebagaimana 

dimaklumi bahawa tata tertib DPRD merupakan peraturan rurnah 

tangga yang mengatur tata cara DPRD menyelengarakan tugas dan 

wewenangnya. Oleh kerana itu, peraturan tata tertib tersebut hanyalah 

bersifat internal dan memuat mekanisme atau tata Iaksana ~ a j a . ~ ~ ~  

Disamping hak-hak diatas, DPRD juga memiliki hak-hak lainnya, yaitu 

hak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk 

memberikan keterangan tentang suatu ha1 yang perlu ditangani demi kepentingan 

negara, bangsa, pemerintah, dan pembangunan,386 hak pengajuan pertanyaan, hak 

protokoler serta hak kewangan dan administrasi, 387 dan imunitatif. Hak-hak ini 

diberikan dalarn rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang 

DPRD. Oleh kerana itu, jika dalarn pemenuhan hak-hak tersebut ditemukan 

adanya pihak-pihak yang sengaja menghambat pelaksanaannya, maka pihak-pihak 

ini akan dikenakan ancaman pidana, misalnya diancam dengan pidana kurungan 

paling lama satu tahun bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga 

masyarakat yang menolak memberikan keterangan tentang suatu ha1 yang perlu 

ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintah, dan pembangunan, 

kerana dianggap merendahkan martabat dan kehonnatan DPRD.~~'  

385 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Op. Cit., hlm. 1 14 -1 23. 
386 Undang-undang No. 22 Tahun 1999, Pasal20 ayat (1). 
387 Ibid, Pasal2 1 ayat (2) dan Pasal27 

Ibid, Pasal20 ayat (2) 



Agar semua hak DPRD tersebut termasuk juga tugas dan wewenangnya 

tidak disalah gunakan, maka mekanisme atau tata cara penggunaannya mesti 

didasarkan pada Peraturan Tata Terti yang telah ditetapkan.389 Tetapi, lagi-lagi 

disini tarnpak peluang untuk lebih membesarkan kekuasaan DPRD, dimana 

Peraturan Tata Tertib DPRD tersebut ditetapkan dengan keputusan DPRD itu 

sendiri. 

5.2.2. Kewajiban 

Perlunya Peraturan Tata Tertib DPRD adalah sebagai upaya agar hak dan 

wewenang yang dimiliki oleh DPRD jangan sampai disalahgunakan. Oleh kerana 

peraturan tata tertib tersebut rnengikat pada tindakan-tindakan anggota DPRD 

maka sekaligus ia menjadi kode etik bagi anggota DPRD dalam 

menyelenggarakan hak dan wewenangnya. Tetapi, menurut Hilman Hadikusuma, 

meskipun hak tersebut ditentukan berdasarkan peraturan penmdang-undangan, 

jika kenyataan tidak berlaku dan bahkan dilanggar sendiri oleh pemiliknya, maka 

hak dan wewenang tersebut akan menjadi h i ~ a n ~ . ~ ~ '  Pelanggaran terhadap hak dan 

wewenang tersebut, pada dasarnya ketika DPRD tidak menghormati hak d m  

wewenang yang lebih tinggi daripada yang dimilikinya. Untuk itu, suatu hak dan 

wewenang atau dalam arti sebahagian kekuasaan dibatasi pula ruang lingkupnya 

oleh hak dan wewenang yang lebih tinggi. Khususnya dalam konsep kedaulatan 

rakyat (volhsouvereiniteit), hak dan wewenang yang lebih tinggi tersebut berada 

di tangan rakyat yang kemudian diwakilkan kepada para wakilnya untuk 

389 Ibid, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal20 ayat (3), Pasal2 1 ayat (2) dan Pasal 
23 ayat (4) 

390 Hilman Hadikusuma, Op. Cit, hlm.35 



melaksanakan hak dan wewenang itu. Berarti menjadi suatu kewajiaban bagi 

DPRD untuk melanggar hak dan wewenang yang ada pada rakyat tersebut. Oleh 

kerana itu, tidak cukup hanya Peraturan Tata Tertib saja yang disediakan bagi 

DPRD agar tidak menyalahgunakan hak dan wewenangnya, namun juga 

ditentukan adanya kewajiban bagi DPRD untuk menunaikan hak dan wewenang 

yang lebih tinggi daripada yang ia miliki, yaitu hak dan wewenang yang menjadi 

milik seluruh rakyat bangsa ini. 

Adapun kewajiban-kewajiban yang hams dipikul oleh DPRD dalam 

rangka melaksanakan hak dan wewenang, yaitu: a. mempertahankan dan 

memelihara keutuhan NKRI, b. mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, serta 

mentaati segala peraturan perundang-undangan, c. membina demokrasi dalam 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah, d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di 

daerah berdasarkan demokrasi ekonomi, dan e. memperhatikan dan menyalurkan 

aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak 

lanj ut penyelesaiannya.39 

Semua kewajiban DPRD di atas, pada dasarnya adalah hak dan wewenang 

yang dimiliki oleh rakyat, sebagaimana dilakukan ketika kontrak sosial pertama 

pada waktu pembentukan NKRI melalui penetapan Pancasila dan UUD 1945 

sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Rakyat berhak mendapatkan rasa aman, damai dan sejahtera dalam 

seluruh aspek kehidupannya. Oleh kerana itu, tujuan utama pembentukan negara 

39 1 Undang-undang No.22 Tahuri 1999, Pasal22 



Indonesia adalah untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak rakyat tersebut, 

sebagaimana diuraikan dalam Pembukaan UUD 1945. 

5.3. Kekuasaan dan Kepala Daerah 

5.3.1. Hak dan Wewenang 

Berbeda dengan dua undang-undang mengenai kepala daerah sebelumnya, 

undang-undang sebelumnya No. 22 Tahun 1999 tidak mengenal lagi kepala 

Daerah sebagai Wakil pemerintah pusat, kecuali Gubernur, meskipun gubernur 

masih bertindak sebagai wakil pemerintah pusat, namun mereka tidak lagi tugas 

dan wewenang yang sangat luas. Jika memperhatikan maksud butir g bagian 

penjelasan umurn mengenai dasar pemikiran, tugas dan wewenang Gubernur 

sebagai wakil pemerintah pusat, antara lain meliputi: a. melaksanakan tugas-tugas 

pemerintah tetentu yang dilimpahkn dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, b. 

menyelenggarakan autonomi daerah yang bersifat lintas daerah kabupatedkota, c. 

melaksanakan kewenangan autonomi daerah yang belumdapt dilaksanakan oleh 

daerah kabupatenlkota, dan d. menjaga adanya hubungan yang serasi antara pusat 

dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khususnya butir d 

tersebut, lebih dapat dikatakan bukan sebagai bentuk tugas dan wewenang 

melainkan sebagai suatu bentuk kewajiban, yaitu kewajiban untuk menjaga dan 

mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, gubernur 

berkewajiban untuk melaksanakan ha1 tersebut, oleh kerana gubernu merupakan 

pejabat autonomi daerah yang tertinggi di daerah. Memang undang-undang ini 

tidak Iagi mengenal adanya hubungan herrki, namun melihat adanya tugas dan 



wewenang gubernur untuk menyelenggarakan autonomi daerah yang Bersifat 

Lintas Daerah Kabupaten Kota. 

Bertindak sebagai wakil pemerintahan pusat, Gubernur juga berwenang 

membina dan mengawasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah, dan melakukan 

pengawasan pelaksanan administrasi kepegawaian dan karir diwilayahnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan392. Adapun wilayah administrasi yang 

dimaksud merupakan wilayah administrasi yang mencakup kewenangan bidang 

pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat393. 

Pembina yang dimaksud di atas, merupakan pembinaan yang lebih 

ditekankan pada memfasilitasi dalarn upaya pemberdayaan daerah otonom. 

Sedangkan pengawasan yang dimaksud lebih ditekankan pada pengawasan 

refresif untuk Iebih memberikan kebebasan kepada daerah otonom dalam 

mengambil keputusan serta memberikan peran kepada DPRD dalarn mewujutkan 

fimgsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan autonomi daerah 3g4. 

Jelasnya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur, tidak 

mengurangi arti kebebasan daerah otonom yang bersangkutan. Daerah 

kabupatenlkota untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan 

otonomi daerahnya, tapi maksud kebebasan tersebut bukanlah bebas tanpa batas. 

Oleh kerana, satu peraturan atau keputusan daerah bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan ( instridjmet de wet ) yang lebih tinggi tingkatnya atau 

dengan kepentingan umum ( in stridj met het lgameen belng ), peraturan atau 

keputusan daerah tersebut dapat ditangguhkan guna keperluan proses selanjutnya 

392 Zbid, Pasal 1 Butir 2 dan pasal77 
393 Zbid, Pasal9 ayat ( 3 )  
394 Ibid, Bagian Penjelasan Umum Mengenai Pembinan dan Pengawas. 



atau dibatalkan. Bentuk penangguhan (schorsing) dan pembatalan (vernietiging) 

inilah yang menjadi bagian dari pengawasan represif diatas. 

Sungguhpun undang-undang ini hanya menempatkan Gubernur sebagai 

pemilik kedudukan rangkap, tetapi menurut Bagir Manan, hal itu sebenamya 

masih dianggap tidak perlu. Alasan ketidak perluan tersebut menurutnya: 

Pengalaman selama ini menunjukkan, Gubernur, Bupati, Walikota 
menjalankan fungsi rangkap menonj olkan diri sebagai wakil pusat 
(dekonsentrasi) dari pada sebagai pimpinan daerah autonomi. Di Negeri 
Belanda, Gubernur disebut Cornmisaris Van de koning adalah wakil 
mahkota, tapi yang menjalankan pemerintahan ( yang bertangung jawab) 
adalah gedputeerde staten,bukan Gubernur. Yang menarik, dalam praktik, 
Gubernur lebih menarnpkan diri sebagai unsur ekonomi, walaupun secara 
hukum mewakili m a h k ~ t a . ~ ~ ~  

Tapi seperti halnya di atas yakni adanya bentuk tugas dan wewenang yang 

harm dilakukan oleh Gubernur, penempatan Gubernur sebagai wakil pemerintah 

pusat masih dianggap perlu. Alasan tersebut ditarnbah lagi akibat yang ditemukan 

dalam inflementasinya beberapa tahun belakangan ini. Oleh kerana 

bupati/walikota hanya mempunyai hubungan pertanggungiawaban atas 

penyelenggaran Pemerintah Daerah langsung kepada presiden melalui Menteri 

Dalarn Negeri, maka tidak jarang BupatiIWalikota mengambil kebijakan yang 

bertentangan dengan kebijakan Gubernur, akhirnya timbullah berbagai kebijakan 

yang kontradiktif di daerah. Di sisi lain juga, adanya jarak yang panjang antara 

daerah Kabupatenl Kota dengan Pusat, tidak jarang menciptakan lemahnya 

pengawasan pusat itu pun hanya pengawasan represif, sementara Gubernur 

hanyalah dipandang sebagai pengawas terhadap administrasi kepegawaian dan 

395 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Oronomi Daerah, Op. Cit. Hal. 13 0 



karier pegawai saja. Kondisi inilah yang membuat Bupati/ Walikota menjadi Over 

acting, sehingga seringkali menjadikan dirinya sebagai raja-raja kecil di daerah. 

Berkedudukan sebagai Kepala Daerah Provinsi atau Kepala Daerah 

Kabupatenl Kota, Kepala Daerah juga memiliki beberapa tugas dan wewenang 

yang pada intinya berkisar pada wewenang penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

atau eksekutif, seperti halnya mewakili daerahnya di dalam dan di luar 

pengadilan, mengangkat Kepala Dinas dari PNS yang memenuhi syarat atas usul 

Sekretaris Daerah, menetapkan keputusan untuk melaksanakan Perda dan atas 

kuasa peraturan penmdang- undangan lain yang berlaku, dan ~ e b a ~ a i n ~ a . ~ ~ ~  

Melihat berbagai tugas dan wewenang Kepala Daerah di atas, jelaslah 

kalau Undang-undang ini berupaya menempatkan Kepala Daerah sebagai lembaga 

eksekutif sebagaimana yang dimaksud konsep pemisahan kekuasaan (separation 

of power). Terdapat dua indikasi untuk itu, yaitu: Pertama, Kepala Daerah 

bertugas dan berwenang menjalankan produk-produk yang dibuat oleh lembaga 

legislatif, seperti halnya maksud butir a dan f diatas. Kedua, Kepala Daerah 

menjalankan tugas dan wewenang yang bersifat administrative, seperti halnya 

maksud butir c, d, e dan g di atas. Indikasi tersebut semakin jelas dengan melihat 

ketentuan pasal 1 huruf by Pasal 14 dan Pasal 30, yang menempatkan Kepala 

Daerah sebagai Pemerintah dalarn arti sempit atau sebagai eksekutif daerah saja. 

Khususnya mengenai tugas dan wewenang menurut ketentuan butir b di atas, 

menurut Bagir Manan, ketentuan ini berhubungan dengan kedudukan dan 

hubungan keperdataan yang dilakukan daerah. oleh kerana daerah adalah subjek 

396 Undang-undang No. 22 Tahun 1999, Pasal 44 ayat ( I ) ,  Pasal 47, Pasal 61 ayat (7) 
Pasal62 ayat (2), Pasal68 ayat (2), Pasal72 ayat ( I )  dan Pasal95 ayat (3). 



hukum @ubliek rectrhtspersoon) yang dapat melakukan atau terkena perikatan 

keperdataan.397 

Upaya menuju konsep pemisahan kekuasaan (separation of power), 

memang terlihat jelas dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999, paling tidak 

pemisahan dalam arti formal, sebagaimana telah tersinggung dalam bagian 

Struktur Pemerintahan Daerah di atas, dengan mengembalikan Kepala Daerah 

secara lebih terfokus pada fingsinya sebagai pelaksana produk legislatif dan 

fungsi administratif, maka diharapkan Kepala Daerah dan DPRD memiliki 

kedudukkan yang sama sejajar dalam sturktur pemerintahan daerah, dimana 

DPRD berkedudukan sebagai lembaga atau badan legislatif daerah dan Kepala 

Daerah berkedudukan sebagai lembaga atau badan eksekutif daerah. 

Tetapi dipandang dari sisi tugas dan wewenang yang dimiliki oleh 

keduanya, maka ungkapan sama tidak tepat untuk digunakan. Telah berulangkali 

ditegaskan dalam tulisan ini, bahawa yang lebih tepat digunakan adalah 

ungakapan seimbang, kerana seimbang tidaklah hams berarti sama. Jadi Kepala 

Daerah dm DPRD memiliki wewenang yang seimbang, tetapi tidak berarti sarna 

kerana memang tugas dan tanggung jawab masing-masing berbeda. Ada tiga 

alasan menurut Syaukani HR., Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid, mengapa seorang 

lembaga legislatif berbeda tanggung jawab yurisdiksinya dengan seorang 

lembaga legislatif dan diterima sebagai Primus Interpares. Ketiga alasan tersebut, 

menurutnya, adalah: 

a. Seorang Kepala Eksekutif mempunyai tugas dan kewenangan tidak 
hanya untuk membuat kebijaksanaan, tetapi juga 

397 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Op. CiL, Hlm. 13 I .  



mengimplementasikannya, dan mengadakan evaluasi terhadap 
kebijaksanaan tersebut. Sementara itu, DPRD hanyalah membentuk 
kebijaksanaan publik, dan harnpir sama sekali tidak terlibat dalam 
implementasi kebijaksanaan tersebut. 

b. Seorang Kepala Eksekutif mempunyai tanggungjawab dalam bidang 
sosial, ekonomi dan kewangan, serta politik kerana memang dipilih 
untuk itu, sementara seorang anggota DPRI DPRD hanyalah memiliki 
tanggung jawab dalam bidang politik saja. 

c. Seorang Kepala Eksekutif harus memiliki kapasitas yang sangat tinggi 
untk memobilisasi semua sumber daya yang ada di Iingkungannya. Dia 
hams menggerakkan semua stafnya untuk terlibat secara maksimal, 
dan harus pula kreatif mendorong kegiatan ekonomi dan bisnis di 
daerahnya. Tugas-tuga seperti itu tidak merupakan hal-ha1 yang rutin 
yang dilakukan oleh DPRD. DPRD hams menyia kan suasana politik 
lokal yang kondusif bagi masyarakat didaerahnya. 3% 

Dengan demikian, meskipun antara DPRD dan Kepala Daerah memiliki 

kedudukan yang sejajar dalam Struktw Pemerintah Daerah, tetapi keduanya 

memiliki tugas dan wewenang demikian juga seimbang. Oleh kerana itu, dalam 

ha1 tertentu boleh jadi Kepala Daerah memiliki hak yang tidak sama atau lebih 

besar dari DPRD. Misalnya, Kepala Daerah mendapatkan insentif atau gaji yang 

lebih besar dari DPRD berdasarkan system pengajian (reward system), tentunya 

seimbang pula dengan tugas dan tanggung jawabnya yang juga lebih besar dari 

DPRD, bahkan dapat dipandang tidak memiliki rasa kepantasan dan keadilan (ex 

aequo et bono), jika DPRD menuntut gaji atau pendapatan yang lebih tinggi atau 

sama dengan yang sarna didapat oleh Kepala Daerah. 

5.3.2 Kewajiban 

Sebenarnya siapapun yang bertindak sebagai subjek hukum, baik orang 

(natuurlijk persoon) maupun badan hukurn (rechtspersoon), otomati s menj adi 

398 Syaukani HR, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid, Op. Cit,Hlm. 247-248. 



pendukung hak dan kewajiban (rechtsbevoegdheid). Akan tetapi, khususnya 

dalam ha1 kewajiban, Kepala Daerah begitu juga DPRD sebagai pelaksana 

kedaulatan yang diserahkan oleh rakyat tidak hanya memikul kewajiban yang 

sama seperti kewajiban asasi, perdata maupun publik, yang dimiliki oleh setiap 

warga negara (rakyat) biasa, dan juga tidak sama seperti badan hukurn perdata 

lainnya yang hanya diadakan untuk kebutuhan yang menyangkut harta kekayaan 

(vermogen) saja, tetapi memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang lebih selaku 

pemegang jabatan publik dalam arti pejabat negara bolitieke arnbtsdrager). Jika 

pada rakyat biasa atau badan hukurn perdata, kewajiban dijalankan untuk 

menghindari terjadinya bentrokan hukum yang ada pada dasarnya untuk 

menyelamatkan kepentingannya sendiri, maka pada pejabat publik, kewajiban 

dijalankan untuk menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana 

maksud konsep walfare state. 

Oleh kerana itu, menurut Undang-undang ini, kewajiban-kewajiban yang 

harus dipikul oleh seorang Kepala Daerah, yaitu berbagai kewajiban yang terdiri 

dari; a. mempertahankan dan memelihara keutuhan hTKRI sebagaimana cit-cita 

Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, b. memegang teguh pancasila 

dn UUD 1945, c. menghormati kedaulatan rakyat, d. menegakkan seluruh 

peraturan perundang-undangan, e. meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, f. 

memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, g. mengajukan Raperda dan 

menetpkannya sebagai Perda bersama dengan DPRD, h. menyampaikan laporan 

atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam 

Negeri dengan tembusan kepada Gubernur bagi Kepala Daerah Kabupatenl Kota, 



i. Menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun 

anggaran, dan j. memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD untuk ha1 

tertentu atas permintaan D P R D . ~ ~ ~  

5.4. Hubungan Antara DPRD dan Kepala Daerah 

Adanya hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah, tidak lain hanyalah 

sebagai upaya meningkatkan kinerja masing-masing sesuai fungsi dan 

wewenangnya. Tetapi pelaksanaan fungsi dan wewenang tersebut dipandang tidak 

berjalan efektif, bahkan cendrung disalah gunakan, jika tidak diadakan suatu 

mekanisme yang jadi penyeimbang diantara keduanya, dan mekanisme inilah 

yang dikenal dengan sebutan mekanisme check and balances. Menurut Syaukani 

HR, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid, bahkan mekanisme checks and balances 

memberikan peluang kepada kedua lembaga, eksekutif dan legislatif, untuk saling 

mengontrol mengawasi dan n ~ e n ~ i m b a n ~ i . ~ ~ ~  

Salah satu yang menonjol dari prinsip pelaksanaan mekanisme check and 

balances dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yaitu adanya 

pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, baik bentuk LPj akhir tahun 

anggaran, LPj akhir masa jabatan, maupun bentuk pertanggungjawaban untuk ha1 

tertentu atas permintaan DPRD. Perlu pertanggungjawaban tersebut kepada 

DPRD, kerana DPRD tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan bidang 

eksekutif daerah, apalagi menurut Undang-undang ini DPRD bukan lagi bagian 

dari Pemerintah Daerah kerana ha1 itu menjadi fungsi dan wewenang Kepala 

399 Undang-undang No. 22 Tahun 1999, Pasal43, Pasal44 dan Pasal45. 
400 Syaukani HR, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid, Op. CiL,H:lm. 257 



Daerah sebagai lembaga Eksekutif daerah apalagi menurut Undang-undang ini 

DPRD bukan lagi menjadi bagian dari Pemerintah Daerah kerana ha1 itu menjadi 

fungsi dan wewenang lembaga legislatif daerah, meskipun bidang itu sebenarnya 

menjadi fungsi dan wewenang lembaga legislatif, namun pihak eksekutif ikut 

terlibat di dalamnya sebagai realisasi dari mekanisme checks dun balances, kerana 

itu tidak diperlukan adanya pertanggungjawaban DPRD dalam bidang legislatif 

ini kepada Kepala Daerah. 

Sebagai upaya untuk melakukan pengawasan d m  penyeimbang 

kekuasaan, pertanggungjawaban yang disarnpaikan hams memiliki konsekuensi, 

yaitu adanya suatu beban yang harus dipikul oleh sipenanggung jawab jika 

pertanggungjawabannya tidak diterima. Apabila konsekuensi tersebut tidak ada, 

maka bentuk pertanggungjawaban yang disampaikan bukanlah realisasi dari 

upaya check and balances, oleh kerana tidak adanya pengaruh yang timbul secara 

nyata dari pertanggungjawaban tersebut, diterima atau tidak, tetap sama saja. 

Kiranya pengalaman sebelumnya menjadi acuan bagi penetapan Undang-undang 

untuk ini kembali memahami arti tanggung jawab, sebagai realisasi dari 

pelaksanaan check and balances antara DPRD dan Kepala Daerah. 

Tetapi bentuk pertanggungjawaban disini khususnya dalam 

pertanggungjawaban Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran tetap 

sebagai realisasi dari mekanisme checks and balances, d m  bukan bersifat 

subordinatif yang menempatkan DPRD berada diatas Kepala Daerah, oleh kerana 

itu, konsekuensi 'yang diberikan pun sebatas bentuk upaya pengawasan dan 

penyeimbang, yang dalam Undang-undang di rumuskan dalam kaliman DPRD 



dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Presiden, jadi hanya berwenang 

mengusulkan dan tidak sampai memberhentikan, dan wewenang untuk 

memperhentikan ada pada Presiden. Dengan demikian jangan heran, jika dalam 

beberapa kes penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Daerah 

yang berujung pada usul pemberhentian, tetapi tidak langsung diberhentikan oleh 

Presiden, seperti halnya Kes Walikota Surabayal Barnbang D.H.~" 

Jika melewati dari batas wewenang untuk mengusulkan pemberhentian 

tersebut, dikuatirkan upaya yang dilakukan bukan lagi sebagai bentuk mekanisme 

checks and balances, tetapi tidak benvujud pada penyalahgunaan wewenang. 

Untuk itulah, Undang-undang ini menentukan bahawa Presiden adalah Pihak yang 

benvenang untuk memberikan kata akhir tentang penolakan pertanggungjawaban 

dari Kepala Daerah. Jadi, Presiden kedudukannya sebagai penengah atau wasit 

jika terjadi konflik antara DPRD dan Kepala ~ a e r a h . ~ ' ~  Begitu juga menurut 

Bagir Manan, dalarn ha1 DPRD menolak pertanggungjawaban Kepala Daerah dan 

mengusulkn pemberhentiannya kepada Presiden, maka secara hukum 

(rechtsbegrip) Presiden dapat menolak usul itu, kerana tidak ada ketentuan yang 

mewajibkan Presiden untuk menerima setiap usulan DPRD.~ '~  

Disamping adanya bentuk mekanisme checks and balances, hubungan 

antara DPRD dan Kepala Daerah juga ditandai dengan adanya bentuk 

401 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno menegaskan, rneskipun telah dipecat 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono sampai 
saat ini sesuai dengan Surat Keputusan yang ada rnasih menjabat sebagai Walikota Surabaya. "dia 
tetap rnenjalankan tugas walikota secara penuh," kata Hari Sabarno usai memberikan Pidato pada 
acara Rapat Koordinasi Khususnya para Gubemur se-Indonesia di Hotel Sahid Jakarta. Harian 
Kompas, 17 JuIi 2002. 

402 Syaukani HR, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid, Op.Cir., Hlm. 198 
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percampuaran kewenangan diantara kedua lembaga tersebut. Undang-undang No. 

22 Tahun 1999 sama seperti dua undang sebelurnnya tidak sedikit menentukan 

adanya bentuk percampwan kewenanangan tersebut ditentukan bahawa Kepala 

Daerah dan DPRD bersama-sama memiliki kewenangan dalam suatu kegiatan, 

diantaranya dalam ha1 membentuk Perda, menetapkan APBD, mengangkat 

Sekretaris Daerah, dan ~ainn~a. '~ '  Oleh kerana itu mempunyai kewenangan dalarn 

satu kegiatan, biasanya ada bentuk distribusi kewenangan yang ditentukan secara 

jelas oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam ha1 penetapan Perda 

berkenaan dengan penyelenggaraan autonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut 

dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pihak yang berwenang 

menyetujui adalah DPRD."~ 

Dengan demikian, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 juga menentukan 

adanya beberapa bentuk Pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah, 

yaitu kekuasaan yang sepenuhnya diberikan kepada DPRD, kekuasaan yang 

sepenuhnya di berikan kepada Kepala Daerah, dan kekuasaan yang diberikan 

kepada kedua lembaga tersebut dalarn bentuk pencampuran kewenangan. 

Adapun bentuk kekuasaan lain dari Kepala Daerah, yakni sebagai wakil 

pemerintah, tidaklah merupakan bagian dari kekuasaan yang mempengaruhi 

Pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah, ada beberapa alasan 

yang ditemukan yaitu: 1. yang jadi wakil pemerintah pusat hanya pada 

~ubernur?" 2.Fungsi dan wewenang sebagai wakil pemerintah pusat hanya 

404 Undang-undang No. 22 Tahun 1999, Pasal 18 ayat (1) huruf e dan f, Pasal29 ayat (2), 
Pasal 61 ayat (2) dan Pasal69, Pasal 81 ayat (2), dan Pasal 85 (2). 
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dalam bidang-bidang di luar fungsi dan wewenang autonomi suatu daerah, seperti 

menyelenggaran autonomi daerah yang bersifat lintas daerah Kabupatenl Kota, 

melaksanakan kewenangan autonomi daerah yang belurn dapat dilaksanakan oleh 

daerah Kabupatenl Kota, dan sebagainya. 3. tidak ditegaskan apa konsekuensi 

yang diterima oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah, jika 

pertanggungjawabannya tidak diterima Presiden, sementara dalam tiga bentuk 

pemberhentian Kepala Daerah tidak ditemukan adanya maksud konsekuensi 

tersebut. Oleh kerana itu, lebih tepat dikatakan bahawa hanya ada tiga bentuk 

Pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah. ketiga bentuk distribusi 

itu dapat digambarkan sebagai berikut: 

Rajah 5.3 

Bentuk Pengagehan Kekuasaan Antara DPRD Dan Kepala Daerah Menurut 

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 

PEMERINTAHAN PUSAT 

1 PEMERINTAHANDAERAH I 

Kepala Daerah I 
Pencampuran Eksekutif Daerah Kewenangan Legislatif Daerah 

Catatatan : arah mata panah menunjukkan hubungan mempengaruhi langsung ( --, ). 

Memang Kepala Daerah tidak lagi memiliki kekuasaan ganda, yakni 

sebagai alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Pusat, dimana kedudukan 



yang terakhir ini sebelurnnya menentukan bahawa Kepala Daerah dapat 

mempengaruhi kekuasaan DPRD, langsung maupun tidak langsung. Namun yang 

terjadi malah sebaliknya, dimana DPRD dapat mempengaruhi kekuasaan Kepala 

Daerah secara langsung, oleh kerana DPRD adalah pihak yang berwenang, 

mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian, memilih dan memperhentikan, 

dan menerima dan menolak pertanggungjawaban Kepala Daerah. Sementara 

Kepala Daerah tidak dapat melakukan upaya mengimbangi kekuasaan DPRD 

tersebut. Jika demikian adanya berarti dominasi kekuasaan berada di tangan 

DPRD. Lalu, apabila masih terjadinya dorninasi antara keduanya, sekaligus juga 

menunjukkan bahawa pengagehan kekuasaan antara keduanya masih tidak 

seimbang. 



BAB VI 

PERUBAHAN, PENGAGEHAN KEKUASAAN ANTARA DPRD DAN 

KEPALA DAERAH SELEPAS REFORMASI (2004-2009) 

6.1. Pergeseran Pengagehan Kekuasaan DPRD dan Kepala Daerah 

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 

6.1.1. Proses Pembentukan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 

Wacana untuk merevisi UU No. 22 Tahun 1999 sebenarnya telah 

berlangsung sejak pertengahan tahun 2002an, namun baru menguat di 

perbincangan publik pada awal tahun 2004 setelah ada persetujuan dari DPR 

untuk melakukan upaya revisi tersebut. 

Akhirnya, pada bulan Oktober 2004, menjelang berakhirnya kekuasaan 

pemerintahan Presiden Megawati, pemerintah bersama-sama DPR menyepakati 

UU No. 32 Tahun 2004 sebagai UU di bidang pemerintahan daerah yang baru 

menggantikan UU No. 22 Tahun 1999. UU ini kemudian menjadi sandaran makro 

bagi penerapan kebijakan desentralisasi pemerintah kepada daerah hingga 

sekarang. 

Secara mendasar UU No. 32 Tahun 2004 telah menjadi tonggak 

demokratisasi lokal dengan adanya sistem pemilihan kepala daerah secara 

langsung (Pilkada Langsung). Namun demikian, dalam proses penyusunan UU, 

kita tidak bisa menafikan banyaknya kepentingan politik serta proses legislasinya 

yang belum tuntas sehingga banyak hal substantif dalam UU ini bersifat 

multitafsir dan menjadi celah terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan 

daerah yang antidemokrasi. Dalam banyak kesempatan, UU No. 32 Tahun 2004 



dipandang sebagai pintu masuk kembalinya peran pemerintah pusat secara 

signifikan dalarn proses penyelenggaraan pemerintahan daerah (resentralisasi). 

Terdapat banyak alasan yang melatarbelakangi mengapa UU No. 22 

Tahun 1999 perlu direvisi. Mulai dari alasan yang bersifat normatif-konstitusional 

hingga pengalaman empirik yang menunjukkan timbulnya berbagai masalah 

terkait dengan implementasi UU No. 22 Tahun 1999 itu sendiri. 

6.1.2. Masalah - Masalah dari pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

Pertarna, secara normatif, W No. 22 ~ a h u n  1999 perlu direvisi kerana 

sandaran konstitusionalnya telah berubah. Sebagaimana diketahui, Sidang 

Tahunan MPR RI pada tanggal 10 Agustus 2002 telah menghasilkan perubahan 

keempat konstitusi Negara. Salah satu perubahan tersebut terkait dengan Pasal 18 

tentang Pemerintahan Daerah. Dalam naskah UUD 1945 hasil arnandemen, 

ketentuan Pasal 18 telah mengalami penjabaran lebih detil dari naskah aslinya 

dengan menyebutkan sejurnlah prinsip-prinsip otonomi bagi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah.407 Dengan dernikian, revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999 

merupakan konsekuensi dari perubahan konstitusi tersebut. UU No. 22 Tahun 

1999 didasarkan pada UUD 45 sebelum arnandemen, sementara penggantinya UU 

No. 32 Tahun 2004 didasarkan pada format konstitusi hasil amandemen. 

Sebelurnnya, MPR telah pula menetapkan rekomendasi berkaitan 

penyelenggaraan otonomi daerah melalui Tap MPR No. IV Tahun 2000, dan 

407 Sebagai perbandingan, Pasal 18 dalarn naskah asIi UUD 1945 hanya terdiri dari 1 
(satu) pasal, setelah melalui perubahaii keempat berubah menjadi 3 (tiga) pasal dan 11 (sebelas) 
ayat ketentuan. 



kemudian diperkuat kembali melalui Tap MPR No. VI Tahun 2 0 0 2 . ~ ~ ~  Perubahan 

pada aras konstitusi dan arnanat ketetapan MPR inilah yang menjadi dasar 

normatif bagi pemerintah dan DPR untuk merevisi UU No. 22 Tahun 1999. 

Kedua, adanya keinginan untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala 

daerah (Pilkada). Sebagaimana diketahui, salah satu perubahan fundamental yang 

juga terjadi pada amandemen konstitusi adalah ketentuan mengenai pengisian 

jabatan kepala daerah; dimana: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing 

sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 

de rnokra t i~ . "~~~ Frase "dipilih secara demokratis" mengindikasikan bahawa proses 

yang berlangsung selama ini masih jauh dari nilai demokratis. Berangkat dari 

amanat untuk memilih kepala daerah secara demokratis inilah kemudian 

menggelinding wacana agar kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, 

mengikuti ketentuan Pemilu PresidenIWakil Presiden yang sebelumnya telah 

ditetapkan untuk dipilih secara langsung berdasarkan UU No. 23 Tahun 2003. 

Menurut Ferry Mursyidan Baldan bahawa bagi kalangan DPR saat itu, 

keinginan untuk mengatur pemilihan kepala daerah secara demokratis ini 

merupakan argumentasi pokok perlunya revisi terhadap UU No. 22 Tahun 

1999.4'0 Kendati konstitusi tidak rnenyebutkan secara eksplisit bahawa Pilkada 

dilakukan secara langsung, tetapi dalam konteks pembahasan mekanisme Pilkada 

tersebut, keinginan untuk memilih kepala daerah secara langsung dan mengarah 

408 Lihat Tap MPR No. IV Tahun 2000 dan Tap MPR No. V1 Tahun 2002 tentang 
Rekomendasi tentang Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Sebagian dari 
argumentasi normatif ini pernah pula termuat dalam "UU 32 Tahun 2004 Mengulang Orba," 
laporan Pikiran Rakyat, 22 April 2005. 

409 Pasal IS ayat (4) UUD 1945 hasil amandemen, cetak tebal oleh Penulis. 
410 

YAPIIKA, Konteks Historis Perubahan Undang-undang Pemerintah Daerah (UU No. 
No. 22 Tahun 1999 Menjadi UU No. 32 Tahun 2004), Jakarta. Tahun 2006. 



ke figur merupakan aspirasi yang sangat kuat sejalan dengan tuntutan reformasi. 

Semangat ini berbeda dengan ketentuan yang termuat dalarn UU No. 22 Tahun 

1999, dimana kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) masih dipilih dan 

ditetapkan oleh D P R D , ~ ~  bukan oleh rakyat secara langsung. 

Ketiga, adanya pandangan dari pemerintah terhadap jalannya otonomi 

daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang tidak terkontrol dan mengarah 

pada terbentuknya oligarki kekuasaan di daerah sehingga membahayakan 

keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Dr. Alfitra Salarn, 

Peneliti Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIP1 bahawa "sebenarnya kalangan 

DPR waktu itu hanya mengusulkan revisi UU No. 22 Tahun 1999 yang 

menyangkut tentang Pilkada kerana ini perintah amandemer~".~'~ Ini pula yang 

membedakan draf UU yang diajukan DPR dengan pemerintah, dimana DPR lebih 

fokus pada persoalan Pilkada langsung, tidak menyoroti masalah lain terkait 

dengan pelaksanaan autonomi daerah; sedangkan pemerintah melakukan 

perubahan secara k ~ m ~ r e h e n s i f . ~ ' ~  Pergeseran arah pembahasan -dari yang 

semula dimaksudkan sebagai revisi terbatas pada pembahasan mekanisme 

Pilkada, ini merupakan keberhasilan pemerintah untuk menggiring DPR untuk 

mengagendakan pembahasan revisi atau perubahan UU No. 22 Tahun 1999 secara 

menyeluruh. Waktu itu, Dirjen Otonomi Daerah Depdagri Oentarto Sindung 

Mawardi, menilai bahawa usulan revisi UU No. 22 Tahun 1999 yang hanya 

menyangkut Pilkada belumlah komprehensif. Oleh kerana itu, perlu pula disentuh 

411  Lihat UU No. 22 Tahun 1999 Pasal34. 
4'2 YAPIIKA, 0p.Cit. Hlm. 7. 
4 1 3  Lihat DPR "Salip" Pemerintah Siapkan Revisi UU No. 22 Tahun 1999. Laporan 

Kompas, 1 1 November 2003. 



aspek-aspek lain dari UU Autonomi Daerah tersebut. Lantas, pemerintah mulai 

melakukan sosialisasi perlunya revisi UU Autonomi Daerah, mengingat 

pelaksanaan autonomi daerah dinilai telah k e b a b ~ a s a n . ~ ~ ~  

Fenomena autonomi daerah yang kebablasan ini pun kemudian 

berkembang menjadi dalih yang justru lebih "populer" ketimbang alasan normatif 

lainnya. Dalam pandangan pemerintah, pelaksanaan autonomi yang didasarkan 

pada UU No. 22 Tahun 1999 menimbulkan sejumlah ekses yang tidak 

menguntungkan dan oleh kerana itu perlu ditata kembali. Menurut Made Suwandi, 

Direktur Urusan Pemerintahan Daerah Depdagri, UU No. 22 Tahun 1999 

merupakan paradoks dari UU pemerintahan daerah yang berlaku sebelumnya (UU 

No. 5 Tahun 1974) dan memunculkan perubahan yang luar biasa. Dilihat dari 

elemen dasar pemerintahan, berbagai urusan yang semula urusan pemerintah 

pusat tiba-tiba dibawa ke daerah semua seperti urusan kelembagaan, personil, 

kewangan, hubungan antara DPRD dengan kepala daerah. Perubahan-perubahan 

ini bersifat drastis, sementara kesiapan untuk menampung perubahan itu tidak ada. 

Menurut Made Suwandi, Direktur Urusan Pemerintahan Daerah Depdagri, 

UU No. 22 Tahun 1999 merupakan paradoks dari UU pemerintahan daerah yang 

berlaku sebelumnya (UU No. 511974) dan memunculkan perubahan yang luar 

biasa. Dilihat dari elemen dasar pemerintahan, berbagai urusan yang semula 

urusan pemerintah pusat tiba-tiba dibawa ke daerah semua seperti urusan 

kelembagaan, personil, kewangan, hubungan antara DPRD dengan kepala daerah. 

414 Lihat Tarik Ulur UU Otonomi Daerah, Laporan Utarna Forum Keadilan, Edisi No. 
32,4  Januari 2004.hal. 33. 



Perubahan-perubahan ini bersifat drastis, sementara kesiapan untuk menampung 

perubahan itu tidak ada. 

Kondisi di atas menimbulkan kegamangan di kedua belah pihak: 

pemerintah pusat dan daerah. Di satu sisi, pemerintah pusat gamang kerana 

kewenangannya diambil secara tiba-tiba, di sisi lain daerah juga gamang kerana 

tiba-tiba tanggungjawab kewenangannya menjadi besar sekali. Akibatnya, 

bukannya terjadi inkorporasi dalam pelaksanaan autonomi hand in hand, antara 

pusat dengan daerah, tetapi malah terjadi hubungan yang diarnetrik. Pusat merasa 

kewenangannya diarnbil dan lupa melakukan supervisi dan fasilitasi, sementara 

daerah juga merasa bahawa pusat bersikap setengah hati. Ibarat kepalanya di lepas 

ekornya dipegang. Akhirnya, pelaksanaan autonomi di daerah pun jalan sendiri- 

sendiri. "Yang paling parah adalah UU sektor. Semuanya belurn direformasi 

sesuai dengan jiwa otonomi. UU autonominya mengatakan hams 

didesentralisasikan, sementara UU sektornya mengatakan tidak desentralisasi 

sehingga menyebabkan tabrakan dan terjadi rebutan k e ~ e n a n ~ a n . " ~ ' ~  

6.1.3. Beberapa Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. 

Sebagai contoh, rebutan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah 

terjadi dalam ha1 pengelolaan pelabuhan. Di satu sisi, pemerintah pusat telah 

menyerahkan pengelolaan pelabuhan umum kepada PT. Pelindo serta menunjuk 

unit pelaksana tugas dan satuan kerja pelabuhan. Namun di sisi lain, pemerintah 

daerah merasa berhak mengatur pelabuhan umum sejalan dengan kewenangan 

4 1 5  YAPIIKA, Op.Cit. Hlm. 9 



yang diatur dalarn PP No. 25 Tahun 2000. Di Provinsi Kalimantan Timur, bahkan, 

persoalan ini semakin meruncing ketika 57 kabupaten/kota yang tergabung dalam 

Forum Deklarasi Balikpapan (FDB) berencana merebut pengelolaan pelabuhan 

dari PT. Pelindo, dan membuat Perda sendiri tentang kepelabuhanan.416 

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang 

terkesan tidak terkontrol - sebagaimana sinyalemen Depdagri, diakui memang ada 

benarnya. Selain tarik-menarik antara pemerintah pusat dan daerah dalam 

pengelolaan pelabuhan sebagaimana contoh di atas, dalam pengaturan pegawai 

misalnya, sering pula terjadi kes dimana daerah mengatur pegawai berdasarkan 

kemauan kepala daerahnya; bukan didasarkan pada kapasitas dan kompetensi. 

Lebih dari itu, muncul pula fundamentalisme daerah yang sernakin kuat yang 

sering diistilahkan "putra daerah" dalam mengisi kekosongan berbagai jabatan 

publik. Oleh kerana itu, pemerintah memandang perlu untuk menata kembali dan 

melakukan penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 dengan cara menarik kembali 

kewenangan yang dinilai sudah lepas kontrol t e r ~ e b u t . ~ ~ ~  Termasuk di dalarnnya 

pengaturan kembali tata-hubungan antara gubernur dengan bupatilwalikota, 

konsep pertanggungjawaban kepala daerah melalui LPJ, dan hubungan 

kewenangan antar daerah - baik antar daerah kabupatenlkota maupun 

kabupatenlkota dengan provinsi. Dalam perspektif pemerintah, hal-ha1 ini menjadi 

alasan kuat yang melatarbelakangi mengapa UU No. 22 Tahun 1999 perlu 

direvisi. 

416 Lihat "Daerah Tidak Berhak Arnbil Alih Perusahaan." Laporan Kompas, 12 Agustus 
2004. Lihat pula"1nvestasi Kepelabuhan masih Terhambat." Laporan Kompas, 13 Oktober 2004. 

417 Ibid 



Bila dibuat peta, meminjam istilah Robert E. ~awen~," '  polemik yang 

terjadi seputar revisi UU No. 22 Tahun 1999 terbagi atas tiga kubu: (1) kelompok 

kontrarevisi, terdiri atas asosiasi-asosiasi pemerintahan daerah, (2) kelompok 

prorevisi -terutama Depdagri dan pelaku bisnis, dan (3) kelompok tengah, 

sebutlah sebagai kelompok pro dengan reserve; setuju revisi secara berdasar dan 

didahului dengan evaluasi komprehensif - diusung oleh para pegiatlpeneliti 

otonomi daerah dan LSM). 

Pihak-pihak yang menentang - terutama berasal dari daerah-daerah 

kabupatenlkota, menilai bahawa wajar jika pelaksanaan otonomi daerah masih 

terdapat kekurangan di sana-sini. Sebab, implementasi UU ini setelah melalui 

tahap transisi (1999-2001) yang baru berjalan tiga tahun, saat itu tengah 

menginjak tahap instalasi (2002-2003). Mereka berpandangan bahawa konsolidasi 

baru terjadi pada tahun 2004-2007. Setelah tahap terakhir itulah evaluasi terhadap 

otonomi daerah baru dapat dilakukan, dan jika kemudian dalam evaluasi tersebut 

memeriukan penyempurnaan guna pelaksanaan otonomi daerah, daerah pun 

menyambut baik.419 Lebih dari itu, daerah sendiri menangkap aroma sentralisasi 

sangat kuat dalam naskah revisi UU yang diajukan oleh Depdagri. Dalam sebuah 

sarasehan yang berIangsung dalam Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 

(AMAN) di Lombok, NTB, pada September 2003, misalnya, kritik terhadap 

aroma sentralisasi ini sempat terlontar. Dalam draf revisi tersebut, rurnusan 

mengenai konsep desentralisasi, otonomi, dan daerah otonom, ditengarai akan 

4'8 Lihat Robert Endi Jaweng,."Ihwal Revisi UU Nornor 22 Tahun 1999." Artikel pada 
Kompas, 20 Desember 20W4. 

419 Lihat Tarik Ulur Revisi UU Otonomi Daerah, Laporan Utarna Forum KeadiIan, Edisi 
No. 32,4 Januari 2004. Hlrnl. 33. 



meredusir autonomi daerah dimana autonomi bukan dipandang sebagai hak penuh 

daerah untuk memutuskan berdasarkan preferensi lokal, melainkan memikul 

kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat. Prinsip ini 

bukan merupakan konsekuensi devolusi yang melahirkan pemerintah otonom, 

melainkan sebagai delegasi beban yang membawa konsekuensi lahirnya 

pemerintahan di daerah seperti yang pernah dikonsepkan dalam UU No. 

511974.~~' Padahal, UU tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah tersebut 

justru secara fundamental telah diubah melalui UU No. 22 Tahun 1999. 

Dalam rumusan yang sentralistik tersebut, pemerintah rupanya berpijak 

pada pemikiran bahawa revisi UU No. 22 Tahun 1999 merupakan upaya untuk 

memperteguh negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh kerana itu, konsepsi 

autonomi daerah mengandung nilai unitaris dan desentralisasi teritorial. Nilai 

unitaris diwujudkan dalarn pandangan bahawa tidak ada kesatuan pemerintah lain 

yang bersifat "negara" di dalam negara. Oleh kerana itu, kesatuan pemerintah 

daerah merupakan bentukan pemerintah (pusat) dan -bahkan, dapat dihapus 

melalui proses hukum. Dalam konteks ini, desentralisasi dipandang sebagai suatu 

bentuk penyerahan atau pengakuan "urusan" pemerintahan, khususnya yang 

berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat. Kebijakan desentralisasi 

dilakukan oleh pemerintah, sedangkan penyelenggaraan autonomi daerah 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, desentralisasi dan 

autonomi daerah tidak difahamani sebagai "pengakuan terhadap daerah dan 

pembagian kekuasaan-kewenangan, tetapi penyerahan wewenang penanganan 

420 Sutoro Eko, sebagaimana dikutip Kompas, tanggaI 23 September 2003. 



urusan pemerintah kepada daerah untuk menjadi urusan autonomi daerah dalarn 

kerangka NKRI." Dalam pandangan ini, hak dan kewajiban telah direduksi hanya 

menjadi "urusan" yang diserahkan, dan desentralisasi pun tereduksi sedemikian 

rupa sehingga menjadi sekedar pembentukan daerah dan penyelenggaraan 

autonomi daerah.421 

Substansi lain yang juga mendapat sorotan kritis dalarn draf revisi UU No. 

22 Tahun 1999 adalah pertanggungjawaban kepala daerah kepada Presiden 

melalui Menteri Dalam Negeri. Lagi-lagi ini menegaskan aroma sentralisasi 

dalam revisi UU pemerintahan daerah. Adanya ketentuan kepala daerah yang 

dipilih rakyat tetapi diwajibkan bertanggungjawab kepada presiden akan 

membuka peluang kesewenang-wenangan presiden terhadap kepala daerah 

terpilih yang bukan berasal dari partainya.422 Pertanggungjawaban kepala daerah 

kepada presiden akan membuat kembalinya sentralisasi kekuasaan yang selama 

Orde Baru membuat daerah tidak berdaya.423 Lebih dari itu, adanya akuntabilitas 

vertical semacam ini telah membuat logika demokrasi yang tidak konsisten. Di 

satu sisi, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, tetapi di sisi lain, ia 

tidak bertanggungjawab secara horisontal ke bawah, tetapi malah ke atas: 

gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Mendagri, bupati/walikota 

juga bertanggungjawab kepada Mendagri melalui gubernur, dan kepala desa 

bertanggung jawab kepada bupatilwalikota melalui camat. Hal ini menunjukkan 

bahawa desentralisasi dan demokrasi lokal yang hendak dibangun haruslah 

421 Lihat Sutoro Eko, "Mengkaji Ulang NKRI." Artikel pada Kompas, 10 Februari 2004. 
422 Djohermansyah Djohan, sebagaimana dikutip Koran Tempo, 27 September 2003. 
423 Lihat "Sentralisasi di Tengah Semangat Desentralisasi." Tajuk Media Indonesia, 13 

September 2003. 



"terkendali" dan "terpusat" untuk memelihara integrasi nasional tanpa diganggu 

oleh bayang-bayang separatisme maupun demokrasi lokal yang k e b a b l a ~ a n . ~ ~ ~  

Besarnya kewenangan daerah yang tanpa kontrol, memang cenderung 

memunculkan perda-perda bermasalah. Menurut catatan Depdagri, sejak tiga 

tahun pelaksanaan Autonomi Daerah telah terbit talc kurang 10 ribu Perda di 

seluruh provinsi dan kabupatenlkota di Indonesia. Dari jumlah tersebut 700 

diantaranya bermasalah dan tidak layak terbit. Sebanyak 206 dari 700 

menghambat dunia investasi, sisanya lebih kerana bertentangan dengan peraturan 

di atasnya dan menciptakan tumpang tindih.425 Lahirnya perda-perda bermasalah 

ini dikeranakan disamping prosesnya tidak melibatkan publik secara luas, juga 

kerana SDM pembuat Perda -khususnya DPRD, tidak memadai, serta perilaku 

pejabat daerah yang keliru memaknai autonomi daerah. Sekedar menunjuk 

contoh, perda-perda bermasalah antara lain terjadi di Provinsi Sumatera Barat. 

Pada tahun 2002, APBD Sumatera Barat menganggarkan berbagai tunjangan 

kepada Anggota Dewan seperti pembelian spring bed (Rp 14 juta), tunjangan 

meja rias (1,5 juta), kursi tamu (18 juta), lemari buku (3,25 juta) dan tunjangan 

asuransi 2,5 juta per bulan yang mengakibatkan defisit anggaran. Untuk menutupi 

defisit, diterbitkanlah perda mengenai pungutan, diantaranya pungutan air tanah 

dan air permukaan, perda retribusi bahan bakar kendaraan bermotor, dan retribusi 

kesehatan. 

Demikian pula di Provinsi Lampung, terdapat Perda No. 6 Tahun 2000 

untuk komoditas yang keluar dari provinsi larnpung hams ijin dan membayar 

424 Sutoro Eko. "Mengkaji Ulang NKRI." op. cit. 

425 Lihat Kompas, 14 Agustus 2003. 



retribusi. Di Kabupaten Pasaman melalui Perda 1412000 mengenakan retribusi 

kepada pasar, grosir dan pertokoan sebesar Rp 5.000 per hari. Di Bengkulu ada 

Perda pungutan untuk masyarakat yang mengambil sayuran di hutan, dan bahkan 

di Kabupaten Cirebon ada perda yang memberlakukan pungutan kepada 

pengamen. 426 

Sinyalemen munculnya perda-perda berrnasalah ini diperkuat oleh 

pernyataan ICW bahawa pelaksanaan autonomi daerah berdasarkan UU No. 22 

Tahun 1999 memunculkan tiga isu utama dalam penyimpangan kekuasaan secara 

hampir seragam di berbagai daerah, yakni: 

pertama, maraknya politik uang dalam Pilkada, kedua, pengesahan APBD 

yang tidak pro-rakyat, dan ketiga, penerbitan peraturan tentang pungutan 

di luar paj ak untuk menggemukkan  PAD^^' 

Pemerintah pusat tidak membuat acuan terkait dengan implementasi UU 

No. 22 Tahun 1999, padahal UU ini memerlukan ratusan aturan pendukung 

seperti PP dan Kepres sebagai acuan supervisi dan pengawasan. Akibat lebih jauh 

bisa diduga: kesalahan demi kesalahan di daerah tens  terjadi seperti perda-perda 

yang bermasalah, prioritas pembangunan keliru, dan seterusnya. "Ini yang dipakai 

sebagai alasan bahawa autonomi gagal, padahal yang gagal adalah pemerintah 

pusat melaksanakan autonomi," paparnya.428 Kesalahan ini ditimpakan kepada 

daerah, lalu dijadikan dasar pembenaran untuk mengubah UU dengan maksud 

untuk menarik lagi kekuasan ke pemerintah pusat melalui UU No. 32 Tahun 2004, 

426 Lihat Fajrimei A. Gofar. "Perda Bermasalah atau Perda Dipermasalahkan?" Artikel 
pada Kom as, 26 Agustus 2003. 

4'7 Teten Masduki, Koordinator ICW, sebagairnana dikutip Kompas, 28 Agustus 2005. 
428 Ryaas Rasyid, Op. Cii. 



yang menurut Ryaas, justru lebih ganas dari UU No. 5 Tahun 1974 yang telah di 

ganti oleh UU No. 22 Tahun 1999. Namun demikian, Ryaas Rasyid sendiri sejak 

awal bukanlah orang yang anti revisi. Terhadap rencana pemerintah melakukan 

revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999 tersebut, Ryaas menyatakan akan 

mendukung revisi jika tujuannya memperkuat desentralisasi, bukan sebaliknya 

melakukan resentra~isas i .~~~ 

Dalam konteks itulah, dalam pandangan pemerintah, revisi dimaksudkan 

untuk lebih menciptakan kompromi antara ekstrem desentralisasi UU No. 22 

Tahun 1999 dan ekstrem sentralisasi di UU No. 5 Tahun 1974. Dengan kata lain, 

UU No. 32 Tahun 2004 mencoba mencari jalan tengah, yang seolah-olah kalau 

disikapi sekarang seperti jadi resentralisasi. 

6.2. Pergeseran Struktur Pemerintahan Daerah 

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tidak berbeda dengan undang-undang 

sebelumnya, yang menentukan adanya dua lembaga kekuasaan, yaitu DPRD dan 

Kepala Daerah sebagai pemerintah daerah. Hal yang umum digunakan, seperti 

kebanyakan negera lainnya, bahawa pemerintahan daerah yang terdiri dari 

sekurang-kurangnya Kepala Daerah dan DPRD~~ '  yang bertujuan 

menyelengarakan pelayanan dan pengaturan umum dibidang pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan. 

429 Lihat "Ryaas Rasyid: Pemerintah Pusat Sumber Distorsi Otonomi Daerah." Laporan 
Kompas, 5 Februari 2003. 

430 UU NO 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (3) 



Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala 

dae~-ah.'~l Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oIeh rakyat di 

daerah yang bersangkutan. Pasal24 ayat (5). 

Dari Struktur antara lembaga-lembaga kekuasaan di daerah, jelas terjadi 

perbedaan yang besar antara Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dengan undang- 

undang sebelurnnya. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tidak saja memperjelas 

makna pemerintahan dalarn arti luas dan arti sempit, atau arti pemerintahan 

daerah, tetapi juga memperjelas kedudukan masin-masing lembaga Kepala Daerah 

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat 

daerah432 sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan DPRD. DPRD 

berkedudukan sebagai lembaga atau Badan Legislatif Daerah dan Pemerintahan 

Daerah berkedudukan sebagai Badan Eksekutif Daerah diartikan sebegai 

Pemerintah dalam arti sempit, yakni suatu lembaga yang mengurus bidang 

eksekutif, yang terdiri dari atas Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lainnya 

diluar D P R D . ~ ~ ~  Dengan demikian dalam struktur pemerintahan daerah, seperti 

sebelumnya. 

6.2.1 Kepala Daerah 

Dalam UU No. 22 Tahun 1999 pemilihan Kepala Daerah di pilih oleh 

DPRD narnun dalam UU No. 32 Tahun 2004 Kepala daerah clan wakil kepala 

daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis 

43' Zbid, Pasal24 (1). 
432 UU NO. 32 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (3) 
433 Zbid, pasal 1 ayat (3) dan (4), pasaI3 ayat (1) huruf a dan b 



berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adi1.434 Pemilihan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang 

bertanggungjawab kepada DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD 

menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah kepada DPRD. Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur 

kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat. 435 

Sebagai Kepala daerah, lembaga ini baik Gubernw, Bupati atau Walikota 

tidak bertanggung jawab kepada DPRD lagi, namun pertanggungjawaban kepala 

daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Di satu sisi, pemilihan 

kepala daerah dilakukan secara langsung, tetapi di sisi lain, ia tidak 

bertanggungjawab secara horisontal ke bawah, tetapi malah ke atas: gubernur 

bertanggung jawab kepada Presiden melalui Mendagri, bupatilwalikota juga 

bertanggungjawab kepada Mendagri melalui gubernur, dan kepala desa 

bertanggung jawab kepada bupatilwalikota melalui carnat. 

Inisiatif DPR untuk menyusun mekanisme Pilkada secara langsung 

merupakan langkah yang membuat semua kalangan happy, kerana ini sesuai 

tuntutan reformasi. Baru setelah UU 32 Tahun 2004 disahkan pada Oktober 2004 

dan masyarakat mendapatkan sosialisasi yang utuh terhadap UU mengenai 

Pemerintahan Daerah ini, muncul polemik yang penting terkait dengan pasal-pasal 

Pilkada. Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga 

434 Ibid, Pasal56 ayat ( I )  
435 UU NO. 32 tahun 2004, pasal57, ayat (I), (2) dan (3) 



negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yaitu : a. bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi I7 

Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta 

Pemerintah; c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas 

dan/atau sederajat; d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun; e. sehat 

jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim 

dokter; f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kerana melakukan tindak pidana 

yang diancarn dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih; g. 

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh 

masyarakat di daerahnya; i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia 

untuk diumurnkan; j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara 

perseorangan dadatau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang 

merugikan kewangan negara. k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 1. tidak pernah 

melakukan perbuatan tercela; m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran 

pajak; n. menyerahkan dafiar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain 

riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri; o. 

belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 



2 (dua) kali masa jabatan dalarn jabatan yang sama; dan p. tidak dalam status 

sebagai penjabat kepala daerah.436 

Untuk peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

merupakan pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik 

atau gabungan partai politik. Dimana partai politik atau gabungan partai politik 

dapat mendaftarkan pasangan calonnya apabila memenuhi persyaratan perolehan 

sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% 

(lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umurn 

anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Partai politik atau gabungan partai 

politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan 

yang memenuhi syarat, dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui 

mekanisme yang demokratis clan transparan. 

Dalarn proses penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan 

partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat. Partai politik 

atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib 

menyerahkan: 

a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik 
atau pimpinan partai politik yang bergabung; 

b. Kesepakatan tertulis antarpartai politik yang bergabung untuk 
mencalonkan pasangan calon; 

c. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang 
dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para 
pimpinan partai politik yang bergabung; 

d. Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala 
daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan; 

e. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan 
calon; 



f. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila 
terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 

g. Swat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon 
yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional 
Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

h. Surat pemyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD 
tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi 
wilayah kerjanya; 

i. Swat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan 
DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah; 

j. Kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal58; dan 

k. Naskah visi, misi, dan program dari pasangan calon secara t e r t ~ l i s . ~ ~ '  

Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon 

tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik 

lainnya. Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumurnan pendaftaran pasangan 

calon. 

Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti 

persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi 

pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap 

persyaratan pasangan calon. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai 

politik yang mengusulkan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 

penutupan pendaftaran. Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau 

ditolak kerana tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 

437 Ibid, Pasal59 ayat ( 5 )  



danlatau Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan 

calon diberi kesempatan untuk melengkapi danlatau memperbaiki swat 

pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru 

paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan 

oleh KPUD. 

KPUD melakukan penelitian ulang kelengkapan dan atau perbaikan 

persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sekaligus 

memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kepada 

pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan. Apabila 

hasil penelitian berkas pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik dan atau gabungan partai 

politik, tidak dapat lagi mengajukan pasangan c a ~ o n . ~ ~ '  

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 60 ayat 

(2) dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) 

pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon. 

Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diumumkan secara luas paling larnbat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian. 

Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya 

dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon. 

Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

bersifat final dan m e r ~ ~ i k a t . ~ ~ '  

"' Ibid, Pasal60, ayat (I ) ,  (2), (3), (4) dan (5) 
439 Ibid, Pasal6 1, ayat (I), (2), (3) dan (4) 



Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya 

danlatau pasangan calonnya, dan pasangan calon atau salah seorang dari 

pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai 

pasangan calon oleh KPUD. Apabila partai politik atau gabungan partai politik 

menarik calonnya danlatau pasangan calon danlatau salah seorang dari pasangan 

calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (I),  partai politik atau 

gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon 

pengganti.440 

Dalam ha1 salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak 

penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari karnpanye, partai politik atau 

gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap dapat 

mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan 

calon berhalangan tetap dan KPUD melakukan penelitian persyaratan administrasi 

dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak 

pasangan calon pengganti didaftarkan. Dalam ha1 salah 1 (satu) calon atau 

pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari 

pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan 

pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilanjutkan dan 

pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur. 

Dalarn ha1 salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat 

dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jurnlah pasangan 

calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala 

440 Ibid, Pasal62, ayat (1) dan (2) 



daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan 

partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan 

tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling larnbat 3 (tiga) hari sejak 

pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD melakukan penelitian persyaratan 

administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) 

hari sejak pasangan calon pengganti didaft~irkan.~~' 

Dalarn ha1 salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap setelah 

pemungutan suara putaran pertarna sampai dimulainya hari pemungutan suara 

putaran kedua, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Partai politik atau gabungan 

partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan 

calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KPUD melakukan penelitian 

persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 

4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.442 

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui 

masa persiapan, dan tahap pelaksanaan. Masa persiapan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai 

berakhirnya masa jabatan; b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai 

berakhirnya masa jabatan kepala daerah; c. Perencanaan penyelenggaraan, 

rneliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala 

"I Ibid, Pasal63, ayat (I), (2) dan (3) 
442 Ibid, Pasal64 ayat (I) dan (2) 



daerah; d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS; e.Pemberitahuan 

dan pendaftaran pemantau.443 

Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karnpanye sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum 

hari pernungutan suara. Karnpanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama- 

sarna partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan 

calon. Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan ke KPUD 

bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon. Karnpanye sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sarna atau secara terpisah oleh 

pasangan calon danlatau oleh tim kampanye. Penanggung jawab kampanye adalah 

pasangan calon, yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim 

kampanye. Tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang di provinsi, 

kabupatenkota bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur d m  

kabupatedkota dan kecamatan bagi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan 

WalikotaIWakil Walikota. Dalarn kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk 

menghadiri kampanye. Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUD 

dengan memperhatikan usul dari pasangan calon. 

Kampanye dapat dilaksanakan melalui: a. pertemuan terbatas; b. tatap 

muka dan dialog; c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik; 

d.penyiaran melalui radio danlatau televisi; e. penyebaran bahan kampanye 

443 Ibid, Pasal65 ayat ( I )  dan (2) 



kepada umum; f. pemasangan alat peraga di tempat umum; g. rapat umurn; h. 

debat publiWdebat terbuka antarcalon; d d a t a u  i. kegiatan lain yang tidak 

melanggar peraturan perundang-undangan. Pasangan calon wajib menyampaikan 

visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Calon 

kepala daerah dan wakil kepala daerah berhak untuk mendapatkan informasi atau 

data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan 

bersifat edukatif. Penyelenggaraan kampanye dilakukan di seluruh wilayah 

provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan di seIuruh wilayah 

kabupatedkota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil 

w a ~ i k o t a . ~ ~ ~  

Media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang sama 

kepada pasangan calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanye. Media 

elektronik dan media cetak wajib memberikan kesempatan yang sarna kepada 

pasangan calon untuk memasang iklan pemilihan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah dalam rangka kampanye. Pemerintah daerah memberikan 

kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas 

urnurn. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat urnum yang 

diadakan oleh pasangan calon hanya dibenarkan membawa atau menggunakan 

tanda gambar danlatau atribut pasangan calon yang bersangkutan. KPUD 

berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan 

alat peraga untuk keperluan kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye 

"4 lbid, Pasal76 ayat (I), (2), (3), (4) dan (5) 



sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh pasangan calon dilaksanakan dengan 

memper-timbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemasangan alat peraga 

kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta hams 

seizin pemilik tempat tersebut. Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan 

paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan s ~ a r a . ~ ~ ~  

Dalam kampanye dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. 

menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerahlwakil 

kepala daerah danlatau partai politik; c. menghasut atau mengadu domba partai 

politik, perseorangan, dadatau kelompok masyarakat; d. menggunakan kekerasan, 

ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada 

perseorangan, kelompok masyarakat danlatau partai politik; e. mengganggu 

kearnanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; f. mengancam dan menganjurkan 

penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang 

sah; g. merusak dadatau menghilangkan aiat peraga kampanye pasangan calon 

lain; h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah; 

i.menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan j. melakukan pawai 

atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki danlatau dengan kendaraan 

di jalan raya.446 

Dalam kampanye pemilihan kepal daerah juga dilarang melibatkan: 

a.hakim pada semua peradilan; b. pejabat BUMN/BUMD; c. pejabat struktural 

""Sbid, Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4), (9, (6), (7) dan (8) 
446 Ibid, Pasal78 



dan fungsional dalam jabatan negeri; d. kepala desa. Larangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon 

kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pejabat negara yang menjadi calon 

kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus 

memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan 

jabatannya; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan c. pengaturan lama 

cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasangan calon dilarang melibatkan 

pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian 

Negara Republik Jndonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalarn 

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.447 

Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan 

kepala desa dilarang membuat keputusan dadatau tindakan yang menguntungkan 

atau merugikan salah satu pasangan calon selama rnasa karnpanye.448 

Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, 

merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, yang 

merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi: peringatan tertulis 

apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi 

gangguan; b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran 

447 Zbid, Pasal79 ayat (I),  (2), (3) dan (4) 
Ibid, Pasal80 



atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan 

terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain. Tata cara 

pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan karnpanye sebagairnana 

dhaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPUD. Pelanggaran atas ketentuan larangan 

pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikenai sanksi 

penghentian kampanye selarna masa kampanye oleh K P U D . ~ ~ '  

Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dadatau 

memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Pasangan 

calon danlatau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh 

DPRD.~~ '  

Dana karnpanye dalam pemilihan kepala daerah dapat diperoleh dari: 

a.pasangan calon; b. partai politik dan/atau gabungan partai politik yang 

mengusulkan; c. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi 

sumbangan perseorangan danlatau badan hukum swasta. Pasangan calon wajib 

memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud 

didaftarkan kepada KPUD. Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c dari perseorangan dilarang melebihi Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta dilarang melebihi Rp. 

350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Pasangan calon dapat 

menerima danlatau menyetujiii pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara 

449 Zbid, Pasal 8 1 ayat (1), (2), (3) dan (4) 
450 Ibid, Pasal82 ayat (1) dan (2) 



langsung untuk kegiatan kampanye. Sumbangan kepada pasangan calon yang 

lebih dari Rp. 2.500.000,OO (dua juta Iima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk 

uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai 

uang wajib dilaporkan kepada KPUD mengenai jumlah dan identitas pemberi 

sumbangan. Laporan sumbangan .dana kampanye sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), dan ayat (5) disampaikan oleh pasangan calon kepada KPUD dalam 

waktu I (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah 

masa kampanye berakhir. KPUD mengurnumkan melalui media massa laporan 

sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) kepada masyarakat satu hari setelah menerima laporan dari pasangan 

ca10n.~~' 

Dana karnpanye digunakan oleh pasangan calon, yang teknis 

pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye. Dana kampanye sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPUD 

paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara. KPUD wajib 

menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

kepada kantor akuntan publik paling lambat 2 (dua) hari setelah KPUD menerima 

laporan dana kampanye dari pasangan calon. Kantor akuntan publik wajib 

menyelesaikan audit paling larnbat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya 

laporan dana kampanye dari KPUD. Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) diumurnkan oleh KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPUD menerima 

""brhl, Pasal 83 ayat (1)) (2), (3)) (4), (5),  (6 )  dan (7) 



laporan hasil audit dari kantor akuntan publik. Laporan dana kampanye yang 

diterima KPUD wajib dipelihara dan terbuka untuk urnurn. 452 

Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk 

kampanye yang berasal dari: a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga 

swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; b. penyumbang atau pemberi 

bantuan yang tidak jelas identitasnya; c. pemerintah, BUMN, dan BUMD. 

Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada 

KPUD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa karnpanye berakhir dan 

menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas daerah. Pasangan calon yang 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)  dikenai sanksi 

pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPUD.~'' 

Untuk mekanisme pernungutan suara pemilihan pasangan calon kepala 

daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan 

sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Pemungutan suara dilakukan 

dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama 

pasangan calon. Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang 

d i~ ibu rkan .~~~  

Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dicetak 

sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) 

dari jumlah pemilih tersebut. Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara 

452 Ibid, Pasal 84 ayat (I),  (2), (3), (4), (5) dan (6) 
453 Ibid, Pasal 85 ayrit (I), (2.): dm (3) 
454  bid, Pasal86 ayat .(l), (2) diin (3) 



pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak. Penggunaan 

tambahan swat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita 

acara. 455 

Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat 

Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat 

memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain 

atas perrnintaan pemilih. Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang 

dibantunya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan 

~ e m e r i n t a h . ~ ~ ~  Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) 

orang. TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat 

yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap 

pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. Jumlah, 

lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh K P U D . ~ ~ ~  

Untuk keperluan pernungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan 

wakil kepala daerah disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang 

digunakan oleh pemilih. Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPUD dengan berpedoman 

455 Zbid, Pasal 87 ayat ( I ) ,  (2) dan (3) 
456 Ibid, Pasal 88 
457 Ibid, Pasal 89 
458 Zbid, Pasal90 ayat (I), (2) dan (3) 



pada peraturan perundang-undangan.459 Sebelum melaksanakan pemungutan 

suara, KPPS melakukan: a. pembukaan kotak suara; b. pengeluaran seluruh isi 

kotak suara; c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; serta 

d.penghitungan jurnlah setiap jenis dokumen dan peralatan. Kegiatan KPPS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari pasangan 

calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. Kegiatan KPPS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani 

oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS dan dapat 

ditandatangani oleh saksi dari pasangan ca10n.~~' 

Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 92, KPPS 

memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara. Dalam 

memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip 

urutan kehadiran pemilih. Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, 

pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS 

memberikan surat suara pengganti hanya satu kali. Apabila terdapat kekeliruan 

dalarn cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada 

KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali. 

Penentuan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara ditetapkan oleh 

KPLTD.~~' 

Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh 

KPPS. Tanda lshusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPUD 

459 Ibid, Pasal91 ayat ( I )  dan (2) 
460 Ibid, Pasal 92 ayat (I) ,  (2) dan (3) 

Ibid, Pasal 93 ayat ( I ) ,  (2), (3), (4) dan (5) 



dengan berpedoman pada Peraturan ~ e r n e r i n t a h . ~ ~ ~  Suara untuk pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan sah apabila: a. surat suara 

ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) 

kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon; atau c. tanda coblos terdapat 

dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan 

calon yang telah ditentukan; atau d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di 

dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan 

calon; atau e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang 

memuat nomor, foto dan nama pasangan c a 1 0 n . ~ ~ ~  

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan 

suara berakhir. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung: a.jumlah 

pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk 

TPS; b. jumlah pemilih dari TPS lain; c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; 

dan d. jumlah swat suara yang dikembalikan oleh pemilih kerana rusak atau keliru 

dicoblos. Penggunaan surat suara tambahan dibuatkan berita acara yang 

ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS. 

Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri 

oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. 

Saksi pasangan calon hams membawa swat mandat dari tim karnpanye yang 

bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS. Penghitungan suara 

dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, panitia 

pengawas, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara 

462 Ibid, Pasal 94 ayat ( I )  dan (2) 
463 Ibid, Pasal95 huruf a, b, c, d, dan e 



jelas proses penghitungan suara. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui 

saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya 

penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-ha1 yang tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Dalam ha1 keberatan yang diajukan oleh 

saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan. Segera setelah 

selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat 

hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 

2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon. 

KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil 

penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 

(satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. KPPS 

menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat 

kelengkayyn adrninistrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS segera 

setelah selesai penghitungan ~ u a r a . ~ ~ ~  

Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPS 

membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk 

tingkat desalkelurahan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia 

pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. Saksi pasangan calon hams 

membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan 

menyerahkannya kepada PPS. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui 

saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya 



penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-ha1 yang tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Dalarn ha1 keberatan yang diajukan oleh 

saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan. Setelah selesai 

melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS dalam wilayah 

kerja desaJkelurahan yang bersangkutan, PPS membuat berita acara dan sertifikat 

rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling 

sedikit 2 (dua) orang anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon. 

PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat 

rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada saksi pasangan calon yang 

hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di 

tempat umurn. PPS wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan 

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada PPK ~etem~at.'~' 

Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, 

PPK membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah 

suara untuk tingkat kecarnatan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, 

panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. Saksi pasangan calon hams 

membawa swat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan 

menyerahkannya kepada PPK. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui 

saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya 

penghitungan suara oleh PPK apabila ternyata terdapat hal-ha1 yang tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Dalarn ha1 keberatan yang diajukan oleh 

465 Ibid, Pasal97 ayat (I), (2), (3), (4), (3, (6)  dan (7) 



atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan. Setelah selesai 

melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPS dalarn wilayah 

kerja kecamatan yang bersangkutan, PPK membuat berita acara dan sertifikat 

rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan 

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi 

pasangan calon. PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara 

dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi pasangan 

calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil 

penghitungan suara di tempat umum. PPK wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar 

berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK 

kepada KPU k a b ~ ~ a t e n / k o t a . ~ ~ ~  

Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, 

KPU kabupatenlkota membuat berita acara penerimaan dan melakukan 

rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kabupatedkota dan dapat dihadiri oleh 

saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. Saksi 

pasangan calon hams membawa swat mandat dari Tim Kampanye yang 

bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU kabupatedkota. Pasangan calon 

dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan 

keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU kabupatenlkota apabila 

ternyata terdapat hal-ha1 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

466 Zbid, Pasal 98 ayat ( I ) ,  (2), (3), (4), ( 5 ) ,  (6 )  dan (7) 



(4) Dalarn ha1 keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan 

calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU kabupatedkota 

seketika itu juga mengadakan pembetulan. Setelah selesai melakukan rekapitulasi 

hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kecamatan yang 

bersangkutan, KPU kabupatenfkota membuat berita acara dan sertifikat 

rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan 

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU kabupatedkota serta 

ditandatangani oleh saksi pasangan calon. KPU kabupatenkota wajib memberikan 

1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil 

penghitungan suara di KPU kabupatedkota kepada saksi pasangan calon yang 

hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di 

tempat urnum. KPU kabupatedkota wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas 

berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU 

kabupatedkota kepada KPU provinsi.467 

Dalam ha1 pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

kabupatenkota, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya 

diputuskan dalarn pleno KPU kabupatedkota untuk menetapkan pasangan calon 

terpilih. Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disarnpaikan kepada DPRD kabupatenkota untuk diproses pengesahan dan 

pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 468 

Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, 

KPU provinsi membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi 

467 Ibid, Pasal99 ayat (I), (2), (3), (4), (5),  (6)  dan (7) 
468 Ibid, Pasal 100 ayat ( I )  dan (2) 



jumlah suara untuk tingkat provinsi dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, 

panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. Saksi pasangan calon hams 

membawa swat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan 

menyerahkannya kepada KPU provinsi. Pasangan calon dan warga masyarakat 

melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap 

jalannya penghitungan suara oleh KPU provinsi apabila temyata terdapat hal-ha1 

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam ha1 keberatan 

yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dapat diterima, KPU provinsi seketika itu juga mengadakan 

pembetulan. Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di 

semua KPU kabupatenlkota, KPU provinsi membuat berita acara dan sertifikat 

rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan 

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU provinsi serta ditandatangani 

oleh saksi pasangan calon. KPU provinsi wajib memberikan 1 (satu) eksemplar 

salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU 

provinsi kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) 

eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat u m u ~ n . ~ ~ ~  

Berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5) selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU 

provinsi untuk menetapkan pasangan calon terpilih. Penetapan pasangan calon 

terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU provinsi disampaikan 

469 Ibid, Pasal 101 ayat (I), (2), (3), (4), (5 )  dan (6) 



kepada DPRD provinsi untuk diproses pengesahan pengangkatannya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 470 

Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil 

penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan 

sebagai berikut: a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup; b. penghitungan 

suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya; c. saksi pasangan 

calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat 

menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; d. penghitungan suara 

dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; d d a t a u  

e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan swat 

suara yang tidak sah. Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS 

apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS. Penghitungan ulang surat 

suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari 

PPS. Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU 

KabupatenKota, dan KPU Provinsi, dilakukan pengecekan ulang terhadap 

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di 

b a ~ a h n ~ a . ~ "  

Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang 

mengakibatkan hasil pernungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan 

suara tidak dapat dilakukan. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari 

hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat 

satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dadatau 

470 Zbid, Pasal 102 ayat (1) dan (2) 
471 Zbid, Pasal 103 ayat ( I ) ,  (2), (3) dan (4) 



berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara 

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta 

pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau 

alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; c. lebih dari seorang pemilih 

menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sarna atau TPS yang 

berbeda; d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah 

digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; danlatau 

e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat 

kesempatan memberikan suara pada T P S . ~ ~ ~  

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat- 

lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan ~ u a r a . ~ ~ ~  

Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah 

Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil 

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keberatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang 

mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Pengajuan keberatan kepada 

Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (I)  disarnpaikan kepada 

pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi 

dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah kabupatenlkota. Mahkarnah Agung memutus sengketa hasil penghitungan 

472 Ibid, Pasal 104 ayat (1) dan (2) 
473 Ibid, Pasal 105 



suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat 

belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan 

Negeripengadilan Tinggil Mahkamah Agung. Putusan Mahkarnah Agung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat. Mahkamah 

Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil 

penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten 

dan kota. Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat 

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh 

suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jurnlah suara sah ditetapkan sebagai 

pasangan calon terpilih. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang 

memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, 

pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan 

calon terpilih. Dalam ha1 pasangan calon yang perolehan suara terbesar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang 

perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan 

berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. Apabila ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang 

mencapai 25 % (dua puluh lima persen) dari jurnlah suara sah, dilakukan 

pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang 

"' "id, Pasal 106 ayat ( I ) ,  (2), (3), (4), (5),  (6) dan (7) 



kedua. Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh 

dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan 

putaran kedua. Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

diperoleh oleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama 

dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. 

Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh 

lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah 

perolehan suara yang lebih luas. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala 

daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai 

pasangan calon terpilih.475 

Dalarn ha1 calon wakil kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon 

kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah. Kepala daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada 

DPRD untuk dipilih. Dalam ha1 calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, 

calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah. Kepala daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan dua calon wakil kepala daerah 

kepada DPRD untuk dipilih. Dalam ha1 pasangan calon terpilih berhalangan tetap, 

partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara 

terbanyak pertama dan kedua mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk 

dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selambat-lambatnya 

dalam waktu 60 (enarn puluh) hari. Untuk memilih wakil kepala daerah 

475 Ibid, Pasal 107 ayat (I), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8) 



sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), pemilihannya dilakukan 

selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) h ~ t r i . ~ ' ~  

Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur 

terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) 

hari. Pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau 

walikota dan wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas 

narna Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Pasangan 

calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD provinsi, 

selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Presiden melalui Menteri 

Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari 

KPU provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan. Pasangan calon 

bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD 

kabupatedkota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri 

Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan 

calon terpilih dari KPU kabupatenkota untuk mendapatkan pengesahan 

pengangkatan. 477 

Dalam ha1 mekanisme pemberhentian Kepala Daerah, Undang-undang No. 

32 Tahun 2004 juga menentukan adanya mekanisme pemberhentian Kepala 

Daerah Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala daerah 

dadatau wakil kepala daerah berhenti kerana: a. meninggal dunia; b. permintaan 

sendiri; atau c. diberhentikan. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan kerana: a. berakhir 

476 Zbid, Pasal 108 ayat ( 1 ) ,  (2), (3), (4), ( 5 ) ,  ( 6 )  dan (7) 
"'  bid, Pasal 109 ayat (I), (2), (3) dan (4) 



masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; b. tidak dapat melaksanakan 

tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selarna 6 

(enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dadatau wakil 

kepala daerah; d. dinyatakan melanggar sumpahljanji jabatan kepala daerah 

dadatau wakil kepala daerah; e. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah 

dda tau  wakil kepala daerah; f. melanggar larangan bagi kepala daerah dda tau  

wakil kepala daerah. Pemberhentian kepala daerah danlatau wakil kepala daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan 

huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat 

Paripuma dan diusulkan oleh pimpinan DPRD. 478 

Pemberhentian kepala daerah dadatau wakil kepala daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan dengan ketentuan: 

a.Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan kepada 

Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahawa 

kepala daerah dadatau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar surnpawjanji 

jabatan d d a t a u  tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala 

daerah; b. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan 

melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 314 (tiga 

perempat) dari jurnlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan 

sekurang-kurangnya 213 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. 

c.Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD 

tersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah permintaan DPRD itu diterima 

478  bid, Pasal29 ayat (1), (2) dan (3) 



Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final. d. Apabila Mahkamah Agung 

memutuskan bahawa kepala daerah danlatau wakil kepala daerah terbukti 

melanggar sumpajanji  jabatan danlatau tidak melaksanakan kewajiban, DPRD 

menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang- 

kurangnya 314 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil 

dengan persetujuan sekurang-kurangnya 213 (dua pertiga) dari jumlah anggota 

DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian kepala daerah danlatau 

wakil kepala daerah kepada Presiden. e. Presiden wajib memroses usul 

pemberhentian kepala daerah dadatau wakil kepala daerah tersebut paling larnbat 

30 (tiga puluh) hari sejak DPRD menyarnpaikan usul tersebut. 479 

Kepala daerah danlatau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh 

Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana 

kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau 

lebih berdasarkan putusan pengadilan. Kepala daerah dan/atau wakil kepala 

daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti 

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.'*' 

Kepala daerah d d a t a u  wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh 

Presiden tanpa melalui usulan DPRD kerana didakwa melakukan tindak pidana 

korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dadatau tindak pidana terhadap 

kearnanan negara. Kepala daerah danlatau wakil kepala daerah diberhentikan oleh 

Presiden tanpa melalui usulan DPRD kerana terbukti melakukan makar danlatau 

479 Ibid, Pasal29 ayat (4 )  
480 Ibid, Pasal30 ayat ( 1 )  dan (2) 



perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap.481 

Dalam ha1 kepala daerah dadatau wakil kepala daerah menghadapi krisis 

kepercayaan publik yang meluas kerana dugaan melakukan tindak pidana dan 

melibatkan tanggung jawabnya, DPRD menggunakan hak angket untuk 

menanggapinya. Penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Rapat Paripurna DPRD yang 

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 314 (tiga perempat) dari jumlah anggota 

DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 213 (dua 

pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk melakukan penyelidikan 

terhadap kepala daerah danlatau wakil kepala daerah. Dalam ha1 ditemukan 

bukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I), DPRD 

menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Apabila kepala daerah danlatau wakil 

kepala daerah dinyatakan bersalah kerana melakukan tindak pidana dengan 

ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan 

putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), DPRD mengusulkan pemberhentian sementara dengan 

keputusan DPRD. Berdasarkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), Presiden menetapkan pemberhentian sementara kepala daerah d d a t a u  

wakil kepala daerah. Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 

481 Ibid, Pasal3 1 ayat ( I )  dan (2) 



dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukurn tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD 

mengusulkan pemberhentian berdasarkan keputusan Rapat Paripuma DPRD yang 

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 314 (tiga perempat) dari jurnlah anggota DPRD 

dan putusan diarnbil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 213 (dua pertiga) 

dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Berdasarkan keputusan DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Presiden memberhentikan kepala daerah 

danlatau wakil kepala daerah. 482 

Kepala daerah dadatau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 30 ayat (I), Pmal 3 1 ayat (I), dan Pasal 32 

ayat (5) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasikan dan 

mengaktifkan kembali kepala daerah danlatau wakil kepala daerah yang 

bersangkutan sarnpai dengan akhir masa jabatannya. Apabila kepala daerah 

dadatau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) telah. berakhir masa jabatannya, Presiden 

merehabilitasikan kepala daerah danlatau wakil kepala daerah yang bersangkutan 

dan tidak mengaktifkannya kembali. Tata cara pelaksanaan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 diatur dalam 

Peraturan ~ e r n e r i n t a h . ~ ~ ~  

482 Ibid, Pasal32 ayat ( 1 ) ,  (2), (3), (4), (5),  (6)  dan (7 )  
483 Ibid, Pasal33 ayat (I ) ,  (2), dan (3) 



Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 ayat (I), Pasal 31 ayat (I), dan Pasal 32 ayat (9, wakil kepala 

daerah melaksanakan tugas dan kewajiban kepala daerah sampai dengan adanya 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila wakil 

kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal30 ayat (I), 

Pasal 31 ayat (I), dan Pasal 32 ayat (5), tugas dan kewajiban wakil kepala 

daerah dilaksanakan oleh kepala daerah sampai dengan adanya putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila kepala daerah 

dan wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dirnaksud dalam 

Pasal 30 ayat (I), Pasal 31 ayat (I), dan Pasal 32 ayat (9, Presiden menetapkan 

penjabat Gubernur atas usul Menteri Dalam Negeri atau penjabat BupatiJWalikota 

atas usul Gubernur dengan pertimbangan DPRD sarnpai dengan adanya putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tata cara penetapan, 

kriteria calon, dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diatur dalam Peraturan ~emerintah.~'~ 

Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukurn tetap sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (7) jabatan kepala daerah 

diganti oleh wakil kepala daerah sarnpai berakhir masa jabatannya dan proses 

pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD dan 

disahkan oleh Presiden. Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 

484 Ibid, Pasal34 ayat ( I ) ,  (2), (3) dan (4) 



(delapan belas) bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil 

kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul partai 

politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam 

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam ha1 kepala daerah dan 

wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalarn masa 

jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk 

menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling 

lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah. 

Dalam ha1 terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah melaksanakan tugas 

sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala 

daerah. Tata cara pengisian kekosongan, persyaratan dan masa jabatan penjabat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan ~ e m e r i n t a h . ~ ~ ~  

Dalam proses tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala 

daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan 

tertulis dari Presiden atas pemintaan penyidik. Dalam ha1 persetujuan tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalal'n waktu 

paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, 

proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan. Tindakan penyidikan yang 

dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Hal-ha1 yang 

dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

485 Ibid, Pasal35 ayat (I),  (2), (3), (4) dan ( 5 )  



a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau b. disangka telah 

melakukan tindak pidana kejahatan yang diancarn dengan pidana mati, atau telah 

melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Tindakan 

penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dilakukan wajib 

dilaporkan kepada Presiden paling larnbat dalarn waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh 

empat) jam ."86 

6.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah @PRD) 

Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang 

ini berlaku ketentuan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, 

DPR, DPD, dan ~ p l 3 . D . ~ ~ ~  Kedudukan dm Fungsi DPRD merupakan lembaga 

penvakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan 

pemerintahan daera l~ .~ '~  DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan 

Dalam pelaksanaan penyelenggara pemerintahan anggota DPRD didukung 

dengan alat kelengkapan DPRD terdiri atas: a. pimpinan; b. komisi; c. panitia 

musyawarah; d.panitia anggaran; e. Badan Kehormatan; dan f. alat kelengkapan 

lain yang diperlukan. Pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang alat 

kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalarn Peraturan Tata 

Tertib DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.490 

"' Zbid, Pasal36 ayat (I), (2), (3), (4) dan (5) 
487 Ibid, Pasal39 
488 Zbid, Pasal 40 
489 Zbid, Pasal4 1 
4" Zbid, Pasal46 ayat ( I )  dan (2) 



DPRD wajib menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehorrnatan 

anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kode etik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: a. pengertian 

kode etik; b. tujuan kode etik; c. pengaturan sikap, tata kerja, dan tata hubungan 

antarpenyelenggara pemerintahan daerah dan antaranggota serta antara anggota 

DPRD dan pihak lain; d. ha1 yang baik dan sepantasnya dilakukan oleh anggota 

DPRD; e. etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan; 

dan f. sanksi dan rehabilita~i.~~' 

Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi. Dimana jumlah 

anggota setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 

sama dengan jurnlah komisi di DPRD. Anggota DPRD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dari 1 (satu) partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk 

membentuk 1 (satu) fraksi, wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau 

membentuk fraksi gabungan. Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRD dari 

partai politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk satu fraksi. 

Dalarn ha1 fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dibentuk, 

kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota 

fraksi gabungan tersebut wajib bergabung dengan fraksi danlatau fraksi gabungan 

lain yang memenuhi syarat. Parpol yang memenuhi persyaratan untuk membentuk 

fraksi hanya dapat membentuk satu fraksi. Fraksi gabungan dapat dibentuk oleh 

partai politik dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).492 

DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sarnpai dengan 

49' Ibid, Pasal49 ayat ( I )  dan (2) 
492 ibid, Pasal50 ayat (I), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) 



75 (tujuh puluh lima) orang membentuk 4 (ernpat) komi-si, yang beranggotakan 

lebih dari 75 (tujuh puluh lima) orang membentuk 5 (lima) komisi. DPRD 

kabupatenkota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh 

lima) orang membentuk 3 (tiga) komisi, yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga 

puluh lima) orang membentuk 4 (empat) k ~ m i s i . ~ ~ ~  

Anggota DPRD tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan kerana 

pernyataan, pertanyaan dadatau pendapat yang dikemukakan secara lisan 

ataupun tertulis dalarn rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan 

Peraturan Tata Tertib dan kode etik DPRD. Ketentuan sebagairnana dimaksud 

pada ayat (1) tidak berlaku dalam ha1 anggota yang bersangkutan mengumurnkan 

materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, atau hal- 

ha1 yang dimaksud oleh ketentuan rnengenai pengurnuman rahasia negara dalam 

peraturan perundang-undangan. Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu 

kerana pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat 

D P R D . ~ ~ ~  

Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dilaksanakan setelah adanya 

persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi anggota 

DPRD provinsi dan dari Gubemur atas nama Menteri Dalarn Negeri bagi anggota 

DPRD kabupatedkota. Dalam ha1 persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling Iambat 60 (enam puluh) hari 

semenjak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan. Tindakan 

penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis 

493 Ibid, Pasal 5 I ayat ( I )  dan (2) 
494 Ibid, Pasal 52 ayat ( I ) ,  (2) dan (3) 



dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Hal-ha1 yang 

dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a.tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau b. disangka 

melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak 

pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Setelah tindakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dilakukan, tindakan penyidikan harus dilaporkan kepada 

pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling larnbat 

2 (dua kali) 24 (dua puluh empat) 

Dalam rnelaksanakan tugasnya Anggota DPRD dilarang merangkap 

jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya; b. hakim pada badan peradilan; 

c.pegawai negeri sipil, anggota TNWolri, pegawai pada badan usaha milik 

negara, badan usaha milik daerah danlatau badan lain yang anggarannya 

bersumber dari APBNIAPBD. Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan 

sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, 

konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada 

hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD. Anggota 

DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Anggota DPRD yang 

melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan 

pekerjaan tersebut selarna menjadi anggota DPRD. Anggota DPRD yang tidak 

memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan oleh 

pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD. Pelaksanaan 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan 

495 Ibid, Pasal 53 ayat ( I ) ,  (2), (3), (4) dan ( 5 )  



ayat (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan.496 

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dibahas juga Penggantian Antar Waktu 

Anggota DPRD, Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota kerana: 

a.meningga1 dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; 

dan c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan. Anggota DPRD 

diberhentikan antarwaktu, kerana: a. tidak dapat melaksanakan tugas secara 

berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; 

b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD; c. dinyatakan melanggar 

surnpaldjanji jabatan, danlatau melanggar kode etik DPRD; d. tidak melaksanakan 

kewajiban anggota DPRD; e. melanggar larangan bagi anggota DPRD; 

f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap kerana melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana 

paling singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih. Pemberhentian anggota DPRD 

yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui 

Gubernur bagi anggota DPRD provinsi dan kepada Gubernur melalui 

BupatiIWalikota bagi anggota DPRD kabupatedkota untuk diresmikan 

pemberhentiannya. Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan setelah ada 

keputusan DPRD berdasarkan rekomendasi dari Badan Kehormatan DPRD. 

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ayat (2), ayat (3), 

"' Ibid, Pasal54 ayat (I) ,  (2), (3), (4) dan (5) 



dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan.497 

6.3.1. Kekuasaan Kepala Daerah 

Dalarn penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala daerah 

harus berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: 

a. asas kepastian hukum; b. asas tertib penyelenggara negara; c. asas kepentingan 

umum; d. asas keterbukaan; e. asas proporsionalitas; f. asas profesionalitas; g. asas 

akuntabilitas; h. asas efisiensi; dan i. asas efektivitas. Dalam menyelenggarakan 

pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, 

dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalarn 

menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas 

autonomi dan tugas pembantuan. 498 

6.3.2. Tugas dan Wewenang 

Tidak jauh berbeda dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 mengenai 

kepala daerah sebelumnya, Undang-undang No. 32 tahun 2004 Kepala daerah 

mempunyai tugas dan wewenang: a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan 

daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersarna DPRD; b. Mengajukan 

rancangan Perda; c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama 

DPRD; d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada 

DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; e. mengupayakan terlaksananya 

497 Ibid, Pasal 55 ayat (I), (2), (3), (4) dan (5) 
498 Ibid, Pasal20 



kewajiban daerah; f. mewakili daerahnya di dalarn dan di luar pengadilan, dan 

dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; dan g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.499 

Wakil kepala daerah mempunyai tugas: a. membantu kepala daerah dalam 

menyelenggarakan pemerintahan daerah; b. membantu kepala daerah dalam 

mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti Iaporan 

dadatau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan 

pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan 

pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup; c. memantau dan mengevaluasi 

penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah 

provinsi; d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di 

wilayah kecamatan, kelurahan dadatau desa bagi wakil kepala daerah 

kabupatenlkota; e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah 

dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah; f. melaksanakan tugas dan 

kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan 

g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah 

berhalangan.'OO 

Dalam melaksanakan tugas sebagai wakil kepala daerah bertanggung 

jawab kepada kepala daerak~.'~' Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah 

sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, 

- - 

499  bid, Pasal25 
Ibid, Pasal26 ayat (1) 
Ibid, Pasal26 ayat (2) 



diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selarna 6 (enarn) bulan 

secara terus menems dalam masa jaba tan t~~a .~ '~  

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai 

kewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; c. memelihara ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat; d. melaksanakan kehidupan demokrasi; e. menaati dan menegakkan 

seluruh peraturm perundang-undangan; f. menjaga etika dan norma dalarn 

penyelenggaraan pemerintahan daerah; g. memajukan dan mengembangkan daya 

saing daerah; h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; 

i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan kewangan daerah; 

j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua 

perangkat daerah; k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD. 

Gubernur yang kerana jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil 

Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan. Dalam kedudukannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Gubernur bertanggung jawab kepada 

~residen.~ '~ Gubernur dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

37 memiliki tugas dan wewenang: a. pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemeintahan daerah kabupatedkota; b. koordinasi 

502 Ibid, Pasal26 ayat (3) 
'03 Ibid, Pasal37 ayat (1) dan (2) 



penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupatenlkota; c. 

koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di 

daerah provinsi dan kabupatenkota. Pendanaan tugas dan wewenang Gubernur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBN; Kedudukan 

kewangan Gubernur diatur dalam Peraturan Pemerintah. Tata cara pelaksanaan 

tugas dan wewenang Gubernur diatur dalam Peraturan ~ e m e r i n t a h . ~ ~ ~  

6.3.3. Kewajiban 

Kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan 

keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Laporan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud 

pada pasal 26 ayat (2) disarnpaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam 

Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur 

untuk BupatiIWalikota 1 (satu) kali dalarn 1 (satu) tahun. Laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalarn 

Peraturan Pemerintah. 

"id, Pasal 38 ayat (I),  (2), (3) dan (4) 



6.4. Kekuasaan Dewan Penvakilan R a b a t  Daerah (DPRD) 

LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban). Dulu kepala daerah 

dipilih oleh DPRD, maka dia bertanggungjawab kepada DPRD. Sekarang oleh 

kerana kepala daerah dm DPRD sama-sama bertanggungjawab kepada rakyat 

pemilih, maka konsekuensinya bertanggungjawab kepada rakyat yang 

memilihnya, bukan membuat LPJ ke DPRD. Yang ada kemudian adalah LKPJ 

yang bersifat progress report dari kepala daerah sebagai eksekutif kepada DPRD 

tentang apa yang dikerjakan. 

Ini adalah persoaan pengawasan dm check and balances. Sebagaimana 

diketahui, salah satu masalah mendasar UU No. 22 Tahun 1999 adalah lemahnya 

pengawasan maupun check and balances ini. Kewenangan DPRD sangat besar, 

baik ketika memilih kepala daerah, maupun LPJ tahunan kepala daerah. 

Kewenangan DPRD itu dalarn penerapan di lapangan sulit dikontrol dan 

kemudian menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dan ketidakseimbangan 

kekuasaan. UU No. No. 32 Tahun 2004 mencoba mengembalikan hubungan kerja 

eksekutif dan legislatif yang setara dm bersifat kemitraan. 

Melalui UU No. 32 Tahun 2004 kewenangan DPRD banyak yang 

dipangkas, misalnya aturan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, DPRD 

yang hanya memperoleh laporan keterangan pertanggungjawaban, serta adanya 

mekanisme evaluasi gubernur terhadap Raperda APBD agar sesuai kepentingan 

umum dm peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut akan 



mempersempit ruang gerak aktor-aktor di kabupatenkota dalam bermain-main 

dengan kewangan daerah.'05 

Menurut Made, pada urnumnya ha1 ini sering dipandang sebagai 

"membonsai" DPRD. Padahal tidak, kerana mereka sarna-sama dipilih oleh 

rakyat. Sebagai eksekutif kepala daerah melaksanakan, dan DPRD sebagai 

legislatif membuat aturan. Kepala daerah melaksanakan program, sedangkan 

DPRD melakukan pengawasan. Mereka bersarna-sama membuat budget, sehingga 

esensinya hak budget itu ada. 

Selain itu, kepala daerah juga membuat laporan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah ke instansi pemerintah di atasnya. Narnun demikian, 

esensinya, kepala daerah tidak bertangungjawab kepada pemerintah pusat, tetapi 

ke rakyat. Untuk itulah ketika membuat LKPJ, kepala daerah berkewajiban 

membuat IPPD (Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) kepada rakyat. 

Sementara akuntabilitas kewangannya dalam perhitungan anggaran akan diperiksa 

oleh BPK. Kalau BPK setuju, maka akan memberikan catatan tersebut ke DPRD, 

dan selanjutnya kalau DPRD setuju baru dibuat peraturan daerah terkait dengan 

LKPJ tersebut. Ini merupakan alur pertanggungjawaban dan sekaligus mekanisme 

hubungan kepala daerah dengan lembaga penvakilan yang ada di daerah; dalam 

ha1 ini DPRD. 

Memang, dengan mekanisme pertanggungjawaban semacam itu akan 

menjadi masalah ketika ternyata kepala daerah terpilih kinerjanya buruk. 

Sementara menurut UU No. 32 Tahun 2004, kepala daerah tidak bisa 

505 Lihat Didik G. Suharto. "Tarik Ulur Kewenangan dalam UU No. 32 tahun 2004," 
Artikel pada Suara Merdeka, 6 Desember 2004. 



diberhentikan dengan alasan kinerja, kecuali yang bersangkutan melakukan 

kriminal dan divonis bersalah oleh pengadilan. Made Suwandi menyebut ha1 ini 

sebagai resiko pemilihan langsung. Dalam ha1 ini, masyarakatlah yang perlu 

dipersalahkan kenapa memilih kepala daerah yang buruk. 

6.4.1. Tugas, Wewenang dan Hak 

DPRD mempunyai tugas dan wewenang: a. membentuk Perda yang 

dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama; b. membahas 

dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah; 

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan 

perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan 

pemerintah daerah dalarn melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja 

sarna internasional di daerah; d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian 

kepala daerahlwakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam 

Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur 

bagi DPRD kabupatenlkota; e. memilih wakil kepala daerah dalam ha1 terjadi 

kekosongan jabatan wakil kepala daerah; f, memberikan pendapat dan 

pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional 

di daerah; g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah; h. meminta laporan keterangan 

pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah; j. melakukan 

pengawasan dan meminta laporan KPUD dalarn penyelenggaraan pemilihan 



kepala daerah; k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama 

antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. 

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (I),  DPRD 

melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang- 

~ n d a n ~ a n . ~ ~ ~  

DPRD mempunyai hak: a. interpelasi; b. angket; dan c. menyatakan 

pendapat. PeIaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dilakukan setelah diajukan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri 

sekurang-kurangnya 314 (tiga perempat) dari jurnlah anggota DPRD dan putusan 

diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 213 (dua pertiga) dari jumlah 

anggota DPRD yang hadir. Dalarn menggunakan hak angket sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur 

fiaksi DPRD yang bekerja dalarn waktu paling lama 60 (enam puluh) hari telah 

menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, 

panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memanggil, mendengar, 

dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui 

masalah yang sedang diselidiki serta untuk rneminta menunjukkan swat atau 

dokumen yang berkaitan dengan ha1 yang sedang diselidiki. Setiap orang yang 

dipanggil, didengar, dan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib 

memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut 

peratwan perundang-undangan. Dalarn ha1 telah dipanggil dengan patut secara 

'06 Ibid, Pasal 42 ayat ( I )  dan (2) 



berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ,  

panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh hasil 

kerja panitia angket bersifat rahasia. Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak 

angket, dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD 

yang berpedoman pada peraturan perundang-~ndangan.~'~ 

Sedangkan anggota DPRD mempunyai hak yang di atur dalam UU 32 

tahun 2004 yaitu : a. mengajukan rancangan Perda; b. mengajukan pertanyaan; c. 

menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; e. membela diri; 

f. imunitas; g. protokoler; dan h. kewangan dan administratif. Kedudukan 

protokoler dan kewangan pimpinan dan anggota DPRD diatur dalarn Peraturan 

~ e r n e r i n t a h . ~ ~ ~  

6.4.2. Kewajiban 

Dalarn UU No. 32 Tahun 2004 telah diatur bahawa anggota DPRD 

mempunyai kewajiban: a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- 

Undang Dasar IVegara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala 

peraturan perundang-undangan; b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah; c. mempertahankan dan memelihara 

kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d.memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; e. menyerap, 

menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; 

Ibid, Pasal43 ayat (I), (2), (3), (4), (9, (6), (7) dan (8) 
508 Ibid, Pasal44 ayat (1) dan (2) 



f.mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan 

golongan. g. memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku 

anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah 

pemilihannya. h. menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan surnpaWjanji 

anggota DPRD; i. menjaga norma dan etika dalarn hubungan kerja dengan 

lembaga yang terkait. 509 

6.4.3. Hubungan Antara DPRD dan Kepala Daerah 

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan 

kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara 

berrnakna bahawa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan 

yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam 

membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan 

bermakna bahawa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra 

sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah 

sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu 

membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan 

merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi 

masing-masing. 

Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama-sarna Pemerintah Daerah, 

artinya prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari Pemerintah Daerah. 

Khusus peraturan daerah tentang APBD rancangannya disiapkan oleh Pemerintah 

Zbid, Pasal45 huruf a sld i 



Daerah yang telah mencakup kewangan DPRD, untuk dibahas bersarna DPRD. 

Peraturan daerah dan ketentuan daerah lainnya yang bersifat mengatur 

diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Peraturan daerah 

tertentu yang rnengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, perubahan 

APBD, dan tata ruang, berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi oleh 

Pemerintah. Hal itu ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi 

kepentingan umm, menyelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi danfatau peraturan Daerah lainnya, 

terutarna peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. 

Rajah 6.1 
Bentuk Pengagehan Kekuasaan Antara DPR Dan Presiden 

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen 2002 

Kekuasaan Tertinggi Berada 
ditangan Rakyat 

4 
DPR sebagai Lembaga 
Legislatif, memegang 
kekuasaan legislatif 

I 

Presiden sebagai lembaga 
Eksekutif, memegang 
kekuasaan eksekutif 

I I 
Kekuasaan Presiden Kekuasaan DPR - 



Rajah. 6.2 
Bentuk Pengagehan Kekuasaan Antara DPRD Dan Kepala Daerah Menurut 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 

Pemerintah Pusat 

1 I Pemerintah Daerah I 
I I 

1 
Sebagai Alat 

1 
Kepala Daerah Pemerintah Pusat DPRD 

Dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004, sedikit terjadi pergeseran. 

Kepala Daerah dan DPRD ada prinsip cheh and balances, memiliki kedudukan 

yang sama kuat, Indikasinya, DPRD tidak benvenang memilih, mengangkat dan 

memberhentikan Kepala Daerah, serta Kepala Daerah tidak bertangung jawab 

kepada DPRD. Kepala Daerah dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah langsung 

(PILKADA), meskipun proses pencalonan melalui fraksi DPRD. 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah langsung kepada rakyat. Pemberhentian 

Kepala Daerah hanya apabila melakukan kesalahan pidana. Sebalinya pemilihan 

anggota DPRD langsung oleh rakyat melalui Pemilu Legislatif dan 

pemberhentiannya hanya apabila dimintakan oleh Partai Politik yang 

mengusulkan pemberhentian anggotanya yang duduk di fraksinya di DPRD. 

Tidak adanya prinsip cheks and balances atau prinsip wewenang 

subordinatif dalam ketiga undarig-undang tersebut, sekaligus mengidentifikasikan 

Sebagai Eksekutif 
Daerah 

Sebagai Legislatif 
Daerah 



bahawa ketentuannya mengenai Pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala 

Daerah telah mengalami pergeseran dari ketentuan konstitusi. 

Sedangkan dalam undang-undang 32 Tahun 2004 lebih mendekati prinsip 

cheks and balances, kecuali prinsip Kepala Daerah kembali diberikan 

kewenangan sebagai Pemerintah Pusat di Daerah dan demikian pula tidak ada 

prinsip cheks and balances otonomi desa yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 

Dalam rangka untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif 

(DPRD) tentunya harus mempunyai hubungan yang baik dengan pihak eksekutif 

(Kepala Daerah) terutama dalam fungsinya sebagai bugeting, untuk lebih jelasnya 

hubungan antara DPRD dengan Kepala Daerah selepas reformasi dapat dilihat 

pada Jadual berikut : 

Jadua16.1. Bentuk Hubungan DPRD dengan 

Kepala Daerah Selepas Reformasi 

I Pertanyaan I Tanggapan I Jumlah I Jumlah 

Apa bentuk hubungan DPRD 

I I 

Lemah 1 88 orang 1 29,3 % 

dengan kepala Daerah selepas 
reformasi 

Sama seperti ( 15 orang 1 1 dulu 

Responden 
Intim 

I Total 1 300 Orang 1 100 % 1 

R~~~~~~~ 
Tak berimbang 

I I I I 

Sumber : Data Olahan, 2009 

Responden 
13 5 orang 

Jadual 6.1 di atas menunjukkan bahawa hubungan antara DPRD dengan 

( % ) 
45 % 

43 orang 

19 orang 

Kepala Daerah sangat erat, dimana dari 300 orang jumlah keseluruhan responden, 

14,4 % 

6 ,3  % 

135 orang atau (45 %). 



BAB VII 

ANALISIS PERUBAHAN KEKUASAAN 

ANTARA DPRD DAN KEPALA DAERAH DART 1965 HINGGA2009 

7.1 Pergeseran Pengagehan Kekuasaan Antara DPRD dan Kepala Daerah 

7.1.1 Undang-undang No. 18 Tahun 1965 

Telah dikatakan pada sub bab sebelumnya bahawa pengagehan kekuasaan 

antara DPRD dengan Kepala Daerah menurut keempat Undang-undang mengenai 

Pemerintah Daerah di atas, adalah bentuk pengagehan kekuasaan yang tidak 

seimbang. Jika demikian adanya, lalu apa barometer yang dapat dijadikan ukuran 

adanya pengagehan kekuasaan yang seimbang? Jawaban untuk itu, tidak lain 

kecuali berpedoman pada konsep pengagehan kekuasaan antara DPR dan Presiden 

menurut UUD 1945, yakni adanya prinsip pelaksanaan checks and balances dan 

tidak adanya prinsip wewenang subordinatif antara kedua lembaga tersebut. 

Memang prinsip checks and balances dalam UUD 1945 sebelum amandemen 

belum terealisasi dengan baik kerana kenyataannya Presiden masih memiliki 

kekuasaan dominan terhadap DPR temtama dalam h g s i  legislative namun 

prinsip wewenang subordinatif antara keduanya juga tidak dilakukan. Jikapun 

Presiden dapat diberhentikan oleh MPR, tetapi MPR bukannya hanya terdiri dari 

anggota DPR, sebagaimana dijelaskan dalam Bab I1 sebelumnya. Jadi, ukuran 

bagi seimbang atau tidaknya pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala 

Daerah, harus dilihat dari kedua konsep tersebut. Apabila ditemukan adanya 

prinsip pelaksanaan chech and balances antara DPRD dan Kepala Daerah 

menurut suatu Undang-undang Pemerintah Daerah, berarti poin pertama untuk 



menjadikan kekuasaan yang seimbang telah terpenuhi, apabila tidak ditemukan, 

berarti poin pertama yang juga tidak terpenuhi. Demikian halnya apabila tidak 

ditemukan prinsip wewenang subordinatif antar kedua lembaga, berarti poin 

kedua untuk menjadikan kekuasaan yang seimbang telah terpenuhi, namun 

apabila sebaliknya, maka poin keduanya juga tidak terpenuhi. 

Kembali kepada Undang-undang No. 18 Tahun 1965, dimana Undang- 

undang ini seperti diungkapkan sebelwnnya dipandang tidak memberikan 

pengagehan kekuasaan yang seimbang antara DPRD dengan Kepala Daerah, baik 

dari sisi prinsip checks and balances maupun prinsip subordinatif. Pertama, 

dipandang dari sisi check and balances, Undang-undang No. 18 Tahun 1965 

tidak menjalankan prinsip ini dengan baik. Kenyataan dari sekian wewenang yang 

dimiliki oleh DPRD antara lain seperti wewenang mengajukan calon Kepala 

Daerah calon Wakil Kepala ~ a e r a h , ~ "  wewenang meminta pertanggungjawaban 

Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas kewenangan ~emerintah,~ '  ' dan 

wewenang menetapkan Pemerintah ~ a e r a h , ~ ' ~  pada dasamya hanyalah bentuk 

kekuasaan yang tidak sempurna menjadi milik DPRD kerana kekuasaan tersebut 

berada dalam dominasi pihak-pihak diluar DPRD, meskipun menurut teori 

seperation of power telah menjadi kekuasaan yang sempurna (original) bagi 

DPRD sebagai lembaga legislatif (legislafur). 

Indikasi-indikasi adanya dominasi pihk-pihak luar DPRD tersebut, antara lain 

sebagai berikut. 

510 Undang-undang No. 18 Tahun 1965, Pasal 12 ayat (I), Pasal 13 ayat (I), Pasal 14 ayat 
(1) dan Pasal21 ayat (1) 

'" Ibid, Pasal45 ayat ( I )  
'I2 Ibid, Pasal49, Pasal61 ayat (2), Pasal70 dan Pasal73 



a. Dalam ha1 mengajukan kepala daerah, maka keputusan akhir berada 

ditangan pihak yang benvenang mengangkatnya, baik Presiden, 

Menteri dalam negeri maupun kepala daerah tingkat I, dengan alasan 

tidak ada calon yang memenuhi persyaratan setelah dua kali tahap 

penclonan, maka mereka dapat mengangkat kepala daerah diluar 

pencalonan tersebut. 

b. Dalam ha1 pertanggungjawaban Kepala Daerah mengenai pelaksanaan 

tugas kewenangan pemerintah baik dibidang otonomi maupun tugas 

pembantuan, hakikinya hanyalah bentuk progess report saja, Kerana 

tidak ada akibat yang dapat diterima oleh kepala daerah jika 

pertanggungjawabanya di tolak. 

c. Dalam ha1 menetapkan peraturan perundang-undangan pidana 

pelanggaran, keputusan akhir Pemerintah Daerah berada pada Menteri 

Dalam Negeri bagi peraturan Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah 

setingkat diatasnya bagi peraturan daerah lainya. Tanpa disahkan oleh 

Menteri Dalarn Negeri atau Kepala Daerah setingkat lebih atas bagi 

masing-masing tingkatnya, peraturan itu tidak dapat dijalankan. 

Dengan demikian, lalu apa yang menjadi wewenang yang berbentuk 

orisinil bagi DPRD, apakah hanya memiliki kekuasaan orisinil dalam bentuk 

imunitas atau hak dalam kewangan dan administratif saja, tidak ada jawaban pasti 

yang dapat ditemukan dalam undang-undang No 18 tahun 1965. Apalagi jika 

dibandingkan dengan peran ganda yang dimiliki Kepala Daerah, yakni berperan 

sebagai Alat Pemerintah Pusat dan sebagai alat Pemerintah Daerah. Berperan 



sebagai Alat Pemerintah, memang kepala derah memimpin Pelaksanaan 

Kekuasaan Eksekutif Pemerintah Daerah, baik dalam urusan rumah tangga daerah 

maupun dalam bidang pembantuan .'I3 Tapi sebagai alat Pemerintah Pusat, 

Kepala Daerah Memiliki wewenang yang kuat, wewenang ter~ebut,"~ terdiri dari 

wewenang pemimpin kebijakan politik polisional di daerahnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, wewenang pengawasan atas jalannya pemerintah 

daerah, wewenang penyelenggarakan koordinasi aturan antara jawaban-jawaban 

pemerintah pusat didaerah clan jabatan-jabatan tersebut dengan pemerintah daerah, 

serta wewenang menjalankan tugas-tugas yang disarankan kepadanya oleh 

pemerinth pusat. 

Perbandingan kekuasaan tersebut tidak mencerminkan adanya perinsif 

pelaksanan checks and balances antara DPRD dan kepala daerah, padahal prinsip 

itu penting. Dalam ha1 ini Mantesquieu: 

If the executive power does not heve the raighto check the enterprises of 
the legislative body, then letter will be despoticfor it will wipe out all the 
other powers, since it will be to give to inself all the power in can imagine 
. .. ... . .. ... ... . . . ... . .. ... .. . . .. ... ... . . . .. . ... .. . . .. . .. .. . ..... But if in a pee state 
legislative power should not heve the rightto check executive, it has the 
right end should heve the faculty to examine the manner in which the laws 
it has made heve been executed 

Jelasnya prinsip pelaksanaan checks and balances itu penting bagi 

keduanya. Oleh kerana, jika eksekutif tidak dapat melakukan check terhdap pihak 

legialtif, sangat dimungkinkan adanya kesewenangan-wenangan kerana sebagai 

pembuat undang-undang (Law Maker) pihak legislative dapat saja menjadi 

kekuasaannya lebih kuat sesuai dengn keinginan, begitu juga jika pihak legislatif 

5'3 Ibid, PBsal44 Ayat (3) 
514 Ibid, Pasal44 Ayat (2) 
519 Montesquie Op. Cit. , Hal 162. 



tidak memiliki hak yang serupa, bagaimana mengetahui apakah undang-undang 

yang dibuat sudah diimplementasikan dengan semestinya atau belum, prinsip 

inilah yang belum ditemukan dalam Pengagehan kekuasaan antara DPRD dan 

kepala daerah menwut undang-undang No. 18 tahun 1965. 

Memang, kenyataan yang ditemukan dalam undang-undang tersebut, jika 

dirujukkan kepada UUD 1945 sebelum amandemen. Tidak dapat dibantah 

adanya, oleh kerana sebelum amandeman, fungsi legislatif masih dipegang oleh 

presiden berasma DPR meskipun presiden masih dominan, Presiden tidak 

bertanggung jawab kepada DPR, dan sebagainya. Akan tetapi DPR masih 

mempunyai fungsi anggaran (budget) dan fungsi pengawasan (control), 

sedangkan DPRD tidak memiliki kedua fungsi tersebut. DPRD tidak bisa 

melakukan pengawasan terhadap Kepala Daerah kerana DPRD tidak memiliki 

wewenang sepenuhnya dalam mencalonkan dan meminta pertanggungiawaban 

Kepala Daerah, sedangkan hak menyusun anggaran adalah telah ditentukan 

wewenang Kepala ~ a e r a h . ~ ' ~  Paling tidak dengan memiliki wewenang 

sepenuhnya dalarn ha1 penyusunan anggaran, DPRD dapat melakukan fungsi 

pengawasannya terhadap Kepala Daerah, sebagaimana dilakukan oleh DPR 

terhadap ~residen. 5'7 

Dengan demikian jelaslah bahawa Undang-undang No. 18 Tahun 1965 

tidak memberikan wewenang berupa fungsi anggaran dan fungsi pengawasan 

516 Pemerintah Daerah tiap-tiap tahun menetapkan anggaran daerah kewangan untuk 
daerahnya; anggaran kewangan dimaksud yang dibagi dalam anggaran belanja dan anggaran 
pedapatan daerah, begitu pula mengenai tiap-tiap perubahannya tidak dikuasakan sendiri oleh 
anggaran termaksud, tidak dapat dilaksanakan sebelurn disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi 
dae rah tingkat 1 dan Kepala Daerah yang setingkat lebih atas bagi daerah lainnya. Undang- 
undang No. 18 Tahun 1965, Pasal76 ayat (1) dan (2). 

W D  1945 sebelum amandemen, Pasal23 ayat (1). 



kepada DPRD. Ketika kedua fungsi tersebut tidak memiliki fungsi tersebut tidak 

dimiliki oleh DPRD, ketika itu juga berarti DPRD tidak dapat mengimbangi (to 

balance) kekuasaan Kepala Daerah yang begitu kuat, lantaran DPRD tidak punya 

kesempatan untuk mengkoreksi (to check) apalagi untuk menguji (to examine) 

kekuasaan Kepala Daerah, baik ketika pencalonan, pembuatan Perda, penyusunan 

anggaran, ataupun laporan pertanggungjawaban. Dalam arti kata, bahawa prinsip 

pelaksanaan checks and balances antara lembaga-lembaga pemerintahan dalam 

Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tidak sesuai atau telah bergeser - bahkan 

hampir tidak ditemukan - dari ketentuan mengenai prinsip yang sama dalam UUD 

1945. 

Kedua, dipandang dari prinsip adanya wewenang yang subordinatif antara 

DPRD dan Kepala Daerah, maka antara keduanya telah terjadi bentuk subordinatif 

dalam hubungan kekuasaan (gezagverhouding), di mana keberadaan DPRD 

berada di bawah keberadaan Kepala Daerah. Ada dua indikasi untuk ha1 itu, yaitu 

DPRD bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan anggota DPRD dapat 

diberhentikan oleh Kepala Daerah. Ketentuan Undang-undang No. 18 Tahun 1965 

tentang adanya pertanggungjawaban DPRD mengenai pelaksanaan fungsi dan 

wewenangnya terhadap Kepala Daerah sebagai pemegang kebijaksanaan politik 

tertinggi di Daerah, sedangkan ketentuan yang memberikan peluang kepada 

Kepala Daerah untuk memberhentikan anggota DPRD, apabila anggota DPRD 

berhenti atau diberhentikan kerana Pasal 26. Dalam hal ini, Kepala Daerah 

mengusulkan pemberhentiannya kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota 

DPRD tingkat I setelah mendengar pertimbangan BPH dan kepada Kepala Daerah 



yang setingkat lebih atas bagi anggota DPRD laimya, juga setelah mendengarkan 

pertimbangan BPH.''* Sementara apabila diberhentikan kerana larangan-larangan 

menurut Pasal25, maka atas semufakat DPRD, diberhentikan oleh Kepala Daerah 

setelah anggota DPRD yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk 

mempertahankan diri secara lisan atau tulisan. Namun sebelum diberhentikan, 

terlebih dahulu Kepala Daerah telah memberhentikannya untuk sementara. 

Hal yang wajar kiranya jika anggota DPRD berhenti kerana meninggal 

dunia atau atas permintaan sendiri. Hal yang seharusnya demi tegaknya hukum 

dan keadilan, jika anggota DPRD diberhentikan kerana tidak lagi memenuhi 

syarat-syarat sebagai anggota DPRD, terkena larangan untuk tidak menjadi 

anggotafbekas anggota sesuatu partail organisasi menurut peraturan perundang- 

undangan yang berlaku dinyatakan dibubarkanlterlarang, atau melanggar suatu 

peraturan yang khusus ditetapkan bagi anggota DPRD. Demikian juga demi 

profesionalisme kerja, cukup beralasan jika ia diberhentikan kerana terjadi 

advokat, langsung atau tidak langsung turut serta dalam atau menjadi penanggung 

untuk suatu usaha menyelenggarakan pekerjaan umum, atau lainnya. 

Akan tetapi, mengapa hams Kepala Daerah yang mengusulkan kepada 

Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD tingkat I atau Kepala Daerah yang 

setingkat lebih atas bagi DPRD lainnya, atau apakah cukup atas semufakat DPRD 

dan pertimbangan BPH. Oleh kerana itu, prosesnya menjadi tidak tepat, bukan 

saja disebabkan usulan Kepala Daerah atau atas semufakat DPRD tersebut akan 

sangat politis sifat-sifatnya yang ihtinya berada dalam dominasi Kepala Daerah- 

518 Undang-Undang No. 18 tahun 1965, Pasal5, Pasal25 dan Pasal26. 



tetapi juga proses tersebut tidak memiliki legitimasi kekuasaan yang sebenamya. 

Anggota DPRD yang sebagian besarnya dicalonkan oleh partai politik dan dipilih 

langsung oleh rakyat, seharusnya-paling tidak-pimpinan partai politiklah yang 

legitimit untuk memberhentikannya. 

Dengan demikian, terdapat dua indikasi utama yang membuat Pengagehan 

kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah menurut Undang-undang No. 18 

Tahun 1965 bergeser dari prinsip Pengagehan kekuasaan antara DPR dan Presiden 

menurut UUD 1945, yaitu tidak ditentukan adanya prinsip check and balances 

dan adanya prinsip wewenang yang subordinatif antara lembaga-lembaga 

kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam ha1 prinsip check and balances, DPRD 

selain tidak dapat menjalankan hngsi legislasi semestinya, juga tidak dapat 

menjalankan fungsi anggaran dan tidak menemukan mekanisme untuk melakukan 

fungsi pengawasan. Kenyataan itu tidak sesuai dengan prinsip Pengagehan 

kekuasaan antara DPR dan Presiden dalam DUD 1945, kerana di sarnping sama- 

sama memegang fungsi legislasi, DPR dapat menjalankan fungsi anggaran yang 

sekaligus dapat dijadikan fungsi pengawasan. Kerana Presiden tidak dapat 

semaunya dalam menyusun APBN tanpa disetujui oleh DPR, sehingga di sinilah 

mekanisme yang efektif bagi DPR untuk mengoreksi sekaligus mengawasi 

kegiatan Presiden. Sedangkan dalam ha1 prinsip wewenang yang subordinatif 

antara kedua lembaga, kekuasaan DPRD diposisikan di bawah kekuasaan Kepala 

Daerah. DPRD selain bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, juga anggotanya 

dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah. Kenyataan itu tentu tidak sesuai dengan 

prinsip, pengagehan kekuasaan dalam UUD 1945, yang tidak menganut adanya 



bentuk wewenang yang subordinatif antar lembaga-lembaga kekuasaan. DPR 

tidak bertanggung jawab dan tidak diberhentikan Presiden, kerana DPR bukan 

berada di bawah posisi kekuasaan Presiden, demikian juga sebaliknya. 

7.1.3 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 

Undang-undang ini, pada waktu pembahasannya saja sudah mendapat 

tanggapan yang beragam, terutama mengenai judul. Sebagian anggota DPR 

mempersalahkan judul Pemerintahan di Daerah, yang tidak seperti sebelumnya 

berjudul Pemerintahan Daerah, meskipun pemerintah waktu itu tetap 

mempertahankan judul Pemerintahan di Daerah. Alasannya, bahawa apabila 

dipergunakan judul RUU tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah tanpa kata 

di, dikuatirkan nantinya akan menimbulkan kesimpang-siuran dalam 

pelaksanaannya sebagaimana telah dialami sebelumnya, di mana seolah-olah 

hanya asas desentralisasi yang ditonjolkan. Dengan rurnusan ini maka sudah 

mencakup asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.519 

Adanya tanggapan tersebut dapat dimaklurni kerana selain DPR 

merupakan hasil Pemilihan Umum 197 1 yang tentunya merupakan perwakilan 

dari berbagai partai politik, juga ungkapan judul tersebut sangat multi- 

interpretatif. Jika berpedoman pada konsep pemerintahan seperti dijelaskan 

sebelumnya pemerinlahan daerah bermakna pemerintahan dalarn arti luas yang 

merupakan satuan pemerintahan kecil dalarn negara kesatuan Republik Indonesia 

selain satuan pemerintahan pusat. Jadi ada indikasi mandiri dalam pengertian 

519 Sujamto, Achmad Noerdin dan Sumarno, Op. Cif., Hlm. 13 1. 



tersebut, meskipun tidak terpisah dari pemerintahan pusat. Sementara ungkapan 

pemerintahan di daerah, selain memunculkan indikasi yang tidak rnandiri kerana 

hanya sebagai wakil yang diadakan oleh pemerintahan pusat, juga dapat berrnakna 

pemerintahan dalam arti sempit yaitu hanya sebagai Pemerintah. 

Kerancuan dalarn pemakaian judul tersebut temyata berlanjut pula dalam 

penempatan struktur pemerintahan daerah. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 

tidak menggunakan ungkapan pemerintahan daerah melainkan ungkapan 

Pemerintah, Daerah, yang pada dasarnya bermakna pemerintahan dalam arti 

sempit yaitu sebagai pelaksana bidang eksekutif saja. Pemerintah Daerah terdiri 

dari Kepala Daerah dan DPRD.'~~ Struktur ini dirnaksudkan agar posisi Kepala 

Daerah sama tingginya (nevengenschikkend) dengan DPRD dalarn organisasi 

Pemerintah Daerah. Tetapi sebenarnya pandangan tersebut tidak argumentatif, 

kerana menurut UUD 1945, DPR mskipun sederajat dengan Presiden namun DPR 

bukan sama fungsinya dengan Presiden sebagai pelaksana bidang eksekutif, 

apalagi menjadi bagian dari lembaga kepresidenan. 

Akan tetapi, walaupun Undang-undang No.5 Tahun 1974 menempatkan 

DPRD menjadi bagian dari pemerintah daerah, namun dibandingkan dengan 

Undang-undang No. 18 Tahun 1965, undang-undang ini lebih luas memberikan 

wewenang maupun hak kepada DPRD. Selain memiliki wewenang yang cukup 

signifikan untuk menjalankan fungsi legislasi bersarna Kepala Daerah seperti 

menandatangani Peraturan Daerah bersama Kepala ~ a e r a h ~ ~ '  - DPRD juga 

memiliki beberapa hak yang meliputi hak anggaran, mengajukan pertanyaan, 

520 Undang-undang No. 5 Tahun 1974, Pasal 13 ayat (1). 
52' Ibid, PasaI44 ayat (2). 



meminta keterangan, mengadakan perubahan, mengajukan pernyataan pendapat, 

inisiatif dan penyelidikan.522 Bahkan lebih dari itu, DPRD lebih berperan dalam 

proses pencalonan dan pemilihan Kepala ~ a e r a h . ~ ~ ~  

Distribusi hak dan wewenang tersebut sudah dipandang memadai untuk 

mencerminkan adanya mekanisme checks and balances sebagaimana yang 

diberikan oleh UUD 1945 sebelurn amandemen dalam distribusi hak dan 

wewenang bagi DPR d m  Presiden. DPRD sudah dapat menjalankan fungsi 

legislasinya bersama-sama Kepala Daerah. Namun lebih daripada itu, DPRD juga 

sudah dapat menjalankan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan seperti adanya 

hak mengajukan pertanyaan, meminta keterangan, mengadakan perubahan, 

mengajukan pernyataan pendapat, dan penyelidikan. Adapun mengenai proses 

pencalonan dan pemilihan Kepala Daerah tidak diserahkan kepada DPRD 

sepenuhnya - DPRD hanya menyampaikan hasil pemilihan dari sedikit-dikitnya 

dua orang setelah sebelumnya dimusyawarahkan dan disepakati bersarna antara 

Pimpinan DPRDPimpinan Fraksi-Fraksi dengan Menteri Dalam Negeri bagi 

calon Gubernur dan dengan Gubernur Kepala Daerah bagi calon BupatiIWalikota, 

sedangkan keputusan terakhir berada di tangan Presiden bagi Gubernur dan di 

tangan Menteri Dalam Negeri bagi BupatiIWalikota - ha1 itu tidak dapat 

dipandang sebagai ketentuan yang bergeser dari UUD 1945 kerana DPR memang 

tidak berwenang untuk menjalankan proses pencalonan dan pemilihan Presiden. 

Namun jika dipandang dari ada atau tidaknya prinsip wewenang yang 

subordinatif antara DPRD dan Kepala Daerah, pada dasarnya Undang-undang No. 

522 Ibid, Pasal29. 
523 Ibid, Pasal 15, 16dan 17. 



5 Tahun 1974 masih menganut prinsip tersebut. Memang prinsip subordinatif 

tidak ditemukan jika hanya melihat dari posisi keduanya sebagai unsur pemerintah 

daerah. Oleh kerana, dalam ha1 ini, DPRD tidak bertanggung jawab kepada 

Kepala Daerah, begitu juga sebaliknya. Jikapun masih ditentukan adanya bentuk 

pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, seperti dijelaskan dalam Bab 

IV, pertanggungjawaban tersebut hanyalah berbentukprogress report. 

Prinsip wewenang yang subordinatif tersebut akan kelihatan ketika Kepala 

Daerah berposisi sebagai kepala wilayah atau Penguasa Tunggal di daerah. 

Wewenang sebagai Penguasa Tunggal di daerah cukup menjadi alasan jika 

kekuasaan Kepala Daerah berada di atas kekuasaan DPRD. Dengan posisi sebagai 

kepala wilayah atau Penguasa Tunggal di daerah, Kepala Daerah memegang andil 

besar dalam proses pemberhentian anggota DPRD. Indikasinya dapat dilihat 

dalam Pasal 35, bahawa apabila ternyata DPRD I melalaikan atau kerana sesuatu 

ha1 tidak dapat menjalankan fimgsi dan kewajibannya sehingga dapat merugikan 

daerah atau negara, setelah mendengar pertimbangan Gubernur, Menteri Dalam 

Negeri menentukan cara bagaimana hak dan kewajiban DPRD itu dapat 

dijalankan. Begitu juga bagi DPRD 11, cara yang dimaksud dilakukan oleh 

Gubernur setelah mcndengar pertimbangan Bupati/Walikota yang bersangkutan. 

Pertimbangan Kepala Daerah tersebut sangat politis sifatnya, dapat saja Ia 

memberikan pertimbangan kepada Menteri atau Gubernur bahawa seseorang 

anggota DPRD telah melalaikan atau tidak menjalankan fungsi dan kewajibannya 

dan oleh kerana itu dapat diberhentikan, padahal mungkin anggota DPRD yang 

bersangkutan terlalu kritis (vokal) terhadap kebijakan Kepala Daerah sehingga 



dipandang dapat mengganggu tindak tanduknya. 

Selain itu, dengan alasan demi pembinaan ketentraman dan ketertiban di 

wilayahnya, demi pembinaan ideologi negara dan politik dalam negeri serta 

pembinaan kesatuan bangsa, demi bimbingan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau demi jarninan terhadap kelancaran 

penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Daerah dapat memberikan pertimbangan 

pemberhentian atas seseorang anggota DPRD. Di sinilah sulitnya posisi DPRD 

menurut Syufri Helmi Tanjung, kerana sebagai bagian dari pemerintah daerah 

pada kenyataannya hams bertanggung jawab terhadap segala kebijakan Kepala 

Daerah sebagai Penguasa Tunggal dan Administrator ~ e m b a n ~ u n a n . ' ~ ~  

Memang pertimbangan Kepala Daerah tersebut tidak sekaligus menjadikan 

Menteri Dalam Negeri atau Gubernur sesuai dengan tingkatannya -1angsung 

memberhentikan seseorang anggota DPRD. Namun adanya pertimbangan tersebut 

dapat menjadi alasan kuat bagi Menteri Dalam Negeri atau Gubernur untuk 

menganjurkan pada pimpinan partai politiknya agar mengganti anggota DPRD 

yang bersangkutan. Jelasnya, dengan kedudukan Kepala Daerah sebagai Penguasa 

Tunggal, DPRD-lah yang harus mengikuti kebijakan-kebijakan Kepala Daerah, di 

mana salah satu konsekuensi dari tidak mengikuti kebijakan tersebut adalah 

diberhentikan dari keanggotaan DPRD. 

Adanya wewenang Kepala Daerah yang subordinatif tersebut tidak sesuai 

atau telah bergeser dari ketentuan UUD 1945. Oleh kerana menurut UUD 1 945, 

meskipun Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, namun ia hams 

524 Lihat dalam M. Solly Lubis, Op. Cil., Hlm. 206. 



memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Dewan ini tidak bisa dibubarkan 

oleh Presiden, tapi dewan ini dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan 

~ r e s i d e n . ~ ~ ~  Ketentuan ini jelas menunjukkan bahawa kedua lembaga merupakan 

lembaga yang sederajat dan tidak ada ditentukan adanya wewenang subordinatif 

di antara keduanya. Dengan demikian, terjadinya pergeseran dalam Pengagehan 

kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah, memang telah dimungkinkan oleh 

Undang-undang No. 5 Tahun 1974, yakni lewat adanya ketentuan untuk 

memperkuat posisi Kepala Daerah sebagai Penguasa Tunggal di Daerah. 

7.1.4. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 

Agaknya berangkat dari pengalaman dua undang-undang sebelumnya, di 

mana posisi DPRD sangat tertekan, DPRD tidak berdaya, atau DPRD hanya 

sebagai pelengkap (complement) saja, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 

bertekad untuk mengangkat derajat DPRD pada posisi yang lebih tinggi. 

Keinginan atau tekad tersebut memang sudah semestinya, oleh kerana jika 

memperhatikan lahimya konsep pemisahan kekuasaan - seperti diuraikan 

sebelumnya - bahawa dilakukannya pemisahan kekuasaan antar lembaga-lembaga 

kekuasaan dimaksudkan agar masing-masing lembaga dapat lebih konsentrasi dan 

memiliki posisi yang kuat atas fungsinya pula. Demikian juga menurut UUD 

1945, khususnya dalarn hubungan kekuasaan antara DPR dan Presiden, bahawa 

selain adanya bentuk percampuran kewenangan dalam fungsi legislasi namun 

diharapkan pula agar keduanya dapat berkonsentrasi dalam fungsi masing-masing. 

525 Penjelasan Umum tentang Sistem Pemerintahan Negara. 



DPR berkonsentrasi dalam fungsi anggaran dan pengawasan sedangkan Presiden 

berkonsentrasi dalam fungsi pemerintahan (executive). 

Akan tetapi, keinginan untuk lebih memberdayakan DPRD jangan sampai 

melangkahi prinsip-prinsip Pengagehan kekuasaan yang terkandung dalam UUD 

1945 - baik sebelum maupun sesudah amademen - yakni adanya prinsip checks 

and balances dan tidak adanya bentuk wewenang yang subordinatif antara 

lembaga-lembaga kekuasaan. Untuk ha1 itu, seharusnya Undang-undang No. 22 

Tahun 1999 tidak menciptakan adanya bentuk kekuasaan masing-masing 

lembaga-baik DPRD maupun Kepala Daerah - yang tidak menganut atau 

bertentangan dengan kedua prinsip Pengagehan kekuasaan menurut UUD 1945. 

Dalam hubungan Pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala 

Daerah, undang-undang ini secara limitatif menempatkan DPRD sebagai lembaga 

(badan) legislatif daerah dan Kepala Daerah sebagai lembaga (badan) eksekutif 

daerah.526 Namun, meskipun DPRD rnerupakan lembaga yang menduduki 

legislatif daerah, tetapi dalam pelaksanaannya fimgsi legisIasi tersebut dijalankan 

bersama oleh DPRD dan Kepala ~ a e r a h . ~ ~ ~  Selain itu, Kepala Daerah menetapkan 

Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan 

perundang-undangan lain yang berlaku, serta keduanya sarna-sama memiliki hak 

in~iatif.'~' 

Mengenai fungsi legislasi dan siapa pemegang kekuasaan ini, ditemukan 

adanya perbedaan antara UUD 1945 sebelum dengan sesudah amandemen. 

Perbedaan-perbedaan tersebut meliputi: 

526 Undang-undang No.5 Tahun 1974, Pasal 1 butir b dan c, serta Pasal 16 ayat (2). 
527 Ibid, Pasal 18 ayat (1) butir d,  Pasal43 butir g, dan Pasal 69. 
528 Ibid, Pasal72 ayat (l), Pasal 19 ayat ( I )  dan Pasal43 butir g. 



a. Menurut Pasal 5 ayat ( 1 )  sebelum amandemen. Presiden memegang 

kekuasaan legislatif dengan persetujuan DPR. Sedangkan menurut 

Pasal 20 ayat (1) sesudah amandemen, DPR memegang kekuasaan 

tersebut. 

b. Menurut Pasal 21 ayat (2) sebelum amandemen, apabila RUU yang 

telah disetujui tetapi tidak disahkan Presiden maka RUU tersebut tidak 

boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. sedangkan 

menurut Pasal 20 ayat (5) sesudah amandemen, apabila RUU yang 

telah disetujui tetapi tidak disahkan Presiden dalam waktu 30 hari 

sejak RUU tersebut disetujui maka RUU tersebut sah menjadi undang- 

undang dan wajib diundangkan. 

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut, menurut Jirnly Asshiddiqie, 

menunjukkan bahawa pemegang utama (primer) kekuasaan untuk membentuk 

undang-undang berada di tangan Presiden, sedangkan sesudah amandemen, DPR 

merupakan lembaga yang bertindak sebagai pemegang utarna (primer) kekuasaan 

untuk membentuk undang-undang. Begitu juga mengenai ketentuan Pasal 21 ayat 

(2), di mana Presiden memiliki kekuasaan yang begitu kuat dalam ha1 

pembentukan undang-undang, sehingga ia memiliki hak untuk tidak mengesahkan 

undang-undang atau sedikit mirip hak veto. Sesudah amandemen, hak veto 

tersebut telah ditiadakan bagi ~ r e s i d e n . ~ ~ ~  Jadi, UUD 1945 sebelum amandemen 

menempatkan Presiden sebagai lembaga memiliki wewenang primer dalam 

membentuk undang-undang, tetapi sesudah amandemen wewenang primer itu 

529 Jirnly Asshiddiqie, Op. Cif., Hlm. 182, 184 dan 189. 



beralih ke tangan DPR. 

Kembali kepada Undang-undang No. 22 Tahun 1999, di mana undang- 

undang ini menentukan bahawa Kepala Daerah benvenang menetapkan Peraturan 

Daerah yang telah disetujui DPRD. Ketentuan ini tidak menampilkan perbedaan 

mencolok jika dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum amandemen, kecuali 

dalam ha1 penggunaan istilah, yakni antara istilah mengesahkan dengan istilah 

menetapkan yang ada kemiripannya dengan pengesahan dan ketetapan dalam 

lapangan adrninistrasi negara.530 Tetapi mengenai siapa yang memegang 

kekuasaan legislatif dan kapan limit waktu suatu rancangan peraturan daerah 

harus ditetapkan, ditemukan perbedaan antara Undang-undang No. 22 Tahun 1999 

dengan UUD 1945 sebelum amandemen dan sesudah amandemen. DPRD 

memegang kekuasaan legislatif,53' sementara menurut UUD 1945 sebelurn 

amandemen bahawa Presiden-lah yang mernegang kekuasaan ~ e ~ i s l a t i f . ' ~ ~  Begitu 

juga mengenai kapan limit waktu suatu rancangan peraturan daerah harus 

ditetapkan. Kepala Daerah benvenang menetapkan peratwan daerah menurut 

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 . '~~  Ketentuan ini dapat diinterpretasikan 

bahawa Kepala Daerah menetapkan peraturan daerah tersebut kapan saja atau 

bahkan tidak menetapkannya-seperti halnya hak veto dimiliki Presiden menurut 

Pasal21 ayat (2) - sedangkan menurut UUD 1945 sesudah amandemen hak veto 

530 Pada umumnya dapat dikatakan bahawa ketetapan itu dibuat untuk menyelesaikan 
suatu ha1 konkrit yang telah diketahui terlebih dahulu oleh administrasi Negara. .. . . . ... . . . . .. .. . .. . ... 
Bahawa "sah" itu tidak lain dari pada: perbuatan pemerintah yang bersangkutan dapat diterima 
sebagai suatu bagian dari ketertiban hukurn umurn (als een onderdeel van de algemene 
rechtsorde). "Sah" itu tidak mengatakan sesuatu tentang isi atau kekurangan dalam suatu 
perbuatan pemerintah, melainkan hanya berarti: diterima sebagai sesuatu yang berlaku pasti. Lihat 
E. Utrecht, Up. CiL, Hlm. 102 dan 164. 

53 1 Undang-undang No. 22 Tahun 1999, Pasal 1 butir c dan Pasa] 16 ayat (2). 
532 UUD 1945 sebelurn amandemen, Pasal5 ayat (1). 
533 Undang-undang No. 22 Tahun 1999, Pasal69. 



yang dimiliki oleh Presiden tersebut telah ditiadakan.534 Dengan demikian, berarti 

telah terdapat adanya ketentuan mengenai f h g s i  legislasi yang bergeser dari 

UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen. Adapun dalam hubungan 

fungsi anggaran dan pengawasan, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dipandang 

telah memberikan porsi besar kepada DPRD untuk menjalankan kedua fungsi ini. 

Pasal 18 (I) dan Pasal 19 (1) sebagai landasan bagi DPRD untuk menjalankan 

fungsi anggaran, sementara pelaksanaan fungsi pengawasan dimiliki oleh DPRD 

bahkan lebih limitatif dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR menurut 

UUD 1945. Menurut Pasal 18 ayat (1) butir f, DPRD mempunyai tugas dan 

wewenang mengawasi terhadap: a. pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan 

perundang-undangan lain, b. pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati dan 

Walikota, c. pelaksanaan APBD, d. kebijakan Pemerintah Daerah, dan e. 

pelaksanaan kerja sarna intemasional di daerah. Bentuk pengawasan tersebut 

sebenarnya juga menjadi wewenang dan tugas DPR pada tingkat negara, namun 

UUD 1945 tidak menyebutkannya secara limitatif sebagaimana halnya Undang- 

undang No. 22 Tahun 1999. 

Ketiga fungsi DPRD tersebut kemudian diikuti pula dengan pemberian 

sejurnlah besar hak. Hak-hak tersebut meliputi: hak meminta pertanggungjawaban 

Kepala Daerah, hak meminta keterangan, hak mengadakan penyelidikan. hak 

mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah, hak mengajukan 

pernyataan pendapat, hak inisiatif, hak mengajukan pertanyaan, hak menentukan 

Anggaran Belanja DPRD, hak menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD, hak 

534 UUD 1945 sesudah amandemen ,Pasa! 20 ayat (5). 



protokoler, hak kewangan dan administrasi, serta hak im~nia t i f .~~ '  

Sedangkan Kepala Daerah, lebih berkonsentrasi sebagai lembaga yang 

menyelenggarakan fungsi eksekutif saja atau memirnpin penyelenggaraan 

pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.''~ 

Dengan kata lain, undang-undang ini berupaya menempatkan Kepala Daerah 

sebagai lembaga eksekutif sebagaimana maksud konsep pemisahan kekuasaan 

(separation of power), meskipun tidak sepenuhnya kerana Kepala Daerah masih 

"menjalankan h g s i  legislasi bersama DPRD. 

Jadi meskipun pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran serta pengawasan 

oleh DPRD d m  pelaksanaan fungsi legislasi serta eksekutif oleh Kepala Daerah di 

atas dapat dipandang sebagai kristalisasi dari adanya mekanisme checks 

and balances antara keduanya, namun ha1 itu tidak menutupi bahawa telah terjadi 

pergeseran dalarn Pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala daerah, 

khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi. Dikatakan bergeser dari ketentuan 

UUD 1945 sebelum amandemen, kerana menurut Undang-undang No. 22 Tahun 

1999 DPRD sebagai lembaga yang memiliki kewenangan primer dalam 

menjalankan fungsi legislasi d m  Kepala Daerah ditentukan mempunyai hak 

inisiatif sementara UUD 1945 menentukan bahawa Presiden-lah yang memiliki 

kewenangan primer dalam menjalankan fimgsi legislasi dan DPR ditentukan 

mempunyai hak inisiatif. Sedangkan dikatakan bergeser dari ketentuan UUD 1945 

sesudah amandemen, kerana Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dipandang tidak 

memberikan limit waktu kepada Kepala Daerah kapan ia harus menetapkan 

535 Undang-undang No. 22 Tahun 1999, Pasal 19 ayat (I), 21 ayat (I) dan P a s d  27. 
536 Ibid, Pasal44. 



Ranperda yang telah disetujui menjadi Perda - sehingga dikuatirkan nantinya 

dapat memberikan peluang sejenis hak veto kepada Kepala Daerah - sementara 

UUD 1945 telah memberikan limit waktu yang jelas kepada Presiden kapan ia 

harus menetapkan RUU yang telah disetujui menjadi undang-undang. 

Lebih mencolok dari pelaksanaan prinsip check and balances di atas, 

Pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah menurut Undang-undang 

No. 22 Tahun 999 telah bergeser dari ketentuan UUD 1945 - sebelum maupun 

sesudah amandemen - kerana adanya pelaksanaan prinsip wewenang subordinatif 

yang dimiliki oleh DPRD terhadap Kepala Daerah. Indikasi-indikasi adanya 

pelaksanaan prinsip wewenang yang subordinatif tersebut, paling tidak meliputi 

empat hal. Pertama, dalam ha1 pemilihan Kepala Daerah. DPRD berwenang 

memilih Kepala ~ a e r a h , ~ ~ ~  sedangkan UUD 1945 tidak menentukan kalau DPR 

benvenang memilih Presiden, sebelum maupun sesudah amandemen. Terrnasuk 

juga dalam ha1 ini, wewenang berupa usulan pengangkatan. 

Kedua, dalarn ha1 mekanisme pemilihan Kepala Daerah. DPRD 

merupakan pihak yang menjalankan semua mekanisme atau tata cara pemilihan 

Kepala ~ a e r a h . ~ ~ *  Tugas yang sama mengenal semua mekanisme atau tata cara 

pemilihan Presiden dilakukan oleh MPR menurut UUD 1945 sebelum 

amandemen, dan oleh Komisi Pemilihan Umurn sesudah arnandemen. 

Ketiga, dalam ha1 pertanggung jawaban Kepala Daerah. Sebelurn 

amandemen UUD 1945, pertanggungjawaban Presiden hanya diberikan kepada 

MPR, dan tidak ada lagi bentuk pertanggungjawaban yang disarnpaikan Presiden 

537 Ibid, Pasal 18 ayat (I) huruf a dan c, dan Pasal26 huruf b. 
538 Ibid, Pasal34,35,36,37,38,39, 40,53 ayat (3), dan Pasal 58 ayat (4). 



kepada MPR sesudah amandemen, kecuali bentuk pertanggungjawaban mengenai 

pelanggaran hukum atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

~residen,~" itupun telah terbukti berdasarkan keputusan Mahkarnah Konstitusi 

Tetapi Undang-undang No. 22 Tahun 1999 menentukan adanya bentuk 

pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, baik pertanggungjawaban 

akhir masa jabatan, pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran, maupun 

pertanggungjawaban yang diminta oleh DPRD dalarn ~ewaktu-waktu.~~' 

Keempat, dalam ha1 pemberhentian Kepala Daerah. Pemberhenti; Kepala 

Daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terdapat dalam tiga 

bentuk, yaitu diberhentikan oleh Presiden atas usul DPRD, diberhentikan oleh 

DPRD dan disahkan oleh Presiden, dan diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui 

persetujuan DPRD.~~ '  

Pada bentuk pemberhentian yang terakhir, kiranya tidak terlalu 

memunculkan polemik kerana apabila seorang Kepala Daerah terbukti telah 

melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati 

berdasarkan KUHP atau telah melakukan makar dadatau perbuatan lain yang 

dapat memecah belah NKRI yang dinyatakan dengan keputusan pengadilan yang 

telah berkekuatan hukum, Presiden memiliki alasan yang kuat untuk 

memberhentikannya tanpa pcrsetujuan DPRD. Paling tidak ada dua alasan untuk 

53"residen danlatau Wakil Presiden harus dapat diberhentikan apabila ternyata 
melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 7 A. Pelanggaran sebagai dan 
pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal7 A tidak mencakup pertanggungjawab atas 
kebijakan pemerintahan. Bagir Manan. DPR DPR, DPD dan MPR Dalam UUD 1945 Baru, Op. 
Cit., Hlm. 87. 

540 Undang-undang No. 22 Tahun 1999, Pasal 19 ayat (1) huruf a, 3 1,32 ayat (3) d (4), 44 
ayat (2), 45,46,53 ayat (2), dan Pasal54. 

541 Ibid, Pasal49,50,5 1,52 dan Pasal 55. 



itu, yaitu di satu sisi pemberhentian yang diIakukan adalah murni berdasarkan 

ketentuan hukurn dan keputusan Presiden diberikan untuk menguatkan keputusan 

pengadilan sebelumnya dalam rangka law enforcement dan di sisi lain bahawa 

pemberhentian dilakukan sebagai tindakan yang secepatnya hams diambil oleh 

Presiden dalarn rangka mempertahankan keutuhan NKRI. Ketika terjadi tindakan- 

tindakan yang dapat memecah belah bangsa, menjadi kewajiban Presiden untuk 

bertindak cepat, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pertahanan, keamanan dan 

ketertiban (defence, security andprotectional function). 

Narnun, dalam ha1 Kepala Daerah yang diberhentikan oleh Presiden atas 

usul DPRD dan yang diberhentikan oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden, jelas- 

jelas menampilkan wujud wewenang yang subardinatif, yang tidak ditemukan 

dalarn rumusan UUD 1945. Untuk kesekian kalinya dalam tulisan ini dikatakan 

bahawa menurut UUD 1945 sebelum amandemen, DPR tidak dapat 

mernberhentikan Presiden. Apabila Presiden dapat diberhentikan oleh MPR, ha1 

itu bukan berarti DPR dapat memberhentikan Presiden kerana anggota MPR 

bukan hanya terdiri dari anggata DPR. Apalagi setelah amandemen, di mana 

Presiden hanya dapat diberhentikan apabila telah berbukti melakukan pelanggaran 

hukurn atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, setelah 

adanya keputusan Mahakamah Konstitusi dan setelah adanya keputusan MPR 

mengenai pernberhentian Presiden berdasarkan sidang paripurna MPR. 

Keempat ha1 tersebut dipandang memadai sebagai indikasi bahawa adanya 

bentuk wewenang subordinatif DPRD terhadap Kepala Daerah menurut Undang- 

undang No. 22 tahun 1999. Adanya bentuk wewenang subordinatif tersebut, yang 



tidak ditentukan dalam UUD 1945 baik sesudah maupun sebelurn amandemen, 

ditambah pula adanya ketentuan mengenai pelaksanaan fungsi legislasi yang juga 

tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945 baik sesudah maupun sebelurn 

amandemen, maka jelaslah bahawa Pengagehan kekuasaan antara DPRD dan 

Kepala Daerah dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 tidak sesuai lagi atau 

telah bergeser dari ketentuan-ketentuan menurut UUD 1945. 

7.1.5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 

Pada pelantikan Gubernur Jawa Tengah tanggal 23 Agustus 2003, Menteri 

Dalam Negeri, Hari Sabarno, mengatakan bahawa sudah waktunya untuk 

melakukan revisi terhadap Undang-undang No. 22 Tahun 1999, khususnya 

mengenai pemilihan Kepala Daerah. Oleh kerena, menurutnya, pemerintah akan 

mempersiapkan pemilihan Kepala Daerah secara langsung dimulai setelah 

pemilihan Presiden 2004. Hal itu dilakukan, mengingat dalam Undang-undang 

No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan 

DPRD, tidak ditentukan lagi kalau memilih Kepala Daerah menjadi wewenang 

D P R D . ~ ~ ~  

Argumen tersebut tidak salah, lebih lagi jika bercemin pada hasil 

amandemen UUD 1945 - baik melalui amandemen pertarna yang ditetapkan pada 

tanggal 19 Oktober 1999, amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus 2000, 

amandemen ketiga pada tanggal 9 Nopember 2001, maupun amandemen keempat 

pada tanggal 10 Agustus 2002 - khususnya rnengenai pemerintahan daerah. 

542 Harian Republika, 25 Agustus 2003. 



Perubahan tersebut pada kenyataannya tidak hanya membawa prinsip-prinsip baru 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, narnun juga memberikan imbas yang 

sangat signifikan pada prinsip-prinsip pemerintahan daerah, yang sebelumnya 

tertuang dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999. Ketentuan UUD 1945 hasil 

amandemen tersebut, dikuatkan lagi dengan Ketetapan MPR No. IV IMPRJ2000 

tentang Rekomendasi Kebijakan dalarn Penyelenggaraan Autonomi Daerah. 

Akan tetapi, jika revisi yang dimaksud oleh Dirjen Kesatuan Bangsa, 

Perlindungan Masyarakat dan Autonomi Daerah Depdagri, Innaya Suradinata, 

hams selesai sebelum sebelum Desember 2000 , '~~  tentu dapat menimbulkan pro 

dan kontra. Pelaksanaan yang baru satu tahun itu, membuat sebagian pihak tidak 

mendukung adanya revisi yang dimaksud. Memang tidak dinafikan adanya 

penyelewengan di daerah dengan pelaksanaan undang-undang tersebut, namun 

dalam rangka sosialisasi yang bertepatan pula dengan hadimya masa uphoria 

reforrnasi, maka ha1 tersebut masih berada dalam lingkaran kewajaran. Oleh 

kerana itu, mereka semua belum menerima atau kontra terhadap upaya revisi ini. 

Pihak yang pro-revisi antara lain seperti Konsorsium Monitoring dan 

Pemberdayaan lnstitusi Publik ( ~ o m ~ i ~ ) , ' ~ ~  sedangkan pihak yang kontra-revisi 

antara lain seperti Asosiasi Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Seluruh Indonesia (Adeksi) dan DPRD Jawa Timur. 545 

Terlepas dari polemik tersebut, paling tidak, setelah lebih kurang lima 

tahun berjalan-yakni sejak disahkannya tanggal 7 Mei 1999, terdapat suatu 

kewajaran jika dilakukan evaluasi atau peninjauan kembali terhadap Undang- 

543 Harian Kompas, 3 1 Agustus 2000. 
544 Zbid, 2 1 Agustus 200 1 
545 Zbid, 3 1 Januari 2002 dan 5 Februari 2002 



undang No. 22 Tahun 1999. Kerana sebagai batasan waktu yang lazim digunakan 

di Indonesia, masa lima tahunan bukan saja merupakan suatu priodesasi 

kepemimpinan atau suatu tahapan program kerja, tetapi dapat juga sebagai sarana 

evaluasi, apakah dalam kurun masa tersebut telah lahir implikasi positif atau 

malah sebaliknya. Tentunya dengan melihat berbagai dampak yang ditimbulkan- 

khususnya dalam hubungan kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah - 

ditambah dengan perubahan yang terjadi dalam UUD 1945, maka sudah waktunya 

untuk melakukan revisi. Namun, dengan catatan, revisi yang dilakukan adalah 

untuk membangun sistem hukurn yang baik dengan menuju taraf sinkronisasi dan 

harrnonisasi sistem tata hukurn dalam hierarki peraturan perundang-undangan 

(hierarchy of norms), sehingga akhimya dapat menguatkan hukurn pada posisinya 

yang supreme (supremacy oflaw) dalam kehidupan berbangsa d m  bernegara. 

Secara umum pengertian sinkronisasi tidak jauh berbeda dengan 

pengertian harrnonisasi, yaitu suatu kesesuaian atau k e ~ e r a s i a n . ~ ~ ~  Tetapi dalam 

berbagai penggunaannya-khususnya di bidang hukum-kedua kata tersebut 

memiliki bagian yang berbeda. Sinkronisasi digunakan sebagai kesesuaian atau 

keserasian dalam materi peraturan perundang-undangan, yang berarti tidak 

terjadinya kontradiktif antara materi peraturan perundang-undangan yang satu 

dengan lainnya, Sedangkan harrnonisasi digunakan sebagai kesesuaian atau 

keserasian dalam pengaturan peraturan perundang-undangan, atau dengan kata 

546 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, Op. el!., Hlm. 938. 



lain tidak terjadinya kontradiktif dalam pengaturan antara peraturan perundang- 

undangan yang satu dengan yang l a i r ~ n ~ a . ' ~ ~  

Terciptanya taraf sinkronisasi dan harmonisasi tata hukum dapat di lihat 

dari dua aspek, yaitu vertikal dan horizontal.548 Dilihat dari aspek horizontal yaitu 

terjadinya keserasian atau kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang 

derajatnya sama, seperti antara undang-undang dengan undang-undang, peraturan 

pemerintah dengan peraturan pemerintah, dan sebagainya. Sebaliknya dilihat dari 

aspek vertikal yaitu keserasian atau kesesuaian antara peratwan perundang- 

undangan yang derajatnya berbeda, rnisalnya antara undang-undang dengan UUD, 

peraturan pemerintah dengan undang-undang, dan sebagainya. Semua tata umt 

peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh bertentangan satu sama 

lainnya, baik dalam materi maupun dalam pengaturan. 

Dengan demikian, revisi Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dilakukan 

dengan menggunakan kedua aspek tersebut. Secara vertikal, materi maupun 

pengaturan, undang-undang ini hams disesuaikan dengan peraturan perundang- 

undangan yang berada di atasnya, yaitu UUD 1945 dan Ketetapan MPR. Secara 

horizontal, materi maupun pengaturan, undang-undang ini juga hams disesuaikan 

dengan pcraturan perundang-undangan sederajat laimya, rnisalnya Undang- 

undang No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan 

DPRD. Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan (hierarchy 01 norms) 

547 Sebagai contoh dalam Kcputusan Mendagri No.4 Tahun 2002 tentang Prosedur 
Penyusunan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, pada Pasal4 ayat 
(2) dikatakan: Sebelum penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud ayat (I) ,  Pimpinan 
komponen mengajukan rencana peny'usunan produk hukum kepada Sekretaris lenderal guna 
harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan (kursif penulis). 

548 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit, 2001, Hlm. 74 



yang dimaksud adalah yang berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPRl2000 

tentang Surnber Hukurn dan Tata Urutan Perundang-undangan. Dalam ketetapan 

ini, dikatakan bahawa tata urutan peraturan perundang-undangan RI terdiri dari: 1. 

UUD 1945, 2. Ketetapan MPR RI, 3. Undang-undang, 4. Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang (Perpu), 5. Peraturan Pemerintah (PP), 6. Keputusan 

Presiden (Kepres), dan 7. Peraturan Daerah ( ~ e r d a ) . ' ~ ~  

Dengan berpijak pada konsep hierarchy oj norms tersebut, pada dasamya 

I 

tidak sedikit pasal dalarn Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang dianggap 

mengandung prinsip yang berrnasalah. Namun, dalam tulisan ini, selain prinsip 

pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh DPRD seperti sudah dijelaskan di 

atas, dikemukan juga prinsip-prinsip yang tidak mencenninkan adanya taraf 

sinkronasi dan harmonisasi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. 

Prinsip-prinsip tersebut, yaitu prinsip mengenai mekanisme pemilihan Kepala 

Daerah, pemberhentian Kepala Daerah, dan pertanggungjawaban Kepala Daerah 

terhadap DPRD. 

Pertama, mengenai mekanisme pemilihan Kepala Daerah. Mekanisme 

dimaksud adalah proses dan tata cara pemilihan Kepala Daerah, mulai dari tahap 

pencdonan sampai pada tahap penetapan calon terpilih. Dalam Undang-undang 

No. 22 Tahun 1999 terdapat pasal-pasal yang menentukan bahawa semua 

mekanisme pemilihan Kepala Daerah berada di tangan DPRD. Sehingga berarti 

pihak DPRD bukan saja sebagai pemain, tetapi juga sebagai panitia. Ketentuan itu 

dapat diperhatikan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, 



Pasal 37, Pasal 38, Pasa139, Pasal40, Pasal 53 ayat (3), dan Pasal 58 ayat (4). 

Mekanisme pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD tersebut bertentangan 

dengan prinsip yang dianut oleh UUD 1945. Kerana seperti dimaklumi, UUD 

1945 menganut prinsip bahawa setiap jabatan yang berhubungan langsung dengan 

asas kedaulatan rakyat hams diisi oleh pejabat yang ditentukan lewat pemilihan 

umum, seperti termuat pada Pasal 2 ayat (I), Pasal 6A ayat (I), Pasal 18 ayat (3), 

Pasal 19 ayat (I), Pasal22C ayat (1) dan Pasal22E ayat (2). 

Untuk menyelenggarakan mekanisme pemilihan umurn tersebut, hams 

dibentuk suatu badan (panitia) mandiri yang disebut Komisi Pemilihan Umum 

Keharusan adanya badan resmi (KPU) untuk menjalankan mekanisme 

pemilihan umum, di sarnping kerana besarnya tugas dan tanggung jawab yang 

diemban sehingga mcmerlukan adanya kemampuan yang memadai dan 

konsentrasi penuh untuk menjalankannya, juga dimaksudkan agar proses 

pemilihan umum dapat dilakukan secara bebas, rahasia, jujur dan adilYi5' sehingga 

nantinya dapat membuahkan hasil sesuai aspirasi rakyat. JSPU tidak saja 

memproses tata cara pemilu, tetapi juga memproses masalah-masalah lain yang 

berkenaan dengan pemilu, seperti persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden 

dan Penentuan pasangan calon Presidenl Wakil Presiden dan penentuan pasangan 

calon Presidenl Wakil ~ r e s i d e n . ~ ~ ~  Sebagai penjabaran dari prinsip tersebut, 

kemudian dikeluarkan peraturan perundang-undangan lainnya secara khusus 

mengatur tata cara pemilu, yaitu Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang 

550 UUD 1945 sesudah amandemen, Pasal22E ayat (5). 543 
55 1 Ibid, Pasal22 E ayat (1). 
552 Ibid, Pasal6 serta Pasal6A ayat (2), (3), dan (5) 



Pemilihan Umurn dan Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan 

Umurn Presiden Wakil Presiden. 

Sebagai hasil revisi dari UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, UU No 32 tahun 2004 teIah menyajikan banyak perubahan. Secara garis 

besar, perubahan yang paling tampak adalah terjadinya pergeseran-pergeseran 

kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain. Beberapa perubahan kewenangan 

seperti tercantum dalam UU No 32 tahun 2004 menunjukkan adanya tarik ulur 

kewenangan yang tujuan akhirnya diarahkan untuk menciptakan good governance 

dalam sistem pemerintahan di daerah. Kelihatan sekali bahawa para perurnus UU 

ini berpijak pada pengalaman pelaksanaan UU sebelumnya di masalah good 

governance beserta permasalahan lain di dalamnya. 

Kalau kita sandingkan, kedua UU itu masing-masing terdiri 16 bab, 

dengan isu pokok yang berbeda. UU No 22 Tahun 1999 hanya memiliki 134 

pasal, sementara UU No 32 tahun 2004 sebanyak 240 pasal. Ada penambahan dan 

pengurangan pasal-pasal dalam UU No 32 tahun 2004 dibanding UU yang lama. 

Urut-urutan bab atau pasal, beberapa di antaranya mengalami perubahan pula, dan 

sebagian pasal memiliki isi substansi yang berbeda. Ada beberapa ha1 yang bisa 

kita catat berkait persoalan kewenangan dalam UU yang baru ini. 

Pertama, persoalan pengawasan dan check and balances. Salah satu 

masalah mendasar UU No. 22 Tahun 1999 terlihat dari lemahnya pengawasan 

maupun check and balances. Kondisi inilah kemudian menimbulkan 

penyimpangan-penyimpangan dan ketidakseimbangan kekuasaan. Kedudukan 

kepala daerah seakan di bawah kontrol legislatif. UU No. 32 tahun 2004 mencoba 



mengembalikan hubungan kerja eksekutif dan legislatif yang setara dan bersifat 

kemitraan. 

Sebelum ini kewenangan DPRD sangat besar, baik ketika memilih kepala 

daerah, maupun LPJ tahunan kepala daerah. Kewenangan DPRD itu dalarn 

penerapan di lapangan sulit dikontrol. Sedangkan sekarang, kewenangan DPRD 

banyak yang dipangkas, misalnya aturan kepala daerah dipilih langsung oleh 

rakyat, DPRD yang hanya memperoleh laporan keterangan pertanggungjawaban, 

serta adanya mekanisme evaluasi gubernur terhadap Raperda APBD agar sesuai 

kepentingan urnum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal 

tersebut akan mempersempit ruang gerak aktor-aktor di kabupatenlkota dalam 

berrnain-main dengan kewangan daerah. 

Mekanisme pengawasan kepada kepala daerah semakin diperketat, 

misalnya presiden tanpa melalui usulan DPRD dapat memberhentikan sementara 

terhadap kepala daerah yang didakwa melakukan tindak korupsi, terorisme, dan 

makar. Sementara pengawasan terhadap DPRD semakin diperketat dengan adanya 

Badan Kehorrnatan yang siap mengamati dan mengevaluasi sepak terjang anggota 

Dewan. Untuk melengkapinya DPRD wajib pula menyusun kode etik untuk 

menjaga martabat dan kehormatan dalam menjalankan tugasnya. Dengan berbekal 

ketentuan yang baru, anggota DPRD bisa diganti sewaktu-waktu (PAW) bila 

melanggar larangan atau kode etik. 

Kedua, pembagian kewenangan pemerintahan. autonomi daerah 

menggunakan prinsip autonomi seluas-luasnya, di mana daerah diberi 

kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan kecuali urusan 



pemerintah: politik luar negeri, pertahanan-kearnanan, moneter-fiskal, peradilan, 

dan agama. Sesuai penjelasan umumnya, pembagian kewenangan antara 

pemerintah, daerah provinsi, dan daerah kabupatenkota berdasar kriteria 

eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. 

Perbedaan mencolok dibanding UU 22 Tahun 1999 lama adalah 

pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemprov, dan pemerintahan 

kabupatedkota sudah diatur secara lebih jelas dan tegas, seperti tercantum pada 

pasal 10 sld 14. Terrnasuk pula pola hubungan antara pemerintah-pemerintah 

daerah dan antar pemerintahan daerah di bidang kewangan, pelayanan umum, dan 

pemanfaatan sumber daya alam (pasal 15 s/d 18). 

Demikian juga soal kepegawaian. Penataan kepegawaian versi UU No. 32 

tahun 2004 ditujukan untuk menempatkan PNS sebagaimana fungsinya dengan 

cara melibatkan peran pemerintah dan pemprov. Dalam penjelasan disebutkan, 

sistem manajemen kepegawaian menggunakan gabungan antara uniJied system 

dan separated system, artinya ada bagian kewenangan pemerintah dan ada bagian 

yang diserahkan kepada daerah. 

Penjelasan di atas tegas dinyatakan pada pasal 129, bahawa pemerintah 

melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah yang mana 

meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, 

pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan 

kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi dan pengendalian 

jumlah. 



Secara tersirat, posisi provinsi (gubernur) lebih berperan d m  menunjukkan 

eksistensinya. Pasal 38 (1) menyebutkan bahawa gubernur dalam kedudukan 

sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi memiliki tugas dan wewenang: 

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupa 

tenkota, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah serta pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan 

kabupatenlkota. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan kabupatenlkota yang 

menolak kehadiran atau undangan gubernur (provinsi) terkait tugas-tugas di atas. 

7.3. Pengaruh Dinamika Politik 

7.3.1. Orde Lama (ORLA) Periode 1959-1966 

Secara histories harus diakui bahawa Pemilihan Umum tahun 1959 

merupakan satu-satunya pemilihan umurn yang dilaksanakan pada masa 

pemerintahan Soekarno, atau sebagai pemilihan umum yang pertarna kalinya bagi 

bangsa Indonesia. Berbagai harapan sangat menyertai keberhasilan pemilihan 

umum ini, agar terbentuknya sebagian lembaga-lembaga negara sebagairnana 

yang diamanatkan oleh Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum 

arnandemen, di mana lembaga-lembaga tersebut sebelumnya masih dipegang oleh 

Komite NasionaI (KNIP) yang bersifat sementara. Tetapi, belum lagi amanat 

tersebut dilaksanakan sepenuhnya, namun yang lebih utama untuk dilaksanakan 

waktu itu adalah upaya mengganti UUDS 1950 dengan UUD yang baru. Oleh 

kerana itu, para wakil rakyat hasil pemilihan umurn - yang bernaung di bawah 

suatu badan yang disebut Konstituante - lebih mempokuskan pekerjaannya pada 



upaya untuk membentuk UUD baru tersebut. 

Setelah hampir tiga tahun bersidang - sejak bulan Maret 1956 ternyata 

wakil-wakil rakyat yang berada di Konstituante belurn menghasilkan suatu produk 

berupa UUD baru yang diharapkan. Malah kondisi terjadi adalah perbuatan- 

perdebatan sengit di seputar dasar negara dan sebagainya. Dua kubu yang 

memiliki dukungan kekuatan yang hampir sama tidak mau saling mengalah. Oleh 

kerana masing-masing kubu tidak memiliki suara yang mencapai kuorurn (213 dari 

jumlah semua anggota), akibatnya keputusan dalam pembahasan-pembahasan 

tertentu sulit untuk diambil. Kenyataan itu akhirnya mau tidak mau membawa 

Presiden Soekarno untuk intervensi dalam ha1 ini. Intervensi Soekarno inilah yang 

akhirnya berujung pada dikeluarkannya Dekrit pada tanggal 5 luli 1959. 

Menurut Sri Hardiman dalam bukunya Kembali ke UUD 1945 Mengantar 

Perjuangan Pembebasan Irian Barat ke Wilayah Republik Indonesia, ada 

beberapa pertimbangan yang diarnbil oleh Soekamo untuk mengeluarkan Dekrit 

tersebut, antara lain yaitu: 

a. Anjuran Presiden Kembali ke UUD 1945 tidak memperoleh keputusan 
dari Konstituante. 

b. Sebagian besar anggota Konstituante menyatakan tidak lagi 
menghadiri sidang. Konstituante tidak mungkin menyelesaikan 
tugasn ya. 

c. Membahayakan persatuan dan kesatuan negara, nusa dan bangsa, serta 
merintangi pembangunan semesta. 

d. Terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara 
Proklamasi. 

e. Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945, dan merupakan 
rangkaian kesatuan dengan k o n s t i t ~ s i . ~ ~ ~  

Tetapi, lebih daripada itu, ternyata memang anggota Konstituante yang 

553 Sri Hardiman, Kembali ke UUD I945 Menguntar Perjuangan Pembebasan Irian 
Baraf ke Wilayah RepubZik Indonesia, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1995, Hlm.78. 



menyetujui kembali kepada UUD 1945 berada di atas dari 50 %. Lihat saja pada 

pemungutan suara pertama tanggal 30 Mei 1959, anggota yang setuju kembali 

kepada UUD 1945 berjumlah 269 orang sedangkan yang menolak berjurnlah 199 

orang. Pada pemungutan suara kedua tanggal 1 Juni 1959, ada 264 orang anggota 

yang setuju sementara yang menolak hanya 204 orang. Demikian juga, pada 

pemungutan suara ketiga tanggal 2 Juni 1959, anggota yang setuju sebanyak 263 

orang dan yang rnenolak berjumlah 203 orang.554 Jadi, meskipun tidak mencapai 

kuorum namun pada dasarnya sebagian besar anggota Konstituante mendukung 

kembali berlakunya UUD 1945. 

Dikeluarkannya dekrit tersebut - intinya pembubaran Konstituante dan 

kembali berlakunya UUD 1945-sebenarnya bukanlah satu-satunya bentuk 

manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Hanya saja dengan 

adanya dekrit, maka momentum yang tepat untuk melakukan perubahan menjadi 

lebih terbuka. Beberapa bulan sebelumnya, Presiden Soekarno telah 

mengemukakan gagasannya untuk melaksanakan suatu sistem pemerintahan yang 

dinamainya dengan sistem Demokrasi Terpimpin. 

Inti dari pedoman Demokrasi Terpimpin adalah musyawarah untuk 

mufakat, narnun jika musyawarah untuk mufakat tersebut tidak tercapai maka 

persoalannya diserahkan kepada pemimpin untuk mengambil kebijaksanaan 

dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang ada. Kemudian pemimpin dapat 

melakukan dua ketentuan, yaitu menangguhkan persoalan yang dibahas atau 

554 Ibid, Hlm. 80. 



meniadakan persoalan tersebut sama ~ e k a l i . ~ ~ ~  Tetapi untuk melaksanakan format 

politik Demokrasi Terpimpin ini, terdapat beberapa prinsip yang disepekati antara 

Presiden dengan Pemerintah pada 19 Februari 1959, ringkasnya sebagai berikut: 

1. Untuk menyehatkan sistem kepartaian, harus dilakukan dengan 

penyederhanaan partai-partai melalui pembaharuan undang-undang 

politik. 

2. Keanggotaan DPR, selain wakil partai-partai hasil pemilihan umum 

juga diadakan wakil-wakil dari golongan fbngsional. 

3. Wakil-wakil fbngsional, selain diikutkan dalam daftar calon dari partai 

juga diangkat oleh Presiden. 

4. Oleh kerana itu, Presiden dapat memberikan pertimbangan- 

pertimbangan dalam penyusunan daftar calon dengan dibantu oleh 

Front (Dewan) Nasional. 

5. Di DPR diikhtiarkan kerja sama di bawah bendera fungsional, yang 

dibantu oleh Front Nasional. Ikhtiar dilakukan dengan jalan 

musyawarah, dan tidak dengan penetapan atas dasar sesuatu peraturan. 

6. Presiden mengangkat anggota-anggota DPRD dari ABRl yang 

berjurnlah 35 orang, kerananya ABRI tidak menggunakan haknya 

dalam pemilihan umum. 

7. Pembentukan Front Nasional dilakukan atas dasar Peraturan 

~emerintah. 556 

Jelasnya, kesepakatan tersebut telah menempatkan peran politik Soekarno 

555 Moh. Mah fud MD., Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Loc. Cit. 
556 Soehino, Hukum Tata Negara, Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Liberty, 

Yogyakarta, 1992, Hlm. 92-94. 



sebagai Presiden sekaligus Panglima Tertinggi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan negara menjadi terkonsentrasi dan sangat kuat. DPR senyatanya 

berada di bawah kekuasaan Presiden. Oleh kerana, selain dapat intervensi dalam 

kebijakan partai-khususnya dalam penyusunan calon DPR dari partai - Presiden 

juga mengangkat anggota fungsional yang duduk di DPR dengan jurnlah 

signifikan. Tidak cukup sampai di situ, menurut prinsip Demokrasi Terpimpin 

bahawa semua unsur di DPR mesti bekerja sama dan mengarnbil keputusan atas 

dasar musyawarah atau tidak atas dasar sesuatu peratwan. Dengan demikian, jika 

musyawarah mengalami jalan buntu, tentunya keputusan selanjutnya berada di 

tangan PresidedPemimpin Tertinggi. 

Prinsip-prinsip seperti itu tidak dapat dipungkiri bahawa Soekarno telah 

cenderung untuk melakukan format politik yang sedikit demi sedikit mengurangi 

fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara lainnya, DPR misalnya, atau 

dengan kata lain cenderung untuk mengkonsentrasikan kekuasaan di tangannya 

sebagai Presided Panglima Tertinggil Pemimpin Besar. Oleh kerana itu, cukup 

beralasan jika sebagian besar para pakar - Moh. Mahfud MD, di antaranya- 

memandang Soekamo telah mempraktikkan politik otoriter. Menwut Moh. 

Mahfud MD, ada bebarapa indikasi otoriterian Soekarno tersebut, yaitu: 

a. Partai-partai sangat lemah; kekuatan politik ditandai dengan tarik 
tarnbang antara Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI. 

b. Eksekutif yang dipimpin oleh Presiden sangat kuat, apalagi Presiden 
merangkap sebagai Ketua DPA yang dalam praktik menjadi pembuat 
dan selektor produk legislatif. 

c. Kebebasan pers sangat terkekang; pada zaman ini terjadi tindakan anti 
pers yang jumlahnya sangat ~ ~ e k t a k u l e r . ~ ~ ~  

557 Moh. Mahfud MD., Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Op. Cit, Him. 158. 



Dengan kendali kekuasaan yang sangat kuat, Soekarno juga sering 

bongkar-pasang susunan kabinetnya. Menurut Suwata Mulyasudarmo, puncak 

dari konsentrasi kekuasaan tersebut dimulai dari Kabinet Kerja 111. Ada beberapa 

indikasinya, yaitu: 

a. Presiden membentuk Dewan Nasional dengan tugas membantu 
pemerintah. Dewan Nasional merupakan sebuah badan yang 
menghimpun kekuasaan ekstra parlementer. Susunan organisasinya 
berada langsung di bawah Presiden. 

b. DPR hasil pemilihan umurn tahun 1955 dibubarkan dan kemudian atas 
dasar Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960, Presiden membentuk 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR). 

c. Ketua dan wakil ketua DPRGR, ketua dan wakil ketua MPRS, ketuan 
dan wakil ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Ketua Dewan 
Perancang NasionaI diberi kedudukan sebagai Menteri. Dengan 
demikian kedudukan em at badan negara tersebut berada di bawah 
kepemimpinan Soekarno. EL, 

Format politik yang terkonsentrasi atau otoriter tersebut mau tidak mau 

akan mempengaruhi bagaimana sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Format politik yang melahirkan produk hukum yang berkarakter ortodoksl 

konservatif itu, menurut Moh. Mahfud MD., terbukti dari adanya muatan-muatan 

yang bersifat konservatif melalui produk hukum-Penetapan Presiden (Penpres) 

No. 6 Tahun 1959 yang kemudian disusul dengan UU No. 18 Tahun 1965 

mengenai pemerintahan daerah, yakni: 

a. Sangat sentralistik kerana campur tangan Pusat yang terlalu dalam 
terhadap Daerah. 

b. Asas otonomi yang seluas-luasnya sama sekali tidak dielaborasi di 
dalam pasal-pasalnya. 

c. Kepala Daerah sepenuhnya ditentukan oleh Pusat dan bertugas 
mengawasi jalannya pemerintahan di Daerah. 

d. Secara praktis DPRD tidak diberi peran apa-apa, bahkan keputusan- 
keputusannya dapat ditangguhkan oleh Kepala ~ a e r a h . ~ ~ ~  

"* Suwoto Mu1 yosudarmo, Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoriiis dan Yuridis terfiadap 
Pidato Nawaksara, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, Hlm. 5-6. 

'"   oh. Mahhd MD., Hukum dun Pilar-Pilar Demokrasi, Op. Cil, Hlm. 162- 163. 



Indikasi-indikasi udanya pengkonsentrasian atau pemusatan kekuasaan 

pada tangan Kepala Daerah tersebut jelas tidak dianut atau bergeser dari ketentuan 

UUD 1945, seandainya Kepala Daerah dipandang sebagai alat pemerintah pusat 

atau Presiden yang juga merupakan mandataris MPR. Tetapi penggunaan 

ungkapan mandataris tersebut, menurut Bagir Manan, bukanlah merupakan 

pranata jabatan tersendiri yang dibedakan dari jabatan Presiden sebagai kepala 

negara dan kepala pemerintahan. Tambahnya lagi, bahawa Supomo sendiri 

sebenarnya tidak bermaksud membuat mandataris sebagai pranata. Ungkapan 

tersebut hanya menunjukkan bahawa Presiden berposisi sebagai penerima mandat 

MPR, kerana dipilih dan tunduk kepada M P R . ~ ~ '  Demikian juga ungkapan 

"concentration of power and responsibility upon the President" dalam bagian 

penjelasan UUD 1945 tidak dapat dijustifikasi sebagai ketentuan bahawa seluruh 

kekuasaan negara terkonsentrasi at au terpusat di tangan Presiden. Ungkapan 

tersebut masih ada relevansinya dengan ungkapan sebelurnnya yaitu "Di bawah 

Majelis Perrnusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintah 

negara tertinggi," di mana Presiden dalam pengetian ini - menurut Moh. Mahfud 

MD. - bertindak sebagai kepala pemerintahan atau kepala eksekutifSi6l Jadi 

sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden tetap berposisi sama 

dengan DPR yakni sebagai lembaga-lembaga kekuasaan yang sederajat. Sama 

juga halnya dengan Kepala Daerah. meskipun bertindak sebagai wakil pemerintah 

pusat - selain sebagai kepala eksekutif daerah-namun Kepala Daerah tidak dapat 

560 Bagir Manan, Teori don Politik Konstitusi, Op. CiL, Hlm. 21-22. 
Moh.Mahfud M D .  , Dasar dan Struktur Ketatanegaroan Indonesia, Op. Cit. ,Hlrn. 



dipandang sebagai lembaga kekuasaan yang subordinat terhadap DPRD. 

7.3.2. Orde Baru (ORBA) Periode 1966-1998 

Periode 1966-1998 merupakan priode politik Orde Baru. Peristiwa G-30- 

SIPKI pada akhir tahun 1965 menjadi momentum yang berarti untuk mengakhiri 

periode politik pemerintahan sebelumnya yang dikenal dengan Orde Lama. 

Pecahnya pemberontakan G-30-SRKI memang tidak otomatis dapat 

menggulingkan pemerintahan Orde Lama, tetapi berawal dari pemberontakan 

tersebut maka lahirlah berbagai peristiwa ketatanegaraan yang akhirnya menjadi 

rangkaian untuk menyudahi peran politik Orde Lama dalarn gelanggang 

pemerintahan negara Republik Indonesia. 

Meskipun pemberontakan G-30-S/PKI dapat ditumpas, namun berbagai 

krisis - khususnya krisis politik dan ekonomi - terus berlanjut sehingga 

munculnya aneka demonstrasi dan aksi sulit dihindari. Puncak dari berbagai 

demonstrasi dan aksi tersebut rnelahirkan tiga tuntutan yang dikenal dengan 

Tritura (tiga tuntutan rakyat), yaitu pembubaran PKI, pembubaran Kabinet 

Dwikora, dan turunkan harga barang.562 

Besarnya gelombang demontrasi dan aksi yang muncul diringi pula 

dengan kondisi bangsa yang memang tidak stabil, memaksa Presiden Soekarno 

untuk mengeluarkan swat perintah kepada Soeharto guna mengambil segala 

- -  - - 

'" Tuntulan-tuntutan rakyat yang dipelopori mahasiswa dan pelajar waktu itu dikenal 
dengan sebutan TRITURA, Pelaksanaan UUD 1945 secara mumi dan konsekuen dengan 
membubarkan kabinet yang ada, bubarkan PKI, dan turunkan harga barang. Soehino, Hukum Tata 
Negara, Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Op. Cit., Hlm. 166. Bandingkan dengan Marwati 
Djoenet Poesponegoro dan Noegroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid IV, Balai 
Pustaka, Jakarta, 1984, Hal. 406. 



tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin terciptanya keamanan dan 

kestabilan pemerintahan atas nama PresidenlPanglima TertinggiIPemimpin Besar. 

Surat perintah tersebut dikeluarkan pada tanggal 1 1 Maret 1966, oleh kerana itu 

peristiwa ini dikatakan sebagai Peristiwa Supersemar (Surat Perintah 1 1 ~ a r e t ) . ~ ~ ~  

Awalnya Supersemar tidaklah dimaksudkan mtuk mengganti Soekarno 

sebagai pemegang tampuk pimpinan negara. Tetapi kenyataannya Supersemar 

tersebutlah yang melahirkan pola politik baru sekaligus dengan pionernya yang 

baru pula, yakni permulaan pemerintahan Orde Baru. Buktinya, menurut Moh. 

Mahfud MD., dengan Supersemar itu Soeharto dapat membubarkan PKI serta 

mengambil tindakan pembaharuan dan stabilitas politik, dan dengan Supersemar 

itu juga sebenarnya kekuasaan Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya menjadi 

hilang. Lalu kekuasaan Soekarno tersebut menjadi hilang atau berakhir sama 

sekali manakala ditolaknya pidato pertanggungjawabannya dan telah diangkat 

Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 

rnelalui Ketetapan MPRS No. IXlMPRSl1966. Diangkatnya Soeharto sebagai 

Pejabat Presiden dan kemudian resmi menjadi Presiden definitif pada sidang 

MPRS V di Jakarta tahun 1968 melalui Ketetapan No. XLIV 1 ~ ~ ~ ~ 1 1 9 6 8 : ~ '  

berarti menjadi legitimitlah peran politik era baru dalarn panggung pemerintahan 

Indonesia, yang kernudian diistilahkan Orde ~ a r u . ~ ~ ~  

Politik Orde Baru, menurut Dewi Fortuna Anwar, berupaya memusatkan 

563 Ibid, Hlm. 167. 
564 SUWO~O Mulyosudarmo,Op. CiL, Hlm. 12 dan 15. 
565 Istilah Orde Baru adalah istilah untuk sistem politik yang dilawankan dengan system 

pemerifita Soekamo sejak akhir lima puIuhan sampai 1965: dimaksudkan sebagai tatanan 
rnasyarakat yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. 
Moh. Mahmud MD,Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, Hlm. 6 1 .  



kekuasaan pada tangan eksekutif dengan cara yang meluas dan sistematis, serta 

membiarkan lembaga-lembaga negara lainnya menjadi lemah dan sangat 

bergantung kepada ek~eku t i f . '~~  Pemerintahan Orde Baru juga, menurut Afan 

Ghaffar melakukan format politik dalarn format de-aliranisasi. Format ini 

dilakukan, melalui dua cara, yaitu menciptakan depolitisasi massa dan 

menciptakan floating mass. Depolitisasi massa dilakukan secara sistematik 

melalui sejumlah kebijaksanaan. Misalnya membangun prinsip monoIoyalitas 

bagi semua PNS dan Pegawai BUMN di bawah sebuah organisasi Korpri. Dengan 

demikian, pegawai tidak terkotak-katik ke dalam aliran ideologi yang mengikuti 

ideologi partai-partai politik. Sedangkan floating mass atau masa mengambang 

diciptakan agar individu-individu tidak memiliki ikatan tertentu dengan partai 

politik, kecuali pada saat pemilihan umum. Partai politik hanya hadir pada tingkat 

kabupaten sebagai distrik pemilihan, di kecamatan hanya ada komisaris, dan di 

desa tidak diperkenankan sama sekali. Dengan alasan agar masyarakat jangan 

terombang-arnbing oleh permainan partai politik. Walaupun kenyataannya Golkar 

leluasa turun ke desa melalui aparat-aparat desaaS6' 

Sebagai sebuah kekuatan politik, lembaga Kepresidenan memiliki semua 

sumber daya yang diperlukan dalam sebuah proses politik. Kekuatan politik 

lainnya tidak dapat mengimbangi besarnya sumber daya politik lembaga ini. 

Interpretasi tentang Pengagehan kekuasaan sebagai altematif dari pemisahan 

kekuasaan telah membawa implikasi ketidakjelasan hubungan antara lembaga- 

~ e w i  Fortuna Anwar, Format Poliiik Orde Baru dun Agenda Pengembangan 
Demokrasi Poliiik, dalam Syarofin Arba MF, (ed.), Demiiologisasi Poliiik Indonesia, CIDES, 
Jakarta, 1998, Hlm. 4. 

567 Afan Ghaffar, Op. Ci:, Hlm. 13 1 .  



lembaga negara. Bahkan, ada gejala yang sangat kuat, bahawa kesetaraan antara 

lembaga-lembaga tinggi negara sangatlah rendah, kerana dominannya kekuasaan 

lembaga Kepresidenan. Demikian juga tertutupnya dalam rekruitmen politik Orde 

Baru, di mana adanya proses rekruitmen yang seringkali didasarkan pada 

patronage politik, bukan atas dasar kapasitas dan kepemimpinan. Birokrasi juga 

dijalankan demi kepentingan politik penguasa di pusat, akibatnya dapat 

menguntungkan dan berkonsentrasi pada kalangan sekelompok kecil elite yang 

ada di Jakarta. Kekuasaan yang cenderung memusat di Jakarta tersebut, akhirnya 

juga memperlemah posisi pemerintahan di daerah. Akumulasi dari semua 

konsekuensi tersebut melahirkan sebuah bentuk kelemahan terhadap jaminan 

HAM. Kebebasan untuk berserikat freedom of association), berkumpul freedom 

of assembly). menyatakan pendapat freedom of speech) serta kebebasan pers 

(freedom of press) mengalami kekemahan - kalau tidak dapat dikatakan sebagai 

bentuk pemasungan - dalarn implementasinya. Jika implementasi HAM tidak 

berjalan. otomatis tidak berjalan pula proses penegakan hukum (law enforcement) 

secara baik. Bagaimana hukum darat ditegakkan jika tidak adanya inderendensi 

dalam dunia peradilan. Memang Indonesia memiliki lembaga judisiari tersendiri 

seperti MA, tetapi dalam pola penempatan dan pola pembentukan karirnya masih 

berada di bawah birokrasi pemerintahan.568 

Pandangan-pandangan di atas, kiranya mencukupi untuk dijadikan sebagai 

indikasi bahawa peran politik Orde Baru dalam Tahun 1966-1998 bertumpu pada 

penguatan bidang eksekutif pemerintahan - tentunya didukung oleh ABRI dan 

Ibid. 



birokrasi - dan penguatan peran pemerintahan pusat (sentralisasi kekuasaan). 

Kedua tumpuan tersebut dikampanyekan dengan slogan unluk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi nasional atas dasar stabilitas polilik. Demi tujuan-tujuan 

tersebut, semua upaya hams dilakukan, baik berupa hadiah bagi mereka yang 

berhasil dan mendukung maupun berupa tindakan-tindakan represif bagi mereka 

yang menolak. Tentunya dalam ha1 ini, kes Sri Bintang Pemungkas, Permadi, 

pencabutan SIUPP majalah Editor, Detik dan Tempo, adalah sebagian dari 

contoh-contoh tindakan pemerintah pada masa tersebut. 

Dengan ciri dan karateristik yang demikian, dapat dibayangkan bagaimana 

sebenarnya pola pelaksanaan pemerintahan daerah rada masa Orde Baru. Tidak 

bisa dimungkiri lagi bahawa memang pelaksanaan pemerintahan daerah menjadi 

bagian integral dari kemauan politik pemerintah pada tingkat pusat, yakni dengan 

memperkuat posisi pemerintah (birokrasi). Hal ini diakui oleh Mohtar Mas'oud, 

bahawa atas dasar tujuan kebijaksanaan birokrasi, pemerintah Orde baru telah 

berhasil melakukan rekayasa politik, yaitu dengan menciptakan bangunan 

pemerintah yang terpusat, sebagaimana ha1 ini tercermin dalam pengaturan 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagaimana tertuang dalam Undang- 

undang No. 5 Tahun 1974. Dikeluarkannya undang-undang tersebut, dalam 

pandangan Orde Baru, merupakan salah satu wujud penataan birokrasi dengan 

tujuan yaitu: Pertama, mengalihkan wewenang pemerintahan ke tingkat birokrasi 

yang lebih tinggi yaitu proses pembuatan kebijakan pemerintah. Kedua, membuat 

birokrasi agar efektif dan tanggap pada perintah para pemimpin pusat. Ketiga, 

memperluas wewenang pemerintah baru dan mengkonsolidasikan pengendalian 



atas daerah-daerah. 569 

Kemauan tersebut telah tergambar sebelurnnya lewat Ketetapan MPR No. 

IV IMPR/1973. Dalam ketetapan ini dikatakan bahawa dalarn rangka melancarkan 

pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan dalam 

membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi 

antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan 

diarahkan pada pelaksanaan autonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab 

yang dapat menjamin perkembangan dan pernbangunan daerah, dan dilaksanakan 

bersarna-sama dengan prinsip dekonsentra~i.~'~ Jadi, setidak-tidaknya ada tiga 

arahan utama yang hams diperhatikan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. 

yaitu harus ada keserasian dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, hams 

dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas 

dasar keutuhan negara kesatuan, dan hams darat menjamin perkembangan dan 

rembangunan daerah. 

Oleh kerana itu, prinsir yang digunakan dalam pelaksanaan pemerintahan 

daerah adalah prinsip autonomi nyata dan bertanggung jawab. Nyata, dalarn arti 

bahawa pemberian autonomi kerada daerah haruslah didasarkan pada faktor- 

faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan- 

kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara 

nyata mampu mengurus rumah tangga sendiri. Bertanggung jawab, dalam arti 

bahawa pemberian autonomi itu benar-benar sejalan dengan tiljuannya, yaitu: 

569 Mohtar Mas'oud, Ekonomi dun Struktur Politik Orde Baru, LP3ES, Jakarta, 1989, 
Hlm.151. 

570 Penjelasan Bab IV bagian D sub c tentang Aparatur Pemerintah, Ketetapan MPR 
No.IVIMPRI1973 tentang GBHN. 



melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan serasi 

atau tidak bertentangan dengan ketiga arahan yang telah diberikan. Dengan 

begitu, pelaksanaan pemerintahan daerah melalui prinsip autonomi lebih 

merupakan kewajiban dari pada hak, yaitu kewajiban untuk ikut melancarkan 

jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan yang harm 

diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung j a ~ a b . ~ ~ '  

Format politik Orde Baru yang sentralistis dan birokratis tersebut tidak 

jarang membuahkan keputusan-keputusan politik yang tidak terukur berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Lihat saja. kes pencoretan calon Kepala Daerah 

Deli Serdang, atau kes pemberhentian anggota DPRD Provinsi Jarnbi 1979. Pada 

kes pencoretan calon Kepala Daerah Deli Serdang, pemerintah pusat mencoret 

calon yang diusulkan oleh DPRD, akibatnya ketua Fraksi Karya Pembangunan 

mengundurkan d i ~ - i . ~ ' ~  Ha1 yang tidak jauh beerbeda juga terlihat pada kes 

pemberhentian anggota DPRD Porvinsi Jambi. Oleh kerana, adanya beberapa 

anggota DPRD yang tidak memilih calon pilihan pusat pada pemilihan Gubernur 

tahun 1979, akibatnya anggota-anggota tersebut diberhentikan dari 

keanggotaannya pasca-pemilihan tersebut. 

Jika dianalisis lebih jauh dalam Undang-Undang lVo.5 Tahun 1974, tidak 

ada ketentuan yang mendasari kedua kes tersebut. Menurut Pasal 15 dan Pasal 16, 

bahawa DPRD melakukan pencalonan dan kemudian pemilihan calon Kepala 

Daerah dari minimal tiga orang dan maksimal lima orang calon, yang sebelurnnya 

telah dimusyawarahkan dan disepakati bersarna antara Pimpinan DPRDIPimpinan 

- 

571 M. Solly lubis, Op.Cit., Hlrn. 183-184. 
572 Moh. Mahfud MD, Hukum don Pilar-pilar Demokrosi, Op. Cil., Hlm. 271 



Fraksi-Fraksi dengan Menteri Dalam Negeri bagi calon Gubernur, atau dengan 

Gubernur bagi calon BupatiIWalikota. Kemudian hasil pemilihan calon tersebut 

diajukan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon 

Gubernur, atau diajukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi 

calon BupatiIWalikota, dari minimal dua orang, dan untuk diangkat salah seorang 

di antaranya. Di sini, tidak ditemukan adanya ketentuan bahawa pemerintah pusat 

benvenang mencoret salah satu calon yang diusulkan oleh DPRD, kecuali hanya 

dalam bentuk musyawarah dan kesepakatan, tetapi adanya kesepakatan ini tidak 

bisa diinterpretasikan sebagai bentuk wewenang menentukan segalanya. 

Demikian juga dalam ha1 pemberhentian anggota DPRD. Menurut Pasal 

20 Undang-undang No.5 Tahun 1974 jo Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) 

Undang-undang No. 16 Tahun 1969 (diperbaharui dengan Undang-undang No.2 

Tahun 1985), bahawa Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota, 

kerana: a. meninggal dunia, b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada 

Pimpinan DPRD, c. bertempat tinggal di luar wilayah Daerah yang bersangkutan, 

dan tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai anggota DPRD bcrdasarkan 

keterangan yang benvajib, e. dinyatakan rnelanggar sumpah/janji sebagai anggota 

DPRD dengan keputusan DPRD yang bersangkutan, f. diganti oleh Partai 

Politiknya sendiri, seperti maksud Pasal 43, dan g. terkena larangan perangkapan 

jabatan menurut Pasal40. Adapun Pasal43, tepatnya ayat (1) Undang-undang No. 

16 Tahun 1969 tersebut, merupakan ketentuan bahawa hak mengganti utusan 

organisasi peserta pemilihan umum dalam Badan Perrnusyawaratan/Perwakilan 

Rakyat ada pada organisasi peserta pemilihan umum yang bersangkutan, dan 



dalam pelaksanaan hak tersebut terlebih dahulu bennusyawarah dengan Pimpinan 

Badan Pennusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang bersangkutan. 

Akan tetapi, meskipun tidak ada landasan normatifnya, tetapi dikeranakan 

memang telah menjadi format atau konfigurasi po 1 itik Orde Baru yang sentralistis 

dan birokratis maka apapun dapat dilakukan, termasuk terhadap kedua kes di atas. 

Format politik tersebut sangat mempengaruhi Pengagehan kekuasaan antara 

DPRD dan Kepala Daerah kerana DPRD selalu berada di bawah kekuatan 

birokrasi atau pihak eksekutif. Jika demikian adanya, maka jelaslah pergeseran 

dalam Pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah pada periode 

pemerintahan Orde Baru, tidak saja disebabkan adanya ketentuan-ketentuan dalam 

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 yang tidak sesuai atau bergeser dari ketentuan 

UUD 1945, namun juga dipengaruhi oleh dinamika politik Orde baru yang 

berturnpu pada penguatan bidang eksekutif pemerintahan (birokratis) dan 

penguatan peran pemerintahan pusat (sentralistis). 

7.3.4 Era Reformasi Periode 1998-2009 

Periode ini dikatakan juga sebagai Era Reformasi, yakni suatu periode 

pemerintahan yang bermaksud untuk memperbaiki dadatau mengubah tatanan 

kehidupan berbangsa dan benegara dalam berbagai dimensi ke arah yang lebih 

baik dari sebelumnya. Pengertian reformasi itu sendiri, sebenamya banyak 

mendapat tanggapan dari berbagai ahli. Warsito Utomo telah merangkum 

tangapan-tangapan tersebut, diantaranya: 

Khan (1 98 1) memberikan pengertian reformasi sebagai suatu usaha 
melakukan perubahan-perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang 



bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan 
yang telah lama. Sedangkan Quah (1976) mendefenisikan reformasi 
sebagai suatu proses untuk mengubah proses dan prosedur birokrasi publik 
dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi 
dan tujuan pembangunan nasional. Kemudian, Samonte (1 979) 
mengartikan reformasi sebagai perubahan-perubahan atau inovasi-inovasi 
dalam penggunaan perencanaan dan adopsi untuk membuat sistem 
administrasi sebagai badan atau agen yang lebih efektif untuk perubahan 
sosial; sebagai instrumen yang baik untuk membawa persamaan politik 
kemudian sosial, dan perubahan ekonomi, semuanya dalam proses 
akselerasi pernbangunan dan pembangunan bangsa.573 

Warsito Utomo menarnbahkan bahawa hakikat dari pandangan-pandangan 

di atas berkisar pada empat hal. Pertama, reformasi mengandung pertalian adanya 

inovasi dan transforrnasi. Kedua, kesuksesan reformasi membutuhkan perubahan 

yang sistematik dalam kerangka yang luas, dengan cara hati-hati dan 

direncanakan. Ketiga, tujuan reforrnasi adalah untuk mencapai efektifitas. 

Keempat, reformasi haruslah dapat menanggulangi perubahan-perubahan 

lingkungan. jadi, ruang lingkup reformasi tidak hanya sebatas pada proses dan 

prosedur, namun juga berhubungan erat dengan perubahan pada tingkat struktur 

dan sikap serta tingkah l a k ~ . ~ ~ ~  

Reformasi biasanya diawali adanya kondisi kehidupan bangsa yang 

dipandang tidak sesuai lagi kerana banyaknya akibat negatif yang ditimbulkan. 

Akurnulasi dari berbagai akibat negertif tersebut melahirkan tuntutan-tuntutan dari 

elemen bangsa akan adanya perbaikan dan perubahan. Di Indonesia sendiri, awal 

munculnya Era Reformasi ditandai dengan terjadinya krisis ekonomi, tetapi dari 

krisis ini kemudian timbulah berbagai krisis lainnya semisal krisis politik, hukum 

dan sebagainya. Afan Ghaffar mencatat, bahawa sampai tahun 1998 utang luar 

573 Warsito Utomo, Dinamika Adminisirasi Publik Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, 
Hlm. 60. 

574 Ibid 



negeri swasta mencapai US$ 80 milyar, nilai rupiah terus-menerus mengalami 

depresiasi, inflasi yang semakin meroket, cadangan devisa nasional yang menipis 

persediaan bahan sembako yang semakin terbatas, pengangguran yang semakin 

bertarnbah, dan ekonomi boleh dikatakan tidak b e ~ - ~ u t a r . ~ ~ ~  

Krisis ekonomi yang sekarat tersebut mengakibatkan timbulnya tuntutan 

dari berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, agar Soeharto mundur dari 

jabatannya sebagai Presiden RI. Tuntutan dari dalam negeri, tentunya tekanan dari 

masyarakat Indonesia sendiri. Pada waktu itu, tuntutan dari masyarakat yang 

dimotori oleh kalangan perguruan tinggi melalui berbagai demonstrasi dan aksi 

mencapai puncaknya ketika tidak kurang dari 15.000 mahasiswa mengambil alih 

Gedung DPR yang mengakibatkan proses politik nasiohal menjadi lumpuh. 

Demikian juga tekanan dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, yang 

secara terbuka meminta agar Soeharto segera mengundurkan diri. Seperti 

ditayangkan oleh televisi CNN. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Madeline 

Albright, berulang kali menyiarkan pernyataan agar Presiden Soeharto segera 

mengundurkan diri dari j a b a t ~ ~ a . ~ ' ~  

Memuncaknya tekanan-tekanan tersebut, akhirnya mendorong Soeharto 

untuk tidak lain kecuali memilih mengundurkan diri dari jabatan yang 

diembannya selama lebih kurang 32 tahun. Soeharto lengser dari jabatannya pada 

tanggal 21 Mei 1998, dan diangkatlah B. J. Habibie sebagai pengantinya, yang 

pada waktu menjabat sebagai Wakil Presiden. Berawal dari tanggal mundurnya 

Soeharto dan diangkatnya B.J. Habibie tersebutlah Era Reformasi dalam tatahan 

kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang baru dimulai. 

Tumbangnya rezim orde baru yang ditandai dengan mundurnya Soeharto 

575 Afan Ghaffar, Op. Cit, Hlm. 307. 
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dari jabatan Presiden telah membawa pergeseran kekuasaan Presiden di Indonesia 

yang semula bersifat diktator ke arah yang demokratis, seperti terlihat pada Jadual 

7.1 di bawah ini; 

Jadua17.1. Pergeseran Kekuasaan Presiden Indonesia 

Pertanyaan I TanggapanResponden I Jumlah I Jumlah 1 

Kekuasan Presiden Lebih berkuasa 85 orang 28,4 % 
Indonesia Selepas I ~ ~ b i h  ~ ~ ~ i ~ b ~ ~  1 170 orang I 56,6 % 

I 
- 

1 Diktator 1 15orang 1 5 %  I 

reformasi, sejauh 
mana bergeser 

Total 1 300 Orang 1 100 % 
Sumber : Data Olahan 2009 

Jadual 7.1 di atas menunjukkan bahawa selepas refonnasi kekuasaan 

- 
Tiada bergesernya dari 
~residen sebelurnnva 

Presiden lebih berimbang, ini terlihat dari hai l  kajian responden yang penulis 

lakukan dimana dari 300 orang jurnIah keseluruhan responden yang penulis teliti, 

- 
30 orang 

170 orang (56,6 %) mengatakan kekuasaan Presiden selepas reformasi lebih 

berimbang, artinya bahawa selepas reformasi Presiden tidak lagi diktator seperti 

10 % 

masa orde baru. Ini ditandai dengan diamandemennya UUD 45, dimana muncul 

lembaga-lembaga Negara yang barn, seperti misalnya Mahkamah 

Konstitusi(MK), DPD, dll, dan yang paling fundamental adalah mengenai 

pengesahan undang-undang dimana pada masa orde baru Presiden dapat menolak 

untuk mengesahkan suatu rancangan undang-undang, namun selepas reformasi 

apabila dalam waktu yang telah ditentukan Presiden tidak mengesahkan 

rancangan undang-undang yang telah disetujui DPR, maka secara langsung 

undang-undang itu sah dan berlaku, serta wajib untuk dilaksanakan. 



Jadua17.2. Masa Kekuasaan Presiden Indonesia yang Lebih Berkesan 

dan Berjaya Dalam Mengamandemen UUD 

Pertanyaan 1 TanggapanResponden I Jumlah I Jumlah 1 
Diantara masa 
kekuasaan Presiden I Presiden soeharto 

I I 
Presiden Seokarno 

lndonesia 
mana 

yang 
lebih 

berkesan dan 

Total 1 300 Orang 1 100 % 
Sumber : Data OIahan 2009. 

- - A 

berj aya dalam 
mengamandemen 
UCTD 

Jadual 7.2 di atas menunjukkan bahawa masa kekuasaan Presiden 

Responden 
30 orang 

- 
Presiden Habibie 

Presiden Megawati 

Indonesia yang lebih berkesan dan berjaya dalam mengarnandemen adalah 

Presiden B.J. Habibie dimana 225 orang responden atau (85 %) dari 300 orang 

keseluruhan responden mengatakan Presiden B.J. Habibie yang lebih berkesan 

(%) 
10 % 

Presiden SBY 

dan berjaya dalarn mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. 

Sebenarnya ada prospek yang cerah setelah diangkatnya B.J. Habibie 

255 orang 

15 orang 

sebagai Presiden ketiga, terutama dalarn rangka perbaikan ekonomi nasional yang 

sedang sekarat tersebut. Tetapi sayangnya, menurut Indria Samego, pengalaman 

85 % 

5 %  
- 

Indonesia sering tidak terlalu menguntungkan. Kerena pada saat yang sama, 

- 

adanya kemunculan berbagai persoalan ikutan yang tak terkirakan sebelumnya. 

Sebagai akibat dari pembangunan selama ini, rising demands memang terjadi 

hampir dalam segala dimensi kehidupan. Kebutuhan fisik dan nominal telah 

digantikan oleh tuntutan yang lebih kualitatif sifatnya. Bila sebelumnya banyak 

kalangan tidak terlalu mempersoalkan kualitas demokrasi, sekarang justru 

sebaliknya di mana demokrasi menjadi kebutuhan utama. Ia telah berubah 



posisinya dari sekedar keinginan (want) menjadi kebutuhan (need). 577 

Habibie telah berupaya untuk mengatasi berbagai krisis yang terjadi 

dengan suatu bentuk gerakan reformasi. Indikasi konkritnya dapat dipantau dari 

sejumlah kebijaksanaan sosial ekonomi dan politiknya, misalnya dalam bidang 

HAM adanya pencabutan undang-undang mengenai subversi, pembatasan masa 

jabatan presiden, perubahan sejumlah undang-undang politik, kehidupan pers 

yang demokratik, rencana pembuatan undang-undang anti monopoli, dan 

sebagainya. Tetapi krisis multi-dimensi yang terjadi-bahkan telah melahirkan 

berbagai konflik-memang tidak mudah untuk diatasi dalam waktu yang singkat. 

Oleh kerana selain krisis ekonorni, Habibie juga menghadapi berbagai krisis dan 

konflik yang telah melebar pada kehidupan politik, hukum, sosial bahkan moral. 

Semua penyelesaian tersebut perlu waktu dan perencanaan yang matang. 

Ketidaksabaran masyarakat ditarnbah pula sentimen negatif terhadap 

Habibie yang dihembuskan pihak yang tidak menyukainya, membuat Habibie 

beserta kebijaksanaannya menjadi serba salah. Kondisi tersebut akhimya 

melahirkan keputusannya-yang disepakati oleh DPR-untuk menyelenggarakan 

Sidang Istimewa (SI) MPR untuk memajukan pemilihan urnum yang seyogyanya 

dilaksanakan pada tahun 2002 menjadi Tahun 1999. Dalam asumsinya, SI 

merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah konflik politik yang 

dipercaya menjadi kunci penanggulangan krisis ekonomi. 578 

Di sinilah letak kelemahan Presiden Habibie. Oleh karna tidak memiliki 

keistimewaan politik seperti yang diperoleh Soeharto, maka kekuasaannya sangat 

577 Harian Republika, 18 Sepetember 1999. 
578 M. Dawam Rahardjo, Orde Baru dun Orde Transisi, UII Press, Yogyakarta, 1999 

Hlm. 1 12. 



rapuh. Menurut Afan Ghaffar, selain memperlihatkan gejala manajemen ketakutan 

kerana siapa saja tampaknya diberi konsesi, terdapat beberapa alasan mengapa 

kepresidenan Habibie sangat lemah, yaitu: 

Pertama. Legitimasi kekuasaannya dipertanyakan banyak orang. Sejak 
muncul di panggung politik nasional, terutama ketika membentuk Ikatan 
Cendikiawan MusIim Indonesia (ICMI), Habibie selalu mengundang 
kontraversi. Banyak orang yang senang terbentuknya ICMI, tetapi banyak 
pula yang tidak senang, dan jarang ketidak senangan tersebut berhubungan 
dengan posisi dan personality Habibie sebagai orang yang dianggap sangat 
dekat dengan Soeharto ...................................... Alasan kedua 
adalah munculnya persepsi yang sangat kuat di kalangan masyarakat 
bahawa Habibie merupakan warisan Soeharto yang perilaku dan 
kebijaksanaannya akan sama persis dengan Soeharto. Sentimen anti 
Soeharto kenyataannya juga merambat kepada siapa saja yang secara 
langsung mempunyai hubungan dengannya, dan Habibie termasuk di 
dalamnya. ........................................................................... 
Persoalan ketiga bagi Habibie adalah, dia tidak memiliki basis massa yang 
kuat untuk membangun kekuasaan. Habibie bukanlah politisi dalam arti 
yang sebenarnya. Dia adalah seorang yang muncul dari atas dan 
dibesarkan oleh Soeharto lewat kepecayaan untuk memegang jabatan 
menteri dan sejurnlah posisi lainnya. ...................................... 
Hal keempat yang menjadi sumber masalah di dalarn kepresidenan 
Habibie adalah Timnya yang diang ap tidak kuat d m  sebagian besar 
masih merupakan warisan Soeharto. 57% 

Jadi, masa kepimpinan Habibie yang singkat hingga dilaksanakannya SI 

MPR selalu dihiasi oleh berbagai konflik, baik berbentuk vertikal maupun 

horisontal. Dalam bentuk vertikal, kelompok-kelompok yang menganggap 

kenaikan Habibie ke tahta kepresidenan sebagai proses inkonstitusional selalu 

melancarkan protes dan cemoohan atas ketidakberhasilan Habibie mengatasi 

berbagai persoalan bangsa.580 Skandal Bank Bali umpamanya, mereka jadikan 

579 Afan Ghaffar. Op. Cil., Hlm. 309-315. 
Timbul dua kelompok yang berseberangan pandangan dalam ha1 pengangkatan 

Habibie menjadi Presiden. Kelompok yang menerima seperti Ali Sadikin, kalangan YKPK d m  
sebagainya. Demikian juga dikalangan kainpus, para ahli tata negara seperti Ismail Suny, Harun Al 
Rasyid d m  Yusril Ihza Mahendra merupakan kelompok yang menerima, sedangkan Dimyati 
Hartono merupakan bagian dari pihak yang menolak. 



menu utama untuk menggoyang keberadaan Habibie dari kursi kepresidenannya. 

Sedangkan dalarn bentuk horizontal, tcrjadinya berhagai konflik berbau SARA 

yang cukup meluas, seperti halnya kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah 

seperti Sambas, Ambon, Aceh, dan sebagainya. Adapun menyangkut konflik 

seputar SI MPR 1999, menurut Anas Urbaningrum, konflik tersebut dapat dibagi 

menjadi dua kelompok utama. Konflik pertama adalah konflik di dalam arena SI 

MPR, yang membahas tema pengusutan harta kekayaan mantan presiden Soeharto 

dan soal berapa jurnlah kursi Fraksi ABRl di DPR. Konflik kedua adalah konflik 

diluar SI MPR, yang dibuktikan lewat fakta-fakta di lapangan saat SI digelar di 

senayan, mengenai adanya konflik antar massa pro dan kontra SI tak 

terhindarka~~.~~' Sebut saja kelompok yang pro seperti KISDI, HAMMAS dan 

FURKON, sedangkan yang kontra seperti FORKOT, FAMREO dan 

K O M R A D . ~ ~ ~  

Puncak dari berbagai konflik vertikal tersebut adalah dengan ditolaknya 

pidato pertanggungjawaban Habibie pada Sidang Umum (SU) MPR 1999, 

tepatnya pada rapat paripurna IX tanggal 15 Oktober 1999. Dalam rapat paripurna 

ini, temyata yang menolak berjumlah 355 suara sedangkan yang menerima 

berjumlah 322 suara, selebihnya 9 suara abstain dan 4 suara tidak sah. Dengan 

penolakan tersebut, maka secara berjiwa besar Habibie mengarnbil keputusan 

untuk mengundurkan diri dari pencalonan presiden untuk periode 1999-2004. 

Sementara SU NIPR tersebut akhirnya melahirkan Presiden RI Ke-4 yaitu 

Abdurrahman Wahid (Gus Dur). 

58 1 Anas Urbaningrum, Ranjau-ranjau Reformasi; Potret Konflik Pacsa Kejatuhan 
Soeharto, Raja Grafmdo Persada, Jakarta, 1999, Hlm. 107-108. 

582 Tempo, 30 Nopember 1998. 



Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dilakukan melalui 

mekanisme pemilihan oleh anggota MPR, tetapi pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden di lakukan secara langung oleh rakyat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Jadua17.3 di bawah ini : 

Jadua17.3. Pemilihan Raya Presiden Diadakan Secara Langsung 

I Pertanyaan I Tanggapan 1 Jumlah Responden 1 Jumlah I 

Pemilihan raya 
presiden 
diadakan secara 
langsung 

I Total I 300 Orang 1 100 % I 

Responden 
Amat bersetuju 

I 
I I I I 
Sumber : Data Olahan. 2009 

Bersetuju 

Kurang bersetuju 

Tak bersetuj u 

Jadual 7.3 di atas menunjukkan bahawa masyarakat sangat bersetuju jika 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langung oleh rakyat, 

dimana dari 300 orang jurnlah responden secara keseluruhan 235 orang atau 

(78,3%) masyarakat sangat bersetuju jika Pemilihan Presiden danWakil Presiden 

dilakukan secara langsung. 

Amandemen UUD 1945 telah menghapus istilah lembaga tertinggi Negara 

dengan istilah lembaga tinggi Negara, artinya selepas reforrnasi UUD 1945 tidak 

menghendaki adanya lembaga kekuasaan yang memiliki kewenangan lebih tinggi 

dari dari lembaga lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Jadual 7.4 di bawah 

ini: 

235 orang 

I 

(%) 
78,3 % 

- 

65 orang 
- 

- 
21 ,7% 

- 
- Berkecuali - 



Jadua17.4. Selepas Reformasi Dalam Aspek Cabang Kekuasaan 

di Indonesia yang Paling Berkuasa 

aspek cabang kekuasaan di presiden 225 orang 
Indonesia, yang mana pada 
pendapat anda yang paling 3 orang 
berkuasa ? DPR 37 orang 12,4 % 

Pertanyaan 

Selepas Reformasi dalam 

Jadual 7.4 di atas menunjukkan bahawa selepas reformasi lembaga negara 

yang paling berkuasa di Indonesia ialah Presiden, dari 300 orang jurnlah 

responden secara keseluruhan 225 orang atau 75 % mengatakan Presidenlah yang 

paling berkuasa selepas reformasi. Hal ini merupakan konsekuensi dari sistem 

Presidensial yang di anut dalarn ketatanegaraan Indonesia. Ini terbukti bahawa 

setiap pernbentukan lembaga-lembaga baru yang bersifat sementara berada di 

bawah tanggungjawab Presiden. Presiden selaku Kepala Negara berhak untuk 

membentuk lembaga-lembaga baru yang sifatnya sementara untuk menunjang 

kinerja Presiden selaku Kepala Pemerintahan tertinggi. 

Gus Dur merupakan Presiden RI yang pertarna ditetapkan setelah terpilih 

secara demokratis dalam pemungutan suara di MPR. Naiknya Gus Dur ke kursi 

kepresidenan lebih didukung oleh adanya koalisi besar antara partai yang 

tergabung dalarn Poras Tengah, Partai Golkar dan kekuatan lainnya yang ada di 

MPR, dan bukan hanya oleh PKB yang dipimpinnya. Bayangkan, hanya 

berrmodalkan 11 % suara-kursi PKB di DPR - ia dapat mengalahkan Megawati 

Soekarnopoetri dan PDIP yang nota benenya sebagai partai pemenang Pemilihan 

Umurn 1999 (3 5% suara). 

Akan tetapi, ketika berada di tampuk kekuasaan, eksistensi koalisi besar 

Birokrat 
Menteri 

Total 

tersebut seolah-olah dilupakan Gus Dur. Indikasinya, Hamzah Haz diberhentikan 

Jumlah 
( % ) 

11 ,6% 

Tanggapan 
Responden 
MPR 

dari jabatan Menteri Kesejahteraan Rakyat, padahal Hamzah Haz merupakan 

Jumlah 
Responden 

35 orang 

Sumber : Data Olahan, 2009 

- 
- 

300 Orang 

- 

- 
100 % 



Ketua Umum PPP yang punya andil besar dalarn memenangkan Gus Dur. Yusril 

Ihza Mahendra, Ketua Umum PBB yang juga aktor Poros Tengah, diberhentikan 

Gus Dur dari jabatan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Kemudian 

berturut-turut, seperti M. Nurmahmudi Ismail (PresidenKetua Umum Partai 

Keadilan) diberhcntikan sebagai Menteri Kehutanan, Jusuf Kalla (dari Partai 

Golkar) diberhentikan sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta 

Laksamana Sukardi (dari partai PDIP) diberhentikan sebagai Menten Negara 

Penanaman Modal dan Pembinaan BUNIN. Demikian juga nasib yang dialami 

oleh Kapolda Rusdihardjo, Jenderal Polisi yang diusulkan oleh Amien Rais. 

Bahkan ancaman Serupa juga dihadapi oleh Menteri Koordinator 

Ekonomi, Kewangan dan Industri Kwik Kian Gie dan Menteri Kuangan Bambang 

Sudibyo. Mereka memang tak sempat dipecat, karena Kwik mundur sebelum 

jatuh hukuman, sementara Bambang tak diangkat lagi dalam kabinet hasil 

reshuffle. 

Konsekuensinya jelas makin mempersurut dukungan terahadap Gus Dur 

beserta kebijakannya. Dalam kondisi lemahnya dukungan ini, Gus Dur seringkali 

salah tingkah dengan kebijakan dan ucapannya yang mengundang kontoversi. 

Pada waktu yang hampir bersamaan datang pula berbagai kasus yang 

mengguncang posisi Gus Dur, seperti halnya kasus Bulogate dan Bruneigate. 

Herannya, setelah itu Gus Dur, justru semakin lantang menyatakan diri mendapat 

dukungan rakyat, meskipun sebagian besar wakil rakyat di DPR dan MPR 

semakin menunjukkan sikap berbeda, tidak lagi mendukung Gus Dur. Di sinilah 

kesalahan Gus Dur, seolah-olah dia lupa bahwa sistem ketatanegaraan pada waktu 



itu belurn berubah, bahawa MPR masih benvenang memilih PresidedWakil 

Presiden clan juga berwenang pula untuk memberhentikannya. 

Kasus Buloggate dan Bruneigate berlanjut dengan dikeluarkannya 

Momerendurn I dan 11. Ketika Memorandum I1 tak diindahkan Gus Dur, akhirnya 

DPR meminta MPR agar menggelar Sidang Istimewa (SI) untuk meminta 

pertanggungjawaban presiden. Gus Dur melakukan perlawanan terhadap tindakan 

tersebut yang dipandangnya sebagai suatu inkonstitusional. Gus Dur menolaknya 

dengan mengeluarkan Dekrit untuk membubarkan DPRIMPR. Tetapi sialnya bagi 

Gus Dur, Dekrit yang dikeluarkannya tidak semulus Dekrit Presiden Soekano 5 

Juli 1959. Jika Dekrit Soekano didukung oleh sebagian besar anggota 

Konstituante dan ABRI, maka Dekrit Gus Dur tidak didukung oleh NIPR dan 

TNIIPolri, bahkan MA juga menolak Dekrit Presiden 22 Juli 2001 ter~ebut."~ 

Bumerangnya bagi Gus Dur, di mana MPR akhirnya mempercepat 

penyelenggaraan SI pada 23 Juli 2001. Dengan hanya didukung kekuatan PKB 

dan PDKB (Partai Demokrasi Kasih Bangsa) yang minoritas di MPR, praktis Gus 

Dur tidak dapat berbuat apa-apa. Melalui Ketetapan MPR No. II/MPRl2001 

tanggal 23 Juli 2001 Gus Dur akhirnya diberhentikan dari jabatan Presiden RI. 

Selanjutnya melalui Ketetapan MPR No. III/MPR/2001 tanggal 24 Juli 2001. 

MPR menetapkan Megawati Soekarnopoetri - sebelumnya menjabat Wakil 

Presiden RI periode 1999-2004 - menjadi Presiden RI Ke-5, untuk melanjutkan 

masa yang tersisa dari periode kepresidenan 1999-2004. SI MPR tersebut juga 

583 Harian Kompas. 23 Juli 2001. 



menetapkan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden guna mendarnpingi Megawati. 

Peranan MPR sebagai lembaga tinggi Negara sangat besar seperti terlihat pada 

Jadua17.5 berikut ini : 

Jadua17.5 Peranan MPR 

I Pertanyaan Tanggapan Responden Jumlah / Jumlah / 

Peranan MPR 

Tidak Berperan (tidak 
berfungsi) 
Kurang Berperan 

Total 

Berperan 

I 
1 300 Orang 1 100 % I 

- 

62 orang 

I I I I 1 Sumber : Data Olahan, 2009 

Responden 
179 orang 

- 

20,6 % 

Tidak Terlalu Menonjol 

Jadual 7.5 di atas menunjukkan bahwa mayoriti respoden mengatakan 

bahawa MPR sebagai lembaga tinggi Negara sangat berperan ini terlihat dari 300 

orang jumlah keseluruhan responden 179 orang atau (59 %) mengatakan bahawa 

MPR sangat berperan, apalagi ketika pada masa orde baru MPR selaku lembaga 

tertinggi negara mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Namun selepas 

reformasi (amandemen) W D  1945 peranan MPR selaku lembaga Negara mulai 

bergeser, ini terlihat pada masa orde baru pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

dipilih oleh MPR selaku lembaga tertinggi Negara, peranan MPR selepas 

reformasi dapat dilihat seperti Jadua17.6 seperti di bawah ini : 

('3GJ- 
59,7 % 

59 orang 1 19,7% 



Jadua17.6. Mengenai Pegeseran Peranan MPR Menurut UUD 

Ketika Reformasi 

Pertanyaan I Tanggapan Responden I Jumlah I Jumlah 1 

Mengenai Peranan 
MPR Bergeser 
Menurut UUD 
Selepas Reformasi 

Total ( 300 Orang 1 100 % 1 

Lebih Bermasyarakat 

Perwakilan Berimbang 

Sama Sahaja dari dulu 
Hingga Kini 

Sumber : Data Olahan, 2009 

Lebih ~ernokratik 

Lebih didengar 

Lebih berkesan 

Jadual 7.6 di atas menunjukkan bahawa peranan MPR pada era reformasi 

Responden 
47 orang 

3 orang 

200 orang 

pada prinsipnya sarna sahaja dari dulu hingga kini, ini terlihat dari tanggapan 

15,7 % - 

27 orang 

15 orang 

8 orang 

1 % 

66,6 % 

responden, dimana 300 orang jumlah keseluruhan respoden, 200 orang atau 

9 %  
5 %  

2,7 % 

(66,6%) mengatakan sama sahaja dari dulu hingga kini, artinya tidak ada 

perubahan pergeseran peranan MPR yang signifikan antara masa orde baru 

dengan era reforrnasi. Ditambah lagi rendahnya kualitas-kualitas anggota MPR 

yang merupakan faktor penentu terhadap lembaga itu sendiri, ini terlihat seperti 

Jadua17.7 di bawah ini : 

Jadua17.7. Kualiti (Kualitas) Ahli-ahli MPR 

I Kualiti (Kualitas) I Berkualitas 1 125orang 1 41,7% 1 

Pertanyaan 

1 Ahli-ahli MPR 1 Tidak Berkulitas 
I I 

175 orang 1 58,3 % I 
Total 1 300 Orang 1 100 % I 

Sumber : Data Olahan, 2009 

Dinamika politik yang terjadi di atas menciptakan adanya kesulitan untuk 

menentukan bagaimana format politik era ini sebenarnya. Setidaknya ada dua 

Jumlah 
( % ) 

Tanggapan Responden Jumlah 
Responden 



alasan untuk itu. Pertama, kerena era ini masih berada dalam masa transisi yang 

lebih banyak e u r ~ ~ h o r i a - n ~ a , ~ ~ ~  yakni dari masa Orde Baru sebelumnya menuju 

Era Reforrnasi yang sebenarnya. Oleh kerana itu, realitas yang terjadi masih 

merupakan bagian dari upaya untuk lebih mencari-cari atau mencoba-coba format 

yang terbaik. Contohnya dalam penetapan undang-undang mengenai politik. Sejak 

digulirkannya era ini tahun 1998 telah terjadi dua kali pembentukan undang- 

undang perpolitikan, yaitu Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai 

Politik, Undang-undang No.3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umurn dan Undang- 

undang No.4 Tahun 1999 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. 

Ketiga undang-undang tersebut kemudian diperbaharui lagi dengan Undang- 

undang No. 3 1 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-undang No. 12 Tahun 

2003 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang 

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, bahkan ditarnbah lagi dengan 

Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden. 

Kedua, era ini baru saja berjalan sehingga banyak instrumen yang 

disiapkan belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, seperti halnya muatan- 

muatan UUD 1945 sesudah amandemen, MPR baru menyelesaikan amandemen 

keempat UUD 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002. Pasca di amandemennya 

UUD 1945 ternyata tidak membawa perubahan yang begitu signifikan seperti 

terlihat pada Jadua17.8 di bawah ini : 

jg4 Semua orang dan kelompok masyarakat merasa lega kerana terlepas dari sebuah 
beban berat yang bernama otoritarianisme di bawah rezim pemerintahan Soeharto. Orang 
atau masyarakat pada umumnya merasa boleh melakukan apa saja kerana terbebas dari 
belenggu kekuasaan. Afan Ghaffar, Op. Cit., Hlrn. 3 16. 



Jadua17.8. UUD Selepas Reformasi Sejauhmana Bergeser 

1 Pertanyaan Tanggapan Responden Jumlah I Jumlah I 

I Sama sahaja dari dulu hingga 1 50 orang 1 16,64 % 1 

UUD Selepas 
Reformasi 
sejauh mana 
bergeser 

Jadua17.8 di atas menunjukkan bahawa terjadinya amandemen UUD 1945 

Tidak Telus (Transparan) 

Masih tak demokratik 

Masih belum berkesan 

Masih tidak berimbang 

( kini 
Total 

tidak membawa perubahan yang berarti dan masih tak demokratik, dimana 

perubahan UUD hanya bersifat formalistis belaka, ha1 ini sama dengan tanggapan 

Responden 
63 orang 

127 orang 

Sumber : Data Olahan. 2009 

300 Orang 

responden yang penulis kaji seperti terlihat pada Jadual 7.8 di atas, dimana dari 

29 orang 

3 1 orang 

100 % 

300 orang jumlah responden, 127 orang atau (42 %) mengatakan UUD selepas 

9,64 % 

10 % 

reformasi belum demokratis, sehingga pada saat ini masih banyak kalangan yang 

ingin melakukan amandemen ke - 5 terhadap UUD 1945. 

Tidak bisa dinafikkan bahawa UUD yang baru tersebut banyak memuat 

ketentuan yang baru pula, bahkan telah merubah struktur ketatanegaraan 

Indonesia, seperti adanya penambahan dan pengurangan pada struktur 

kelembagaan Negara. Pergeseran kandungad muatan UUD 1945 selepas 

reformasi dapat terlihat seperti Jadua17.9 di bawah ini : 



Jadua17.9. Kandunganl Muatan UUD Selepas Reformasi 

Sejauh Mana Bergerser 

I Pertanyaan 

Kandunganl 
Muatan UUD 
Selepas 
Reforrnasi 
Sejauh Mana 
Bergerser 

I Tanggapan Responden I Jumlah 1 Jumlah I 

Sarna Sekali Tidak di pahami 

Total 1 300 Orang I 100 % 
Sumber : Data Olahan, 2009 

Bergeser khususnya berkaitan 
dengan Outonomi 
Bergeser dengan adanya 
lembaga-lembaga Negara 
yang baru 

Terjadinya perubahan kandunganl muatan UUD merupakan suatu 

konsekuensi atas diamandemennya UUD 1945, dengan terjadinya perubahan 

kandunganl muatan ditandai dengan dibentuknya lembaga-lembaga negara yang 

baru seperti, DPD, Mahkamah Konstitusi. 

Meskipun demikian, indikasi-indikasi yang berkenaan dengan kehidupan 

politik, sebenarnya sudah tercermin pada awal kehadiran Era Reformasi. Seperti 

dimaklumi, Era Reformasi-dimulai sejak tahun 1998 seiring dengan berakhirnya 

Orde Baru pada tahun yang sarna-memiliki beberapa agenda utama, yaitu 

amandemen UUD 1945, merubah undang-undang politik, menghapus dwifungsi 

ABRI, pelaksanaan otonomi daerah, dan rnengadili para pelanggar HAM dan 

KKN. Agenda tersebut sebagian telah terakomodasi dalam SI MPR 10-13 

Nopember 1998 yang menghasilkan 12 Ketetapan MPR, antara lain ketetapan 

mengenai pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, tentang haluan 

negara, otonomi daerah, HAM, KKN, politik dan ekonomi. 

Khususnya mengenai otonomi daerah, pemerintahan Era Reformasi 

menempatkan masalah ini sebagai bagian integral dari agenda reformasi total di 

Responden 
2 1 orang 

(%) 
7 %  

106 orang 

173 orang 

35,3 % 

57,7 % 



Indonesia. Wujud dari kesungguhan tcrsebut terbukti dari dikeluarkan Undang- 

undang No. 22 Tahun 1999, di antaranya, sebagai kelanjutan dari amanat yang 

tertuang dalam Ketetapan MPR No. XVlMPRl1998 hasil SI 1998. Tidak cukup 

sarnpai di situ, Sidang Tahunan (ST) MPR pada tahun 2000 kembali 

merekomendasikan kebijakan dalarn penyelenggaraan autonomi daerah, yang 

dituangkan lewat Ketetapan MPR No. IV IMPRf2000. Pergeseran Autonomi 

I Daerah seperti terlihat pada Jadua17.10 di bawah ini : 

Jadua17.10. Pergeseran Autonomi Daerah 

I Pertanyaan I Tanggapan I Jumlah I Jumlah I 

(Konstitusi Indonesia ~ ~ b i h  dipahami 20 orang 
selepas Reformasi yang 
mengenai Autonomi Lebih Berkesan 

Daerah se-jauh mana Lebih Transparan 70 orang 23 % 

Mengenai UUD 

I bergeser I - berubah ? I I I I 

Responden 
Lebih Demokratik 

I I I I 

Sumber : Data Olahan, 2009 

adakah . . . 
Total 

Jadual 7.10 di atas menunjukkan bahawa selepas reforrnasi telah 

Responden 
2 10 orang 

membawa pergeseran mengenai autonomi daerah itu sendiri. Selepas reformasi 

(%) 
70 % 

300 Orang 

pemerintah pusat telah rnemberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 

100 % 

mengatur rumah tangganya sendiri melalui asas disentralisasi dan tugas 

pembantuan. 

Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya 

kepada pemerintah daerah melalui Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang 

pernerintah daerah yang sekarang telah direvisi dengan Undang-undang No. 32 

Tahun 2004. 



Di balik euforianya pemerintah daerah dengan dikeluarkannya undang- 

undang tentang autonomi daerah, banyak terjadi kendala mengenai implemantasi 

undang-undang itu sendiri, misalnya lemahnya pemahaman masyarakat terhadap 

undang-undang itu sendiri dan adanya kesenjangan antara daerah yang kaya 

dengan daerah yang miskin sehingga menyulitkan pemerintah dalam pelaksanaan 

undang-undang itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Jadual 7.1 1 di 

bawah ini : 

Jadua17.11. Autonomi Daerah Selepas Reformasi 

I I I I 

Sumber : Data Olahan, 2009 

Jumlah 
(%) 

25,6 % 

4, 3 % 

46,4 % 

23,7 % 
I I I 

Jadua17.11 di atas menunjukkan bahawa kehadiran Autonomi daerah telah 

Jumlah 
Responden 

77 orang 

13 orang 

1 3 9 orang 

71 orang 

Pertanyaan 

Autonomi Daerah 
Selepas Reforrnasi 

membawa kesenjangan antara daerah. Seperti terlihat pada Jadual 7. 11 di atas 

Tanggapan 
Responden 

Dipahami 

K~~~~~ dipahami 

Tidak Berimbang 

Sarna saja 

100 % Total 

dari 300 orang jumlah responden, 139 orang atau (46 %) mengatakan bahawa 

300 orang 

Autonomi daerah tidak berimbang antara daerah yang satu dengan yang lain. 

Dalam rangka melaksanakan Autonomi daerah agar dapat berjalan dengan baik 

tentunya harus dilaksanakan secara baik serta dapat dirasakan langsung oleh 

masyarakat daerah.Untuk lebih jelasnya rnengenai cara meningkatkan peran 

masyarakat terhadap Autonomi daerah dapat dilihat pada Jadual7. 12 berikut ini : 



Jadua17. 12 Meningkatkan Kesadaranl Partisipasi Rakyat dalam 
Sistem Autonomi UUD 2009 

I No I Pertanyaan 1 Tanggapan Responden 1 Jumlah 1 Jumlah I 

n Kesadarad 
Partisipasi 
Rakyat dalam 
sistem 
Otonomi 
UUD 2009 
ini 

1 Terangkan 
Bagaimana 
Hendak 

dan taraf hidupnya harus ( 45 orang 1 15 % 1 
ditinekatkan 

I Sistim Otonomi Harus I 1 r a n  1 5 % 1 

Para Pemimpin Daerah Harus 
Memperhatikan Kepentingan 
Para Masyarakat Dibawah 

Responden ( % ) 

2 1 5 orang 7 1,7 % 

- 
Meningkatka Hak-hak rakyat harus dipenuhi 

bermamfaat bagi masyarakat 
Harus Transparan dan Dana 
Anggaran berpihak kepada 
masyarakat, dan kearnanan 

Sumber : Data Olahan 2009, 

Jadud 7.12 di atas menunjukkan bahawa peranan Pemimpin Daerah harus 

memperhatikan kepentingan Para Masyarakat di bawah, artinya masyarakat akan 

ikut berpartisipasi jika program atau rancangan yang dibuat oleh pemerintah 

daerah berkaitan dengan hajat hidupnya. 

Akan tetapi, sebelum Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tersebut 

dikeluarkan, sebenarnya telah dicanangkan adanya beberapa konsep dasar dalam 

penyelenggaraan Autonomi daerah, yang kemudian dijadikan landasan bagi 

lahirnya undang-undang tersebut. Konsep-konsep dasar yang dimaksud, menurut 

Syaukani HR., Afan Ghaffar dan Riyaas Rasyid, di antaranya: 

Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan Kepala Daerah. 

Kewenangan DPRD dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan 

" 

25 Orang 1 1 
/ harus tetap terjaga 

Total 

daerah hams dipertegas. Pemberdayaan fungsi-fungsi DPRD dalam bidang 

8,3 % 

300 Orang 100 % 



legislasi. representasi dan penyalur aspirasi masyarakat harus dilakukan .... 585 

Dalam hubungan dengan pembahasan mengenai dinamika politik Era 

Reforrnasi, maka konsep dasar kedua di atas perlu dikaji lebih lanjut. Penguatan 

peran politik DPRD atau dalam ungkapan lain dikatakan sebagai bentuk 

penguatan rakyat melalui DPRD, beralasan jika melihat kondisi sebelumnya, di 

mana keberadaan DPRD hanya bak kerkap tumbuh di alas batu. Tetapi konsep 

penguatan tersebut jangan sampai meletakkan DPRD subordinatif atas Kepala 

Daerah. Peran DPRD menguat berarti DPRD dapat menjalankan ketiga fungsinya 

secara sempurna, dan juga DPRD merupakan mitra sejajar bagi Kepala Daerah. 

Namun, kerana adanya keinginan untuk lebih memberdayakan DPRD 

tanpa diikuti oleh penjelasan undang-undang yang limitatif, maka yang terjadi 

dalam implementasinya adalah pembengkakan wewenang DPRD yang ujungnya 

bersifat subodinatif atas Kepala Daerah. Banyak kes yang dapat dijadikan 

indikasinya, seperti halnya kes pemberhentian Walikota Surabaya (Bambang 

DH.), kes pemecatan Gubernur Kalimantan Selatan (Sjachriel Darham), kes 

pergantian Wakil Bupati menjadi Bupati di Muara Jarnbi (As'ad Syarn), penolakan 

terhadap hasil pemilihan Gubernur Lampung (Azizier Dianis Tabrani), dan 

pemberhentian Bupati Kampar (Jefii Nour). 

Gubernur selaku Kepala Daerah merupakan pejabat publik yang diberi 

wewenang oleh pemerintah pusat melalui asas disentralisasi dan tugas 

pembantuan mempunyai kekuasaan penuh dalam menyelenggarakan 

pemerintahan daerah, sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Nomor 22 

'13' Syaukani HR., Afan Ghaffai- dan Riyaas Rasyid, Op. CiC., Hlm. 175-177. 



Tahun 1999 tentang Autonomi Daerah, sekarang Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004. Untuk lebih jelasnya eksitensi kekuasaan Gubemur dapat dilihat 

pada Jadual7. 13 berikut ini : 

Jadua17.13. Kekuasaan Gubernur Selepas Reformasi 

Pertanyaan 

Kekuasaan 
Gubemur selepas 
reformasi 

Tanggapan 
Responden 

Kuat 

1 Tidak berpengaruh 1 
I I 

~~~~~~~~~~h 

Demokratik 

15 orang 

1 Sama sahaja 

Dalam kes penolakan Gubernur Larnpung. Sebenarnya sebelum dilakukan 

Jumlah 
Responden 
165 orang 

5 % 

Total 

pemilihan tersebut, Presiden sudah mengirim surat kepada Ketua DPRD Lampung 

Jumlah 
(Yo) 
55 % 

15 orang 

5 orang 

100 orang 

yang isinya untuk menunda pemilihan kerana salah seorang calon (Azizier Dianis 

5 % 

1,7 % 

33,3 

;umber : Data Olahan, 2009 
300 orang 

Tabrani) masih terkait dengan masalah hukum. Tetapi, apakah dikeranakan Ketua 

100 % 

DPRD masih mempunyai huhungan dekat dengan calon tersebut sehingga surat 

tersebut tidak disarnpaikan dalam rapat dewan atau memang kerana DPRD merasa 

dapat menentukan segalanya, maka acara pemilihan tersebut tetap digelar. 

Hasilnya, pasangan Gubemur Azizier Dianis Tabranilhsory Yunus yang dipilih 

oleh DPRD tanggal 30 Desember 2002 tersebut ditolak Presiden. Kemudian lewat 

Kepres No. 8 Tahun 2003, Presiden melalui Mendagri menunjuk pelaksana harian 

Gubernur ~ a m ~ u n ~ . ~ ~ ~  

Pada prinsipnya kelembagaan pelaksanaan Autonomi Daerah lebih banyak 

di selenggarakan pada daerah tingkat I1 (KabupatenIKota), sehingga daerah 

586 Harian Kompas, 6 Februari 2003. 517 .Pasal 58 ayat (1). 



tingkat I1 yang mempunyai otoritas penuh terhadap penyelengaraan Autonomi 

Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Jadua17.14 di bawah ini : 

Jadua17.14. Kelembagaan yang Lebih Berkuasa di Daerah 

Selepas Reformasi 

Pertanyaan 1 Tanggapan 1 Jumlah Jurnlah 1 
Siapa yang lebih berkuasa di 
daerah selepas reformasi 

Dalarn ha1 kes pergantian Wakil Bupati menjadi Bupati di Muara Jarnbi. 

Responden 
Gubemur 

I I 

Bupati 1 224 orang 1 74,7 % 

DPRD 
Birokrat 

Total 

Sebenarnya menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999, apabila Kepala Daerah 

berhalangan tetap jabatannya diganti oleh Wakil Kepala Daerah sampai habis 

Responden 
73 orang 

Sumber : Data Olahan, 2009 

3 orang 

300 orang 

masa jabatannya. Kiranya sangat relevan jika Wakil Bupati (As'ad Syam) 

(%) 
243 % 

1 % 

100 % 

ditetapkan langsung menggantikan kedudukan Bupati (Ahrnad Ripin) yang telah 

meninggal dunia. Tetapi apa yang terjadi? DPRD tidak mau menetapkan langsung 

kecuali melalui rapat paripurna untuk menentukan setuju atau tidaknya penetapan 

tersebut. Meskipun akhirnya As'ad Syam ditetapkan sebagai Bupati untuk 

menggantikan Ahmad Ripin, namun proses tersebut senyatanya telah bertentangan 

dengan ketentuan Undang-undang No. 22 Tahun 1999. 

Selepas reformasi BupatiIWalikota sebagai Kepala Daerah 

KabupatenKota dalam menyelenggarakan pemerintahan didaerahnya memiliki 

kewenangan yang kuat dan strategis sebagaimana yang diatur dalam Undang- 

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, untuk lebih jelasnya 



mengenai eksitensi karakter kekuasaan BupatiIWalikota dapat dilihat pada Jadual 

7. 15 berikut ini : 

Jadua17.15. Karakter Kekuasaan Bupati / Walikota Selepas Reformasi 

1 Pertanyaan Tanggapan Jumlah JumIah 

Selepas Reformasi 
Karakter Kekuasaan 
Bupati (Kepala Daerah) 

1 Total I 300 orang 1 100 % 1 

- -  - 

Responden 
Relevan 

Tidak Kuat 

Lemah 

I I I I 

Sumber : Data Olahan, 2009 

~ ~ ~ ~ k ~ ~ ~ i k  

Kuat 

Jadual 7.15 di atas jika tidak di awasi secara komprehensif oleh DPRD 

sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan (controling), maka akan 

meimbulkan karakter kekuasaan pemerintahan daerah yang otoriter, yang akan 

berdarnpak terhadap pembangunan di daerah itu sendiri. 

Demikian juga, adanya kecenderungan pihak DPRD untuk mendapatkan 

imbalan uang dalam pembentukan kebijakan publik atau melakukan blackmailing 

dalam menolak LPJ Kepala Daerah. Menurut catatan Syaukani HR., Afan Ghaffar 

dan Riyaas Rasyid, bahawa pada salah satu Provinsi di Jawa, DPRD 

menghabiskan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk membahas Rencana 

Strategis (Renstra) yang diajukan oleh Gubernur. Hal yang sama diakui pula oleh 

Gubernur lainnya juga di Jawa, bahawa DPRD meminta imbalan sebesar Rp. 

100.000.000,- untuk menerirna LPJ Tahunan Gubernur yang ber~an~kutan.'~' 

Responden 
56 orang 

16 orang 

21 orang 

587 Syaukani HR., Afan Ghaffar cian Riyaas Rasyid, Op. Cit., Hlm. 259-260. 

92 orang 

1 15 orang 
5, 3 % 

7 %  

(%) 
18,7% 

30,7 % 

38,3 % 

1 



Kemudian satu kes lagi yang mengindikasikan betapa kuatnya kekuasaan 

yang dimiliki oleh DPRD pada Era Reformasi ini, yaitu kes korupsi di lingkungan 

DPRD Kota Padang, Kota Payakurnbuh, Kabupaten Garut dan Bandar Larnpung. 

DPRD Bandar Larnpung tersandung kes korupsi, yakni adanya penyalahgunaan 

APBD senilai lebih dari Rp 3,7 miliar. Menurut jaksa, dalam rapat panitia khusus 

para terdakwa telah meningkatkan tunjangan asuransi kesehatan, yang semula 

diusulkan Rp. 10 juta menjadi Rp. 20 juta perorang setiap tahun. Padahal, dalam 

Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 disebutkan, tunjangan asuransi 

kesehatan semestinya dianggarkan sesuai dengan golongan IV sebesar Rp. 

40.000,- perorang setiap bulan atau sebesar Rp. 480.000,- pertahun. Di Kota 

Payakumbuh, Ketua DPRD Chin Star diduga sebagai aktor utarna dalam kes 

korupsi APBD 2003 Kota Payakurnbuh. Di Kabupaten Garut, menurut Garut 

Government Watch (GGW) adanya kes penyalahgunaan anggaran DPRD Garut 

sejak tahun 2001 hingga Maret 2003 sebesar Rp. 6,6 n ~ i l i a r . ~ ~ ~  Sedangkan di Kota 

Padang, 10 orang dari 41 anggata DPRD Padang resmi ditahan kerana terlibat kes 

tindak pidana karupsi sebesar Rp.10,4 miliar atas dana APBD Kota Padang pada 

tahun 2000 dan 200 1 serta mernbuat dokumen perjalanan fiktif.lg9 

Semua kes tersebut yang pada dasarnya hanyalah sebagian kecil dari 

berbagai kes yang terjadi kurun waktu 1999-2004 - mengindikasikan adanya 

praktik-praktik DPRD yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan 

Meskipun tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun sebagian dari 

kes-kes tersebut - misalnya kes pergantian Wakil Bupati menjadi Bupati di Muara 

588 Harian Kompas, 8 Juni 2004 
589 lbid, 16 Mei 2004. 



Jarnbi serta kes meminta imbalan uang atau blackmailing yang dilakukan DPRD - 

dibiarkan begitu saja seolah-olah dilegalisasi keberadaannya. Mengapa 

sebagiannya dibiarkan begitu saja? Jawabannya tidak lain kecuali dinamika politik 

yang terjadi memang berupaya untuk lebih memberdayakan DPRD. Pihak pusat 

dalam ha1 ini seringkali ambivalen, tcrkadang menanggapinya dengan serius 

seperti kes penolakan Gubernur Lampung dan terkadang membiarkannya sama 

sekali seperti kes di Muara Jambi tersebut. 

Praktik-praktik yang terjadi di luar ketentuan peraturan perundang- 

undangan tersebut, juga telah bertentangan atau telah bergeser dari ketentuan 

UUD 1945, baik sebelurn maupun sesudah amandemen. Alasannya tidak jauh 

berbeda dengan dinamika politik yang terjadi pada masa Orde Baru dan Orde 

Lama, yakni adanya bentuk wewenang yang bersifat subordinatif antara lembaga 

lembaga kekuasaan. Perbedaannya hanyalah terletak pada siapa wewenang 

subordinatif itu berada. Jika sebelumnya-masa Orde Baru dan Orde Lama 

wewenang itu berada di tangan Kepala Daerah, maka dalam Era Refonnasi 

wewenang tersebut beralih ke DPRD. 



BAB VIII 

SOLUSI MENCAPAI KESEIMBANGAN 

PENGAGEHAN KEKUASAAN 

8.1. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung 

Terdapat tiga alasan mengapa pemilihan Kepala Daerah secara langsung 

merupakan suatu solusi untuk mencapai keseimbangan dalam Pengagehan 

kekuasaan pemerintahan daerah, yakni alasan secara yuridis, politis dan empiris. 

Pertuma, secara yuridis sebenarnya UUD 1945 sesudah amandemen punya 

keinginan kuat untuk melaksanakan pemilihan langsung terhadap pemegang 

jabatan lembaga-lembaga kekuasaan, khususnya yang bersentuhan langsung 

dengan konsep keadulatan rakyat. Dalam Pasal 22 E terlihat bahawa semua 

lembaga-lembaga kekuasaan. seperti lembaga legislatif (DPR, DPD dan DPRD) 

dan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), dipilih secara langsung oleh rakyat 

dalam suatu pemilihan umum. Jika DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat, 

jadi sudah seharusnya Kepala Daerah yang sederajat dengan DPRD juga dipilih 

secara langsung oleh rakyat. Seandainya prinsip pemilihan langsung tersebut tidak 

diimplementasikan dalam pemilihan Kepala Daerah, berakibat timbulnya 

pertentangan prinsip dalarn UUD 1945 kerana adanya asas tertentu yang tidak 

digunakan, yakni asas keadilan yang merata. 

Menwut asas keadilan yang merata, bahawa hukum nasional bertujuan 

untuk terus meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara 



merata.590 Ketidakadilan dalam materi tersebut, dapat menyentuh pada rakyat dan 

juga bagi Kepala Daerah. Ketidakadilan bagi rakyat, kerana rakyat tidak dapat 

menentukan pilihan langsung secara nuraninya pada calon pemlmprnnya. 

Sebaliknya, ketidakadilan bagi Kepala Daerah kerana semua anggota (yang 

menduduki) Jembaga kekuasaan politis yang berwenang daJarn pengambilan 

keputusan politis atau lembaga yang bersentuhan langsung dengan konsep 

kedaulatan rakyat - DPR dan DPD (Legislatif). Presiden dan Wakil Presiden 

(Eksekutif), serta DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota (Legislatif Daerah)- 

dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan ~ r n u r n . ~ ~ ~  Tetapi 

kenapa tidak bagi Kepala Daerah, sedangkan Kepala Daerah juga berpoisi sama 

dengan lembaga-lembaga tersebut, yakni sebagai lembaga eksekutif daerah. 

Dengan kata lain, pertentangan materi tersebut menunjukkan tidak digunakannya 

prinsip universal and equal sufJFge dan pengangkatan eksekutif secara serupa 

dalam suatu pemilihan umum. 

Secara ywidis juga, UUD 1945 sesudah amandemen menganut sistem 

pemerintahan presidensiil (non-parliamentary or fixed executive system). 

Meskipun menurut Sri Soemantri M. sistem tersebut masih memerlukan 

pengkajian lebih  anj jut,^'^ tetapi berdasarkan indikasi-indikasi yang ada maka 

590 Padmo Wahjono, Rancangan Undang-undang Tentang Ketentuan-kelenluan Pokok 
Peraturan Perundang-undangan, Proyek Pusat Perencanaan Hukum dan Kodifikasi BPHN, 
Departemen Kehakiman RI, 1985, Hlm. 6. Baca juga Sunaryati Hartono, Asas-asas Hukum 
Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Majalah BPHN Nomor 2 Tahun 1988, 
Hlm. 70-76. 

59' UUD 1945 Pasal22E ayat (2). 
592 Sri Soemantri M., UUD 1945, Kedudukamya dan Aspek-aspek Perubahannya, Op. 

Cit., Hlm. 30 



UUD 1945 sesudah amandemen tidak dapat dipandang sebagai konstitusi yang 

menganut sistem pemerintahan parlementer (parliamentary executive system). 

Oleh kerana sebagaimana dimaklumi bahawa sistem pemerintahan 

parlernenter memiliki karakteristik-karekteristik utarna, yaitu: 

a. Lembaga eksekutif atau pemerintah harus bertanggung jawab kepada 

lembaga perwakilan (parlemen). Demikian juga menteri-menteri harus 

bertanggung jawab kepada lembaga perwakilan, baik secara terpisah 

maupun secara bersama-sarna dengan pirnpinan lembaga eksekutif. 

b. Pimpinan lembaga eksekutif atau pemerintah dipilih dan diangkat oleh 

lembaga perwakilan. 

c. Lembaga perwakilan dapat menyatakan permintaan 

pertanggungjawaban atau mosi tidak percaya kepada lembaga 

eksekutif atau pemerintah dalarn hal-ha1 yang menyangkut kebijakan 

pemerintahan melalui hak interpelasi. 

d. Adanya Raja atau Presiden berkedudukan yang tidak dapat diganggu 

gugat. 

c. Pihak eksekutif dapat membubarkan badan perwakilan.593 

Sementara karakteristik-karekteristik tersebut tidak ditemukan dalam UUD 

1945 sesudah amandemen, kecuali karakteristik-karekteristik yang bersifat 

pemerintahan presidensiil. Ada beberapa indikasi kalau sistem pemerintahan 

presidensiil dianut oleh UUD 1945 sesudah amandemen, yaitu: 

593 Joeniarto, Op. Cit., Hlm. 69, Bandingkan dengan Miriam Budiardjo, Dasar-dasar flmu 
Pofitik, Op. Cit., Hlm. 212-215, Juga dalam N. Jayapalan, Op. Cit., Hlm. 67-69.. 



a. Pasal 4 ayat ( 1 )  menegaskan bahawa Presiden memegang kekuasaan 

pemerintahan (ekskutif). 

b. Pasal 17 ayat ( 1 )  dan (2) menegaskan bahawa menteri-menteri adalah 

pembantu Presiden, ia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

c. Pasal 6A ayat ( 1 )  menegaskan bahawa Presiden dan Wakil Presiden 

dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 

d. Pasal 7C menegaskan bahawa Presiden tidak dapat mernbekukan dm 

atau membubarkan DPR. 

e. Tidak ada ketentuan bahawa Presiden bertanggung jawab kepada 

NIPR, apalagi DPR, kecuali dalam bentuk pertanggungjawaban 

terhadap pelanggaran hukum. sebagaimana maksud Pasal3 ayat (3). 

Jika UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi (staatjundamentanorms) 

menganut sistem pemerintahan presidensil, maka berdasarkan konsep hierarchy of 

norm bahawa semua peraturan perundang-undangan di bawahnya juga hams 

sinkronisasi dengan UUD tersebut. Dengan kata lain, pemilihan Kepala Daerah 

yang menjadi bagian dari proses ketatanegaraan pada tingkat daerah harus juga 

dijalankan atas dasar sistem presidensiil. 

Selain dari itu, secara yuridis, Pasal 18 ayat (1)  dan (2) UUD 1945 sesudah 

amandemen memuat prinsip pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Mekipun 

dirumuskan dengan ungkapan dipilih secara demokratis (direct or by the 

representative), narnun dengan rumusan tersebut jelas bahawa UUD 1945 sesudah 

amandemen menganut prinsip pemilihan Kepala Daerah secara langsung di 

samping juga adanya secara penvakilan. 



Mengenai mengapa masih ditentukan adanya pemilihan Kepala Daerah 

secara penvakilan, menurut penulis, disinilah salah satu kelemahan UUD 1945 

hasil amandemen. Rumusan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi 

pengaturan, khususnya jika dihubungkan dengan Pasal 22 E di atas. Hal yang 

menonjol dari inkonsistensi pengaturan tersebut kerana adanya suatu keinginan 

untuk tidak mempangkas habis prinsip yang dikandung oleh Undang-undang No. 

22 Tahun 1999, di mana proses pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD 

(by the representative). Padahal ha1 itu tak perlu terjadi. Iantaran UUD saja bisa di 

amandemen apalagi undang-undang biasa (the ordinary law). 

Inkonsistensi tersebut juga dapat memperlemah predikat UUD 1945 

sebagai the supremacy of the constitution. Kerana inkonsistensi itu, selain 

menunjukkan adanya pengaturan materi yang tidak sinkron, juga menunjukkan 

bahawa keberadaan UUD 1945 dapat dipengaruhi oleh prinsip undang-undang 

organik di bawahnya. Hal yang sama dikatakan oleh Hans Kelsen, bahawa di 

sinilah letak perbedaan antara konstitusi derajat tinggi (supreme constitution) dan 

tidak derajat tinggi (not supreme constitution). Konstitusi tidak derajat tinggi 

dapat diubah sama halnya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam 

ha1 ini, jika ada materi konstitusi yang bertentangan dengan materi peraturan 

perundang-undangan lainnya, berarti dengan sendirinya telah terjadi perubahan 

pada konstitusi tersebut. Peraturan perundang-undangan yang materinya 

bertentangan dengan kontitusi itu dianggap sebagai the uncontitusionallaw, yakni 

peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mengubah kontitusi, kerana 



memiliki derajat yang sama dengan k o n t i t ~ s i . ~ ~ ~  Jelasnya, adanya inkonsistensi 

pengaturan tersebut - sebagai wujud pengaruh dari Undang-undang No. 22 Tahun 

1999 - ddpat menjerumuskan UUD 1945 menjadi konstitusi tidak derajat tinggi. 

Dengan demikian, paling tidak, secara yuridis ditemukan adanya tiga 

indikasi yang menentukan bahawa UUD 1945 sesudah amandemen menganut 

prinsip pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Ketiga indikasi tersebut adalah: 

a. UUD 1945 menganut prinsip pemilihan langsung terhadap pejabat 

yang menduduki lembaga-lembaga pengarnbilan keputusan politis atau 

lembaga yang bersentuhan langsung dengan konsep kedaulatan rakyat, 

b. UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensiil yang salah satu 

cirinya ialah kepala eksekutif dipilih langsung oleh rakyat, dan 

c. UUD 1945 menganut prinsip pemilihan Kepala Daerah secara 

langsung di sarnping dapat dilakukan melalui penvakilan atau apa 

yang disebutnya sebagai cara yang'demokratis. 

Adapun alasan secara empiris mengapa Kepala Daerah hams dipilih secara 

langsung, tentunya tidak lain kecuali melihat implementasi selama ini yang 

cenderung meninggalkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Pada dua periode 

sebelurnnya - khususnya Orde Baru - proses penentuan Kepala Daerah menjadi 

wewenang pihak pemerintah (eksekutif) pusat sepenuhnya. Konsekuensinya 

posisi Kepala Daerah tak ubahnya seperti robot yang dikendalikan kemana saja 

sesuai dengan kemauan pihak pemerintah pusat. Kes penolakan calon Bupati Deli 

Serdang dan pemecatan anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 1979 di atas, 

594 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Loc. Cit. 



senyatanya bertentangan dengan asas pengabdian kepada kepentingan masyarakat 

- sebagai bagian dari asas hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosialSg5- 

kerena kepentingan pusat belum tentu sama dengan kepentingan masyarakat di 

daerah, juga bertentangan dengan asas persamaan kedudukan rakyat di dalarn 

hukum (equality before the law) serta asas keadilan dan merata,596 kerana praktik 

itu dapat menghilangkan kesempatan bagi warga negara yang memenuhi syarat 

secara urnum untuk menduduki jabatan publik. Dari hasil kajian yang penulis 

laksanakan mengenai tanggapan masyarakat terhadap pemilihan Kepala Daerah 

Secara Langsung dapat terlihat pada Jadual 8.1 berikut ini : 

Jadua18.1 Pemilihan Gubernur Dilakukan Secara langsung 

Pemilihan 
Gubernur, 

Jumlah 
(%) 

95,6 % 

Pertanyaan 

Selepas Reformasi, 

Gubernur diadakan secara 
langsung 

Raya 
Deputi 

I Total 1 300 Orang ( 100 % ( 

Tanggapan 
Respond en 

Bersetuju 

I I I I 

Surnber : Data OIahan 2009, 

Jadual 8.1 di atas menunjukkan bahawa masyarakat menginginkan 

pemilihan Gubernur dilakukan secara langsung,ini terlihat dari 300 orang jumlah 

keseluruhan responden, 287 orang atau (95,6%) mengatakan bersetuju jika 

pemilihan Gubernur dilakukan secara langsung. Demikian halnya mengenai 

pemilihan BupatiIWalikota dari 300 jumlah keseluruhan responden, 287 orang 

Jumlah 
Responden 
287 orang 

Tidak bersetuju 

595 Padmo Wahjono, Rancangan Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Peraturan Perundang-undngan, Loc. CiL . 

596 Sunaryati Hartono, Op. Cit., Hlm. 73. 

13 orang 4,4 % 



atau (95,6%) menghendaki pemilihann secara langsung seperti terlihat pada 

Jadual 8.2 di bawah ini : 

Jadua18.2 Pemilihan Bupatil Walikota dilakukan secara langsung 

I Pertanyaan I Tanggapan Responden I Jumlah I JumIah 1 

I I 

Sumber : Data Olahan 2009 

Sedangkan praktik-praktik yang terjadi pada Era Reformasi juga berada 

dalam bentuk yang tak jauh berbeda, hanya saja di era ini Kepala Daerah berada 

Selepas Reformasi, 
Pemilihan Raya 
Bupati secara 
langsung 

di bawah bayang-bayang kekuatan DPRD kerana dewan inilah yang menentukan 

jadi atau tidaknya seseorang menduduki jabatan Kepala Daerah. Praktik-praktik 

money politic dan pemecatan Kepala Daerah dapat dijadikan indikasi kuat adanya 

ketergantungan (dependency) Kepala Daerah terhadap DPRD. Arnzulian Rifai 

mengumpulkan catatan dari beberapa LSM tentang terjadinya money politic dalam 

pemilihan Kepala Daerah. Di antaranya kes pemilihan Gubernur Kalimantan 

Tengah periode 2000-2005, pemilihan Walikota Kupang periode 2002-2007, 

pemilihan Walikota Tasikmalaya periode 2002-2007, pemilihan Bupati 

Banjarnegara periode 200 1-2006, pemilihan Bupati Tanjung Pinang periode 2002- 

2007 dan pemilihan Bupati Pati periode 2001-2006.~~~ Bahkan jika jujur 

Amat setuju 

~~~~~~~j~ 
Kurang bersetuju 

mengakui, hampir semua pemilihan Kepala Daerah pada Era Reformasi ini tidak 

luput dari praktik money politic. Praktik-praktik tersebut sudah bertentangan 

Total 

'" Arnzulian Rifai, Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah, Ghalia Indonesia, 
Jakarta, 2001, Hlm. 21 -52. 

Responden 
287 orang 

13 orang 
- 

(%) 
95,6 % 

4,4 % 
- 

300 Orang 100 % 



dengan hukum, yakni tentang adanya larangan untuk melakukan korupsi dan 

kolusi. Jika hukum saja dilewati, lalu bagaimana dapat diciptakan rasa keadilan, 

kerana hukum itu sebenarnya adalah keadilan (ius quia iusturn). 

Jadi, secara empiris sudah darat dicerna bahawa pemilihan Kepala Daerah 

yang ditentukan sepenuhnya baik oleh pihak pemerintah pusat maupun oleh 

DPRD, dalam praktiknya ternyata menirnbulkan akses-akses yang bertentangan 

dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Dalam artian lain bahawa pada 

praktiknya yang terjadi adalah perilaku-perilaku yang berbentuk pelanggaran 

kerana adanya dominasi kekuasaan. Guna mencari solusi yang tepat, sudah 

seharusnya jika Kepala Daerah tidak lagi ditentukan langsung oleh pemerintah 

pusat maupun DPRD melainkan langsung oleh rakyat dalarn suntu pemilihan 

umum. 

Sedangkan alasan politisnya, adalah untuk mendapatkan legitimasi 

kekuasaan berdasarkan dukungan mayoritas rakyat setempat, atau dikatakan 

Syaukani HR., Afan Ghaffar dan Riyaas Rasyid sebagai bentuk upaya untuk 

rnelaksanakan demokrasi dan dernokratisasi di dae~-ah.~" Dukungan yang kuat 

dari rakyat setempat menjadi urgen dalam menjalankan pemerintahan, kerana 

menurut konsep kedaulatan rakyat (volhsouvereiniteit) - seperti dianut oleh 

Indonesia - rakyatlah sebenarnya memegang kedaulatan (souvereiniteit atau 

sovereign@)599 tersebut. Dalam ha1 ini, rakyatlah yang mengambil keputusan 

59g Syaukani HR., Afan Ghaffar dan Riyaas Rasyid, Op. Cit., Hlm. 185. 
S99 Harold J. Laski mengemukakan: "By a state I mean a Society of this kind which is 

integrated by possessing a coercive autority legally supreme over any individual or group which is 
part of the society". "This power is called sovereignty: and it is bay the possession of sovereignly 
that the state is distinguished from all other forms of human association. Lihat dalam Joeniarto. 
Op. Cit., Nlm. 12. Bandingkan dengan pandangan Strong: We have said that the peculiar attribute 



tertinggi dan rakyat juga yang paling berwenang menentukan siapa yang menjadi 

wakilnya untuk menyelenggarakan pemerintahan, kerana intinya rakyatlah yang 

memegang lingkup kedaulatankekuasaan (scope of sovereignty/scope of power) 

dan domain kedaulatad kekuasaan (domain of sovereignty/domain ~ f ~ o w e r ) . ~ ~ ~  

Di sinilah letak perbedaan antara konsep kedaulatan rakyat dengan konsep 

kedaulatan negara. DaIam konsep kedaulatan negara, semua golongan, semua 

rakyat lebur ke dalam negara yang tersimbolkan pada pemimpin dan 

pemerintahan. Kerana itu, negara yang menganut fahaman kedaulatan negara 

cenderung menjadi negara perizinan. Hak asasi manusia dengan sendirinya tidak 

rnendapat tempat untuk dipertimbangkan. Jika rakyat ingin berbuat sesuatu, 

mereka memerlukan izin dari negara yang diwakili oleh pemerintah. Sebaliknya 

negara berkedaulatan rakyat, di mana negara dipandang sebagai perwujudan 

rakyat, rakyatlah yang menentukan segala sesuatu di dalarn negara itu. Pemerintah 

yang bertindak mewakili negara, hanya dapat berbuat sesuatu setelah 

mendapatkan izin dari rakyat. Selain itu, perbedaannya bahawa dalarn konsep 

kedaulatad negara, dinding batas antara negara dengan pemerintah menjadi kabur 

sebab pemerintah adalah manifestasi dari negara dalam wujudnya yang konkrit. 

Jadi mengkritik pemerintah adalah identik dengan menentang negara. Sedangkan 

of the state, as contrasted with all other unit of association. is the power to make laws and enforce 
them by all the means of coercion it cares to employ. This power is called sovereignty. C. F. 
Strong, 0 . Cif., Hlm. 6-7. 

Dalam kaitan dengan lingkup kedaulatan, gagasan kedaulatan sebagai konsep 
mengenai kekuasaan tertinggi meliputi proses pengambilan keputusan, .... Sedangkan jangkauan 
kedaulalan (dumain of suvereignty), melalui analisis relasional (relatiunal analisys) antara 
"sovereign" dan "subject", terkait soal siapa atau apa yang memegang kekuasan tertinggi itu dalam 
suatu negara, dan siapa atau apa yang menjadi objek ddam arti sasaran yang dijangkau oleh 
konsep kekuasaan yang bersifat tertinggi itu. Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulafan Rakyaf 
Dalam Konsfitusi dun Pelaksanaannya di Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, 
Hlm. 9. 



dalam konsep kedaulatan rakyat, batas. antara negara dengan pemerintah 

dibedakan secara cukup jelas. Pemilihan umum lazimnya dilakukan secara rutin di 

negara-negara demokratis yang menganut azas kedaulatan rakyat, setiap waktu 

dapat mengganti pemerintah yang sedang berkuasa dengan pemerintah yang baru. 

Dalam konsep kedaulatan rakyat, rakyat yang berbeda pendapat dengan 

pemerintah, tidaklah otomatis diartikan sebagai pengkhianat bangsa dan negara.601 

Dengan demikian, sehubungan dengan pemilihan Kepala Daerah, maka 

rakyatlah yang lebih benvenang untuk melaksanakannya secara langsung. 

Memang benar, dalam ha1 ini dapat diadakan suatu penvakilan untuk 

melaksanakan kekuasaan rakyat tcrsebut, urnpamanya DPRD. Tetapi jika dalarn 

implementasinya, kekuasaan yang diwakilkan rakyat tersebut disalahgunakan oleh 

pihak yang mewakili-misalnya DPRD atau pihak pemerintah pusat memilih 

Kepala Daerah tidak sesuai dengan aspirasi rakyat - maka sudah seharusnya 

kekuasaan tersebut dikembalikan kepada pemilik sebenarnya yaitu rakyat. 

Apabila rakyat melakukan pemilihan langsung, maka dampaknya tidak 

saja mendekatkan Kepala Daerah kepada rakyat kerana dipilih sesuai aspirasi 

mayoritas rakyat, tetapi lebih dari itu rakyat dapat melakukan kontrak sosial 

(social contract) dengan Kepala Daerah yang bersangkutan. Maksud kontrak 

sosial di sini bukanlah diterjemahkan secara kaku seperti halnya kontrak kerja - 

misalnya calon presiden hams rnenandatangani beberapa kalausul yang 

disodorkan mahasiswa baru-baru ini - tetapi kontrak sosial sebagaimana menurut 

J. J. Rousseau sebelurnnya. 

60' Yusril Ihza Mahendra, Kedaulatan Rakyat dan Agenda Demokrasi Politik, Dalam 
Syarofin Arba MF, (ed.), Op. Cit, Hlm. 16- 1 7. 



Dalam bukunya yang berjudul Du Contract Social, seperti. yang dikutip 

Azhari, Rousseau berpendapat bahawa dalam suatu negara diperlukan adanya 

suatu perjanjian masyarakat untuk menjamin keselamatan jiwa dan harta mereka 

sendiri. Perjanjian untuk membentuk pemerintahan yang dapat menjamin 

kemerdekaan dan ketertiban dilakukan dalam bentuk suara mayoritas (valente 

generale).602 Jadi, kontrak sosial yang dimaksud adalah kontrak yang bersifat 

timbal balik, di mana rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada pemimpin maka 

sebaliknya pemimpin tersebut harus menjamin kemerdekaan, ketertiban dan 

kesejahteraan rakyat sebagai imbalan. 

Dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung juga diharapkan Kepala 

Daerah yang bersangkutan dapat mengenal wilayah dan keragaman agama, adat, 

budaya serta kelompok (suku) rakyatnya sehingga dapat membangun kultur 

demokrasi yang sesuai dengan keragaman tersebut. Dengan kata lain, pemilihan 

secara langsung dapat menciptakan seorang Kepala Daerah yang mengenal dan 

dikenal daerah serta rakyatnya. Sulit menciptakan ha1 tersebut, jika Kepala Daerah 

masih dipilih oleh DPRD maupun pemerintah pusat, oleh kerana, sekali lagi, 

kemauan keduanya belum tentu sarna dengan aspirasi rakyat. Dengan memiliki 

wewenang yang ada padanya, baik DPRD maupun pemerintah pusat, dapat 

memilih Kepala Daerah meskipun sebenarnya tidak mengenal dan tidak dikenal 

daerah serta rakyat setempat. Dalam kondisi ini, jikapun pra-syarat mengenal dan 

dikenal tersebut masih digunakan, maka intinya hanyalah berbentuk semu atau 

yang sengaja dibuat-buat. 

602 Azhari, Op.Cit., Hlm. 29-30. 



Hal lain yang perlu disempurnakan dalam pemilihan kepala daerah secara 

langsung permasdahannya pada masih adanya praktik politik uang (mony politic) 

sehingga pelaksanaan demokrasi langsung dalam pemilihan kepala daerah belum 

sepenuhnya representasi dari pilihan rakyat. Upaya yang hams dilakukan ke 

depan adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, pencerdasan 

entelektual dan pemahaman demokrasi. Selain itu perlu pula penguatan kapasitas 

dan kreabelitas Komisi Pemilihan Umum Daerah dan jajarannya sampai ke 

tingkat Desa. 

8.2. Penguatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk, baik di daerah provinsi 

maupun di daerah kabupaten dan kota. Pada umumnya, lembaga perwakilan 

rakyat ini difaharnani sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legilsatif, 

dan kerana itu biasa disebut dengan lembaga legilsatif di daerah. Akan tetapi, 

sebenarnya haruslah dicatat bahawa fungsi legislatif di daerah, tidaklah 

sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam hubungan 

dengan Presiden. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat ( I )  juncto Pasal 5 

ayat (1) UUD 1945 hasil Perubahan Pertama. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR 

ditentukan memegang kekuasaan membentuk UU, dan dalam Pasal 5 ayat (1) 

dinyatakan bahawa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Sedangkan 

kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), baik daerah propinsi 

maupun kabupatenlkota, tetap berada di tangan Gubernur dan BupatiIWalikota 

dengan persetujuan DPRD sebagaimana ketentuan mengenai pembentukan UU di 



tingkat Pusat dalam UUD 1945 sebelum diarnandemen. Kerana itu, dapat 

dikatakan bahawa Gubernur dan Bupati/Walikota tetap merupakan pemegang 

kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fbngsi 

legislatif itu hams dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga 

pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah. 

Oleh kerana itu, sesungguhnya, DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga 

pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga 

legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun dalam kenyataan sehari-hari, 

lembaga DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif. Memang benar, 

seperti halnya pengaturan mengenai fungsi DPR-RI menurut ketentuan UUD 

1945 sebelum diamandemen, lembaga perwakilan rakyat ini berhak mengajukan 

usul inisiatif perancangan produk hukum. Menurut ketentuan UUD 1945 yang 

lama, DPR berhak rnemajukan usul inisiatif perancangan UU. Demikian pula 

DPRD, baik di daerah propinsi maupun daerah kabupaten/kota, berdasarkan 

ketentuan UU No.22 Tahun 1999, berhak mengajukan rancangan Peraturan 

Daerah kepada Gubernw. Namun, hak inisiatif ini sebenarnya tidaklah 

rnenyebabkan kedudukan DPRD menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang 

utama. Pemegang kekuasaan utama di bidang ini tetap ada di tangan pemerintah, 

dalam ha1 ini Gubernur atau BupatiIWalikota. 

Oleh kerana itu, politik desentralisasi Indonesia terhadap daerah otonom 

masih tidak konsisten, seperti pola hubungan eksekutif-legislatif Pemerintahan 

Pusat, kerana kedudukan DPRD tidak menjadi pemegang kekuasaan legislatif 

yang utama seperti pola hubungan Presiden dengan DPR, di daerah h g s i  utarna 



DPRD esensinya hanya untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, 

sedangkan berkenaan dengan fungsi Iegislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang 

dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap 

Gubernur atau BupatilWalikota. Bahkan dalam UU No.22 Tahun 1999 Gubernur 

dan BupatiIWalikota diwajibkan mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan 

menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD. Artinya, 

DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang 

dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan 

perubahan-perubahan tertentu, dan sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif 

sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah. 

Dari uraian di atas dapat kita mengerti bahawa secara teknis DPRD lemah 

surnber daya. Selain sistem UU partai Politik mensyaratkan calon anggota DPRD 

minimal tarnatan Sekolah Lanjutan Atas, bukan Sarjana (Sl), juga dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya lembaga legislatif ini tidak didukung oleh 

pengalaman, tenaga ahli dan data. Dengan demikian sebenamya, lembaga 

parlemen itu hanya efektif melaksanakan fungsinya untuk mengawasi jalannya 

pemerintahan (control), sedangkan fungsi legislasi lebih berkaitan dengan sifat- 

sifat teknis yang banyak membutuhkan prasyarat-prasyarat dan dukungan- 

dukungan yang terknis pula yang tidak maksimal dimiliki lembaga DPRD. Dalam 

praktik prasyarat pokok untuk menjadi anggota parlemen itu adalah kepercayaan 

rakyat, bukan prasyarat keahlian yang lebih bersifat teknis daripada politis. 

Meskipun seseorang jika yang bersangkutan tidak dipercaya oleh rakyat, ia tidak 

bisa menjadi anggota parlemen. Tetapi, sebaliknya, meskipun seseorang tidak 



tamat sekolah dasar, tetapi ia mendapat kepercayaan dari rakyat, maka yang 

bersangkutan paling 'legitimatif untuk menjadi anggota parlemen. Dalarn praktik 

seperti ini, nilai pendidikan dan entelektualitas kurang dipertimbangkan sebagai 

bagian syarat anggota parlemen. 

Oleh kerana itu, makin rendah tingkatan palrmen itu makin rendah 

kernampuan teknisnya. Seharusnya lembaga DPRD ini hams mampu 

mengimbangi kemampuan teknis eksekutif. Sebab tingkat pendidikan rata-rata 

anggota DPR Pusat lebih tinggi daripada tingkat pendidikan anggota DPRD 

propinsi yang juga lebih tinggi daripada tingkat pendidikan rata-rata anggota 

DPRD kabupatenkota. Meskipun DPR dan DPRD sebagai lembaga politik, 

mereka juga hams mampu meningkatkan kapasitas melalui penjaringan syarat 

calon minimal harus sarjana (Sl), setelah terpilih melalui PEMILU, anggota legis 

latif juga harus terus rneningkatkan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, kursus 

dan bahkan pelatihan. Selain itu perlu pula dukungan sarana, tenaga ahli dan data 

untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fmgsinya. Oleh kerana itu, perubahan 

yang terjadi di tingkat pusat dalam pengaturan mengenai kewenangan melakukan 

perancangan UU dari Presiden ke DPR harusnya diikuti di tingkat provinsi dan 

kabupatenlkota. Jika di pusat, kekuasaan membentuk UU berada di tangan DPR 

sebagaimana hasil Perubahan Pertama UUD 1945, maka di daerah propinsi dan 

kabupatenlkota, kenyataannya kewenangan menetapkan Peraturan Daerah masih 

ditentukan oleh Gubernur dan BupatiIWalikota, meskipun untuk itu perlu 

mendapat persetujuan lebih dulu dari DPRD setempat. Sesuai fungsinya sebagai 

lembaga pengawasan politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah 



setempat, maka DPRD juga diberi hak untuk melakukan amandemen dan apabila 

perlu menolak sama sekali rancangan yang diajukan oleh pemerintah itu. Bahkan 

DPRD juga diberi hak untuk mengambil inisiatif sendiri guna merancang dan 

mengajukan rancangan sendiri kepada pemerintah (Gubenur atau 

Bupati/Walikota). 

Dengan demikian, solusinya semua anggota DPRD propinsi, kabupaten 

dan kota di seluruh Indonesia, untuk meningkatkan kemarnpuan dan perannya 

sebagai wakil rakyat yang secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan di 

daerah masing-masing dengan sebaik-baiknya. Instrumen yang dapat digunakan 

untuk itu adalah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana 

anggaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Sudah tentu untuk 

meIaksanakan fimgsi-fungsi DPRD, termasuk fungsi legislasi dan fungsi 

anggaran, setiap anggota DPR perlu menghimpun dukungan informasi dan 

keahlian dari para pakar di bidangnya. Informasi dan kepakaran itu, banyak 

tersedia dalam masyarakat yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk 

kepentingan rakyat banyak. Apabila mungkin, setiap anggota DPR juga dapat 

mengangkat seseorang ataupun beberapa orang asisten ahli untuk membantu 

pelaksanaan tugasnya. Jika belum mungkin, ada baiknya para anggota DPRD itu 

menjalin hubungan yang akrab dengan kalangan lembaga swadaya rnasyarakat, 

dengan tokoh-tokoh masyarakat dan akademisi di daerahnya masing-masing, dan 

bahkan dari semua kalangan seperti pengusaha, kaum cendekiawan, tokoh agarna, 

tokoh budayawan dan seniman, dan sebagainya. Dari mereka itu, bukan saja 

dukungan moril yang dapat dipe'roleh, tetapi juga informasi dan pemahaman 



mengenai realitas yang hidup dalarn masyarakat yang diwakili sebagai anggota 

DPRD. Atas dasar semua itu, setiap anggota DPRD dapat secara mandiri 

menyuarakan kepentingan rakyat yang mereka wakili, sehingga rakyat pemilih 

dapat benar-benar merasakan adanya manfaat memberikan dukungan kepada para 

wakil rakyat untuk duduk menjadi anggota DPRD. 

8.3. Revisi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Khususnya Tentang 

Autonomi Desa 

Pada tahun 1854 Pemerintah Belanda mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

(Regerrings Reglement, RR), Pasal 71 RR menetapkan hak masyarakat desa 

(inlandsche gemeente) untuk memilih kepala desanya dan menyelenggarakan 

rurnah tangganya sendiri. Ini jelas sebagai bentuk pengakuan Pemerintah Belanda. 

Dari awal masa kemerdekaan sampai pertengahan tahun enarnpuluhan 

otonomi desa terus berkembang. Namun, sejak masa "Orde Baru", terjadi 

perubahan yang oleh Hansen disebut sebagai masa memudarnya autonomi desa 

dan mengetatnya kontrol pemerintah pusat kepada desa. Sejak itu secara 

berangsur profil desa sebagai pelaksana intruksi pihak atas semata-mata, semakin 

jelas dan struktura1603. Ndraha menyatakan, ha1 itu sudah barang tentu tidak 

mendorong berkembangnya inisiatif dan prakarsa masyarakat desa604. Soetardjo 

menyatakan pula, dahulu autonomi desa merupakan autonomi yang tumbuh 

bersamaan dengan tumbuhnya masyarakat berdasarkan hukurn adat dan tradisi, 

kini autonomi itu merupakan pemberian dari atas (pemerintah pusat). 

603 Hansen, Gary E. Agricultural and Rural Development in Indonesia. Colorado : 
Westview. 198 1. Hlm. 178 . 

604 Ndraha. Pernbangunan Masyarakat. Jakarta : Rineka Cipta. 1990. Hlm. 157 



Pada tahap perkembangan berikutnya pemerintah Orde Baru 

mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1979 dan setelah 20 tahun kemudian di era 

reformasi diganti dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, 

namun konsep autonomi desa yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 

tersebut tidak terealisasi dengan baik oleh pemerintah desa, kerena tidak diatur 

secara jelas dan rinci dalam Peraturan Pemerintah. Ndraha rnenyatakan, 

menghadapi perubahan sosial, tampaknya kepemimpinan pemerintahan desa 

belurn mampu berperan605. Kerana itu, pemimpin formal dan informal di desa 

dituntut kualitas yang lebih baik, seperti: tingkat pendidikan, mempunyai sifat 

orientasi kedepan, dan kemampuan mencapai sasaran. Syarat-syarat ini sulit untuk 

dipenuhi oleh tenaga-tenaga pemerintahan desa dewasa ini. Selain itu program 

pemerintah untuk pendidikan dalarn rangka peningkatan sumber daya manusia di 

perdesaan kurang sungguh-sungguh, disamping alokasi anggaran pembangunan 

untuk perdesaan masih relatif kecil, bila dibandingkan alokasi dana pembangunan 

di perkotaan. Bryant dan White menyatakan, apabila konsep autonomi desa 

dilaksanakan oleh masyarakat perdesaan dengan baik akan memberikan pengaruh 

yang cukup besar kepada keberhasilan pembangunan secara nasiona1606. Pendapat 

tersebut dapat difahamani, kerana hakekat autonomi adalah memberikan 

kewenangan sepenuhnya kepada masyarakat perdesaan untuk mengurus dan 

mengatur rumah tangganya sendiri, terrnasuk kewenangan mencari surnber- 

sumber pembiayaan pembangunan (UU No. 22 Tahun 1999). Apabila kewenagan 

605 Ndraha. Ojj. Ch!. Hlm. 160 
606 Bryant, Coralie dan Louise G. White. Manajemen Pembangunan Unluk Negara 

Berkembang. Terjemahan Rusyanto L. Simatupang. Jakarta : LP3ES. 1989. Hlm. 369. 



pemerintahan desa yang berotonomi ini tidak dapat terlaksana dengan baik maka 

akan menimbulkan krisis partisipasi dari masyarakat. Rusadi menyatakan : 

dalam proses pembuatan keputusan apapun yang menyangkut kepentingan 
masyarakat perdesaan pemerintah selalu menganggap lebih memahami 
persoaIan, lebih banyak turunnya dari atas (top down), selalu mengikat dan 
terkesan dipaksakan, sebagai konsekuensi logisnya menimbulkan dampak 
krisis partisipasi.607 

Dewasa ini pemerintahan Desa di Indonesia diatur dalarn Undang-undang 

No. 32 Tahun 2004, pasal 202 menetapkan (1) Pemerintah desa terdiri atas 

kepala desa dan perangkat desa, (2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan 

perangkat desa lainnya.(3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. 

Dalam praktik tidak ada pengaturan yang jelas bagaimana kewenangan 

kepala Desa sebagai kepala eksekutif. Apakah kepala desa sebagai jabatan politis 

melalui pemilihan kepala desa secara langsung yang dicalonkan partai politik, 

kemudian apa saja yang menjadi kewenangannya dalam menjalankan tugas dan 

h g s i  eksekutif. Bagaimana pula hak-hak yang melekat pada jabatannya, 

penggajian dan biaya operasionalnya, kerana dalam praktik h g s i  anggaran 

pendapatan dan belanja desa belum disusun karna tidak jelasnya dan kurangnya 

potensi surnber-sumber pendapatan asli daerah dan dana perimbangan kewangan 

desa dengan KabupatedKota. Potensi sumber-sumber pendapatan asli desa 

sebagian besar telah ditetapkan dalamperaturan daerah dan menjadi sumber 

pendapatan KabupatenIKota. 

607 Rusadi, Sislem Pofilik Indonesia, Jakarta, Rajawali Press, 1988, Hlm. 176 



Selanjutnya pasal 206 UU No. 32 Tahun 2004, menetapkan bahawa 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: 

a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; 

b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupatenkota yang 

diserahkan pengaturannya kepada desa; 

c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, danlatau 

pemerintah kabupatenlkota; 

d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang- 

perundangan diserahkan kepada desa. 

Dalam ha1 menjalankan kewenangan asal usul, kewenangan yang 

diserahkan kabupatenlkota, tugas pembantuan dan urusan pemerintahan lainnya 

sering tidak diiringi dengan dukungan anggaran yang memadai. Selain dari itu 

sesungguhnya kewenangannya pun tidak sepenuh hati diserahkan. Dinas, Kantor, 

Badan dan Carnat, masih memegang kendali. Meskipun secara normatif pasal 207 

UU No. 32 tahun 2004 telah tegas mengatur bahawa Tugas pembantuan dari 

Pemerintah, pemerintah provinsi, danlatau pemerintah kabupatenkota kepada 

desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya 

manusia. Suatu ha1 yang menjadi sorotan tugas pembantuan hampir tidak pemah 

diberikan, dalarn kenyataannya pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang 

melaksanakan tugas pembantuan. Hal ini menjadi penghambat proses kemandirian 

desa menjadi daerah otonom sebagai ujung tombak pembangunan. 

Pasal 208 tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin 

penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan 



Peraturan Pemerintah. Meskipun UU No. 32 Tahun 2004 telah memberi 

kewenangan kepada Daerah KabupatedKota untuk mengatur lebih lanjut tentang 

tugas dan kewajiban kepala desa. Dalam praktik Perda yang dikeluarkan 

Pemerintah KabupatenIKota masih tidak memadai dan pada tatanan implementasi 

perda ini tidak terlaksanakan. Selain itu masih terbatas pada tugas dan kewajiban 

kepala desa. Sesungguhnya desa sebagai daerah otonom yang memiliki distribusi 

tiga kekuasaan legislatif, eksekutif dan judisiari, mestinya perlu pengaturan yang 

tegas dalam suatu Undang-undang khusus untuk itu, bukan hanya diatur sebagian 

saja seperti yang ada dalam UU IVo. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu tentang ide pilihan kepala 

desa secara langsung perlu diatur dalarn rivisi UU 32 Tahun 2004 sebagai maksud 

konsekuensi kesungguhan pelaksanaan autonomi desa. Pada UU 32 Tahun 2004 

pasal203 ayat (1) Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal202 ayat (1) 

dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia 

yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang 

berpedoman kepada Peraturan Pemerintah(2) Calon kepala desa 'yang 

memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I), ditetapkan sebagai kepala desa. (3) Pemilihan kepala desa dalarn 

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih 

hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat 

yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 

Dengan demikian salah satu gagasan bahawa Kepala Desa sebagai jabatan 

politik akan diangkat menjadi PNS adalah tidak sesuai dengan prinsip 



penyelenggaraan demokrasi dan sistem pembagian dan pemisahan kekuasaan 

pada tingkat autonomi desa. Berkaitan dengan PILKADES ini revisi tidak hanya 

pada UU No. 32 tahun 2004 juga hams dilakukan pada UU Pemilu , UU Partai 

Politik dan UU SUSDUK. 

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 mengenai pertanggungjawaban kepala desa 

dalam melaksanakan tugas masih tidak jelas. Pada hakekatnya kepala desa dipilih 

oleh masyarakat desa melalui pemilihan yang demokratis. Sebagai 

konsekuensinya kepala desa tentunya bertanggung jawab kepada siapa yang 

memilihnya. Disisi Iain Camat sebagai unsur perangkat daerah, secara teknis 

membantu Bupati dalam mengkoordinir pembangunan desa di wilayahnya merasa 

perlu meminta pertanggungjawaban dari kepala desa. Disisi lain dapat ditegaskan 

disini bahawa Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten hanya menerima laporan 

sebagai tembusan. Dalam hal ini sebagai salah satu perlu ketegasan pengaturan 

hubungan eksekutif dan legislatif di desa dalam revisi UU No. 32 Tahun2004. 

Penetapan Kepala Desa dan pembantu-pembantunya sebagai organisasi 

pemerintahan terendah menurut Pemudji dimaksudkan untuk mendekatkan 

pelayanan adrninsitrasi negara pada masyarakat608. Pelayanan yang dilancarkan 

dari tingkat kecarnatan dianggap masih terlalu jauh. Kedudukan desa lebih dekat 

dengan masyarakat sehingga pelayanan masyarakat di desa diharapkan jauh lebih 

efektif. Kemudian didorong oleh adanya Inpres Bantuan Desa, berangsur-angsur 

posisi bagian-bagian desa ditingkatkan, ditandai dengan meningkatnya jurnlah 

desa secara definitif. 

608 Ndraha, Op. Cit. Hlm. 137 



Pada permulaan tumbuh dan berkembangnya pemerintahan desa, lembaga 

yang memiliki kekuasaan tertinggi di perdesaan menurut hukum adat adalah 

Rernbug Desa atau Rapat ~ e s a . ~ ' ~  

Akan tetapi pada perkembangan berikutnya fungsi mengatur (legislatif) 

yang dimiliki desa larnbat laun berkurang kerana Lembaga Musyawarah Desa 

(LMD) dijadikan unsur pemerintah desa, bukan substitusi atau peningkatan 

Rembug Desa, sumber-sumber administratif pemerintah desa lemah, sementara 

tugas dan tanggung jawabnya semakin berat. Pemerintah desa diperlakukan 

sebagai pelaksana instruksi dari atas belaka. Hal ini terjadi lebih-lebih kerana 

kebijakan pemerintah yang lebih mementingkan pencapaian target, formalitas, 

keserempakan, keseragaman, dan sifat massal. 

Sebagaimana telah dikemukakan bahawa salah satu unsur Pemerintahan 

Desa adalah Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Pasal 209 UU NO. 32 Tahun 

2004 menetapkan Badan Perrnusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan 

desa bersarna kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

Pasal 2 10 (1) Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk 

desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. 

Seharusnya ada ketegasan dan konsistensi sebagai lembaga legislative hams 

merupakan penjelmaan wakil masyarakat dari partai-partai politik sebagai pilar 

demokrasi. Pasal 21 1 ayat (1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan 

yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan 

' 09  Ndraha menyatakan, sebagai pemegang kekuasaan (menurut) hukum adat di desa 
adalah lembaga yang disebut Rembug Desa, Rapat Desa atau Kerapatan Negeri. Lembaga inilah 
yang memegang kekuasaan tertinggi di desa. Kepala Desa bersama-sama pembantu-pembantunya 
merupakan unsur I;elaksana di bawah Rembug Desa yang merencanakan dan melaksanakan 
pembangunan. 



perundang-undangan,(2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam 

memberdayakan masyarakat desa. 

Kedudukan politis LMD sebelumnya yang sekarang dengan telah 

ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 dirubah namanya menjadi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) atau disebut dengan narna lain. BPD adalah wadah 

pennusyawaratan/pemukatan pemuka-pemuka masyarakat desa, bertugas 

menyalurkan pendapat masyarakat Desa dan memusyawarahkan setiap rencana 

pembangunan sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Desa. 

Sebenarnya tugas dan fungsi BPD sama DPRD di Provinsi dan 

KabupatenIKota, namun dalam kenyataanya belum diberdayakan. Selain 

anggotanya belum mampu memainkan peran, juga kerana kuatnya pengaruh 

Kepala Desa. Fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang diharapkan 

berjalan mencapai keseimbangan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak 

berjalan sebagaimana mestinya. Ini merupakan kendala otonomi desa dimasa yang 

akan datang. Tentunya bagian terpenting revisi dari UU No. 32 Tahun 2004. 

Pada awalnya Lembaga masyarakat yang tumbuh dari bawah dan dapat 

mengemban fungsinya sebagai pembimbing dan penyuluh berbagai pekerjaan 

sosial desa, dan mampu menjadi saluran aspirasi masayarakat desa adalah 

Lembaga Sosial Desa. Narnun, melalui KEPRES No. 28 Tahun 1980, LSD diubah 

menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Kemudian menmt  

pasal 21 1 (1) UU No. 32 Tahun 2004 selain lembaga Badan Perrnusyawaratan 



Desa, di Desa terdapat juga lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa dan 

ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Struktur juga mendukung pelaksanaan tugas dalam ha1 pembiayaan. 

sehari-hari dan biaya operasional keluar. Pasal 212 ayat (1) UU No. 32 tahun 

2004 menetapkan kewangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang 

dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa 

barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban. (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan kewangan desa. (3) Sumber 

pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 

a. Pendapatan asli desa; 

b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupatenkota; 

c. Bagian dari dana perimbangan kewangan pusat dan daerah yang 

diterima oleh kabupatenlkota; 

d. Bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupatedkota; 

e. Hibah dm sumbangan dari pihak ketiga 

Kenyataannya sumber kewangan desa dari pendapatan asli, bagi hasil, 

dana perimbangan, bantuan dan hibah belum marnpu mendukung pelaksanaan 

otonomi desa, sebagai akibat tidak memadainya anggaran. Hal ini paling tidak 

disebebkan beberapa faktor : 

1. Potensi sumber Pendapatan Asli Desa harnpir tidak ada, karna 

sebagian besar diambil Kabupaten; 



2. Dana Bagi hasil Pajak dan bukan pajak dengan kabupaten relatif kecil, 

3. Dana perimbangan dari Kabupaten tidak memadai, 

4. Bantuan Pemerintah dananya sangat terbatas, 

5. Kemampuan desa mengembangkan usaha desa sangat terbatas. 

Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk 

mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat 

desa. Namun, dalam implernentasi kebijakan sumber-sumber kewangan desa 

untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APPKDES) tidak 

memadai sehingga autonomi desa tidak disertai dukungan dana, terkesan 

kebijakan otonomi desa hanya pada tatanan doktrin dan slogan. 

Desa yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik adalah 

Desa yang mampu menyelenggarakan pembangunan atas dasar kemampuan 

kewangannya sendiri. Untuk penggalian sumber-sumber kewangan Desa tentunya 

diperlukan kewenangan yang lebih besar. Dalam peraktek pemerintahan di 

Indonesia sumber-sumber perdesaan banyak di pungut pemerintahan Kabupatenl 

Kota. Misalnya Pajak Bumi dan Bangunan sebahagian besar dananya masuk ke 

kas KabupatedKota. Contoh lain adalah keberadaan perusahaan negara dan 

perusahaan swasta besar di perdesaan. Secara resmi tidak ada penghasilan 

perusahaan besar tersebut yang masuk ke kas Desa. Mungkin secara tidak resmi 

bantuan perusahaan besar tersebut langsung diberikan kepada aparatur atau tokoh 

masyarakat perdesaan. Pada sisi yang lain, hasil keuntungan perusahaan 

sebahagian besar justru disetor pula ke Pemerintah KapupatenKota, Provinsi dan 



Pusat melalui berbagai peraturan perundangan yang diberlakukan terhadap 

perusahaan. 

Dimasa yang akan datang, pemerintahan perdesaan yang berotonomi, 

tentunya sangat memerlukan sumber-surnber dan penghasilan yang memadai. 

Atas dasar logika bahawa apsek perencanaan pembangunan perdesaan hams pula 

disertakan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). 

Dimasa yang akan datang salah satu faktor terpenting yang perlu direformasi 

dalam rangka proses pembelajaran menuju pemberdayaan masyarakat, sudah 

sangat mendesak pernerintahan Desa perlu menata kembali sistem anggaran 

pendapatan dan belanja pembangunannya. Dalam penyusunan APBD harus 

tercermin pula sisi sumber-sumber penerimaan Desa dan sisi pengeluaran untuk 

biaya rutin dan biaya pembangunan desa. Oleh kerana itu salahsatu revisi UU No. 

32 Tahun 2004 adalah perlunya pengaturan pesentase dana perimbangan 

kewangan Kabupaten dengan desa. 

Solusi merivisi UU No. 32 tahun 2004 tersebut di atas tentunya perlu 

ditindaklanjuti dengan merivisi Peraturan Pemerintah supaya tidak menimbulkan 

penafsiran yang berbeda-beda dan saling lempar tanggung jawab atau terjadi 

perebutan kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. 

Harus disadari bahawa pembinaan autonomi desa merupakan tanggung jawab 

semua, baik Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten. Misalnya porsi bantuan 

dan dana perimbangan sumer daya alam masing-masingnya adalah Pusat 

membantu 20 %, Provinsi 30 % dan Kabupatedkota 50 % dari 50 % total 

kebutuhan biaya pembangunan perdesaan. 



Dalam ha1 nilai dan tradisi hak asal usul desa dalam otonomi desa tidak 

perlu diatur dalam suatu UU secara seragam. Kerana itu, tradisi pemerintahan 

desa seperti yang hidup di Sumatera Barat, misalnya, yang dikenal dengan nama 

'sistem pemerintahan nagari' dapat dihidupkan kembali penataannya sebagaimana 

mestinya. Demikian pula dengan sistem marga di Surnatera Selatan ataupun 

sistem pernerintahan desa di daerah-daerah lain dapat dikembangkan secara 

beragam sesuai tradisi budaya masing-masing dan perkembangan kebutuhan yang 

ada setempat-setempat. Dengan diakuinya keragaman itu, maka baik bentuk, 

narna maupun fungsi organisasi pemerintah desa dan badan perwakilan rakyat 

desa dapat beragarn dari satu desa ke desa lain, ataupun daerah satu daerah ke 

daerah lain. Bahkan materi hukum adat yang ditetapkan berlakunya dapat pula 

beragam dari satu daerah ke daerah lain. Keragaman sistem keorganisasian dan 

sistem perundangan setempat-setempat itu dapat ditampung dengan mengukuhkan 

peranan Peraturan Desa yang ditentukan dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan 

persetujuan badan perwakilan desa. Oleh kerana itu, penting bagi setiap daerah 

untuk mengatur mekanisme pembuatan Peraturan Desa tersebut sebagai pedoman 

kerja legislatif di desa-desa. 

Masalah lain adalah pelibatan partisipasi publik di Desa. Di satu sisi, 

pelibatan publik (masyarakat) dalam pemerintahan atau politik lokal mengalami 

peningkatan luar biasa dengan diaturnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) 

langsung. Senada dengan pemilihan presidedwapres, masyarakat akan 

menyalurkan aspirasinya secara langsung untuk memilih bupatilwali kota atau 



gubernur. Namun di sisi lain, peiibatan masyarakat justru dikurangi ketika kita 

membicarakan tataran pemerintahan tingkat desa. 

Masyarakat tidak lagi memilih anggota "legislatif' desa seperti dulu 

memilih Badan Perwakilan Desa (BPD), kerana sekarang dilikuidasi menjadi 

Badan Pennusyawaratan Desa (Barnudes). Disinilah terjadi pergeseran kekuasaan 

legislatif Desa jika dibanding UU 22 Tahun 1999. Menurut UU No. 32 tahun 

2004 pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (Pemdes) dan Bamudes. 

Anggota Barnudes terdiri wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan 

dengan cara musyawarah dan mufakat. Mengacu aturan tersebut, anggota 

Bamudes tidak dipilih oleh masyarakat langsung tapi ditetapkan dari wakil 

penduduk desa yang memangku jabatan seperti ketua RW, pemangku adat, dan 

tokoh masyarakat lain. Perbedaan ini tidak hanya pada perubahan komposisi 

personel saja, namun juga membawa konsekuensi-konsekuensi lainnya. 

Pada pasal 209 tercantum fungsi Barnudes, yakni menetapkan peraturan 

desa (Perdes) bersama kepala desa (Kades), serta menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat. Yang menjadi tanda tanya, fungsi pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan desa seperti UU No. 22 tahun 1999 tidak muncul. 

Jadi, fungsi pengawasan pada UU NO. 32 tahun 2004 dalarn penyelenggaraan 

pemerintahan di desa tidak lagi dilaksanakan oleh lembaga di desa sendiri. 

Perubahan klausul itu senada dengan perubahan mekanisme 

pertanggungjawaban kades berdasar versi undang-undang sebelurnnya, di mana 

Kades bertanggung jawab kepada rakyat melalui Baperdes dan menyampaikan 

laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati. Sementara pada UU No. 



32 tahun 2004 kades bertanggung jawab kepada rakyat yang dalam tata cara dan 

prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui 

camat. Kepada Bamudes, Kades hanya memberikan keterangan laporan 

pertanggungjawaban. Mekanisme tersebut mirip dengan sistem dalam 

pertanggungjawaban kepala daerah. 

Revisi yang dilakukan terhadap UU No. 22 Tahun 1999 sehingga 

menghasilkan UU No. 32 Tahun 2004 dimaksudkan untuk menyempurnakan 

kelemahan-kelemahan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan otonomi 

daerah. Meskipun demikian UU No. 32 Tahun 2004 juga masih menyisakan 

banyak kelemahan, terutama tidak jelasnya Pengagehan kekuasaan seperti yang 

dianut pada sistem Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan KabupatedKota. Tapi 

harus diakui pula banyak peluang dari UU tersebut untuk menciptakan good 

governance dan checks and balances, paling tidak di tataran konseptual. Melalui 

revisi UU NO. 32 Tahun 2004 diharapkan model Pengagehan'kekuasaan benar- 

benar sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada desa dalam 

prinsip Konstitusi Negara Republik Indonesia. 

Dinamika Politik yang terjadi telah memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap pergeseran dalam Pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala 

Daerah. 

Format Politik Orde Lama (Demokrasi ~ e r ~ i m p i n )  periode 1959- 1966 

yang terkonsentrasi atau otoriter telah terpengaruhi hubungan kekuasaan antara 

DPRD dan Kepala Daerah, yakni dengan memperkuat posisi Kepala Daerah atas 

DPRD. 



Indikasinya, selain sebagai alat Pemerintah Daerah, Kepala Daerah juga 

dijadikan sebagai alat Pemerintah Pusat. Ketika berposisi sebagai alat pemerintah 

pusat, Kepala Daerah sekaligus pimpinan politik polisinil tertinggi di daerah dan 

daIam posisinya ini maka semua kebijakan Kepala Daerah tidak dapat dikoreksi 

dan di imbangi oleh DPRD. 

Masa Orde Baru periode 1966-1998. Dengan format politik yang 

birokratis dan sentralistis, maka pada dasarnya DPRD berada di bawah bayang- 

bayang kekuasaan Kepala Daerah. Indikasinya, selain menjadi unsur Pemerintah 

Daerah, Kepala Daerah juga menjadi wakil Pemerintah Pusat, dan ketika menjadi 

wakil Pemerintah Pusat rnaka Kepala Daerah sekaligus menjadi Penguasa 

Tunggal di Daerah. Posisi sebagai Penguasa Tunggal tersebutlah yang 

menempatkan DPRD berada di bawah kekuasaan Kepala Daerah. 

Format politik Era Reformasi 1998 sampai sekarang merupakan format 

politik transisi. Oleh karena itu format politik era ini masih bersifat instabilitas. 

Namun dibalik Instabilitas politik tersebut terungkap adanya keinginan untuk 

lebih rnemberdayakan DPRD. Pemberdayaan DPRD yang dimaksud nyatanya 

diiringi oleh pembatasan kekuasaan secara limitatif, akhirnya jadilah kekuasaan 

DPRD yang menjadi tidak terkendali atau lebih bersifat parlernentaris. Atas dasar 

ini ditetapkan UU. No. 32 Tahun 2004 dengan mekanisme PILKADA, dengan 

maksud Kepala Daerah tidakterikat secara politis dengan DPRD terus 

ditingkatkan, baik melalui proses rekruitmen syarat Pencalonan Pemilu Legislatif 

maupun dukungan sumberdaya staff ahli, pelatihan dan sistem reformasi. 



BAB IX 

PENUTUP 

9.1. Kesimpulan 

Melalui rangkaian studi normatif terhadap empat undang-undang 

mengenai pemerintahan, yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentnng Pokok- 

Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok- 

pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah serta dinamika politik yang menyertainya-politik Orde 

Lama, Orde Baru dan Era Reformasi-maka ditemukan beberapa kesimpulan yang 

sekaligus menjadi puncak dari penulisan ini. 

Pertama, pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah 

menurut keempat undang-undang pemerintahan daerah tersebut telah bergeser , 

dari ketentuan UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Meskipun DUD 1945 

sebelum arnandemen kurang memperjelas pengagehan kekuasaan antara DPR dan 

Presiden seperti halnya sesudah amandemen, namun terhadap kedua lembaga 

tersebut tetap diadakan prinsip checks and balances dan tidak adanya prinsip 

wewenang yang subordinatif, kecuali kedua lembaga eksekutif dan legislative 

autonomi desa. Indikasi prinsip checlcs and balances tersebut tercerrnin dari 

adanya kesempatan masing-masing lembaga untuk melakukan fungsinya, yang 

juga berarti dapat melakukan koreksi demi mengimbangi kekuasaan lembaga 

lainnya. Dalam ha1 ini. DPR menjaIankan fungsi legislatif, anggaran dan 



pengawasan. sementara Presiden menjalankan fungsi legislatif dan eksekutif. 

Sedangkan indikasi tidak adanya prinsip wewenang yang subordinatif, kerana 

Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan DPR tidak boleh memberhentikan 

Presiden. 

Berbeda dengan ketentuan konstitusi tersebut, Undang-undang No. 1 8 

Tahun 1965 tidak memuat adanya prinsip checks and balances dan sebaliknya 

memuat adanya prinsip wewenang yang subordinatif antara DPRD dan Kepala 

Daerah. Tidak adanya prinsip checks and balances kerana DPRD tidak dapat 

menjalankan fungsi anggaran dan pengawasannya, sementara fungsi legislasinya 

bcrada pada porsi yang lebih kecil ketimbang porsi yang dimiliki Kepala Daerah. 

Sebaliknya undang-undang ini menganut prinsip wewenang subordinatif, di mana 

Kepala Daerah memiliki wewenang subordinat terhadap DPRD. Indikasinya, 

DPRD bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan anggota DPRD dapat 

diberhentikan oleh Kepala Daerah. Demikian juga halnya yang terjadi dalarn 

Undang-undang No.5 Tahun 1974, di mana Kepala Daerah memiliki wewenang 

subordinat atas DPRD. Wewenang subordinat Kepala Daerah tersebut 

diindikasikan lewat ketentuan bahawa DPRD menjadi bagian dari Pemerintah 

Daerah, dan sebagai Penguasa Tunggal di Daerah maka Kepala Daerah secara 

tidak langsung dapat pemberhentian anggota DPRD. Sedangkan dalam Undang- 

undang No. 22 Tahun 1999, ha1 yang terjadi malah sebaliknya. DPRD memiliki 

wewenang subordinat atas Kepala Daerah. Indikasinya. DPRD berwenang 

memilih, mengangkat dan memberhentikan Kepala Daerah, serta Kapala Daerah 

bertanggungjawab kepada DPRD. Sedangkan dalam Undang-undang No. 32 



Tahun 2004, sedikit terjadi pergeseran. Kepala Daerah dan DPRD ada prinsip 

checks and balances memiliki kedudukan yang sarna kuat sebagai wujud nilai 

dasar yang terkandung dalam konstitusi UUD 45 yang diamandemen. Indikasinya. 

DPRD tidak berwenang memilih, mengangkat dan memberhentikan Kepala 

Daerah, serta Kapala Daerah tidak bertanggungjawab kepada DPRD. Kepala 

Daerah dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (PILKADA), 

meskipun proses pencalonan melalui fraksi di DPRD. Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah langsung kepada rakyat yang memilih. Kepada DPRD kepala 

daerah hanya memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) setiap akhir tahun 

pelaksanaan anggaran. Pemberhentian kepala Daerah hanya apabila melakukan 

kesalahan pidana atau karena tekanan publik (mosi tidak percaya) mekanismenya 

dengan mengundurkan diri. Sebaliknya pemilihan anggota DPRD langsung oleh 

rakyat melalui PEMILU legislative dan pemberhentiannya hanya apabila 

dimintakan oleh Partai Politik yang mengusulkan pemberhentian anggotanya yang 

duduk di Fraksinya di DPRD. 

Dengan tidak adanya prinsip checks and balances dan adanya prinsip 

wewenang subordinatif dalam ketiga undang-undang sebelumnya yaitu Undang- 

undang No.18 Tahun 1965, Undang-undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang- 

undang IVo. 22 Tahun 1999, sekaligus mengidentifikasikan bahawa ketentuan 

mengenai Pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah telah mengalar 

pergeseran dari ketentuan-ketentuan konstitusi. Sedangkan dalarn UU No. 32 

Tahun 2004 telah menerapkan prinsip checks and balances, kecuali ; pertama, 

prinsip Kepala Daerah diberikan kewenangan sebagai Perpanjangan Pemerintah 



Pusat di Daerah, dan kedua, tidak ada prinsip checks and balances otonomi desa 

yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004, inilah bagian yang perlu 

disempurnakan dalam revisi UU No. 32 tahun 2004 atau prinsip checks and 

balances otonomi desa perlu diatur dalam UU tersendiri. 

Kedua, dinamika politik yang terjadi telah memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap pergeseran dalarn pengagehan kekuasaan antara DPRD dan 

Kepala Daerah. Format politik Orde Lama (Demokrasi Terpimpin) periode 1959- 

1966 yang terkonsentrasi atau otoriter telah terpengaruhi hubungan kekuasaan 

antara DPRD dan Kepala Daerah, yakni dengan memperkuat posisi Kepala 

Daerah atas DPRD. Indikasinya, selain sebagai alat pemerintah Daerah, Kepala 

Daerah juga dijadikan sebagai alat pemerintah pusat. Ketika berposisi sebagai alat 

pemerintah pusat, Kepala Daerah sekaligus menjabat pimpinan politik polisionil 

tertinggi di daerah dan dalarn posisinya ini maka semua kebijakan Kepala Daerah 

tidak dapat dikoreksi dan diimbangi atau di awasi oleh DPRD. Demikian juga 

pada masa Orde Baru periode 1966-1 998. Dengan format politik yang birokratis 

dan sentralistis, maka pada dasarnya DPRD berada di bawah bayang-bayang 

kekuasaan Kepala Daerah. Indikasinya, selain menjadi unsur Pemerintah Daerah, 

Kepala Daerah juga menjadi Wakil Pemerintah Pusat, dan ketika menjadi Wakil 

Pemerintah Pusat maka Kepala Daerah sekaligus menjadi Penguasa Tunggal di 

daerah. Posisi sebagai Penguasa Tunggal tersebutlah yang menempatkan DPRD 

berada di bawah kekuasaan Kepala Daerah. Sedangkan format politik Era 

Reformasi periode 1998 sampai sekarang merupakan format politik transisi. Oleh 

kerana itu, format politik era ini masih bersifat instabilitas. Namun dibalik 



instabilitas politik tersebut terungkap adanya keinginan untuk lebih 

memberdayakan DPRD. Pemberdayaan DPRD yang dimaksud nyatanya diiringi 

oleh pembatasan kekuasaan secara limitative, akhirnya jadilah kekuasaan DPRD 

menjadi tidak terkendali atau lebih bersifat parlementaris. Atas dasar alasan ini di 

tetapkan UU No. 32 tahun 2004 dengan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah 

Secara Langsung (PILKADA) dengan maksud Kepala Daerah tidak lagi terikat 

secara politis dengan DPRD dan lebih konsentrasi pada Pembangunan. Namun 

demikian, kapasistas DPRD terus ditingkatkan, melalui proses rekruetment syarat 

pencalonan PEMILU legislative yang menjamin kualitas, kapasitas dan 

kapabelitas, dukungan sumber daya staf ahli, pelatihan dan sistem inforrnasi. 

Ketiga, solusi untuk menghindari adanya dominasi politik, baik ketika 

berada di tangan DPRD maupun Pemerintahan Pusat, adalah dengan menciptakan 

keseimbangan dalam pengagehan kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah. 

Menciptakan keseimbangan yang dimaksud, dilakukan dalam tiga hal, yakni (1) 

melakukan penyempurnaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan 

merevisi prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pemilihan Kepala Daerah. 

Mekanisme pemilihan Kepala Daerah, pertanggung jawaban Kepala Daerah dan 

pemberhentian Kepala Daerah dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004; (2) 

Penguatan kapasistas DPRD, baik melalui proses rekruetment syarat pencalonan 

PEMILU legislative maupun dukungan sumber daya staf ahli, pelatihan dan 

sistem informasi di DPRD; (3) Revisi UU No. 32 tahun 2004 atau pembentukan 

UU baru khususnya tentang Otonomi desa termasuk di dalarnnya prinsip checks 

and balances. 



Keempat, belum ada ketentuan undang-undang secara khusus mengatur 

tentang Autonomi Desa, secara umum telah diatur dalam Undang-undang No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Ini ternyata tidak cukup, kerana masih 

menimbulkan berbagai penafsiran kewenagan dan tanggung jawab dari 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten terhadap otonomi desa. 

Ketidak jelasan undang-undang yang mengatur Otonomi Desa dalam UU No. 32 

tahun 2004 ternyata menjadi faktor penghambat utama pencapaian tingkat 

keberhasilan pembangunan desa. Kerana pada kenyataannya hasil pembangunan 

lebih dititik beratkan pada perkotaan, kecuali kepala daerah yang menitikberatkan 

kebijakan pembangunannya pada desa. 

Kefima, ada beberapa variabel yang terkandung dalam teori prinsip check 

and balances dan memberikan warna bentuk kekuasaan dalam perkembangannya 

terkini yang telah teruji dan menjadi fakta sosial pada kajian ini : prinsip 

keseimbangan, prinsip kontrol, prinsip wewenang subordinatif, prinsip eksekutif 

daerah sebagai Perpanjangan Pemerintah Pusat di Daerah, prinsip kecenderungan 

antara sistem parlementer atau presidencial. 

Keenam, variabel baru yang juga sangat menentukan menjadi sumbangan 

pada teori chech and balances adalah prinsip pemberdayaan kelembagaan 

legislative yang selama ini dianggap masih lemah untuk mencapai keseimbangan 

' 

kekuasaan, melalui proses rebuetment calon anggota parlemen menekankan pada 

syarat pencalonan PEMILU legislative yang menjarnin kualitas, kapasitas dan 

kapabelitas, dukungan sumber daya staf ahli, pendidikanlpelatihan, sistem 

informasi dan etika politik kelembagaan legislative. Juga Prinsip pemilihan 



Presiden (PILPRES) dan Kepala Daerah (PILKADA) Secara Langsung dengan 

maksud Kepala Daerah tidak lagi terikat secara politis dengan DPRD dan lebih 

konsentrasi pada Pembangunan selama menjalankan kewenangan jabatan politik 

kepada rakyat yang memilih, sedangkan kekuasaan legislative sebagai kekuasaan 

penyeimbang dan kontrol. Selain itu, prinsip pengawasan prepentif (Prepentive 

Control) akan efektif jika pengawasan kekuasaan legislative sudah dimulai disaat 

merumuskan kebijakan (Policy Formulation) dan pada saat implementasi 

kebijakan (Policy Implementation) bukan ketika setelah selesainya program dan 

kegiatan pembangunan. 

Ketujuh, Perubahan pada era Orde Lama (1 945- 1965) dipengaruhi oleh 

faktor dinamika politik dan adanya gerakan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), pada 

periode Orde Baru (1965-1999) juga dipengaruhi oleh dinamika politik dan 

adanya Tripologi Pembangunan, pada era Transisi (1999-2004) periode ini 

kekuasaan daerah (autonomi) masih terbatas, namun pada periode ini pemilihan 

umum dilaksanakan secara langsung umurn, bebas dan rahasia (LUBER), pada era 

reformasi (2004-2009) sistem pemerintahan Indonesia juga dipengaruhi oleh 

dinamika politik dengan adanya tuntutan rakyat mengenai kesejahteraan, keadilan, 

demokrasi, autonomi yang luas, penegakan Hak Asasi Manusia serta tuntutan 

perbaikan sistem pemilihan mum. 

Kedelapan, Meskipun Indonesia merupakan ciri bentuk Negara kesatuan 

(union), yang memusatkan kekuasaan pada pusat (centralized), namun 

pengalaman fakta empirik di Indonesia memberi kewenangan autonomi kepada 

daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri. 



9.2. Saran 

Berpijak pada beberapa poin kesimpulan di atas, ada beberapa poin pula 

yang dapat dijadikan saran bagi pihak-pihak yang terkait dalam ha1 ini. Pihak- 

pihak terkait yang dimaksud, antara lain: Pertama, bagi pihak yang menjalankan 

wewenang pembuatan undang-undang (law makers), yaitu DPR dan Presiden. 

Terdapat beberapa ha1 yang perlu diperhatikan dalarn melakukan revisi Undang- 

undang No. 32 Tahun 2004, yaitu: a. Memperkokoh prinsip desentralisasi 

sebagaimana maksud Pasal 18, 18A dan 18 B UUD 1945; b. memperkuat posisi 

DPRD dan Kepala Daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana 

halnya DPR dan Presiden menurut UUD 1945 dengan prinsip checks and 

balances; c.  Penyempurnaan terutama pengawasan pemilihan Kepala Daerah 

secara langsung sebagaimana pemilihan langsung terhadap lembaga-lembaga 

kekuasaan lainnya yang berhubungan langsung dengan prinsip kedaulatan rakyat 

berdasarkan ketentuan UXTD 1945; d. menetapkan KPUD sebagai pihak 

benvenang menyelenggarakan seluruh mekanisme pemilihan Kepala Daerah 

tganpa adanya politik uang; c. berupaya menghindari adanya prinsip-prinsip yang 

lebih bemuatan politis, lalu menggantinya dengan prinsip-prinsip yang lebih 

bermuatan yuridis sebagai bagian dari upaya supremacy of law; f. berupaya untuk 

menghindari adanya pasal-pasal yang multi interpretative, ambiguitas dan abstrak; 

g. berupaya sebisa mungkin menggunakan ungkapan yang linier dan limitative 

sesuai dengan kadar kemampuan rakyat, sehingga tidak memerlukan adanya 

reinterpretasi, baik oleh peraturan perundang-undangan dibawahnya berdasarkan 

hierarchy of norms apalagi oleh peraturan kebijaksanaan (beleidregels) dan 



h. penyempurnaan pengaturan otonomi desa dengan prinsip checks and balances 

termasuk pengaturan perimbangan kewangan Kabupaten dengan desa dengan cara 

merivisi atau mengganti UU No. 32 tahun 2004. 

Kedua, kepada pihak yang mengimplentasikan penyelenggaraan 

pemerintah daerah, yaitu DPRD dan Kepala Daerah. Terdapat beberapa ha1 yang 

perlu difahamani dalarn menyelenggarakan otonomi daerah, yaitu: a. terlebih 

dahulu hams menyikapi bahawa suatu negara kesatuan, yaitu NKRI. b. haruslah 

difahamani bahawa dalam arti tugas atau dalam ha1 reward tetapi bermakna sama- 

sama bertanggungjawab untuk menyukseskan otonomi daerah dan otonomi desa 

dengan cara berkonsentrasi pada fungsi penyelenggaraan otonomi daerah bukan 

hanya sekedar hak dan kewajiban tetapi lebih merupakan arnanah yang harus 

diemban dari The Founding Fathers bangsa ini maupun dari rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi. 

Ketiga, kepada pihak yang mengimplentasikan penyelenggaraan 

pemerintah daerah, yaitu DPRD dan Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya 

sebaiknya selalu tercermin Prinsip cheks and balances dengan adanya kesempatan 

masing-masing lembaga untuk melakukan fungsinya, DPRD melakukan fungsi 

legislative, dan Kepala Daerah menjalankan fungsi sebagai eksekutif. Dan ketika 

Kepala Daerah menjalankan tugasnya DPRD sudah langsung melakukan 

pengawasan tidak perlu menunggu Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

' 

sehingga prinsip cheks and balances dapat langsung diterapkan dalam setiap 

aktivitas Pemerintahan. 
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